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Metodologi Figh Mu'amalah, 
Analisis Prinsip Keadilan dalam 
Ekonomi Syari'ah 


“Bahwa syari'at Islam itu dibangun atas dasar- 
dasar kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan 
manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sya- 
ri at seluruhnya adil, kasih sayang, maslahat, dan 
bijaksana. Oleh karena itu, setiap persoalan yang 
keluar dari keadilan menuju ke kecurangan, dari 
kasih-sayang menuju sebaliknya, dari maslahat 
menuju ke kerusakan, dan dari kebijaksanaan 
menuju ke kesewenang-wenangan, maka bukan- 
lah syari'at, sekalipun didukung oleh penafsiran 
(teks), karena syari'at itu keadilan Allah di antara 
hamba-hamba-Nya”. Ibn al-Yayyim al-Jawzi. 


Pendahuluan 

Praktek ekonomi secara sederhana bisa diartikan se- 
bagai perilaku orang atau sekelompok orang untuk meme- 
nuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktik keseharian, 
ekonomi bisa diterjemahkan sebagai usaha dan upaya 
untuk memperoleh keuntungan dari kerja-kerja yang dila- 
kukan, baik yang terkait dengan barang komoditas maupun 
jasa dan pelayanan. Praktek ekonomi lebih banyak disebut- 
kan untuk perilaku pengumpulan modal, pengelolaan dan 
pengembangan untuk mendapatkan modal Jakumulasi) 
yang lebih banyak. Sesuatu yang awalnya bersifat sosial, 
misalnya dana zakat, bila dikelola dengan menggunakan 
perspektif 'ekonomi', maka ia tidak akan didistribusikan 
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langsung kepada para mustahig (orang-orang yang berhak 
menerima zakat), tetapi dikumpulkan, dikelola dan dikem- 
bangkan untuk memperoleh keuntungan, yang dari keun- 
tungan ini kemudian didistribusikan kepada para mustahig, 
yaitu apa yang dikenal dengan istilah investasi dana zakat 
(istitsmir amwal az-zakih). 

Konsepsi 'Ekonomi Syari'ah atau Ekonomi Islam' , 
terutama yang terkait dengan persoalan finance, adalah 
didasarkan kepada kecenderungan 'akumulasi modal', atau 
dalam bahasa lain kapitalisasi. Konsepsi ini dengan segala 
produk yang ditawarkan, dikemas sedemikian rupa untuk 
bisa dijadikan medium pengumpulan modal, pengelolaan 
dan pengembangan untuk memperoleh keuntungan se- 
banyak-banyaknya. Produk-produk Ekonomi Syari'ah seca- 
ra sederhana bisa dikenal sebagai jelmaan dari sistem 
ekonomi kapitalis yang sedang meraja lela di seluruh dunia. 
Ekonomi Syari ah misalnya menawarkan perbankan dengan 
segala produknya, pola investasi, asuransi komersial, reksa- 
dana, cash wagf Iwakaf uang|, bursa saham bahkan yang 
terbaru multi level marketing. Hampir jarang sekali, pembi- 
caraan Ekonomi Syari ah menyangkut soal perburuhan, hak 
petani atas tanah, sistim jaminan sosial negara terhadap 
rakyat, atau negara kaya muslim terhadap negara miskin 
muslim, apalagi jaminan terhadap bangsa dan negara yang 
non-muslim. 

“Ekonomi Syari'ah' sendiri, sebagai disiplin ilmu 
yang saat ini telah dimodifikasi dengan rapih, adalah se- 
suatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Cikal 
bakalnya adalah perdebatan mengenai halal-haramnya 
bunga bank konvensional. Para ulama dan cendekiawan 
yang memilih pandangan keharaman bunga bank, mengini- 
siasi pendirian bank tanpa bunga, atau bank Islam. Inisiasi 
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ini muncul pada tahun lima puluhan, dan baru bisa di- 
praktekkan pada medio tujuh puluhan dengan berdirinya 
Islamic Development Bank Jeddah, yang kemudian disusul 
bank-bank tanpa bunga serupa, seperti Bank Faisal di 
Sudan, Mit Gymr di Mesir, kemudian di Pakistan, Iran, 
Malaysia dan Indonesia. Para ulama dan cendekiawan, 
seperti Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah 
Shiddigi, Munzir Kahf, Umar Chapra, Afzalurrahman dan 
beberapa yang lain, kemudian menyusun landasan teologis 
terhadap pentingnya institusi Ekonomi Syar'ah dan 
perbankan tanpa bunga. Dalam tataran praktek, diantara 
yang banyak mencatat keberhasilan dalam pengelolaan 
perbankan Islam adalah pemerintah Malaysia, dengan 
berdirinya Tabungan Haji, Bank Islam Malaysia Berhad, 
Asuransi Takaful, Takaful Islam Berhad dan Bank-bank 
konvensional yang menawarkan produk-produk syari'ah 
sejak tahun 80-an. Anehnya, pemerintah Saudi Arabia yang 
sering mendanai dan memprakrsai pembicaraan, seminar, 
kajian, lokakarya dan pertemuan-pertemuan untuk meng- 
gagas perbankan Islam, justru merupakan negara yang 
terlambat mendirikan bank Islam di dalam negerinya 
sendiri. 

Dalam analisis Timur Kuran, seorang pakar ekonomi 
dari Turki, Ekonomi Syari'ah muncul sebagai pencarian 
identitas politik dan budaya bagi kalangan tertentu dari 
masyarakat muslim, di antara identitas-identitas yang 
bermunculan di pentas dunia ini. Para pelaku bisnis dari 
dunia Islam, terutama Arab dan Benua India, yang sehari- 
hari hidup bersama produk-produk ekonomi kapitalisme, 
merasa kehilangan identitas. Bersamaan dengan seruan 
kekhalifahan yang didengungkan al-Maududi, Ekonomi 
Syari'ah muncul sebagai alternatif untuk pemenuhan 
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identias masyarakat muslim. Dari sisi ini, Kuran dan 
beberapa pakar yang lain, melihat Ekonomi Syari'ah, 
misalnya dengan mengambil contoh “perbankan tanpa 
bunga' masih belum menawarkan konsepsi dan mekanisme 
yang orisinal, sehingga upaya penghapusan riba/bunga 
pada prakteknya baru sebatas perubahan nomenklatur pada 
jasa-jasa perbankan konvensional.' 

Tetapi yang perlu dicatat, menurut hemat penulis, 
konsepsi Ekonomi Syari'ah sedikit banyak menegaskan 
prinsip-prinsip perekonomian yang berhadapan dengan 
kecenderungan perekonomian global, larangan menjadikan 
uang sebagai komoditas, mengharuskan produk perbankan 
pada sektor riil, sebisa mungkin mempertemukan langsung 
kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan dan 
prinsi-prinsip lain seperi keseimbangan, transparansi dan 
kerelaan transaksi. Karena itu, terlepas dari berbagai 
analisis dan penilaian tentang Ekonomi Syari'ah, ia sebagai 
kontra hegemoni terhadap sistem ekonomi kapitalisme 
yang mengungkungi dan mengangkangi sendi-sendi kehi- 
dupan di hampir seluruh dunia adalah sesuatu hal yang 
positif. Tetapi ketika ia ditawarkan sebagai solusi terhadap 
persoalan ekonomi kita, tentu perlu dilakukan pengujian 
kelayakan (fit and proper test), baik dari tataran konsepsi 
figh, maupun realitas ekonomi. Di sini analisis figh digu- 
nakan untuk melihat konsepsi Ekonomi Syari'ah seberapa 
jauh ia sejalan dengan karakter-karakter penelitian figh, dan 
analisis realitas ekonomi bagi mengukur sejauhmana ia bisa 
memenuhi kebutuhan 'ekonomi' dalam realitas masyarakat. 
Lebih dari itu, perlu dilakukan kritik mendasar, sejauh 


1 Lihat artikel Timur Kuran, The Genesis of Islamic Economics: A 
Chapter in the Politics of Muslim Identity, dalam Jurnal Social 
Research, Vol. 64, no. 2 (Summer 1997). 
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mana konsepsi Ekonomi Syari'ah mendasarkan dan mem- 
praktikkan nilai moral utama Islam, yaitu keberpihakan 
pada yang lemah (al-mustadh'afin) dan keadilan sosial bagi 
seluruh warga, tanpa pandang perbedaan latarbelakang 
sosial, negara dan agama. 


Ekonomi Syari'ah atau Figh Mu'amalah 

Sepanjang sejarah keilmuan umat Islam, pemba- 
hasan mengenai hukum dalam kaitannya dengan berbagai 
perilaku manusia dikenal dengan istilah figh (figh). Untuk 
hal-hal yang terkait dengan hubungan manusia dengan 
Allah dikenal dengan figh al-Ibidah, sementara hubungan 
antar manusia dikenal dengan figh al-Mu'imalat. Dari 
pembagian ini, figh mu'amalah mencakup kajian-kajian 
mengenai hukum keluarga (figh al-ahwal asy-syakhshiyyah), 
kontrak perdata (figh al-ahkam al-madaniyyah), hukum pidana 
(figh al-ahkam al-jind'iyyah), administrasi dan tata peradilan 
(figh al-ahkam al-murafa'it al-gadha'iyyah), tata perundang- 
undangan (figh al-ahkam al-dustiriyyah wa al-ganuniyyah), 
politik dan pemerintahan (figh al-ahkam as-siyisiyyah), politik 
luar negeri (figh al-ahkam ad-duwaliyyah), perekonomian 
negara (figh al-ahkam al-igtisadiyyah wa al-miliyyah) dan 
kajian mengenai adab pergaulan sehari-hari (figh al-ahkam al- 
akhlagiyyah wa al-idabiyyah)2 Tetapi figh al-Mu'amalat 
kemudian dibatasi lagi cakupannya hanya pada hal-hal 
yang menyangkut kontrak-kontrak antar personal yang 
terkait dengan keuangan (figh al-mu'Amalah al-maliyyah). Kita 
bisa merujuk pada buku Muhammad Anwar misalnya, Figh 
Islam: Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (1988), buku 
Abdul Majid, Pokoko-pokok Figh Muamalah dan Hukum 


2 Lihat: az-Zuahili, Wahbah, al-Figh al-Islami wa Adillatuha, (1995: 
Dar al-Fikr, Damaskus, Syria), juz I, hal. 19-21. 
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Kebendaan (1986), kitab Wahbah az-Zuhayli, Figh al- 
Mu'imalat al-Maliyyah (1991), buku Hasbi asy-Shiddigie, 
Figih Muamalah (1997), buku Hendi Suhendi, Figh Muamalah 
(2002) dan Rahmat Syafe'i, Figih Muamalah (2004). 

Cakupan kajian figh mu'amalah dalam buku-buku 
seperti ini adalah hal-hal yang menyangkut mengenai 
kedudukan harta, konsep akad dalam figh, lalu penjelasan 
mengenai jual beli, khiyar (hak untuk membatalkan 
kontrak), ijarah (kontrak sewa), “iriyah (kontrak pinjam 
meminjam), gardh (kontrak hutang), rahn (kontrak gadai), 
syirkah (kontrak kerja sama perekonomian), muzira'ah wa 
mukhibarah (kontrak kerja sama penanaman tanaman), 
mudhirabah (kontrak kerja sama bagi hasil), riba (riba), hibah 
(kontrak pemberian cuma-cuma), hadiyah (kontrak pem- 
berian karena prsetasi), ju'dlah (kontrak pemberian karena 
kompetisi) dan shadagah. 

Penamaan Figh Mwamalah untuk kajian kontrak- 
kontrak keuangan sebenarnya kurang tepat, jika istilah 
Mu'amalah masih digunakan sebagai pembeda dari Figh 
Ibadah seperti di atas. Karena penggunaan satu istilah 
untuk dua pengertian sekaligus, yang satu lebih umum dari 
yang lain, akan mengakibatkan kerancuan dan ketidak- 
jelasan cakupan pembahasan. Karena itu, beberapa penulis 
memasukkan persoalan aborsi yang seharusnya masuk 
pada masalah figh al-ahwal asy-syakhshiyyah atau figh al- 
Jindyah, ada juga yang memasukkan pembahasan mengenai 
shadagah dan nafagah, yang seharusnya juga masuk pada 
kajian figh al-'ibidah dan figh  al-ahwal asy-syakhshiyyah. 
Karena mayoritas kajian Figh Mw'amalah terkait dengan 
persoalan kontrak keuangan yang timbal balik, istilah yang 
lebih tepat adalah Figh al-Mu'awadha ((55xdl) seperti yang 
digunakan Dr. Ahmad al-Hajji al-Kurdi dalam bukunya Figh 
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al-Mu'Awadhit dan Dr. Musthofa Adib al-Bugha dalam buku 
dengan judul yang sama. Figh al-Mu'dwadhit. Atau istilah 
lain yang digunakan beberapa kitab figh klasik yaitu Figh 
al-Mubadalah (hd). Baik mu dwadhah maupun mubidalah 
secara literal memiliki arti pertukaran antara dua pihak, 
dimana yang satu memperoleh imbalan dari pihak yang 
lain. Dengan istilah ini, kajian Figh Mu'amalah akan 
difokuskan pada persoalan-persoalan kontrak keuangan 
dimana antara dua pihak, dimana yang satu memperoleh 
imbalan dari yang lain. Berarti ada tiga kata kunci dalam 
istilah ini, -—-kontrak---keuangan-—--dua pihak memperoleh 
imbalan. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang tidak 
memenuhi kriteria tiga kata kunci ini sebaiknya tidak dima- 
sukan dalam pembahasan Figh Mw'amalah atau tepatnya 
Figh Mu'awadhah. Seperti pembahasan mengenai nafakah, 
shadagah, waris, pajak, zakat, sekalipun merupakan pemba- 
hasan mengenai keuangan dan harta. 

Apapun pilihan nama, penggunaan figh lebih men- 
dudukkan karakter pluralitas pandangan ulama dan dina- 
mika dengan realitas. Berbeda dengan banyak penulis 
sekarang, yang lebih memilih kata '“Islam' daripada 'figh' 
untuk persoalan-persoalan parsial yang dijadikan bahan 
kajiannya. Karena itu, kita mengenal istilah ekonomi Islam, 
bank Islam, asuransi Islam, multi level marketing Islam dan 
terakhir mata uang Islam. Beberapa penulis memilih kata 
'syari'ah' untuk menggantikan kata “Islam'. Persoalan- 
persoalan parsial ini, kalau mengikuti disiplin ilmu yang 
dikembangkan ulama masa lalu, masuk dalam kategori 
figh. Istilah 'syar'ah' —kecuali dalam penelusuran dan 
pendalaman- tidak banyak digunakan oleh mereka, apalagi 
istilah “Islam'. Mereka lebih memilih kata 'figh' (baca: 
pemahaman), bahkan mereka sering menyatakan: ini figh 
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orang-orang Madinah, figh orang-orang Kufah, atau figh 
orang-orang Maghrib. Istilah 'syari'ah' lebih luas dari 'figh' 
dan istilah “Islam' lebih luas lagi dari syari'ah dan figh. 
Memilih istilah “Islam' atau “syari'ah” untuk persoalan- 
persoalan parsial yang sebenarnya masuk dalam wilayah 
'figh', adalah pereduksian terhadap “Islam' itu sendiri. 

Dari pemilihan istilah ini, sudah bisa diidentifikasi 
beberapa kelemahan dasar dari pola dan kecenderungan - 
yang dilakukan oleh beberapa penulis- “ekonomi syari'ah' 
atau “ekonomi Islam'. Seperti idiologisasi “ekonomi syari ah' 
sebagai kebenaran tunggal di atas pandangan atau praktek 
ekonomi di luar dirinya, tidak membuka diri terhadap kritik 
atas konsep-konsep yang dikembangkan melalui pengujian 
materiil yang empirik, tidak ada interaksi aktif dengan 
praktek-praktek ekonomi sejenis yang berada di luar di- 
rinya dan yang paling parah pengembangan yang cukup 
dilakukan dengan '“labelisas' terhadap temuan-temuan 
orang lain dengan klaim 'itu barang kami yang dicuri 
mereka'. Hampir setiap kritik atas kapabilitas “ekonomi 
syari'ah” dijawab dengan kritik yang menyerang balik 
bahwa persoalan tidak terletak pada konsep, karena ini 
syari'ah, ini Islam, atau ini dari Allah dan Rasul-Nya, 
persoalan ada pada realitas, pada masyarakat, atau karena 
Islam tidak dilaksanakan dengan kaffah. Jawaban seperti ini 
menunjukkan betapa tertutupnya 'ekonomi syari'ah ter- 
hadap kritik dan pengujian empirik-materiil, disamping 
mengindikasikan egosentrisme pandangan yang sebenarnya 
jauh lebih luas dan lebih beragam. 

Menjauhkan diskusi Ekonomi Syari'ah dari Figh 
Mu'amalah atau Figh Mu'awadha, akan membuatnya 
menjadi konsepsi yang eklektis dan tertutup. Ini tidak 
sejalan dengan karakteristik figh yang dinamis, plural dan 
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selalu berinteraksi dengan realitas yang berkembang. Figh 
yang saya kenal, memiliki ragam pandangan dan pendapat 
karena interaksinya dengan realitasnya masing-masing, dan 
akan selalu banyak menimba dari realitas-realitas yang 
terus berumunculan dalam sejarah manusia. Dalam inter- 
aksi ini, dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip Our'an 
dan Hadits, ia mencari formula yang paling tepat yang bisa 
mendatangkan maslahat langsung (magishid asy-syari'ah| 
kepada masyarakat, dengan tetap menyatakannya sebagai 
figh, atau pemahaman, yang dinamis dan terbuka, bukan 
suatu “Islam' yang final dan tertutup. Interaksi ini tentu 
harus didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang 
mengikat figh untuk tetap berjalan pada tujuan mulia 
syari'ah tersebut. 

Memang tulisan-tulisan “Ekonomi Syari'ah', juga 
beragam dan memiliki perbedaan pandangan yang juga 
cukup tajam, tetapi setidaknya-seperti yang dinyatakan 
oleh Mohamed Aslam Haneef- ada pandangan mainstreem 
dalam disiplin ini. Yaitu pandangan yang menyatakan 
bahwa Ekonomi Syari'ah adalah sesuatu yang sangat 
berbeda dari ekonomi konvensional, bersumber dari al- 
Our'an dan Hadits, memiliki konsep tersendiri dan orisinil 
dalam hal kepemilikan, kebijakan fiskal, moneter, per- 
bankan, transaksi perekonomian, pola produksi, konsumsi 
dan distribusi, bahkan memiliki mata uang sendiri yaitu 
dinar emas dan dirham perak Islami. Ada karakter umum 
dalam setiap penulisan mengenai topik-topik ini, yaitu 
idiologisasi dan egosentrisme bahwa hanya pandangannya 
yang benar, orisinal, Islami dan menjadi alternatif satu- 
satunya bagi masyarakat muslim, bahkan bagi kema- 
nusiaan. 
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Misalnya tulisan-tulisan “Ekonomi Syari'ah menge- 
nai dinar emas dan dirham perak. Mata uang ini diyakini 
sebagai mata uang yang Islami, telah memperoleh legitimasi 
dari Rasulullah dan seluruh khalifah sepanjang zaman, 
wajib diikuti oleh seluruh muslim, harus ditegakkan oleh 
pemerintahan yang mengaku Islami, memiliki kekuatan 
nilai yang stabil, bisa menjadi alat tukar dan simpan harta, 
dan yang paling penting adalah dipastikan bisa menjadi 
solusi moneter satu-satunya agar terhindar dari krisis dan 
inflas?. Ini berbeda jauh dengan yang dinyatakan oleh 
Syekh Ibn Taymiyyah, atau lengkapnya Sykeh Ahmad “Abd 
al-Halim bin Taymiyyah al-Hurrani (661-728 H) dalam kitab 
Kutub wa Rasa'il wa Fatdwa Ibn Taymiyyah, yang diedit oleh 
“Abdurrahman Muhammad al- Ashimi. Beliau menyatakan: 


“Satu Ugiyyah dalam bahasa Nabi adalah 40 dir- 
ham, tetapi beliau tidak memberikan batasan secara 
definitf terhadap dirham maupun dinar. Beliau juga 
tidak mencetak mata uang dirham, tidak juga 
dicetak di negeri beliau. Baik dirham maupun dinar 
didatangkan dari luar, dicetak orang-orang kafir. 
Ada yang berukuran besar dan ada yang kecil. Pada 
saat itu, masyarakat menggunakannya terkadang 
dengan satuan jumlah ('adad), terkadang satuan 
berat ('wazn). Seperti yang dikatakan: “Timbanglah 
dan lebihkan, sebaik-baik orang adalah yang paling 
baik dalam pembayaran”. Saat itu, ada yang ber- 
profesi “penimbang' dengan upah. Tentu, ini 


3 Lihat tulisan-tulisan dalam buku: Dinar Emas, Solusi Krisis 
Moneter, 2001, PIRAC, SEM Institut dan Infid, Jakarta. Lihat juga 
dalam Majalah Islam Sabili, no. 11, tahub X, 26 Desember 2002M 
/ 7 Syawal 1423H. 
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memerlukan alat timbangan khusus (shanjah) yang 
pasti mereka miliki. Tetapi untuk ukuran maupun 
bentuk alat ini, Nabi tidak memberikan batasan dan 
ketentuan. Dikatakan bahwa dirham saat itu ada tiga 
jenis, yang 8 danig, 6 dan 4 danig. Sekalipun de- 
mikian, Nabi membiarkan lafal dirham dan dinar 
tidak definitif ((mutlag), sama sekali tidak menen- 
tukan atau memberikan batasan........................ 
.... Masyarakat harus dibiarkan sesuai dengan ke- 
biasaan masing-masing dalam hal mata uang dir- 
ham, sekalipun berbeda berat dan ukurannya dari 
apa yang ada pada masa Nabi. Karena dirham yang 
terkait dengan hukum syara' itu tidak definitif, 
tanpa batasan dan pengertian, sama dengan lafal 
masjid, rumah, kamar, kota dan lafal desa, yang 
tentu budaya dan tradisi orang berbeda-beda, kecil 
dan besarnya, dan hukum syari'ah menyentuh se- 
mua perbedaan ini. ........ Masyarakat dalam hal 
ukuran satuan dirham dan dinar dikembalikan pada 
kebiasaan masing-masing, apa yang mereka sepakati 
sebagai dirham maka itulah dirham, dan apa yang 
mereka sepakati sebagai dinar juga demikian”. (al- 
“Ashimi, 1398H: 19/248-249) 


Nilai sebuah benda dalam figh adalah merupakan 
'kebenaran yang dibiasakan” (hagigah “urfiyyah) bukan 
kebenaran dari syari'at (hagigah syar'iyyah). Termasuk dalam 
hal ini apa yang paling layak, bernilai dan stabil untuk 
dijadikan mata uang oleh masyarakat muslim. Mata uang 
merupakan hasil kesepakatan dalam perekonomian, yang 
diciptakan untuk tujuan melancarkan kegiatan tukar 
menukar dan perdagangan. Mereka dengan sendirinya 
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akan mencari benda-benda yang bisa efektif melakukan 
fungsi-fungsi, alat tukar, alat penyimpan nilai dan alat 
pengukur bayaran tertunda, yang aman, stabil dan tidak 
mudah dipalsukan. Apapun yang diputuskan dari kesepa- 
katan ini adalah sah dan Islami, selama dalam penggu- 
naannya tidak merusak prinsip-prinsip, kerelaan, keterbu- 
kaan dan saling menguntungkan. Syariat tidak ber- 
kepentingan untuk memastikan jenis mata uang. Karena ia 
memiliki logika dan realitasnya sendiri, seperti kemung- 
kinan untuk mengalami inflasi sehingga sebagai mata uang 
ia ditinggalkan masyarakat. 

Nilai emas dan perak adalah bukan sesuatu yang 
abadi, karena walau bagaimanapun ia adalah “kebenaran 
yang dibiasakan" (hagigah 'urfiyyah|. Figh sendiri tidak 
memastikan ada benda yang selamanya memiliki niali yang 
kuat dan stabil. Baik emas maupun perak, dalam catatan 
buku-buku figh klasik, juga mengalami inflasi. Dalam dunia 
kontemporer, seperti yang diberitakan oleh BAPPEBTI 
(Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- 
CIDES), emas sering mengalami fluktuasi, gonjang-ganjing 
dan inflasi yang bisa terjadi karena persoalan politik, 
peperangan, penemuan emas, kebutuhan yang meningkat 
dan ketersediaan dalam suatu negara yang berlebihan. 
Syekh al-Oaradhawi juga menyatakan bahwa perak telah 
mengalami inflasi besar-besaran, karena itu ia telah 
ditinggalkan oleh ulama figh kontemporer sebagai rujukan 
penilaian “batas minimal kekayaan' (nishib| dalam zakat. 
Pada masa Nabi, masa-masa awal Islam dan beberapa abad 
setelahnya, perak selalu menjadi rujukan penghitungan 
zakat. Tetapi kemudian nilai perak mengalami penurunan 
yang cukup berarti. Pada saat itu, Syekh Abu Zahrah 
menyerukan untuk meninggalkan penghitungan zakat 
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dengan rujukan perak, yang kemudian diikuti oleh ma- 
yoritas ulama kontemporer. Padahal sebelumnya, peru- 
jukan kepada dirham perak sempat diyakini sebagai 
sesuatu yang disepakati oleh ulama figh |ijmd'). Inflasi yang 
terjadi pada dirham perak ini, sangat mungkin juga terjadi 
pada dinar emas, karena nilai kedua benda ini tergantung 
pada kekuatannya yang diciptakan oleh masyarakat 
sendiris. 

Figh tentu saja berbicara mengenai mata uang, nilai 
tukar, alat transaksi, inflasi uang dan barang dan hal-hal 
lain. Tetapi semua pembicaraan adalah pemahaman ter- 
hadap teks dan realitas, yang tentu akan beragam dan 
berbeda dari satu masa ke masa lain, dan dari satu orang ke 
orang yang lain. 


Karakter Bacaan Figh 
Figh secara sederhana merupakan pemahaman. 
Pemahaman seorang mujtahid terhadap teks-teks agama |Al- 


4 Lihat: Yusuf al-Oaradhawi, Figh az-Zakah, Dirasah Mugaranah li- 
Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhaw'i al-Gur'an wa as-Sunnah, 1994, 
Muassasah ar-Risalah, Beirut, vol. I, pp. 263-266. 

5 Dalam bahasa akademisnya, figh berasal dari akar f-g-h, yang 
berarti faham. Secara terminologis, ia didefinisikan sebaga: “Ilmu 
yang membahas mengenai hukum-hukum syari'at menyangkut 
perbuatan-perbuatan manusia, yang dipahami dari teks-teksnya”. 
Ia berbeda dari ilmu kalam, karena menyangkut keyakinan 
seseorang, dan berbeda dari ilmu tasawuf, yang mendalami 
pengalaman spriritual manusia. Ia hanya berbicara mengenai 
segala perbuatan manusia, baik yang bersifat privat, maupun 
publik. Bahasan figh secara umum bisa dibagi tiga, personal, 
inter-personal dan antar personal. Yang personal itu yang 
berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, yiatu ibadah. 
Yang inter-personal itu hubungan antar dua orang, yaitu seperti 
jual beli, hutang piutang, perkawinan, perceraian. Yang antar- 
personal itu hubungan kemasyarakatan, seperti persoalan- 
persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan. Untuk lebih jelas 
bisa dilihat pada: Muhammad ad-Dasugi dan Aminah al-Jabir, 
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Ouran dan Hadits) dalam interaksinya dengan realitas- 
realitas yang berkembang. Pemahaman ini diperlukan 
sebelum muatan teks tersebut dilaksanakan. Tujuannya, 
untuk mempertegas kesesuaian antara maksud yang 
diinginkan oleh sang 'Pembicara' teks Jal-mutakallim), 
makna menurut sang penerima teks Jal-mutalaggil dan 
konstruksi bahasa yang digunakannya Jal-uslab al-lughawi). 
Karena itu, Ibn al-Gayyim (w. 751H) menyatakan: “Figh itu 
lebih dalam dari sekedar pemahaman terhadap makna, ia 
pemahaman terhadap keinginan sang 'Pembicara' dari 
susunan kalimatnya. Ini tentu memiliki kadar yang lebih 
dari sekedar konstruksi lafal dalam ilmu bahasa. Perbedaan 
manusia dalam mencerna hal ini, akan mengakibatkan 
perbedaan mereka dalam hal figh dan pemahaman 
terhadap agama”. 

Karena itu, sekalipun ulama sepakat bahwa rujukan 
utama figh adalah teks-teks, tetapi dalam tataran nalar 
kognitif (ijtihad istinbathi dan nalar implementatif JijtihAd 
tathbigiy| mereka berbeda pendapat. Perbedaan ini secara 
jujur diakui oleh mereka, sehingga klaim kebenaran tidak 
mendominasi perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara 
mereka.” Dari perbedaan-perbedaan mereka ini bisa 


Mugaddimah fi Dirasat al-Figh al-Islami, 14 11H/1990M, Dauhah, 
Oatar, pp. 13-22. 

6 Ibn al-Oayyim al-Jawzi, Plam al-Muwaggi'in, Maktabah al- 
Kulliyat al-Azhariyyah, ed. Abd ar-Ra'uf Sa'd, vol.I, p. 219. 

7 Ada adagium figh yang dinisbatkan kepada Imam mazhab empat 
(Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali| : “Mazhabi shawabun 
yahtamilu al-khata' , wa madzhabu ghairi khatha'un yahtamilu 
ash-shawab” (Pendapatku benar sekalipun mungkin salah, dan 
pendapat orang lain salah sekalipun mungkin benar|. Dalam ilmu 
ushul figh, kecenderungan ini dikenal dengan istilah al- 
Mushawwibah (Bahwa kebenaran itu bisa lebih dari satu, atau 
ada pada banyak pandangan). Tetapi tentu saja dalam sejarah 
mazhab figh kita mengenal ada penggalan-penggalan di mana 
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dikatakan figh adalah pilihan pandangan-pandangan, yang 
dalam satu persoalan bisa terjadi kontradiksi antara satu 
pandangan dengan pandangan yang lain. Kontradiksi ini 
tentu saja tidak terjadi pada (substansi) teks,? tetapi pada 
pemahaman-pemahaman terhadap teks, yang bisa karena 
literal teks dan bisa —ini yang terbanyak- karena perbedaan 
kondisi realitas-realitas, baik yang melatari teks, maupun 
yang mengitari pembaca teks itu sendiri. 

Dalam persoalan ibadah, yang dalam figh dianggap 
sesuatu yang harus diterima apa adanya (tawaggufl, tidak 
perlu dirasionalisasikan |ghair ma'gil al-ma'na), semestinya 
tidak diperdebatkan apalagi diperselisihkan, tetapi ulama 
berbeda pendapat bahkan bisa sangat tajam. Karena setelah 
al-Our'an selesai turun dan Nabi Muhammad SAW wafat, 
semua itu hanya berkisar pada figh, atau pemahaman, yang 
memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik pada realitas 
pembaca, masyarakat maupun teks itu sendiri. Mazhab 
Hanafi misalnya menyatakan bahwa wudlu itu hanyalah 


fanatisme terhadap suatu mazhab menyebabkan konflik bahkan 
peperangan. 

85 Dalam konsep 'ta'drudl wa tarjih'h (kontradiksi dan seleksij 
dinyatakan bahwa teks itu berasal dari Allah Swt, karena itu tidak 
mungkin ada kontradiksi satu dengan yang lain. Seperti 
dinyatakan dalam OS.An-Nisa, 4: 82. “Afala yatadabbaruna al- 
guran, wa law kana min 'ind ghairillahi lawajadu fthi ikhtilafan 
katsiran” (“Tidakkah mereka merenungkan al-Ouran, padahal 
dari selain Allah, mereka akan menemukan perbedaan yang 
cukup banyak). Artinya, perbedaan dan kontradiksi hanya ada 
pada selain teks Allah, bukan pada teks Allah. Atau dalam 
pernyataan Imam asy-Syathibi (w. 790H): “Siapapun yang 
mengkaji dasar-dasar syari'ah, akan menemukan bahwa dalil- 
dalilnya tidak ada yang kontradiktif, dan syari'ah sama sekali 
tidak kontradiktif”. Persoalan “kontradiksi dan seleksi” bisa lihat 
pada: “Abd al-Latif al-Barzanji, At-Ta'arudl wa at-Tarjih Bayna al- 
Adillah asy-Syariyyah, 1993: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut- 
Libanon. Pp-41-71. 
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media untuk ibadah, sehingga bisa sah dengan cara ba- 
gaimana saja asal seluruh anggota wudlu itu terkena air. 
Tetapi mazhab Syafi'i menganggap wudlu itu ibadah 
sendiri, sehingga harus dilakukan persis seperti yang 
dilakukan Nabi, berkumur, istinsyag, membasuh muka dan 
seterusnya. 

Para ulama sepakat bahwa shalat wajib itu lima 
dengan jumlah raka'at yang telah ditentukan, tetapi pada 
prakteknya terjadi banyak perbedaan, mengenai mele- 
takkan tangan ketika berdiri shalat, membaca doa iftitah, 
membaca basmalah, membaca surat al-Fatihah, menertibkan 
surat-surat al-Our'an, batasan ruku', batasan berdiri setelah 
ruku', anggota badan yang harus ikut sujud, meletakkan 
kening di atas tanah, bacaan tasyahhud, menggerakkan 
telunjuk ketika tasyahhud, dan lain-lain. Begitupun tentang 
puasa, zakat dan haji. Apapun yang dikatakan oleh mazhab 
atau ulama manapun, yang paling lantang membawa panji 
“kembali kepada al-Our'an dan Hadis' sekalipun, ia adalah 
figh, pemahaman. Karena bukan al-Our'an sendiri yang 
berbicara kepada kita, atau Nabi Muhammad SAW yang 
menyatakan langsung kepada kita, tetapi mereka membaca 
al-Ouran dan Hadits kemudian menceritakan bacaan 
mereka kepada kita. Inilah figh. Dan sejauh perbedaan 
orang dalam memahami teks al-Our'an dan Hadits, -seperti 
yang dinyatakan Ibn al-Oayyim- sebanyak itulah perbedaan 
figh. 

Tentu saja untuk tema-tema yang terkait dengan 
persoalan kemasyarakatan (figh al-mu'amalat| akan lebih 
terbuka kepada perdebatan dan perbedaan. Pertama, karena 
teks yang ada tidak lebih banyak dari teks yang terkait 
dengan figh ibadah. Kedua, karena ia selalu bersentuhan 
dengan realitas kemanusiaan yang selalu berkembang dan 
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jauh lebih kompleks daripada persoalan ibadah. Figh 
mu'amalat banyak bergumul bersama realitas”, yang dari 
pergumulan ini lahir berbagai pandangan yang bisa 
menjadi alternatif di kemudian hari, sekaligus menandakan 
fleksibilitas figh sehingga tidak hanya terhenti pada pan- 
dangan masa sebelumnya semata. Setiap generasi dituntut 
untuk melahirkan gagasan dan pandangan yang sesuai dan 
bisa menyelesaika persoalan zamannya. 

Misalnya, ulama berselisih pendapat tentang jenis 
produksi ekonomi apa yang paling dianjurkan oleh Islam, 
bercocok tanam (falahah), perdagangan Itijarah|, atau 
produksi barang (shun'ah|. Kebanyakan ulama menyatakan 
yang pertama, dengan alasan pertanian langsung dikerjakan 
oleh tangan (sesuai hadis|, berhubungan dengan hajat orang 
banyak dan mengandalkan keyakinan kepada Allah. 


? Secara konseptual figh telah mengenal metode 'interaksi' dengan 
realitas (ta'amul ma'a al-wagil, seperti tercantum dalam kaedah- 
kaedahnya, al-adah muhakkamah (mendaulatkan adat kebiasan|, 
atau kaidah al-ma'ruf “urfan kal-masyruthi syarthan japa yang 
sudah menjadi adat kebiasaan, memiliki kekuatan hukum, sama 
seperti apa yang sudah tertulis -disyaratkan- dalam kontrak, 
atau kaedah yang cukup terkenal taghayyur al-ahkaim bi 
taghayyur al-azman (hukum bisa berubah mengikut perubahan 
zaman) Ats-tsabit bi al-urfi tsabitun bi-dalilin syar'iyy (Apa yang 
ditetapkan oleh kebiasaan (realitas) memiliki kekuatan hukum 
yang sama dengan apa yang ditetapkan oleh teks agamaj, atau 
istimal an-nas hujjatun yajibu al-“amal biha (Kebiasaan 
masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikutil. 
Kaedah-kaedah seperti ini masuk dalam “Konsep Adat' (Nazariyyat 
al-Urf| dalam disiplin ilmu ushul figh. Dari kaedah-kaedah ini 
bisa disimpulkan bahwa figh telah mengakui perujukan terhadap 
adat kebiasaan (baca: realitas) yang berlaku. Tentang “Konsep 
Adat/Kebiasaan/Realitas' dalam hukum Islam lihat: Muhammad 
az-Zuhaily, An-Nazariyyat al-Fighiyyah, 1993: Dar al-Oalam, 
Damaskus. Dan Ali Ahmad an-Nadwi, al-Gawd'id al-Fighiyyah, 
Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'allafatuha, 
Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbigatuha, 1994: Dar al-Galam- 
Damaskus, pp. 293-302. 
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Beberapa ulama ada yang memilih kedua dan ada yang 
ketiga. Tetapi Ibn Hajar al-Asgallani (w. 852H) meng- 
ajukan, bahwa pekerjaan untuk memperoleh pertambahan 
ekonomi (makisib| yang paling baik dan paling mulia adalah 
dengan jalan berperang merebut harta dari orang-orang 
kafir'?. Tentu saja, ini warisan dari kondisi sosial masa lalu 
yang tidak bisa diterapkan begitu saja. Kita tidak bisa 
mengambil satu atau dua pandangan untuk dinyatakan ini 
atau itu yang paling sah dan harus diterapkan pada masa 
sekarang. Pemilihan atau pemilahan tidak bisa didasarkan 
pada argumentasi literal dan tekstual semata, bahkan 
mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi, karena sudah 
selesai dan sudah menghasilkan beberapa pandangan 
tertentu yang tertulis dalam literatur klasik. Kita harus 
menangkap lebih jauh terhadap latar belakang dan kondisi 
sosial yang melatari kelahiran pandangan-pandangan 
tersebut. Begitu pula pandangan-pandangan figh ekonomi 
yang lain. 

Ulama juga berbeda pendapat apakah tanah per- 
tanian boleh disewakan dengan uang Jijarah|, disewa me- 
ngikuti bagi hasil panen (mukhdbarah dan muzira'ah), atau 
tidak boleh keduanya!!. Apakah tiga hal yang harus dimiliki 
bersama (sosial/musy@') oleh umat Islam —yaitu air, rumput 
dan api/gas- adalah hanya terbatas pada tiga hal ini atau 
terhadap seluruh benda yang menguasai hidup orang 


10 Ibn Hajar al-'Asgallani, Fath al-Bari, vol. V, p. 24. 

1 Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Turmudzi, 
Abu Dawud dan Nasa'i, dari Rafi' bin Khadij ra, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: “Barang siapa yang memiliki tanah (pertanian) 
maka tanamilah, atau beri kesempatan kepada saudaranya untuk 
megelolanya, janganlah disewakan dengan sepertiga, seperempat, 
atau disewakan dengan sejumlah makanan tertentu”. Lihat: Jami' 
al-Ushul, vol. XI, p. 366, no. hadis: 8470. 
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banyak, atau tergantung keputusan imam/pemerintah ter- 
masuk untuk menguasai secara pribadi terhadap tiga hal 
tersebut'?. Apakah kesejahteraan sosial hanya dibebankan 
melalui kewajiban zakat saja, atau ada kewajiban lain selain 
zakat. Apakah zakat hanya dilaksanakan terhadap harta 
benda yang telah ditetapkan saja, atau terhadap segala harta 
benda yang memiliki nilai kekayaan, apa dan bagaimana 
ukurannya. Apakah zakat merupakan kewajiban individu 
saja, atau melalui pemimpin agama, atau pemimpin pe- 
merintah. 

Apakah pemerintah punya wewenang menentukan 
harga suatu barang, pembagian dan pemanfaatan sumber 
daya alam terhadap penduduk, memungut retribusi dari 
aktifitas ekonomi mereka, dan persoalan-persoalan besar 
lain yang tentu perbedaan cara pandang, kondisi dan 
realitas akan melahirkan berbagai pandangan yang berbeda 
satu dengan yang lain. 

Termasuk untuk hal-hal yang terkesan memperoleh 
pandangan “bulat dalam kajian-kajian “ekonomi syari'ah', 
di dalam figh terjadi perbedaan dan perebatan. Apakah 
istishnd' (pesan buat) diperkenankan, apa dan bagaimana 
modelnya, begitu pula al-bai' bi ats-tsaman al-djil, al-wadi'ah, 
at-ta'min, al-bai' bi at-tagsith, al-intifa' bi al-'ain al-marhanah 
dan yang lain, bahkan tentang al-mudharabah dan al- 
murdbahah. Ulama memang sepakat bahwa riba itu haram, 
tetapi apakah riba itu, apa saja harta benda yang bisa 
dikatakan riba, apakah riba bisa terjadi juga pada mata uang 


12 Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari seorang 
sahabat Muhajirin, menyatakan: bahwa ketika ia mengikuti suatu 
peperangan bersama Rasulullah, ia mendengar beliau bersabda: 
“Semua orang Islam memiliki hak yang sama (syuraka| terhadap 
tiga hal: air, rumput dan api/gas”. Lihat: Jami' al-Ushul, vol. I, p. 
409, no. hadis: 310. 
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selain emas dan perak, apakah riba bisa terjadi juga antara 
orang Islam dan orang kafir, antara orang tua dan anak, 
suami dan isteri, pemerintah dan rakyat. 
Pandangan-pandangan ini sepanjang sejarah per- 
adaban Islam adalah kekayaan tersendiri yang harus 
diapresiasi dan dijadikan rujukan awal dalam menyusun 
kembali pandangan yang tepat bagi kondisi kita sekarang. 
Tetapi tentu saja tidak bisa satu atau dua pandangan 
diambil begitu saja, atau dipilah-pilah sesuai kehendak kita, 
untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat kita —apa- 
lagi lalu diklaim satu-satunya yang islami-. Karena setiap 
pandangan yang muncul adalah refleksi dari kondisi dan 
realitas yang ada. Pada saat yang sama, keragaman pan- 
dangan mereka menunjukkan intensitas figh mereka mela- 
kukan interaksi dengan realitas yang berkembang'. Untuk 


18 Dalam figh konvensional ada ketentuan bahwa adat frealitas| 
yang dirujuk adalah yang belum ada ketentuan hukumnya dari 
teks Jal-Our'an dan Hadits|. Apabila sudah ada ketentuannya — 
apalagi pelarangannya-, maka rujukan terhadap realitas tidak 
berlaku, atau dibatalkan. Artinya realitas tetap di bawah teks dan 
tidak boleh bertentangan dengan Iiteral teks. Persyaratan bahwa 
adat (realitas| yang dirujuk harus yang belum ditentukan oleh 
teks, apabila digeneralisir adalah tidak sepenuhnya tepat. Ada 
contoh figh klasik yang merujuk kepada realitas dalam persoalan 
yang secara tegas telah dijelaskan dalam teks hadits. Seperti soal 
hukum kontrak “pesan buat' |istishna) Dalam figh, ini merupakan 
kontrak jual beli barang yang tidak wujud waktu kontrak 
Ima'dum| dan tidak jelas (majhal). Kontrak seperti ini diharamkan 
dalam teks hadis, karena Imam Syafi'i (w. 204 H) dan Imam Zufar 
dan beberapa imam lain mengharamkan kontrak istishna'. Tetapi 
beberapa ulama mazhab Hanafi membolehkan dengan alasan, 
kontrak yang seperti itu sudah menjadi kebutuhan yang tidak 
bisa dipisahkan dari manusia. Sudah menjadi kebiasaan masya- 
rakat banyak untuk melakukan “pesan buat' dalam barang- 
barang seperti pakaian, perhiasan, meja-kursi, rumah, dan lain- 
lain. Kontrak ini secara umum, oleh kebanyakan ulama dianggap 
tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang prinsip, seperti 
penipuan atan pemerasan, sehingga bisa direkomendasikan. Pada 
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itu, saat ini interaksi dengan realitas kontemporer harus 
dilakukan secara intens terlebih dahulu untuk menyusun 
penyelesaian ekonomi seperti apa yang diperlukan dan 
dibenarkan oleh syari'at". Tentu saja, upaya ini akan me- 
munculkan keragaman dan perbedaan, yang jika dilepaskan 
dari nilai-nilai moral kemanusiaan akan menjadi lucu dan 
tidak bermanfaat, dan lebih dari itu tidak sesuai dengan 
magashid asy-syari' ah. 


Metodologi Pemilahan (Tarjih! 

Kita mewarisi ragam pandangan dan perbedaan 
dalam persoalan-persoalan figh. Berbagai pandangan dalam 
suatu persoalan tentu adalah kekayaan, tetapi tidak bisa 
diambil begitu saja tanpa metodologi yang jelas. Jika tidak, 
kita akan terjebak pada eklektisisme yang tidak bertang- 
gung jawab Jat-talfigl. Kita, oleh al-Our'an tidak diperke- 
nankan untuk mengambil, mencontoh, atau meniru 


masa sekarang, kontrak ini telah menjadi suatu hal yang lumrah 
dan dibenarkan oleh mayoritas ulama figh, dan sudah menjadi 
salah satu produk perbankan Islam. Dengan demikian, per- 
syaratan realitas yang dirujuk harus yang tidak (belum) 
ditentukan oleh teks, adalah tidak sepenuhnya tepat. Generalisasi 
persyaratan ini akan banyak menghambat upaya menginten- 
sifkan interaksi figh dengan realitas, yang saat ini telah menjadi 
sebuah keniscayaan. Persoalan hukum 'pesan buat' Jistishna 
lihat pada: Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Figh al-Mu'awadlat, 1989: 
Universitas Damaskus, Syria, pp. 387-390. 

14 Sebenarnya bisa dipastikan bahwa hampir setiap konsep atau 
pandangan dalam 'ekonomi syari'ah, bisa dipastikan telah 
mengalami perluasan dan penyesuaian dengan realitas ekonomi 
sekarang, tidak sama persis dengan pandangan figh yang tertulis 
dalam literature klasik, hanya saja hal ini tidak banyak diakui 
sebagai pemahaman ulang, tetapi sebagai apa yang disebut 
dengan 'Islamisasi, atau inilah ekonomi yang Islami, yang lain 
tidak. 
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pengalaman masa lalu apa adanya's. Karena itu, pan- 
dangan-pandangan tersebut harus diletakkan sebagai 
contoh-contoh bagaimana teks-teks didialogkan dengan 
berbagai realitas yang beragam dan terus berkembang. 
Sehingga, ia harus tetap diletakkan pada bingkai realitasnya 
di mana ia lahir dan berkembang. Argumentasi tekstual dan 
literal sudah dilakukan oleh mereka yang terdahulu, 
sehingga pemilahan tidak lagi hanya didasarkan pada 
argumentasi ini. Pandangan-pandangan mereka harus 
dilihat sebagai contoh-contoh dan pengalaman-pengalaman, 
yang ketika ingin dirujuk harus berikut latar realitasnya, 
sehingga substansi persoalan bisa ditemukan dan dite- 
rapkan pada realitas yang lain. Substansi ini yang sela- 
manya harus disesuaikan dengan cita sosial Islam, yang 
terangkum dalam apa yang disebut dengan tujuan-tujuan 
syari'ah Jal-magishid asy-syar'iyyah|'5. Kita hanya terikat 
dengan mereka, dengan substansi syari'ah yang telah 
disusun oleh mereka dalam prinsip-prinsip fakultatif Jal- 
mabadi al-kulliyah) dan prinsip-prinsip implementatif Jal- 
gawa'id al-'ammah) dari syari'ah. Selebihnya adalah contoh- 
contoh, pengalaman dan pandangan (shuwar tathbigiyyah| 
yang sesuai dengan zaman dan kondisinya, untuk zaman 
dan kondisi lain bisa sesuai, tetapi bisa juga tidak. 


15 Allah mengecam orang-orang yang hanya bisa menyatakan: 
“Kami telah menemukan para orang tua kami melakukan 
sesuatu, dan kami mengikuti jejak mereka”. OS. Az-Zukhruf, 22. 
16 Dalam bahasa Imam al-Ghazali, cita sosial ini terdiri dari lima 
pokok persoalan: yaitu pemeliharaan terhadap agama (hifzh al- 
din|, jiwa (hifzh al-nafs|, akal (hifzh al-'aglj, keturunan (hifzh al- 
nasl) dan harta benda (hifzh al-mal). Setiap hal yang mengandung 
jaminan terhadap lima prinsip ini adalah kemaslahatan, dan 
setiap yang menegasikannya adalah kerusakan (mafsadah). Lihat: 
Al-Ghazali, al-Mustashfa min TIlm al-Ushul, tt: Dar al-Fikr, Bairut- 
Libanon. Juz I, hlm. 286-287. 
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Ketika Nabi Muhammad SAW menolak sama sekali 
untuk menentukan/menyesuaikan harga barang-barang 
pasar di Madinah yang cukup melambung'”, sementara di 
kalangan ulama ada berbagai pandangan, mayoritas ulama 
terutama dari mazhab Zhahiri, beberapa ulama Syafi'i, 


1 Dalam berbagai riwayat, Nabi menolak untuk melakukan 


penentuan harga' barang. Alasannya, bahwa mekanisme pasar 
itu merupakan sunnatullah yang seharusnya tidak diintervensi 
oleh siapapun. Sebarang intervensi bisa menyebabkan ketidak- 
stabilan pasar, bahkan kezaliman yang bisa menimpa penjual, 
atau mungkin juga pembeli, atau masyarakat secara umum. Nabi 
Saw enggan melakukan kezaliman kepada siapapun. Tentang 
penolakan 'penentuan harga' barang ada dua riwayat dari Nabi 
Saw dan satu riwayat dari Umar bin Khaththab ra ketika 
menjabat Khalifah. Pertama, dar Anas ra berkata: “Suatu ketika 
harga barang-barang di pasar Madinah melambung tinggi, pada 
masa Rasullah Saw masih hidup. Orang-orang berdatangan 
kepada beliau seraya memohon: “Ya Rasul, tentukanlah harga di 
pasar kami”. Rasul menjawag: “Allah-lah Penentu harga itu, Yang 
menahan dan Yang melepaskan, Yang memberi rizki kepadamu, 
saya berharap kelak ketika bertemu Allah, tidak ada seorangpun 
yang datang menemuiku menuntut kezaliman yang telah aku 
lakukan kepadanya, baik dalam hal darah maupun harta”. (HR, 
Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ahmad bin Hanbal|. Kedua, dari 
Abu Hurairah ra, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada 
Rasulullah Saw dan berkata: “Tentukanlah harga”. Rasul 
menjawab: “Saya hanya bisa berdo'a”. Datang lagi laki-laki lain 
dengan memohon hal yang sama: “Tentukanlah harga”. Lalu 
Rasul berkata: “Allah-lah yang menurunkan dan menaikkan 
harga, saya berharap ketika bertemu Allah, aku tidak pernah 
melakukan kezaliman kepada siapapun”. (HR Abu Dawud|. Lihat 
pada Ibn al-atisr, Jami' al-Ushul, juz 2/24-25, no. hadis: 433 dan 
434. Ketiga, riwayat al-Baihagi, bahwa Umar bin Khaththab 
pernah memerintahkan seorang pedagang kismis untuk 
menaikkan harganya atau memasukkanya saja ke dalam rumah. 
Umar kemudian menyesal dan mendatang pedagang tersebut dan 
berkata: “Yang aku katakan tadi bukan kewajiban atau kepu- 
tusanku (sebagai kepala pemerintah|, tetapi saya hanya 
menginginkan kebaikan bagi penduduk negeri, sebenarnya kamu 
berhak untuk menjual dengan harga sesuka kamu”. Al-Baihagi, 
as-Sunan al-Kubra, juz 6/29. 
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Hanbali dan Maliki, termasuk Syawkani mengharamkan 
secara mutlak intervensi pemerintah terhadap harga barang 
di pasar, ulama Hanafiah menyatakan makrih tahrim', 
sementara beberapa ulama Mu'tazilah, beberapa dari 
Hanafiah, Imam Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Oayyim 
menyatakan bahwa intervensi pemerintah terhadap pasar 
bisa dibenarkan ketika dilakukan untuk melawan para 
spekulan harga (mugawamit al-ihtikir|, maupun untuk men- 
stabilkan harga pasar. Bahkan sebagian ulama, ada yang 
menyatakan bahwa peran pemerintah bisa menjadi wajib 
untuk keadilan ekonomi masyarakat. 

Semua pandangan tersebut di atas, mulai dari Nabi 
Muhammad SAW sampai pendapat Ibn al-Gayyim adalah 
contoh-contoh interaksi dengan realitas masing-masing. Ia 
menjadi rujukan, tetapi tidak bisa diambil dan diterapkan 
begitu saja, sehingga kita lalu menyatakan intervensi pe- 
merintah adalah haram seperti kata mayoritas ulama, atau 
makruh tahrim seperti kata Hanafiah, atau bisa wajib 
seperti kata Ibn al-Oayyim. Semua pandangan harus 
dikembalikan pada latar realitasnya, lalu memahaminya 
melalui substansi persoalan seperti yang diisyaratkan oleh 
Nabi dalam kaitannya dengan intervensi harga, yaitu 
menghindari kezaliman Jal-mazhlamah), yang persis merupa- 
kan cita sosial Islam/kemanusiaan. 


18 Dalam mazhab Hanafi haram berbeda dengan makrih tahrim. 
Yang pertama (haram| untuk hal-hal yang penentuan haramnya 
dari sumber hukum yang dipastikan benar (mutawatir|, seperti al- 
Our'an. Sementara yang kedua (makrah tahrim| untuk hal-hal 
yang penentuan hukumnya dari sumber yang masih menyisakan 
kemungkinan salah Jahadj, seperti hadis-hadis. Artinya pela- 
rangan dari hadis tidak sampai ke derajat haram, hanya samapi 
ke derajat makruh tahrim. 
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Cita sosial ini fal-maslahah) pada akhirnya adalah 
merupakan prinsip dasar figh dalam interaksinya dengan 
realitas, sehingga ia tidak terjebak dalam pragmatisme atau 
positivisme,'? yang bisa menghalalkan segala hal yang 
terjadi dan berlaku pada aras realitas. Cita dasar ini penting 
ditekankan karena dari landasan keadilan dan kemas- 
lahatan itulah hukum-hukum syariat dibangun dan dile- 
takkan dalam bingkai kehidupan.? Interaksi figh dengan 


19 Positivisme pragmatis memandang fakta sosial sebagai unsur 
yang menentukan konsep hukum. Hukum tunduk kepada 
masyarakat, sehingga konsepsi hukum harus selalu berubah me- 
ngikuti selera masyarakat, yang pada akhirnya hanya merupakan 
upaya untuk memuaskan keinginan-keinginan manusia. Posi- 
tivisme mengasumsikan adanya kontradiksi yang ketat antara 
realitas kenyataan (das Sein| dengan realitas idea (das Sollen|, 
sehingga yang perlu dikedepankan adalah realitas kenyaatan, 
yang secara nyata telah hidup oleh dan untuk manusia. 
Sementara hukum Islam menyatakan adanya keharmonisan 
antara realitas kenyataan dan realitas ide. Lihat pada: 
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 1999: Logos, 
Jakarta, pp. 62-65. 

20 Di sini Ibn al-Oayyim al-Jawziyyah (w. 751H) menegaskan 
bahwa: “asy-syari'atu mabndha wa asisuha “ala al-hikam wa 
mashdlih al-'ibad fi al-ma'asy wa al-ma'ad. wa hiya “adlun kulluha 
wa rahmatun kulluha wa mashdlihun kulluha wa hikmatun 
kulluha. Fa kullu mas'alatin kharajat “an al-'adli ila al-juwr wa “an 
ar-rahmati ila dliddiha wa "an al-mashlahati ila al-mafsadah wa 
an al-hikmati la al-abatsi fa laysat min asy-syari'ati, wa in 
udkhilat bi at-ta'wil” (Bahwa syari'at Islam itu dibangun atas 
dasar-dasar kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia, 
baik di dunia maupun di akherat. Syari'at seluruhnya adil, kasih 
sayang, maslahat, dan bijak. Oleh karena itu, setiap masalah 
yang keluar dari keadilan menuju ke kecurangan, dari kasih- 
sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju ke kerusakan, 
dan dari kebijakan menuju ke kesewenang-wenangan, maka 
bukanlah syari'at, sekalipun didukung oleh penafsiran (teks), 
karena syari'at itu 'keadilan' Allah di antara hamba-hamba-Nya)|. 
Baca Ibn al-Gayyim al-Jawziyyah, Plam al-Muwaggi'in “an Rabb al- 
“Alamin, ed. Muhy ad-Din “Abd al-Hamid, Dar al-Fikr, Bierut- 
Libanon, Juz III, hlm. 14. 
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realitas, dengan sendirinya meniscayakan rekonstruksi figh 
Ibaca: kontekstualisssi) secara sungguh-sungguh. Jika tidak, 
figh dikhawatirkan akan menjadi bagian dari sejarah per- 
adaban di masa lalu, yang tidak lagi hidup (baca: menjadi 
hukum positif dalam realitas umatnya sendiri. Dalam 
upaya rekonstruksi ini, figh ekonomi harus menjadi inter- 
disiplin yang mengakomodasi semua ilmu pengetahuan 
sosial untuk menyusun konsep perekonomian yang men- 
jamin kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, 
sesuai dengan prinsip-prinsip Our'an dan Hadits?! 

Dengan demikian, kita tetap menghormati dan 
berpegang pada tradisi (turdts| tetapi tidak mengambilnya 
secara membabi buta, kita memilah akar persoalannya dan 
memilih substansi masalahnya untuk mengemasnya kem- 
bali sesuai dengan realitas persoalan kontemporer yang kita 
hadapi. Orisinilitas Jal-ashAlah) berarti meniscayakan keter- 
kaitan dengan akar masa lalu di satu pihak, dan di lain 
pihak harus selalu dinamis dengan persoalan kontemporer 
(al-mu'isharah), hidup bersama, berinteraksi dan menda- 
tangkan manfaat kepada kehidupan sekarang dan berikut- 
nya. Figh ekonomi berangkat dari akar-akar orisinilitas 
khazanah (turdts) masa lalu, ia berinteraksi dengan 


21 M.A. Mannan dan M. N. Siddigi, di antara pakar ekonomi 
syaraiah menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi 
adalah bukan persoalan agama yang dogmatik, ia akan dengan 
sendirinya melahirkan berbagai cara dan institusi-institusi yang 
berbeda satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, dan 
semua ini adalah alamiah dan harus diterima selama ia tidak 
bertentangan dengan prinsip yang paling mendasar dari Our'an 
dan Hadits. Ekonomi syari'ah harus terbuka terhadap segala 
kontribusi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, bahkan harus 
bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, 
sebagai salah satu tujuan Islam. Lihat: Haneef, Muhammad 
Aslam, Contemporary Islamic Economic Thought:, A Selected 
Comparative Analysis, 1995:Ikarag, Selangor, Malaysia. p. 31-32. 
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persoalan-persoalan kontemporer dan membuka diri terha- 
dap semua masukan dari peradaban lain dengan penuh 
kesadaran dan kewaspadaan, untuk membangun konsep 
perekonomian yang menjamin kesejahteraan masyarakat 
dunia. Sebagai konsep dan praktek ekonomi, ia harus 
terbuka untuk dikritik dari berbagai disiplin ilmu penge- 
tahuan dan diuji secara empirik-materiil, untuk mene- 
mukan kesejatian dan orisinalitas konsep perekonomian 
yang ditawarkan kepada kemanusiaan. 

Metode ini dengan sendirinya akan melahirkan ber- 
bagai pandangan, pendapat dan pengalaman yang 
beragam. Semua keragaman ini adalah figh seperti yang 
dulu dikenalkan oleh para ulama, yang semua -—sebagai 
kajian akademik- harus dihormati dan diapresiasi. Pada 
prakteknya nanti akan memerlukan pilihan dari berbagai 
pandangan, pilihan ini semestinya didasarkan pada ujian 
empirik-materiil yang memberikan manfaat dan maslahat 
langsung pada kehidupan masyarakat, seperti yang dinya- 
takan oleh al-Ghazali dan Ibn al-Gayyim al-Jawzi. Per- 
spektif keadilan menjadi pertimbangan utama dalam hal ini, 
sehingga keberpihakan pada masyarakat marjinal dalam 
wacana produk dan kebijakan perekonomian menjadi 
niscaya dan asasi dalam Islam. Perspektif ini harus menjadi 
kesadaran dalam memilih dan memilah ragam pandangan 
figh, dan dalam menawarkan pandangan figh baru. Jika 
ragam pandangan figh mu'amalah dilepaskan dari per- 
spektif ini, maka ia hanya akan memenuhi formalitas dan 
label halal semata, yang secara substantif bisa jadi tetap 
melanggengkan ketimpangan dan ketidak-adilan. 
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Menelusuri Konsep Mudharabah 

Mudharabah, seperti dikatakan oleh Ibn Hazm al- 
Zhahiri (Ali bin Ahmad w.456H/1064M) tidak terdapat 
dalam al-Our'an maupun Hadits Nabi SAW, tetapi banyak 
ulama yang meyakini bahwa praktek mudharabah sudah 
terjadi sejak awal dan dilakukan oleh beberapa sahabat?. 
Al-Mawardi (“Ali bin Muhammad bin Habib, 364-540H/974- 
1058M), salah seorang ulama mazhab Syafi'i, mempercayai 
bahwa kontrak bekerja antara Khadijah ra dan Nabi 
Muhammad SAW dalam perjalanan dagang beliau ke Syria 
adalah kontrak mudharabah, karena itu mudharabah 
diperkenankan dalam syari'at Islam?. Sebelumnya, Ibn 
Ishag (w. 153H) penulis sirah pertama, juga menyatakan 
bahwa Khadijah ra biasa mempekerjakan laki-laki untuk 
perdagangannya dengan kontrak mudharabah. Tetapi Nabi 
Muhammad SAW ditawari kontrak sebagai pekerja yang 
dibayar lebih besar dari kebiasaan, untuk membawa dan 
menjual barang dagangan ke Syria, lalu membeli beberapa 


22 Dalam penelusuran Ibn Hajar al-'Asgallani dalam kitabnya 
Talkhish al-Habir (vol. Il, pp. 56-58) dan Az-Zaila'iyy dalam 
kitabnya Nashb ar-Rayah (vol. IX, pp. 114-115), hanya ada satu 
hadits yang menyatakan bahwa paman Nabi Abbas ra, pernah 
melakukan kontrak mudharabah dan disetujui oleh Nabi, tetapi 
hadits ini oleh para pakar dianggap lemah dan tidak bisa menjadi 
dasar hukum. Kebanyakan riwayat berkisar mengenai ucapan 
atau perilaku sahabat, Umar ra, Utsman ra dan Hakim bin Hizam 
ra. Yang sering dikutip oleh para ulama figh adalah kontrak 
mudharabah yang terjadi antara Umar dan kedua anaknya 
Ubadillah dan Abdullah ra. Karena itu, Ibn Hazm menyatakan: 
“Semua persoalan pokok dalam figh memiliki dasar dari al-Our'an 
atau Hadits, kecuali mudharabah, ia tidak ada dasarnya dari 
kedua sumber tersebut, tetapi ulama telah sepakat, kalausaja 
tidak ada kesepakatan ini, niscaya mudharabah tidak 
diperkenankan”. 

23 Lihat Asy-Syirbini, Muhammad al-Khathib, Mughni al-Muhtaj, 
Dar al-Fikr, tt. Vol: II, p. 309. 
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barang dari Syria ke Mekkah“. Praktek Nabi seperti ini, 
tentu saja bukan praktek mudharabah seperti yang di- 
ilustrasikan oleh figh. 

Tidak ada satu catatanpun yang menyatakan bahwa 
Nabi Muhammad SAW atau sahabat -pada masa Nabi 
hidup- telah melakukan kontrak mudharabah, baik di 
Mekkah maupun di Madinah. Semua hadits yang menye- 
butkan hal tersebut, menurut para pakar hadits, adalah 
tidak dapat dipertanggungjawabkan dan lemah untuk 
menjadi dasar argumentasi2. Hal in secara tegas dinyatakan 
oleh Ibn Hazm, seseorang yang paling tekstualis dalam figh, 
tetapi hampir kebanyakan ulama percaya bahwa praktek 
mudharabah sudah terjadi dan dilakukan di semenanjung 
Arabia pada pra-Islam, dan tidak ada larangan terhadap 
kontrak tersebut, baik dari al-Guran maupun Hadits. 


24 Lihat: Ibn Hisyam, Abd al-Malik bin Hisyam bin Ayyab al- 
Himyari, As-Sirah an-Nabawiyyah, 1993, Beirut, Dar- al-Khair, 
Vol: I, p. 153. 

25 Ada dua teks hadis yang biasa dijadikan rujukan dalam hal 
mudharabah, (1) Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibn “Abbas 
ra, beliau berkata bahwa: “Abbas bin Abd al-Muthallib, kalau 
menyerahkan uang dengan kontrak mudharabah, ia selalu 
mensyaratkan kepada pemegang uang tersebut (mudharib|, agar 
tidak melakukan perjalanan di laut, tidak melewati lembah dan 
tidak membelikannya binatang hidup, kalau ia melakukan itu, ia 
harus bertanggung jawab sendiri. Persyaratan kontrak ini sampai 
didengar Rasulullah SAW, kemudian beliau memperkenan- 
kannya”. Kata al-Haitsami (Majma' az-Zawa'd, 4/161), di dalam 
rangkaian sanad ini ada rawi yang bernama Abu al-Jarud al-A'ma 
yang tidak diterima oleh para pakar hadits (matrukl. (2) 
Diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib ra, bahwa Nabi SAW 
bersabda: “Ada tiga hal yang akan membawa berkah, jual beli 
yang ditangguhkan pembayarannya, kontrak mudharabah dan 
mencampurkan gandum untuk makanan keluarga bukan untuk 
jual beli”. Sanad hadis ini juga lemah (dha'ff| (Subul as-Salam, 
3/76). 
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Dengan alasan ini, mereka berpendapat bahwa kontrak 
mudharabah adalah boleh. 

Ada satu catatan tentang dialog antara Khalifah 
Umar bin Khattab ra dan kedua anaknya mengenai praktek 
mudharabah. Catatan ini selalu menjadi dasar hukum 
paling populer untuk mudharabah. Dikisahkan bahwa 
kedua anak Umar bin Khattab ra: Abdullah dan Ubaidillah 
ra ikut keluar dalam rombongan tentara ke Irak. Ketika 
mereka hendak pulang ke Madinah, mereka bertemu 
dengan Abu Musa al-Asy'ari ra, Gubernur Kufah untuk 
Umar, mereka disambut dengan baik. Sang Gubernur 
berkata: “Aku ingin berbuat baik untuk kalian berdua, di 
tanganku ada sebagain harta Allah yang ingin kukirim ke 
Khalifah, aku bisa menghutangkan kepada kalian berdua, 
kalian bisa membelikannya barang dagangan dari Irak, 
kemudian kalian jual sesampai di Madinah. Kalian nanti 
kembalikan seluruh modalnya utuh kepada Khalifah dan 
kalian bisa mengambil untungnya”. Mereka menjawab: “Ya, 
kami terima”. Kemudian sang Gubernur menulis surat 
bahwa ada uang negara yang nanti bisa diambil dari 
mereka berdua. Ketika mereka tiba di Madinah, mereka 
menjual barang dagangan yang mereka bawa dari Irak dan 
memperoleh untung. Umar bertanya: “Apakah tentara lain 
juga diberi hutang? “Tidak”, jawab mereka. “Ini pasti 
karena kalian putra Khalifah, kembalikan semua harta, 
modal dan untungnya”. Abdullah terdiam, sementara 
Ubaidillah berkata: “Wahai Amir al-Mu'minin, bukankah 
kalau merugi, kami harus menanggung”. Umar tetap 
bersikeras: “Kembalikan semua”. Abdullah hanya bisa 
terdiam, sementara Ubaidillah tetap menyatakan hal sama 
dengan harapan bisa diterima oleh Khalifah. Ada salah 
seorang yang hadir menyarankan: “Wahai Amir al- 
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Mu'minin, lebih baik kalau dijadikan kontrak giradh 
(mudharabah, untuk mereka berdua separoh dari untung 
penjualan dan untuk bait al-mal separohnya lagi)”. Umar 
menerima tawaran ini, ia mengambil modal dan laba 
penjualan dibagi menjadi dua, satu untuk bait al-mal dan 
satu lagi untuk Abdullah dan Ubaidillah. 

Beberapa hal yang mungkin bisa disimpulkan dari 
kisah ini adalah, pertama bahwa kontrak hutang bisa 
berubah menjadi kontrak mudharabah ketika salah seorang 
pemilik/penanggung jawab harta menginginkannya, kedua 
bahwa kontrak mudharabah adalah pilihan untuk menye- 
lesaikan konflik dari dua pendapat yang satu menyatakan 
laba milik modal sementara yang lain menyatakan laba 
milik pekerja, ketiga dari pernyataan Ubaidillah tersebut 
bahwa harta yang dikelola pekerja dalam kontrak 
mudharabah adalah harta tanggungan (yad adh-dhamin), 
yang jika merugi ia harus menggantikannya, bukan harta 
amanat (yad al-amanah) yang jika merugi ia tidak dimintai 
pertanggungjawaban. Semua ini berbeda dengan apa yang 
disepakati ulama figh, dan berbeda lagi dari apa yang 
dipraktekkan dalam ekonomi syari'ah. 

Al-Khathib Asy-Syirbini (Muhammad bin Ahmad, 
w.977H/1570H) dari mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa 
mudharabah itu diperkenankan untuk memenuhi kebu- 
tuhan manusia, sama persis seperti kontrak musdgah, yang 
satu punya uang atau tanaman kurma tetapi tidak bisa 
mengelolanya, sementara yang lain tidak memiliki kedua- 
nya tetapi bisa mengelolanya2. Kedua orang tersebut bisa 
dipertemukan untuk sama-sama memperoleh manfaat, 
dengan kontrak mudharabah atau musigah. Dalam bahasa 


26 Asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, vol. II, p. 209. 
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mazhab Hanafi, mudharabah itu dibolehkan karena sebuah 
kebutuhan Jistihsan), yang pada awalnya tidak diperke- 
nankan karena menyalahi logika umum syari'at tentang 
harta pokok/utama. Harta pokok seperti uang dirham, tidak 
boleh disewakan atau diperjualbelikan, ia hanya boleh 
dikelola sendiri, atau dihutangkan kepada orang lain untuk 
dikelola. Mudharabah, mirip dengan penyewaan uang, 
yang semestinya tidak diperkenankan, tetapi diperbolehkan 
karena kebutuhan masyarakat Jistihsin|”. Sementara dalam 
pernyataan Ibn Hazm: “Hampir seluruh persoalan figh itu 
ada dasarnya, kecuali mudharabah, hanya saja ulama 
sepakat memperkenankannya, kalau saja tidak ada kese- 
pakatan ini, niscaya ia haram hukumnya”2. Pernyataan- 
pernyataan ini mengisyaratkan bahwa mudharabah adalah 
persoalan interaksi figh dengan realitas -dengan bahasa 
keringanan, keperluan, kebutuhan dan kesepakatan, atau 
mengambil dari kebiasaan pra-Islam-, bukan persoalan 
wahyu yang sudah jelas, tuntutan Islam, atau anjuran 
agama. Figh hanya menggunakan kata boleh, halal, atau 
bisa dibenarkan oleh syara'. 

Dalam detail persoalannya, ulama berbeda pendapat 
mengenai mudharabah. Misalnya, mudharabah bagi maz- 
hab Syafii hanya diperbolehkan bagi perniagaan yang 
mengandung pemindahan (perjalanan) barang dari suatu 
tempat ke tempat yang lain. Karena mudharabah itu suatu 
pengecualian (rukhshah| yang harus mengikuti seperti yang 
diperkenankan pada awalnya. Pada masa awal Islam, 
mudharabah hanya untuk perniagaan, maka ia harus 
seperti itu, dan tidak bisa diperluas untuk perindustrian, 
pembuatan kerajinan, apalagi untuk pengolahan tanah 


27 Ibn al-Oayyim, Ath-Thurug al-Hukmiyyah, vo. I, p. 364. 
28 Lihat pada Ibn Hajar, Talkhish al-Habir, vol. III, p. 58. 
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pertanian. Sementara mazhab lain, seperti Hanafi mem- 
perkenankan mudharabah untuk perniagaan dan per- 
industrian, karena pada prinsipnya mudharabah adalah 
pengelolaan uang untuk memperoleh keuntungan. Menurut 
Abu Hanifah (Nu'man bin Tsabit w. 150H/767M), Abu 
Yusuf (Ya gub bin Ibrahim, 113-182H/731-798M) dan Imam 
Malik (w. 179H/795M), modal pada mudharabah tidak 
boleh kecuali berupa dinar emas dan dirham perak murni, 
tidak boleh berupa uang kertas karena ia tidak memiliki 
nilai pada dirinya (intrinsik), yang memungkinkan ter- 
jadinya inflasi spekulatif. Modal juga menurut mayoritas 
ulama, tidak boleh berupa barang dagangan. Pelarangan- 
pelarangan ini biasanya dengan alasan, karena mudharabah 
adalah keringanan, sehingga harus seperti apa adanya, 
tidak diperluas. 

Mudharabah menurut mayoritas ulama figh, seperti 
yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, adalah kontrak 
kerja sama antara dua pihak, yang satu memiliki dan 
menyerahkan modal sementara yang lain mengelolanya 
(untuk perniagaan), dengan ketentuan laba dibagi sesuai 
kesepakatan kedua pihak. Hanya laba yang dibagi di antara 
kedua pihak, sementara kerugian hanya ditanggung oleh 
pemilik modal. Sehingga mudharabah dalam penjelasan ini, 
hanya 'bagi hasil tidak “bagi rugi', jadi bukan lost and profit 
sharing, tetapi profit sharing only. Pihak ketiga, dalam hal 
yang tidak termasuk pemilik modal, apalagi pekerja, ia 
tidak berhak ikut terlibat dalam penentuan syarat-syarat, 
apalagi pembagian hasil?. 

Berarti, mudharabah hanyalah kebiasan para sau- 
dagar Arab sebelum Islam, yang didiamkan Nabi, sempat 


29 Lihat: Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, vol. 
IV, pp. 836-874. 
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diprotes oleh Umar, diperbolehkan oleh mayoritas ulama, 
dianggap suatu keriangan (rukhshah| yang memudahkan 
urusan perekonomian masyarakat, kemudian dalam 
pemikiran “ekonomi syar'ah' yang mainstream menjadi 
sesuatu yang teramat penting, bahkan pondasi utama jasa 
perbankan Islam, di samping jasa-jasa lain yang berkaitan 
dengan pembiayaan. Pada prakteknya, mudharabah baik di 
tangan para ulama figh, maupun para pakar dan pelaku 
“ekonomi syari'ah merupakan konsep yang lahir dari 
interaksi dengan realitas yang berkembang pada masanya 
masing-masing. Dalam konsep yang dikembangkan 'eko- 
nomi syariah', mudharabah telah mengalami perkem- 
bangan yang cukup jauh, yang kalau menggunakan “logika 
literal-tekstual' masa lalu bisa diharamkan atau dilarang. 
Mudharabah dalam konsep ini, telah menjadi kontrak segi 
tiga, antara bank, pemilik modal dan pengusaha. Bahkan 
sering bank berdiri sebagai pihak pemiliki modal (rabb al- 
mal) ketika berhadapan dengan pengusaha atau pelaksana 
proyek (mudhirib|, pada saat yang sama sebagai pengusaha 
Imudharib| ketika berhadapan dengan penabung pemilik 
modal atau investor (rabb al-mill. Bank, sebagai pihak 
ketiga, lebih banyak berkuasa untuk menentukan syarat- 
syarat bagi kontrak mudharabah. Mudharabah juga dalam 
prakteknya telah berubah dari kontrak kepercayaan (yad al- 
aminah) dalam figh, menjadi kontrak pertanggungjawaban 
Iyad adh-dhamin| yang meniscayakan jaminan, pengawasan, 
pengujian dan penentuan persyaratan-persyaratan untuk 
mengamankan modal dan usaha. Mudharabah, yang 
awalnya merupakan 'kontrak bagi hasil' dengan kerugian 
yang hanya ditanggung oleh pemilik modal, sekarang 
diupayakan sedemikian rupa agar kerugian tidak sama 
sekali dibebankan kepada pemilik modal —untuk menjaga 


40 


kepercayaannya terhadap bank-, sehingga persyaratan sede- 
mikian rupa dibebankan kepada peminjam atau pengusaha. 

Mudharabah dalam 'ekonomi syari'ah dengan ber- 
bagai modifikasi dan penyesuain terhadap realitas ekonomi 
sekarang, bisa saja dibenarkan, tetapi secara akademis harus 
diletakkan pada persoalan yang sebenarnya. Karena se- 
sungguhnya, ia adalah pemahaman terhadap syari'ah, 
bahkan pemahaman terhadap figh yang telah mengalami 
berbagai penyesuaian, bukan kebenaran (Islami) yang 
tunggal atau alternatif satu-satunya. Sebagai pemahaman, ia 
bisa benar dan bisa salah, dan sebagai strategi/praktek 
ekonomi, ia bisa mendatangkan keuntungan dan bisa seba- 
liknya. Dengan demikian, ia harus dilakuan pengujian- 
pengujian secara terbuka dan terus menerus, tidak 
bersembunyi di balik “kebenaran Islami' untuk dipaksakan 
kepada semua orang. Karena walau bagaimanapun, ia 
adalah figh, atau pemahaman, yang harus juga membuka 
diri pada pemahaman-pemahaman lain dan pada pe- 
ngujian-pengujian empirik-materiil. Sebagai sebuah proses 
pencarian terhadap konsep pembiyaan, mudharabah patut 
diapresiasi, setidaknya karena ia mengaitkan sektor 
moneter dengan sektor ekonomi riil, sehingga bisa menekan 
sedemikian rupa pengglembungan moneter yang berakibat 
pada inflasi. Tetapi juga harus disadari, bahwa ia adalah 
figh, pemahaman terhadap syari'ah, bahkan penyesuaian 
dengan realitas “perekonomian dan perbankan kontem- 
porer —yang kapitalis-. 

Dalam figh, sebagai wilayah pemahaman dan 
akademis, bisa saja mudharabah berubah menjadi sesuatu 
yang diharamkan ketika ia pada tataran empirik-riil tetap 
melingkarkan kekayaan pada orang-orang tertentu saja — 
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yang secara tegas dan jelas diharamkan oleh al-Our'an-”, 
sehingga daya tawar masyarakat luas menjadi sangat 
lemah. Pengharaman bisa didasarkan pada pendapat Imam 
Thawus (w.106H/724M), Hasan al-Basri (w. 110H/728M) 
dan Ibn Hazm (w. 450H), yang mengharamkan 
mudharabah (muzira'ah dan mukhibarah|) pada tanah 
pertanian. Tanah, adalah merupakan alat produksi yang 
cukup vital pada masyarakat agraris, sehingga tidak 
diperkenankan perolehan nilai tambah kecuali melalui 
pengolahan langsung, bukan dengan jalan dihutangkan, 
disewakan atau dibagi-hasilkan. Uang juga menjadi hal 
yang sama, karena ia adalah alat produksi yang utama pada 
masyarakat bisnis dan industrialis. Ditambah argumentasi 
bahwa dalam Islam, yang perolehan nilai tambah hanya 
bisa dilakukan melalui kerja, seperti yang dinyatakan al- 
Our'an, wa an laysa Ii al-insini illa m4 sa'd (Dan tidak seorang 
manusiapun berhak memperoleh kecuali dari yang 
dikerjakannya). 


Memahami Riba dan Bunga Bank 

Produk-produk pembiayaan perbankan syari'ah, 
baik berupa bagi hasil (mudharabah), mark up pembelian 
Imuribahah), beli bayar-tangguh (bai' bi ats-tsaman ijill, 
serikat bisnis (musydrakah|, sewa beli (bai' ta'jiril, pesan beli 
Isalafl, titip-tabungan (wadi'ah), semua dilahirkan sebagai 
tandingan/penolakan terhadap produk-produk sejenis yang 
ditawarkan perbankan konvensional dengan basis bunga 
(interest). Dalam berbagai tulisan para pakar ekonomi 


30 Dalam surat al-Hasyr, ayat 7 disebutkan: “Kekayaan itu 
seharusnya tidak hanya melingkar-lingkar di kalangan orang- 
orang kaya saja”. 

31 OS. An-Najm, 53:39. 
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syari'ah dan para ulama figh kontemporer, bunga bank 
adalah riba yang diharamkan oleh al-Our'an dan Hadits. 

Logika ekonomi syar'ah mengenai pelarangan 
bunga bank, adalah bahwa uang dalam Islam merupakan 
alat tukar dan modal dasar, bukan komoditas yang bisa 
diperjualbelikan, disewakan, apalagi memperoleh nilai tam- 
bah hanya karena dipinjamkan?. Pertambahan nilai dalam 
uang, hanya diperkenankan ketika ia diinvestasikan dalam 
bentuk aktifitas perniagaan, perindustrian, pertanian atau 
kerajinan, sehingga pertambahan yang diperoleh adalah 
laba dari aktifitas tersebut, bukan bunga melalui pertam- 
bahan unsur waktu". 

Diskusi mengenai riba dan bunga bank dalam 
“ekonomi syari'ah hanya menegaskan satu pandangan saja, 
padahal 50 tahun yang lalu di dunia Islam persoalan bunga 
bank masih merupakan persoalan yang kontroversial di 
kalangan para pakar figh sendiri. Syekh Muhammad 
“Abduh, Syekh Rasyid Ridla, Dr. Ma'ruf ad-Dawalibi adalah 
diantara mereka yang membedakan bunga bank dari riba 
yang diharamkan. Pada tahun 1951, Mingguan Figh Islam 
mengadakan diskusi yang cukup lama dengan berbagai 
pakar figh dunia, dengan mendatangkan ad-Dawalibi yang 
mempertahankan bahwa bunga bank bukanlah riba yang 
diharamkan4. Di Indonesia, yang lantang menyuarakan 
perbedaan bunga bank dengan riba adalah A. Hassan, 


32 Lihat: Muhammad Akram Khan, An Introduction tolslamic 
Economics, 1994, IIIT, Islamabad, Pakistan, pp. 11-13. 

33 Lihat: Rafig Yunus al-Misri, Ushul al-Igtishad al-Islamiy, 1993: 
Dar al-Oalam, Damaskus, Syiria, p. 208-209. 

34 Lihat: Syekh Shalih al-Hushain, al-Muhawalat at-Taufigiyyah li- 
ta'nis al-F@'idah fi al-Mujtama' al-Islimi, dalam majalah Al-Fikr al- 
Islami, No. 2, Tahun XVIII, Jumada ats-tsaniyah 1409H/Februari 
1989M, diterbitkan oleh Dar al-Fatwa, Beirut, Libanon, pp. 54-69. 
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pendiri PERSIS, Muhammad Hatta,  Syafruddin 
Prawiranegara dan DR. Syaikhulhadi Purnomo dan 
beberapa yang lain”. Beberapa argumentasi yang diajukan 
biasanya berkisar pada beberapa hal, bahwa riba yang 
diharamkan hanya pada riba yang dilakukan oleh orang- 
orang Ouraisy pada saat turunnya al-Our'an, bahwa riba 
diharamkan karena menjerat orang-orang miskin yang ingin 
meminjam untuk konsumsi sementara bunga bank 
kebanyakan untuk kepentingan produksi, bahwa obyek riba 
adalah emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik 
sehingga relatif tidak mengalami inflasi sementara uang 
kertas memerlukan bunga atas tambahnya waktu untuk 
mengganti margin inflasi yang terjadi pada dirinya, 
disamping argumentasi lain, bahwa penerimaan bunga 
sebagai kondisi darurat karena umat Islam tidak bisa lepas 
dari interaksinya dengan perbankan konvensional. 
Pengharaman riba (tahrim ar-ribal dalam figh 
ekonomi adalah suatu hal yang prinsip dan sudah mutlak, 
karena riba secara jelas dan tegas diharamkan al-Our'an. 
Tetapi orang yang membaca al-OJur'an saja, tidak akan bisa 
mengerti langsung secara pasti, apa itu riba. Mungkin bisa 
menduga kuat (dzann| apa itu riba, tetapi tidak bisa 
memastikan. Ada empat kelompok ayat dalam al-Our'an 
yang bebicara mengenai riba, pertama bahwa riba yang 
dilakukan oleh orang tidak akan mendapat nilai tambah di 
sisi Allah, berbeda dengan zakat yang akan mendapat nilai 
tambah dari-Nya (OS. Ar-Rum, 39). Kedua, bahwa orang- 
orang Yahudi telah dilarang melakukan transaksi dengan 
riba, tetapi mereka tetap melakukannya, mereka layak 


35 Lihat: Dawam Raharjo, Ensiklopedi Al-Ouran, Tafsir Sosial 
Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, 1996: Paramadina, Jakarta, 
materi RIBA', pp. 594-617. 
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untuk mendapat siksaan yang pedih (OS. An-Nisa, 159-160). 
Ketiga, Tarangan terhadap orang-orang beriman untuk 
memakan riba yang berlipat-lipat (OS. Ali “Imran, 130). 
Keempat, ayat yang paling panjang memebicarakan tentang 
riba, orang yang makan riba sama seperti orang yang 
kerasukan syetan, riba itu haram, riba yang telah lalu bisa 
dimaafkan, Allah tidak memberkati riba, perintah untuk 
meninggalkan praktek riba, kalau tidak maka sama saja ia 
berperang dengan Allah dan pernyataan bahwa praktek 
riba terkait dengan kezaliman yang niscaya ditinggalkan 
(OS. Al-Bagarah, 275-280). 

Dengan membaca ayat saja, tidak memperoleh 
penjelasan yang tegas mengenai, apa itu riba yang 
diharamkan di dalam al-Our'an. Karena itu, para mufassir 
menyandingkan dengan fakta-fakta riba yang dipraktekkan 
oleh orang-orang Arab pada saat ayat-ayat itu turun. 
Beberapa praktek riba yang terjadi pada saat itu adalah, (1) 
Pertambahan nilai pokok dalam transaksi hutang, atau 
pertambahan karena unsur waktu. Gambarannya, kalau 
mereka menghutangkan dirham atau dinar, mereka akan 
mengambil sejumlah uang tertentu setiap bulan, tetapi nilai 
hutang tetap seperti semula tanpa kurang. Apabila tiba 
masa pembayaran hutang, mereka akan meminta nilai 
hutang tersebut sejumlah yang ada pada transaksi, jika 
penghutang tidak sanggup bayar, maka mereka berhak 
melipatgandakan jumlah hutang, dari jumlah semula. (2) 
Kalau tiba masa pembayaran hutang, mereka akan menagih 
sejumlah uang sesuai hutang, jika tidak sanggup bayar, 
maka pembayaran bisa ditunda tahun depan dengan syarat 
dilipatkan 100 persen. Kalau tidak sanggup pada tahun 
berikutnya, akan dilipatkan 200 persen. Begitu juga tahun- 
tahun berikutnya, setiap tahun dilipatkan 100 persen, ketika 
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tidak sanggup bayar. (3) Utsman bin Affan dan Abbas bin 
Abd al-Muthallib biasa membeli kurma ke petani sebelum 
waktu panen/petik (salam, salaf. Pada saat memetik, ketika 
petani tidak sanggup menyerahkan sejumlah yang sesuai 
degan kontrak karena untuk penyediaan makanannya, ia 
akan menyerahkan separoh dari jumlah kontrak dan 
meminta yang separohnya akan dibayar pada musim panen 
berikutnya, dengan perjanjian dibayar dua kali lipat. 

Kalau yang dimaksud oleh ayat Our'an adalah riba 
orang-orang Arab, maka demikianlah seperti yang digam- 
barkan oleh para mufassir. Kalau yang dimaksud adalah 
apa yang juga dijelaskan oleh Nabi, maka riba juga 
mencakup, (1) pertambahan nilai dari pertukaran barang- 
barang tertentu yang tidak seimbang (riba al-fadhll, (2) 
pertambahan nilai yang penangguhan pertukaran (riba an- 
nasi'ah| dalam pertukaran barang-barang ribawi: emas 
dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gan- 
dum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dan (3) 
pertambahan nilai sekecil apapun yang diterima oleh 
pemberi hutang dari penerima hutang dalam transaksi 
hutang-piutang (riba al-gardh), termasuk pemanfaatan ba- 
rang milik penerima hutang (mugtaridh). Ikullu gardhin jarra 
manfa'atan fahuwa riba). 

Dalam realisasinya, ada beberapa perbedaan di 
antara ulama figh dalam membahas mengenai persoalan- 
persoalan riba, apakah pengharaman riba hanya berlaku 
pada barang-barang yang telah disebutkan dalam teks hadis 
saja, atau bisa memasukkan barang-barang yang lain? Kalau 
bisa, apa tolok ukurnya, nilai tukar, makanan pokok, 
sesuatu yang bisa ditimbang dan ditakar, atau yang lain? 
Dalam kaitannya dengan mata uang, apakah riba berlaku 
untuk mata uang emas dan perak saja, atau juga semua jenis 
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mata uang? Apakah betul semua jenis pertambahan dari 
modal hutang adalah riba? Pertambahan kadar Jal-mitslij 
atau pertambahan nilai Jal-gimi|, misal untuk kasus orang 
yang menghutang, ketika jatuh tempo nilai tukar “barang 
atau uang” yang dipinjam jatuh merosot? Apakah betul 
semua jenis pemanfaatan yang diterima oleh pemberi 
hutang (Imugridh| adalah riba, termasuk makanan yang 
diterima, minuman, atau bahkan jasa menaikai kendaraan? 
Apakah riba juga diharamkan dalam transaksi yang terjadi 
di negara kafir? Apakah juga haram yang terjadi antara tuan 
dengan hamba? Antara anak dan orang tua? Antara suami 
dan isteri? Dan antara pemerintah dan rakyat? Boleh tidak 
melakukan hilah (bay' al-'aynah) untuk menghindarkan diri 
dari prakek riba, yaitu praktek jual beli yang pada intinya 
adalah peminjaman sejumlah uang dengan pengembalian 
lebih dari waktu meminjam -seperti murabahah dalam 
praktek bank syari ah-? 

Dalam pembahasan mengenai 'bunga bank mesti- 
nya lebih beragam, karena 'uang kertas' seperti yang ada 
sekarang, tidak sama persis dan tidak pernah ada dalam 
kehidupan Rasulullah, apalagi kondisi sosial ekonomi 
antara masa beliau dengan masa sekarang adalah jauh 
berbeda. Memang dalam kajian yang lebih kritis terhadap 
fenomena sosial ekonomi, bahwa bunga bank yang terjadi 
saat ini, banyak bertanggung jawab terhadap terpuruknya 
kondisi perekonomian dunia ketiga, terjadinya inflasi yang 
tidak terkendali, melingkarnya putaran keuangan pada 
orang-orang tertentu saja yang berjumlah sedikit, melam- 
bungnya harga-harga barang yang dikeluarkan oleh 
pengusaha-pengusaha peminjam uang bank dan makin 
melemahnya posisi tawar masyarakat miskin terutama yang 
terkait langsung dalam jaringan perusahan-perusahan 
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peminjam uang bank, seperti para buruh dan konsumen- 
nya?. Tetapi pengaharaman bunga bank tetap wilayahnya 
adalah figh, pemahaman terhadap syari ah, yang harus juga 
menghormati pemahaman lain, mengakomodasi, bahkan 
mungkin saja melakukan sintesa teoritis untuk menghadapi 
realitas-realitas ekonomi tertentu. Bagi Nagvi misalnya, 
substansi pengharaman riba bukan sekedar pelarangan 
bunga bank, tetapi pengharaman segala bentuk eksploitasi 
dalam setiap lini perekonomian. Karenanya, institusi tanpa 
riba semestinya tidak hanya terhenti pada penggantian 
nomenklatur semata menjadi institusi tanpa bunga. 

Dalam prakteknya, institusi tanpa bunga dalam 
sejarah peradaban Islam adalah sesuatu hal yang teramat 
baru. 'Perbankan tanpa bunga' tidak memiliki preseden dari 
sejarah masa lalu, baik secara konsep maupun praktikal. 
Pembicaraan konsep dan teori mengenai perbankan tanpa 
bunga baru muncul sekitar tahun limapuluhan dan enam- 
puluhan abad kemarin. Implementasi dari konsep ini juga 
baru muncul pada medio tujuh puluhan ketika Islamic 
Development Bank didirikan di Jeddah, yang kemudian 
disusul pada tahun-tahun berikutnya dengan pendirian 
bank-bank tanpa bunga di berbagai negara, Mesir, Sudan, 
Kuwait, Pakistan, Iran dan tempat-tempat lain.” Sebagai 
sesuatu hal yang baru, baik konsep maupun praktek, akan 
banyak mengalami kekurangan (baca: tantangan) yang 
harus disadari dan mau membuka diri terhadap segala 
bentuk kritik dan masukan. Banyak pihak masih melihat 


36 Lihat misalnya pada: Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan, 
Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, 1993, P3M, Jakarta, pp. 157- 
174. 

37 Lihat: Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic 
Economics, pp. 79-81. 
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“perbankan tanpa bunga' masih belum menawarkan meka- 
nisme perbankan yang orisinal, sehingga upaya pengha- 
pusan riba/bunga (baca: eksploitasi) pada prakteknya baru 
sebatas perubahan nomenklatur pada jasa-jasa perbankan 
konvensional. 

Lebih jauh Masdar F. Mas'udi misalnya, berpen- 
dapat bahwa perbankan akan Islami hanya jika ia berubah 
fungsi menjadi lembaga sosial non-komersial, yang hanya 
untuk mengamankan dan menggerakkan perekonomian. 
Perbankan tidak diperkenankan 'memperdagangkan' uang 
dengan cara apapun. Perbankan hanya menjadi tempat 
menyimpan dan meminjam (hutang) dalam hal uang, 
selebihnya ia hanya boleh mengambil ongkos jasa 
administrasi dan margin inflasi rata-rata, tidak lebih dari 
itu. Karena kekayaan yang potensial dalam Islam, seperti 
tanah, emas dan uang tidak boleh ditumpuk, tetapi harus 
selalu dikelola dan difungsikan. Kewajiban ini tidak bisa 
secara penuh dilaksanakan kecuali dalam kondisi dimana 
pemilik kekayaan tersebut —yang tidak bisa memfungsi- 
kannya- selalu memberi kesempatan selebar-lebarnya 
kepada orang lain untuk memfungsikan, tanpa harus me- 
minta bagian, apalagi bayaran”. 

Dalam Islam, tepatnya figh, ada banyak keragaman 
pandangan mengenai pemanfaatan kekayaan. Yang harus 
dilakukan berikutnya adalah pengujian empirik-materiil se- 
jauh mana pandangan tersebut benar-benar mendatangkan 


38 Lihat tulisan lebih lanjut pada: Muhammad Akram Khan, A 
Survey of Critical Literatur on Interest-free Banking, Journal of 
Islamic Banking and Finance, Karachi (6:1), Januari 1989. Timur 
Kuran, 

39 Lihat: Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan, Risalah Zakat 
(Pajak) dalam Islam, pp. 167-174. 
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manfaat dan maslahat bagi masyarakat, sesuai dengan 
prinsip magishid asy-syari'ah. 


Perkembangan Figh Zakat 

Berbeda dengan bidang moneter yang oleh “ekonomi 
syari'ah” telah mengalami ekspansi pemahaman yang 
cukup jauh, bidang zakat tidak mengalami pembaruan yang 
cukup berarti kecuali pada wilayah administrasi dan mana- 
jemen. Konsep mudharabah, murabahah, bai ta'jiri, bai' bi 
ats-tsaman ajil, wadi'ah, takaful dan terakhir MLM syari'ah 
telah mengalami penyesuaian sedemikian rupa dengan 
realitas perekonomian kapitalis, untuk menjadi basis bagi 
perolehan keuntungan sebanyak mungkin. Sementara zakat 
hanya dilakukan penyesuaian sebatas pada persoalan 
administrasi, manajemen dan sedikit perluasan pada obyek 
harta yang harus dizakati. Zakat tidak banyak dikaitkan 
dengan kondisi riil sosial ekonomi masyarakat, sehingga 
misi keadilan zakat tidak pernah dikaji lebih serius dengan 
mengaitkan pada persoalan-persoalan realitas ekonomi 
yang nyata pada masyarakat masing-masing. Misalnya 
yang paling nyata adalah konsep zakat fitrah pada setiap 
penghujung bulan Ramadhan yang sampai sekarang hanya 
berkisar pada seharga 3 liter beras, atau sekitar Rp. 8000,- 
bagi setiap orang yang dianggap mampu. Apa artinya nilai 
ini bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia, bagi 
peningkatan kesejahteraan, apalagi pendidikan masyarakat 
miskin. Bahkan apa artinya bila dibandingkan dengan 
kebiasaan orang-orang mampu pada saat yang sama untuk 
membuat parcel lebaran yang bernilai ratusan ribu bahkan 
bisa jutaan. Zakat fitrah pada masa Nabi berupa sejumlah 
makanan pokok, karena persoalan utama masyarakat pada 
saat itu adalah kebutuhan pangan yang sering tidak 
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tercukupi“. Pada saat ini, -sebagai masyarakat industrialis 
dan bisnis- tentu berbeda jauh dari masyarakat Nabi 
dahulu, zakat fitrah tidak jelas sasarannya kemana, untuk 
apa, dan apa indikator keberhasilannya. Tidak banyak 
tulisan yang menelusuri kondisi sosial kontemporer dan 
mengaitkannya dengan tawaran konsep zakat fitrah yang 
aplikabel, manajebel dan substansinya mengarah pada 
penguatan masyarakat miskin dan pemerataan keadilan 
ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Pada zakat mal juga terjadi hal yang sama. Seperti 
yang dinyatakan oleh Mahmud Abu Sw'ud, konsepsi 
mengenai batas minimum kekayaan yang wajib zakat 
Inishib| sangat tidak jelas untuk membedakan si kaya yang 
wajib zakat dari si miskin yang bisa menerima dana zakat. 
Gambarannya, dalam konsepsi zakat yang ada dan 
berkembang saat ini, seorang petani sudah harus membayar 
zakat ketika ia memperoleh hasil panen sebanyak 653 kg 
beras, tanpa dikurangi ongkos pertanian dan beban nafkah 
keluarga. Sementara pedagang, pegawai, pemilik ragam 
kekayaan, bayar zakat ketika memiliki harta lebih setelah 
ongkos dan beban nafkah keluarga, senilai 85 gram emas (). 
Apalagi bila dibandingkan dengan peternak kambing yang 
baru bayar zakat ketika memiliki 40 ekor (sekitar Rp. 
16.000.000,-), unta 5 ekor dan sapi 30 ekor (sekitar Rp. 
150.000.000,-). Dari ketidak jelasan konsepsi ini, risalah 
zakat untuk mengentaskan kemiskinan menjadi kabur dan 
tidak terarah, apalagi bila dikaitkan dengan peran zakat 


40 Di Madinah masyarakat muslim pada masa Nabi sering 
mengalami kekurangan pangan, beberapa sahabat seperti Abu 
Hurairah, bahkan Abu Bakr, Umar dan Nabi sendiri sering tidak 
menemukan pangan. Lihat: Amin Duwaidar, Shuwar min Hayat 
ar-Rasul, 1978, Dar al-Ma'arif, Cairo, pp.284-287. 
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untuk memenuhi kebutuhan publik dan kesejahteraan 
masyarakat banyak. Hal ini terlihat juga pada konsepsi- 
konsepsi lain mengenai penentuan harta wajib zakat, 
pengalokasian dana zakat, investasi dana zakat, peran 
pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat. 
Persoalannya akan lebih rumit lagi pada tataran imple- 
mentatif, karena zakat akan selalu dihadapkan dengan 
institusi yang sejenis dalam masyarakat modern, seperti 
pajak negara, atau pungutan keagamaan tertentu, dengan 
berbagai persoalan sosial-politik yang melatarinya. 

Dalam bacaan figh klasik, zakat termasuk dalam 
wilayah ibadah, bukan mu'amalah. Dalam bahasa lain 
disebut sebagai “'ibidah mahdhah“ (ibadah murni), baik 
dalam tataran konsep, maupun aplikasinya yang bersifat 


“Aktifitas keagamaan yang akan mendatangkan pahala Allah Swt 
kepada pelakunya disebut ibadah. ibadah terbagi menjadi dua 
jenis, mahdlah yaitu yang segalanya murni dari syara” (Allah dan 
Rasul-Nya) sehingga segala aturan yang berkaitan dengannya 
telah ditentukan dan dipastikan, seperti sembahyang, puasa, 
zakat dan haji. Kedua muthlagah yaitu yang datang dari syara' 
hanya berupa konsep dasar saja, aplikasi kwalitatif dan 
kwantitatifnya diserahkan kepada manusia, seperti membantu 
orang, belajar, berda'wah, bekerja dan segala aktifitas sosial 
lainnya. Tetapi Ibn “Abidin dalam hasyiahnya berkata bahwa ada 
tiga terma untuk menyebut aktifitas yang mendatangkan pahala, 
thd'ah, gurbah dan “ibadah. “ibadah adalah aktifitas yang akan 
diberi imbalan pahala apabila disertai dengan niat. Ourbah adalah 
aktifitas yang akan diberi pahala tanpa harus disertai dengan 
niat, dan sasaranya kepada Allah Swt jelas. Tha'ah untuk aktifitas 
yang tidak memerlukan niat dan tanpa harus jelas dan nyata 
sasarannya kepada Allah Swt. Salat, zakat, puasa dan haji 
disebut ibadah, disebut juga gurbah dan thd'ah. Membaca al- 
Our'an, bersedekah, wakaf, adalah gurbah, boleh juga disebut 
thd'ah, tetapi tidak ibadah. Sedangkan belajar atau bernalar yang 
memungkinkan pelakunya mendekatkan diri kepada Allah Swt 
disebut thd'ah, tidak disebut “ibadah atau gurbah. Ibn “Abidin, 
Muhammad Amin, Hasyiah Ibn “Abidin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1306 
H), juz I, h. 106. 
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parsial. Dengan sifatnya yang demikian, zakat harus 
tawagguf mengikuti segala ketentuan yang telah digariskan 
oleh syara' termasuk hal-hal yang parsialnya. Dalam 
beberapa hal, ia juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak 
bisa dirasionalkan (ghayr ma'gal al-ma'nd)?. Karena alasan 
ibadah ini, perkembangan figh zakat menjadi sangat lam- 
ban, bahkan sebagian ulama memandang bahwa pengem- 
bangan figh zakat adalah sesuatu yang tidak diperke- 
nankan. Ibn Hazm al-Zhahiri (w.456H/1064M), misalnya, 
tidak mau sedikitpun keluar dari garis lingkaran teks, 
sehingga harta yang wajib dizakati bagi beliau tujuh jenis 
saja, emas, perak, unta, lembu, kambing, gandum dan 
kurma. Pengembangan kewajiban di luar tujuh jenis ini, 


42 Pandangan bahwa zakat adalah “ibadah telah diterima oleh 
sebagian besar para penulis figh klasik. Karena itu kajian 
mengenai zakat dalam kitab-kitab figh datang setelah kajian 
mengenai hal-hal ibadah lain, seperti thaharah (bersuci), dan 
shdlah (sembahyang). Sebagian kitab, seperti kitab Nur al-Idlah 
karangan Hasan al-Wafai al-Hanafi, menempatkan bab mengenai 
zakat setelah bab bersuci, sembahyang dan puasa, kemudian 
zakat. Walaupun demikian, zakat tetap dalam katagori “ibadah, 
seperti halnya bersuci, sembahyang, puasa dan haji. Seperti juga 
dalam klasifikasi yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazali 
(Muhammad bin Muhammad w. 505H/1111M) dalam kitab 
monumental Ihya Ulum al-Din. Di dalam kitab ini, al-Ghazali 
membagi seluruh isi kandungan kitabnya menjadi empat bagian. 
Bagian pertama Ibadah (ritus keagamaan), kedua “idah (interaksi 
antar manusia), ketiga muhlikah (yang mencelakakan) dan 
keempat munjiyah (yang menyelamatkan). Untuk bagian “ibadah 
beliau memasukkan dasar-dasar “agidah, bersuci, sembahyang, 
zakat, puasa, haji, membaca al-Our'an, dzikr dan do'a. Sementara 
diantara yang masuk dalam katagori adah adalah hal-hal yang 
berkaitan dengan adab makan, menikah, bekerja, bergaul sesama 
manusia, dan beberapa hal yang lain. Sedangkan bagian muhlikah 
dan munjiyah adalah beberapa hal yang berkaitan dengan 
pendidikan hati dan jiwa manusia. Lihat: Al-Ghazali, Abu Hamid 
Muhammad bin Muhammad, Ihya' “Ulum al-Din, ed. Sayyid bin 
Ibrahim, (Cairo: Dar al-Hadits, 1414H/1994M), juz I, h. 11-12. 
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baginya adalah bentuk penyimpangan dari ke-ibadah-an 
zakat. Sebagian ulama, seperti Malik bin Anas (w. 
179H/795M), asy-Syafi'iy (Muhammad bin Idris w. 
204H/820M) dan Ahmad ban Hanbal (w. 241H/855M), 
mencoba mengembangkan rasionalisasi kewajiban zakat 
kepada beberapa jenis harta lain, tetapi masih terkesan 
begitu tertutup. Karena rasionalisasi hanya diberlakukan 
pada kewajiban zakat gandum (yang tertulis dalam dalam 
teks) untuk mewajibkan zakat kepada (yang tidak tertulis 
dalam teks) setiap makanan pokok manusia yang bisa 
dikeringkan dan disimpan. Tetapi mereka tidak merasio- 
nalkan kewajiban zakat kurma atau anggur misalnya, untuk 
setiap jenis buah-buahan atau hasil tumbuh-tumbuhan yang 
bernilai ekonomi, atau kewajiban zakat emas perak untuk 
setiap perhiasan berharga, atau kewajiban zakat unta, 
lembu dan kambing untuk setiap jenis binatang ternak. Hal 
demikian adalah merupakan kemandegan ijtihad dalam 
mengembangkan teks-teks terhadap permasalahan yang 
tidak tertulis yang ternyata lebih nyata kaitannya dengan 
syari'ah zakat, jelas dan kongkrit. 

Mazhab Hanafi (dipelopori oleh Imam Abu Hanifah 
Nu'man bin Tsabit w. 150H/767M), sebagai mazhab yang 
dianggap cukup rasional, ketika mengatakan bahwa zakat 
tidak wajib atas harta anak kecil dan orang gila, mereka 
berdalih karena zakat adalah 'ibadah, sama seperti halnya 
sembahyang dan puasa. Apabila sembahyang dan puasa 
tidak wajib atas mereka, maka zakat juga dengan alasan 
yang sama tidak wajib atas harta yang dimiliki oleh mereka. 
Dalam hal ini, harta sebanyak apapun apabila dimiliki oleh 
anak yang belum baligh atau orang gila tidak bisa berperan 
untuk ikut menyelesaikan permasalahan ketimpangan 
pendapatan ekonomi atau untuk memenuhi keperluan 
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masyarakat umum melalui syari'ah zakat, karena zakat 
sebagai 'ibadah hanya diwajibkan kepada orang-orang yang 
sudah dianggap sah untuk melakukan 'ibadah. 

Dengan alasan yang sama, mayoritas ulama mazhab 
juga berpendapat bahwa zakat tidak bisa diterapkan kepada 
orang-orang kafir, baik kafir dzimmi (yang tinggal sebagai 
warga negara dalam negara Islam), musta'man (yang datang 
berkunjung dan mendapatkan perlindungan keamanan), 
apalagi harbi (musuh perang). Warga non-muslim, dalam 
hal ini tidak memiliki peran/kewajiban yang sama untuk 
menyelesaikan permasalahan ekonomi atau sosial yang 
menimpa masyarakat suatu bangsa yang biasanya dirasa- 
kan secara keseluruhan oleh semua komponen bangsa. 
Dengan ini zakat hanya memiliki keterikatan dengan nilai- 
nilai keadilan, kemaslahatan, pemerataan ekonomi dan 
pengentasan kemiskinan yang memiliki simbol-simbol 
Islam, tetapi terpisahkan dari keadilan universal manusia. 
Padahal kemiskinan adalah permasalahan ekonomi kema- 
nusiaan, bukan permasalahan keagamaan. Permasalahan 
demikian bisa menimpa siapa saja, tanpa memandanag 
batasan agama, suku atau ras. Karena itu, untuk mengatasi- 
nya memerlukan perhatian secara penuh dan utuh dari 
segenap umat manusia di dunia, dengan tanpa melihat latar 
belakang agama, suku atau ras. 

Hal-hal demikian merupakan persoalan yang cukup 
merisaukan berbagai ulama dan pakar, ketika ingin me- 
ngembangkan figh zakat sebagai salah satu isnstitusi 
keuangan modern. Yusuf al-Garadhawi dengan magnum 
opusnya, Figh az-Zakdh, mencoba melakukan rasionalisasi 
untuk mengetengahkan konsep zakat dalam kehidupan 
modern. la menelusuri beragam teks-teks dasar, pan- 
dangan-pandangan ulama klasik, memilih dan memilah 
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untuk memperoleh pandangan yang menurutnya tepat 
untuk diaplikasikan pada masa sekarang. Sekalipun karya- 
nya patut diapresiasi, tetapi al-Yaradhawi masih terjebak 
pada tekstualisasi yang membekukan dan eklektisisme yang 
membingungkan. Ia masih menyatakan bahwa persoalan 
zakat harus diambil dari teks-teks hadits secara literal dan 
harus patuh pada kesepakatan ulama salaf. Pengembangan 
hanya bisa dilakukan ketika bisa melalui metode analogi 
Igiyas|. Ia masih menyatakan bahwa kadar dan nisab zakat, 
baik mal maupun fitrah, harus seperti apa adanya pada 
masa Nabi SAW, yang sosio ekonominya agraris. Ekle- 
tisisme yang membingungkan misalnya dalam hal penen- 
tuan nisab sapi. Ia menerima ketiga pendapat ulama salaf, 
ketika sebagian ulama ada yang menyatakan 5 ekor, ada 
yang menyatakan 15 ekor, dan ada yang 30 ekor. Karena itu 
dikatakan ulama salaf, al-Yaradhawi menerima ketiganya, 
yang pada prakteknya harus dipilih salah satu dan 
diserahkan kepada pemerintah setempat dengan melihat 
kondisi ekonominya, tetapi tetap harus tidak keluar dari 
koridor, 3, 15, atau 30 ekor. Buku al-Garadhawi lebih tepat 
disebut sebagai kompilasi figh zakat, dengan berbagai 
analisisnya yang cukup tajam dengan mengaitkan pada 
kondisi kontemporer. Tetapi dalam banyak hal, ia tidak 
menawarkan sesuatu yang aplikatif untuk kondisi sosio 
ekonomi kontemporer. 

Dalam hal ini, Mahmud Abu Su'ud melakukan kritik 
yang cukup tajam terhadap buku al-Oaradhawi. Menurut- 
nya, teks-teks hadis zakat tidak harus menjadi rujukan yang 
mengikat secara literal. Mayoritas teks hadis harus ditem- 
patkan sebagai pelajaran saja Jahkam tawjthiyyah|, bukan 
keharusan, bahkan sebagian yang lain ia merupakan 
kebijakan Nabi SAW sebagai pemimpin yang melihat 
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kondisi sosio ekonomi pada saat itu, bukan beliau sebagai 
Nabi penyampai wahyu. Yang harus diterapkan dari figh 
zakat masa lalu adalah prinsip-prinsip dasarnya saja, karena 
persoalan-persoalan parsialnya banyak terkait dengan 
kondisinya masing-masing. Ia misalnya mengusulkan stan- 
darisasi batas minimal kekayaan wajib zakat. Ia seharusnya 
mencerminkan 'kecukupan' yang riil dalam kondisi eko- 
nomi sekarang. Ia juga harus satu ukuran untuk seluruh 
jenis kekayaan, sehingga tidak ada lagi nisab emas, perak, 
kambing, sapi, beras dan yang lain, yang berbeda-beda. 
Tetapi harus mencerminkan satu standar, satu ukuran, yaitu 
yang mencerminkan 'kecukupan satu keluarga kecil dengan 
satu isteri dan 2-5 anak. Ia menamakannya 'keranjang 
konsumsi' Jas-sullah al-istihlakiyyah). Tetapi Anehnya, 
sekalipun ia menyatakan bahwa kadar zakat merupakan 
kebijakan politik Nabi, tetapi masih merasa untuk saat ini 
ketentuan itu masih releven. Tidak perlu dirubah atau 
dimodifikasi. Kalaupun pada prakteknya, dana zakat tidak 
bisa mencukupi keperluan perimbangan kesejahteraan, 
maka bisa diterapkan punguntan selain kewajiban zakat". 
Lebih jauh Masdar F.Mas'udi mensoroti syari'ah 
zakat, tidak hanya pada batas aspek teknis, seperti tarif, 
nisab, obyek dan sasaran zakat, tetapi lebih jauh pada 
filosofinya yang paling mendasar. Ia ingin menempatkan 
zakat sebagai institusi keuangan andalan pada saat ini, 
untuk perimbangan kesejahteraan dan pembiayaan penye- 
lenggaraan negara. Zakat, adalah dana milik Allah SWT 
yang dihimpun oleh pemerintah dari rakyat dan hanya 
untuk kepentingan rakyat, terutama yang paling lemah. 
Karena milik Allah, sebagai rakyat harus menyerahkannya 


43 Lihat: Mahmud Abu Su'ud, Figh az-Zakdh al-Mu'asharah, 1992, 
Dar al-Galam, Kuwait. 


57 


kepada pengelola/pemerintah, dan sebagai pemerintah 
diharamkan menggunakan dana zakat, kecuali untuk 
kepentingan rakyat. Karena milik Allah, bukan milik 
pribadi apalagi penguasa, dana zakat harus dipertanggung 
jawabkan, secara sosial terhadap rakyat di dunia, dan secara 
ruhaniyah di hadapan Allah, di akhirat. Kontrol sosial 
(social control) terhadap negara/pemerintah sebagai penge- 
lola uang pajak, sekaligus pengelola kekuasaan yang ditim- 
bulkan oleh uang itu, dengan demikian menjadi niscaya. 
Karena, seperti telah dikatakan bahwa uang pajak adalah 
uang Allah dan rakyat sekaligus, maka kaniscayaan kontrol 
ini menjadi begitu kuat dengan argumen ganda: Pertama 
argumen transendental-teologis karena uang yang dita- 
ngannya secara hakiki milik Allah kedua argumen 
material-sosologis karena uang yang ditangannya secara 
faktual merupakan amanat dari rakyat (pembayar pajak) 
yang harus diperuntukkan untuk kepentingan segenap 
rakyat (mustahig). 

Ajaran zakat adalah moralitas penghimpunan dana 
milik Allah SWT untuk kepentingan rakyat, pengelolaan 
dan pengontrolan penuh terhadap pengelola. Ajaran zakat 
adalah ruh, yang badannya bisa mengambil dalam bentuk 
yang disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada. Baginya, 
aturan-aturan teknis yang ditetapkan Rasulullah saat itu, 
seperti tarif 2,5 Yo dan obyek pajak diseputar hewan unta 
dan buah korma serta penjelasan peruntukannya, nisab 
segala bentuk harta zakat, tidak lagi memadai dengan 
tuntutan kemaslahatan masyarakat industri abad modern 
ini. Dengan demikian, ia telah melakukan pengembangan 
yang cukup radikal terhadap “baju zakat, tetapi tidak 
terhadap 'ruh'nya. Zakat berbeda dengan upeti raja-raja 
ludhhiyyah| yang dipersembahkan oleh rakyat kepada 
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penguasa, untuk kepentingan dan menjadi wewenang 
penguasa sepenuhnya. Ia juga berbeda dengan pajak yang 
ada sekarang di negara-negara modern sebagai kontra- 
prestasi (jizyah|, yang hanya berpikir untuk kesejahteraan 
para pembayarnya saja. Zakat adalah dana milik Allah yang 
harus dihimpun dari rakyat oleh pemerintah untuk kepen- 
tingan seluruh rakyat, terutama yang paling lemah. Zakat 
adalah moralitas yang bajunya bisa saja berupa mekanisme 
pajak. Baginya, inti dari perintah moral zakat sebagai ruh 
pajak adalah sbb: jika dengan uang pajak itu negara mem- 
bangun, maka membangunlah karena Allah untuk kese- 
jahteraan segenap rakyat, terutama yang paling lemah, jika 
dengan uang pajak itu negara membiayai birokrasi dan 
menggaji aparatnya, maka jadilah birokrasi dan aparat yang 
setia karena Allah melayani kebutuhan rakyat, terutama 
yang paling lemah, jika dengan uang itu negara membayar 
anggota Parlemen, maka adalah parlemen yang sungguh- 
sungguh mewakili aspirasi rakyat, terutama yang paling 
lemah, jika dengan uang pajaknya itu negara memberi 
makan aparat hukum (: polisi, jaksa, hakim dan sebagainya) 
jadilah aparat hukum yang lurus karena Allah melindungi 
hak-hak segenap rakyat, terutama yang paling lemah, dan 
jika dengan uang pajak itu negara memberi makan tentara 
dan mempersenjatainya, maka jadilah tentara yang karena 
Allah setia menjamin rasa aman segenap rakyat, terutama 
yang paling lemah. Yang tentunya kesemuanya itu harus 
terefleksi secara konsisten dalam sistem kelembagaan dan 
keseluruhan aturan mainnya. 

Dari sini setidaknya bisa dinyatakan bahwa banyak 
permasalahan mendasar dalam figh zakat yang memer- 
lukan analisa historis agar tidak tercerabut dari akar se- 
jarahnya, di samping argumentasi teks-teks Our'an dan 
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Hadits yang telah dilaksanakan oleh para ulama terdahulu, 
sehingga ketika diterapkan bisa memenuhi dan menjawab 
realitas sosial ekonomi yang dihadapi ummat. Dengan 
demikian, figh Islam tidak hanya sekedar menjawab 
permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat, 
tetapi juga sekaligus ikut memberikan penyelesaian yang 
tepat dan sesuai. Zakat tidak lagi menjadi lipstik bagi pola 
distribusi sumber-sumber perekonomian, sementara yang 
tangguh dan kokoh tetap saja pajak. Tetapi kembali pada 
misi awalnya, sebagai konsep yang paling utama dalam 
distribusi kekayaan. Hanya zakat yang merupakan 
pungutan permanen dalam figh Islam, yang lain seperti 
ghanimah, fai, kharaj atau yang lain adalah pungutan- 
pungutan yang bersifat temporer. Karena itu, zakat harus 
dikembangkan dan diperkuat sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi sosio perekonomian sekarang. 


Kesimpulan dan Saran 

Ekonomi syari'ah semestinya dikembalikan pada 
disiplinnya yang semula, yaitu figh mu'amalah, sehingga ia 
terbuka terhadap segala pemahaman terhadap teks dalam 
interaksinya dengan realitas. Dengan sifatnya yang demi- 
kian, pengajaran ekonomi syari'ah juga harus kompre- 
hensip dengan meliput segala pandangan dan pemahaman, 
yang muncul sepanjang sejarah peradaban umat, baik yang 
klasik maupun yang kontemporer, dengan berbagai ragam 
argumentasi dan latar sosialnya masing-masing. Dalam hal 
ini, figh akan memiliki khazanah yang besar dan cakrawala 
yang luas dalam kaitannya dengan konsep dan praktek 
perekonomian. Pemilihan dan pemilahan pada akhirnya 
diperlukan, dan pasti dilakukan, hanya semestinya tidak 
lagi didasarkan pada argumentasi literal teks, karena hal ini 
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telah dilakukan oleh ulama terdahulu. Saatnya, pemahaman 
figh diuji melalui antar disiplin keilmuan, khususnya 
pengujian empirik, sejauh mana ia benar-benar menda- 
tangkan kemaslahatan yang riil bagi masyarakat. 
Pandangan dan pemahaman figh, khususnya figh 
mu'amalah, harus diformulasikan kembali dalam tiga kla- 
sifikasi, prinsip dasar Jal-mabidi), prinsip parsial fal-gaw@'id| 
dan persoalan implementasi parsial fash-shuwar al-juz'iyyah|. 
Prinsip dasar adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, 
memiliki kebenaran pada dirinya, bersifat universal, seperti 
prinsip keadilan, kemaslahatan dan kepemilikan mutlak 
bagi Allah SWT. Prinsip parsial adalah dasar-dasar yang 
terkait dengan penerapan suatu persoalan, yang secara 
umum juga tidak bisa ditawar, hanya karena terkait dengan 
penerapan, terkadang terjadi penyesuaian. Seperti prinsip- 
prinsip transaksi yang harus saling menguntungkan, rela 
satu sama lain, transparan dan tidak ada spekulasi yang 
naif. Sementara kebanyakan persoalan masuk dalam 
wilayah yang furu'iyyah, atau parsial dan implementatif. 
Dalam wilayah ini harus dilakukan interaksi seluas-luasnya 
dengan realitas yang berkembang, untuk menemukan 
formula yang paling tepat, dan yang terpenting paling 
menjamin prinsip-prinsip yang paling mendasar, yaitu 
keadilan ekonomi dan kemaslahatan untuk semua. Karena 
syari'ah pada dasarnya adalah keadilan dan kemaslahatan, 
seperti yang dinyatakan oleh al-Ghazali dan Ibn al-Oayyim. 
Kegagalan mengawal Ekonomi Syari'ah atau tepat- 
nya Figh Mu'amalah dengan perspektif keadilan sosial, 
akan memungkinkan ijtihad-ijtihad Ekonomi Syari'ah yang 
ada digunakan kalangan tertentu sebagai monster kema- 
nusiaan yang bisa jadi tetap melestarikan kepentingan 
global untuk mengeruk modal sebanyak-banyaknya dari 
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dunia muslim ketiga, membiarkan ketergantungan atau 
mewujudkan ketergantungan baru dengan dunia muslim 
kaya, serta tidak menghadirkan sistim sosial yang lebih 
berkeadilan. Praktik zakat fitrah sekarang, karena tidak 
dikawal dengan 'moralitas kemanusiaan dan keadilan ia 
tidak ubahnya sebagai tradisi pertukaran beras atau pem- 
berian uang secara karitatif yang tidak menggerakkan apa- 
apa. Produk-produk Ekonomi Syari ah juga bisa jadi hanya 
menjadi alat pengeruk modal yang berlabel halal, jika 
dijauhkan dari prinsip moral kemanusiaan dan keadilan 
sosial dalam Islam. Sebaliknya, jika perspektif keadilan so- 
sial menjadi landasan utama dalam mengkonsepsi 'Ekono- 
mi Syari'ah atau Figh Mw'amalah, maka kita bisa belajar 
dan memperkuat dengan berbagai pengalaman dan ragam 
peradaban selama sejalan dengan perspektif tersebut. 
Wallahu a'lam bi ash-shawab. 
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Kaidah-Kaidah dalam Figh Mu'amalah 
(Isu Kontrak dan Transaksi Ekonomi) 


Figh adalah pemahaman (ijtihad) parsial untuk 
kasus per-kasus hukum Islam, yang terkadang sangat 
spesifik (al-juz'iyyah). Tetapi kasus-kasus figh ini bisa 
ditarik ke dalam sebuah kesimpulan hukum (al-gawa'id 
al-kulliyah) yang bisa dirujuk oleh sejumlah kasus par- 
sial dari berbagai bab yang berbeda dalam persoalan 
figh. Di dalam kajian figh, ini disebut sebagai kaidah 
figh. Kaidah ini, sedikit banyak bisa disebut sebagai 
prinsip-prinsip dasar yang memudahkan pemahaman 
lebih luas dan detail dalam persoalan hukum figh. Jika 
kaidah-kaidah ini dikuasai dan dipahami, sebagimana 
dikatakan para ulama figh, besar kemungkinan akan 
memudahkan seseorang memiliki kecakapan dan 
kepakaran figh (malakah fighiyyah) dalam berbagai per- 
soalan. Dengan mengetahui kaidah figh, seperti dikata- 
kan Ali Ahmad an-Nadwi, seseorang akan memperoleh 
kunci utama untuk mengetahui seluruh persoalan figh, 
mudah menghafal dengan cepat seluruh hukum figh 
untuk berbagai persoalan, dapat memperkuat kecakap- 
an intelektual dalam bidang figh (malakah fighiyyah) dan 
mempermudah untuk menelusuri hikmah dan tujuan 
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utama yang terkandung di balik keputusan legal dalam 
figh.“ 

Pembahasan mengenai kaidah figh, biasanya ber- 
sifat umum menyangkut berbagai persoalan. Satu kaidah 
akan berlaku untuk semua persoalan figh dari berbagai 
bab dan pembahasan, baik persoalan ibadah maupun per- 
soalan mu'amalah. Tetapi beberapa kaidah, ada yang 
khusus untuk ha-hal yang terkait persoalan ibadah dan 
ada kaidah yang khusus terkait dengan persoalan mu'a- 
malah. Bahkan ada yang lebih khusus lagi, untuk satu 
bab tertentu saja. Yang lebih khusus ini biasa disebut de- 
ngan istilah adh-dhawabith al-fighiyyah. 

Kaidah adalah lafal bahasa Indonesia, yang berasal 
dari kata bahasa Arab al-ga'idah. Kata ini secara bahasa, 
berarti dasar, asas atau pondasi, baik yang bersifat fisik- 
material, maupun non-fisik yang immaterial. Dalam Ka- 
mus Besar Bahasa Indonesia, “kaidah” diartikan sebagai 
“rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang pasti, 
patokan, dalil”. Dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, 
istilah al-ga'idah dimaksudkan sebagai 'suatu pernyataan 
yang kulli (fakultatif) yang memasukkan seluruh per- 
soalan parsial di bawah cakupannya' (amrun kulliyun 
yanthabigu “ala jami'i juz'iyyitihi). Jika kita menelusuri 
disiplin ilmu-ilmu keislamana, kita bisa menemukan ada 
kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu-sharf, ada dalam ilmu 
tafsir, ada dalam ilmu ushul figh dan ada dalam ilmu 
figh. 


44 Lihat: An-Nadwi, al-Oawa'id al-Fighiyyah: Mafhumuha, Na- 
sy'atuha, Tathawwuruha, Dira.ssat Mu'a/ lafdtiha, Adillatuha, 
Muhimmatuha, Tathbigatuha, 1994: Dar al-Galam, Damaskus, 
hal. 327-328. 
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Kaidah Ushul Figh 

Hukum-hukum yang ada dalam figh diproduksi 
melalui metodologi penggalian (istinbath) yang tertuang 
dalam ilmu ushul figh. Jika bisa dianalogikan dengan 
proses produksi, maka figh itu merupakan hasil produksi 
sedangkan ushul figh adalah alat produksi. Dalam kajian 
ushul figh, juga ada kaidah-kaidah yang menjadi dasar 
pembahasan persoalan-persoalan yang parsial dalam il- 
mu ushul figh sendiri. Kaidah ini digunakan untuk 
membaca dan menganalisa teks-teks sumber hukum, 
seperti al-Our'an dan Hadits, untuk mengeluarkan status 
hukum dari suatu persoalan yang terkandung dalam teks 
tersebut. 

Pernyataan bahwa al-Our'an adalah sumber awal 
dari setiap keputusan hukum legal, adalah pernyataan 
kaidah (atau kullt) yang akan menjadi dasar dalam setiap 
penggalian dan penetapan hukum figh. Begitu juga 
pernyataan “bahwa pemahaman teks Hadits harus di 
bawah kontrol ketetapan al-Our'an” adalah juga pernya- 
taan kaidah. Dalam pembicaraan lain, kaidah ushul figh 
juga disebut sebagai dalil ijmali, atau kaidah metodologis. 
Karena merupakan prinsip atau basis yang berupa 
metodologi penggalian hukum dari sumber-sumbernya 
yang otoritatif. 

Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai 
figh mu'amalah, kita bisa mencontohkan beberapa kaidah 
ushul figh dan bagaimana penerapannya dalam meru- 
muskan fatwa-fatwa berkaitan dengan urusan mu'ama- 
lah. Salah satu pembahasan dalam ushul figh yang cukup 
kompleks adalah persoalan kaidah-kaidah bahasa, me- 
ngenai makna lafal “am, khas, mujmal, musytarak, amr 
dan nahy dan beberapa hal yang lain. Kita mengambil 
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satu contoh mengenai kaidah bahasa bagi shighat al 'amr 
(redaksi perintah). 

Redaksi perintah adalah kalimat atau pernyataan 
yang menggunakan ungkapan perintah mengenai suatu 
perbuatan. Seperti dirikanlah, masuklah, ambillah atau 
yang lain. Jika redaksi seperti ini muncul dalam ayat-ayat 
al-Our'an atau teks-teks Hadits, kajian Ushul Figh mem- 
bahas bagaimana kita memaknai redaksi tersebut. Seti- 
daknya ada tiga pembahasan utama yang terkait dengan 
redaksi perintah: (1) apakah redaksi ini menunjukkan 
bahwa sesuatu yang disebut dalam redaksi perintah 
adalah wajib hukumnya untuk dilaksanakan, atau tidak, 
(2) apakah kewajiban itu bersifat segera, atau bisa ditun- 
da dalam waktu tertentu, (3) apakah kewajiban itu harus 
dilakukan terusmenerus, atau cukup satu kali melaksa- 
nakan perintah, sudah dianggap telah melaksanakan ke- 
wajiban yang dimaksud. Bagaimana jika redaksi itu 
menyangkut persoalan mu'arnalah atau sosial, yang tentu 
berbeda dari persoalan ibadah. 

Salah satu kaidah Ushul Figh adalah: Al-ashlu fi 
shighat al-'amri tadullu “ala wujiib al-ma'muri bihi. Pada 
dasarnya, setiap redaksi perintah dalam suatu kalimat 
menandakan bahwa sesuatu yang diperintahkan itu 
hukumnya wajib dilaksanakan. Ini adalah pernyataan 
“kaidah ushul figh', atau dalil ijmali, atau kerangka me- 
todologis, yang digunakan untuk memahami setiap re- 
daksi perintah yang ada dalam teks-teks syara' (an- 
nushiish asy-syar'iyyah). Seperti beberapa ayat yang 


45 Kita bisa membaca pembahasan ini dalam berbagai kitab us- 
hul figh, diantaranya bisa merujuk pada: Mahmud Muhammad 
ath-Thanthawi, Ushul al-Figh al-Isidmy, 2001: Maktabah 
Wahbah, Cairo, Mesir, hal. 343-437. 
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memuat redaksi perintah untuk mendirikan shalat dan 
membayar harta zakat. Sebutlah misalnya ayat: 


Ie IG KN AG DIAN ia 


"Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah harta zakat, 
serta rukulah bersama mereka orang-orang yang biasa menger- 
jakan ruku' (dalam shalat)”. (OS. Al-Bagarah, 2:43). 


Redaksi perintah dalam ayat ini menandakan 
bahwa mendirikan shalat dan membayar zakat adalah 
wajib hukumnya. Tetapi pandangan ulama ushul figh 
menjadi lain, ketika menyangkut urusan adat istiadat 
atau kebiasaan manusia. Misalnya makan dan minum. 
Ada banyak ayat al-Our'an yang menggunakan re- 
daksi perintah dalam hal makan dan minum. Sebutlah 
misalnya ayat 187 dari surat al-Bagarah, atau ayat 31 
dari surat al-A'raf. 


AN ATV 3 183 


"Dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih- 
lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berlebihlebihan”. (OS. Al-A'raf, 7: 31). 


Ayat al-A'raf ini, menggunakan redaksi perin- 
tah: makanlah dan minumlah. Tetapi ulama ushul figh 
mengatakan bahwa baik makan maupun minum bu- 
kanlah sesutau yang wajib dilakukan. Redaksi perin- 
tah dalam kedua ayat ini hanya menunjukan bahwa 
makan dan minum dibolehkan, tidak dilarang. Karena 
makan dan minum adalah kebiasaan manusia, yang 
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tidak memerlukan redaksi perintah dari Our'an mau- 
pun Hadits. Manusia dengan sendirinya membu- 
tuhkan makan dan minum, sebagai tuntutan biologis. 

Dalam kitab-kitab ushul figh, dicontohkan be- 
berapa redaksi perintah yang tidak menandakan 
bahwa yang diperintahkan itu wajib hukumnya. Ada 
yang hanya boleh, seperti pada ayat di atas, atau sun- 
nah, dianjurkan, diutamakan, atau berarti permohonan 
semata yang bisa dilakukan bisa juga tidak. Bahkan 
ada redaksi perintah yang justru berarti mengancam 
(justru melarang). Seperti ungkapan, lakukanlah se- 
mau kamu, atau “mau beriman silahkan, mau kafir ju- 
ga silahkan”. Sekalipun menggunakan redaksi perin- 
tah, tetapi tidak bermaksud memerintahkan kedua hal 
tersebut. 

Kita bisa membahas lebih lanjut, mengenai 
redaksi perintah yang terkait dengan urusan mu'a- 
malah, yaitu kontrak kedua belah pihak terkait dengan 
persoalan harta kekayaan. Dalam surat al-Bagarah 
ayat ke-282, ada banyak redaksi perintah mengenai 
pencatatan kontrak hutang piutang, menghadirkan 
saksi, jumlah saksi dua orang laki-laki atau satu laki- 
laki dan dua orang perempuan, tidak saling meru- 
gikan dan bersedia untuk menjadi saksi untuk ke- 
adilan. Kita hanya akan membicarakan satu persoalan 
aja, apakah mencatat kontrak hutang piutang An wajib 
hukumnya, lalu siapa yang harus melakukan penca- 
tatan, keduanya atau salah satunya. Penggalan ayat 
yang berkaitan adalah sebagai berikut: 


46 Lihat pada kitab yang sama, hal, 374-377 
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puan NA Jaga Bls BILA PN tra 


"Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mela- 
kukan kontrak hutang piutang sampai masa tertentu, maka 
catatlah (hutang piutang) tersebut”. (OS. Al-Bagarah, 2: 
282). 


Dalam ayat ini ada redaksi perintah, catatlah 
(kontrak hutang piutang). Tetapi apakah mencatat kon- 
trak hutang piutang itu wajib? Al-Ourthubi dalam kitab 
tafsirnya "al-Jami' li-A kam al-Gur'an' menuturkan be- 
berapa pandangan mengenai hal ini.” Ada ulama yang 
menyatakan bahwa mencatat hutang adalah wajib dan 
diperintahkan agama. Didasarkan pada literal ayat ter- 
sebut. Baik hutang uang, atau hutang akibat kontrak jual 
beli. Pandangan ini dipilih oleh Imam ath-Thabari. Ada 
yang menyatakan bahwa ayat, dengan redaksi perintah 
mencatat ini, sudah dinaskh (dihapus) dengan ayat 
berikutnya. Yaitu ayat ke-283 dari surat al-Bagarah, yang 
lebih menekankan pada kepercayaan kedua belah pihak 
yang terikat pada kontrak. Sehingga, jika ada keper- 
cayaan, mencatat kontrak menjadi tidak penting. Pan- 
dangan ketiga, yang diikuti mayoritas ulama, bahwa re- 
daksi perintah dalam ayat tersebut di atas adalah 
menandakan 'anjuran' bukan kewajiban, untuk mencatat 
hutang agar tidak terlupakan atau terjadi pengingkaran 
di kemudian hari. Bagi mereka yang dipercaya jujur dan 
komitmen, mungkin catatan hanya menjadi suplemen 
saja dan bisa tidak diperlukan. Tetapi bagi mereka yamg 


47 Lihat: al-Ourthubi, al-Jami' li-Ahkam al-Gur'an, 1993: Dar 
alKutub al- Ilmiyyah, Beriut, Libanon, juz III, hal. 247. 
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sebaliknya, catatan akan menjadi media pembuktian uta- 
ma untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. 

Kita bisa akhiri, bahwa pernyataan mengenai apa 
makna di balik redaksi perintah dalam teks-teksh syara', 
adalah kaidah ushul figh. Tetapi penentuan hukum me- 
ngenai wajibnya atau tidaknya mencatat hutang adalah 
persoalan figh, bukan ushul figh. Jika persoalan-per- 
soalan ini dikumpulkan dari berbagai bab figh yang lain, 
disatukan dan dimunculkan suatu pernyataan yang me- 
wakili seluruh persoalan tersebut, maka ia akan menjadi 
kaidah figh. Mungkin, kita bisa sedikit menyimpulkan 
bahwa figh mu'amalah memandang penting adanya 
pembuktian yang harus disediakan pada saat kontrak 
dibuat atau setelahnya. Kita bisa menyatakan bahwa 
pembuktian kontrak adalah salah satu prinsip dalam 
figh mu'amalah. Caranya seperti apa, bisa fleksibel, sak- 
si, pencatatan, segel, atau jaminan. Semakin kuat pem- 
buktian adalah semakin baik, agar terhindar dari peng- 
ingkaran atau terlupakan. Karena itu, jika semua digu- 
nakan tentu saja menjadi lebih baik, untuk media 
pembuktian. Persoalan ini biasanya dibahas lebih lanjut 
dalam pembicaraan mengenai kaidah-kaidah figh. 


Kaidah-kaidah Figh 

Kaidah, seperti telah dijelaskan di muka, adalah 
suatu pernyataan yang menghimpun seluruh persoalan 
yang menjadi cakupannya. Karena itu, kaidah figh - 
seperti didefinisikan oleh An-Nadwi- adalah “Dasar- 
dasar figh yang mencakup berbagai hukum-hukum 


48 Dalam tafsir kontemporer bisa lebih fleksibel. 
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syari'ah dari berbagai bab pembahasan figh, dalam satu 
kesatuan isu yang menjadi cakupannya”. 


Andai! 3 ddasta Olga oya Role Tanyi3 Liat jaan S S3 Jaol 


Kajian mengenai kaidah figh sama tuanya dengan 
kajian figh itu sendiri. Bahkan beberapa ungkapan ha- 
dits Nabi Muhammad Saw bisa dikatagorikan sebagai 
ungkapan kaidah figh, karena cakupannya yang luas 
pada berbagai persoalan figh yang masuk pada cakup- 
annya. Sehingga an-Nadwi berani menyatakan bahwa 
kajian kaidah figh telah dimulai sejak masa Nabi 
Muhammad Saw. Kemudian berkembang di antara para 
sahabat, tabi'in dan ulama-ulama awal para pendiri maz- 
hab figh. Tetapi sebagai suatu disiplin tersendiri, kajian 
kaidah figh baru muncul pada abad keeempat hijriyah 
dengan tokoh utamanya Abu Tahir ad-Dabbas dari 
madzhab Hanafi dan Abu Sa'id al-Harawy dari madzhab 
Syafi'i. Dalam kajian mereka, kelima kaidah figh yang 
dasar -yang sekarang menjadi acuan utama- telah dibahas 
dan dikaji sebagai kaidah yang menjadi dasar bangunan 
hukum dari semua persoalan figh.” 


49 Kelima kaidah figh yang dianggap paling utama adalah (1) al- 
umuru bi magashidiha (bahwa segala sesuatu itu tergantung 
pada niatnya), (2) alyaginu la yuzalu bi asy-syakk (bahwa 
sesuatu yang sudah bisa dipastikan, tidak bisa dianulir oleh 
sesuatu yang masih diragukan), (3) al-masyaggatu tajlibu at- 
taysir (kondisi sulit menuntut adanya kemudahan, (4) adh- 
dhararu yuzalu (setiap kerusakan harus diketepikan): (5) al- 
'adatu muhakkimah (bahwa adapt kebiasaan orang itu bisa 
dijadikan dasar hokum di antara mereka). 
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Ada banyak ulama figh yang berperan melahirkan 
dan mengembangkan kajian kaidah figh sebagai disiplin 
ilmu yang mandiri. Beberapa yang paling dikenal dalam 
peran penulisan dan pengembangan kajian ini adalah, Ibn 
Nujaim (w.970 H) dari madzhab Hanafi dengan kitabnya 
al-Asybah wa an-Nazha'ir, alOarafi (w. 687 H) dari 
madzhab Maliki dengan kitabnya al-Furiig, as-Suyuthi (w. 
911 H) dari madzhab Syafi'i dengan kitabnya al-Asybah wa 
an-Nazha'ir dan Ibn 'Abd al-Hadi (w. 909 H) dengan 
kitabnya al-Oawa'id al-Kuliiyah wa adh-Dhawabith al- 
Fighiyyah. Ini hanya sekedar contoh semata, karena masih 
banyak lagi ulama yang berperan besar, bahkan sejak abad 
keempat hijriyyah. Dalam mazhab Syafi'i saja, pada abad 
keenam hijriyah sudah muncul kitab dengan nama 
Oawa'id al-Ahkam fi Mashali al-Anam di tangan Izz ad- 
Din bin 'Abd asSalam (577-660 H) dan al-Majmu' al- 
Mudzhab fi Oawa'id al-Madzhab tulisan Khalil al- Alla'iy 
(w. 761 H). 

Nama-nama lain dari berbagai madzhab yang lain 
juga masih cukup banyak. Tetapi kajian-kajian kaidah figh 
pada masa ini masih bercampur dengan berbagai kajian 
lain, yang mungkin tidak sepenuhnya tepat sebagai kaidah 
figh. Di samping lebih mengkhususkan kepada penegasan 
kaidah figh dalam satu mdzhab figh semata. Kajian kaidah 
figh ini barn sempurna sebagai kompilasi kaidah figh yang 
mandiri dan terpisah dari kajian disiplin yang lain, ketika 
disusun Majallah al-Ahkam al- Adliyyah yang disusun 
beberapa ulama pada masa Khalifah Turki Utsmani “Abd 
al-Aziz Khan pada tahun 1286 H dan ditetapkan sebagai 
undang-undang positif di seluruh kekhalifahan Utsmani 
pada tahun 1292 H. 
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Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kaidah 
figh dirumuskan dari berbagai persoalan hukum parsial 
dalam figh. Tetapi karena figh didasarkan pada sumber- 
sumber hukum dari al-Our'an dan Hadits, maka kaidah 
figh-pun bisa dirunut perumusannya dari ayat al-Our'an 
dan/atau teks-teks hadits. Lima kaidah utama dalam figh 
misalnya, semuanya bisa dirunut dari sumber-sumber ayat 
al-Our'an dan teks Hadits. Seperti kaidah 'al-umuru bi- 
magashidiha' (bahwa segala sesuatu itu didasarkan pada 
tujuan dan niatnya). Kaidah ini bisa diterapkan pada 
berbagai persoalan dalam figh ibadah, bahwa niat menjadi 
sangat penting dan menentukan bentuk, tujuan, bahkan 
diterima atau tidaknya suatu perbuatan. Kaidah ini 
memiliki dasar yang sangat kuat dari teks hadtis yang 
sangat terkenal, Jinnama al-a'malu bi anniyyat, wa innama 
likulli imri'in ma nawal, "Sesungguhnya amal perbuatan 
itu tergantung pada niat, dan bagi setiap orang akan 
(memperoleh) apa yang dinaitkannya". Imam as-Suyuthi 
(w. 911 H ) dalam kitabnya al-Asybah wa an-Nazha'ir 
merujukan kaidah ini pada beberapa riwayat lain dan 
beberapa teks hadits lain.”! 

Menurut as-Suyuthi, kaidah figh ini masuk dalam 
berbagai persoalan figh, baik figh ibadah, maupun mu'a- 
malah.? Seseorang yang melakukan shalat dua raka'at 
misalnya, maka perbuatan shalat tersebut tergantung 
pada niat di dalam hatinya, apakah untuk shalat fardhu, 
atau sunnah, gashar atau penuh, sunnah tertentu atau 


50 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihat 
hadits pertama pada kitab al-Arba'in an-Nawawiyyah, karya 
Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi. 

S1 Lihat: as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhd'ir, 1987: Dar al- 
Kitab al Arabi, Beirut, Libanon, hal. 38-40. 

52 Ibid. 


75 


sunnah muthlak. Semua tergantung pada niat yang ada di 
hati pelaku sendiri. Dalam hal kebiasaan, seseorang yang 
makan atau minum, ia memperoleh pahala tergantung 
pada niatnya, untuk apa ia makan dan minum. Jika 
makan dan minum karena syukur kepada Allah Swt dan 
untuk memperkuat diri agar dapat selalu beribadah 
kepada Allah Swt, maka ia mendapat pahala. Jika makan 
hanya sekedar untuk kenyang, akan minum karena haus, 
maka ia hanya dapat apa yang dia inginkan saja. 

Contoh lain, dalam persoalan mu'amalah -dengan 
arti luas selain soal-soal ibadah- adalah seseorang yang 
mengarnbil barang temuan. Jika ia mengambil dengan 
niat menyimpannya untuk dicarikan pemiliknya dan di- 
kembalikan kepadanya, maka berlaku 'yad al-amanah' 
atau penguasaan karena kepercayaan. Sehingga, jika 
terjadi kerusakan pada barang tersebut yang tidak ia 
sengaja, maka tidak diminta menanggung kerusakan 
tersebut. Tetapi jika niat mengambilnya untuk memiliki, 
maka yang berlaku adalah yad adh-dhaman' atau pengua- 
saan yang harus ditanggung. Sehingga, ia berkewajiban 
untuk menanggung segala kerusakan yang terjadi pada 
barang yang diambilnya, apapun sebab yang menim- 
bulkan kerusakan tersebut.” 

Ini salah satu satu kidah dasar dalam figh. Empat 
kaidah lain, dari lima kaidah dasar dan utama dalam figh, 
adalah al-yaginu la yuzalu bi asy-syakk (bahwa sesuatu 
yang sudah bisa dipastikan, tidak bisa dianulir oleh 
sesuatu yang masih diragukan), al-masyaggatu tajlibu at- 
taysir (kondisi sulit menuntut adanya kemudahan, adh- 
dhararu yuzalu (setiap kerusakan harus diketepikan), al- 


53 Lihat: An-Nadawi, al-Gawa'id al-Fighiyyah, hal. 398. 
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'adatu muhakkamah (bahwa adapt kebiasaan orang An 
bisa dijadikan dasar hokum di antara mereka). Masih 
banyak kaidah-kaidah lain yang dirumuskan dari ber- 
bagai persoalan hukum figh, dan dapat menjadi rujukan 
dalam pengembangan figh berikutnya, ketika meng- 
hadapi persoalanpersoalan barn. 

Imam as-Suyuthy dalam kitab al-Asybah wa an- 
Nazlid'ir menulis beberapa kaidah figh lain berjumlah 
empat puluh kaidah, sebagai turunan dari lima kaidah 
dasar di atas, dan sebagai rumusan atas berbagai perso- 
alan figh yang cukup luas dan beragam. Kaidah-kaidah 
ini merangkum hampir semua persoalan figh, baik yang 
ibadah maupun yang mu'amalah.“ Di samping, ada lagi 
dua puluh kaidah figh lagi, yang masih diperselisihkan 
status hukum figh dalam dua puluh kaidah tersebut.” 
Kaidah-kaidah telah mencakup hampir sebagian besar 
persoalan-persoalan figh dalam literatur dari berbagai 
mazhab. 

Di antara kaidah-kaidah yang disebutkan berbagai 
literatur figh, ada beberapa yang memiliki keterkaitan 
langsung dengan persoalan kontrak mu'amalah. Kaidah- 
kaidah ini bisa ditemukan dari berbagai kitab-kitab figh, 
terutama kitab-kitab yang secara khusus berbicara me- 
ngenai kaidah figh. Lebih mudah lagi jika menelusuri 
dari kitab 'Majallah al-Ahkam al 'Adliyyah'. Kaidah- 
kaidah ini jika khusus mengenai bab tertentu saja, lebih 
tepat disebut sebagai adh-dhabith al-fighiy. Arti keduanya 
sama, sesuatu yang mencakup banyak pembahasan, 
tetapi al-gai'dah untuk yang lebih umum, sementara adh- 


54 Lihat: as-Suyuthy, al-Asybdh wa an-Nazha'ir, hal. 201-297. 
55 Ibid, hal. 299-333. 
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dhabith untuk lebih khusus dalam satu bab saja. Bebe- 
rapa kaidah - atau dhabith- yang dimakud, yang terkait 
dengan persoalan kontrak mu'amalah bisa disebutkan di 
Sini: 

Obat Y olah, 
(Kewajiban membayar, tidak bisa digabung pada hal 
yang sama dengan kewajiban menanggung) 


Sail Lay adl 3 JI 


(Hukum dasar dalam penentuan akad adalah kerelaan 
kedau pelaku akad tersebut). 


Gaal po ya Y SL 


(Kepercayaan -yang diberikan- tidak bisa diminta 
pertanggungan, kecuali jika merusak dengan sengaja). 


Ola TH 


(Hak atas manfaat -buah dari suatu hal- adalah sah 
karena ada kewajiban penanggungan). 


da0 Yos JLIL all 


(Yang diakui adalah yang sudah banyak terjadi -lumrah, 
sementara yang jarang terjadi tidak bisa menjadi 
rujukan). 


56 Lihat: an-Nadwi, hal. 64. 
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dd ayal al 


(Yang diakui dalam hal kontrak adalah makna dan 
maksud yang terkandung di dalamnya). 


Oak TH 


(Tanggungan -atas sesuatu- paralel (timbal balik) 
dengan hak atas manfaat dari sesuatu tersebut). 


P3 
(Setiap kontrak jual beli (bisa juga setiap kontrak), yang 


tujuannya tidak jelas, atau tidak mungkin dilaksanakan, 
adalah bentuk penipuan). 


lan ed aliaaia oya jl ind Ronda ya 06 ba $ 

(Setiap persyaratan yang merupakan turunan dari 

kemaslahatan akad, atau turunan dari maksud akad 
tersebut, ia dibolehkan). 

aa by perad yee 0 S3 pad! 

(Sesuatu yang dikenal luas di antara para pedagang, 


adalah sama persis sebagai sesuatu yang dipersyaratkan 
di antara mereka). 
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(Barangsiapa yang menanggung atas suatu harta 
kekayaan, maka ia berhak atas manfaat darinya). 


Dari pembahasan sederhana ini, kita bisa memfo- 
kuskan untuk merumuskan mengenai prinsip-prinsip 
dalam figh mu'amalah. Yaitu, sesuatu yang bisa menjadi 
basis utama, sekaligus perekat untuk semua pembahasan 
mengenai isu-isu figh mu'amalah. Baik yang masuk pada 
pembahasan mengenai jual beli (al-bay'), hutang piutang 
(al-gardh), kerjasama bisnis dengan bagi hasil, baik untung 
maupun rugi (al-mudharabah), kerja sama kepemilikan dan 
usaha (asy-syirkah), atau kontrak penitipan (al-wadi'ah), pe- 
ngalihan hutang (al-hiwalah), pertanggungan (al-kafalah), 
atau yang lain. 

Dengan mengacu pada pembahasan mengenai kai- 
dah figh, kita bisa mengusulkan beberapa prinsip utama 
yang menjadi landasan figh mu'amalah, dengan kontrak 
yang terkait harta kekayaan. Di antaranya adalah empat 
prinsip berikut ini, (1) at-taradhy, dasar saling rela antara 
kedua belah pihak yang terlibat kontrak, (2) 'adam al- 
jahalah, adanya kejelasan semua unsur bagi kedua belah 
pihak yang terlibat kontrak, (3) 'adam al-gharar, bebas dari 
penipuan dalam kontrak, dan (4) 'adam al-maysir, tidak 
adanya unsur spekulasi naif atau perjudian dalam kon- 
trak. 

Keempat prinsip dasar ini menjadi acuan dalam 
pembahasan semua bab mengenai figh mu'amalah. Se- 
hingga sah atau tidaknya kontrak apapun dalam figh 
mu'amalah, bisa dilihat dari keempat prinsip tersebut di 
atas. Tentu saja, kita bisa mendiskusikan prinsip-prinsip 
lain, mungkin yang lebih khusus mengenai jenis kontrak 
tertentu. Tetapi intinya, pembahasan mengenai sesuatu 
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yang prinsip, atau kaidah figh, akan memudahkan kita 
untuk memahami seluruh persoalan-persoalan figh yang 
cukup banyak dan variatif. Wallahu a'lam. 
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Merumuskan Prinsip-prinsip Produksi 
dalam Figh Mu'amalah: 
Inspirasi dari Teks-teks Hadits 


Pendahuluan 

Teks-teks hadits adalah sumber hukum kedua dalam 
Islam, setelah al-Our'an al-Karim. Ada hal-hal yang bersifat 
prinsipal dalam teks-teks hadits, ada etis moral dan ada 
juga tehnis-tehnis penyelesaian hukum. Dimensi moral 
sosial dalam teks-teks hadits ekonomi, semestinya menjadi 
kesadaran utama dalam mengaplikasikan prinsip perekono- 
mian Islam dalam tatanan kehidupan nyata. Seperti anjuran 
bekerja, larangan untuk meminta-minta, anjuran untuk 
membuat modal utama (seperti tanah dan emas atau uang) 
ekonomi terus berproduksi dan tidak berhenti, sekalipun 
yang mengambil manfaat itu adalah binatang dari tanama 
yang ditanam. Prinsip-prinsip seperti ini semestinya 
menjadi kesadaran utama kebijakan politik dan moral sosial 
perekonomian Islam. Sementara ini, yang lebih banyak 
mempengaruhi kesadaran umat Islam adalah soal-soal 
hukum yang bersifat tehnis dan parsial, karena kebanyakan 
kitab, buku dan fatwa-fatwa juga lebih banyak mengisi 
ruang-ruang penyelesain tehnis hukum. 

Teks-teks hadits juga bisa dikatakan merupakan 
catatan sejarah bagaimana pesan-pesan Islam diterapkan 
dalam bingkai konteks masyarakat Arab awal Islam. 
Mengikuti keteladanan Nabi Saw dalam kaitannya dengan 
persoalan kemasyarakatan Jal-mu'amalah), tidak bisa 
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dimaknai sebagai penerapan tindakan dan perilaku persis 
seperti apa yang dilakukan Nabi Saw. Konsep keteladanan 
seperti ini akan banyak menghambat proses kemajuan dan 
perkembangan suatu bangsa. Dalam beberapa konteks 
tertentu bahkan sulit dan tidak mungkin menerapkan kon- 
sep keteladanan yang literal ini. Kita tidak bisa menyatakan 
'menggembala kambing' adalah pekerjaan yang paling baik, 
misalnya, hanya karena Nabi Saw pada waktu muda 
pernah melakukan itu. Begitu juga pekerjaan berdagang, 
jika alasannya adalah hanya karena mengikuti persis seperti 
yang dilakukan Nabi Saw, tidak bisa dinyatakan sebagai 
perbuatan yang paling mulia. Kita juga misalnya, tidak bisa 
menyatakan bahwa berperang dengan merebut harta orang 
kafir sebagai pekerjaan mulia adalah sama sekali tidak 
tepat. Hanya karena ada argumentasi bahwa berperang 
sebagai pekerjaan Nabi Saw satu-satunya di Madinah. Ini 
adalah alasan yang hanya bisa dibenarkan dalam konteks di 
mana Nabi Saw hidup dan bermasyarakat pada situasi 
politik pada saat itu. Apalagi mayoritas ulama juga menya- 
takan bahwa berperang bukanlah suatu pekerjaan untuk 
memperolah harta (makasibJ. Teks-teks hadits yang ber- 
kaitan dengan jenis-jenis pekerjaan harus dibaca sesuai 
dengan konteksnya, kemudian dipahami prinsip dan akar 
persoalan yang ingin dikembangkan. Prinsip pekerjaan lalu 
adalah sejauhmana mandatangkan banyak manfaat, men- 
jaga diri dari perbuatan nista dan haram, serta komitmen 
atau tulus ikhlas. 

Dalam konteks ini, kita bisa memahami mengapa 
pada awal perkembangan Islam dengan sistem perekono- 
mian yang sangat sederhana, pekerjaan bidang jasa tidak 
atau belum berkembang, bahkan sebagian ulama mengha- 
ramkan pengambilan upah dari pendidikan dan pengajaran 


83 


keagamaan. Karena faktor kesejarahan yang masih seder- 
hana dalam hal perekonomian, definisi “produksi' atau 
istilah “pekerjaan produktif dalam literatur yang paling 
awal akan banyak berkisar pada hal-hal yang bersifat 
material. Fikih mu'amalah misalnya, tidak banyak menying- 
gung tentang pekerjaan non-material atau jasa, seperti guru, 
seniman, pengacara, jaksa, tentara, penceramah agama, se- 
kalipun dalam realitas sosial mereka ada dan berkembang. 
Jika kita membaca diskusi figh zakat misalnya, maka yang 
banyak dibicarakan adalah jenis-jenis yang diperoleh 
dengan cara konvensional dan bentuk harta yang juga 
konvensional, seperti berternak unta, kambing dan sapi, 
bertani gandum dan kurma, memiliki emas dan berdagang. 
Selain itu, masih sangat sedikit didiskusikan, apalagi yang 
menyangkut perkembangan jenis pekerjaan dan pengha- 
silan terkini. 

Dalam analisis Ibn Khaldun, suatu pekerjaan akan 
berkembang dan mendatangkan keuntungan ketika ia bisa 
menghasilkan sesuatu yang merupakan kebutuhan per- 
adaban | umran) dan menarik perhatian orang banyak, dan 
pekerjaan jasa pada saat awal perkembangan peradaban, 
tidak banyak menarik perhatian masyarakat. Ibn Khaldun 
belum menganggap pekerjaan jasa sebagai sesuatu yang 
produktif untuk memperoleh keuntungan dan kemewahan, 
karena sebagian besar bidang jasa merupakan tanggung 
jawab moral yang dipikul dengan kemuliaan —biasanya oleh 
negara- dan bukan untuk memperoleh keuntungan?” Hal 
yang sama, para pendukung mazhab klasik dalam teori 
ekonomi Barat, seperti Karl Marx dan Adam Smith, juga 
mempersempit definisi produksi dan produktif untuk hal- 


57 Ibn Khaldun, Mugaddimah, terj. Ahmadie Thoha, 2000: pustaka 
Firdaus, Jakarta, hal. 466. 
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hal yang bersifat materi semata?. Ini persoalan konteks dan 
sejarah, di mana pada saat itu pekerjaan jasa belum me- 
nempati sebagai sesuatu yang diperhitungkan dalam per- 
caturan ekonomi, sekalipun secara sosial diperhitungkan 
dan diperebutkan. 


Tanah dan Produksi Pertanian 

Tanah merupakan modal utama perekonomian da- 
lam teladan Nabi Muhammad Saw. Ada banyak sekali teks- 
teks hadits yang memberikan perhatian pada pengelolaan 
tanah dan anjuran untuk membuat tanah sebagai lahan 
yang produktif bagi kemaslahatan publik. Bahkan dalam 
suatu teks hadits disebutkan, sekalipun kita sedang 
dihadapkan pada hari kiamat, dimana harapan hidup bagi 
seluruh alam sudah tidak ada, kita tetap dianjurkan untuk 
menanamkan benih yang sudah ada di tangan kita. (1) Nabi 
Muhammad Saw bersbada: “Jika hari kiamat itu tiba, se- 
mentara di tangan kamu itu ada benih, maka kalau masih sanggup 
untuk menanam, tanamlah terlebih dahulu sebelum kamu harus 
pergi”. (Hadits riwayat Imam Ahmad, ath-Tayalisi, al- 
Bazzar dan juga Bukhari dalam kitab al-Adab al-Mufrid). 

Teks hadits seperti ini, menunjukkan betapa tanah 
pertanian dan produksi pertanian itu penting di mata Nabi 
Saw. Karena tanah menjadi modal dasar bagi pemenuhan 
kebutuhan dasar manusia dan makhluk hidup yang lain, 
yaitu kebutuhan akan pangan yang menyangkut keberlang- 
sungan nyawa seseorang. Karena itu, Nabi Saw menjanjikan 
pahala bagi orang yang menanam suatu benih, ketika hasil 
dari benih itu dimakan baik oleh manusia maupun 
binatang. (2) Dari Jabir bin Abdillah ra, bahwa Nabi 


58 Alec Cairncross, Introduction to Economics, 1966: Butterworths, 
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Muhammad Saw suatu saat memasuki kebun kurma milik 
Umm Ma'bad, perempuan dari Ansar. Nabi Saw bertanya 
pada perempuan tersebut, “Siapa yang menanam tanaman 
ini? Orang muslim atau orang kafir? Perempuan itu men- 
jawab: “Orang muslim”. Kemudian Nabi Saw menyatakan: 
“Tidak sekali-kali seorang muslim menanam pohon, atau bercocok 
tanam, kemudian dari hasilnya dimakan oleh manusia, atau 
binatang ternak, atau oleh apapun, kecuali orang tersebut akan 
memperoleh pahala shadagah”. (Hadits riwayat Muslim, lihat: 
Jami' al-Ushul, no. Hadits: 7338). 

Jika keutamaan tanah dan proses pertanian ini men- 
jadi prinsip dalam perekenomian teladan Nabi Saw, maka 
kita harus menafsirkan teks-teks hadits yang mungkin 
secara literal memberi makna sebaliknya. Seperti teks hadits 
yang secara tersirat, bisa dipahami beberapa kalangan, 
sebagai bentuk perendahan terhadap pekerjaan pertanian. 
Dikisahkan juga, bahwa beberapa sahabat enggan untuk 
bertani karena teks hadits seperti ini. (3) Abu Umamah al- 
Bahili ra meriwayatkan bahwa ketika Nabi Saw melihat alat 
garu sawah di rumah seorang sahabat Anshar, beliau 
berkata: “Ketika alat seperti ini masuk ke rumah seseorang, maka 
Allah akan memasukkan kehinaan ke dalamnya”. (Hadits 
riwayat al-Bukhari, Sahih al-Bukari, juz 2, h al. 817, no. 
Hadits: 2169). 

Ibn Hajar al- Asgallani, mencoba menawarkan bebe- 
rapa penafsiran terhadap teks hadits ini. Pertama, bahwa 
teks hadits ini merupakan ramalan (ikhbar bi al-mughayyabit) 
terhadap situasi sosial yang akan datang. Dimana para 
petani, dibebani banyak tanggungan dan kewajiban oleh 
penguasa, sehingga merasa terhina di hadapan penguasa. 
Kedua, pekerjaan pertanian dianggap hina, karena pada 
awal perluasan Islam, pekerjaan ini lebih banyak digeluti 
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oleh orang-orang ahli dzimmah yang non-muslim. Para 
sahabat enggan untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi 
kebiasaan mereka. Ketiga, teks hadits ini ditujukan kepada 
umat Islam yang sedang dalam situasi perang dan dekat 
dengan musuh. Jika mereka tetap saja disibukkan dengan 
bercocok tanam, mereka bisa melupakan kewajiban menja- 
ga tanah mereka, dan akhirnya diserang dan dinistakan 
oleh musuh.” 

Jika merujuk pada analisis Ibn Khaldun yang dise- 
butkan di pendahuluan, pernyataan ini -perendahan 
terhadap pertanian- hanya bisa dibenarkan dalam konteks 
perekonomian yang sudah mapan, di mana kebanyakan 
orang telah beralih ke bidang niaga dan jasa. Pertanian pada 
saat itu akan menjadi suatu pekerjaan yang hina secara 
sosial, yang hanya dilakukan orang-orang desa, sementara 
kebanyakan orang kota tidak memilih pekerjaan bertani. 
Dalam konteks relasi kota dan desa, sampai saat ini 
pandangan mainstrim masih menempatkan orang-orang 
desa yang kelas kedua, jika tidak merupakan kelas 
rendahan dan tidak menjadi pilihan kebanyakan orang. 
Dalam realitas sejarah juga, otoriterianisme penguasa mela- 
lui pajak yang diterapkan lebih banyak ditekankan kepada 
para petani, karena posisi mereka yang sangat lemah di 
hadapan penguasa. Dalam konteks politik seperti ini, peker- 
jaan petani menjadi tidak dimuliakan oleh konteks sosial. 
Perndahan martabat bagi kerja-kerja pertanian muncul 
sebagai konsekwensi dari realitas sosial yang angkuh, oto- 
riter dan menzalimi para petani. 

Dan hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi pada 
pada masyarakat ekonomi masa Nabi Saw. Masyarakat 


59 Ibn Hajar al-'Asgallani, Fath al-Bari, juz 7, halaman 169. 
60 Ibn Khaldun, Op. Cit., hal. 467. 
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yang masih bergantung pada aspek pertanian di satu sisi, 
dan di sisi lain masyarakat yang dibangun Nabi saw adalah 
masyarakat egaliter, yang tidak menempatkan satu orang 
lebih tinggi dan otoriter dari yang lain. Ada banyak teks 
hadits yang menegaskan nilai-nilai egaliterian pada masa 
kenabian. Seperti kritik Nabi Saw terhadap beberapa 
sahabat yang menghina Bilal bin Rabah ra, hanya karena dia 
bukan Arab.5' Dan yang paling tegas, adalah apa yang 
diungkapkan Nabi pada masa Haji Wada' tentang kesatuan 
asal manusia, dan tidak ada keutama bagi orang Arab 
terhadap non-Arab, kecuali karena kiprah dan ketakwaan. 

(4 Nabi Muhammad Saw bersabda: “Sesungguhnya 
Tuhan kamu itu satu, asal bapak kamu itu satu, agama kamu itu 
satu, nabi kamu juga satu. Maka tidak ada keutamaan bagi orang 
Arab atas non-Arab, atau yang non-Arab terhadap orang Arab, 
atau mereka yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, atau 
sebaliknya yang hitam atas yang berkulit merah, kecuali dengan 
ketakwaan”. (Hadits riwayat ath-Thabrani, al-Haytsami dan 
al-Bazzar, lihat: al-Jami' al-Kabir li as-Suyuthi, juz 1, 
halaman 7382). 

Adalah lebih tepat, memaknai teks hadits di atas (no. 
3) dengan dampingan teks-teks hadits yang lain soal 
apresiasi pertanian. Karena, pertanian sendiri, sebagai 
pekerjaan untuk memperoleh nafkah, adalah pekerjaan 
yang mulia. Dalam beberapa teks hadits seperti disebutkan 
di atas, Nabi Saw menganjurkan orang untuk bercocok 
tanam dan mengelola pertanian. Nabi Saw memuji mereka 
yang berusaha dalam pertanian atau cocok tanam. Dengan 
metode pemaknaan teks hadits seperti ini, kita bisa 
memahami bahwa yang dikritik Nabi Saw pada teks hadits 


61 Lihat teks hadits mengenai hal ini, dalam Fath al-Bari, juz 1, 
halaman 45. Atau hadits Bukhari no. 5703. 
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di atas adalah ketika alat pertanian justru hanya disimpan 
di dalam rumah, tidak digunakan untuk kepentingan 
pertanian di sawah. Atau, kritik atas perilaku seseorang 
yang lebih memilih menyimpan alat pertanian di dalam 
rumah, daripada dimanfaatkan teman atau saudaranya un- 
tuk membajak di sawah. Ini hampir sama dengan kritik 
Nabi Saw terhadap para pemilik tanah, yang lebih memilih 
tidak dikelola dan dibiarkan tanpa produksi, daripada 
harus diserahkan kepada para penggarap dari saudara 
mereka, para tetangga atau orang lain. Teks hadits nomor 
(3), sebenarnya ingin menegaskan bahwa alat pertanian 
tidak bisa disimpan saja di dalam rumah, tanpa diman- 
faatkan untuk pembajakan sawah, atau dipinjamkan kepada 
orang lain, atau disewakan orang lain. 

Imam Bukhari sendiri dalam kitab shahihnya me- 
nempatkan bab khusus dengan judul 'keutamaan tanaman 
dan pohon yang bisa dimanfaatkan' (bab fadhl az-zar' wa al- 
ghars idzd ukla minhu). Kata para ulama, pilihan judul bab 
Bukhari adalah pilihan madzhabnya. Al-Ourthubi dan Ibn 
Hajar juga sependapat bahwa bercocok tanam adalah 
sesuatu yang mulia dan dianjurkan Islam, termasuk juga 
mengembangkan tanah pertanian dan mengelola kebun dan 
persawahan. Teks hadits yang apresiatif terhadap pertanian 
oleh mereka dijadikan dasar untuk memaknai hadits lain 
yang secara tersirat memandang minor terhadap pengelo- 
laan kebun dan sawah seperti hadits Abu Umamah al-Bahili 
ra di atas Menurut mereka, hadits yang minor ini dimaknai 
dalam konteks ketika pekerjaan pertanian dilakukan di luar 
batas kelaziman, sehingga melupakan segala kewajiban 
keagamaan dan kemanusiaan. Karena itu, dalam teks hadits 
(5) Ibn Mas'ud ra, disebutkan bahwa Nabi Saw bersabda: 
“Janganlah kamu bersandar pada sawah dan kebun, karena ia 
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akan membawamu cenderung kepada dunia” (Hadits riwayat at- 
Turmudzi, lihat Jami' al-Ushiil, juz 1, halam 459, no. Hadits 
456). 

Ibn Hajar al- Asgallani menyatakan: “Bertani dan 
mengurus kebun itu baik. Adalah salah orang-orang merasa diri 
sebagai pengamal zuhud, dengan menyalahkan pekerjaan pengu- 
rusan kebun. Teks hadits yang mengarah pada penghinaan 
pengurusan kebun, adalah ketika mengurus kebun itu melalaikan 
dari kewajiban agama” 2 Ibn Hajar menambahkan, bahwa 
ath-Thibi menyatakan bahwa teks-teks hadits mengenai 
apresiasi terhadap seorang muslim yang menanam tanam- 
an, itu bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa 
seorang yang fasikpun ketika melakukan sesuatu yang bisa 
dimanfaatkan oleh makhluk banyak, ia akan memperoleh 
pahala. Karena hadits ini yang penting adalah memberi 
manfaat kepada orang lain. Amal sosial, yang akan 
memberikan manfaat lebih banyak kepada umat manusia, 
siapapun mereka, bahkan binatang dan alam sekitar, adalah 
amal yang memperoleh apresiasi dari Allah Swt dan Nabi 
Muhammad Saw. 

Tanah sendiri dalam konsep perekonomian, meru- 
pakan salah satu faktor produksi yang terpenting, di sam- 
ping faktor lain buruh/pekerjaan dan modal/uang. Tanah 
adalah sumber daya alam, buruh adalah sumber daya 
manusia, sementara modal adalah hasil dari pengelolaan 
sumber daya manusia. Beberapa teks hadits yang berbicara 
mengenai persoalan tanah, baik kepemilikan maupun pe- 
ngelolaan, mengisyaratkan suatu konsep yang cukup unik, 
yang sampai sekarang masih belum dimunculkan dalam 
konsep yang utuh. Di bawah ini ada beberapa hal yang 


62 Al-Asgallani, Op. Cit., juz V, hal. 267. 
63 Ibid, hal. 268. 
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mungkin bisa dijadikan prinsip parsial dalam pengelolaan 
dan penggarapan tanah dalam perspektif Islam. 

Ada beberapa teks hadits yang berkaitan yang bisa 
dipahami untuk merumuskan beberapa prinsip mengenai 
pengelolaan tanah, pertama bahwa Islam lebih menekankan 
kepada pengelolaan tanah dan penghidupan tanah-tanah 
mati untuk menjadi subur Jihya al-mawat| daripada per- 
soalan kepemilikan, penguasaan dan penyewaan. Produk- 
tifitas tanah menjadi pertimbangan yang penting dan utama 
dalam kepemilikan tanah, atau penguasaan tanah jika 
diperoleh dari negara. Beberapa teks hadits dan pernyataan 
sahabat, bisa menjadi dasar untuk penegasan prinsip ini. 
Diantaranya, (6| Dari Aisyah ra, bahwa Nabi Muhammad 
Saw bersabda: “Barangsiapa yang mengelola tanah yang tidak 
dimiliki siapapun, maka dialah orang yang paling berhak atas 
tanah tersebut”. (Hadits riwayat Imam Bukhari, hadits no. 
2210). 

Dalam riwayat lain, (7) Nabi Muhammad Saw 
bersabda: “Barang siapa yang bisa mengelola dan menyuburkan 
suatu tanah gersang yang terlantar, maka ia menjadi miliknya, 
tetapi orang yang zalim tidak memiliki hak”. (Hadits riwayat al- 
Baihagi, as-Sunan al-Kubra li al-Bayhagi, juz 1, hal. 143. 

Khalifah Umar ra juga pernah berkata: “Barangsiapa 
menguasai tanah dan membiarkannya terlantar selama tiga tahun 
tanpa dikelola, kemudian datang orang lain mengelolanya, maka 
ia menjadi hak yang mengelola” 8 

Prinsip yang kedua, distribusi tanah Jigtha'| harus 
dikaitkan dengan kemampuan pengelolaannya agar ia tidak 
terlantar, jika terbukti tanah diterlantarkan maka pengua- 
saan tanah dengan sendirinya menjadi tidak sah dan harus 
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dikembalikan kepada negara. Umar ra pernah berkata ke- 
pada Bilal ra: “Rasulullah memberikan kepadamu tanah, bukan 
untuk kamu kuasai, tetapi agar kamu kelola, maka ambillah bagian 
yang bisa kamu kelola dan kembalikan sisanya”. Imam Abu 
Yusuf, salah seorang ulama besar dari Mazhab Hanafi yang 
menjadi murid langsung Imam Abu Hanifah, juga pernah 
berkata: “Seorang pemimpin sebaiknya tidak membiarkan ada 
tanah yang terlantar, tidak dimiliki oleh seseorang dan juga tidak 
dikelola, semestinya tanah tersebut diserahkan kepada rakyat, 
dengan hal itu akan mensejahterakan bangsa dan memakmurkan 
negara” 5 

Ketiga, penyewaan tanah sebisa mungkin dimi- 
nimalkan, jika akhirnya tanah-tanah produktif menjadi ter- 
halang untuk menjadi lahan pertanian karena perlu ongkos 
bisa saja tinggi. Karena prinsip yang paling dasar adalah, 
bahwa tanah harus dikelola, ditanami dan dijadikan lahan 
produktif. Jika seseorang tidak bisa mengelola, Nabi Saw 
menganjurkan agar sebaiknya ia memberikan kepada orang 
lain hak untuk mengelola dan mengurus tanah tersebut. 
Sebaiknya, pemilik tanah tersebut tidak perlu berpikir 
mengambil uang sewa atas tanah yang dikelola orang lain. 
(8) Dari Rafi' bin Khadij ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: 
“Barangsiapa memiliki sebidang tanah, maka tanamilah ia, atau 
biarkan saudaramu menanaminya, janganlah disewakan dengan 
bagi hasil sepertiga, seperempat, atau dengan makanan tertentu”. 
(Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Malik, Turmudzi, Abu 
Dawud dan Nasa'i, lihat: Jami al-Ushul, X1/366, no. hadits: 
8470). 


65 Abu Ubadi, Al-Amwal, hal. 368. 
66 Abu Yusuf, al-Kharaj, hal. 61. 


92 


Alasan yang dikemukakan oleh madzhab Syafi'i, 
disamping argumentasi tekstual hadits ini, adalah spekulasi 
yang sangat naif. Dalam pertanian, sering tidak bisa 
dipastikan apakah seseorang bisa beruntung atau tidak, 
apakah hasil pertaniannya akan mencukupi modal bibit dan 
pengelolaan atau tidak. Dalam kenyataannya, pertanian 
hampir sama dengan gambling, berjudi. Bencana dan wa- 
bah adalah sesuatu yang sangat akrab dan sering meng- 
hantui para petani, belum lagi harga pasar hasil panen yang 
tidak bisa mereka kendalikan. Seringnya, hasil pertanian 
mereka dihargai murah ketika musim panen. Kondisi ini 
yang menyulitkan para petani penggarap, sehingga kalau 
harus berbagi hasil dengan para pemilik tanah, maka tidak 
jauh berbeda dengan berbagi sesuatu yang tidak bisa 
dipastikan keuntungannya, sesutu yang tidak jelas (jahalah|. 
Kontrak dengan sesuatu yang tidak jelas di dalam fikih 
Islam itu tidak diperkenankan, sesuai dengan teks hadits: 
(10) “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada di tangan 
kamu”. 

Mungkin bisa disimpulkan di sini, bahwa dalam 
keteladanan Nabi Saw, tanah pertanian harus selalu difung- 
sikan, digarap dan dikelola untuk mencukupi kebutuhan 
pangan dan kebutuhan perekonomian lain yang mendasar 
bagi masyarakat. Kepemilikan terhadap tanah semestinya 
bukan merupakan penghambat fungsi-fungsi produktif 
tanah tersebut. Pada masa modern muncul persoalan apa- 
kah dengan demikian Islam memandang bahwa kepe- 
milikan tanah harus dikaitkan dengan penggunaanaya 
sekaligus, apakah kepemilikan tanah sebagai alat produksi 
yang paling utama merupakan hak individu atau publik, 
apakah pengelolaannya merupakan hak individu sepenuh- 
nya atau publik, sejauh mana hak-hak tersebut dapat 
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digunakan oleh pemiliknya masing-masing? Dan beberapa 
persoalan lain yang mungkin pada masa dulu belum atau 
tidak banyak dimunculkan. 

Islam, sepanjang sejarah peradabannya, tentu me- 
miliki keunikan sendiri yang tidak mungkin bisa disamakan 
persis dengan pengalaman peradaban lain, kapitalisme 
maupun komunisme. Di Inggris dan beberapa negara Eropa 
telah mengakui sepenuhnya hak individu terhadap pe- 
milikan dan pengelolaan tanah. Di beberapa negara Asia 
kepemilikan penuh atas tanah hanya ada di tangan negara, 
tetapi individu diperkenankan untuk menguasai, mewarisi, 
menjual beli dan menghibahkan. Sementara di Rusia dan 
Cina, para pemilik tanah dan seluruh hak-haknya atas tanah 
tersebut dicabut pemerintah dan dialihkan sebagai milik 
negara sepenuhnya beserta segala hak yang melekat atas 
tanah tersebut. 

Tanah adalah sesuatu hal yang teramat penting, 
yang berbeda dari alat-alat produksi lain. Setidaknya dalam 
beberapa hal ini, pertama bahwa tanah adalah benar-benar 
hibah dari Allah Swt, manusia atau siapapun sama sekali 
tidak terlibat dalam penciptan dan pembuatan tanah. Ke- 
dua, tanah memeiliki keterkaitan dengan kebutuhan orang 
lain secara langsung: produksi pangan, lahan peternakan 
atau yang lain. Seseorang apabila tidak mengelola tanahnya 
maka akan ada akibat buruk yang menimpa masyarakat 
seperti kekurangan pangan, berbeda dengan alat atau benda 
lain yang dimilikinya yang tidak secara langsung berpe- 
ngaruh kepada orang lain. Ketiga, persediaan tanah sangat 
terbatas bila dibandingkan dengan yang lain, ia sama sekali 
tidak mungkin bisa ditingkat, ditambah, atau dikurangi. 
Untuk alasan-alasan ini, sebenarnya menjadi tidak mudah 
untuk memutuskan apakah kepemilikan bisa diserahkan 
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sepenuhnya kepada individu masing-masing para pemilik 
tanah. 

Jika memperhatikan prinsip-prinsip dari hadits di 
atas, sebenarnya kepemilikan individu —dalam artinya 
untuk penguasaan dan monopoli- terhadap tanah adalah 
sangat terbatas. Afzalurrahman dalam hal ini berpendapat 
bahwa hak mutlak atas tanah berada di tangan negara, 
sebagai wakil Allah dalam mengelola kesejahteraan dan 
kemaslahatan masyarakat. Negara menjadi pengawas dan 
pengontrol pengelolaan tanah yang berada di tangan-tangan 
individu. Negara bisa melakukan intervensi ketika terjadi 
penyelewengan dari kemaslahatan umum dalam pengelo- 
laan tanah. Tetapi tidak berarti negara memiliki hak 
intervensi atas kepemilikan individu, karena setiap interven- 
si atas nama kemaslahatan umum harus dimusyawarahkan 
dan digantikan dengan kompensasi yang sepantasnya. 
Kepemilikan individu atas tanah hanya sebatas penggunaan 
dan pegelolaan, serta praksis penguasaan dengan segala hak 
mewariskan, menghibahkan, menjual dan membeli. Kepe- 
milikan individu tetap melekat selama ia tidak disalah- 
gunakan dan tidak dibiarkan tanpa pengelolaan dalam 
waktu cukup lama sehingga merugikan kepentingan masya- 
rakat banyak”. 

Afzalur Rahman menyatakan: 

“Seseorang diberi hak menggunakan tanah sepanjang dia 
tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan tidak membahayakan 
kemaslahatan umum dengan menyalahgunakan haknya. Manakala 
masyarakat menemukan bahwa dia menyalahgunakan haknya, 
atau pemanfaatan tanah tersebut tidak selayaknya, atau membiar- 


67 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Suroyo dan 
Nastangin, 1995: Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, jilid II, hal. 
316-318 dan 327. 
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kanannya tidak tergarap dalam waktu lama maka masyarakat 
berhak mencabut kepercayaannya terhadap orang tersebut. Banyak 
bukti sejarah yang menunjukkan bahwa banyak tanah yang telah 
diambil kemabali oleh khalifah dari penerima-penerima semula 
mankala diketahui bahwa mereka tidak mengolahnya dengan baik, 
atau membiarkan tanah mereka dengan sia-sia selama bertahun- 
tahun” 8, 

DR. Hammud al-' Audi menegaskan lebih jauh ten- 
tang kepemilikan terhadap seluruh alat produksi. 

“Dalam kepemilikan individu terhadap alat-alat produksi 
secara umum, saya ingin menegaskan, bahwa sebenarnya dalam 
sejarah klasik peradaban Arab Islam khusunya, dan sejarah Timur 
umumnya, sama sekali tidak mengenal sistem kepemilikan 
individu terhadap alat-alat produksi, seperti tanah dan sumber- 
sumber daya alam yang lain. Kepemilikan individu baru muncul 
pada masa kontemporer, ketika pemikiran borjuisme menguasai 
beberapa elite masyarakat” 9. 

Tentu masih mungkin untuk mengembangkan pan- 
dangan lain, yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi 
masyarakat Indonesia saat ini. Karena kepemilikan negara, 
dalam realitas Indonesia justru lebih sering dimanfaatkan 
oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan negara. 
Apabila penguasaan atau kepemilikan negara terhadap ta- 
nah, hutan, atau sumber-sumber daya alam, ternyata sama 
sekali tidak memberikan makna bagi kesejahteraan masya- 
rakat, sebenarnya negara dalam hal ini sudah tidak 
memiliki legitimasi sebagai pengelola kepentingan rakyat. 


68 Ibid, jilid II, hal. 315. 

69 Hammud al-Audi, Ad-Din wa ash-Shira' al-ljtima'iyy fi adh- 
Dhaw'i Zhdhirat as-Sulthah wa al-Milkiyyah fi al-Islam, dalam 
buku ad-Din fi al-Mujtama' al-'Arabi, 1990: Markaz Dirasat al- 
Wahdah al-Arabiyyah, Beirut, Libanon, hal. 212. 
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Rakyat berhak untuk menuntut dan memperjuangkan hak- 
hak mereka. Karena pada prinsipnya, penguasaan tanah 
hanya bisa dibenarkan untuk tujuan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat, tidak untuk kemakmuran sebagian 
orang di atas kebutuhan masyarakat banyak. Tetapi kalau 
dibaca teks-teks hadits, maka hampir dipastikan bahwa 
kebanyak teks hadits mengarah pada pengaitan kepe- 
milikan tanah dengan pemanfaatan dan pengelolaan untuk 
kepentingan masyarakat banyak. 

Teks-teks hadits terkait dengan tanah dan produksi 
pertanian, harus dikembangkan lebih lanjut pemaknaannya 
tidak hanya terhenti pada makna-makna literal yang 
sementara ini ada. Karena tantangan kebutuhan manusia 
dan kondisi perekonomian terkait dengan tanah, tidak 
hanya terhenti pada produksi pangan semata. Kebutuhan 
manusia akan air misalnya, salah satunya harus dipenuhi 
dengan penanaman pohon-pohon yang bisa menyerap air 
hujan lebih banyak, agar tanah bisa menyimpan air lebih 
banyak dan lebih lama, lalu menyuplai air tersebut untuk 
memenuhi kebutuhan manusia. Semakin banyak pohon 
yang ditanam, akan semakin banyak ketersediaan air di 
dalam tanah untuk kebutuhan manusia, di samping untuk 
penyerapan air hujan agar tidak terjadi banjir. Begitupun 
kebutuhan manusia akan udara yang bersih, dapat 
dipenuhi dengan pohon dan tanaman yang bisa menyerap 
polutan udara yang diproduksi manusia akibat pabrik, 
mesin maupun aktivitas manusia yang lain. 

Pohon dan tanaman, di samping memiliki fungsi 
pangan, juga memiliki fungsi-fungsi lain yang signifikan 
bagi kehidupan manusia. Satu pohon misalnya, dapat 
menghasilkan sekitar 1,2 kg oksigen per hari. Sementara 
satu orang untuk bernafas, memerlukan 0,5 kg oksigen per 
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hari. Akar pohon ketika menyerap air hujan ke tanah, ia 
sekaligus mengikat air itu di pori tanah dan menjadikan 
sebagai cadangan air di musim kemarau, sehingga keter- 
sediaan air tanah secara berkesinambungan tetap terjaga 
dan menjadikan debit mata air, sungai dan danau tetap 
besar. Akar pohon juga mengikat butir-butir tanah sehingga 
dapat mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor. Pohon- 
pohon di hutan mendaur ulang hujan dan membangun 
iklim mikro sehingga iklim mikro terjaga, kelembaban 
terkendali dan curah hujan dapat turun dengan berke- 
seinambungan. 

Teks hadits (no.2) mengenai 'pahala bagi orang yang 
menanam tanaman, yang bisa dimakan orang atau 
binatang” harus dipahami sebagai semangat penanaman 
yang memberi manfaat sebanyak mungkin bagi kehidupan 
manusia. Tidak hanya sebatas tanaman untuk pangan. Kata 
'akala' atau 'memakan' bisa dimaknai dimanfaatkan untuk 
kebutuhan manusia, baik kebutuhan udara bersih, air 
maupun lingkungan. Apalagi jika melihat siklus tanaman 
dan air, dimana ketika serapan air berkurang, akibat 
berkurangnya pohon-pohon dan tanaman, maka pengairan 
sungai untuk pertanian juga menjadi tersendat dan 
penanaman tanaman pangan juga menjadi terbengkalai. 
Semangat pada teks hadits pertama (no.1) sangat jelas, 
bahwa sekalipun seseorang sedang menghadapi hari 
kiamat, jika masih ada waktu untuk menanam pohon, 
sebaiknya menanam terlebih dahulu. Ini satu apresiasi yang 
sangat tinggi terhadap proses penanaman dan pelestarian 
lingkungan. Pesan Nabi Saw kemudian lebih tegas lagi 
(hadits no. 8), “Barangsiapa memiliki sebidang tanah, maka 
tanamilah ia, jika tidak mampu, berikanlah kesempatan kepada 
saudaramu untuk menanaminya”. Karena itu, penebangan 
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pohon dan tanaman yang semena-mena, adalah perusakan 
terhadap penyanggah sumber kehidupan manusia, yaitu air 
dan udara. Kita tinggal menunggu waktu saja bagi 
kerusakan-kerusakan lain di muka bumi ini. “Kerusakan 
terjadi di muka bumi ini, karena perbuatan tangan-tangan 
manusia, agar mereka merasakan akibat dari sebagian yang 
mereka perbuat, agar mereka kemudian mau kembali (sadar)”. 
(OS. Ar-Rum, 41). 

Tantantang lain, yang juga harus dikembangkan 
dalam memaknai teks-teks hadits ini, adalah perebutan 
ketersedian pangan untuk manusia atau untuk mesin. Saat 
ini, ketika ketersediaan bahan berbasis fosil sudah mulai 
menipis, banyak tuntutan ke depan untuk memanfaatkan 
tanaman sebagai bahan energi mesin (biofuel). Sementara ini, 
pengembangan tanaman untuk bioenergi lebih banyak 
didasarkan pada tanaman pangan, seperti jagung, kelapa 
sawit, tebu, singkong, di samping ada tanaman jarak. Kita 
patu memikirkan secara jernih, jika secara besar-besaran 
tanaman pangan kita yang sejatinya untuk memenuhi 
kebutuhan pangan manusia, kemudian dialihkan untuk 
memenuhi kebutuhan energi mesin, maka ketersediaan 
pangan pasti akan menipis. Belum lagi persoalan lahan- 
lahan subur, yang akan beralih fungsi untuk tanaman 
bioenergi, maka lahan untuk tanaman pangan juga akan 
berkurang. Kompetisi antara tanaman pangan untuk 
manusia atau untuk kepentingan bioenergi pasti akan 
terjadi, karena itu perlu kewaspadaan dan kehati-hatian 
ketika sebuah negara mencanangkan energi berbasis 
tanaman (biofuel). Walau bagaimanapun, dalam pandangan 
Nabi Saw, kebutuhan dasar manusia lebih diutamakan 
apalagi jika dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan 
mesin. (dam al-mu'min) 
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Kesimpulan 

Teks-teks hadits yang terkait dengan penguasaan dan 

pengelolaan tanah bisa disimpulkan dalam beberapa tema 

berikut ini: 

1. Bahwa teks-teks hadits lebih banyak membicarakan 
mengenai pengelolaan dan penggarapan tanah, daripada 
mengenai kepemilikan dan penguasaan. 

2. Hak penguasaan dan pembagian hak penguasaan harus 
dikaitkan dengan sejauhmana ada pengelolaan dan 
penggarapan yang mendatangkan hasil dan manfaat. 

3. Apresiasi Islam, melalui teks-teks hadits Nabi Saw, tidak 
hanya berhenti pada pemanfaatan tanah untuk tanaman 
pangan semata, tetapi juga untuk pelestarian lingkungan, 
serapan air, penyediaan udara bersih dan kekohan tanah 
untuk melindungi dari longsor dan banjir. 

4. Tanah sebagai harta, hak mutlaknya hanya di tangan 
Allah. Tetapi negara sebagai pengelola kepentingan 
masyarakat memiliki hak yang lebih jika dibandingkan 
individu warga dalam kepemilikan dan penguasaan 
tanah. Hak individu atas tanah terbatas sejauh tidak 
merusak kepentingan masyarakat banyak. Ia dalam hal 
ini, tetap berhak menguasai, menjual, mewariskan atau 
menghibahkan tanpa campur tangan negara. Penguasaan 
atas tanah, baik oleh individu maupun negara, harus 
dikaitkan dengan pengelolaan, penggarapan dan peman- 
faatan untuk mencukupi kebutuhan perekonomian 
seluruh masyarakat. 

5. Sebisa mungkin penyewaan tanah dan kontrak bagi hasil 
diminimalkan, karena akan bisa menghambat proses 
produksi tanah. Karena ongkos produksi akan lebih 
banyak untuk membayar para pemilik dan penguasa 
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tanah, padahal kepemilikan harus dikaitkan dengan 
pengelolaan. Semestinya pemilik mengelola sendiri 
tanahnya, atau menyerahkan kepada orang lain untuk 
dikelola, tanpa memungut uang sewa atau bagi hasil. 

. Mayoritas ulama memperkenankan penyewaan tanah 
dengan uang, tetapi tidak dengan makanan atau hasil 
dari pengelolaan tanah tersebut. Mazhab Syafi'i meng- 
haramkan bagi hasil pengelolaan tanah pertanian, dalam 
bentuk penanaman dan penggarapan (muzara'ah dan 
mukhabarah), tetapi memperkenankan bagi hasil untuk 
pengelolaan pengairan (musagah) pohon dan tanaman 
seperti kurma, tin, kelapa dan yang lain. 

. Tanah sebagai salah satu faktor produksi dalam 
perekonomian suatu masyarakat, tentu memiliki nilai, 
harga dan kapasitas yang berbeda-beda dari satu jenis 
tanah ke jenis yang lain: tergantung kesuburan, kede- 
katan, keluasan, kemudahan, kandungan tanah dan hal- 
hal lain yang menjadi karakteristik tanah. Semua hal ini 
diserahkan kepada kesepakatan masyarakat tersebut 
dalam menentukan penilaian terhadap perbedaan-per- 
bedaan tersebut, dengan tetap mendasarkan kepada 
prinsip keadilan dan kemaslahatan seluruh masyarakat. 
Teks hadits, pandangan ulama atau pengalaman masya- 
rakat muslim masa lampau bukanlah penentu terhadap 
nilai-nilai kesepakatan tentang tanah dan korelasinya 
dengan sistem perekonomian masyarakat. 


Hadits tentang Sumber Daya Manusia 


Beberapa teks hadits yang terkait dengan penge- 


lolaan sumber daya manusia, secara umum hanya berkisar 


pada anjuran-anjuran moral yang memberikan motivasi 
untuk memaksimalkan 'budaya bekerja' sebagai imple- 
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mentasi dari penggunaan sumber daya tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari. Sementara hal-hal lain mengenai 
konsep penggalian potensi sumber daya manusia, konsep 
bekerja, nilai profesionalitas sutau pekerjaan, pengorga- 
nisasian buruh dan korelasi antara sumber daya manusia, 
sumber daya alam dan modal dengan nilai suatu produksi, 
semua itu dibicarakan oleh beberapa ulama sepanjang 
sejarah perdadaban Islam dari berbagai disiplin ilmu dalam 
dialektikanya dengan berbagai realitas yang berkembang. 
Teks-teks hadits sangat terbatas untuk bisa membicarakan, 
apalagi langsung, terhadap seluruh persoalan ini. Apalagi 
kalau definisi 'bekerja', sumber daya manusia, atau buruh 
hanya berkisar pada kerja-kerja pabrik, seperti yang 
disinyalir beberapa pakar ekonomi modern, maka teks-teks 
hadits lebih terbatas lagi. Karena, fenomena pabrik sama 
sekali belum muncul dalam masyarakat Nabi Muhammad 
Saw pada saat itu. Tetapi dalam perkembangannya, ulama 
dan beberapa pakar dari berbagai disiplin ilmu mencoba 
menawarkan pandangan-pandangan mereka mengenai 
ketenaga-kerjaan, profesionalitas, nilai sebuah pekerjaan 
dan pengorganisasian para pekerja. 

Nabi Muhammad Saw dalam suatu teks hadits 
menyatakan pentingnya arti sebuah independensi ekonomi, 
yang hanya bisa dilakukan jika setiap orang mengkonsumsi 
dari apa yang dia kerjakan. Bekerja memiliki nilai kebaikan 
tersendiri bagi Nabi Saw. (Dalam Riwayat Bukhari, dari al- 
Migdam bin Ma'di Karib ra, bahwa Rasulullah Saw 
bersabda: (11) “Tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh 
seseorang, yang lebih baik dari hasil jerih pekerjaan tangannya 
sendiri, sesungguhnya Nabi Dawud as selalu memakan dari hasil 
pekerjaan tangannya sendiri”"Jami' al-Ushul, X1/224, no. hadits: 
8108. Sebagian ulama berpendapat, dari teks hadits ini, 
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bahwa Nabi Saw ingin menekankan dan memotivasi 
ummat Islam untuk banyak melakukan kerja-kerja “kera- 
jinan tangan' atau yang benar-benar hasil kerja tangan Jal- 
'amal al-yadawiyy|. Tetapi beberapa yang lain berpendapat 
bahwa makna yang terkandung adalah motivasi bekerja 
untuk membangun kemandirian ekonomi, baik dengan 
menggunakan alat atau dengan tangan langsung. Karena 
penggunaan alat tehnologi adalah bukan suatu hal yang 
dilarang Nabi Saw, selama mendatangkan manfaat bagi 
para pengguna khusunya, dan seluruh masyarakat umum.” 

Bekerja dalam bidang apapun, dianggap baik karena 
ia memalingkan orang dari pengangguran dan perbuatan 
yang sia-sia, bisa melatih kemandirian seseorang sehingga 
tidak tergantung pada orang lain dengan meminta-minta, 
suatu perbuatan yang sama sekali tidak disarankan Islam'!. 
Nabi Dawud as sendiri sebenarnya tidak memerlukan 
bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, karena ia pemim- 
pin dan raja. Tetapi beliau lebih memilih untuk bekerja 
langsung untuk memenuhi kebutuhan pangannya, daripada 
harus menggantungkan kepada kerajaan?. 

Bekerja dalam realitasnya bisa mendatangkan nilai 
tambah ekonomi yang cukup, bisa juga tidak, tetapi bisa 
juga lebih. Karena sifat “bekerja' berbeda dari satu hal ke hal 
yang lain. Citra “pekerjaan juga berbeda dari bidang ke 
bidang yang lain. Tetapi Nabi Saw tetap menghargai 
pekerjaan dan bekerja daripada memakan dari hasil kerja 
orang lain, apalagi dengan cara meminta-minta. (Dalam 
riwayat Bukhari, Muslim, Malik, Turmudzi dan Nasa'i, Dari 
Abu Hurairah ra berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda: 


70 Al-Misri, op.cit, hal. 76. 
71 Ibn Hajar, V/24. 
72 Ibid. 
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(12) “Mencari dan memikul seikat kayu bakar ke atas pundaknya, 
adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang 
lain, yang mungkin saja memberinya” Jami' al-Ushul, X/534, 
no. hadits: 7605). Teks menegaskan bahwa mengemis sama 
sekali tidak memilik kebaikan di mata Nabi Saw. Mencari 
dan memikul kayu bakar jauh lebih baik. Mungkin suatu 
pekerjaan secara sosial mencitrakan kehinaan, membuatnya 
lelah dan membosankan, tetapi Nabi Saw berkali-kali 
menegaskan bahwa semua itu jauh lebih baik daripada 
harus mengemis dan meminta-minta. Apalagi dengan 
melakukan kejahatan mencuri, merampok dan merampas”. 
Dalam riwayat lain, Nabi Saw menyatakan: (13) “Sungguh, 
demi Dzat yang menguasai diriku, seseorang yang menggunakan 
seutas tali, mencari kayu bakar dan mengikatkan ke punggung- 
nya, adalah lebih baik baginya daripada harus meminta-minta ke- 
pada orang lain, yang kadang diberi dan terkadang ditolak”. 
(Bukhari, no. hadits 1470). 

Tentu saja meminta-minta atau mengemis bisa 
karena terdesak keperluan, bisa juga karena telah menjadi 
profesi tersendiri. Nabi Saw mengecam orang-orang yang 
menjadikan pengemis sebagai profesi, terutama bagi me- 
reka yang sebenarnya bisa memperoleh kecukupan dari 
selain mengemis. (Dalam riwayat at-Turmudzi, Abu Dawud 
dan an-Nasa'i: dari Abdullah bin Mas'ud ra, berkata: bahwa 
Rasulullah Saw bersabda: (14) “Barangsiapa yang meminta- 
minta, padahal ia memiliki kecukupannya, maka pada hari kiamat 
nanti apa yang diambilnya itu akan mencoreng mukanya menjadi 
hitam. Para sahabat bertanya: “apakah kriteria kecukupan 
seseorang itu?, Nabi menjawab: “apabila ia memiliki lima 
puluh dirham, atau yang senilai dengannya dari emas”. Jami' al- 


73 Ibn Hajar, IV/98. 
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Ushul, X/536, no. hadits: 7612). Dalam pandangan Imam 
Syafi'i, orang yang mampu secara ekonomi diharamkan 
baginya untuk meminta-minta”. 

Pernyataan-pernyataan seperti ini merupakan se- 
ruan moral, yang jika tidak ditindaklanjuti dalam bentuk- 
bentuk yang lebih kongkrit dan terapan, ia hanya akan 
terhenti pada seruan semata. Ada contoh dari Nabi Saw, 
bagaimana seorang sahabat yang menghadap kesulitan 
ekonomi dituntun untuk bisa mandiri, bekerja dan mengha- 
silkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan ekono- 
minya. Kisahnya seperti diceritakan Imam Malik bin Anas, 
bahwa ada seorang sahabat yang datang menghadap Nabi 
Saw dengan mengeluhkan kemiskinannya. Ia berharap 
memperoleh sesuatu dari Nabi Saw untuk memberi makan 
keluarganya. Tetapi ia balik ditanya: “apa yang kau miliki 
di rumah?”. “Dua potong pakaian dan satu gelas untuk 
minum”, jawabnya. “Bawa satu potong dari pakainmu”, 
kata Nabi Saw. Kemudian pakaian itu ditawarkan Nabi Saw 
kepada beberapa sahabat yang ada di masjid. Ada yang 
ingin membelinya satu dirham, tetapi ada juga yang 
berminat dengan menghargainya dua dirham. Nabi Saw 
memberikannya kepada yang kedua. “Ini dua dirham, 
belikan yang satu untuk makanan kamu dan keluargamu 
dan belikan kapak dengan satu dirham yang lain, lalu 
datanglah kemari”, kata Nabi Saw kepada sahabat yang 
miskin tadi. Ketika ia datang dengan membawa sebuah 
kapak, Nabi Saw berkata: “Pergi dan carilah kayu bakar, 
kemudian pergi dan jual di pasar, aku ingin kamu tidak datang 
kemari kecuali setelah lima belas hari kemudian”. Setelah lima 
belas hari berlalu, sahabat yang miskin itu datang kepada 


74 Ibn Hajar, IV/98. 
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Nabi Saw dan berkata: “aku sudah bisa memberi makan 
keluargaku sendiri”. “Itu jauh lebih baik daripada kamu harus 
mengemis dan meminta-minta”, seru Nabi Saw. 

Teks-teks hadits ini juga menjadi dasar bahwa 
tenaga manusia harus dihargai masyarakat, agar mereka 
sendiri terhindar dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan 
menjerumuskan mereka sendiri. Karena itu, beberapa ulama 
berpendapat bahwa mempekerjakan tenaga manusia jauh 
lebih baik daripada menggunakan alat-alat tehnologi, ter- 
utama dari teks hadits yang menyatakan “adalah lebih baik 
memakan dari kerja tangannya sendiri”. Karena, dengan 
demikian ia secara langsung telah menjamin kebutuhan 
beberapa orang yang berada di bawahnya, yang membu- 
tuhkan pekerjaan dan kecukupan ekonomi. Dengan mem- 
pekerjakan tenaga manusia, seseorang telah melakukan 
sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. 

Ketika kerja-kerja tangan manusia dianggap sebagai 
suatu kebaikan oleh Nabi, artinya ia harus dipresiasi dan 
dihargai oleh masyarakat muslim. Penghargaan terhadap 
kerja-kerja manusia adalah penghargaan terhadap buruh 
sebagai manusia yang memproduksi kerja-kerja tersebut 
dan menghasilkan suatu komoditas untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Penghargaan ini jika dilihat dari 
sudut sosial, berarti status buruh harus dihargai dan 
diperhatikan, dari sudut ekonomi harus diberi upah yang 
sesuai dengan kebutuhannya, dan dari sudut pendidikan 
harus diorganisasi untuk melatih kemandirian dan keahlian 
yang lebih baik. 

Sebagian ulama berpendapat, dengan mendasarkan 
kepada teks-teks hadits seperti di atas, bahwa tenaga buruh 
setidaknya harus dihargai dengan nilai ekonomi yang bisa 
memenuhi kebutuhan pangannya dan kebutuhan pangan 
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keluarganya. Harga ini adalah ketentuan yang paling dasar. 
Berarti, ketika mempekerjakan seseorang selama satu hari, 
maka gaji yang harus diterima adalah setidaknya sesuatu 
yang bisa mencukupi kebutuhan pangan dirinya dan 
keluarganya selama satu hari tersebut. Dengan demikian, 
penentuan upah minimum buruh harus dikaitkan dengan 
kebutuhan pangan satu keluarga kecil selama masa kerja. 
Hal ini adalah standar upah yang paling minimal, seiring 
dengan perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat, 
standar upah juga harus ikut disesuaikan dengan ke- 
butuhan-kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. 

Tentu saja, harga tenaga kerja tergantung pada 
keahlian seorang pekerja, bidang, tempat, waktu, keadaan, 
resiko dan manfaat dari pekerjaan tersebut. Karena itu, Nabi 
Saw menegaskan pentingnya sebuah keahlian dan kecer- 
matan. (Riwayat al-Baihagi| Dari Aisyah ra, bahwa Nabi 
Saw bersabda: (15) “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang 
yang tekun dan cermat terhadap pekerjaan yang digelutinya”. 
(Shahih al-Jami' ash-Shaghir, no. 1880). 

Kecermatan, keahlian dan profesionalitas adalah 
sesuatu yang dimuliakan Islam dalam mengembangkan 
etos pekerjaan. Keahlian seseorang dalam merancang, mem- 
produksi dan mengemas suatu komoditas, ikut menentukan 
logika tawaran dan permintaan pasar terhadap produk 
tersebut, yang pasti pada akhirnya akan berimbas terhadap 
harga. Karena itu perlu juga dipertimbangkan adanya ja- 
minan dan perlindungan terhadap hak cipta, kreasi inte- 
lektual dan seni agar dinamika persaingan pasar menjadi 
sehat dan tidak saling merusak atau menjatuhkan. 

Ketika pekerjaan apapun dianggap mulia di sisi 
Nabi Saw, maka menjadi tidak relevan jika perdebatan 
ulama mengenai prioritas pekerjaan didasarkan kepada 
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literal teks, atau alasan bahwa yang ini dilakukan Nabi saw, 
dan yang itu dikerjakan para sahabat. Dalam madzhab 
Syafi'i, seperti yang diceritakan al-Mawardi, bahwa di- 
antara perniagaan, produksi pabrik dan pertanian, peker- 
jaan yang paling baik adalah perniagaan. Al-Mawardi 
sendiri memilih pertanian, karena dianggap paling mudah 
untuk mengaplikasikan sikap tawakkal kepada Allah Swt. 
Dalam bercocok tanam, seseorang hanya menabur benih, 
kemudian menyerahkan seluruh proses berikutnya kepada 
Allah Swt. Karena keyakinan dan tawakkal ini, maka 
pertanian menjadi lebih baik daripada yang lain. Anehnya, 
Ibn Hajar tidak memilih ketiga-tiganya. Menurutnya, 
pekerjaan yang paling baik adalah berperang di jalan Allah 
Swt dengan merebut harta dari orang-orang kafir. Dianggap 
paling baik, karena ia merupakan pekerjaan yang dulu 
dilakukan Nabi Saw dan para sahabat ra. 

Argumentasi Ibn Hajar dalam hal ini sangat tidak 
berdasar. Pertama, karena menurut mayoritas ulama perang 
pada masa Nabi Saw itu bukan pekerjaan untuk mencari 
harta, tetapi pertahanan dari serangan musuh. Perang 
bukanlah pilihan, tetapi keterpaksaan. Jika demikian, maka 
tidak mungkin dari sesuatu terpaksa dilakukan menjadi 
suatu pilihan bagi setiap orang untuk memperoleh kemu- 
liaan. Kedua, bahwa perang tidak terjadi setiap saat dan 
Nabi Saw sendiri berperang pada kondisi dan keadaan ter- 
tentu saja. Kondisi yang umum adalah damai, dan keba- 
nyakan masyarakat tidak dalam keadaan kondisi perang. 
Jika demikian, maka kemuliaan tidak bisa menjadi pilihan 
setiap orang, padahal semestinya ia terbuka untuk bisa 
dilakukan siapa saja, kapan dan di mana saja. 

Alasan al-Mawardi juga kurang tepat, kalau ke- 
muliaan suatu pekerjaan dikaitkan dengan tawakkal. 
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Karena tawakkal adalah persoalan hati, seseorang bisa 
bersikap penuh serah diri kepada Allah Swt dalam keadaan 
ia penuh dengan berbagai pekerjaan, dan sebaliknya 
seseorang yang tidak banyak bekerja bahkan tidak punya 
pekerjaan tetapi tidak pernah bersikap tawakkal kepada 
Allah Swt. Tawakkal adalah suatu sikap internal yang 
sangat positif untuk mengembangkan ketangguhan diri, 
tetapi tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai apakah 
suatu pekerjaan itu lebih baik atau tidak dengan melihat 
potensinya terhadap tawakkal. Jika pekerjaan dimaksudkan 
untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, maka prioritas 
pekerjaan semestinya dikaitkan dengan sejauhmana ia bisa 
menjamin kemandirian tersebut dan sejauhmana ia bisa 
mendatangkan kemaslahatan kepada orang lebih banyak. 
Jadi, prioritas pekerjaan tidak didasarkan kepada persoalan 
tawakkal, atau telah dilakukan siapa dan pada masa apa. 
Tetapi kembali kepada pekerjaan sendiri, dan ini tentu akan 
berbeda dari satu tempat, waktu dan kondisi ke tempat, 
waktu dan kondisi yang lain. 

Anjuran Nabi untuk bekerja mengisyaratkan bahwa 
konsepsi tawakkal dalam Islam harus dikaitkan dengan 
usaha dan bekerja. Tawakkal tidak berarti harus berpangku 
tangan tanpa bekerja dan menyerahkan diri sepenuhnya 
kepada ketentuan rizki dari Allah Swt. Bekerja keras, aktif 
dan produktif sama sekali tidak bertentangan dengan 
tawakkal. Karena tawakkal adalah persoalan hati. Sebagian 
orang mungkin masih lebih memilih bertawakkal daripada 
harus bekerja keras. Diantaranya didasarkan kepada hadits 
Nabi Saw: (16) “Jika kalian benar-benar bertawakkal kepada 
Allah, maka kalian akan diberi rizki oleh Allah laksana burung- 
burung. Mereka keluar pagi dalam keadan peruat kosong dan 
pulang sore sudah penuh terisi makanan”. 
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Syekh Ahmad Kaftaro, pemimpin Tarekat Nagsya- 
bandiyah di Syria, memaknai bahwa hadits ini sama sekali 
tidak menyuruh orang untuk berpangku tangan dengan 
sikap tawakkal. Jika diperhatikan, tekanan makna ada pada 
perilaku burung yang dipuji sebagai makhluk yang benar- 
benar bertawakkal. Burung saja untuk memperoleh ma- 
kanan ia harus keluar dari sarangnya seharian, mengais 
makanan dari berbagai tempat. Tawakkal hanya bisa dijiwai 
dengan sepenuhnya oleh seseorang ketika ia telah melaku- 
kan kerja keras dan produktif. Orang yang membelanjakan 
hartanya di jalan Allah —setelah mengumpulkan dari hasil 
kerjanya- dan bertawakkal adalah lebih baik daripada 
mereka yang tidak memiliki apa-apa kemudian berta- 
wakkal. Karena mungkin saja ketawakkalan orang yang 
kedua ini, lebih karena persoalan keterpaksaan, bukan atas 
kemauan atau pilihan yang disengaja. 


Prinsip-prinsip Tenaga Kerja 

Rafig Yunus al-Misri dalam bukunya Ushul al-lgtishad al- 

Islami mencoba merumuskan nilai-nilai Islam mengenai 

tenaga kerja atau etos bekerja: 

1. Islam mendorong manusia untuk aktif bekerja, beramal 
dan berbuat sesuatu yang produktif dan bermanfaat bagi 
masyarakat. 

2. Islam memandang buruk fenomena pengangguran dan 
kebiasaan meminta-minta dalam suatu masyarakat, 
karena itu menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat 
untuk mengurangi fenomena tersebut. 

3. Bekerja harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, dan 
sebaliknya ilmu pengetahuan juga harus dibarengi 
dengan praktek dan bekerja. 
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4. Ketekunan, kecermatan dan profesionalitas adalah se- 
suatu yang dianjurkan Islam dalam hal bekerja. 

5. Etos pekerja yang dianjurkan Islam adalah, jujur, ber- 
tanggung jawab, berpengalaman dan ahli di bidangnya 
masing-masing. 

6. Bekerja untuk semua bidang yang diperlukan umat 
Islam, hukumnya adalah fardhu kifayah (kewajiban ko- 
lektifl, sebagian masyarakat bisa mewakili jika sudah 
bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan. 

7. Bekerja adalah salah satu faktor penentu nilai suatu 
komoditas, bahkan merupakan yang terpenting. Karena 
itu, penentuan upah pekerja harus dirumuskan dengan 
cermat dan matang, yang tidak membuat buruh terlantar 
dan tidak juga membebani konsumen dengan penam- 
bahan harga barang. 


Kesimpulan 

e Teks-teks hadits yang ada hanya bisa dipahami sebagai 
dorongan moral dalam hal bekerja, ketekunan dan 
kecermatan bekerja serta pengakuan terhadap kelompok 
pekerja dalam suatu komunitas. Adapun kaitannya suatu 
pekerjaan atau buruh dengan sistim perekenomian yang 
berlaku adalah sepenuhnya merupakan persoalan kema- 
nusiaan dan realitas yang terus berkembang, berubah 
dan menyesuaikan diri dengan berbagai faktor-faktor 
yang lain. Peradaban masyarakat muslim tentu memiliki 
pengalaman yang bisa dijadikan rujukan dalam hal ini, 
tetapi bukan satu-satunya dan juga bukan suatu keha- 
rusan untuk merujuk kepada mereka. Karena prinsip 
utama dalam perekonomian adalah bagaimana agar 
kesejahteraan masyarakat sebisa mungkin dapat dipe- 
nuhi dan dirasakan oleh seluruh komponen. 


111 


e Dalam hal ini tidaklah tepat ketika para ulama terdahulu 
menyatakan pekerjaan yang paling baik adalah bercocok 
tanam, berdagang, atau kerja pabrik, atau seperti dika- 
takan Ibn Hajar berperang merebut harta dari orang- 
orang kafir, dengan masing-masing mendasarkan kepa- 
da teks yang tepat dalam pandangan mereka. Kebaikan 
dan keburukan suatu pekerjaan tidak ditentutkan teks, 
karena pada dasarnya semua pekerjaan adalah baik, 
tetapi ditentukan sejauhmana ia mendatangkan manfaat 
secara langsung kepada sebanyak mungkin masyarakat 
yang ada. 

e Tidaklah tepat juga ketika sebagian orang lebih memilih 
untuk tidak bekerja dengan alasan tawakkal, atau 
berserah diri kepada ketentuan dan pembagian rizki dari 
Allah Swt. Tawakal adalah sikap hidup untuk berlapang 
dada terhadap kenyataan (ketentuan Allah) setelah 
melakukan usaha dan bekerja semaksimal mungkin. 


Hadits tentang Uang dan Harta 

Uang atau modal adalah salah satu faktor produksi 
yang sangat penting, tetapi tidak satu-satunya dan bukan 
yang paling banyak menentukan. Karena ada produksi 
yang tidak memerlukan modal uang, yaitu produksi jasa. 
Mungkin jasa pada masa dahulu belum dikategorikan se- 
bagai produksi secara ekonomis. Tetapi sekarang produksi 
jasa telah memainkan peranan yang sangat penting, seperti 
jasa promosi dan iklan, serta produksi informasi. 

Dalam suatu teks hadits yang telah disebut di atas 
tentang sahabat miskin yang kemudian menjadi pekerja 
pencari dan penjual kayu bakar, diisyaratkan bahwa modal 
uang adalah termasuk faktor yang cukup penting. Tanpa 
uang banyak orang tidak bisa melakukan pekerjaan apapun, 
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dan tidak berproduksi. Ketika Abdurrahman bin Auf ra 
baru tiba berhijrah dari Mekah, ia ditawari sahabat Ansar 
sejumlah modal untuk berniaga, tetapi ia menolak karena 
dikhawatirkan akan membebani sahabat tersebut. 
Abdurrahman bin Auf ra tidak berarti menafikan pen- 
tingnya modal uang, tetapi ia lebih memilih untuk bergelut 
dalam bidang jasa —sebagai pekerja- lebih dahulu yang 
tanpa memerlukan modal, kemudian sedikit demi sedikit 
mengumpulkan modal untuk berniaga sendiri, sampai 
akhirnya menjadi salah satu sahabat yang cukup kaya di 
Madinah. Peran modal uang dalam memulai dan 
menignkatkan produksi tidak bisa dinafikan oleh siapapun. 
Tanpa teks hadits seakalipun hampir semua orang bisa 
menemukan dan berpendapat hal yang sama. Bahwa modal 
uang adalah suatu hal yang penting dalam proses produksi, 
semakin banyak modal yang terkumpul semakin 
memungkinkan orang untuk bisa berproduksi lebih banyak 
dan lebih baik. 

Belum ditemukan ada catatan bahwa Nabi Saw telah 
mengumpulkan dana untuk suatu produksi ekonomi, 
apalagi dengan sengaja menimbun dan mengakumulasi 
modal untuk peningkatan produksi tertentu. Yang tercatat 
justru sebaliknya, bahwa Nabi Saw hampir tidak pernah 
membiarkan harta tersimpan dan menumpuk di rumah 
atau di dalam simpanan (bait al-mal|. Semua harta hasil 
pengumpulan zakat, atau hasil rampasan perang langsung 
dibagikan kepada mereka yang berhak, terutama pasa 
sahabat yang memerlukan. Dalam beberapa riwayat bahkan 
Nabi Saw sendiri kekurangan untuk memenuhi kebutuhan 
dirinya dan keluarganya. Bahkan sebelum ajal tiba, beliau 
sempat berhutang kepada salah seorang tetangga Yahudi, 
sampai ketika wafat hutang tersebut belum terbayarkan. 


113 


Nabi Saw wafat tidak meninggalkan harta sedikitpun untuk 
diwariskan, kecuali tanah pertanian Fadak, yang menurut 
riwayat Abu Bakr ra, ia menjadi milik umum untuk 
kepentingan masyarakat banyak. 

Aisyah bint Abi Bakr ra, isteri Nabi Saw berkata: (17| 
“Rasulullah Saw wafat dan baju besinya digadaikan kepada 
tetangga Yahudi dengan hutang tiga puluh sha' gandum" ? 

Setidaknya, teks hadits ini menunjukkan bahwa 
Nabi Saw lebih memilih membagikan harta dan uang yang 
dimilikinya kepada orang-orang yang memerlukan, dari- 
pada harus mengumpulkannya, baik untuk menambah 
pemenuhan kebutuhan diri dan keluarga, apalagi untuk 
akumulasi modal bagi kepentingan produksi ekonomi. 
Tetapi tidak berarti lalu mengumpulkan modal adalah 
sesuatu yang tidak terpuji apalagi salah. Persoalan ekonomi 
adalah persoalan kemanusiaan. Manusia akan terilhami 
dengan sendirinya untuk menemukan cara-cara, tehnis dan 
strategi yang tepat untuk mengawali dan mengembangkan 
perekonomian. Perekonomian adalah usaha manusia untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Hampir setiap masyarakat 
memiliki pengalamannya masing-masing dalam mengem- 
bangkan perekonomian. Masyarakat muslim juga memiliki 
hal yang sama, tetapi tidak berarti harus dirujuk persis 
seperti apa yang mereka lakukan. Ada prinsip yang bisa 
menjadi dasar dan pegangan, dan selain itu adalah 
pengalaman masing-masing yang bisa berubah dan berbeda 
dari satu tempat ke tempat yang lain, satu waktu ke waktu 
lain, bahkan suatu kondisi ke kondisi yang lain. 

Menurut al-Misri prinsip yang paling utama dalam 
hal ini adalah bahwa harta, modal, atau uang dalam Islam 


75 Riwayat Bukhari dan Muslim, lihat: Ibn al-Atsir, V/383. 
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harus selalu dikelola, digerakkan dan diinvestasikan, sete- 
lah ditunaikan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan- 
nya, seperti nafakah dan zakat.” Pengelolaan ini harus 
didasarka pada kesepakatan dan kerelaan |'an taradhin|. 
Masyarakat muslim masa lalu telah memberikan contoh 
dengan pola bagi hasil (mudharabah), untuk mengum- 
pulkan modal dan mengembangkan produksi. Ada juga 
pola kerjasama (syirkahJ, di mana keterlibatan anggota di 
dalamnya dengan menyerahkan jasa tenaga dan modal. 
Masyarakat lain mungkin memiliki pengalaman lain yang 
lebih baik, bermanfaat dan tidak saling merugikan. 

Uang dalam masyarakat Nabi Saw pada saat itu, 
dalam bentuknya yang paling awal yaitu lempengan perak 
dirham dan emas dinar, ia hanya diposisikan sebagai alat 
tukar, pengukur dan penyimpan nilai suatu harta/benda. 
Mereka menggunakan cetakan uang yang dibuat oleh 
masyarakat lain, yaitu Persia dan Romawi. Nabi Saw sendiri 
sama sekali tidak membuat atau mencetak uang. Beliau 
hanya mengikuti mata uang yang sudah ada dan digunakan 
masyarakat. Dalam beberapa teks hadits yang diriwayatkan, 
beberapa ulama menyimpulkan bahwa uang oleh Nabi Saw, 
tidak boleh dijadikan komoditas yang diperjualbelikan atau 
disewakan. Penjualan dan penyewaan uang, disebut riba 
dalam masyarakat Nabi Saw. Bahkan penukaran uang 
dengan uang, yang tidak sepadan dan atau tidak dalam satu 
tempo, sudah dianggap riba, yang diharamkan secara tegas 
di dalam ayat suci al-Our'an dan teks-teks hadits Nabi Saw. 
Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa Nabi Saw 
bersabda: (18) “Allah melaknat pemakan riba, yang mewakili 
dalam transaksi riba, yang mencatat dan kedua orang yang 


76 Al-Misri, hal. 95-97. 
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menyaksikan transaksi tersebut”. Kata Nabi: “Mereka adalah 
sama”. 

Pelarangan riba dalam figh tidak hanya sebatas pada 
penukaran atau transaksi yang terkait dengan uang. Tetapi 
juga pada barang-barang komoditas lain, emas, perak, 
gandum, kurma, anggur, bahkan garam. Dalam perdebatan 
figh, ada beberapa perbedaan di antara ulama figh dalam 
membahas mengenai persoalan-persoalan riba, apakah 
pengharaman riba hanya berlaku pada barang-barang yang 
telah disebutkan dalam teks hadis saja, atau bisa me- 
masukkan barang-barang yang lain? Kalau bisa, apa tolok 
ukurnya, nilai tukar, makanan pokok, sesuatu yang bisa 
ditimbang dan ditakar, atau yang lain? Dalam kaitannya 
dengan mata uang, apakah riba berlaku untuk mata uang 
emas dan perak saja, atau juga semua jenis mata uang? 
Apakah betul semua jenis pertambahan dari modal hutang 
adalah riba? Pertambahan kadar Jal-mitsli| atau pertam- 
bahan nilai Jal-gimil, misal untuk kasus orang yang 
menghutang, ketika jatuh tempo nilai tukar “barang atau 
uang yang dipinjam jatuh merosot? Apakah betul semua 
jenis pemanfaatan yang diterima oleh pemberi hutang 
Imugridh) adalah riba, termasuk makanan yang diterima, 
minuman, atau bahkan jasa menaikai kendaraan? Apakah 
riba juga diharamkan dalam transaksi yang terjadi di negara 
kafir? Apakah juga haram yang terjadi antara tuan dengan 
hamba? Antara anak dan orang tua? Antara suami dan 
isteri? Dan antara pemerintah dan rakyat? Boleh tidak 
melakukan hilah (bay' al-'aynah) untuk menghindarkan diri 
dari prakek riba, yaitu praktek jual beli yang pada intinya 
adalah peminjaman sejumlah uang dengan pengembalian 
lebih dari waktu meminjam -seperti murabahah dalam 
praktek bank syari ah-? 
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Bagi kalangan ulama dan pemikir ekonomi Islam 
kontemporer, pelarangan 'riba uang' dalam realitas eko- 
nomi kontemporer adalah 'pembungaan uang yang seka- 
rang dipraktekkan bank-bank konvensional. Dalam ber- 
bagai tulisan para pakar ekonomi syari'ah dan para ulama 
fikih kontemporer, bunga bank adalah riba yang 
diharamkan oleh al-Our'an dan Hadits. Logikanya, bahwa 
uang dalam Islam merupakan alat tukar dan modal dasar, 
bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan, disewakan, 
apalagi memperoleh nilai tambah hanya karena dipin- 
jamkan”. Pertambahan nilai dalam uang, hanya diperke- 
nankan ketika ia diinvestasikan dalam bentuk aktifitas per- 
niagaan, perindustrian, pertanian atau kerajinan, sehingga 
pertambahan yang diperoleh adalah laba dari aktifitas 
tersebut, bukan bunga melalui pertambahan unsur waktu'. 

Pembahasan mengenai 'bunga bank” dalam figh 
komparatif akan melahirkan ragam pandangan dan pen- 
dapat. Karena 'uang kertas' seperti yang ada sekarang, tidak 
sama persis dan tidak pernah ada dalam kehidupan 
Rasulullah, apalagi kondisi sosial ekonomi antara masa 
beliau dengan masa sekarang adalah jauh berbeda. Memang 
dalam kajian yang lebih kritis terhadap fenomena sosial 
ekonomi, bahwa bunga bank yang terjadi saat ini, banyak 
bertanggung jawab terhadap terpuruknya kondisi per- 
ekonomian dunia ketiga, terjadinya inflasi yang tidak 
terkendali, melingkarnya putaran keuangan pada orang- 
orang tertentu saja yang berjumlah sedikit, melambungnya 
harga-harga barang yang dikeluarkan oleh pengusaha- 


77 Lihat: Muhammad Akram Khan, An Introduction tolslamic 
Economics, 1994, IIIT, Islamabad, Pakistan, pp. 11-13. 

78 Lihat: Rafig Yunus al-Misri, Ushul al-Igtishad al-Islamiy, 1993: 
Dar al-Galam, Damaskus, Syiria, p. 208-209. 
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pengusaha peminjam uang bank dan makin melemahnya 
posisi tawar masyarakat miskin terutama yang terkait lang- 
sung dalam jaringan perusahan-perusahan peminjam uang 
bank, seperti para buruh dan konsumennya”. Tetapi peng- 
haraman bunga bank tetap wilayahnya adalah fikih, pema- 
haman terhadap syari'ah, yang harus juga menghormati 
pemahaman lain, mengakomodasi, bahkan mungkin saja 
melakukan sintesa teoritis untuk menghadapi realitas- 
realitas ekonomi tertentu. Bagi Nagvi misalnya, substansi 
pengharaman riba bukan sekedar pelarangan bunga bank, 
tetapi pengharaman segala bentuk eksploitasi dalam setiap 
lini perekonomian. Karenanya, institusi tanpa riba semes- 
tinya tidak hanya terhenti pada penggantian nomenklatur 
semata menjadi institusi tanpa bunga. 


Prinsip-Prinsip Produksi secara Umum 
Ada beberapa hal yang terkait dengan konsepsi pro- 
duksi, yang masih harus dibicarakan lebih lanjut. Di 
antaranya bisa diklasifikasikan ke dalam tema-tema berikut 
ini: 
e Faktor-faktor Produksi 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi, ada 
yang utama dan bisa beridir sendiri, yaitu tanah atau 
sumber daya alam, buruh atau sumber daya manusia 
dan modal. Dan ada faktor yang ikut mempengaruhi, 
tetap ia tidak berdiri sendiri, seperti faktro waktu, 
tempat, keadaan dan kesempatan. 


79 Lihat misalnya pada: Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan, 
Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, 1993, P3M, Jakarta, pp. 157- 
174. 
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e Zuhd dan Bekerja Produktif 

Bekerja produktif adalah salah satu yang dianjurkan 
Islam untuk memakmurkan masyarakat dunia. Zuhd 
sama sekali tidak bertentangan dengan bekerja produktif. 
Karena inti zuhd adalah mengerjakan perintah Allah Swt 
dan menjauhi larangan-Nya. Zuhd tidak berarti mening- 
galkan usaha, bekerja dan produksi, tetapi meninggalkan 
usaha yang diharamkan Allah Swt dan menjauhi pola 
konsumsi dan distribusi untuk hal-hal yang munkar. 
Zuhd akan lebih berarti jika dibarengi dengan kekayaan, 
kemampuan dan kepemilikan. Karena itu zuhd orang 
kaya akan lebih sulit dibandingkan dengan zuhd orang- 
orang miskin. Intinya, zuhd adalah persoalan hati, 
bagaimana orang-orang tetap memiliki harta, tetapi tidak 
ditempatkan di hati mereka, karena hati hanya untuk 
mengingat, mengagungkan dan mendekatkan kepada 
Allah Swt. Zuhd bukan hidup tanpa harta, tetapi hidup 
dengan harta di tangan dan tidak di hati. 


e Tujuan Produksi 
Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan- 
kebutuhan masyarakat. Tentu para perlaku produksi 
adalah mereka yang lebih dahulu harus diperhatikan, 
baru kemudian anggota masyarakat yang lain. Yang 
penting ditekankan dalam hal ini adalah, bahwa pro- 
duksi tidak hanya dikaitkan dengan kepentingan 
individu, tetapi juga harus dikaitkan dengan kepen- 
tingan masyarakat. Dan masyarakat, berhak untuk ikut 
mengontrol kepentingan mereka. Produksi juga bertu- 
juan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Karena 
itu, segenap usaha produski harus diarahkan secar 
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sistematis untuk menciptakan kemandirian ini, baik di 
bidang pangan, kesehatan, tehnologi maupun yang lain. 


e Prioritas Produksi 

Produksi tidak dilakukan untuk semua hal, untuk hal-hal 
yang diharamkan tidak diperkenankan untuk dipro- 
duksi. Seperti barang-barang yang membahayakan dan 
merusak masyarakat, bahkan barang-barang yang tidak 
berguna —jika benar-benar tidak berguna, ia tidak di- 
perkenankan untuk diproduksi. Karena perlu ada eva- 
luasi terus-menerus apakah produksi barang tertentu 
benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat 
atau tidak. Evaluasi juga dilakukan untuk mendeteksi 
bahaya sosial dan lingkungan dari proses produksi yang 
dilakukan. Produksi juga harus ada skala prioritas 
sejauhmana ia memenuhi kebutuhan masyarakat, yang 
primer, sekunder baru yang luks. Seluruh komponen 
masyarakat sebisa mungkin mengarahkan proses pro- 
duksi mereka untuk kepentingan masyarakat umum, 
tidak hanya untuk mengejar keuntungan pribadi semata. 
Dalam hal ini, perlu ada evaluasi terhadap proses-proses 
produksi untuk kepentingan dan kemaslahatan masya- 
rakat. 


e Korupsi dan Produksi 
Suatu masyarakat yang penuh dengan praktek-praktek 
korupsi akan mengalami kemunduran dalam hal 
produksi. Karena korupsi akan memunculkan spekulasi 
yang berlebihan, penyerahan pekerjaan tidak pada yang 
ahli, keamanan yang tidak terjamin, ongkos produksi 
yang mahal dan sulit untuk memunculkan hasil-hasil 
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yang orisinal, bermanfaat dan menguntungkan masya- 
rakat. 


Kependudukan dan Produksi 

Jumlah penduduk ikut mempengaruhi proses dan hasil 
produksi. Karena seluruh penduduk di manapun pasti 
menjadi konsumen dari suatu produksi, tetapi tidak 
semua dari mereka adalah orang-orang produktif, seperti 
anak kecil, orang yang sudah tua dan mereka yang sakit. 
Negara yang berkembang, biasanya berpenduduk ba- 
nyak tetapi tingkat produksinya relatif kecil, sebaliknya 
adalah negara-negara maju. Semakin kecil suatu 
penduduk, akan semakin mudah mengaitkan produksi 
untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masya- 
rakat. Karena itu, Thomas Maltus menawarkan pengen- 
dalian kependudukan, yang dalam bahasa Indonesia 
dikenal dengan istilah Keluarga Berencana. Sejauh ini, 
keluarga berencana bagi mayoritas penulis figh Islam — 
seperti yang dinaytakan DR. Muhammad Said 
Ramadhan al-Buthy- dianggap sebagai hak sepenuhnya 
pasangan suami isteri. Mereka memiliki hak untuk me- 
rencanakan kelahiran mereka, menunda atau menambah. 
Siapapun di luar mereka tidak berhak untuk ikut campur 
menentukan dan intervensi atas hak tersebut. Karena itu, 
yang diperlukan bukanlah pembatasan kelahiran tetapi 
pembentukan kesadaran setiap keluarga akan penting- 
nya kwalitas anggota keluarga yang akan lahir, baik dari 
sisi pendidikan, kesehatan maupun kepribadian. Hal ini 
tentu saja memerlukan gerakan bersama untuk melaku- 
kan penguatan kesehatan reproduksi bagi seluruh 
komponen keluarga. Sehat baik dalam arti medis, sosial, 
politik, ekonomi dan tentu moral dan agama. 
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e Pengembangan Sistim Produksi 


Teks-teks agama tidak menentukan apalagi membatasi 


tehnik-tehnik produksi. Yang ada hanyalah anjuran mo- 
ral untuk memperbanyak produksi bagi penciptaan ke- 
mandirian ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masya- 


rakat. Adapun jenis, tehnik, model, nilai dan sistim yang 
terkait dengan produksi sepenuhnya merupakan wilayah 
kreasi manusia, sepanjang masa, yang tentu berbeda dan 
berkembang dari satu masa ke masa yang lain. Prinsip 
utama yang harus diperhatikan dalam hal ini Jal-gawa'id 


al-juz'iyyah| adalah bekerja keras dan saling tolong 
menolong. 


Bacaan Tambahan 


1. 
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Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Ibn Hajar al- 
Asgallani, Dar al-Fikr, Damaskus Syiria. Jilid III, IV 
dan V. 


. Nayl al-Awthar, Muhammad asy-Syawkani, 
. Ushul al-Igtishad al-Islami, Rafig Yunus al-Misri, Dar 


al-Oalam, Damaskus, Syiria. (hal. 85-121). 


. Doktrin Ekonomi Islam, Afzalur Rahman, terj. 


Nastangin, 1998: Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, jilid I 
dan III. 


. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, M.A. Mannan, 


1997: Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hal. 52-74. 


Metodologi Figh Antara Merujuk Teks 
dan Mengacu Konteks 
(Isu-isu Ekonomi dalam Hukum Islam) 


Krisis multi-dimensi yang terjadi di Indonesia sudah 
sedemikian rupa meruyak dan mengancam seluruh tatanan 
kehidupan bangsa, baik hukum, ekonomi, sosial maupun 
politik. Pendekatan apapun yang ditawarkan, tidak serta 
merta bisa langsung menyelesaikan persoalan-persoalan 
dalam waktu singkat. Karena itu, dituntut kearifan semua 
pihak untuk bersama memahami dan mengkaji lebih dalam, 
lalu dengan kejujuran bersedia melakukan perbaikan- 
perbaikan untuk semua. Ketika agama —atau lebih tepatnya 
tokoh agama- dituntut untuk memberikan pandangan 
terhadap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, maka 
pendekatan yang digunakan harus komprehensif, tidak 
hanya dari teks-teksnya saja. Slogan “kembali kepada 
Our'an dan Sunnah' harus diwujudkan dalam pemahaman 
yang menyeluruh terhadap persoalan sosial —atau ekonomi- 
dengan berbagai dimensi yang mengitarinya, sehingga ia 
tidak terjebak dalam komoditas politik orang-orang yang 
tidak bertanggung jawab." 


80 Hal ini sudah disinyalir oleh Imam “Ali bin Abi Thalib ra, ketika 
didesak untuk menghentikan peperangan Shiffin -berhdapan 
dengan pasukan Mu'awiyyah bin Abi Sufyan ra- dan ditekan oleh 
sebagian pasukan “Ali sendiri -yang kemudian menjadi kelompok 
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Al-Our'an sendiri sejak awal telah berdialog dengan 
realitas-realitas yang berkembang pada saat penurunannya. 
Perbedaan muatan, susunan dan tata bahasa antara ayat 
yang diturunkan di Mekkah (ayat makkiyah|J, dengan yang 
diturunkan di Madinah Jayat madaniyyah| adalah contoh 
nyata interaksi al-Our'an dengan realitas. Dialog ini harus 
diteruskan dan dilestarikan, sehingga teks tidak lalu 
terputus dengan realitasnya yang ada dan berkembang. 

Dialog teks dengan realitas dalam disiplin ilmu fikih 
mewujud dalam pemahaman yang menyeluruh terhadap 
teks. Ulama fikih tidak membaca teks secara vertikal saja, 
dari lafal langsung ke makna, tetapi juga secara horizontal 
melalui realitas-realitas untuk menemukan makna, atau 
untuk implementasi makna. Karena itu dalam satu per- 
soalan yang sama, fikih bisa menawarkan hukum mubah, 
sunnah, wajib, bahkan makruh dan haram. Sayang, pada 
masa sekarang fikih telah kehilangan relevansinya dengan 
realitas yang berkembang. Fikih yang awalnya merupakan 
dinamika hukum Islam dalam merespon realitas, berubah 
menjadi isnstitusi yang dengan mudah mengadili realitas 
dengan ketukan palu halal-haram, sunnah-bid'ah, atau 
isalmi-tidak islami.! 


Khawarij- untuk menerima tawaran tahkim (menerima keputusan 
al-Our'an|, Ali ra menyerukan bahwa ide tahkim adalah kalimat 
haggin urida biha bathil (Seruan yang benar, tetapi dimaksudkan 
untuk kebatilan|. Artinya slogan yang benar bisa disalah-gunakan 
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lihat: Syawgi 
Abu Khalil, Fi at-Tarikh al-Islami, 1991: Dar al-Fikr, Damaskus- 
Syria, pp. 256-257. 

81 Khalifah Umar bin “Abd al-'Aziz (| pernah menegur salah 
seorang gubernurnya yang mudah mengeluarkan fatwa-fatwa 
hukum, terutama untuk kepentingan pemerintah: “bu'itsnd 
du'atan, la gudlitan” (Kami diutus oleh Islam untuk 
menyadarkan, bukan membuat keputusan-keputasan hukum). 
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Fikih secara bahasa berararti pemahaman.? Pema- 
haman seorang mujtahid terhadap teks-teks rujukan JAl- 
Ouran dan Hadits) dalam interaksinya dengan realitas- 
realitas yang berkembang. Sekalipun ulama sepakat, bah- 
wa rujukan utama fikih adalah teks-teks, tetapi dalam 
tataran nalar kognitif Jijtihad istinbithi| dan nalar tehnik 
implementatif Jijtihad tathbigiy| mereka berbeda pendapat. 
Perbedaan ini secara jujur diakui oleh mereka, sehingga 
klaim kebenaran tidak mendominasi perdebatan-perde- 
batan yang terjadi di antara mereka.8 Fikih adalah pilihan 
pandangan-pandangan, yang dalam satu persoalan bisa 


82 Palam bahasa akademisnya, fikih berasal dari akar f-g-h, yang 
berarti faham. Secara terminologis, ia didefinisikan sebaga: “Ilmu 
yang membahas mengenai hukum-hukum syari'at menyangkut 
perbuatan-perbuatan manusia, yang dipahami dari teks-teksnya. 
Ia berbeda dari ilmu kalam, karena menyangkut keyakinan 
seseorang, dan berbeda dari ilmu tasawuf, yang mendalami 
pengalaman spriritual manusia. Ia hanya berbicara mengenai 
segala perbuatan manusia, baik yang bersifat privat, maupun 
publik. Bahsan fikih secara umum bisa dibagi tiga, personal, 
inter-personal dan antar personal. Yang personal itu yang 
berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, yiatu ibadah. 
Yang inter-personal itu hubungan antar dua orang, yaitu seperti 
jual beli, hutang piutang, perkawinan, perceraian. Yang antar- 
personal itu hubungan kemasyarakatan, seperti persoalan- 
persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan. 

88 Imam al-Ghazali (w. 505H/1111M) dalam konsep ijma' 
menyatakan bahwa kesepakatan ulama adalah kesepakatan 
seluruh ummat, karena ulama mewakili ummat. Karena itu, 
konsensus ulama Jijma) memiliki legitimasi yang purna (gath'iyyl 
yang tidak bisa dibantah oleh siapapun dengan dalih apapun. 

84 Ada adagium fikih yang dinisbatkan kepada Imam mazhab 
empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali| : “Mazhabi shawabun 
yahtamilu al-khata' , wa madzhabu ghairi khatha'un yahtamilu 
ash-shawab” (Pendapatku benar sekalipun mungkin salah, dan 
pendapat orang lain salah sekalipun mungkin benarJ. Dalam ilmu 
ushul fikih, kecenderungan ini dikenal dengan istilah al- 
Mushawwibah (Bahwa kebenaran itu bisa lebih dari satu, atau 
ada pada banyak pandangan)|. 


125 


terjadi kontradiksi antara satu pandangan dengan pan- 
dangan yang lain. Kontradiksi ini tentu saja tidak terjadi 
pada Isubstansi| teks, tetapi pada pemahaman-pema- 
haman terhadap teks, yang bisa karena literal teks dan bisa 
—ini yang terbanyak- karena perbedaan kondisi realitas- 
realitas, baik yang melatari teks, maupun yang mengitari 
pembaca teks itu sendiri. 

Dengan demikian fikih tidak bisa dikatakan di atas 
realitas, atau datang untuk menundukkan realitas. Fikih 
bergumul bersama realitas, 88 satu dengan yang lain saling 


85 Dalam konsep 'ta'drudil wa tarjih'h (kontradiksi dan seleksij 
dinyatakan bahwa teks itu berasal dari Allah Swt, karena itu tidak 
mungkin ada kontradiksi satu dengan yang lain. Seperti 
dinyatakan dalam OS.An-Nisa, 4: 82. “Afala yatadabbariuna al- 
guran, wa law kana min 'ind ghairillahi lawajadu fthi ikhtilafan 
katsiran” (“Tidakkah mereka merenungkan al-Ouran, padahal 
dari selain Allah, mereka akan menemukan perbedaan yang 
cukup banyak|. Artinya, perbedaan dan kontradiksi hanya ada 
pada selain teks Allah, bukan pada teks Allah. Atau dalam 
pernyataan Imam asy-Syathibi (w. 790H): “Siapapun yang 
mengkaji dasar-dasar syari'ah, akan menemukan bahwa dalil- 
dalilnya tidak ada yang kontradiktif, dan syari'ah sama sekali 
tidak kontradiktif”. Persoalan “kontradiksi dan seleksi” bisa lihat 
pada: “Abd al-Latif al-Barzanji, At-Ta'arudl wa at-Tarjih Bayna al- 
Adillah asy-Syariyyah, 1993: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut- 
Libanon. Pp-41-71. 

86 Secara konseptual fikih telah mengenal metode 'interaksi' 
dengan realitas |ta'amul ma'a al-wdgil, seperti tercantum dalam 
kaedah-kaedahnya, al-“adah muhakkamah |(mendaulatkan adat 
kebiasan|, atau kaidah al-ma'raf “urfan kal-masyruthi syarthan 
(apa yang sudah menjadi adat kebiasaan, memiliki kekuatan 
hukum, sama seperti apa yang sudah tertulis -disyaratkan- 
dalam kontrak), atau kaedah yang cukup terkenal taghayyur al- 
ahkam bi taghayyur al-azman (hukum bisa berubah mengikut 
perubahan zaman) Ats-tsabit bi al-urfi tsabitun bi-dalilin syar'iyy 
(Apa yang ditetapkan oleh kebiasaan (realitas) memiliki kekuatan 
hukum yang sama dengan apa yang ditetapkan oleh teks agama, 
atau istimal an-nas hujjatun yajibu al-“amal biha (Kebiasaan 
masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikutil. 
Kaedah-kaedah seperti ini masuk dalam “Konsep Adat' (Nazariyyat 
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melakukan interaksi (take and give) dengan intensif, dalam 
mewujudkan cita sosial manusia fal-mashlahah| yang terang- 
kum dalam tujuan-tujuan syari'ah Jal-magishid asy- 
syar'iyyah|”. Dalam bahasa Imam al-Ghazali, cita sosial ini 


al-Urf| dalam disiplin ilmu ushul fikih. Dari kaedah-kaedah ini 
bisa disimpulkan bahwa fikih telah mengakui perujukan terhadap 
adat kebiasaan (baca: realitas) yang berlaku. Tentang “Konsep 
Adat/Kebiasaan/Realitas' dalam hukum Islam lihat: Muhammad 
az-Zuhaily, An-Nazariyyat al-Fighiyyah, 1993: Dar al-Oalam, 
Damaskus. Dan Ali Ahmad an-Nadwi, al-Gaw@'id al-Fighiyyah, 
Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'allafatuha, 
Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbigatuha, 1994: Dar al-Galam- 
Damaskus, pp. 293-302. 

87 Dalam fikih konvensional ada ketentuan bahwa adat frealitas| 
yang dirujuk adalah yang belum ada ketentuan hukumnya dari 
teks Jal-Our'an dan Hadits|. Apabila sudah ada ketentuannya — 
apalagi pelarangannya-, maka rujukan terhadap realitas tidak 
berlaku, atau dibatalkan. Artinya realitas tetap di bawah teks dan 
tidak boleh bertentangan dengan Iiteral teks. Persyaratan bahwa 
adat (realitas| yang dirujuk harus yang belum ditentukan oleh 
teks, apabila digeneralisir adalah tidak sepenuhnya tepat. Ada 
contoh fikih klasik yang merujuk kepada realitas dalam persoalan 
yang secara tegas telah dijelaskan dalam teks hadits. Seperti soal 
hukum kontrak 'pesan buat' |istishna) Dalam fikih, ini meru- 
pakan kontrak jual beli barang yang tidak wujud waktu kontrak 
Ima'dum| dan tidak jelas (majhull. Kontrak seperti ini diharamkan 
dalam teks hadis, karena Imam Syafi'i (w. 204 H) dan Imam Zufar 
dan beberapa imam lain mengharamkan kontrak istishna'. Tetapi 
beberapa ulama mazhab Hanafi membolehkan dengan alasan, 
kontrak yang seperti itu sudah menjadi kebutuhan yang tidak 
bisa dipisahkan dari manusia. Sudah menjadi kebiasaan 
masyarakat banyak untuk melakukan “pesan buat' dalam barang- 
barang seperti pakaian, perhiasan, meja-kursi, rumah, dan lain- 
lain. Kontrak ini secara umum, oleh kebanyakan ulama dianggap 
tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang prinsip, seperti 
penipuan atan pemerasan, sehingga bisa direkomendasikan. Pada 
masa sekarang, kontrak ini telah menjadi suatu hal yang lumrah 
dan dibenarkan oleh mayoritas ulama fikih, dan sudah menjadi 
salah satu produk perbankan Islam. Dengan demikian, persya- 
ratan realitas yang dirujuk harus yang tidak (belum) ditentukan 
oleh teks, adalah tidak sepenuhnya tepat. Generalisasi per- 
syaratan ini akan banyak menghambat upaya mengintensifkan 
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terdiri dari lima pokok persoalan: yaitu pemeliharaan ter- 
hadap agama (hifzh al-din, jiwa (hifzh al-nafs|, akal (hifzh al- 
'agll, keturunan (hifzh al-nasl) dan harta benda (hifzh al-mil|. 
Setiap hal yang mengandung jaminan terhadap lima prinsip 
ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegasikannya 
adalah kerusakan (mafsadah |. 

Cita sosial ini fal-maslahah) pada akhirnya adalah 
merupakan prinsip dasar fikih dalam interaksinya dengan 
realitas, sehingga ia tidak terjebak dalam pragmatisme atau 
positivisme,” yang bisa menghalalkan segala hal yang 
terjadi dan berlaku pada aras realitas. Cita dasar ini penting 
ditekankan karena dari landasan keadilan dan kemas- 
lahatan itulah hukum-hukum syari'at dibangun dan diletak- 
kan dalam bingkai kehidupan.” Interaksi fikih dengan 


interaksi fikih dengan realitas, yang saat ini telah menjadi 
sebuah keniscayaan. Persoalan hukum 'pesan buat' Jistishnal 
lihat pada: Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Figh al-Mu'awadlat, 1989: 
Universitas Damaskus, Syria, pp. 387-390. 

88 Al-Ghazali, al-Mustashfa min YIlm al-Ushul, tt: Dar al-Fikr, 
Bairut-Libanon. Juz I, hlm. 26. 

59 Positivisme pragmatis memandang fakta sosial sebagai unsur 
yang menentukan konsep hukum. Hukum tunduk kepada 
masyarakat, sehingga konsepsi hukum harus selalu berubah 
mengikuti selera masyarakat, yang pada akhirnya hanya me- 
rupakan upaya untuk memuaskan keinginan-keinginan manusia. 
Positivisme mengasumsikan adanya kontradiksi yang ketat antara 
realitas kenyataan (das Sein| dengan realitas idea (das Sollenj|, 
sehingga yang perlu dikedepankan adalah realitas kenyaatan, 
yang secara nyata telah hidup oleh dan untuk manusia. 
Sementara hukum Islam menyatakan adanya keharmonisan 
antara realitas kenyataan dan realitas ide. Lihat pada: 
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 1999: Logos, 
Jakarta, pp. 62-65. 

90 Di sini Ibn al-Gayyim al-Jawziyyah (w. 751H) menegaskan 
bahwa: “asy-syari'atu mabndha wa asasuha “ala al-hikam wa 
mashdlih al-'ibad fi al-ma'asy wa al-ma'ad. wa hiya “adlun kulluha 
wa rahmatun kulluha wa mashdlihun kulluha wa hikmatun 
kulluha. Fa kullu mas'alatin kharajat “an al-'adli ila al-juwr wa “an 


128 


realitas, dengan sendirinya meniscayakan rekonstruksi fikih 
Ibaca: kontekstualisasi| secara sungguh-sungguh. Jika tidak, 
fikih dikhawatirkan akan menjadi bagian dari sejarah per- 
adaban di masa lalu, yang tidak lagi hidup (baca: menjadi 
hukum positif| dalam realitas umatnya sendiri. 

Rekonstruksi ini dalam tataran paradigmatik diawali 
dengan identifikasi prinsip-prinsip fakultatif-universal Jal- 
mabadi' al-kulliyah| dan prinsip-prinsip partikulatif-imple- 
mentatif fal-mabadi al-juziyyah-al-'amaliyyah|, serta persoalan- 
persoalan tehnis operasional formal Jash-shuwar at- 
tathbigiyyah al-'amaliyyah|. Ia juga meniscayakan adanya pe- 
milahan ulang terhadap apa yang masuk dalam wilayah 
garis vertikal-ketuhanan Jal-'ibidit| dan horizontal-kema- 
nusiaan Jal-mu'amalit|, karena “interaksi dengan realitas' 
dalam wilayah yang kedua akan jauh lebih intens, jika 
dibandingkan dengan yang pertama. 

Prinsip-prinsip fakultatif-universal Jal-mabadi' al- 
kulliyah) adalah ajaran-ajaran yang bersifat asasi yang 
kebenarannya dicukupkan oleh dirinya sendiri Iself evi- 
dence), di atas mana ketentuan-ketentuan normatif dan atur- 
an-aturan hukum diletakkan. Ia bersifat pasti, aksiomatik, 


ar-rahmati ila dliddiha wa “an al-mashlahati ila al-mafsadah wa 
an al-hikmati la al-abatsi fa laysat min asy-syari'ati, wa in 
udkhilat bi at-ta'wil” (Bahwa syari'at Islam itu dibangun atas 
dasar-dasar kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia, 
baik di dunia maupun di akherat. Syari'at seluruhnya adil, kasih 
sayang, maslahat, dan bijak. Oleh karena itu, setiap masalah 
yang keluar dari keadilan menuju ke kecurangan, dari kasih- 
sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju ke kerusakan, 
dan dari kebijakan menuju ke kesewenang-wenangan, maka 
bukanlah syari'at, sekalipun didukung oleh penafsiran (teks), 
karena syari'at itu 'keadilan' Allah di antara hamba-hamba-Nya)|. 
Baca Ibn al-Gayyim al-Jawziyyah, Plam al-Muwaggi'in “an Rabb al- 
“Alamin, ed. Muhy ad-Din “Abd al-Hamid, Dar al-Fikr, Bierut- 
Libanon, Juz III, hlm. 14. 
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tidak berubah-ubah, dan karena itu bersifat fundamental- 
universal. Prinsip ini telah diperbincangkan sejak al-Juwaini 
(w. 478H), al-Ghazali (w. 505H), ar-Razi (w. 606H), al-Amidi 
(w. 631H), al-1zz bin "Abd as-Salam (w. 660H), al-Oarafi (w. 
685 H), ath-Thafi (w. 716H), Ibn Taymiyyah (w. 728 H), Ibn 
al-Oayyim al-Jawzi (w. 751 H), asy-Syathibi (w. 790 H) dan 
Ibn “Asyiir (w. 1393H). Prinsip-prinsip ini mengerucut pada 
empat hal —seperti yang telah dinyatakan oleh Ibn al- 
Oayyim-, yaitu keadilan, kemaslahatan, kerahmatan dan 
kebijakan. 

Sementara prinsip-prinsip partikulatif-implementatif 
(al-mabadi al-juziyyah-al-'amaliyyah| adalah ajaran dasar, 
yang pasti dan aksiomatik, tetapi berada dalam tataran 
implementasi, atau satu cakupan persoalan. Karena itu, 
kefundamentalannya hanya bersifat kebanyakan (fi al- 
ahglab| bukan untuk keseluruhan (fi al-kull). Misalnya prin- 
sip ibadah, prinsip perkawinan, atau prinsip kontrak dalam 
praktek perekonomian. Prinsip ini secara hirarki berada di 
bawah yang pertama. 

Selebihnya adalah persoalan yang masuk dalam 
wilayah tehnis-operasional-formal Jash-shuwar at-tathbigiy- 
yah al-“'amaliyyah|, yang berupa norma-norma hukum 
bersifat terapan, nisbi, terikat oleh ruang dan waktu, oleh 
situasi dan kondisi. Norma-norma hukum dalam wilayah 
ini benar dan harus didukung, selama ia masih mengako- 
modasi ajaran-ajaran prinsipal, baik yang bersifat fakultatif, 
maupun yang partikulatif. Tetapi ketika bukti-bukti em- 
pirik, secara nyata menegaskan yang lain, maka norma 
tersebut bisa berubah dalam bentuk lain, yang secara nyata 
bisa mengakomodasi ajaran-ajaran prinsipal tersebut. 

Contoh persoalan (shuwar| yang telah dibahas dalam 
fikih klasik secara mendalam adalah 'penentuan harga' Jat- 
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tas'ir|” secara paksa. Persoalan ini mengalami perubahan 
pada deskripsi hukumnya (al-washf asy-syar'iy|, tetapi tidak 
pada substansinya Jal-mabda al-kulli). Kalau membaca hadits 
secara literal, maka penentuan harga secara paksa dari 
pihak ketiga, baik individu maupun pemerintah, hukumnya 
adalah haram. Nabi Saw tidak pernah melakukan penen- 
tuan harga sekalipun ketika harga barang-barang di pasar 
Madinah melambung tinggi, di atas kemampuan daya beli 
masyarakat. Bahkan, dalam berbagai riwayat?, Nabi 


“1 Fikih memiliki dua terma tentang harga, sir dan tsaman. Si'r 
adalah harga penawaran yang ditentukan antara penjual dan 
pembeli, sementara tsaman adalah harga asli yang merupakan 
kadar nilai barang yang sebenarnya. Misalnya seseorang bisa 
merakit sebuah komputer dengan spesifikasi tertentu dalam 
waktu dua hari kerja. Jika modal dasar yang digunakan adalah 
Rp. 3.400.000,- (untuk semua pengeluaran, hardware, trans- 
portasi, konsumsi dan komunikasi) dan upah kerja standarnya 
adalah Rp. 75.000,- perhari, maka harga tsaman komputer hasil 
rakitannya adalah Rp. 3.550.000,-, tidak lebih. Sementara harga 
sir adalah tergantung penentuan dan kesepakatan antara penjual 
dan pembeli, bisa lebih banyak dari harga tsaman, bisa juga lebih 
sedikit. 

”2 Tentang penolakan 'penentuan harga' barang ada dua riwayat 
dari Nabi Saw dan satu riwayat dari Umar bin Khaththab ra 
ketika menjabat Khalifah. Pertama, dar Anas ra berkata: “Suatu 
ketika harga barang-barang di pasar Madinah melambung tinggi, 
pada masa Rasullah Saw masih hidup. Orang-orang berdatangan 
kepada beliau seraya memohon: “Ya Rasul, tentukanlah harga di 
pasar kami”. Rasul menjawag: “Allah-lah Penentu harga itu, Yang 
menahan dan Yang melepaskan, Yang memberi rizki kepadamu, 
saya berharap kelak ketika bertemu Allah, tidak ada seorangpun 
yang datang menemuiku menuntut kezaliman yang telah aku 
lakukan kepadanya, baik dalam hal darah maupun harta”. (HR, 
Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ahmad bin Hanbal|. Kedua, dari 
Abu Hurairah ra, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada 
Rasulullah Saw dan berkata: “Tentukanlah harga”. Rasul 
menjawab: “Saya hanya bisa berdo'a”. Datang lagi laki-laki lain 
dengan memohon hal yang sama: “Tentukanlah harga”. Lalu 
Rasul berkata: “Allah-lah yang menurunkan dan menaikkan 
harga, saya berharap ketika bertemu Allah, aku tidak pernah 
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menolak untuk melakukan 'penentuan harga' barang. 
Alasannya, bahwa mekanisme pasar itu merupakan sunna- 
tullah yang seharusnya tidak diintervensi oleh siapapun. 
Sebarang intervensi bisa menyebabkan ketidak-stabilan 
pasar, bahkan kezaliman yang bisa menimpa penjual, atau 
mungkin juga pembeli, atau masyarakat secara umum. Nabi 
Saw enggan melakukan kezaliman kepada siapapun. 

Dari pernyataan Nabi Saw ini, yang tegas dan jelas, 
mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal tas'ir 
adalah haram. Mulai dari ulama syiah Imamiyyah, 
Zaidiyyah, Zhahiriyyah dan Ahli Sunnah. Mazhab Hanafi 
saja yang mengatakan bahwa tas'ir itu hukumnya adalah 
makrih tahrim. Ulama kemudian berbeda pendapat ketika 
dalam tataran realitas masyarakat, ada kebutuhan yang 
sangat mendesak terhadap tas'ir, baik untuk melawan para 
spekulan harga Imugawamit al-ihtikir|, maupun untuk 
menstabilkan harga pasar. Pendapat pertama menyatakan 
tetap haram secara mutlak. Yaitu pendapat mazhab Zahiri, 


melakukan kezaliman kepada siapapun”. (HR Abu Dawud|. Lihat 
pada Ibn al-atisr, Jami' al-Ushul, juz 2/24-25, no. hadis: 433 dan 
434. Ketiga, riwayat al-Baihagi, bahwa Umar bin Khaththab 
pernah memerintahkan seorang pedagang kismis untuk me- 
naikkan harganya atau memasukkanya saja ke dalam rumah. 
Umar kemudian menyesal dan mendatang pedagang tersebut dan 
berkata: “Yang aku katakan tadi bukan kewajiban atau 
keputusanku (sebagai kepala pemerintah|, tetapi saya hanya 
menginginkan kebaikan bagi penduduk negeri, sebenarnya kamu 
berhak untuk menjual dengan harga sesuka kamu”. Al-Baihagi, 
as-Sunan al-Kubra, juz 6/29. 

” Dalam mazhab Hanafi haram berbeda dengan makruh tahrim. 
Yang pertama (haram| untuk hal-hal yang penentuan haramnya 
dari sumber hukum yang dipastikan benar (mutawatir|, seperti al- 
Our'an. Sementara yang kedua (makrah tahrim| untuk hal-hal 
yang penentuan hukumnya dari sumber yang masih menyisakan 
kemungkinan salah Jahadj, seperti hadis-hadis. Artinya pela- 
rangan dari hadis tidak sampai ke derajat haram, hanya samapi 
ke derajat makruh tahrim. 
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asy-Syawkani, beberapa ulama dari mazhab Hanbali, 
beberapa dari Syafi'i dan merupakan pernyataan Malik 
seperti diriwayatkan oleh al-Oasim. Pendapat kedua adalah 
bahwa tas'ir dalam keadaan tertentu bisa diperbolehkan, 
bahwa bisa wajib. Yaitu pendapat mazhab Hanafi, Malik 
dari riwayat Asyhab, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Oayyim dan 
beberapa ulama lain. 

Bagi pendapat yang pertama argumentasinya sangat 
jelas, yaitu teks-teks hadis yang dengan tegas menyatakan 
penolakan Nabi Saw terhadap tas'ir.# Sementara argu- 
mentasi kelompok kedua bukan pada literal teks, karena 
memang literal teks tidak mendukung mereka. Mereka 
berargumentasi dengan logika hukum, prinsip keadilan, 
kemaslahatan dan penghapusan kezaliman terhadap komu- 
nitas masyarakat banyak. Penjelasannya, bahwa penolakan 
Nabi Saw terhadap tas'ir adalah untuk menghindari terja- 
dinya kezaliman terhadap para pedagang. Karena mereka 
dipaksa untuk menjual barang dengan harga yang tidak 
mereka inginkan. Hal ini bisa merugikan mereka dan 
menjatuhkan mereka pada kesulitan yang mungkin bisa 
menjerakan mereka. “Terjadinya kezaliman' adalah inti dari 
penolakan Nabi terhadap tas'ir. Karena itu, ketika realitas 
secara nyata menunjukkan 'adanya kezaliman' pada kasus- 
kasus lain, termasuk sekalipun kasus yang sebaliknya, 
mengafirmasi tas'ir misalnya, maka ia bisa dilaksanakan 


”1 Tentu saja ada alasan dari sisi sosial-ekonominya, seperti 
bahwa “penentuan harga' secara paksa akan menyebabkan 
munculnya 'pasar gelap” atau “penyelundupan” yang bisa menye- 
babkan kelangkaan barang dari pasaran. Ini bisa mengancam 
perekonomian masyarakat secara umum. 
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untuk menghindari “kezaliman' itu, bahkan bisa menjadi 
wajib.” 

Artinya ada persoalannya (shuwar tathbigiyyah 'ama- 
liyyah| yang sama, tetapi deskripsi hukum syara'nya Jal- 
washf asy-syar'i| bisa berbeda. Yaitu “penentuan harga' 
secara paksa dari pihak ketiga (pemerintah misalnyaJ 
kepada pihak penjual. Pada masa Nabi, hukumnya haram 
karena ia bisa menyebabkan kezaliman kepada orang-orang 
Iterutama pedagang), sedangkan pada masa-masa berikut- 
nya ketika kondisi berbeda —terutama masa sekarang- 
hukumnya menjadi halal, bahkan bisa wajib dikarenakan 
tanpa 'penentuan harga' itu, masyarakat banyak bisa jatuh 
pada kezaliman pedagang dan spekulan yang sewenang- 
wenang. Dalam fikih dikenal dengan adagium: “Bahwa 
hukum itu mengikuti logikanya, bisa ada, bisa tidak Jal- 
hukmu yadiru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman)”. 

Dalam hal tas'ir, deskripsi hukum haram masuk 
dalam wilayah tehnis-operasioanl-formal (shuwar that- 
bigiyyah 'amaliyyah|, yang bersifat nisbi dan relatif. Ia bisa 
berubah apabila secara nyata sudah tidak menjamin 
prinsip-prinsip fakultatif-universal Jal-mabda' al-kulli| yang 
mesti diembannya. Di sini juga ada prinsip partikulatif- 


” Dalam hal ini Ibn al-Gayyim (w. 751 H) berkata: “Apabial ia 
(Itas'ir| menyebabkan kezaliman kepada seseorang, dengan 
memaksakan kehendak melampau haknya, untuk menjual de- 
ngan harga yang tidak diinginkannya, atau dilarangnya dari 
sesuatau yang sebenarnya diperbolehkan Allah, maka ia (tas'ir| 
adalah haram. Tetapi kalau ia (tas'ir| bisa menjamin keadilan bagi 
orang-orang, misalnya dengan menentukan harga yang sela- 
yaknya (tsaman al-mitsl| dan melarang penjualan dengan harga di 
atasnya, maka ia bisa diperkenankan Jja'iz|, bahkan bisa wajib”. 
Lihat: ath-Thurug al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-syar'iyyah, ed. 
Ahmad al-'Askari, 1961: al-My'assasah al-'Asriyyah, Kairo-Mesir, 
pp. 285. 
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implementatif Jal-mabda al-juz'iyy| yang secara umum ber- 
sifat fundamental pada kasus ini, yaitu prinsip “kerelaan 
dan “larangan pemaksaan' dalam kontrak (| 'agd|. Prinsip ini 
pada wilayah cakupannya bersifat fundamental, dan dalam 
kebanyakan (fi al-aghlab| selalu dipersyaratkan, untuk 
menjamin tegaknya prinsip-prinsip yang fakultatif, seperti 
kemaslahatan dan keadilan. Tetapi ketika realitas secara 
nyata mengindikasikan hal lain, bahwa 'kerelaan atau 
“pelarangan pemaksaan' justru akan menyebabkan pudar- 
nya keadilan dan kemaslahatan, maka prinsip partikulatif 
(al-mabda al-juz'y| itu menjadi nisbi dan relatif bisa berubah 
untuk menjamin prinsip yang fakultatif Jal-mabda al-kulliy |.” 

Hal demikian ini adalah merupakan metodologi 
interaksi fikih dengan realitas yang berkembang Jat-ta'amul 
ma'a al-wagi' al-jari|. Kalau ulama-ulama terdahulu, seperti 
mazhab Hanafi, Ibn Taymiyyah (w. 728 H) dan Ibn al- 
Oayyim al-Jawzi (w. 751 H) melakukan hal ini untuk 
merespon kondisi realitas mereka, maka ulama sekarang 
juga harus melakukan hal yang sama. Jika tidak, maka fikih 
tidak akan memiliki relevansinya terhadap realitas, bahkan 
bisa menjadi asing dan ditinggalkan umatnya. Kondisi 
realitas-realitas sekarang jauh lebih kompleks dan banyak 
fakta-fakta sosial-ilmiah yang telah berubah, tidak seperti 
yang telah didiktekan oleh masa lalu. Ada fakta-fakta di 
bidang kedokteran, geologi, geofisika, biologi, politik, 
bahkan sosial dan ekonomi. Fakta-fakta empirik ini, jika 
secara nyata memiliki penilaian, maka penilaian ini bisa 
menjadi dasar hukum, sama persis seperti teks-teks agama 
(an-nushiish asy-syar 'tyyah). 


96 Pembahasan yang lebih jelas dan mendalam bisa dilihat pada: 
Muhammad Fathi ad-Durayni, al-Figh al-Islimi al-Mugiran ma'a 
al-Madzdhib, 1995: Universitas Damaskus-Syria, pp. 155-242. 
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Metodologi ini juga bisa digunakan untuk mengkaji 
persoalan-persoalan lain, terutama yang berada pada wila- 
yah inter dan antar personal (figh al-mu'imalit|, seperti per- 
soalan hutang luar negeri. Kalau diurai lebih rinci dan 
dikembalikan kepada pokok persoalan, maka persoalan 
hutang luar negeri masuk dalam cakupan “Konsep Kontrak' 
Inazhariyyat al-'agd|. Konsep kontrak dalam fikih memliliki 
prinsip-prinsip dasar yang harus selalu diperhatikan, yaitu 
kerelaan Jat-taradli|, kejelasan Jal-ma'TOmiyyah atau 'adam al- 
jahdalah), tidak ada paksaan |'adam al-ikrdh), tidak spekulatif 
secara berlebihan | 'adam al-gharar| dan tidak melanggar 
prinsip-prinsip yang fakultatif.” 

Selain ketentuan-ketentuan di atas, masuk dalam 
katagori tehnis-operasional-formal (shuwar tathbigiyyah 'ama- 
liyyah|, yang tentu saja bersifat relatif dan nisbi. Seperti per- 
soalan jenis kontrak, syarat-syarat kontrak, pelaku kontrak 
dan alasan atau tujuan kontrak. Dalam hal hutang, selama 
prinsip-prinsip di atas terjamin, secara umum tidak menjadi 
urgen untuk hal-hal yang berkaitan dengan tujuan hutang, 
jumlah hutang, pelaku hutang, individu atau pemerintah, 
muslim atau non-muslim, atau di antara keduanya. 

Deskripsi hukum syara' dalam kontrak adalah sah 
dan tidak sah. Sah (shahih) ketika ia memenuhi syarat-syarat 
dan memiliki konsekwensi seperti yang telah ditentukan. 
Jika tidak, maka tidak sah, yaitu batal (buthlin| dan rusak 
Ifasad|. Batal untuk sesuatu yang tidak mungkin lagi diper- 
baharui, sehingga harus dihentikan dan dikembalikan se- 
perti sebelum terjadi kontrak. Sedangkan rusak untuk se- 
suatu yang masih mungkin diperbaharui lagi. Dalam 
mazhab Hanafi kontrak yang mengandung riba, masuk 


” Lihat pada: Muhammad az-Zuhaili, an-Nazariya al-Fighiyyah, p. 
75-126. 
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dalam deskripsi fasid. Kontrak itu tidak harus dihentikan 
karena ada riba, tetapi bisa diteruskan dengan syarat me- 
ngembalikan riba itu pada orang yang berhak, sementara 
kontrak tetap sah. 

Persoalan hutang luar negeri tidak pernah dibahas 
secara khusus dalam literatur-literatur fikih. Yang ada, ha- 
nya persoalan hutang secara umum, yang biasanya berlaku 
bagi hutang-piutang antar individu. Tetapi apa yang sah 
dilakukan oleh individu, juga sah dilakukan kelompok Jasy- 
syuraka| atau institusi. Artinya, hutang bisa dilakukan antar 
individu, antar kelompok atau institusi, juga antar individu 
dan kelompok. Nabi Saw sering berhutang, atas nama 
pemimpin komunitas, kepada individu masyarakat untuk 
kepentingan komunitas atau keperluan beberapa masya- 
rakat miskin. 

Hutang-piutang dalam fikih dibahas dalam bab al- 
gardl. Ta masuk dalam katagori tolong-menolong (ta'iwun), 
sehingga hukumnya sunnah bagi pemberi hutang (mugridl| 
dan mubah bagi penerimanya (mustagridI). Bagi Syihab ad- 
Din al-Oarafi (w. 685 H) hutang-piutang termasuk dalam 
persoalan-persoalan pengecualian Jal-mustatsnayit|, yang 
awalnya haram, lalu diperbolehkan karena kebanyakan 
orang memerlukannya untuk kemaslahatan. Hukum awal- 
nya haram, karena hutang-piutang termasuk kontrak yang 
mengandung ketidak-jelasan (jahilah) dan spekulasi (gha- 
rar). Ketidak-jelasan bisa pada kepastian pembayaran, nilai 
tukar barang saat hutang dan saat pembayaran, atau bisa 
masuk dalam katagori kontrak penukaran antara barang 
yang ada waktu kontrak dan barang yang tidak ada waktu 
kontrak. Karena itu, hutang diperkenankan hanya ketika 
benar-benar secara nyata mendatangkan kemaslahatan, 
terutama bagi penerima hutang (mustagridI). Jika tidak, kata 
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al-Oarafi (w. 685H), bisa menjadi haram hukumnya, atau 
jika digunakan bukan pada hal-hal yang diperkenankan 
Pamal al-ma'raf|. 

Pendapat lain, bahwa hutang-piutang bukan terma- 
suk hukum pengecualian, karena ia sejak awal diper- 
kenankan dan telah dilakukan oleh Nabi Saw. Ia, hukum 
awalnya adalah mubah, bahkan baik dan dianjurkan, 
terutama ketika tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebu- 
tuhannya selaint berhutang. Suatu saat Maimunah ra, isteri 
Nabi Saw, dihardik teman-teman dan saudara-saudaranya, 
karena terlalu banyak berhutang. Lalu dia menjawab 
mereka: 


“Saya tidak akan berhenti berhutang, karena sa- 
ya mendengar dari suamiku dan kekasihku ber- 
sabda: “Seseorang yang berhutang, dan Allah 
tahu kalau dia bermaksud membayar hutang itu, 
maka Allah akan memberinya rizki di dunia 
untuk membayar hutangnya”. HR An-Nasa'1?. 


Tetapi pada intinya hukum hutang-piutang itu mu- 
bah, atau diperkenankan, dan dianggap sah apabila me- 
menuhi syarat-syarat sebuah kontrak. Seperti yang berkait- 
an dengan pelaku kontrak, barang yang menjadi objek 
kontrak hutang dan lafal kontrak. Ulama berbeda pendapat 
mengenai masa kontrak, apakah kontrak hutang boleh 
mensyaratkan masa kontrak, atau tidak? Mayoritas ulama 
tidak memperkenankan adanya pensyaratan masa kontrak. 
Artinya, kontrak hutang harus dibebaskan dari ketentuan 


28 Lihat Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 1989: 
Dar al-Fikr, Damaskus-Syria, juz 4/719. 
9 Tbn al-Atsir, Jami? al-Ushul, juz 5/184, no. hadits: 2537. 
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masa kontrak, pemberi hutang bisa menuntut piutangnya 
kapan saja, dan penerima hutang berkewajiban membayar 
hutang kapan saja, terutama pada saat ia mampu mem- 
bayarnya. Tanpa ada batasan yang harus ditentukan, 
tergantung kemampuan dan kesempatan, karena pemba- 
tasan waktu akan menjadikan 'kontrak hutang' tidak jauh 
berbeda dengan kontrak riba uang. Dalam fikih, tukar 
menukar uang dirham dan dinar harus dilakukan secara 
langsung, tanpa jeda waktu, dan dalam jumlah yang sama. 
Jika tidak, maka ia termasuk riba yang diharamkan seperti 
yang disebutkan di dalam sebuah hadis shahih. Artinya, 
penentuan tenggang waktu dalam 'tukar-menukar uang 
tidak diperkenankan, karena masuk dalam kategori riba. 
Kontrak hutang adalah bentuk lain dari tukar-menukar 
uang, ia diperkenankan untuk sebuah keperluan dan 
kemaslahatan, tetapi penentuan atau pembatasan waktu 
tetap tidak diperkenankan. Ini pendapat mayoritas ulama. 


Bagi Imam Malik (w. 186H) pembatasan masa kon- 
trak hutang adalah diperkenankan, karena kedua pelakunya 
telah diberikan hak penuh untuk melangsungkan atau 
membatalkan kontrak tersebut. Pembatasan masa hanya 
merupakan tambahan dari komitmen melangsungkan kon- 
trak hutang. Dalam hadis disebutkan bahwa “Orang-orang 
muslim terikat dengan syarat-syarat yang dibuat oleh mere- 
ka sendiri” Jal-muslimiina 'inda syuruthihim|.9 Pendapat ini 
yang pada akhirnya banyak digunakan oleh uammat. 


100 Riwayat Abu Dawud, Ahmad, at-Turmudzi dan ad-Daruguthni 
dari Amr bin Awf. Ibn Hibban juga meriwayatkan dari Abu 
Hurairah ra, Hakim dari Anas ra, Thabrani dari Rafi' bin Khadij ra 
dan al-Bazzar dari Ibn Umar ra. Lihat: Asy-Syauwkani, Subul as- 
Salam, juz 3/59. 
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Dr. Wahbah az-Zuhaili, seorang pakar fikih dari 
Syria, menyimpulkan bahwa persyaratan yang paling 
mendasar dalam kontrak hutang adalah dua hal: (aj 
Kontrak tidak mengandung 'pemberian manfaat' bagi 
pemberi hutang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 
Artinya kontrak hutang harus tidak mendatangkan manfaat 
bagi pemberi hutang. Apabila manfaat itu diperuntukkan 
bagi penerima hutang saja, maka kontrak hutang tetap sah. 
Tetapi kalau 'manfaat' itu diperuntukkan bagi pemberi dan 
penerima hutang sekaligus, maka kontrak hutang tidak sah. 
IbJ Kontrak hutang tidak diikatkan dengan jenis lain, dalam 
satu kontrak. Seperti hutang dengan jual-beli, atau dengan 
hibah, atau yang lain. Apabila ada kontrak hutang yang 
mensyaratkan adanya kontrak jual beli, maka kedua 
kontrak tersebut tidak sah dalam pandangan fikih.!”! 


Tetapi penerima hutang bisa saja memberi hadiah 
kepada pemberi hutang, asal tidak disyaratkan dalam kon- 
trak, atau diucapkan oleh pemberi atau penerima hutang. 
Imam Malik (w. 186H) dalam hal ini tetap tegas, bahwa 
pemberian dan penerimaan hadiah karena hutang tidak 
diperkenankan dan haram hukumnya. Apalagi kalau dipas- 
tikan bahwa hadiah hanya akan terjadi ketika ada hu- 
bungan hutang-piutang. Sesuai dengan kaedah dasar dalam 
kontrak hutang: "setiap kontrak hutang yang menda- 
tangkan manfaat, adalah riba" (Kullu Oardlin jarra manfa'atan 
fahuwa ribal, Kaedah ini bagi sebagian ulama adalah 
universal dan berlaku menyeluruh kepada setiap manfaat, 
sekecil apapun. Termasuk diantaranya adalah makan, atau 
tidur di rumah penerima hutang, menaiki kendaraanya dan 
memakai bajunya. Tetapi ada sebagian ulama yang mem- 


101 az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, , juz 4/727. 
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perketat kaedah pada manfaat yang disyaratkan di dalam 
kontrak. Jika tidak, maka manfaat itu bisa dipergunakan 
oleh pemberi hutang, apalagi kalau sudah menjadi kelum- 
rahan (realitas) dalam tradisi hutang-piutang. 


Norma-norma fikih seperti ini berlaku mutlak, baik 
ketika pelaku kontrak adalah individu maupun komunitas 
Isyuraka| atau institusi, baik untuk kepentingan individu, 
atau untuk masyarakat, baik dalam batasan lokal, nasional, 
maupun internasional. Nabi Saw, sebagai kepala peme- 
rintahan, telah melakukan kontrak hutang untuk kepen- 
tingan masyarakat, dengan menjanjikan pembayaran dari 
harta zakat yang akan dipungut. Pemerintah, sebagai 
pemegang kendali kemaslahatan masyarakat, berhak untuk 
memungut harta dari warganya yang kaya untuk kepen- 
tingan publik, atau negara.!02 


Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa seorang 
Imam, atau kepala pemerintah, berhak untuk berhutang 
demi kepentingan negara, atau untuk mencukupi kebu- 
tuhan warganya yang miskin. Dalam bahasa Yunus Rafig 
al-Misri, ia masuk dalam katagori hutang publik Jal-gardl al- 
'am). Hutang publik, secara tegas telah dinyatakan kebo- 
lehannya oleh al-Juwaini, al-Ghazali, asy-Syathibi dan Ibn 


102 Ibn Hazm dengan tegas mengatakan: "Orang-orang yang kaya 
di setiap daerah diwajibkan untuk mencukupi segala kebutuhan 
orang-orang fakir. Jika tidak melakukan, maka pemerintah 
berhak untuk memaksa mereka, apabila harta zakat tidak dapat 
mencukupi. Yang harus mereka tanggung adalah keperluan 
makanan yang pokok bagi orang-orang fakir, pakaian musim 
dingin dan panas dan rumah tempat berteduh dari terik 
matahari, hujan dan pandangan orang-orang yang lalu-lalang". Al- 
Muhalla, juz 6/156. Dalam pandangan al-Juwaini, dari mazhab 
Syafi'i, kewajiban ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk 
mencukupi kebutuhan pertahanan negara dari ancaman musuh. 
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Taymiyyah. Hutang publik boleh dilakukan, apabila diper- 
untukkan bagi pembiayaan pertahanan negara, pemulihan 
dari dan persiapan untuk menghadapi bencana. Hutang ini 
diperbolehkan ketika ada kepastian bahwa Baitulmal ne- 
gara bisa membayarnya pada masa berikutnya, bahkan bisa 
wajib apabila kebutuhan dan keperluan sudah mendesak. 
Apabila baitulmal tidak memiliki kepastian bisa membayar, 
maka kata asy-Syathibi, negara tidak perlu berhutang, tetapi 
bisa memberlakukan pungutan wajib (tawzhif mali) terhadap 
warga-warganya yang kaya. Dalam hal ini, baik berhutang 
maupun pungutan wajib, kata asy-Syathibi syarat utamanya 
adalah keadilan dan kemaslahatan.!8 


Hutang negara, seperti yang tertulis dalam literatur 
fikih klasik adalah hutang antara negara dengan warganya 
yang kaya, bukan antara negara dengan negara lain, atau 
antara negara dengan warga negara lain. Persoalan-per- 
soalan yang terakhir ini baru muncul pada masa pemben- 
tukan negara bangsa, yang tentu secara langsung belum 
disentuh oleh fikih-fikih klasik. Tetapi pada pokoknya suatu 
kontrak bisa dilakukan oleh individu, maupun oleh insti- 
tusi. Karena itu, kontrak hutang negara, dalam bentuk apa- 
pun, pada prinsipnya adalah sah dan dibenarkan oleh 
fikih 9 


103 Lihat: Yunus Rafig al-Misri, Ushul al-Igtishad al-Islami, 1993: 
Dar al-Oalam, Damaskus-Syria, pp. 235-240. 

104 Dengan demikian pengaitan hutang negara dengan status 
negara donor yang sekuler atau negara kafir adalah tidak benar 
sama sekali dalam pandangan fikih. Karena dalam fikih transaksi 
tidak mensyaratkan agama tertentu. Transaksi atau kontrak bisa 
dilakukan antara orang muslim, atau antara non-muslim, atau 
antara muslim dan non-muslim, baik sebagai individu maupun 
negara. Nabi Saw biasa melakukan transaksi jual beli dengan 
orang Yahudi, bahkan di akhir hayat beliau masih memiliki 
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Tetapi persoalan hutang negara bukan hanya per- 
soalan fikih, sehingga tidak bisa dibahas benar-salah, perlu- 
tidak perlu, atau baik-buruknya, hanya dari sisi teks-teks 
fikih semata. Fikih harus masuk ke dalam realitas-realits 
untuk menemukan fakta-fakta sosial, lalu menautkannya 
dengan prinsip-prinsip yang fakultatif dan yang parti- 
kulatif. Norma-norma fikih adalah norma-norma yang se- 
cara umum masuk dalam katagori implementatif kasuistik, 
yang bersifat relatif. Ia benar dan perlu selama masih 
menjamin kemaslahatan dan keadilan. Sebaliknya, ia bisa 
salah dan tidak perlu ketika yang terjadi adalah sebaliknya. 


Persoalan hutang negara, dalam pandangan fikih, 
baik deskripsi hukum syara'nya, syarat-syarat, atau rukun- 
rukunnya, adalah bersifat relatif dan kondisional. Ia harus 
didialoggkan dengan realitas yang ada dan berkembang. 
Karena realitas memiliki kebenaran, sebagaimana teks-teks 
juga memliki kebenaran. Fikih sekarang, tidak bisa dengan 
sendirinya melalui bacaan teks-teks saja, melakukan pe- 
ngadilan terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. 
Fikih harus terinspirasi dari kebenaran-kebenaran realitas, 
dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemas- 
lahatan, kerahmatan dan kebijakan. 


Realitas sekarang sudah sedemikian rupa berubah 
dari masa lalu. Dalam persoalan hutang yang individual 
saja, pada saat ini ada makelar, komisi, jasa administrasi, 
inflasi uang, institusi pengamanan, kewajiban penentuan 
masa kontrak, bunga, syarat-syarat tambahan dan akibat- 


hutang terhadap ornag Yahudi. Pada waktu perang Hunain, Nabi 
Saw juga meminjam peralatan perang dari seseorang yang masih 
musyrik, yaitu Shafwan bin Umayyah. Lihat: Dr. Muhammad 
Sa'id Ramadlan al-Buthy, Figh as-Sirah an-Nabawiyyah, 1991: 
Universitas Damaskus-Syira, pp. 345. 
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akibat sosial yang ditimbulkan oleh hutang, serta persoalan- 
persoalan lain yang melatari, baik ekonomi, sosial, maupun 
politik. Apa yang disebut sekarang dengan penyelesaian 
ekonomi Islam, pada tingkat parsial-implementatifnya tidak 
sepenuhnya persis seperti apa yang dikatakan oleh fikih. 
Bahkan, mungkin yang sama hanyalah nama, atau simbol 
formalnya saja. Seperti produk-produk bank syari'ah, 
mudarabah, takaful, atau apa yang dikenal dengan istilah al- 
bai' bi tsaman al-ajil. Produk-produk itu muncul dalam ben- 
tuknya yang baru, setelah berinteraksi dengan realitas-reali- 
tas ekonomi kontemporer, sehingga tidak bisa diklaim 
sepenuhnya islami, atau syar'i. Secara subtantif, yang islami 
adalah produk-produk yang secara nyata memberikan 
jaminan keadilan dan kesejahteraan, bukan yang membawa 
simbol-simbol semata. Tentu saja, interaksi itu niscaya, 
tetapi terhenti pada penemuan label-label dan simbol, dan 
tidak dengan serta merta mengklaim islami. 


Realitas Indonesia, lengkap dengan persoalan-per- 
soalan ekonomi, politik dan sosialnya, yang berkaitan de- 
ngan 'hutang luar negeri' harus dibaca dan dijadikan dasar 
untuk menentukan deskripsi hukum syara'nya secara tepat, 
dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip yang fakultatif- 
universal, keadilan, kemaslahatan, kerahmatan dan kebijak- 
sanaan. Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan. 
Biasanya, orang hanya memerlukan jawaban-jawaban yang 
instan dan final, ini halal dan ini haram, atau ini wajib dan 
ini makruh. Jawaban-jawaban yang instan dan parsial tidak 
akan menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan 
masalah-masalah baru, yang tidak kalah seriusnya. 


Persoalan hutang Indonesia, di samping karena 
tuntutan-tuntutan internal, juga terkait langsung dengan 
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sistim dunia internasional dan kebijakan-kebijakan pemba- 
ngunan yang bersifat global. Perjanjian hutang-piutang 
Indonesia dengan negara manapaun, apabila sesuai dengan 
aturan kesepakatan yang dibuat, tentu harus dihormati dan 
dilaksanakan. Kita tidak bisa dengan mudah menyatakan 
batal terhadap perjanjian-perjanjian hutang, sementara kita 
Ibaca: sebagian kita) sudah menerimanya dan menik- 
matinya. Tetapi prinsip-prinsip universal juga harus dite- 
gakkan, yaitu rasa keadilan hukum, keadilan dan kemas- 
lahatan masyarakat. Prinsip-prinsip ini bisa dijadikan dasar 
untuk mengevaluasi kembali persoalan-persoalan hutang 
Indonesia. Kebenaran ada pada keadilan, karena itu harus 
didahulukan daripada kontrak-kontrak yang telah dibuat 
sekalipun Jal-hagg gadim|. 


Sejauh menyangkut realitas Dunia Ketiga, hutang 
luar negeri ternyata cukup menjerat eksistensi kepeme- 
rintahan suatu negara. Ia berpotensi menggiring satu negara 
pada situasi hiperinflasi bahkan menjadi penyebab ke- 
munculan lost decade, yaitu “hilangnya' negara tersebut dari 
percaturan ekonomi global.!5 Pada konteks Indonesia, be- 
ban hutang luar negeri teramat jelas menghadirkan berbagai 
persoalan ekonomi dan sosial yang sangat tidak seder- 
hana.'6 Pada tataran ekonomi misalnya, -— seperti dianalisis 


105 Apa yang terjadi pada negara-negara Amerika Latin seperti 
Meksiko, Argentina dan Brazil pada pertengahan tahun 80-an 
rasanya bisa cukup menggambarkan kenyataan ini. Lihat: Sri 
Mulyani Indrawati, CGI dan Dilema Hutang Luar Negeri, artikel 
koleksi penulis. 

106 Sri Mulyani Indrawati, memaparkan bahwa antara tahun 1996 
dan 1999 terjadi kenaikan dari US $ 110 miliar menjadi US $ 152. 
Sementara dalam catatan INFID, hutang luar negeri Indonesia 
mengalami kenaikan yang signifikan pasca terjadinya krisis 
ekonomi, yaitu dari 30 Yo GDP menjadi 128 Yx GDP. Lembaga ini 
juga menyebutkan bahwa pembayaran hutang luar negeri 
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oleh INFID — beban hutang Indonesia setidaknya mem- 
berikan dampak perekonomian nasional dalam empat hal: 
pertama, beban pembayaran hutang akan terus meningkat 
seiring dengan turunnya nilai rupiah dibanding pra-krisis. 
Akibatnya masyarakat mesti bekerja lebih keras karena 
denominasi hutang luar negeri dalam mata uang asing 
sementara pembayaran hutang oleh rakyat (melalui pajak 
misalnya) dalam rupiah. Kedua, kemampuan membayar 
hutang akan menurun karena penurunan debt service ratio 
(DSR). Ketiga, karena alokasi pembayaran hutang luar ne- 
geri sangat besar, maka potensi dan dana untuk mendorong 
perekomian menjadi teramat lemah. Dan keempat, stok 
hutang luar negeri yang besar menyebabkan rendahnya 
ekspektasi dan kepercayaan masyarakat yang pada akhir- 
nya berpotensi menimbulkan external shock.!” 

Sementara pada dimensi sosial, kita tak bisa me- 
ngelak bahwa beban hutang luar negeri yang berkait ke- 
lindan dengan sulit pulihnya perekonomian nasional, telah 
menyebabkan semakin tingginya angka penduduk miskin, 


Indonesia pada tahun 2000, 2001 dan 2002 mencapai US $ 3,7 
miliar, US $ 5,4 miliar dan US $ 7,6 miliar.106 Sementara 
berdasarkan sumber dari Bank Indonesia (BI), total hutang luar 
negeri Indonesia sudah mencapai 137,6 milyar dolar AS. Dari 
jumlah tersebut ternyata 74.164 milyar dolar AS (53,9 persen ) 
merupakan utang luar negeri pemerintah, dan 63.438 milyar 
dolar AS (46.1 persen ) utang sektor swasta. 

107 Ibid. Lebih jauh dari itu, tentunya adalah kemungkinan 
bangkrutnya ekonomi Indonesia. Apa yang terjadi pada Argentina 
yang menyatakan default (tidak mampu lagi membayar hutang), 
kiranya patut menjadi peringatan. Sebab, sedikit banyak feno- 
mena yang melatari proses keluarnya pernyataan default itu ada 
pada bangunan perekonomian kita. Sebuah malapetaka besar, 
jika Indonesia yang pada era 90-an sempat melejit menjadi salah 
satu fenomena Miracle of Asia, terpuruk menjadi negara yang 
hilang” dari percaturan ekonomi global, bahkan menjadi negeri 
yang tergadai. 
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turunnya indikator kesehatan dan kesejahteraan, mening- 
katnya jumlah pengangguran, dan beberapa persoalan 
sosial lainnya. Belum lagi jika kita berbicara tentang kete- 
gangan politik terus menerus yang pada banyak hal, sering 
dikaitkan dengan isu kegagalan pemerintah dalam meng- 
angkat perekonomian nasional dari keterpurukannya. 

Pada aras politik global, hutang-hutang negara 
Dunia Ketiga terkait dengan rancangan dominasi negara- 
negara Barat, dengan Amerika sebagai pemimpin, untuk 
menguasai seluruh dunia, dan memaksakan tatanan dunia 
baru menurut versi-nya. Pengucuran hutang adalah upaya 
penundukkan oleh negara kreditur terhadap negara-negara 
debitur. Sama kondisinya dengan arah ekonomi global yang 
terus menerus digulirkan. Dengan melihat pada aktivitas 
lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World 
Bank, maupun ekspansi perusahaan-perusahaan multi- 
nasional (MNC), teramat jelas bagaimana arah strategi 
hegemoni kapitalisme ini: Negera-negera Utara, menjadi 
muara kemana uang dan kekayaan mengalir, sementara 
negara-negara Selatan, atau Dunia Ketiga, menjadi kelom- 
pok marjinal yang terperas habis dan semakin lama se- 
makin miskin sekaligus tergantung pada kelompok 
pertama.'' 


108 Merujuk pada Francis Fukuyama dengan teori the end of 
history-nya, kita memang bisa menemukan betapa ambisiusnya 
negara-negara Barat yang berbekal kapitalisme dan liberalisme 
untuk menjadi penguasa tunggal peradaban. Fukuyama, dengan 
corak pemikiran Hegeliannya merumuskan bahwa sejarah 
merupakan “man's search for a single congenial political system”. 
Berdasarkan teori ini, sejarah dunia dipandang mendekati masa 
akhirnya karena pada saat ini, umat manusia tak lagi memiliki 
pilihan bagi kehidupannya selain kapitalisme dan liberalisme. 
Lihat: Ahmet Davutoglu, Civilizational Transformation and The 
Muslim World, Mahir Publication Sdn. Bhd, 1994, p.l 
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Hutang negara-negara dari Dunai Ketiga tidak 
terlepas dari apa yang dikenal dengan gerakan neo-li- 
beralisme yang kini sepertinya menjadi arus utama per- 
gerakan dunia. Gerakan ini bertujuan pembentukan kondisi 
dimana yang akan berkuasa adalah pasar, para pemilik 
modal, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Semen- 
tara pemerintah di negara-negara dunia ketiga, menjadi 
pemerintah yang “tidak lagi memiliki kekuasaan” dan 
masyarakat dunia ketiga, dengan segenap kelemahannya 
menjadi sapi perah yang tak berdaya.!” 


109 Analisis menarik tentang skenario neo-liberalisasi dan 
globalisasi ini dapat dibaca dalam Chris Harman. "Anti-capitalism: 
Theory and Practice", International Socialism No 88, London, 
2000, yang disadur dan ditejermahkan oleh Julian dan Setiabudi 
,http://janus.centrin.net.id/ -archam/arsip/arsip.htm. Dalam 
pandangan Harman, gagasan-gagagasan neo-liberalisme mulai 
digulirkan dengan berangkat “Thatcherisme” di Inggris dan 
“Reaganomics” di Amerika Serikat, Gagasan ini mendapat 
sambutan dari kelompok sosial demokratik dalam program “The 
Third Way”, bahkan kemudian menjadi fondasi bagi kebijakan 
lembaga-lembaga internasional seperti WTO, IMF dan Bank 
Dunia. 

Konsep utama neo-liberalisme adalah bahwa aparatus negara 
seharusnya tidak ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan pokok 
ekonomi nasional maupun internasional. Merujuk pada fenomena 
tahun 30-an, juga ambruknya perekonomian blok Sovyet, inter- 
vensi pemerintah dipandang sebagai sumber inefisiensi industri 
dan mandegnya perekonomian. Karena itu, solusinya adalah 
pemberlakukan kebijakan pasar bebas. 

Melalui pasar bebas ini, modal dapat mengalir kemanapun secara 
leluasa, sehingga segenap barang dan jasa yang diperlukan akan 
bisa diproduksi di tempat yang paling cocok. Lewat model ini, 
ekonomi akan menjadi dinamis, dan pertumbuhan ekonomi akan 
sangat terpicu. Ujungnya, kelompok kaya akan bertambah ba- 
nyak, dan cucuran ke bawah (trickle down effect) akan menjadi 
jalan keluar bagi kalangan miskin yang mayoritas untuk beranjak 
dari kubangan kesengsaraan. Seperti itulah kiranya, idealita yang 
melatarbelakangi gerakan neo-liberalisme. 

Selanjutnya, konsep neo-liberal bertaut dengan gagasan globali- 
sasi. Globalisasi meniscayakan terjadinya restrukturisasi dunia 
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Dengan demikian menjadi jelas bagi kita, bahwa 
pada konteks Indonesia misalnya, jeratan hutang luar negeri 
justru semakin mempermulus terwujudnya skenario di atas. 
Beberapa rekomendasi IMF maupun Bank Dunia jelas me- 
nunjukkan hal ini, betapa yang mereka rekomendasikan 
justru adalah hal-hal memberatkan rakyat kecil dan cende- 
rung memperkuat posisi pemilik modal, seperti pengha- 
pusan subsidi BBM, swastanisasi BUMN, peningkatan pa- 
jak, penjualan asset-asset pemerintah, dan sebagainya. Ti- 
dak berlebihan kiranya, jika ditengarai bahwa kebaikan IMF 
dan World Bank untuk terus mengucurkan uangnya selama 
Orde Baru (sebagai hutang yang mesti dibayar!), meski 
mereka tahu kebocoran dan korupsi senantiasa terjadi, tak 


seiring dengan semakin lancarnya aliran modal dari satu tempat 
ke tempat lainnya, tanpa intervensi pemerintah sedikitpun. Para 
pemilik modal akan bebas pergi ke negara - dan menjual 
produknya ke pasar manapun - yang paling menguntungkan. 
Melalui skenario ini, negeri-negeri maju yang sudah bersifat 
paska-industrial, dan kelas perkerja di barat tidak lagi me- 
rupakan kekuatan yang berarti, karena industri manufaktur 
sedang berpindah ke dunia ketiga. Tinggallah semacam ma- 
syarakat "sepertiga": di satu sisi ada kelas menengah (sepertiga 
dari penduduk) yang mempunyai cukup keterampilan (human 
capital) untuk mendapatkan gaji tinggi - sedangkan di sisi lain 
"proletariat bawah" paling-paling bisa mencari pekerjaan 
sementara yang "fleksibel" dan tak terampil, dengan upah yang 
tidak bisa naik menjadi terlalu tinggi karena tersaingi oleh 
barang-barang murahan dari dunia ketiga. 

Sementara, di dunia ketiga, massa rakyat tidak mempunyai 
pilihan lain kecuali menawarkan diri sebagai tenaga kerja 
murahan untuk perusahaan-perusahaan multinasional, dengan 
upah yang melarat. Pemerintah-pemerintah tidak dapat berbuat 
apa-apa kecuali mengajak rakyat menyambut pasar bebas 
internasional. Industri pertanian mesti dibentuk kembali guna 
menghasilkan barang-barang yang bisa dijual di pasaran global. 
Pajak untuk membiayai dinas kesehatan, kesejahteraan serta 
pendidikan rakyat harus diminimalkan. Kaum buruh harus mem- 
banting tulang untuk menyambung hidup. Demikian skenario 
"globalisasi" ekstrim. 
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lebih dari strategi untuk menundukkan pemerintah dan 
rakyat Indonesia pada dominasi dan hegemoni pasar.!! 

Kita juga melihat bahwa hutang luar negeri yang 
sedemikian besar, tidak menghasilkan social return yang me- 
madai. Infrastruktur fisik maupun kapasitas SDM Indonesia 
pada saat ini, cenderung lebih menggambarkan profil 
negara yang tak serius membangun. Kemana sebenarnya 
uang hasil menghutang itu lari, sementara negeri kita tetap 
menjadi negeri yang miskin, dengan fasilitas pelayanan 
publik yang teramat buruk, dan penduduk yang mayoritas 
berpendidikan rendah?! 

Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa po- 
sisi Indonesia (dan negara-negara Dunia Ketiga lainnya) 


10 Dan justru di sini pula terletak akar persoalannya, jeratan dari 
para pemilik modal malah disambut gembira oleh aparatur negara 
yang oportunis dan mudah tergoda untuk meraih kekayaan 
secara tidak sah dengan “membocorkan” dana hutang yang 
semestinya dialokasikan untuk pembangunan negara. Kita bisa 
menengok pada fakta, bahwa Indonesia telah bertahun-tahun 
masuk ke dalam daftar negara-negara yang paling korup di dunia. 
Bahkan, dalam survey Political and Economic Risk Consultancy 
(PERC) di 12 negara semenjak tahun 1995, Indonesia menjadi 
negara korup nomor satu. 

111 Terkait dengan hal ini, kita bisa merujuk pada teori Hallberg 
yang pernah dikemukakan Agus Hidayat dalam artikelnya, 
Bangga Hutang. Hallberg mengemukakan gagasannya tentang 
proses pembentukan hutang negara dengan teorinya yang disebut 
teori tarikan hutang (loan - pull teory ). Berdasarkan teori ini, 
pinjaman luar negeri dapat dikategori menjadi dua. Pertama, 
pinjaman yang didasarkan pada kalkulasi ekonomi yang matang 
dan jelas terkait dengan proses peningkatan kapasitas produksi 
nasional. Kedua, kedua adalah pinjaman luar negeri yang 
ditentukan oleh faktor-faktor yang random, yang erat sekali 
kaitannya dengan perilaku elit kekuasaan di negara-negara 
berkembang, yaitu perilaku korup yang bertanggung jawab 
terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber- 
sumber ekonomi nasional terutama sumber-sumber internasional 
dalam rangka pinjaman luar negeri. 
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berada pada posisi yang sulit dan dilematis. Hutang luar 
negeri, juga jaring-jaring kapitalisme, merupakan realitas 
yang tak terbantahkan. Demikian pula keberadaan WTO, 
IMF, Worl Bank, serta segenap tekanan untuk mewujudkan 
perdagangan bebas dan pasar yang terintegrasi. Supremasi 
peradaban Barat dengan segenap perangkatnya yang cende- 
rung mengeksklusi dan memarjinalkan masyarakat Dunia 
Ketiga (termasuk kaum Muslim di dalamnya), memang 
teramat sulit untuk dielakkan 

Kenistaan realitas yang digambarkan menunjukkan 
bahwa hutang-piutang Indonesia tidak sejalan dengan 
prinsip-prinsip universal fikih. Tetapi apakah lalu dengan 
serta-merta fikih mengharamkan hutang luar negeri, 
membatalkan atau menuntut penghapusan seluruh hutang- 
hutang Indonesia? Mungkin fikih dengan sendirinya bisa 
mengatakan demikian, tetapi dalam hal ini fikih hanya bisa 
menjawab persoalan, dan tidak menyelesaikan persoalan. 
Persoalan hutang adalah sangat kompleks, penyelesainnya 
memerlukan gerakan bersama dengan membangun pe- 
nguatan-penguatan internal di tingkat grassroot dan men- 
jaring aliansi strategis dengan berbagai negara-negara yang 
senasib, dari Dunai Ketiga. 

Realitas ini meniscayakan ijtihad baru, tidak saja 
dalam wilayah fikih ekonomi, tetapi juga wilayah-wilayah 
lain, fikih politik, sosial, termasuk fikih perempuan. Untuk 
menemukan format pandangan keagamaan yang sejalan 
dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Realitas 
ini juga menuntut wacana keagamaan yang plural dan ber- 
sahabat, tanpa prasangka-prasangka teologis dan idiologis, 
untuk membangun kebersamaan dengan berbagai komu- 
nitas lain dalam menghadapi ancaman globalisasi dengan 
ekses-eksesnya. Akhirnya, yang ingin disimpulkan bahwa 
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fikih terlalu naif kalau hanya bisa mengatakan halal dan 
haram terhadap persoalan masyarakat, tanpa bergumul 
terlebih dahulu dengan realitas-realitas yang ada dan 
berkembang. Wallahu a'lam. IJ 


152 


Perkembangan Pemikiran Figh Zakat 


Banyak orang berharap bahwa zakat, sebagai institusi 
keuangan yang Islami, akan berperan banyak dalam menye- 
lesaikan berbagai permasalahan ekonomi ummat kontem- 
porer, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan kepe- 
milikan sumber-sumber ekonomi. Zakat sering diasumsikan 
sebagai simbol ekonomi keadilan dan kerakyatan. Ia diya- 
kini dapat menempatkan sumber-sumber ekonomi pada 
tempat yang semestinya, sehingga secara kreatif akan 
sanggup menumbuhkan daya produktifitas anggota masya- 
rakat dalam mencari dan mengembangkan pendapatan 
mereka. Pada waktu yang sama, ia dapat menjadi media 
“keamanan sosial yang dengan efektif bisa menenangkan 
hubungan antara yang berpendapatan lebih dengan yang 
kurang, sehingga tidak timbul gejolak sosial dalam suatu 
masyarakat. 

Harapan ini secara teologis bisa mendapatkan pem- 
benaran, karena orang mukmin dituntut untuk menerima 
dan mempercayai segala hal yang datang dari Allah Swt 
dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, zakat dipercayai datang dari- 
Nya sebagai tuntutan keimanan suci. Ia harus diterima dan 
dilaksanakan untuk tujuan membentuk masyarakat yang 
bersih, adil, merata secara ekonomi dan sejahtera. Dari 
keyakinan ini, muncul harapan-harapan terhadap zakat 
yang diyakini bisa menyelesaikan permasalahan sosial 
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ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam sepanjang masa. 
Tetapi dalam tataran fikih aplikatif, untuk membenarkan 
dan merealisasikan harapan ini, zakat masih memerlukan 
re-interpretasi terhadap teks-teks yang ada dengan berbagai 
penyesuaian pemahaman dengan semangat universal Islam 
dan misi keadilan zakat itu sendiri. Karena ada beberapa hal 
dalam aplikasi fikih zakat yang sementara ini dterapkan 
secara nyata tidak berjalan paralel dengan misi keadilan 
yang ingin dterapkan melalui syari'ah zakat. Apabila zakat 
masih diharapkan untuk ikut menyelesaikan beberapa 
persmasalahan sosial ekonomi ummat dewasa ini, maka 
upaya re-interpretasi fikih zakat adalah sebuah keniscayaan. 

Untuk upaya demikian, beberapa pandangan dasar 
mengenai zakat perlu dikaji ulang, seperti pandangan 
ke'ibadahan zakat. Dalam kajian-kajian fikih klasik zakat 
diidentifikasikan sebagai “ibidah mahdhah'? (ibadah murni), 


12 Aktifitas keagamaan yang akan mendatangkan pahala Allah 
Swt kepada pelakunya disebut ibadah. ibadah terbagi menjadi 
dua jenis, mahdlah yaitu yang segalanya murni dari syara” (Allah 
dan Rasul-Nya) sehingga segala aturan yang berkaitan dengannya 
telah ditentukan dan dipastikan, seperti sembahyang, puasa, 
zakat dan haji. Kedua muthlagah yaitu yang datang dari syara' 
hanya berupa konsep dasar saja, aplikasi kwalitatif dan kwan- 
titatifnya diserahkan kepada manusia, seperti membantu orang, 
belajar, berda'wah, bekerja dan segala aktifitas sosial lainnya. 
Tetapi Ibn Abidin dalam hasyiahnya berkata bahwa ada tiga 
terma untuk menyebut aktifitas yang mendatangkan pahala, 
thd'ah, gurbah dan “ibadah. “ibadah adalah aktifitas yang akan 
diberi imbalan pahala apabila disertai dengan niat. Ourbah adalah 
aktifitas yang akan diberi pahala tanpa harus disertai dengan 
niat, dan sasaranya kepada Allah Swt jelas. Thd'ah untuk aktifitas 
yang tidak memerlukan niat dan tanpa harus jelas dan nyata 
sasarannya kepada Allah Swt. Salat, zakat, puasa dan haji 
disebut ibadah, disebut juga gurbah dan thd'ah. Membaca al- 
Our'an, bersedekah, wakaf, adalah gurbah, boleh juga disebut 
thd'ah, tetapi tidak ibadah. Sedangkan belajar atau bernalar yang 
memungkinkan pelakunya mendekatkan diri kepada Allah Swt 
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baik dalam tataran dasar, maupun aplikasinya yang bersifat 
parsial. Identifikasi ini sering menjadi dasar pembenaran 
bagi fatwa-fatwa yang berkaitan dengan zakat, terutama 
beberapa hal dalam fikih zakat yang dirasa tidak rasional 
(ghayr ma'gal al-ma'nd). Mazhab Hanafi (dipelopori oleh 
Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit w. 150H/767M), 
sebagai mazhab yang dianggap cukup rasional, ketika 
mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas harta anak kecil 
dan orang gila, mereka berdalih karena zakat adalah 
ibadah, sama seperti halnya sembahyang dan puasa. 
Apabila sembahyang dan puasa tidak wajib atas mereka, 
maka zakat juga dengan alasan yang sama tidak wajib atas 
harta yang dimiliki oleh mereka. Dalam hal ini, harta 
sebanyak apapun apabila dimiliki oleh anak yang belum 
baligh atau orang gila tidak bisa berperan untuk ikut 
menyelesaikan permasalahan ketimpangan pendapatan 
ekonomi atau untuk memenuhi keperluan masyarakat 
umum melalui syari ah zakat, karena zakat sebagai 'ibadah 
hanya diwajibkan kepada orang-orang yang sudah di- 
anggap sah untuk melakukan 'ibadah. Sedangkan anak 
kecil dan orang gila tidak termasuk orang yang layak dan 
sah melakukan kegiatan 'ibadah. Dalam pandangan mazhab 
ini, faktor ke'ibidahan zakat lebih dominan dari faktor 
distribusi pendapatan yang menjadi ciri khasnya, sehingga 
akan banyak sekali kekayaan yang tidak terkena kewajiban 
zakat, apalagi dengan melihat kemungkinan orang-orang 
yang ingin melarikan diri dari kewajiban zakat bisa terjadi 
dengan memindahkan kepemilikan harta mereka kepada 
anak-anak mereka yang masih belum baligh. 


disebut thd'ah, tidak disebut “ibadah atau gurbah. Ibn “Abidin, 
Muhammad Amin, Hasyiah Ibn “Abidin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1306 
H), juz I, h. 106. 
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Dengan alasan yang sama, mayoritas ulama mazhab 
juga berpendapat bahwa zakat tidak bisa diterapkan kepada 
orang-orang kafir, baik kafir dzimmi (yang tinggal sebagai 
warga negara dalam negara Islam), musta'man (yang datang 
berkunjung dan mendapatkan perlindungan keamanan), 
apalagi harbi (musuh perang). Warga non-muslim, dalam 
hal ini tidak memiliki peran/kewajiban yang sama untuk 
menyelesaikan permasalahan ekonomi atau sosial yang 
menimpa masyarakat suatu bangsa yang biasanya dirasa- 
kan secara keseluruhan oleh semua komponen bangsa. 
Dengan ini zakat hanya memiliki keterikatan dengan nilai- 
nilai keadilan, kemaslahatan, pemerataan ekonomi dan 
pengentasan kemiskinan yang memiliki simbol-simbol 
Islam, tetapi terpisahkan dari keadilan universal manusia. 
Padahal kemiskinan adalah permasalahan ekonomi kema- 
nusiaan, bukan permasalahan keagamaan. Permasalahan 
demikian bisa menimpa siapa saja, tanpa memandanag 
batasan agama, suku atau ras. Karena itu, untuk meng- 
atasinya memerlukan perhatian secara penuh dan utuh dari 
segenap umat manusia di dunia, dengan tanpa melihat latar 
belakang agama, suku atau ras. 

Kewajiban niat dalam praktek zakat, juga merupakan 
manifestasi dari pandangan bahwa zakat adalah 'ibadah. 
Karena di dalam logika figh 'ibadah harus diawali dengan 
niat. Hal demikian, untuk membedakan suatu perbuatan 
dianggap 'ibadah atau perbuatan biasa (“idah)'?. Apabila 
seseorang mengeluarkan harta bendanya, diberikan kepada 
orang-orang yang berhak seperti yang telah digariskan 
dalam panduan pengeluaran harta zakat, tetapi di dalam 
hatinya tidak berniat untuk zakat, maka perbuatannya tidak 


187 jhat: Al-Jazari, Abd al-Rahman, Kitab al-Figh “ala a-Madzahib 
al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz I, h. 591. 
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dianggap ibadah zakat. Selama perbuatannya itu tidak di- 
sertai dengan niat, maka ia tetap dituntut untuk menge- 
luarkan harta zakat dengan disertakan niat ibadah zakat. 
Pandangan bahwa zakat adalah 'ibadah telah diterima 
oleh sebagian besar para penulis fikih klasik. Karena itu 
kajian mengenai zakat dalam kitab-kitab fikih datang 
setelah kajian mengenai hal-hal 'ibadah lain, seperti thahirah 
(bersuci), dan shdlah (sembahyang). Sebagian kitab, seperti 
kitab Niir al-Idlah karangan Hasan al-Wafa'i al-Hanafi, 
menempatkan bab mengenai zakat setelah bab bersuci, 
sembahyang dan puasa, kemudian zakat. Walaupun demi- 
kian, zakat tetap dalam katagori “ibadah, seperti halnya 
bersuci, sembahyang, puasa dan haji. Seperti juga dalam 
klasifikasi yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazali 
(Muhammad bin Muhammad w. 505H/1111M) dalam kitab 
monumental Ihya “Ulum al-Din. Di dalam kitab ini, al- 
Ghazali membagi seluruh isi kandungan kitabnya menjadi 
empat bagian. Bagian pertama “Ibadah (ritus keagamaan), 
kedua “idah (interaksi antar manusia), ketiga muhlikah (yang 
mencelakakan) dan keempat munjiyah (yang menyela- 
matkan). Untuk bagian “ibadah beliau memasukkan dasar- 
dasar 'agidah, bersuci, sembahyang, zakat, puasa, haji, 
membaca al-Our'an, dzikr dan do'a. Sementara diantara 
yang masuk dalam katagori “idah adalah hal-hal yang 
berkaitan dengan adab makan, menikah, bekerja, bergaul 
sesama manusia, dan beberapa hal yang lain. Sedangkan 
bagian muhlikah dan munjiyah adalah beberapa hal yang 
berkaitan dengan pendidikan hati dan jiwa manusia." 
Dengan demikian, zakat dalam semua tulisan dan kajian 


N4A|-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Ihya" 
Ulum al-Din, ed. Sayyid bin Ibrahim, (Cairo: Dar al-Hadits, 
1414H/1994M), juz I, h. 11-12. 
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fikih klasik masuk dalam katagori 'ibadah, bukan dalam 
“adah. 

Dalam klasifikasi para penulis fikih kontemporer 
ketika seluruh kajian fikih dibagi dua, 'ibadah dan mu'a- 
malah,!5 zakat juga bagi mayoritas (kalau tidak semua) 
ulama fikih adalah masuk dalam katagori yang pertama, 
bukan sebagai mu'amalah. 

Pandangan ke-'ibadah-an zakat didasarkan kepada 
beberapa hal, diantaranya adalah bahwa lafal al-zakih di 
dalam Al-Our'in selalu disebut bersama dengan lafal al- 
shalih. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Fu'ad 'Abd 
al-Bagi, bahwa penyebutan lafal al-zakah bersamaan dengan 
lafal al-shalah di dalam Al-Our'an sebanyak 26 kali (tem- 
pat).!s Penyebutan ini mengandung makna bahwa kewa- 
jiban zakat sama dengan kewajiban shalat dalam 
pandangan syara', kalau shalat merupakan implementasi 
penyerahan 'badan' hamba kepada kemauan Sang Pencipta, 
maka zakat adalah merupakan penyerahan 'harta' hamba 
kepada kemauan-Nya. Penyebutan secara bersama antara 
shalat dan zakat adalah sudah cukup untuk menyimpulkan 
bahwa yang satu adalah mitra yang lain. Apabila yang satu 
adalah wajib, maka yang lain juga demikian. Begitu juga 
kalau yang satu adalah “ibadah, maka yang lain juga mesti 
demikian. Dasar yang kedua adalah penyebutan zakat 
bersama dengan syahddah, shalih, shiyam dan hajj dalam 
banyak hadits Nabi Saw sebagai rukun Islam yang lima. 
Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibn “Umar ra. : 


MSAJ-Zuhayli, Wahbah, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1409H/1989M), juzI, h. 19. 

“Abd al-Bagi, Muhammad Fu'ad, Al-Mu'jam al-Mufahras li- 
Aifadz al-Gur'an al-Karim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 331. 
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“Islam didirikan atas lima hal: syahadah (kesaksian) bah- 
wa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah 
utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, me- 
laksanakan haji dan puasa di bulan Ramadlan” 37 


Kalau Islam diartikan sebagai penyerahan diri 
seorang hamba kepada tuntunan Allah Swt, maka kelima 
dasarnya yang disebut di dalam hadits adalah merupakan 
bentuk totalitas dari sebuah penyerahan, yang dalam ter- 
minologi Islam dikenal dengan 'ibadah. “ibadah, karena 
merupakan penyerahan total hamba kepada Penciptanya, 
maka semua aturan yang berkaitan dengan 'ibadah harus 
mengikuti dan tepat dengan apa yang diturunkan oleh-Nya 
melalui ayat Our an atau Hadits Nabi Saw. 

Pandangan ke-'ibadah-an zakat ini dalam disiplin figh 
ushil al-figh memiliki implikasi yang cukup serius bagi 
pengembangan ijtihad dan fatwa yang berkaitan dengan 
zakat. Karena di dalam ilmu ushul al-figh (metodologi fikih) 
hal-hal “ibadah itu harus tawagguf, berhenti pada apa yang 
telah diputuskan oleh syara' dan tidak menerima pengem- 
bangan ijtihad manusia. Dalam hal ini Imam Al-Syathibi 
(Ibrahim bin Misa w. 790H/1388M) berkata: 


“Hal-hal “ibadah (ritus keagamaan) bagi mukallaf (orang 
Islam yang telah pantas menerima hak dan kewajiban 
agama), pada dasarnya adalah terhenti (sebatas yang 
digariskan), dengan tanpa melihat arti dan tujuannya, 
sementara “Adah (interaksi keseharian manusia) pada 


117 Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, AlJami' al-Shahih, 
(Istanbul: Dar al-Da'wah, 1992), juz I, h. 8. 
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dasarnya adalah bisa berkembang dengan melihat pada 
arti dan tujuannya (bagi manusia)” 38 


Hal demikian bisa lebih dimengerti ketika ulama maz- 
hab mengkaji tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati 
(dikeluarkan zakatnya). Mereka terkesan sangat hati-hati 
agar tidak keluar dari konsep tawagguf, keterhentian atau 
“penerimaan dan penyerahan kepada syara dengan ling- 
karan teks-teksnya. Ibn Hazm al-Zhahiri (“Ali bin Ahmad 
w.456H/1064M), misalnya, tidak mau sedikitpun keluar dari 
garis lingkaran teks, sehingga harta yang wajib dizakati 
bagi beliau tujuh jenis saja, emas, perak, unta, lembu, 
kambing, gandum dan kurma. Pengembangan kewajiban di 
luar tujuh jenis ini, baginya adalah bentuk penyimpangan 
dari ke-'ibadah-an zakat. Ibadah seperti yang telah dise- 
pakati bersama adalah tawagguf. Ta harus diserahkan kepada 
syara' dan diterima apa adanya. Mewajibkan zakat atas 
jenis harta lain, selain tujuh jenis diatas, adalah menyim- 
pang dari konsep tawagguf. Walaupun dengan melihat arti 
dan tujuan dari kewajiban zakat terhadap tujuh jenis harta 
itu. 

Sebagian ulama, seperti Malik bin Anas (w. 179H/ 
795M), al-Syafi'iy (Muhammad bin Idris w. 204H/820M) dan 
Ahmad ban Hanbal (w. 241H/855M), mencoba mengem- 
bangkan rasionalisasi kewajiban zakat kepada beberapa 
jenis harta lain, tetapi masih terkesan begitu tertutup. Ka- 
rena rasionalisasi hanya diberlakukan pada kewajiban zakat 
gandum (yang tertulis dalam dalam teks) untuk mewa- 
jibkan zakat kepada (yang tidak tertulis dalam teks) setiap 


118 Al-Syathibi, Abu Ishag Ibrahim bin Misa, Al-Muwafagat fi 
Ushul al-Syari'ah, ed. Abdullah Draz, (Beirut: Dar al-Marifah, 
1416H/1996M), juz II, h. 585. 
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makanan pokok manusia yang bisa dikeringkan dan disim- 
pan. Tetapi mereka tidak merasionalkan kewajiban zakat 
kurma atau anggur misalnya, untuk setiap jenis buah- 
buahan atau hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai eko- 
nomi, atau kewajiban zakat emas perak untuk setiap 
perhiasan berharga, atau kewajiban zakat unta, lembu dan 
kambing untuk setiap jenis binatang ternak. Hal demikian 
adalah merupakan kemandegan ijtihad dalam mengem- 
bangkan teks-teks terhadap permasalahan yang tidak 
tertulis yang ternyata lebih nyata kaitannya dengan syari'ah 
zakat, jelas dan kongkrit. 

Kemandegan ini diantaranya didasarkan kepada 
pandangan bahwa zakat adalah 'ibadah (sebagai lawan dari 
istilah “adah atau mu'amalah), atau dalam istilah lain adalah 
zakat adalah “ibadah mahdlah (sebagai lawan dari istilah 
'ibadah muthlagah). Dengan logika demikian, 'ibadah di- 
artikan dengan penerimaan dan penyerahan kepada sesutau 
yang diturunkan dengan tanpa mempertanyakan rasio- 
nalisasi arti atau tujuan. Karena itu, segala sesuatu yang 
berkaitan dengan zakat adalah juga 'ibadah. Ia tidak me- 
nerima rasionalisasi dan pengembangan jjtihad. Seperti 
jenis-jenis harta zakat, orang-orang yang berhak menerima 
zakat, waktu melaksananakan zakat, nishab harta zakat, 
kadar zakat dan beberapa hal yang lain. Sama seperti 
halnya sembahyang wajib yang sama sekali tidak menerima 
pengembangan ijtihad, dengan beberapa peraturan waktu, 
jumlah sembahyang wajib, jumlah raka'at dan beberapa hal 
yang lain, alasannya adalah karena sembahyang adalah 
'“ibidah bukan mu'amalah. Shalit dan zakat, dalam hal ini 
adalah sama. 

Diantara beberapa permasalahan zakat, yang memiliki 
resistensi tinggi terhadap upaya pengembangan jjtihad bagi 
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mayoritas ulama fikih adalah nishab zakat dan kadar zakat. 
Nishab adalah ukuran terendah suatu harta dianggap wajib 
zakat, sedangkan kadar zakat adalah ukuran persentasi dari 
harta yang dikeluarkan sebagai zakat. Nishaib dan kadar 
zakat di dalam kajian-kajian fikih klasik disebut dengan 
tagdirat syar'iyyah (ukuran-ukuran dari syara”) yang semua- 
nya bersifat ghayr ma'gul al-ma'na (tidak bisa dicerna arti- 
nya/irrasional). Atau dalam ungkapan lain ia termasuk di 
dalam “al-umir allati ista'tsara Al-Ldh bi “ilmi “lalihd, wa lam 
yaj'al li-ahadin sabilan li-ma'rifatihh” (Hal-hal yang hanya 
diketahui sebab-sebab dan rahasia-rahasianya oleh Allah 
Swt semata dan tidak diberikan jalan kepada siapapun 
untuk mengetahuinya). Karena itu, nishab dan kadar zakat 
tidak ada rasionalisasi untuk pengembangan pemahaman, 
yang ada adalah penerimaan terhadap yang tertulis di 
dalam teks. 

Bagi ulama ushiil al-figh misalnya, ketika membahas 
mengenai giyas hukum, mereka mengatakan bahwa suatu 
hukum dari permasalahan yang sudah ada di dalam teks- 
teks syara' (dikenal dengan istilah al-ashl) bisa disamakan 
kepada hukum dari permasalahan yang tidak ada di dalam 
teks (dikenal dengan istilah al-far') apabila hukum dari per- 
masalahan pertama memang bisa dicerna “illat atau sebab 
hukumnya, apabila tidak bisa dicerna maka metodologi 
giyas (analogi hukum) tidak bisa diberlakukan. Hal-hal yang 
tidak bisa dicerna “illat hukumnya diantaranya adalah 
jumlah sembahyang wajib, jumlah raka'at sembahyang, 
jumlah thawaf dalam haji, ukuran nishab zakat, ukuran 
kadar zakat, bilangan huditid, dan kifarat. Nishab dan kadar 
zakat, bagi ulama ushiil al-figh, adalah termasuk hal yang 
tidak bisa dicerna 'illat hukumnya, sehingga tidak bisa 
menerima giyas, sebagai metodologi ijtihad yang paling 
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sederhana sekalipun.''? Dengan demikian, bagi ulama fikih 
klasik tidak ada rasion de etre dari peraturan nishab dan 
kadar dalam zakat, sehingga penerapannya harus seperti 
yang tertulis dalam teks-teks dan tidak bisa diaktualisasikan 
dengan setiap kondisi tempat dan waktu. 

Pandangan demikian dalam epistimologi fikih mung- 
kin bisa dibenarkan, tetapi ketika diterapkan ke dalam 
wilayah realita, pandangan tersebut menjadi rancu karena 
berbenturan dengan konsep dasar zakat itu sendiri sebagai 
media penerapan keadilan dan kesejahteraan ekonomi 
dalam kehidupan nyata masyarakat. 

Misalnya, kalau harga rata-rata beras satu kilogram 
adalah Rp. 1.500, emas untuk satu gram adalah Rp. 70.000, 
satu gram perak adalah Rp. 1.500, satu ekor kambing adalah 
Rp. 300.000, dan satu ekor sapi adalah Rp. 4.000.000, maka 
dengan mengikuti perhitungan nishab yang ada dalam fikih 
seorang petani padi sudah wajib mengeluarkan zakat ketika 
hasil produksinya mencapai nilai Rp. 979.500 karena nis- 
habnya adalah 653 kg, sementara pemilik emas (termasuk 
pemilik uang dan pedagang) wajib mengeluarkan zakat 
ketika yang dimilikinya telah mencapai nilai Rp. 6.020.000 
karena nishabnya adalah 86 gram, begitu juga wajib zakat 
perak yang sudah harus dikeluarkan ketika baru mencapai 
nilai Rp. 892.500 karena nishabnya adalah 595 gram, 
sedangkan wajib zakat kambing ketika mencapai nilai Rp. 


19 ihat: Al-Zuhayli, Wahbah, Ushul al-Figh al-Islami, (Damaskus: 
Dar al-Fikr al-Islami, 1406H/1986M), juz I, h. 638-639. Tetapi 
dalam hal ini, Imam al-Razi berkata bahwa mazhab syafi'i secara 
teoritis menerima penetapan hal-hal yang dikatagorikan tagdirat 
syariyyah dengan metodologi giyas, berarti dalam hal ini masih 
ada rasionalisasi, karena giyas memerlukan proses rasionalisasi 
(ta'lil a-ahkam) untuk bisa dikembangkan kepada permasalahan 
yang tidak tertulis di dalam teks-teks yang ada.. 
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12.000.000 karena nishabnya adalah 40 ekor, dan lebih dari 
itu wajib zakat sapi yang baru dikeluarkan ketika mencapai 
nilai Rp. 120.000.000 karena nishab sapi adalah 30 ekor. 

Perbandingan ratio antara satu nilai nishab suatu 
harta dengan nishab harta yang lain sangat tajam sekali, 
sehingga misi zakat untuk menyeimbangkan pendapatan 
dari orang kaya kepada orang miskin menjadi rancu, karena 
dengan peraturan nishab yang dipahami demikian tidak 
ada keseimbangan untuk mendefinisikan kepemilikan dan 
simbol kekayaan sebagai dasar kewajiban zakat. Lebih dari 
itu, dengan peraturan nishab demikian memungkinkan 
pengambilan zakat tidak dari orang yang semestinya, tetapi 
sebaliknya dari orang-orang yang tidak memiliki kecukup- 
an pendapatan dalam realita hidup mereka. Apalagi kalau 
pemilikan nishab dijadikan standar untuk mengukur keka- 
yaan yang mewajibkan zakat dan sekaligus mengharamkan 
untuk menerima zakat. Seperti petani yang sudah wajib 
membayar zakat ketika hasil produksinya mencapai nilai 
sekitar Rp. 1.000.000 (dan sekaligus karena ia kaya haram 
baginya menerima zakat), sementara pemilik emas atau 
pedagang wajib membayar zakat ketika mencapai Rp. 
6.000.000, apalagi peternak sapi yang baru membayar zakat 
ketika mencapai nilai Rp. 120.000.000. Apakah pada masa 
Nabi juga demikian keadaan harga barang-barang komo- 
ditas tersebut? 

Sungguh sangat tajam sekali perbedaan ukuran dasar 
kewajiban zakat dari satu jenis harta kepada jenis harta 
yang lain, padahal kewajiban zakat merupakan upaya 
untuk menyeimbangkan pendapatan/pemilikan masyarakat 
terhadap sumber-sumber ekonomi. Perbedaan harga yang 
cukup tajam ini mengaburkan pernyataan bahwa zakat 
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adalah harta yang diambil dari orang kaya untuk orang 
miskin. 

Kalau sistim koleksi harta wajib zakat tetap menggu- 
nakan aturan nishab (dengan interpretasi konvensional), 
maka harapan kepada zakat untuk menyelesaikan per- 
masalahan ekonomi kontemporer adalah berlebihan, atau 
bahkan tidak pada tempatnya. Karena aplikasi zakat men- 
jadi tidak sinkron dengan realita ekonomi yang dihadapi 
masyarakat, bahkan cenderung tidak rasional dalam upaya- 
nya mendorong produktitifitas masyarakat, membela 
kepentingan orang-orang yang berpendapatan tidak mencu- 
kupi, menciptakan keamanan sosial dengan mengecilkan 
kesenjangan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan 
ekonomi masyarakat. 

Dalam hal ini, Imam Syihab al-Din al-Zuhri 
(Muhammad bin Muslim w. 124H/742M) berkata bahwa 
nishab sapi 30 ekor yang ditentukan Nabi Saw -yaitu nishab 
yang digunakan oleh empat mazhab fikih- adalah hanya 
sesuai dengan kondisi daerah Yaman sebagai keringanan 
bagi penduduknya, tetapi untuk daerah Syam beliau ber- 
pendapat bahwa nishab yang tepat bukan 30 ekor, tetapi 5 
ekor.?0 Pendapat ini merupakan dasar yang kuat untuk 
mengatakan bahwa nishab termasuk dalam tehnis opera- 
sional zakat yang tidak mesti terikat dengan teks-teks secara 
literal. Dengan demikian, permasalahan nishab, juga be- 
berapa permasalahan lain dalam fikih zakat yang bersifat 
aplikatif harus ditafsiri kembali agar penerapannya bisa 


120 Yihat: al-Bayhagi, Ahmad bin Husayn, al-Sunan al-Kubra, juz 
IV, h. 99. Al-Shan'ani, Abd al-Razzag bin Hammam, al-Musannaf, 
ed. Habib al-Rahman al-A'dhami, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 
1403H/1983M), juz IV, h. 24. Abu Dawud, al-Marisil, ed. Syu'ayb 
al-Arna'uth, (Beirut: Mw'assasah al-Risalah, 1408H/1988M), h. 
130-131. 


165 


dijangkau oleh realitas sosial ekonomi di setiap saat dan 
manfaatnya secara nyata bisa dirasakan oleh segenap lapis- 
an masyarakat. 

Hal demikian telah banyak disuarakan oleh beberapa 
pemikir muslim kontemporer, terutama yang memiliki per- 
hatian terhadap kajian ekonomi Islam. Seperti yang dika- 
takan Muhammad Nejatullah Siddigi bahwa banyak di 
antara mereka yang cenderung untuk mengupayakan for- 
mulasi ukuran-ukuran nishab sesuai dengan realitas eko- 
nomi semasa, sehingga tujuan syar'iah zakat bisa terlaksana. 
Beliau sendiri tidak sependapat dengan kecenderungan ini, 
tetapi beberapa pemikir memang menerimanya. 

Ajakan senada juga disuarakan oleh Syawgiy Isma'il 
Syahatah. Beliau menyatakan bahwa sudah saatnya agar 
permasalahan ukuran-ukuran nishab disatukan dengan 
standar “harga yang sama' bagi semua jenis harta zakat, 
sehingga tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara satu 
jenis harta wajib zakat dengan jenis harta yang lain, suatu 
perbedaan yang mengindikasikan bahwa syari'ah zakat 
tidak utuh dalam mengusahakan pemerataan pendapatan 
antara pemilik harta yang berkecukupan kepada yang 
kekurangan.'2 

Muhammad Syawgi al-Fanjari juga berpendapat 
bahwa ukuran nishab semestinya berbeda dari satu masa ke 
masa yang lain, dan dari satu tempat ke tempat yang lain, 
karena nishab adalah kadar kecukupan, sedangkan kecu- 
kupan orang berbeda dari satu tempat dan masa ke tempat 


121 Siddigi, Muhammad Nejatullah, Pemikiran Ekonomi Islam, 
Suatu Tinjauan Penulisan Semasa, pent. Mohd. Amin Abdullah, 
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), h. 31. 

122 Syahatah, Syawgiy Isma'il, Al-Tathbig al-Mu'ashir li al-Zakah, 
(Jeddah: Dar al-Syurag, 1397H/1977), h. 78-79. 
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dan masa yang lain. Karena itu, bagi beliau adalah tugas 
para pengambil keputusan hukum zakat untuk menentukan 
ukuran-ukuran nishab zakat dengan menyesuaikan kepada 
kadar kecukupan yang berlaku dan berkembang di 
masyarakat.!2 

Ungkapan yang sama juga dinyatakan oleh Mahmiid 
Abu al-Su'tid. Belaiu berpendapat ketentuan-ketentuan 
yang berkaitan dengan nishab dan kadar zakat adalah 
termasuk dalam hukum yang bersifat kondisional. Nabi 
Saw memutuskan hal demikian dalam kapasitas baginda 
sebagai pemimpin masyarakat saat itu, bukan sebagai Nabi 
Saw yang menyampaikan wahyu. Artinya, ketentuan- 
ketentuan itu bukan wahyu, tetapi merupakan keputusan 
yang terakait banyak dengan kondisi yang berkembang saat 
itu. Karena itu, ia tidak terikat dengan teks-teks secara 
literal, tetapi dipahami dasar ('illat) keputusan tersebut, 
sehingga pada masa berikutnya yang diterapkan adalah 
dasarnya, sedangkan wadahnya (ukuran-ukuran) itu bisa 
berubah menyesuaikan kondisi yang ada. Selanjutnya, 
beliau berpendapat bahwa formulasi kembali ukuran-ukur- 
an nishab dan kadar zakat pada masa sekarang ini adalah 
sebuah keniscayaan, karena ukuran dan kadar yang ada 
(tertulis dalam kitab-kitab fikih) sudah tidak mencerminkan 
arti keadilan ekonomi yang justru ingin dituju oleh syara' 
dalam pelaksanaan syari'ah zakat.'4 

Walaupun demikian, masih banyak ulama dan para 
pemikir kontemporer yang mengatakan bahwa ukuran 
nishab zakat tidak boleh berubah, karena alasan keterikatan 
dengan teks. Syekh al-Oaradlawi misalnya, seorang pemikir 


128 A-Fanjari, Muhammad Syawgi, al-Igtishid al-Islami, h. 104. 
124 Abu al-Su'ad, Mahmud, Figh al-Zakah al-Mu'ashir, (Kuwait: 
Dar al-Oalam, 1412H/1992M), h. 71-75. 
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moderat unggulan berpendapat pada awal kajian dalam 
ensiklopedi zakat beliau, bahwa ukuran nishab dan kadar 
zakat adalah termasuk dalam identitas syari'ah zakat, yang 
sama sekali tidak bisa digeser, dirubah, atau diformulasikan 
mengikut perkembangan nilai-nilai tertentu dalam suatu 
masyarakat. Karena ia termasuk identitas zakat, maka bila 
dirubah yang terjadi adalah bukan zakat lagi, tetapi sama 
seperti sistim pajak biasa yang berlaku dalam setiap ma- 
syarakat. Padahal beliau berpendapat bahwa syari'ah zakat 
adalah syari'ah yang banyak berkaitan dengan perma- 
salahan ekonomi daripada permasalahan ibadah. 

Pendapat bahwa ukuran nishab tidak bisa berubah 
dari ketentuan literal teks adalah tidak realistis, karena itu 
pada praktiknya syekh al-Oaradlawiy sendiri tidak kon- 
sisten. Seperti dalam kajian-kajian yang terperinci masalah 
ukuran nishab, ketika mendapati beberapa hal sangat tidak 
realistis seperti dalam ukuran nishab ternak sapi, beliau 
mengatakan bisa berubah dari teks-teks hadits yang ada, 
yang sementara ini dipegang oleh ulama mazhab fikih. 
Begitu juga, ketika melihat harga perak yang sangat anjlok, 
beliau berpendapat bersama-sama dengan ulama lain 
seperti Abdul Wahhab Khalaf bahwa ukuran nishab perak 
sudah tidak bisa lagi menjadi ukuran untuk menghitung 
zakat uang atau harta perdagangan. Bahkan apabila terjadi 
hiper inflasi beliau memberikan alternatif untuk tidak ber- 
dasar kepada ukuran nishab perak atau emas, tetapi kepada 
tanaman atau binatang ternak yang nilai ekonominya secara 
relatif stabil. Tetapi secara umum, al-Oaradlawi tetapi 
berkeras bahwa ukuran nishab dan kadar zakat tidak bisa 
diformulasikan mengikuti perkembangan sosial atau 


168 


ekonomi, karena nash-nash yang ada sangat jelas untuk 
tidak bisa dirubah atau diganti. 

Dalam hal nishab, penulis cenderung kepada pen- 
dapat Imam al-Zuhri (w. 124H/742M) dan beberapa pemikir 
muslim kontemporer. Konsep nishab ditetapkan dengan 
menyesuaikan kondisi tempat tertentu. Nishab juga meru- 
pakan ukuran kecukupan yang semestinya berbeda dan 
berubah mengikut perkembangan nilai-nilai kecukupan 
dalam suatu masyarakat. Dengan dasar demikian, penulis 
akan mencoba memahami konsep nishab dan kadar zakat 
dalam perspektif keadilan dan kesejahteraan ekonomi 
manusia. Penulis percaya bahwa zakat merupakan konsep 
unggulan Islam dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan 
untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan 
Allah Swt. Karena itu penerapannya harus membumi de- 
ngan realitas kehidupan yang dihadapi manusia, sehingga 
benar-benar untuk kepentingan manusia. 

Penulis percaya bahwa fungsi sosial ekonomi zakat 
bisa diwujudkan apabila segala permasalahan fikih yang 
berkaitan dengannya diformulasikan kembali dengan me- 
ngacu kepada perspektif keadilan dan kesejahteraan yang 
dicanangkan oleh Islam sendiri. Zakat tidak lagi harus 
dipahami sebagai 'ibidah mahdlah yang sangat terikat 
dengan teks-teks secara literal. Zakat adalah “ibadah, tetapi 
ke-ibadah-an zakat adalah tidak sama dengan ke-ibadah- 
an shalat. Kewajiban dan kedudukan keduanya dalam 
pandangan syara' adalah sama, karena itu zakat dikenal 
sebagai syagigah (mitra) shalat. Untuk demikian inilah Al- 


125 Yihat al-Garadlawi, Yusuf, Figh al-Zakah, Dirasah Mugaranah 
li-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dlaw' al-Guran wa al-Sunnah, 
(Mesir: Maktabah Wahbah, 1414H/1994), juz I, h. 47, 221-223, 
286, 287 dan 292. 
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Ouran menyebutkan keduanya secara bersamaan dalam 
banyak tempat. Penyebutan secara bersamaan juga semes- 
tinya dipahami bahwa shalat adalah merupakan perwu- 
judan hablun min al-Lih, sementara zakat adalah perwu- 
judan hablun min al-nis. Keduanya adalah penting di dalam 
Islam dan dipentingkan oleh Allah Swt dengan selalu 
diungkap secara bersamaan. Shalat dan zakat adalah 
ibadah dan merupakan kewajiban dari Allah Swt, tetapi 
dalam kaitannya dengan ijtihad penerapan ke dalam dunia 
realitas keduanya adalah berbeda. Karena shalat adalah 
murni hubungan manusia dengan Allah Swt, sementara 
zakat adalah hubungan manusia dengan manusia. Relasi di 
dalam shalat adalah murni vertikal, sementara di dalam 
zakat adalah vertikal-horizontal, bahkan dalam penerapan 
adalah untuk kepentingan horizontal, bukan vertikal. 
Karena itu, ijtihad di dalam fikih zakat harus lebih terbuka 
untuk mewujudkan fungsinya yang telah dicanangkan 
dengan tetap mengacu kepada konsep dasar yang telah 
digariskan, seperti bahwa zakat adalah kewajiban dari Allah 
Swt, merupakan salah satu rukun Islam yang lima, harta 
zakat adalah milik Allah bukan milik para “amil (peme- 
rintah) yang harus selalu dikontrol oleh umat, zakat diko- 
leksi dari orang-orang yang memiliki pendapatan lebih dari 
mencukupi dan zakat didistribusikan untuk orang-orang 
yang tidak memiliki pendapatan yang mencukupi dan 
untuk kemaslahatan umum. Sedangkan hal-hal yang ber- 
kaitan dengan tehnis operasional harus selalu disesuaikan 
dengan kondisi real dalam kehidupan manusia. 

Zakat secara prinsip adalah 'ibidah dari Allah Swt 
yang didirikan dalam kerangka sosial ekonomi manusia 
untuk keadilan dan kemaslahatan mereka di bumi ini. 
Seluruh tehnis operasional zakat diserahkan kepada 
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manusia dengan mengacu kepada dasar-dasar praktek di 
zaman baginda Nabi Muhammad Saw tanpa harus terikat 
secara literal dengan teks-teks yang ada, karena ukuran 
nilai-nilai yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'ah 
zakat seperti kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan, kecu- 
kupan, kemiskinan atau kekurangan adalah selalu berbeda 
dari suatu tempat ke tampat lain dan dari suatu masa ke 
masa lain tergantung kepada nilai-nilai sosial yang ber- 
kembang di dalam suatu masyarakat pada masa itu. Untuk 
bisa diterapkan dalam kerangka sosial ekonomi, pelaksa- 
naan fikih zakat harus mengikuti perubahan dan perkem- 
bangan nilai-nilai yang berkaitan dengan sosial ekonomi 
yang berkembang dalam suatu masyarakat. 

Secara teologis, zakat adalah “ibadah dari Allah Swt 
dan dilaksanakan oleh manusia untuk mendapatkan ridlo- 
Nya. Orang-orang mukmin mempercayai bahwa Allah Swt 
memerintahkan untuk mengeluarkan harta bagi kepen- 
tingan orang-orang yang tidak mencukupi. Dengan keper- 
cayaan ini, mereka melaksanakan dan berusaha memak- 
simalkan pencapaian fungsi zakat yang dicanangkan. De- 
ngan kepercayaan ini juga mereka berharap agar melalui 
pelaksanaan zakat mereka akan disucikan oleh Allah Swt 
dari segala dosa dan kelak mendapatkan kerelaan dari-Nya 
di hari kemudian ketika mereka bertemu dengan-Nya. 
Tetapi, dalam tataran fikih aplikatif zakat adalah distribusi 
ekonomi dari manusia yang kaya untuk manusia yang 
miskin. Karena yang mendefinisikan kaya dan miskin 
adalah kehidupan real manusia, bukan lafal-lafal teks yang 
ada dalam syari'ah zakat, maka pelaksanaan fikih zakat 
harus bisa mengikuti dan menyesuaikan dengan kondisi 
real manusia yang kaya dan manusia yang miskin dalam 
suatu tempat atau masa. Fikih (aplikasi operasional) tidak 
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harus terikat dengan aturan-aturan yang tertulis dengan 
teks-teks pelaksanaan zakat, seperti ketentuan kaya atau 
miskin dengan kadar yang ditentukan oleh literasi teks 
secara pasti dan abadi. Teks yang ada bersifat historis dan 
kontekstual yang hanya menentukan batas kaya atau miskin 
pada suatu masa tertentu, bukan batas kaya atau miskin 
untuk semua masa dan tempat. Permasalahan nishab 
adalah permasalahan yang berkaitan dengan batasan kaya 
dan batasan miskin dalam penerapan fikih zakat. 

Dari pandangan dasar ini, penulis akan mengkaji 
beberapa permasalahan yang berkaitan dengan fikih zakat, 
dimulai dengan kajian permasalahan dalam tulisan-tulisan 
fikih klasik dengan menganalisa pendapat-pendapat terkait. 
Kemudian kajian mengenai dasar hukum yang menjadi 
landasan para ulama mazhab, baik riwdyah (sistim narasi) 
maupun dirdyah (kandungan teks). Di sini penulis akan 
mencoba mengetengahkan kajian sosial historis syari'ah 
zakat sebagai konteks awal dari teks-teks terkait. Setelah itu, 
kajian permasalahan dalam tulisan-tulisan fikih zakat kon- 
temporer. Kajian ini bisa dikatakan bersifat parsial karena 
mengacu kepada permasalahan-permasalahan praksis da- 
lam fikih zakat, tetapi mengarah kepada penemuan benang 
merah yang menjadi kerangka utama (paradigma) syari'at 
fikih zakat. Penulis berharap tulisan ini bisa ikut memicu 
pengembangan dan pembaruan pemikiran fikih zakat yang 
sangat diperlukan bagi penerapan syari'ah zakat khusunya, 
dan syari'ah Islam umumnya dalam kehidupan sekarang 
ini. Penulis percaya, banyak permasalahan mendasar dalam 
fikih zakat yang memerlukan analisa historis agar tidak 
tercerabut dari akar sejarahnya, sehingga ketika diterapkan 
bisa memenuhi relaitas sosial ekonomi yang dihadapi 
ummat. Dengan demikian, fikih Islam tidak hanya sekedar 


172 


menjawab permasalahan yang berkembang di dalam ma- 
syarakat, tetapi juga sekaligus ikut memberikan penye- 
lesaian yang tepat dan sesuai (aplicable solution). Wallahu 
wara' al-gasd, 'alayhi tawakkaltu wa ilaihi unib. 
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Kaidah Relasi Kemanusiaan Sebagai Basis 
Figh Kontemporer 
(Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial) 


Salah satu faktor yang menimbulkan dan meles- 
tarikan kejahatan-kejahatan sosial dan kemanusiaan, seperti 
pengabaian keluarga, pencurian, penipuan, pengabaian 
hak-hak orang lain, perdagangan orang, dan pembunuhan, 
adalah faktor sosial budaya, terutama yang menyangkut 
ketimpangan relasi. Untuk itu, perlu ditegaskan norma- 
norma Islam mengenai prinsip keadilan relasi, baik antara 
rakyat dengan negara, anak dengan orang tua, isteri dengan 
suami, ataupun buruh dengan majikan. Lebih dari itu, perlu 
ditegaskan bahwa ajaran-ajaran dalam Islam bukan hanya 
mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT semata, 
melainkan juga menjelaskan soal etika kemanusiaan sebagai 
dasar relasi antarsesama. Dalam pandangan Islam, seorang 
Muslim yang baik adalah mereka yang sukses membangun 
hubungan baik dalam dua arah sekaligus. Secara vertikal, ia 
terus membina hubungan dengan Tuhan sebagai Dzat yang 
mencipta, dan secara horisontal ia senantiasa memperbaiki 
hubungan dengan sesama manusia. Bukanlah Muslim yang 
baik, seseorang yang hanya sibuk melaksanakan ritus 
peribadatan, tetapi dalam waktu yang sama melakukan 
tindakan anti kemanusiaan, seperti penindasan, kezaliman, 
kekerasan, pemerasan, manipulasi, eksploitasi, dan seba- 
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gainya. Bagi Islam, keadilan adalah basis dari relasi sosial 
dalam kehidupan manusia. 


Penghormatan Manusia 

Islam hadir untuk membebaskan umat manusia dari 
kondisi-kondisi sosial yang timpang. Islam menolak segala 
bentuk tirani, eksploitasi, dominasi, dan hegemoni dalam 
pelbagai aspek kehidupan: ekonomi, politik, budaya, gen- 
der, dan lain-lain. Al-Our'an menyerukan kita agar menjadi 
pembela kelas yang tertindas dan golongan yang lemah. 
Allah SWT dalam Surat al-Nisd' (4) Ayat 75 berfirman: 


Ola slam, Je oa Oindatarall, AI Jasa G Oge Y HI Lay 
Ld Ob ya Jaerly lalat JUS Ro, ola ya Lanal La) Ob Gal 
Dysas Ebal ya UI Jan, 


“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan 
(membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, pe- 
rempuan-perempuan, dan anak-anak yang semuanya ber- 
doa: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini 
(Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pe- 
lindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari 
sisi Engkau.” (O.S. an-Nisd' (4): 75). 


Al-Our'an juga berbicara tentang kewajiban membe- 
baskan kaum mustadI'afin (orang-orang tertindas), menyan- 
tuni anak yatim, fugara' dan masikin, membela budak-budak 
belian, dan para tawanan. Agenda itulah yang diusung oleh 
seluruh Nabi dan Rasul Allah. Semua Nabi Israel digam- 
barkan di dalam al-Ouran sebagai pembela mustadI'afin 
dalam menghadapi kelompok mustakbirin, yakni orang- 
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orang kaya yang sombong dan para penguasa suatu negeri 
yang congkak. Oleh karena itu, Nabi Israel terkemuka, 
Musa, digambarkan sebagai pembebas orang-orang yang 
tertindas (bangsa Israel) dari penindasan Fir'aun (mustakbir). 

Simpati Allah ditunjukkan kepada orang-orang yang 
tertindas, Allah berfirman: 


IOI bat Hasi mela, US) G Iyinsatad pdl JP uas Ol ay 


“Dan Kami hendak memberi karunia bagi orang- 
orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan 
mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang 
yang mewarisi bumi.” (O.S. al-Oashash (281: 5). 


Di dalam al-Our'an, orang yang tidak menyantuni 
kelompok dlu'afa atau mustadl'afin disebut sebagai orang 
yang mendustakan agama (yukadzdzibu bi al-din). Kadang- 
kadang al-Our'an juga menyebut mereka sebagai pence- 
mooh (al-huzamah). 

Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad SAW selalu 
berpihak kepada kelompok-kelompok lemah dalam meng- 
hadapi kelompok-kelompok kuat. Kita tahu bahwa sau- 
dagar-saudagar kaya di Mekah banyak membuat kong- 
lomerasi antarsuku dan memonopoli perdagangan di 
kawasan Kerajaan Byzantium. Hal ini mereka lakukan demi 
mengeruk keuntungan tanpa mau mendistribusikannya 
kepada kelas mustad!'afin. Mereka menyombongkan diri dan 
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mabuk dengan kekuasaan. Mereka melanggar norma-nor- 
ma kesukuan dan tidak menghargai fakir-miskin.!2 

Dalam kondisi yang demikian, Nabi datang mem- 
bawa risalah baru. Rumusan 14 ildha illa Allah yang didak- 
wahkannya, dengan sendirinya memiliki implikasi-impli- 
kasi sosial-ekonomi. Islam mencela penumpukan kekayaan, 
yang berputar hanya di tangan segelintir orang. Secara 
kategoris, Islam memang mengakui hak perorangan untuk 
mengakses kekayaan, tetapi dengan tegas Islam melarang 
terjadinya konsentrasi dan monopoli terhadapnya, sehingga 
dapat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Pada waktu 
kekayaan melebihi batas yang berakibat pada kesenjangan 
kelas, maka ketika itulah golongan yang memonopoli dan 
mengkonsentrasikannya menjadi penentang Islam. 

Nabi Muhammad melalui dakwahnya menyeru 
kepada saudagar-saudagar kaya Mekah dengan kalimat 
yang tegas. Al-Our an menyebutkan: 


Lag Wb Ok SS @oalel dl Ol Kan Moda, YL ea 
Saya MU @ibA Lai 


“Dialah yang mengumpulkan kekayaan dan menim- 
bunnya. Ia mengira kekayaannya akan mengekalkannya. 
Sama sekali tidak! Mereka akan dilontarkan ke dalam hu- 
thamah. Apakah huthamah itu? Yaitu api yang dinyalakan 
Allah.” (O.S. al-Humazah (104|: 2-6) 


126Mansour Fakih, “Teologi Kaum Tertindas”, dalam Th. 
Sumartana (editor), Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi 
Masyarakat, (Yogyakarta: Interfidei, 1994), hlm. 235. 
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Juga di dalam surat yang lain disebutkan bahwa: 


Bga IS S Wo Sya IS @plidll In @ JSI —i 
BEN RA 3 Wil Os Woridl ls Opas) DS Wu alas 


“Perlombaan menimbun harta menjadikan kamu 
lalai, sampai kamu masuk ke liang kubur. Tapi tidak, kamu 
akan tahu !...Tapi tidak, kamu akan mengetahui. Tapi tidak, 
kalau saja kamu mengetahui dengan penuh keyakinan. 
Sesungguhnya kamu akan melihat neraka. Kemudian, 
kamu sungguh akan melihatnya dengan mata keyakinan. 
Kemudian pada hari itu kamu akan ditanyai tentang 
kenikmatan-kenikmatan duniawi.” (O.S. at-Takitsur (102): 1- 
8). 


Pada saat itu telah terjadi monopoli ekonomi yang 
menyebabkan kelompok-kelompok miskin kian terpuruk 
dalam kemiskinannya. Kaum miskin susah untuk bangkit 
dari keterpurukannya karena sumber-sumber perekono- 
mian telah dikuasai oleh segelintir orang. 

Nabi Muhammad SAW, dengan inspirasi wahyu 
ilahiyah, mengajukan sebuah alternatif tatanan sosial yang 
adil dan tidak eksploitatif serta menentang oligarki ekono- 
mi. Memang rumusan al-Our'an lebih bersifat teologis, 
seperti pada umumnya sistem berfikir yang dirumuskan 
pada masa kenabian. Akan tetapi, semua orang akan 
melihat betapa rumusan-rumusan itu mempunyai impli- 
kasi-implikasi sosial yang sangat besar. Distribusi kekayaan 
yang berlebih kepada kelompok masyarakat yang lemah 
diistilahkan dengan infag fi sabilillah. 
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Dengan struktur ekonomi yang “tidak beres” ketika 
itu, maka satu-satunya jalan untuk memberikan perlin- 
dungan bagi orang-orang yang lemah adalah melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang-orang kaya untuk membagi- 
kan kelebihan kekayaannya di jalan Allah!” Untuk 
memastikan kelanggengannya, ditetapkanlah ketentuan 
zakat dalam Islam. Zakat bukan merupakan kebaikan hati 
orang kaya kepada orang miskin, melainkan kewajiban 
yang harus ditunaikan oleh si kaya, karena itu dapat 
dituntut oleh kaum miskin, atau dipaksakan pelaksanaan- 
nya oleh negara. Zakat, seperti digariskan al-Our'an, ber- 
tujuan untuk meruntuhkan tumpukan harta kelompok 
kaya. Islam menghendaki adanya distribusi yang adil 
menyangkut kekayaan dan kekuasaan.!2 

Dengan pemihakan terhadap masyarakat tertindas, 
Islam menjadi agama yang sangat populer di kalangan 
masyarakat akar rumput. Ketika Nabi Muhammad berada 
di Mekah, hanya 25 orang saja dari seluruh pengikutnya 
berasal dari kelompok kaya dan bangsawan. Selebihnya 
berasal dari kelompok-kelompok miskin. Dikisahkan bahwa 
yang pertama masuk Islam, kebanyakan, adalah orang- 
orang miskin, para budak, dan sebagainya. Para konglo- 
merat Mekah enggan masuk ke dalam Islam karena agama 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dipenuhi oleh 
kalangan fakir-miskin. Al-Our an menyebutkan: 


127 Asghar Ali Engineer, Islam and Its Relevance to Our Age, 
terjemahan Hairus Salim & Imam Baehagy, (Yogyakarta: LKiS, 
1993), hlm.8. Bandingkan dengan Asghar Ali Enginer, Islam and 
Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam, 
Terjemahan Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1999), him. 1-8. 

128 Ziaul Hague, Revelation and Revolution in Islam, terjemahan E. 
Setiyawati al-Khattab, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 255. 
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Weleka! ya LS yag II We al LS giat ol J3 IL 


“Apabila dikatakan kepada pembesar-pembesar 
Ouraisy itu, berimanlah kamu kepada Allah seperti ma- 
nusia yang lain beriman, mereka menjawab: Apakah kami 
harus beriman seperti berimannya kelompok sufaha' 
(orang-orang bodoh).” (O.S. al-Bagarah (21:13). 


Al-Our an kemudian menyindir: 
Ogakar Y BI, sleid 20 oil Yi 


“Ketahuilah, sesungguhnya mereka sendirilah sufa- 
ha, tetapi mereka tidak mengetahuinya.” (O.S. al-Bagarah 
(27:13 

Gerakan pembebasan Islam itu tidak hanya difo- 
kuskan pada keadilan di bidang ekonomi, melainkan juga 
pada bidang keadilan dan kesetaraan gender. Di bawah 
kepemimpinan Muhammad SAW, Islam juga mengarahkan 
upayanya pada pembebasan perempuan. Kaum perempuan 
yang dalam masyarakat Arab sebelum Islam diperlakukan 
hampir seperti barang atau benda dan dapat diwariskan, 
oleh Islam diangkat martabatnya dengan diberi kedudukan 
yang sama dengan kaum pria di hadapan Tuhan. Islam 
menegaskan mereka tidak lagi dapat diwariskan, sebalik- 
nya berhak menerima warisan. Islam juga melarang 
penguburan hidup-hidup anak perempuan, yang sebelum- 
nya dilakukan oleh masyarakat Arab karena ketidak- 
sukaannya terhadap perempuan. Bangsa Arab yang seba- 
gian besar ummi (tidak dapat membaca dan menulis), oleh 
Islam diwajibkan untuk terus menerus menuntut ilmu 
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pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain, 
sejak lahir sampai masuk liang lahat, meski harus pergi ke 
tempat yang jauh seperti negeri Cina. Kewajiban itu berlaku 
secara sama untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. 

Ketika Islam datang, perbudakan merupakan lem- 
baga yang telah membudaya, tidak saja di kawasan Arabia, 
tetapi juga merata di bagian-bagian dunia yang lain. Islam 
mengimbau kepada para pemilik budak untuk bersikap ma- 
nusiawi terhadap budak-budak mereka, serta menjanjikan 
pahala yang besar kepada mereka yang memerdekakan 
budak mereka. Bahkan, hukum pidana Islam mengharus- 
kan kepada pelaku tindakan pidana tertentu untuk me- 
merdekakan budak (tahrir ragabah) sebagai bagian dari 
pembayaran “denda”. Banyak di antara budak yang telah 
dimerdekakan itu menjadi sahabat-sahabat dekat Nabi. 
Salman al-Farisi dan Bilal bin Rabah--yang dikenal sebagai 
muadzdzin al-Rasul, adalah dua dari mereka.!? Pembebasan 
perbudakan dilakukan semata-mata karena prinsip Islam 
mengenai penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. 

Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam 
adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Dalam salah 
satu ayat al-Jur'an, secara tegas disebutkan bahwa Allah 
SWT telah menganugerahkan kemuliaan terhadap anak 
cucu Adam atau manusia. 


129Lihat Abdullahi Ahmed an-Naim, Toward an Islamic 
Reformation Civil Libertis, Human Rights, and Internasional Law, 
terjemahan Ahmad Suaedy & Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: 
LKIiS, 1994), hlm. 332. 
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BAN on ja HL Naa Sean. 


“Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak- 
anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana 
dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. 
Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta Kami 
utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain.” (O.S. al- 
Isra': 70) 


Dalam ayat lain disebutkan bahwa misi utama kena- 
bian Nabi Muhammad SAW adalah untuk menebarkan 
kasih sayang terhadap seluruh alam. 


SI Ka, VI Ill Lag 


“Dan tidaklah Kami utus kamu (wahai Muhammad) 
kecuali untuk (menyebarkan) kasih sayang terhadap selu- 
ruh alam.” (O.S. al-Anbiya (21): 107) 


Prinsip penghormatan dan kasih sayang ini secara 
logis kemudian menjadi dasar peletakan pondasi pemba- 
hasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi 
antarsesama. Seperti perlunya berbuat baik, memberikan 
manfaat, saling membantu, pengharaman menipu, pela- 
rangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap 
segala bentuk kezaliman. Karena dalam perspektif Islam, 
kezaliman bisa berupa pengambilan hak orang lain, baik 
yang menyangkut harta benda, jiwa, maupun harga diri 
seseorang, termasuk perlakuan yang buruk, seperti keke- 
rasan, penistaan, atau penelantaraan. 
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Ada banyak ayat al-Ouran dan teks hadits yang 
bisa dikutip di sini, sebagai dasar perlunya berbuat baik dan 
nistanya suatu kezaliman. 


“Tidak (demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri 
kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya paha- 
la pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (O.S. Al- 
Bagarah (2):112) 


“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, se- 
sudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya de- 
ngan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 
dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 
orang-orang yang berbuat baik.” (O.S. al-A'raf (71:56). 


“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim 
kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. 
Mereka itu mendapat azab yang pedih”. (O.S. asy-Syura 
1421:42) 


IyalU3 DG tmn Las LS Alang adi JS lal oma Bl Sole 


"Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliaman terhadap 
diri-Ku,—-dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara 
kamu,--maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama 
lain.” (Hadits Judsi, Riwayat Imam Muslim) 


2 EL, @elit Vy Aa Y WA AI AN MU al os Ip, 


“Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan 
yang lain, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim 
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yang lain, tidak diperkenankan menzalimi, menipu, atau mele- 
cehkannya.” (Hadits Riwayat Imam Muslim) 


Prinsip kemanusiaan ini juga menjadi basis dari 
relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya, 
seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. 
Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan 
membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya, membantu 
yang lemah. Dalam hubungan buruh dan majikan, 
misalnya, Nabi menganjurkan agar para majikan segera 
memberikan upah buruh sebelum keringatnya kering. Para 
buruh juga memiliki hak, terutama hak untuk diperlakukan 
secara manusiawi. Dalam hubungan suami dan isteri, al- 
Our'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi 
yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga 
sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana 
pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak 
boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu 
terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah 
tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam 
melainkan juga oleh akal sehat. 

Landasan etika perlakuan suami kepada istri, orang 
tua terhadap anak, dan majikan kepada buruh seharusnya 
juga dilakukan atas dasar kemanusiaan, yaitu melihat 
masing-masing sebagai manusia utuh dengan segala hak 
yang dimilikinya dan bukan sebagai barang atau mesin 
yang boleh diperlakukan untuk apa saja sesuai kehendak 
pemiliknya. Yang termasuk ke dalam prinsip dasar Islam 
terkait dengan relasi kemanusiaan adalah efek-efek yang 
ditimbulkan dari relasi itu mengenai hak dan kewajiban 
orang tua-anak, suami-isteri, dan majikan-buruh. 
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Relasi Orang Tua dan Anak 


Hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan 
orang yang melahirkan dengan yang dilahirkan, hubungan 
orang yang merawat dengan yang dirawat, hubungan orang 
yang mendidik dengan yang dididik, dan hubungan yang 
lebih tua dengan yang lebih muda. Dalam hubungan itu, 
kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing- 
masing. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari koin mata 
uang, yakni dua hal yang berbeda tetapi tidak bisa 
dipisahkan. Di samping mempunyai sejumlah kewajiban, 
orang tua jua mempunyai hak, misalnya hak untuk 
dihormati. Begitu juga dengan anak. Ia memiliki hak untuk 
disayang oleh kedua orang tuanya. Jika orang tua 
memperoleh penghormatan dari anak, maka anak juga 
memperoleh kasih sayang dari orang tua. 

Salah satu bentuk penghormatan anak terhadap 
orang tua adalah menaati perintah-perintahnya sejauh tidak 
bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Sementara 
kedua orang tua sebagai pihak yang lebih tua harus 
menunjukkan kasih sayangnya kepada anak sebagai pihak 
yang lebih muda. Dalm konteks ini, Nabi Muhammad SAW 
bersabda: 

Us yaa Hey Aa AL Io geli JB UU A10 AN 23 LL 3 Ul ye 
(Sia ap) AS Ba ola Uta ee ol ya 

“Dari Anas bin Malik menuturkan, bahwa Ra- 
sulullah SAW bersabda: "Tidak termasuk golongan umatku, 
mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan 
mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua.” (Hadits 
Riwayat Imam al-Turmudzi) ' 


130al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, Kitab al-Birri wa al-Shilah 'an 
Rasulillah, Ma Ja'a fi Rahmat al-Shibyan, Nomor Hadist: 1842. 
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Jadi, kewajiban orang tua adalah menyayangi 
anaknya, sementara haknya adalah memperoleh pengho- 
rmatan dari anaknya. Sebaliknya, kewajiban anak adalah 
menghormati orang tuanya, dan haknya adalah mem- 
peroleh kasih-sayang dari orang tuanya. Seorang anak 
diwajibkan menghormati orang tua jika ia memperoleh 
kasih-sayang dari orang tuanya. Orang tua diwajibkan 
menyayangi anak jika ia memperoleh penghormatan dari 
anaknya. Hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik, 
resiprokal. Oleh karenanya, kedua belah pihak mestinya 
tidak saling menunggu, malah harus proaktif melaksanakan 
kewajiban agar memperoleh hak. Hak akan diperoleh jika 
kewajiban telah dilaksanakan. 

Semangat hadits di atas adalah mendahulukan pe- 
laksanaan kewajiban ketimbang perolehan hak. Orang tua 
memang seharusnya menyayangi anaknya dengan segala 
perilaku, pemberian, termasuk dalam memerintahkan anak- 
nya. Suatu perintah harus dilandasi dengan kasih sayang, 
bukan amarah, kebencian, sehingga cenderung bersifat eks- 
ploitatif. Begitu juga kepada anak, seharusnya ia menghor- 
mati dan memuliakan orang tuanya dengan ketulus-ikh- 
lasan, bukan keterpaksaan. 

Beginilah, cara al-Our an dan al-Hadits menjelaskan 
kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus meng- 
hormati, berbuat baik, menaati, dan bertutur kata yang 
sopan dan santun. Allah berfirman di dalam al-Our'an 
Surat al-Isra' Ayat 23: 
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AS Aa EL aus ai Si uas Ya 3 
LS IS Lah J3 angs S3 ST JS SH ati 
(23@817@sl 1) 

“Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat 
baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika 
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sam- 
pai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali- 
kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya per- 
kataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan 


ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (O.S. al- 
Isra' (17): 23) 


Kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali 
kewajibannya dengan memberikan kasih sayang kepada 
anak sejak ia masih bayi, bahkan masih dalam kandungan. 
Ibunya hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, me- 
nyusui, merawat, mendidik, dan menafkahinya hingga anak 
menjadi dewasa. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang 
yang telah dilakukan kedua orang tua kepada anaknya.'" 
Dalam konteks timbal balik, bagi anak tidak bisa lain 
kecuali berkewajiban menghormati dan memuliakan orang 
tuanya itu. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk peng- 
hormatan terhadap orang tua? Bagaimana mendefinisikan 
ketaatan itu? Jelas sekali bahwa penghormatan kepada 
orang tua banyak sekali, di antaranya adalah berbuat baik 
kepada mereka, mendoakan dan memenuhi keinginan me- 
reka, dan menaati perintah-perintahnya. Penghormatan ini 
sekali lagi merupakan perimbangan dari pengorbanan 


131 Lihat O.S. Lugman (31): 14 dan O.S. al-Ahgaf (46J: 15. 
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orang tua terhadap anaknya. Karena demikian tingginya 
pengorbanan itu, Islam menetapkan bahwa durhaka ter- 
hadap kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. 
Dalam suatu hadits disebutkan: 


IIE @ LSI 3 ag An AM lh Ja B2 AN 32) jail yS 
(Sha ep) ma Bol Gak J3, #2 Ga, ane ILY 


"Rasulullah SAW suatu saat ditanya mengenai dosa- 
dosa besar. Rasul SAW menjawab: “Menyekutukan Allah, 
durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan mem- 
berikan kesaksian palsu.” (Hadits Riwayat Imam al- 
Turmudzi)'? 

Dalam hadits lain, Nabi menyatakan bahwa durhaka 
kepada kedua orang tua itu haram, dan bisa mengakibatkan 
seseorang terjatuh ke dalam s'i'u al-khitimah (meninggal da- 
lam keadaan tidak baik). Ini menunjukkan bahwa menaati 
orang tua adalah wajib. Namun, ketaatan itu tidaklah mut- 
lak. Ketaatan terhadap orang tua perlu dilakukan selama 
orang tua tidak menyuruh anaknya kepada kemaksiatan, 
kezaliman, dan sebagainya. Artinya, anak tidak perlu me- 
naati orang tuanya sekiranya ketaatan itu menyebabkan 
anak terjatuh pada tindakan melanggar hukum atau mem- 
bahayakan dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda: 


Ae AI Ino A1 Jay Ol Wis Al 52) IS ye Lal yel uc Blue 
(233 sed la) «Sp ma 3 REUNI Las da Hanana 3 Z2 Y JB ola 


132a|-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, Kitab al-Buyu' 'an Rasulillah, 
Nomor Hadist: 1128. 
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Dari Abi Abdurrahman as-Sulami, dan Ali RA, 
bahwa Rasululah Saw bersabda: “Tidak berlaku ketaatan 
untuk hal-hal kemaksiatan kepada Allah, ketaatan hanya 
untuk hal-hal yang baik.” (Hadits Riwayat Imam Abii 
Dawiid) 13 


Persyaratan lain perintah orang tua harus ditaati 
adalah jika perintah itu tidak untuk menyengsarakan atau 
mencederai hak-hak kemanusiaan anak. Jika si anak merasa 
disengsarakan dengan perintah tersebut, maka ia berhak 
untuk menolak. Misalnya, dalam kasus pernikahan yang 
menyebabkan perselisihan antara anak dan orang tua. Anak 
menyatakan bahwa laki-laki itulah yang terbaik buat di- 
rinya, sementara orang tua menyatakan sebaliknya. Orang 
tua berusaha membatalkan pernikahan anaknya sekalipun 
yang bersangkutan sudah merasa cocok dengan laki-laki 
pilihannya itu. Memperhatikan kasus ini, menarik memper- 
hatikan hadits yang diriwayatkan 'Aisyah, dinyatakan bah- 
wa jika orang tua dan anak berselisih pendapat mengenai 
pernikahan, maka wali hakim yang harus melerai dan 
memutuskan. Ini berarti orang tua pada dasarnya tidak 
memiliki hak untuk memaksa. Sekalipun orang tua terus 
memaksa, anak tidak diwajibkan untuk mengikuti kemauan 
orang tua. 

Dalam hadist lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, 
Imam Malik, Imam Abu Dawud, dan Imam an-Nasa'i 
disebutkan bahwa ketika seorang perempuan yang bernama 
Khansa binti Khidam dipaksa kawin oleh orang tuanya, 
Nabi SAW mengembalikan keputusan itu kepada si anak: 
mau diteruskan atau dibatalkan. Nabi SAW tidak 


133Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab: al-Jihad, Bab: ath- 
Thai'ah, Nomor Hadist: 2256. 
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mengembalikan keputusan akhir kepada orang tua, tetapi 
kepada anak4 Hadits ini menegaskan bahwa anak me- 
miliki hak untuk memilih dan menolak calon pendamping 
hidupnya. Artinya, anak memiliki otonomi untuk menen- 
tukan siapa calon pendamping hidup yang terbaik buat 
dirinya. 

Jika benar orang tua mencurahkan kasih sayangnya, 
maka ia tidak mungkin memaksa anaknya untuk mela- 
kukan sesuatu, apalagi hal itu bertentangan dengan kemas- 
lahatan dirinya. Begitu juga sebaliknya, si anak tidak akan 
mudah menentang orang tua, jika ia benar-benar ingin 
memberikan penghormatan kepada kedua orang tuanya. 
Kasih sayang dan penghormatan harus dilakukan secara 
timbal balik. Mungkin, anak durhaka tidak akan pernah 
ada, jika anak sejak kecil selalu hidup dalam kasih sayang. 
Orang tua durhaka juga tidak akan pernah ada, jika sejak 
masa kecilnya selalu memperoleh kasih sayang, dan selalu 
memperoleh penghormatan dan kemuliaan dari anak- 
anaknya. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan 
penghormatan satu sama lain adalah keluarga bahagia yang 
digambarkan al-Our' an dalam Surat ar-Riim, yakni keluarga 
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Dalam kasus tertentu, perintah atau kemauan orang 
tua tidak perlu ditaati, bahkan bisa dilaporkan ke polisi, jika 
perintahnya itu menjerumuskan si anak pada ketidakadilan. 
Lebih-lebih lagi, jika orang tua melakukan pemaksaan 
terhadap anak yang nyata-nyata mencederai kemanusiaan 
si anak, seperti menjual anak kepada pihak lain untuk 
dipekerjakan secara tidak manusiawi, dipekerjakan pada 
daerah rawan dan berbahaya, atau dijadikan pelacur. 


134al-Zayla'i, Nashb ar-Rayah Takhrtij Ahddits al-Hidayah, Juz III, 
hlm. 237. 


190 


Kita bisa memahami bahwa orang tua melakukan 
tindakan keji dan anti-kemanusiaan terhadap anaknya ini 
tentu tidak berarti tanpa sebab. Sebab yang dominan biasa- 
nya adalah keterjepitan kondisi perekonomian keluarga, 
keterjeratan hutang, dan lain-lain, termasuk cara instan 
untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang mudah. Jika 
ini yang terjadi, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk 
memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan 
taraf hidup mereka. Salah satunya adalah dengan men- 
ciptakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki pendidikan 
masyarakat (malah seharusnya pemerintah membebaskan 
biaya pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh warga, 
terutama yang miskin). Kondisi kemiskinan terjadi, di 
antaranya, karena rendahnya tingkat pendidikan mereka. 


Relasi Suami dan Isteri 

Telah umum diketahui bahwa salah satu tujuan dari 
pernikahan adalah terciptanya tata kehidupan keluarga 
yang bahagia atau yang lazim disebut keluarga sakinah, 
mawaddah wa rahmah. Keluarga sakinah hanya bisa terbentuk 
apabila setiap anggota keluarga berupaya untuk saling 
menghormati, menyayangi, dan saling mencintai. Itulah 
fondasi dasar sebuah keluarga. Allah SWT berfirman di 
dalam al-Our'an Suratar-RAm Ayat 21: 


Ea Lt JA GNU UG Lai Ip ES GT da 
(21 #30 m5331) . ( (OS cas 3 3 2 
"Dan dari tanda-tanda (keagungan)-Nya, Dia men- 


ciptakan untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama 
dengan kamu, agar kamu bisa memperoleh ketentraman di 
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sisinya, dan Dia menjadikan di antara kamu (pasangan- 
pasangan) rasa saling cinta dan sayang. Sesungguhnya pada 
(semua) hal itu, ada tanda-tanda (keagungan Tuhan) bagi 
orang-orang yang berfikir." (O.S. ar-RiAm (30J:21) 


Tujuan pernikahan yang demikian ini hanya mung- 
kin terwujud apabila relasi yang terbangun dalam kehi- 
dupan suami-isteri adalah relasi yang adil, yakni hubungan 
yang setara, tidak totaliter dan hegemonik, masing-masing 
memiliki akses untuk mengontrol, serta dibangun pada 
sikap saling percaya, saling pengertian, saling meng- 
ingatkan, dan saling memberi. Model relasi seperti inilah 
yang memungkinkan sebuah pasangan suami-isteri bisa 
mencapai tujuan-tujuan mulia dari pernikahan. 

Untuk sampai pada tujuan ini, al-Our'an meng- 
gariskan beberapa prinsip dasar relasi suami dan isteri. Di 
antaranya adalah ikatan pasangan (zawij) yang setara. 
Hubungan suami dan isteri ibarat sepasang sayap dari 
seekor burung. Jika sayap yang satu berhenti mengepak, 
maka terjatuhlah si burung itu. Begitu juga dengan suami 
dan isteri. Al-Our'in sendiri mengibaratkan hubungan 
suami dan isteri laksana pakaian (libis). Yang satu adalah 
pakaian bagi yang lain. Sebagaimana diketahui, pakaian 
selain berfungsi memberikan perlindungan dari hal-hal 
yang tidak dikehendaki, juga memberikan keindahan, 
kehangatan, dan menutupi kerahasiaan dan kekurangan. 

Pada ayat yang lain ditegaskan bahwa akad per- 
kawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh (mitsigan 
ghalidhan). Sebagai perjanjian yang kokoh, maka siapapun 
tidak boleh mengingkari dan mengkhianati terlepasnya 
ikatan tersebut. Dalam kaitan ini, al-Our'an menegaskan 
agar suami dan isteri benar-benar memperlakukan 
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pasangannya dengan baik (mu'isyarah bi al-marOf), penuh 
cinta kasih, mengupayakan kerelaan (taridlin), dan me- 
ngembangkan tradisi dialog atau musyawarah dalam me- 
ngelola dan menyelesaikan segala masalah dalam rumah 
tangga. 

Relasi suami dan isteri yang demikian itu 
digambarkan oleh Allah SWT melalui ayat-ayat berikut ini: 


AB AE AG HP Sa IL ESA AAN Il 5 Jah 
(187 @2 @: z1) 

"Dihalalkan bagi kamu sekalian pada malam hari 
(bulan) puasa berhubungan intim dengan isteri-isteri kamu. 


Mereka adalah pakaian bagi kamu sekalian, dan kamu juga 
adalah pakaian bagi mereka." (O.S. al-Bagarah (21: 187) 


LEE Uta eta SAE Gada Jl Ea gadi 1 3G A3 
(21 @4 @sIl 

"Bagaimana kamu (tega) mengambilnya (harta isteri 

dari mahar), padahal di antara kamu sudah berhubungan 
intim, dan mereka (isteri-isteri) telah menerimanya (mahar) 


dari kamu sekalian melalui perjanjian (pernikahan) yang 
kokoh." (O.S. an-Nisa' (41: 21) 


H5 WBS DI GH SAS Oi jasluasi IG sagu ls Gp 
MN aa Jah Ka S6 Ia 0 KE OS naa 
(232 #2 @5,id) GAME BT as An aa 2 SN 


"Dan apabila kamu semua menceraikan isteri-isteri 
kamu, maka janganlah kamu halangi mereka untuk 
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menikahi (orang-orang yang akan menjadi) suami-suami 
mereka, apabila di antara mereka ada kerelaan dengan 
(komitmen untuk) kebaikan. Yang demikian itu adalah 
nasehat bagi orang dari kamu sekalian, yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih murni 
bagi kamu dan lebih suci. Dan Allah Maha Mengetahui, 
sedangkan kamu sekalian tidak mengetahui." (O.S. al- 
Bagarah (2): 232) 


abdel Garasi V3 es Aa Malaka 
Spa Ep Mia Heli al 5 V3 
Tai “ta Tn 

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mewarisi (dengan menikahi) perempuan dengan cara pak- 
sa. Dan janganlah kamu halangi mereka (untuk menikah 
dengan yang lain), dengan tujuan agar kamu bisa membawa 
pergi sebagian dari (mahar atau nafakah) yang kamu 
berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan 


kekejian yang jelas. Dan saling bergaulah dengan mereka 
dengan kebaikan..." (O.S. an-Nisd' (4): 19) 


@2 @il) 3g knee pa Se SES kia Ga 3 las GUI 3. 
(233 
selai Maka apabila mereka (ayah dan ibu, atau 
suami dan isteri) menghendaki (untuk) menyapih (anak 
mereka), dengan kerelaan mereka kedua-duanya, dan atas 


dasar musyawarah, maka tidak ada dosa bagi mereka 
berdua (melakukan hal itu)....." (O.S. al-Bagarah (2): 233) 
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3 SI 333 


ana @30 Mena SN. B3 KA ina 


"Dan dari tanda-tanda (keagungan)-Nya, Dia men- 
ciptakan untuk kamu pasangan kamu dari jenis yang sama 
dengan kamu, agar kamu bisa memperoleh ketenteraman di 
sisinya, dan Dia menjadikan di antara kamu (pasangan- 
pasangan) rasa saling cinta dan sayang. Sesungguhnya pada 
(semua) hal itu, ada tanda-tanda (keagungan Tuhan) bagi 
orang-orang yang berfikir." (O.S. ar-Rim (30J:21) 


Ayat-ayat ini sesungguhnya menegaskan bahwa 
perkawinan yang dikehendaki al-Our'an adalah perkawinan 
yang kokoh, yang memenuhi kebutuhan pasangan masing- 
masing, saling melengkapi, saling berbagi, dan saling 
memperlakukan dengan baik, demi terciptanya kasih 
sayang, ketenteraman, dan kebahagiaan, baik antara suami 
dan isteri, maupun antara suami-isteri dengan anak-anak 
dan anggota keluarga yang lain. 

Jika relasi yang adil ini terbangun dalam kehidupan 
rumah tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga akan 
dapat dihindari. Karena kekerasan, baik dalam bentuk fisik, 
psikis, seksual, maupun ekonomi pada dasarnya adalah 
cermin ketidakrukunan keluarga akibat relasi yang tim- 
pang, relasi yang tidak adil, di antara mereka, dan itu 
dilarang oleh ajaran Islam. 

Ketika perempuan terus-menerus mengalami diskri- 
minasi dan kezaliman, Islam datang untuk menolong dan 
mengangkat posisi mereka. Islam menyeru tak seorangpun 
boleh memperlakukan secara tidak adil terhadap perem- 
puan. Hanya orang yang lalim saja yang memperlakukan 
perempuan secara tidak adil. Setiap orang mempunyai hak 


195 


untuk bebas dari ancaman, pemaksaan, dan kekerasan. 
Dengan perkataan lain, setiap orang mempunyai hak untuk 
memperoleh rasa aman, baik secara fisik, psikis, seksual, 
maupun ekonomi. Oleh karena itu, meskipun bekerja, tapi 
jika dilakukan dengan cara paksa, maka hal itu dilarang 
dalam Islam. 

Pertanyaan muncul: apakah seorang suami diperbo- 
lehkan melakukan kekerasan (misalnya membentak dan 
memukul) isterinya dengan alasan untuk mendidik? Me- 
mang, banyak orang berkata bahwa seorang suami boleh 
(memiliki hak) untuk memukul isteri untuk kepentingan 
mendidik. Pandangan ini konon disandarkan pada sejumlah 
ayat dalam al-Our an dan al-Hadits. Dalam konteks ayat pe- 
mukulan suami terhadap isteri, Syaikh Muhammad Thahir 
Ibn “Asyur menyatakan bahwa wewenang “memukul istri” 
diberikan kepada suami demi kebaikan kehidupan rumah 
tangga. Ketika pemukulan tidak lagi bisa efektif untuk 
memulihkan kehidupan rumah tangga yang baik, maka 
wewenang itu bisa dicabut. Bahkan, pemerintah bisa 
melarang tindakan pemukulan itu dan menghukum mereka 
yang tetap menggunakan pemukulan sebagai media 
pemulihan hubungan suami-isteri. Ada banyak cara yang 
lebih manusiawi untuk memulihkan hubungan suami-isteri, 
yang tidak menistakan perempuan.'5 

Ibn “Arabi, seorang ulama besar dari Mazhab Maliki, 
menyitir pendapat seorang tabi'in, 'Atha' (w. 126 H / 744 
M), bahwa seorang suami dilarang memukul isterinya. 


185Lihat Nadhariyat al-Magishid “ind Muhammad Thdhir bin 
“Asyur, hlm. 207-210. 
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ol He See OUsa JS Adaa 9 Kas AI Aagd Uya AS @isUnc AH3 yo Lim 
V3 BSA gb ya ALI JP Hy, #2) al aa la arah AI 
Sri Jen SNI Hana oya ML AS Cara Hokya AMI an Gal 


"ang Uya damellian 31) alay annat 2Lc asal 


"Ini pandangan figh Imam 'Atha' (W. 126 H/744 M), 
dengan pemahamannya yang dalam terhadap syari'ah dan 
ketekunannya menggeluti soal-soal ijtihad, dia meyakini 
bahwa perintah memukul pada ayat ini adalah adalah 
menunjukan kebolehan saja. Tetapi dia sendiri memilih 
menyatakan (bahwa memukul itu hukumnya) makruh, 
dengan argumentasi lain. Yaitu hadits Nabi Saw yang 
diriwayatkan Abdullah bin Zam'ah, bahwa Nabi Saw 
bersabda: "Sesungguhnya aku tidak senang (benci) terhadap 
lelaki yang memukul istrinya ketika dia marah, padahal 
bisa saja setelah itu menggaulinya pada hari yang sama" 156 


go Lean And Aa AYI, Hal SI, Ona! laka Sl Hall oi" 
li 0 Hat JI ja H0 SY an Ya 
CA sg A3 Sa AS @Ill IAI Kasal ole A3 SL) el 
Mis 
"Sebenarnya sumber pemukulan terhadap isteri 
adalah kemaksiatan dan kebencian, dan hal semacam ini 
merupakan tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. 


Oleh karenanya, tidak benar menjadikan tradisi seperti ini 
sebagai dalil (dasar) bagi kebolehan seorang suami 


136Ahkam al-Gur'an, Juz I, hlm. 420 
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memukul isterinya. Karena peraturan seperti ini memper- 
hatikan (mempertimbangkan) tradisi masyarakat Arab 
ketika itu, sebagaimana memperhatikan pula perbedaan 
tradisi bangsa lainnya." 


HL CL EN Oi ole IL AI 3 De yul JB 
KE Lani Ol @lroya a52 Sl Yy @lenolya Les OLI 
Man NS yg lal Opo ya Ol el laila @iyiall aka Jaz 

MI Ham KS La YA os LSI 


"Ibnu 'Asyur berkata: "Jika para penguasa (peme- 
rintah) menjumpai para suami tidak lagi bisa menempatkan 
hukuman syari'ah secara benar dan pada tempatnya, dan 
tidak bisa berhenti pada batasan-batasannya yang telah di- 
tentukan, maka pemerintah boleh mencabut hak penghu- 
kuman dari tangan mereka. Dan pemerintah juga mem- 
beritahukan pada para suami itu, bahwa orang yang me- 
mukul isterinya, justru akan diberi sanksi. Agar kekerasan 
antara suami dan istri tidak menjadi semakin besar, apalagi 
ketika 'spirit keimanan' sudah melemah." 

Paparan di atas kiranya cukup tegas bahwa memu- 
kul isteri itu merupakan bagian dari tradisi masyarakat 
Arab sebelum Islam. Setelah Islam datang, tradisi buruk itu 
sedikit demi sedikit terus dikikis. Dalam pandangan Islam, 
pemukulan bukanlah solusi tepat bagi pendidikan, apalagi 
pendidikan bagi orang dewasa, seperti isteri. Oleh karena 
itu, wajar apabila Nabi SAW dalam banyak kesempatan 
sering menyindir orang-orang yang memukul isteri-isteri 


137Ibnu 'Asyar, Magishid al-Syari'ah, hlm. 207. 
188 Nazhariyat al-Magishid ind Muhammad Thdhir bin “Asyur, hlm. 
210. 
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mereka. Dalam riwayat Bahz bin Hakim bin Mw'awiyah, 
bahwa kakeknya bertanya kepada Nabi SAW: 


Gl CA II @pA3 Lag Leia GL Lag G3 go L WA Jan L 
Vp Hal YM II SI, meh 5 Ul, mi 


aga PI) ola). Dp 


“Wahai Rasulullah, apa hak isteri kita, dan apa yang 
boleh kita lakukan denganya dan apa yang tidak boleh 
dilakukan? Nabi menjawab: “Kamu berhak menggauli 
isterimu bagaimanapun cara yang kamu suka, kamu harus 
memberi makan dari yang kamu makan, memberinya 
pakaian seperti yang kamu pakai, jangan mencemooh muka 
istri dan jangan memukulnya.” (Hadits Riwayat Imam Abu 
Dawiid) '? 

Riwayat lain, dalam hadits Bukhari, Muslim, dan at- 
Turmudzi, dari “Abdullah bin Zam'ah, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: 


OS dele ANI ho JB JB Wae AI SP) Tana op WIL XS 
pel AT 3 lean AS Wal Al alah Dam AN elly ah, 
SI 


“Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu me- 
mukul isterinya, layaknya seorang hamba saja, padahal di 
penghujung hari, ia mungkin akan menggaulinya.” (Hadits 
Riwayat Imam Bukhari) 


139Jbn al-Atsir, Juz VII, hlm. 329, Nomor Hadits: 4717. 
140Shahih Bukhari, Kitab al-Nikah, Ma Yakrahu li dlarb al-Nisa', 
Nomor Hadits: 4805. 
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Ini peringatan yang tegas dari Nabi SAW agar suami 
tidak memukul isterinya. Tidak sekadar berbicara, Nabi 
SAW memiliki komitmen untuk melaksanakan pandangan- 
nya itu. Selama hidup berumah tangga, Nabi tidak pernah 
sekalipun memukul isteri-isterinya. Padahal, perbedaan di 
antara Nabi dan isteri-isterinya kerap terjadi dan beberapa 
di antaranya menimbulkan ketegangan hubungan suami- 
isteri. Namun, Nabi tak sekalipun menempuh cara ke- 
kerasan, baik kekerasan fisik, perkataan, psikis, seksual, 
maupun ekonomi. Seperti yang diceritakan “Aisyah ra, 
dalam suatu hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan 
Imam Abu Dawud: 


Ing Hala Io Ul Is Ho La oB Gia wil so, kie 30 
(sos pl otg) Jas alat Yg Lol 


“Bahwa Rasulullah tak pernah memukul pembantu 
dan tidak juga perempuan.” (Hadist Riwayat Abu Dawiid) 
141 

Tidak ada seorang pun yang diberi hak untuk me- 
lakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan sama 
sekali tidak sesuai dengan perilaku, nasehat, dan peringatan 
Nabi SAW. Pemukulan atau segala bentuk perilaku ke- 
kerasan lain adalah bertentangan dengan prinsip pergaulan 
yang baik (mu'isyarah bi al-ma'rif), tidak sesuai dengan an- 
juran penghormatan terhadap perempuan (m4 akramahunna 
illa karim), dan pelanggaran terhadap wasiat Nabi SAW 
untuk berbuat baik terhadap perempuan (istawsha bin nisd'i 
khairan). Lebih dahsyat lagi, mereka yang memukul isteri- 


141Sunan Abu Dawud, Kitab al-Adab, Fi al-Tajawuz ft al-Amri, 
Nomor Hadits: 4154. 
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nya, dijuluki oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang 
jahat dan busuk (laysa uld'ika bi khiyarikum). Memukul isteri, 
apapun alasannya, adalah bertentangan dengan anjuran, 
harapan, dan perilaku sehari-hari Nabi SAW terhadap para 
isterinya. 

Nabi sendiri bersedia bersabar ketika menghadapi 
berbagai perbedaan dan perlakuan dari isterinya. Bahkan, 
Nabi memberikan kesempatan kepada mereka untuk meng- 
ekspresikan keinginan mereka, memberikan masukan, dan 
menentukan pilihan yang sesuai dengan harapan mereka. 
Tanpa ada kata-kata penghinaan, pelecehan, menghardik, 
apalagi ucapan-ucapan keji dan kotor, Nabi menghadapi 
mereka dengan kesabarannya. 

Mungkin beberapa orang dari umat Islam kecewa 
melihat perilaku 'Aisyah atau Hafsah yang pernah meng- 
gugat Nabi, memalukan, bahkan memboikot untuk tidak 
berhubungan intim selama dua bulan. Di antara umat Islam 
ada yang menghukumi 'Aisyah ra telah kafir, atau fisig, 
atau—-paling tidak--dianggap perempuan yang emosional, 
penuh rasa cemburu, sombong, dan--karena umurnya yang 
masih muda--kurang pertimbangan yang matang. Sebagian 
yang lain memahami bahwa itu adalah ijtihid 'Aisyah ra, 
yang jika benar memperoleh dua pahala, tetapi jika salah 
akan memperoleh satu pahala. Lebih dari itu, ada yang 
berpendapat bahwa keberanian “Aisyah terhadap Nabi 
adalah cermin dari keberhasilan Nabi mengangkat harkat 
dan mendidik kemandirian perempuan. 

Perempuan, seperti dikatakan Umar bin Khattab, 
pada masa itu tidak memiliki tempat sama sekali. Mereka 
tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah diajak bicara, 
dan kalaupun berbicara tidak akan diterima. Umar sendiri, 
sebagaimana pengakuannya, masih tidak suka melihat 
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isterinya membantah apa yang dikatakannya. Nabi malah 
menanamkan kesadaran revolusioner untuk membuat 
perempuan menjadi manusia mandiri, yang dihargai, dan 
dihormati kemanusiaannya. Nabi lebih memilih menego- 
siasikan kesepakatan keluarga dengan isteri-isteri mereka, 
dan memberikan hak sepenuhnya untuk memberikan pilih- 
an terhadap apa yang mereka inginkan. Nabi menerima 
untuk digugat, dipermalukan, bahkan diboikot, sebagai 
proses pendidikan kemandirian perempuan untuk menen- 
tukan pilihan mereka. 

Dalam proses ini, Nabi tidak pernah menggunakan 
media kekerasan, baik kata-kata penghinaan, ucapan kotor, 
maupun pemukulan. Nabi malah terkadang membiarkan 
mereka yang melakukan “pemukulan”, beberapa sahabat 
juga melakukan, atau para ulama sendiri memperkenankan 
dengan batasan-batasan tertentu. Ini semua harus dipahami 
sebagai proses pelarangan yang bertahap, yang tidak bisa 
serta merta dilarang secara mutlak karena kondisi sosial 
yang belum memungkinkan. 

Secara prinsip, kekerasan dan pelecehan tidak akan 
pernah diperkenankan dalam Islam. “Pemukulan” hanya 
bisa diperkenankan ketika nyata memberikan dampak posi- 
tif pada proses pendidikan (li ishlah baynahumd). Ketika 
tidak memberikan dampak positif, maka pemukulan kem- 
bali pada hukum semula, yakni harim. Nabi sendiri tidak 
menganjurkan dan tidak pernah melakukannya sepanjang 
hidupnya. Orang-orang yang menjadikan Nabi SAW 
sebagai teladan (uswah hasanah) semestinya tidak pernah 
berpikir untuk memukul perempuan seperti yang tidak 
pernah Nabi lakukan, tidak membiarkan siapapun untuk 
memukul perempuan seperti yang tidak pernah Nabi 
biarkan, apalagi menganjurkan pemukulan dengan alasan 
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dalil agama. Nabi tegas memandang mereka yang memukul 
perempuan sebagai orang yang tidak bermoral. 


Relasi Buruh dan Majikan 

Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad me- 
nganjurkan setiap orang untuk bekerja. Nabi tidak pernah 
menentukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan, bisa 
pekerjaan wiraswasta, jasa, buruh, guru, pedagang, petani, 
profesional, dan lain-lain. Islam mengutuk orang-orang 
yang berpangku tangan karena malas, membiarkan keluar- 
ganya terlantar, kelaparan, dan anak-anaknya tidak dididik 
secara baik. Bekerja dalam Islam bernilaikan ibadah jika 
dilakukan dengan niat yang baik, misalnya untuk mencari 
nafkah keluarga, membekali diri dan keluarga agar terhin- 
dar dari kebodohan, dan lain-lain. Anjuran untuk berusaha 
dan bekerja banyak sekali ditemukan dalam berbagai ayat 
al-Our'an dan Hadits Nabi. Dalam suatu ayat al-Our'an, 
malah anjuran untuk bekerja itu disebutkan langsung 
setelah menunaikan shalat jum'at: 


033 al 533 JI YA AAA pp de AN Gi II Wa Ga ab 
3 IA LILAN sai BI slAS 3 GA A3 2 aa 
HI nia) SPA LE CAS AN S3 al JS ja WAS SNI 

(10 


“Wahai orang-orang yang beriman, apabila diku- 
mandangkan panggilan untuk sembahyang pada hari 
Jum'at, maka bergegaslah (hadir) untuk mengingat Allah 
dan tinggalkanlah aktivitas jual beli. Demikian itu adalah 
lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. Apabila telah 
menunaikan sembahyang, maka bergegaslah menyebar ke 
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(penjuru) bumi, carilah rizki Allah dan ingatlah Allah 
sesering mungkin. Agar kamu menjadi orang-orang yang 
sukses.” (O.S. al-Jum'ah (62): 9-10) 


Dalam ayat ini, mencari penghidupan (ma'isyah) 
diperintahkan langsung oleh Allah bersamaan dengan 
perintah melaksanakan shalat. Ayat ini bahkan mengan- 
jurkan seseorang untuk bertebaran ke berbagai penjuru 
bumi untuk mencari rizki Allah SWT. Dengan cara ini, 
seseorang akan dimudahkan jalan rezekinya ketimbang ha- 
nya berdiam diri di kampung. Anjuran ini bisa kita temu- 
kan juga dalam Ayat 14 dari Surat al-Mulk. Juga, mudah kita 
temukan ayat-ayat yang memberikan apresiasi terhadap 
segala usaha untuk mencari penghidupan di dalam al- 
Our'an. Allah SWT berfirman: 


AG) ap SA 8 GEA NS SINI Jas Cal 3 
(15 @oldI). AI 
“Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi 


kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 
sebahagian dari rezki-Nya.” (O.S. al-Mulk:15) 


AMAN 35 Ia ML Wa Ina SN Jas sa 
BELA 3 ea WIB ai OS Ia Aida AG 


(64-51 aa KN IN 


“(Dia) yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai 
hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu 
jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka 
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Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari 
tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan 
gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah 
bagi orang-orang yang berakal.” (O.S. Thdhi (20): 53-54) 


(LO MAAN Aa 3 2 Tat3 NI 3 LA 1, 


“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu 
sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka 
bumi itu (sumber) penghidupan.” (O.S. al-A'raf. 10) 


Dalam beberapa hadits, Nabi Muhammad juga me- 
nganjurkan setiap orang agar bekerja untuk memenuhi ke- 
butuhan ekonomi keluarga. Nabi Dawud adalah termasuk 
orang yang dipuji Nabi Muhammad, karena ia senang 
bekerja keras dan tidak menggantungkan kepada orang 
lain. Seseorang semestinya tidak boleh menjadi beban orang 
lain, misalnya dengan cara meminta-minta. Nabi SAW 
bersabda: 


SY Sala Ale AI In A1 Jay JB 1JE Wat WM Ina al ye 
1 Antang 3 telan Wall Jus ol yaa pb aye JP Lag nan ng 
(SEA) 


“Dari Abu Hurairah ra berkata: bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: “Seseorang yang menggunakan seutas tali, 
mencari kayu bakar, dan mengikatkan ke punggungnya, 
(lalu menjualnya ke pasar) adalah lebih baik baginya dari- 
pada harus meminta-minta kepada orang lain, yang kadang 


205 


diberi dan terkadang ditolak.” (Hadits Riwayat Imam 
Bukhari). 


SI Hola Ah ASI Ip AI any yS G5 AP) adil ye 
san OS sals WI 5 OL5 Wong Jas ya SL Oya J3 UU il 
(SI »13)) 09 dbs 


“Dari Migdam ra bahwa Rasulullah bersabda: "Ti- 
dak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, yang 
lebih baik dari hasil jerih pekerjaan tangannya sendiri, 
sesungguhnya Nabi Dawud as selalu memakan dari hasil 
pekerjaan tangannya sendiri.” (Hadits Riwayat Imam 
Bukhari) 12 


Imam al-Ghazali (w.505 H/1111 M) menjelaskan 
keutamaan kerja untuk penghidupan (al-kasb) dengan men- 
dasarkan pada lima ayat al-Our'an: Surat an-Nabi' Ayat 11, 
Surat al-A'rif Ayat 10, Surat al-Bagarah Ayat 198, Surat al- 
Muzammil Ayat 20, dan Surat al-Jumu'ah Ayat 10. Imam al- 
Ghazali juga mendasarkan pada beberapa hadits dan 
beberapa pernyataan para sahabat dan ulama. Di antara 
teks hadits yang dikutip adalah kisah mengenai sekum- 
pulan sahabat yang sedang bercengkerama bersama 
Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang pemuda yang ga- 
gah, kuat, dan perkasa lewat di hadapan mereka. Mereka 
berkata, “Aduh, kalau kekuatannya digunakan untuk (ber- 
perang) di jalan Allah.” Nabi SAW kemudian bersabda, 
“Jangan bilang begitu, jika dia keluar bekerja agar tidak 
meminta-minta, maka dia berada di jalan Allah, jika dia 


142Shahih Bukhari, Kitab al-Buyu', Kasb al-Rajuli wa 'Amalihi bi 
Yadihi, Nomor Hadits: 1930. 
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keluar untuk membantu kedua orang tuanya yang sudah 
renta, atau bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluar- 
ganya yang papa, maka ia berada di jalan Allah, tetapi jika 
dia keluar bekerja untuk sebuah kesombongan atau aku- 
mulasi kekayaan, maka ia berada di jalan setan.” 

Abu Dzar al-Ghiffari bertanya kepada Nabi SAW: 
“Jika ada seseorang yang tidak bisa berjihad, apa yang 
harus dilakukan?” Nabi SAW menjawab: 


(AL oh) na ea JI elo 3 JB.» 


“Menolong orang yang sedang bekerja memproduk- 
si sesuatu, atau kamu memperoduksi untuk mereka yang 
tidak bisa berproduksi.” (Hadits Riwayat Imam Ahmad) '“ 

Umar bin al-Khattab, diriwayatkan, pernah berkata: 
“Jika aku kagum pada seseorang, aku akan bertanya: 
“Apakah dia punya pekerjaan?” Jika dijawab tidak punya, 
maka aku tidak lagi kagum kepadanya.”"5 Seperti diki- 
sahkan banyak pihak, di antaranya Imam al-Ghazali, bahwa 
ketika Umar bin al-Khattab melihat seseorang berdoa 
meminta rizki dalam masjid dalam waktu yang cukup lama, 
ia kemudian mendekatinya dan berkata: “Kamu tahu, 
bahwa Yang di Atas tidak akan menurunkan hujan emas 
atau perak kepada kamu, pergilah bekerja jika ingin mem- 
peroleh rizki.” 45 


143 Al-Ghazali, Ihya” Ulum ad-Din, juz II, (Cairo: Dar al-Hadits, 
1994), hlm. 97. 

144 Musnad Ahmad, Nomor Hadits: 20368. 

145 al-Munawi, Faydh al-Gadir bi Syarh al-Jami' ash-Shaghir, 
dalam Kitab: al-Jami' ash-Shaghir li al-Imam as-Suyithi, juz II, 
(Dar al-Ilm, 1386 H), hlm. 290. 

146 Al-Ghazali, Ihya” Ulum ad-Din, juz II, (Cairo: Dar al-Hadits, 
1994). 
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Ucapan-ucapan dan kisah-kisah seperti ini mene- 
guhkan suatu hal, bahwa Islam memberikan penghargaan 
yang cukup tinggi terhadap mereka yang bekerja mencari 
nafkah. Dalam pandangan Islam, mendapatkan pekerjaan 
itu adalah hak setiap orang, baik laki-laki maupun pe- 
rempuan. Meski dalam banyak ayat al-Our'an dan al-Hadist 
anjuran bekerja hanya ditujukan kepada laki-laki, tetapi 
tidak mungkin suatu anjuran baik hanya diperuntukkan 
laki-laki. Jika tidak ada penegasan yang khusus, maka an- 
juran itu diperuntukkan laki-laki dan perempuan sekaligus. 
Karena bekerja mencari penghidupan itu bagian dari amal 
saleh, sebagaimana ditegaskan al-Our'an, maka tak dibe- 
dakan antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Allah 
SWT berfirman: 


3 
£ £ 
| 


na aan ha Ms Gea SES ya ata ja ya 
(97 @ Jl) O3hi35 PAI L yaaa 3 L Ha 


“Barang siapa yang beramal salih (melakukan kerja- 
kerja positif), dari laki-laki atau perempuan, dan dia adalah 
orang beriman, maka Kami akan menganugerahkan kehi- 
dupan yang baik, dan akan Kami balas mereka dengan 
pahala yang lebih baik dari amal yang mereka lakukan.” 
(O.S. an-Nahl: 97). 


Ayat ini, sebagaimana ayat-ayat lain mengenai amal 
saleh, tidak hanya tepat diartikan sebagai bagian dari kerja- 
kerja ukhrawi, tetapi juga kerja-kerja duniawi. Dalam ayat 
tersebut disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memi- 
liki kedudukan yang sama untuk berpacu melakukan kerja- 
kerja positif ('amal shdlih), baik untuk kepentingan ukhrawi, 
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maupun duniawi, atau kedua-keduanya. Temasuk dalam 
kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan ini adalah 
kerja-kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, yang da- 
lam bahasa teks hadits disebut sebagai kerja di jalan Allah 
(amal fi sabilillah). 

Dalam figh Islam, seseorang bekerja sebagai buruh 
bisa menjadi wajib, sunnah, atau haram. Dihukumi wijib, 
ketika bekerja menjadi jalan satu-satunya untuk mencukupi 
kebutuhan hidup, atau untuk membayar hutang, atau 
untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dihukumi sunnah, 
ketika pekerjaan yang digelutinya akan memberikan tam- 
bahan manfaat bagi banyak orang, sementara pekerjaan itu 
sudah dikerjakan oleh orang lain, seperti bekerja di pabrik 
pembuatan baju, pembuatan kendaraan, dan lain-lain. 
Bekerja pun bisa menjadi haram, ketika pekerjaan yang dige- 
luti itu diharamkan Allah atau pekerjaan itu akan men- 
datangkan keburukan bagi masyarakat, seperti menjadi 
pelacur atau memperjual-belikan obat-obatan terlarang.'” 

Mewajibkan seseorang menjadi pekerja atau buruh, 
pada sisi lain, juga merupakan keharusan bagi pihak-pihak 
yang memiliki sumber daya untuk membuka lapangan ker- 
ja. Pihak-pihak yang terkena kewajiban itu adalah negara, 
orang-orang kaya, dan para pemilik modal. Hubungan 
antara buruh (pekerja) dengan pemodal (majikan) seha- 
rusnya adalah hubungan yang saling membantu, saling 
membutuhkan, dan saling menguntungkan. Sebab dalam 
kenyataannya, tidak mungkin ada majikan tanpa pekerja, 
dan tidak mungkin ada perusahaan tanpa buruh. 


147Lihat Abd al-Wahhab asy-Syisani, Hugug al-Insian wa 
Hurriyiatuhu al-Asasiyyah ft an-Nizham al-Islamy wa an-Nuzhum 
al-Mu'asharah, (Jam'iyyah al-Tlmiyyah al-Malakiyyah, 1980), hlm. 
453-454. 
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Hubungan timbal balik ini pada praktiknya menuntut 
adanya rumusan hak dan kewajiban yang adil antara satu 
dengan yang lain. Rumusan ini agar menjamin setiap pihak 
tidak dirugikan dan tidak merugikan pihak lain. 

Secara umum, relasi buruh-majikan dalam figh 
Islam digambarkan sebagai relasi ijirah, atau penggunaan 
jasa dan manfaat. Karena ada satu pihak yang menggu- 
nakan jasa dan manfaat dari pihak yang lain, dengan 
sejumlah pembayaran yang disepakati, sementara ada pihak 
lain yang membutuhkan jasa, manfaat, atau tenaga orang 
lain. Prinsip-prinsip kontrak ijdrah ini sama dengan kontrak- 
kontrak lain dalam figh muamalah. Yaitu, harus didasarkan 
pada kesepakatan dan kerelaan (taridlin), tidak boleh ada 
penipuan ('adam al-gharar), dan harus ada transparansi 
(adam al-jahilah). Ini karena relasi antara buruh dan majikan 
adalah relasi sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan 
bersama. Oleh karena itu, sama sekali tidak bisa dibenarkan 
apabila ada tindakan-tindakan yang mengarah pada 
eksploitasi kaum buruh demi keuntungan besar kaum 
pemodal. Prinsip ini menuntut adanya kejelasan dalam 
berbagai hal, baik di sisi buruh maupun majikan, terutama 
menyangkut hak-hak pekerja dan hak-hak majikan. 

Dalam figh Islam, kita menemukan hak-hak pekerja 
dalam pembahasan figh mu'amalah mengenai akad ijirah, 
atau kontrak pemanfaatan jasa seseorang atau manfaat 
suatu barang. Jika akad ijirah diartikan sebagai kontrak 
perburuhan, atau kontrak pemanfaatan jasa seseorang, 
maka ada hak buruh yang harus dipenuhi majikan dan ada 
hak majikan yang harus dipenuhi buruh. 

Abd al-Wahhab asy-Syisani menyatakan bahwa hak 
pekerja yang paling penting adalah hak atas upah. Ini 
merupakan hak yang paling asasi bagi pekerja sebagai 
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kompensasi atas tenaga dan jasa yang telah dikeluarkan. 
Dalam figh, memang belum ada pembahasan mengenai 
jumlah upah minimal, karena jumlah selalu relatif dan 
kontekstual. Tetapi dalam tradisi peradaban Islam, bebe- 
rapa sumber bisa dijadikan dasar untuk memastikan bahwa 
Islam menekankan perlunya upah minimal bagi buruh, 
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar 
yang meliputi pangan, sandang, dan papan (hadd al-kifayah). 
Bahkan, semestinya majikan membayar upah buruh tidak 
sebatas kebutuhan minimum, tetapi juga meliputi kebu- 
tuhan hidup yang layak bagi buruh sebagaimana umumnya 
manusia, seperti tunjangan kesehatan, transportasi, tunja- 
ngan lauk-pauk, iuran perumahan, dan sebagainya. 

Dalam kisah kepemimpian Khalifah Umar bin 
Abdul Aziz, diriwayatkan bahwa upah pegawai rendahan 
Kerajaan harus mencukupi kebutuhan seseorang untuk bisa 
menikah dan berkeluarga. Jika kita berharap seorang buruh 
bisa konsentrasi mengerjakan apa yang diperintahkan 
majikan, maka buruh harus dicukupi dari segala kebutuhan 
dirinya. Ada teks hadits yang mendukung pernyataan ini: 


WoS dB Sg le ASI Lo II Kana IA Up 2 pm 
(29 sala) Nian CASIS yan Ay ol Ob Moe 


"Dari al-Mustawrid bin Syaddad, saya mendengar 
Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang menjadi pekerja 
bagi kami, jika dia tidak memiliki isteri, maka ia bisa berhak 
(upah) untuk beristeri, jika ia tidak memiliki pembantu, 
maka ia berhak (upah) untuk mengambil pembantu, jika ia 
tidak memiliki rumah, maka ia berhak (atas upah) untuk 
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bisa mengambil rumah.” (Hadist Riwayat Abii Dawud) 4s 

Sejak awal, seorang pekerja atau buruh harus 
mengetahui upah yang akan diterima. Jika upah tidak jelas, 
maka kontrak perburuhan seperti ini bisa dianggap bukan 
kontrak, karena kontrak meniscayakan adanya kejelasan 
upah, jam kerja, dan sebagainya. Kejelasan upah ini akan 
memperkecil kemungkinan terjadinya persengketaan antara 
buruh dan majikan. Pada saat yang sama, kontrak juga akan 
memudahkan buruh untuk melakukan penuntutan jika 
suatu waktu terjadi pelanggaran hak yang merugikan 
dirinya, misalnya PHK secara sewenang-wenang. Oleh 
karena itu, pencantuman upah dalam kontrak menjadi 
sangat penting. Hadist berikut turut memperkuat pan- 
dangan ini: 


ISS Sy Aa AMI Io al Ol Wae AMI 52) Sad aa Il yg 
(AL al) soya ad Ona Gam pa Jess 


"Dari Abi Sa'id al-Khudriy, bahwa Nabi SAW per- 
nah melarang seseorang untuk mempekerjakan orang lain, 
sehingga ia menjelaskan upah yang akan diberikan kepada 
yang bersangkutan.” (Hadist Riwayat Imam Ahmad) 

Hak-hak lain yang harus diperoleh oleh seorang 
buruh adalah hak atas kesehatan, hak memperoleh kesem- 
patan untuk beristirahat dan cuti, dan hak untuk dipro- 
mosikan ke pekerjaan yang lebih baik. Hak-hak ini diper- 
lukan sebagai bentuk perlakuan yang manusiawi terhadap 


148 Sunan Abu Dawud, Kitab: al-Khardj wa al-Fay wa al-Imarah, 
Bab: fi Arzag al-Ummdal, Nomor Hadits: 2556. 

149 Musnad Ahmad, Bigi Musnad al-Mukatsirin, Nomor Hadist: 
11139. 
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buruh. Tentu saja ada hak-hak lain yang bisa diperoleh 
untuk menjamin keleluasaan seorang buruh sebagai 
manusia yang bermartabat dan terhormat, seperti hak 
untuk beribadah dan memperoleh informasi. Hak-hak ini 
diperlukan agar buruh tidak diperlakukan secara semena- 
mena, tidak dipekerjakan secara tidak manusiawi dan di 
luar kemampuannya. Ini penting ditegaskan, karena buruh 
bukanlah para budak yang bisa diperlakukan sesuka kaum 
majikan. Buruh bukan pula alat produksi yang terus- 
menerus bisa dipakai tanpa istirahat dan melampai jam 
kerja. 

Dengan demikian, hak-hak di atas harus dipenuhi 
oleh majikan atau perusahaan agar buruh bisa bekerja 
secara produktif dan maksimal. Pemenuhan hak-hak dasar 
juga sebagai imbalan yang memang harus diterima seorang 
buruh. Bekerja adalah kehormatan. Mempekerjakan orang 
dan memberikan upah adalah upaya untuk melestarikan 
kehormatan tersebut. Ibn Hazm pernah mengemukakan 
suatu pernyataan yang menarik: 


Laba Jian ati Ol Jalal! Ge eyang Kelas Cola, La Jual Ol 


“Pekerjaan adalah suatu hal yang dihormati, dan di 
dalam hal-hal yang dihormati ada imbalannya. Dan hak 
seorang buruh adalah mengambil imbalan sesuai dengan 
pekerjaannya. 150 

Selanjutnya, dengan hak yang diperoleh, buruh 

memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban ini 
harus dipenuhi untuk melestarikan relasi timbal balik yang 
seimbang, adil, dan saling menguntungkan. Jika kepen- 


150 Al-Muhalla, Juz 8, hlm. 261. 
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tingan majikan tidak dipenuhi, maka pada akhirnya buruh 
pun tidak akan bisa memperoleh hak-haknya. Karena buruh 
hanya mungkin ada, jika majikan juga ada. Kepentingan 
buruh bisa diadakan, ketika kepentingan majikan juga bisa 
dihadirkan. Kewajiban pekerja atau buruh yang paling 
mendasar adalah memenuhi pekerjaan yang diwajibkan 
semaksimal mungkin sesuai dengan kontrak yang telah 
disepakati. Dalam istilah figh, kewajiban ini merupakan 
aminah yang harus dipenuhi dan merupakan konsekuensi 
dari akad yang telah disepakati. 


(58 elu) WA JI SEL 53 ST 125AL asi 3) 


“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk 
memenuhi amanat-amanat kepada para pemiliknya.” (O.S. 
an-Nisa' (41: 58). 


(Aesseldl) sy GT ET gal gl 


“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah (hasil 
kesepakatan) akad-akad (kontrak)...” (O.S. al-Ma'idah (511). 


Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa 
ketika seseorang dipercaya untuk mengerjakan sesuatu, 
maka seharusnya ia mengerjakan dengan penuh semangat 
dan mempersembahkannya secara baik, penuh ketelitian, 
dan sempurna. 

Kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi bu- 
ruh atau pekerja adalah hal-hal yang merupakan turunan 
dari semangat untuk menjaga aminah tersebut di atas. Baik 
amdinah pekerjaan, amdnah alat-alat perusahaan, dan amdnah 
waktu, serta jabatan yang sedang diembannya. Semua ini 
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harus dijaga untuk kelestarian dan kemajuan perusahan. 
Nabi Muhammad SAW pernah mengungkapkan bahwa 
setiap orang bertanggungjawab terhadap segala yang ada 
dalam lingkup pertangunganjawabnya. 


——$ bug Anie AW! Lao AI Jae, JB JB Gilas AMI 32) ja£ pls 
(See) Lan) 98 Jajan SF, 


Dari Ibn Umar ra, berkata: Rasulullah SAW bersab- 
da: “Setiap kamu adalah pemimpin (terhadap suatu hal), 
dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepemimpinannya 
tersebut.” (Hadist Riwayat Imam Bukhari) '5' 


Paparan-paparan di atas hendak menegaskan bahwa 
kebaikan tak cukup hanya dilakukan oleh salah satu pihak. 
Kebaikan mesti datang dari keduanya: majikan dan buruh. 
Sebab, majikan yang baik adalah mereka yang memberikan 
hak-hak buruh sebagaimana mestinya. Buruh yang baik 
adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaannya 
dengan baik. Bukanlah buruh yang baik, buruh yang hanya 
pandai menuntut hak, tapi mengabaikan kewajiban. Tidak 
juga tergolong sebagai majikan yang baik, orang yang 
memperlakukan para buruh tak ubahnya sebuah mesin: 
dieksploitasi terus-menerus tanpa diperhatikan hak-hak 
kemanusiaannya. Relasi antara buruh dan majikan harus 
diletakkan sebagai relasi sosial yang berkeadilan, saling 
memanusiakan antara satu dengan yang lain. Majikan se- 
bagai pihak yang kuat seharusnya menjadi pelindung 
(gawwim) bagi buruh yang lemah (mustadI'afin). 


151Shahih Bukhari, Kitab: al-Jum'ah, Bab: al-Jum'ah fi al-Mudan 
wa al-Oura, Nomor Hadist: 844. 
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Sebagai kata akhir, perlu ditegaskan bahwa imple- 
mentasi kongkrit dari prinsip-prinsip Islam, baik pada 
tataran instrumen hukum, kebijakan birokrasi, maupun 
perilaku sehari-hari harus menjadi perhatian semua pihak. 
Jika prinsip-prinsip ini menjadi kesadaran semua pihak, 
maka niscaya tidak akan timbul kejahatan di muka bumi ini. 
Tetapi masalahnya adalah seringkali prinsip ini hanya 
berhenti pada tataran normatif. Karena itu pada tataran 
aksi, kita juga harus mendukung dan mengimplemen- 
tasikan segala bentuk perundang-undangan yang menjamin 
adanya penghormatan terhadap kemanusiaan dan penin- 
dakan terhadap segala bentuk kezaliman. Undang-undang 
ini, pada tataran sosial, harus hidupu dan didukung 
masyarakat luas, agar memperoleh pijakan sosial. Dalam 
konteks ini, pendidikan keagamaan berperan menguatkan 
sendi-sendi kemanusiaan sebagai basis untuk menghi- 
langkan, tepatnya meminimalisir, segala tindak kejahatan 
sosial dan kemanusiaan. (| 
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Metodologi Figh Ahwal Syakhsiyah 
(Isu Keluarga): 
Tawaran Perspektif Perempuan 


“Ulama yang tidak memperhatikan perspektif perempuan, 
diharamkan untuk berbicara tentang syari'at Allah Swt”. 
Syeikh Muhammad al-Ghazali'?? 


Pendahuluan 

Syari'at secara bahasa berarti jalan, syari'at Islam berarti 
jalan Islam. Dalam disiplin keilmuan Islam, ada berbagai 
definisi mengenai syari'at. Sebagian ulama memaknai sya- 
rjah sebagai ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan, baik 


152 Ungkapan ini diucapkan oleh Syekh Muhammad al-Ghazali 
dalam mimbar ketika khutbah jum'at (lihat: Outhb “Abd al-Hamid, 
Khuthab asy-Syaikh al-Ghazali fi Syu'un ad-Din wa al-Hayat, 
1988: Dar al-Ytisham, Cairo. Juz I, h. 14). Muhammad al-Ghazali 
dilahirkan di Buhairah, Mesir, pada 22 September 1917 dan telah 
wafat pada tanggal 9 Maret 1996 ketika sedang mengikuti 
seminar di Riyadh. Tahun 1941, ia meraih gelar doktor dari 
fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir. Ia telah 
menulis lebih dari limapuluh buku dalam berbagai disiplin ilmu- 
ilmu Islam. Ia terkenal sangat gigih mengkritisi pemahaman- 
pemahaman keagamaan yang bias terhadap perempuan. Diantara 
pemikirannya yang berperspektif perempuan terkumpul dalam 
buku yang ditulisnya “Oadlaya al-Mar'ah bayna at-Tagilid ar- 
Rakidah wa al-Wafidah, 1994: Dara asy-Syurug, Libanon (Diter- 
jemahkan oleh Zuhairi Misrawi dengan judul “Mulai dari Rumah, 
Wanita Muslim dalam Pergumulan Tradisi dan Modernisme, 2001: 
Mizan-Bandung). Untuk mengetahui sejarah pemikiran 
Muhammad al-Ghazali, bisa dibaca pada, M. Aunul Abied Shah 
(ed.), Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah, 
2001: Mizan, Bandung, halaman 166. 
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yang terkait dengan keyakinan, perbuatan maupun 
moralitas. Tetapi sebagian lain memaknai syari'ah hanya 
sebatas persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan 
perbuatan manusia. Dalam kaitannya antara syari'ah de- 
ngan fikih, juga ada dua pandangan, pertama yang me- 
ngatakan syari'ah berbeda dari fikih. Syar'ah adalah teks- 
teks langsung dari al-Our'an dan Hadits, sementara fikih 
adalah pemahaman manusia terhadap teks-teks tersebut. 
Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa syari'ah dan 
fikih pada akhirnya adalah sama, atau tepatnya menyatu. 
Karena dalam proses perkembangan sejarahnya, syari'ah 
dan fikih muncul bersama penalaran-penalaran ulama ter- 
hadap teks-teks agama dalam kaitannya dengan realitas'?. 
Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan syari'ah Islam 
adalah fikih Islam. Dalam kajian akademis, terminologi 
fikih Islam adalah lebih tepat daripada terminologi syari ah 
Islam. Karena terminologi fikih telah digunakan berabad- 
abad oleh para ulama, dan menjadi terminologi yang paling 
tepat untuk mendefinisikan pemahaman (fikih) terhadap 
teks-teks Islam. Jadi, fikih Islam dalam tulisan ini sama per- 
sisi dengan syari'ah Islam, begitu sebaliknya. 

Bagi beberapa ulama dan pemikir, fikih Islam (al-figh 
al-islamt) dibedakan dengan pemikiran Islam (al-fikr al- 
isiimi). Yang pertama dianggap memiliki dasar dari teks 
agama (al-nushish asy-syar'iyyah), sementara yang kedua 
muncul dari ragam rujukan yang tidak selalu teks-teks 
agama. Pemikiran Islam, dianggap hanya merupakan kum- 
pulan dari opini, analisis, kajian dan upaya-upaya pen- 
dekatan terhadap persoalan-persoalan Islam, tanpa 


158 Lihat: Muhammad ad-Dasugi dan Aminah al-Jabir, 
Mugaddimah fi Dirasat al-Figh al-Islamy, 1990: Dar ats-Tsagafah, 
Oatar. 
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keterikatan untuk merujuk kepada teks-teks Islam. Meto- 
dologi pemikiran Islam juga sangat beragam dan tidak ter- 
arah. Tidak seperti fikih, ia merupakan pemahaman ter- 
hadap teks-teks, al-Our'an dan Hadits untuk kemudian 
dipraktekkan dalam tataran realitas. Sehingga ia -dianggap- 
berada di atas dan untuk meluruskan realitas. Bagi para 
ulama yang berpandangan demikian, realitas harus tunduk 
di bawah formula-formula fikih yang berdasar pada teks- 
teks agama. Fikih tidak datang untuk ditundukkan oleh 
realitas, karena ia bersumber dari teks suci (wahyuj, 
sementara realitas bersumber dari pengetahuan manusia 
yang profan'4. 

Dengan cara pandang demikian, fikih mengklaim 
sebagai sumber kebenaran Islam, yang berkaitan dengan 
persoalan hukum dan kaitannya dengan perbuatan-per- 
buatan manusia. Fikih, kemudian dipahami sebagai produk 
hukum (baca: syari'at Islam) yang final dan mutlak. Karena 
itu, ia dianggap lebih tepat bila dibandingkan dengan 
pemikiran Islam. 


Fikih dan Realitas 

Bahwa metodologi fikih berbeda dari disiplin ilmu 
yang lain, bisa dibenarkan. Tetapi bahwa ia lepas dari 
realitas atau berada di atas realitas, adalah pandangan yang 


154 Prof. Dr. Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buthy, seorang pakar 
fikih dan akidah Islam dari Universitas Damaskus-Syria, dalam 
berbagai tulisannya selalu menggugat kecenderungan ummat 
Islam untuk merujuk pemikiran Islam, tidak kepada fikih Islam. 
Dalam pandangannya, pemikiran Islam adalah kerapuhan, 
kekaburan, tidak otentik, kacauan dan jauh dari kebenaran 
Islam. Sementara fikih Islam adalah keutuhan, kekokohan, oten- 
tik dan muara kebenaran Islam. Pemikiran tunduk kepada 
realitas untuk teks, sementara fikih tunduk kepada teks kebe- 
naran untuk realitas. 
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tidak tepat. Ia tidak memiliki argumentasi yang cukup. 
Karena fikih sarat dengan pergumulannya dengan realitas. 
Dalam satu persoalan, fikih bisa menawarkan hukum yang 
berbeda karena didasarkan kepada tuntutan realitas yang 
muncul. Pengaruh realitas dalam produk-produk fikih sa- 
ngat ketara dan nyata. Dan yang berkaitan dengan per- 
soalan-persoalan perempuan adalah yang paling nyata, di 
antara persoalan-persoalan yang lain. 

Banyak contoh yang bisa dikemukakan di sini. 
Misalnya, ketika pandangan mayoritas ulama fikih menya- 
takan bahwa Islam tidak memberikan kewenangan kepada 
perempuan untuk melangsungkan akad nikah, menjadi 
imam pada jama'ah shalat, atau memimpin komunitas so- 
sial, sebenarnya ia lebih banyak dipengaruhi oleh tuntutan 
realitas (mutathallabit al-wdgi), daripada oleh tuntutan 
indikasi-indikasi teks agama (dalilat an-nash) secara lang- 
sung. Realitas yang berkembang banyak memberikan ba- 
tasan, pengertian dan ruang lingkup terhadap persoalan- 
persoalan hukum fikih tentang khitan perempuan, per- 
kawinan dan perceraian, hak dan kewajiban sebagai isteri, 
serta hak dan kewajiban sebagai warga dalam sebuah 
komunitas negara, serta dalam apa yang dikenal dengan 
konsep “fitnah perempuan'. Dengan mengurai persoalan- 
persoalan ini lebih mendalam, keterkaitan fikih dengan 
realitas yang berkembang akan terlihat nyata, termasuk 
tentu saja keterkaitannya dengan teks-teks yang diriwa- 
yatkan. Ada semacam tarik-ulur keterkaitan antara fikih 
dan teks sebagai sumber (penetapan) hukumnya di satu sisi, 
dan fikih dan realitas sebagai sumber (penerapan|-nya. 

Misalnya dalam persoalan “menceraikan isteri. Di 
dalam hadis sangat jelas disebutkan bahwa 'menceraikan 
isteri adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah 
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Swt.155 Karena itu, Nabi sendiri dalam keadaan yang paling 
sulit sekalipun tidak berani menceraikan isteri. Tetapi 
persoalan itu menjadi sangat mudah bagi para ulama, 
ketika berbentuk norma-norma hukum fikih. Dalam fikih, 
perceraian bisa jatuh sekehendak suami, kapan, dimana, 
bagaimana dan dalam keadaan apapun, tanpa ada 
pertimbangan-pertimbangan terhadap kondisi perempu- 
an.!?6 Termasuk ketika para ulama sepakat bahwa per- 
ceraian waktu isteri haid adalah haram, tetapi mereka tetap 
menganggap bahwa perceraian 'haram' itu sah, jatuh 
terhadap perempuan, sekalipun jelas diharamkan karena 
merugikan perempuan!”. 


155 Teks haditsnya: “Abghadl al-Halal ilallahi ath-talag” (perbuatan 
halal yang paling dibenci Allah adalah talak/menceraikan|. Dalam 
teks lain disebutkan: “Ma ahalla al-Iahu syay'an abghadlu ilayhi 
min ath-thalag” (Tidak ada satupuan perbuatan yang dihalalkan 
oleh Allah, tetapi paling dibenci-Nya melainkan talak). Hadis ini 
diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Hakim, dari 
sahabat Ibn “Umar r.a. Lihat: Ibn al-Atsir, Mubarak bin 
Muhammad, Jami? al-Ushul min Ahadits ar-Rasul, 1984: Dar Ihya 
at-Turats, Beirut-Libanon, juz viii, h. 392, no. hadis: 5780. 

156 Dalam fikih, talak merupakan hak suami sepenuhnya. Bahkan 
dalam pandangan Ibn Hazm, sekalipun suami telah memberikan 
mandat kepada isteri untuk menceraikan, atau memberikan 
kesempatan untuk memilih, hak talak tetap di tangan suami. Si 
isteri menceraikan atau tidak, atau membuat pilihan atau tidak, 
perceraian tetap tidak jatuh bila isteri yang melakukan, karena 
hanya suami yang bisa menjatuhkan talak, bukan isteri. 

157 Dalam fikih Islam perceraian waktu haid dikenal dengan 
istilah 'thalag bid'iyy” Iperceraian yang bid'ah|, sebaliknya 
adalah thalag sunniy' (perceraian yang mengikut sunnah|. Thalag 
bid'iyy dalam pandangan mayoritas ulama fikih adalah haram 
hukumnya, atau dalam mazhab Hanafi dianggap makruh tahrim. 
Sekalipun haram, mereka berpendapat bahwa talak tersebut tetap 
jatuh dan sah, kecuali dalam pandangan Ibn Taymiyyah bahwa 
talak tersebut haram dan tidak sah (tidak jatuh talak). Ini 
menunjukkan bahwa hak suami terhadap perceraian jauh lebih 
kokoh' dibandingkan dengan teks agama, karena ia bisa (dan sah| 
menjatuhkannya pada saat agama melarangnya. Lihat: Az- 
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Ibn al-Oayyim al-Jawziyyah dalam kitab Ath-Thurug 
al-Hakimah fi as-Siyasat asy-Syari'yyah, menerangkan bahwa 
apabila seseorang memiliki empat orang isteri, dan menya- 
takan “aku cerai isteriku”, tanpa menegaskan nama yang 
diceraikannya, maka dalam pandangan Ibn Hanbal (164- 
241H) keempat isteri tersebut diundi, yang keluar berarti 
dialah yang dianggap dicerai. Dalam pandangan Imam 
Malik (93-179H), bahwa talak jatuh terhadap keempat isteri 
tersebut, semuanya, karena suami tidak menjelaskan nama 
tertentu. Sementara Abu Hanifah (80-150H) berpendapat 
bahwa apabila seseorang yang memiliki empat isteri, lalu 
melafalkan talak tanpa menyebutkan nama, maka ia masih 
berhak untuk menggauli mereka. Ketika ia menggauli salah 
seorang di antara mereka, maka 'talak' mengarah kepada 
isteri yang lain, yang belum digauli. Begitu seterusnya, 
sampai isteri yang terakhir, dialah yang dikenakan jatuh 
talak. 

Pandangan-pandangan seperti ini tentu saja muncul 
dari realitas masyarakat yang ada di mana para ulama itu 
hidup. Yaitu realitas patriarkhal yang bias terhadap perem- 
puan, yang saat itu mengakar dalam kehidupan sosial. 
Padahal sebaliknya, pada tataran teks-teks agama ada pe- 
negasan bahwa perceraian sebagai kezaliman (perbuatan 
yang dibenci Allah). Semestinya, norma-norma yang mun- 
cul adalah sejauh mana perceraian diupayakan untuk tidak 
terjadi dan tidak menimbulkan kezaliman kepada siapapun, 
terutama perempuan yang rentan terhadap segala bentuk 
kekerasan. Dalam perilaku Nabi Muhammad Saw, sebagai 


Zuhaily, Wahbah, Al-Figh al-Islimi wa Adillatuhu, 1984: Dar al- 
Fikr, Damaskus-Syria, juz vii, h. 402-403. 
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teks kedua! setelah al-Our'an, juga banyak menyiratkan 
gambaran pemberian kesempatan kepada perempuan 
untuk menentukan pilihan bagi dirinya tentang kehidupan 
rumah tangganya.'? Sehingga, laki-laki -sebagai suami- 
tidak seharusnya menjadi penentu awal dan akhir dalam 
kehidupan berumah tangga. Tetapi fikih klasik telah 
mewariskan norma-norma perceraian yang begitu mudah 


158 Maksudnya adalah hadis, yang dalam metodologi ushul figh 
dianggap sebagai rujukan hukum Islam yang kedua setelah al- 
Our'an. Komposisi hadis yang konvensional adalah perkataaan, 
perbuatan dan ketetapan Nabi Saw. Ulama memperdebatkan, 
apakah “sikap dan perilaku' Nabi Saw (sifat wa ahwdal an-nabiyy) 
termasuk hadis atau bukan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa 
sikap dan perilaku' bukan merupakan hadis, sehingga ia tidak 
mengikat siapapun selain diri Nabi Saw. Ia masuk dalam katagori 
spesialitas kehidupan Nabi Saw' (khushushiyyat an-nabiyy), yang 
tidak mengindikasikan 'perintah keagamaan' (tasyri), kecuali jika 
dibarengi dengan pernyataan verbal dari Nabi Saw. Karena itu, 
perilaku Nabi Saw terhadap isteri-isteri, bagi fikih tidak menjadi 
rujukan dalam megembangkan struktur hukum, baik dalam hal 
perkawinan, percerain, maupun susunan hak-kewajiban suami 
dan isteri. 

159 Konsep keteladanan terhadap Nabi, meniscayakan 
perujukan hukum terhadap segala perilaku beliau, termasuk 
dalam kehidupan rumah tangga. Beliau tidak pernah memukul 
isteri, membentak, apalagi mencaci, atau menghina. Ketika 
terjada 'perselisihan', beliau memberi kesempatan kepada isteri- 
isteri untuk meluahkan persoalan. Bahkan ketika 'perselisihan' 
mengeras, beliau pergi menyendiri, memberi kesempatan kepada 
para isteri untuk menumpahkan seluruh kekesalan, dan ketika 
tetap 'buntu', beliau mempersilahkan mereka untuk memilih, 
tetap bersama atau bercerai. Artinya, soal kelangsungan rumah 
tangga, perempuan memiliki hak “pendapat dan penentuan' yang 
sama dengan laki-laki. Nabi pernah memberikan hak kepada 
isteri Tsabit bin Oays r.a. untuk “menceraikan” suaminya, hanya 
karena persoalan tidak suka' (HR. Bukhari, no. 4971-4973). Nabi 
juga memberikan hak penuh kepada Khansa bint Khaddam ra, 
untuk “melepaskan” diri dari perkawinan paksa, yang tidak 
direlakannya (HR. Bukhari, no. 6568). 
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dan ringan di tangan laki-laki, tidak sebaliknya pada perem- 
puan. 

Pandangan beberapa ulama fikih tentang kewajiban- 
kewajiban perempuan juga banyak terinspirasi dari realitas 
budaya pada saat itu. Imam Abu Hamid al-Ghazali 
(w.555H/1111M) misalnya mengatakan tentang perempuan: 


“Perempuan harus duduk dan tinggal di dalam 
rumah. Tidak banyak naik-turun tangga, melo- 
ngok jendela dan sedikit berbicara dengan te- 
tangga. Ia harus menjaga kehormatan dirinya 
dan suaminya, mengupayakan kesenangannya 
dalam segala hal, tidak mengkhianatinya baik 
dalam hal harta maupun kehormatan, tidak 
keluar rumah kecuali atas izinnya. Kalaupun 
harus keluar dan diizinkan, ia harus berpakaian 
lusuh, mencari lorong-lorong yang sepi, tidak 
melewati jalan raya atau pasar, tidak mem- 
biarkan suaranya didengar orang lain, atau 
dirinya dikenal oleh orang lain, apalagi oleh 
teman suaminya, demi menjaga kehormatan diri 
dan suaminya. Ia harus menerima apapun pem- 
berian dari suaminya, mendahulukan keperluan 
suaminya dari keperluan dirinya atau kera- 
batnya. Ia harus selalu bersih dan bersedi setiap 
saat untuk digauli oleh suami, kapan dan di 
mana suami mau dan suka”.!8 


Dalam semangat yang sama, tulisan Imam 
Nawawi Banten (1230-1314H/1813-1897M) me- 
ngenai hak dan kewajiban isteri, yang oleh FK3 


160 Al-Ghazali, Abu Hamid, Ihya Ulumu ad-Din, juz ii, h. 55. 
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(Forum Kajian Kitab Kuning-Ciganjur) juga di- 
nilai sarat dengan muatan-muatan realitas ma- 
syarakat yang berkembang pada masanya''!. 


Pandangan demikian, tentu merupakan potret per- 
gumulan fikih dengan realitas. Kemudian ia dalam rentang 
waktu yang cukup lama menumpuk di dalam literatur- 
literatur, bahkan tercetak di alam bawah sadar umat Islam. 
Fikih sebenarnya tidak bisa lalu disalahkan (baca: sen- 
dirian), ketika realitas-realitas tersebut pada masa berikut- 
nya dinilai timpang, dengan menggunakan analisis gender 
misalnya. Fikih merupakan hasil intensitas interaksi antara 
teks-teks agama Jal-Our'an dan Hadits) sebagai sumber 
pertama dan realitas-realitas sosial sebagai sumber kedua. 
Fikih, dalam banyak hal tidak mungkin melakukan lom- 
patan yang mustahil (thafrah md fawga al-wdgi), melampaui 
realitasnya yang ada. Tidak seperti prinsip-prinsip yang 
digariskan al-Ouran yang terkait dengan perubahan- 


161 Lihat: FK3, Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab “Ugud 
al-Lujjayn, 2001: LKIiS, Yogyakarta, h. 60-61. Dalam analisis 
Husein Muhammad bahwa Imam Nawawi banyak terpengaruh 
oleh realitas budaya saat itu, sekalipun mungkin perilakunya 
sendiri sedikit banyak memberikan penghargaan dan kesempatan 
kepada perempuan. Katanya, tulisan Nawawi memliki kecende- 
rungan yang kuat terhadap pengaruh tradisionalisme dan sufisme 
yang sangat mengakat pada realitas budaya saat itu. Tradi- 
sionalisme yang ditandai dengan upaya-upaya mempertahankan 
kemapanan, konservatif dan bacaan literal terhadap teks. Se- 
mentara sufisme ditandai dengan gemar beribadah dan asketis. 
Kecenderungan ini mempertajam perspektif Nawawi yang 
patriarkhal, yang sudah sudah mengakar dalam realitas budaya. 
Nawawi kemudian mengukuhkan peranan laki-laki dalam setiap 
aspek kehidupan dan melegitimasi haknya untuk mengatur dan 
menentukan segala-galanya. Lihat, Husein Muhammad, Kajian 
atas Kitab Ugud al-Lujain Sebuah Analisi, dalam Tashwirul Afkar, 
No. 5, tahun 1999, hal. 94-100. 
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perubahan mendasar jauh melampaui realitas masyarakat 
yang ada. 

Persoalannya adalah pada anggapan bahwa fikih itu 
suatu yang final, di atas realitas dan bukan bersama realitas. 
Dengan anggapan demikian, fikih menjadi terbebani sede- 
mikian rupa, oleh pandangan-pandangan misoginis, yang 
sebenarnya merupakan konsekwensi logis dari interaksi 
dengan realitas. Realitas yang tentu saja -dalam penilaian 
sekarang- adalah timpang. Beban ini kemudian menutup 
rapat pandangan lain dalam fikih, yaitu pandangan-pan- 
dangan yang progresif, tidak misoginis dan berkeadilan 
gender. Fikih yang seperti ini menjadi terlupakan, diting- 
galkan dan asing bagi banyak orang. !92 Anehnya, fikih tetap 
dianggap paling bertanggung jawab atas segala ketim- 
pangan sosial umat Islam dalam hal relasi laki-laki dan 
perempuan. Mungkin yang lebih tepat, bahwa fikih adalah 
salah satu potret sejarah pemahaman keagaman umat Islam 
masa lalu, yang dalam banyak hal bersinggungan dengan 
realitas sosial dan kebudayaan. 

Dengan demikian, pandangan fikih klasik tidak bisa 
dikatakan sepenuhnya sebagai terlepas dari realitas. Karena 
sejatinya, ia merupakan potret pergumulan teks-teks agama 


162 Dalam fikih, ada tawaran pilihan-pilihan pandangan yang 
cukup progresif, melampaui masa di mana realitas-realitas sosial 
hidup dan berkembang. Seperti pandangan kebolehan perempuan 
untuk menjadi pemimpin, menjadi imam shalat, mengawinkan 
dirinya atau orang lain, memiliki dirinya dalam hal perceraian dan 
tentu saja hal-hal lain seperti bekerja, belajar, keluar rumah, 
terlibat perang, mengelola hartanya bahkan menolak untuk 
menyusui anaknya sendiri, dengan alasan penjagaan kecantikan 
atau alasan lain. Pandangan-pandangan ini tentu saja asing bagi 
fikih mayoritas dan praktek keagamaan kebanyakan orang. Ini 
pertanda bahwa teks-teks dasar fikih (sumber rujukan awal| 
menyimpan cita ideal hukum yang universal dan melampaui 
realitas (yata'ala “ala az-zamin wal-makan). 
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dengan realitas yang berkembang pada masa kemun- 
culannya. Apabila fikih klasik telah melakukan pergu- 
mulannya dengan realitas, maka dalam realitas kontem- 
porer yang penuh dengan berbagai perubahan revolusioner, 
pergumulan itu harus diaktifkan kembali, bahkan menjadi 
keniscayaan. Dinamika fikih hanya bisa dilakukan melalui 
interaksi dengan realitas-realitas, baik sosial, ekonomi, 
maupun politik. Efektifitas gagasan rekontsruksi fikih akan 
membuahkan produk yang kongkrit apabila poros meto- 
dologinya adalah 'interaksi dengan realitas'. 


Metodologi Interaksi dengan Realitas 

Interaksi dengan realitas (ta'amul ma'a al-wagi) 
dalam fikih bukan hal baru (bid'ah). Dalam ushul fikih ada 
konsep-konsep tentang rujukan terhadap realitas, seperti 
pada kaedah al-'idah muhakkamah (mendaulatkan adat ke- 
biasan), atau kaidah al-ma'raf 'urfan kal-masyruthi syarthan 
(apa yang sudah menjadi adat kebiasaan, memiliki ke- 
kuatan hukum, sama seperti apa yang sudah tertulis — 
disyaratkan- dalam kontrak), atau kaedah yang cukup 
terkenal taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azmin (hukum 
bisa berubah mengikut perubahan zamanJ'?. Rujukan ini 


163 Ada kaedah-kaedah lain yang sejenis, seperti Ats-tsabit bi al- 
urfi tsabitun bi-dalilin syariyy (Apa yang ditetapkan oleh 
kebiasaan (realitas) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 
apa yang ditetapkan oleh teks agama|, atau isti'mal an-nas 
hujjatun yajibu al-“amal biha (Kebiasaan masyarakat banyak 
adalah dasar hukum yang harus diikuti|. Kaedah-kaedah seperti 
ini termasuk dalam apa yang dikenal dengan “Konsep Adat' 
(INazariyyat al-Urf| dalam disiplin ilmu ushul fikih. Secara 
konseptual fikih telah mengenal perujukan terhadap adat 
kebiasaan yang berlaku, atau realitas yang berkembang. Hanya 
saja fikih memberikana batasan yang cukup ketat, bahwa adat 
(realitas) yang dirujuk adalah yang belum ada ketentuan 
hukumnya dari teks Jal-Our'an dan Hadits|. Apabila sudah ada 
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juga bisa dilihat dalam perbincangan ulama mengenai 
konsep-konsep metodologi penentuan hukum fikih, seperti 
konsep giyis Janalogi hukumJ, istihsin (kebaikan sebagai 


ketentuannya, maka rujukan terhadap realitas tidak berlaku, 
atau dibatalkan. Artinya realitas tetap di bawah teks dan tidak 
boleh bertentangan dengan literal teks. Persoalan-persoalan yang 
dalam fikih klasik didasarkan kepada realitas adalah, misalnya 
dalam penentuan kadar nafakah terhadap isteri dan keluarga, 
bentuk-bentuk pergaulan antar suami isteri dan jumlah mahar 
perkawinan. Persyaratan bahwa adat (realitas) yang dirujuk harus 
yang belum ditentukan oleh teks, apabila digeneralisir adalah 
tidak sepenuhnya tepat. Ada contoh fikih klasik yang merujuk 
kepada realitas dalam persoalan yang secara tegas telah dije- 
laskan dalam teks al-Our'an. Yaitu perintah izin masuk kamar 
orang dewasa dalam kehidupan rumah tangga. Dalam surat an- 
Nur (OS. :58) ada perintah bahwa hamba sahaya dan anak-anak 
yang belum dewasa harus meminta izin terlebih dahulu ketika 
hendak memasuki rumah atau kamar orang-orang dewasa. Izin 
ini harus dilakukan pada tiga waktu (disebut dalam teks al- 
Our'an|, menjelang shalat Subuh, waktu siang dan waktu malam 
setelah shalat Isya. Sekalipun sudah ditentukan oleh teks, baik 
perintah maupun waktu pelaksanaanya, tetapi sebagian besar 
ulama memahami persoalan “minta izin” hanya sebagai anjuran, 
atau saranan, bukan kewajiban. Penentuan tiga waktu juga 
disebutkan dengan merujuk kepada adat kebiasaan masyarakat. 
Artinya tiga waktu itu biasanya merupakan waktu-waktu orang 
beristirahat, sehingga orang yang ingin memasuki wilayah 
istirahat sseeorang selayaknya meminta izin terlebih dahulu. 
Apabila realitas suatu masyarakat berbicara lain, maka perintah 
dan ketentuan waktu juga bisa berubah. Substansinya adalah 
larangan mengganggu wilayah privasi orang. Implementasinya 
diserahkan kepada realitas. Dengan demikian, persyaratan 
realitas yang dirujuk harus yang tidak (belum) ditentukan oleh 
teks, adalah tidak sepenuhnya tepat. Generalisasi persyaratan ini 
akan banyak menghambat upaya mengintensifkan interaksi fikih 
dengan realitas, yang saat ini telah menjadi sebuah keniscayaan. 
Tentang “Konsep Adat/Kebiasaan/Realitas' dalam hukum Islam 
lihat: Muhammad az-Zuhaily, An-Nazariyyat al-Fighiyyah, 1993: 
Dar al-Galam, Damaskus. Dan Ali Ahmad an-Nadwi, al-Gawd'id 
al-Fighiyyah: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat 
Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbigatuha, 1994: Dar 
al-Oalam-Damaskus, pp. 293-302. 
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dasar| dan al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan yang 
netral) dan dalam konsep yang sekarang sangat terkenal al- 
magishid asy-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam). 

Konsep al-Maslahah dan al-Magishid yang lebih 
banyak dipopulerkan Imam asy-Syathibi (w. 790 H) dalam 
magnum opusnya, al-Muwafagit, menegaskan bahwa 
hukum-hukum syari'at tidak diturunkan tanpa makna dan 
tujuan (magishid). Tujuan itu adalah kemaslahatan bagi se- 
genap manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ke- 
maslahatan manusia menjadi inti dari pensyariatan hukum 
dalam Islam. Karena itu, seperti kata Ibn al-Gayyim al-Jawzi 
(w. 751 H), kalau ada hukum yang tidak mendatangkan 
kemaslahatan, kebaikan dan keadailan, atau sebaliknya me- 
ngantarkan kerusakan, keburukan dan kezaliman kepada 
manusia, ia tidak bisa dimasukkan dalam rumpun hukum 
syari'at, sekalipun dilegitimasi (melalui ta'wil) dengan teks. 
Hukum syari'at, tidak lain adalah hukum keadilan bagi 
manusia, kebijakan dan kemaslahatan'#. Karena subjek 


164 Di sini Ibn al-Oayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa: “asy- 
syari'atu mabndha wa asiasuha “ala al-hikam wa mashdlih al-“'ibad 
fi al-ma'asy wa al-ma'dd. wa hiya 'adlun kulluha wa rahmatun 
kulluha wa mashdlihun kulluha wa hikmatun kulluha. Fa kullu 
mas'alatin kharajat “an al-adli ila al-juwr wa “an ar-rahmati ila 
dliddiha wa “an al-mashlahati ila al-mafsadah wa “an al-hikmati ila 
al-'abatsi fa laysat min asy-syari'ati, wa in udkhilat bi at-ta'wil” 
(Bahwa syari'at Islam itu dibangun atas dasar-dasar kebijak- 
sanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia, baik di dunia 
maupun di akherat. Syari'at seluruhnya adil, kasih sayang, 
maslahat, dan bijak. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar 
dari keadilan menuju ke kecurangan, dari kasih-sayang menuju 
sebaliknya, dari maslahat menuju ke kerusakan, dan dari 
kebijakan menuju ke kesewenang-wenangan, maka bukanlah 
syari'at, sekalipun didukung oleh penafsiran (teks), karena 
syari'at itu “keadilan” Allah di antara hamba-hamba-Nya|. Baca 
Ibn al-Oayyim al-Jawziyyah, Plam al-Muwaggi'in “an Rabb al- 
“Alamin, ed. Muhy ad-Din “Abd al-Hamid, Dar al-Fikr, Bierut- 
Libanon, Juz III, hlm. 14. 
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“kemaslahatan adalah manusia, maka ukuran dan batasan- 
nya dikembalikan kepada manusia. Tehnisnya, seperti kata 
Imam Najmud as-Din ath-Thiifi (675-716H)'5 adalah logika 
yang jernih, dengan melakukan penulusuran (istigra/ 
deduksi) terhadap realitas-realitas yang terjadi dan berkem- 
bang dalam kehidupan. 

Artinya, konsep al-Maslahah dan al-Magashid menis- 
cayakan adanya interaksi teks dengan realitas. Teks ditu- 
runkan untuk kemaslahatan, dan kemaslahatan itu ada 
pada realitas, dengan melakukan penilaian dan perumusan 
indikator yang kongkrit. Sehingga teks dan realitas, ibarat 
dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya 
menjadi dasar pembentukan hukum-hukum syari'at. 

Fikih, sebagai potret interaksi teks dengan realitas, 
juga terlihat pada kenyataan bahwa fikih merupakan pe- 
mahaman,'0 tepatnya pemahaman seorang mujtahid 


165 Nama lengkapnya adalah Abu Rabi' Sulayman bin “Abd al- 
Oawiyy. Ia lahir di daerah Sarsar, dekat Baghdad, pada tahun 675 
H Berkelana ke berbagai tempat, seperti Baghdad, Syria, Mesir 
dan terakhir menetap di Bait al-Magdis sampai akhir hayatnya. Ia 
seorang ulama yang cukup terpandang, tetapi terkena fitnah 
politik dengan dakwaan syi'ah dari koleganya sendiri, sehingga ia 
dihukum dera, diikat dan diseret keliling kota Kairo dan terakhir 
dipenjara di penjara Ous. Tulisan-tulisannya yang masih 
tersimpan di perpustakaan sekarang hanya berjumlah sekita 50 
tuliasan. Diantara yang sudah diterbitkan adalah, al-Iksir fi 
Oawda'id at-Tafsir (disiplin tafsir), Syarh Mukhtashar ar-Raudlah 
(figh), al-Intisharat al-Islamiyyah fi Daf'i syubhat an-Nasyraniyyah 
(teologi) dan “Alam al-Jadzal fi Ilm al-Jadal (Logika). 

166 Dalam bahasa akademisnya, fikih berasal dari akar f-g-h, 
yang berarti faham. Secara terminologis, ia didefinisikan sebaga: 
“Ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syariat 
menyangkut perbuatan-perbuatan manusia, yang dipahami dari 
teks-teksnya. Ia berbeda dari ilmu kalam, karena menyangkut 
keyakinan seseorang, dan berbeda dari ilmu tasawuf, yang 
mendalami pengalaman spriritual manusia. Ia hanya berbicara 
mengenai segala perbuatan manusia, baik yang bersifat privat, 
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terhadap teks-teks agama (Al-Our'an dan Hadits) dalam 
interaksinya dengan realitas-realitas yang berkembang. Se- 
kalipun ulama sepakat, bahwa rujukan utama fikih adalah 
teks-teks, tetapi dalam tataran nalar kognitif Jijtihad 
istinbithi| dan tehnik implementatif Jijtihad tathbigiy| mereka 
berbeda pendapat. Adanya perbedaan ini, mengisyaratkan 
betapa kuat interaksi fikih dengan realitas para peng- 
gagasnya. 

Fikih juga merupakan ragam dari berbagai pan- 
dangan, yang dalam satu persoalan bisa terjadi kontradiksi 
antara satu pandangan dengan pandangan yang lain. 
Kontradiksi ini tentu saja tidak terjadi pada (substansi| 
teks,!7 tetapi pada pemahaman-pemahaman terhadap teks, 
yang bisa karena literal teks dan bisa —ini yang terbanyak- 
karena perbedaan kondisi realitas-realitas, baik yang 


maupun publik. Bahsan fikih secara umum bisa dibagi tiga, 
personal, inter-personal dan antar personal. Yang personal itu 
yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, yiatu 
ibadah. Yang inter-personal itu hubungan antar dua orang, yaitu 
seperti jual beli, hutang piutang, perkawinan, perceraian. Yang 
antar-personal itu hubungan kemasyarakatan, seperti persoalan- 
persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan. 

167 Dalam konsep 'ta'arudl wa tarjih' (kontradiksi dan seleksi| 
dinyatakan bahwa teks itu berasal dari Allah Swt, karena itu tidak 
mungkin ada kontradiksi satu dengan yang lain. Seperti 
dinyatakan dalam OS.An-Nisa, 4: 82. “Afala yatadabbaruna al- 
guran, wa law kana min 'ind ghairillahi lawajadu fthi ikhtilafan 
katsiran” (“Tidakkah mereka merenungkan al-Ouran, padahal 
dari selain Allah, mereka akan menemukan perbedaan yang 
cukup banyak|. Artinya, perbedaan dan kontradiksi hanya ada 
pada selain teks Allah, bukan pada teks Allah. Atau dalam 
pernyataan Imam asy-Syathibi (w. 790H): “Siapapun yang 
mengkaji dasar-dasar syari'ah, akan menemukan bahwa dalil- 
dalilnya tidak ada yang kontradiktif, dan syari'ah sama sekali 
tidak kontradiktif”. Persoalan “kontradiksi dan seleksi” bisa lihat 
pada: “Abd al-Latif al-Barzanji, At-Ta'arudl wa at-Tarjih Bayna al- 
Adillah asy-Syariyyah, 1993: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut- 
Libanon. Pp-41-71. 
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melatari teks, maupun yang mengitari pembaca teks itu 
sendiri. Fikih pada akhirnya merupakan metode pemilihan 
dan pemilahan terhadap ragam pandangan-pandangan. 
Dalam metodologi pemilahan (tarjih| dari berbagai pan- 
dangan fikih, dasar yang dirujuk tidak sebatas argumentasi 
literal teks (dalalat al-alfazh|, tetapi pada sejauh mana pan- 
dangan itu dapat menerjemahkan pesan-pesan substansial 
syari'at dalam dinamika realitas sosial. 

Satu contoh yang bisa diketengahkan di sini adalah 
persoalan “intervensi harga Jat-tas'ir)'8 dalam konteks 
sosial ekonomi (|figh mu'Amalah). Pada awalnya, kesepakatan 
ulama mengharamkan tas'ir, karena ada teks hadis yang 
sangat tegas menunjukkan keengganan Nabi Saw untuk 
ikut menentukan harga pasar, sekalipun melambung tinggi 
di atas kemampuan daya beli masyarakat.!” Tetapi 


168 Fikih memiliki dua terma tentang harga, sir dan tsaman. Si'r 
adalah harga penawaran yang ditentukan antara penjual dan 
pembeli, sementara tsaman adalah harga asli yang merupakan 
kadar nilai barang yang sebenarnya. Misalnya seseorang bisa 
merakit sebuah komputer dengan spesifikasi tertentu dalam 
waktu dua hari kerja. Jika modal dasar yang digunakan adalah 
Rp. 3.400.000,- (untuk semua pengeluaran, hardware, trans- 
portasi, konsumsi dan komunikasi) dan upah kerja standarnya 
adalah Rp. 75.000,- perhari, maka harga tsaman komputer hasil 
rakitannya adalah Rp. 3.550.000,-, tidak lebih. Sementara harga 
sir adalah tergantung penentuan dan kesepakatan antara penjual 
dan pembeli, bisa lebih banyak dari harga tsaman, bisa juga lebih 
sedikit. 

169 Tentang penolakan “penentuan harga' barang ada dua riwayat 
dari Nabi Saw dan satu riwayat dari Umar bin Khaththab ra 
ketika menjabat Khalifah. Pertama, dar Anas ra berkata: “Suatu 
ketika harga barang-barang di pasar Madinah melambung tinggi, 
pada masa Rasullah Saw masih hidup. Orang-orang berdatangan 
kepada beliau seraya memohon: “Ya Rasul, tentukanlah harga di 
pasar kami”. Rasul menjawag: “Allah-lah Penentu harga itu, Yang 
menahan dan Yang melepaskan, Yang memberi rizki kepadamu, 
saya berharap kelak ketika bertemu Allah, tidak ada seorangpun 
yang datang menemuiku menuntut kezaliman yang telah aku 
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kemudian, mayoritas ulama” memperkenankan peme- 
rintah untuk melakukan intervensi terhadap harga (paling 
tidak sebagian) produk. Alasannya, untuk menjaga kemas- 
lahatan masyarakat banyak dari kezaliman “permainan 
harga' oleh para pedagang dan spekulan. Karena inti dari 
penolakan Nabi Saw terhadap tas'ir adalah penafian ter- 
hadap 'terjadinya kezaliman' pada masyarakat. Karena itu, 
ketika realitas secara nyata menunjukkan bahwa yang bisa 
menghentikan 'kezaliman' justru dengan yang sebaliknya, 
yaitu memberlakukan tas'ir, maka ia bisa diafirmasi oleh 
syari'at, bahkan hukumnya bisa menjadi wajib. Artinya, 
sesuatu yang awalnya disepakati haram, bisa berubah 


lakukan kepadanya, baik dalam hal darah maupun harta”. (HR, 
Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ahmad bin Hanbal|. Kedua, dari 
Abu Hurairah ra, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada 
Rasulullah Saw dan berkata: “Tentukanlah harga”. Rasul 
menjawab: “Saya hanya bisa berdo'a”. Datang lagi laki-laki lain 
dengan memohon hal yang sama: “Tentukanlah harga”. Lalu 
Rasul berkata: “Allah-lah yang menurunkan dan menaikkan 
harga, saya berharap ketika bertemu Allah, aku tidak pernah 
melakukan kezaliman kepada siapapun”. (HR Abu Dawud|. Lihat 
pada Ibn al-atisr, Jami' al-Ushul, juz 2/24-25, no. hadis: 433 dan 
434. Ketiga, riwayat al-Baihagi, bahwa Umar bin Khaththab 
pernah memerintahkan seorang pedagang kismis untuk me- 
naikkan harganya atau memasukkanya saja ke dalam rumah. 
Umar kemudian menyesal dan mendatang pedagang tersebut dan 
berkata: “Yang aku katakan tadi bukan kewajiban atau 
keputusanku (sebagai kepala pemerintah|, tetapi saya hanya 
menginginkan kebaikan bagi penduduk negeri, sebenarnya kamu 
berhak untuk menjual dengan harga sesuka kamu”. Al-Baihagi, 
as-Sunan al-Kubra, juz 6/29. 

170 Setidaknya disuarakan oleh ulama Mazhab Hanafi, pendapat 
Malik dari riwayat Asyhab, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Oayyim dan 
beberapa ulama dari mazhab Syafi'i dan mazhab lain. Pem- 
bahasan yang lebih jelas dan mendalam bisa dilihat pada: 
Muhammad Fathi ad-Durayni, al-Figh al-Islimi al-Mugiaran ma'a 
al-Madzdhib, 1995: Universitas Damaskus-Syria, pp. 155-242. 


233 


menjadi tidak haram, bahkan wajib ketika realitas me- 
nuntutnya demi kemaslahatan yang benar-benar nyata!”!. 

Dalam konteks distribusi kekayaan keluarga (figh 
maw@rits|, pendapat Ibn Hazm tentang “wasiat paksa' Jal- 
washiyyah al-wdjibah|, awalnya ditolak dan tidak direstui 
oleh mayoritas ulama fikih. Tetapi, ketika realitas menun- 
jukkan bahwa banyak cucu-cucu dari seseorang yang 
meninggal Jawlid wa bandit ibn al-mayyit| terlantar tanpa 
perlindungan, kemudian banyak ulama yang merekomen- 
dasikan “bagian waris' bagi para cucu. Mereka hanya bisa 
diselamatkan dengan 'wasiat paksa', yaitu bagian yang 
diambil dari harta waris, yang dalam perhitungan figh 
waris yang konvensional mereka semestinya tidak mem- 
peroleh bagian. Dianggap “paksa', karena tanpa persetujuan 
awal dari mayyit atau keluarganya. Model wasiat ini, 
dipilih dengan alasan bahwa substansi dari pembagian 
waris adalah distribusi kekayaan untuk kemaslahatan 
orang-orang (keluarga dekat) yang ditinggalkan oleh 
mayyit, bukan untuk sebaliknya.'? 

Dengan demikian fikih tidak bisa dikatakan di atas 
realitas, atau datang untuk menundukkan realitas. Fikih 
bergumul bersama realitas, satu dengan yang lain saling 


171 Dalam hal ini Ibn al-Oayyim (w. 751 H) berkata: “Apabial ia 
(Itas'ir|/ menyebabkan kezaliman kepada seseorang, dengan 
memaksakan kehendak melampau haknya, untuk menjual 
dengan harga yang tidak diinginkannya, atau dilarangnya dari 
sesuatau yang sebenarnya diperbolehkan Allah, maka ia (tas'ir 
adalah haram. Tetapi kalau ia (tas'ir| bisa menjamin keadilan bagi 
orang-orang, misalnya dengan menentukan harga yang sela- 
yaknya (tsaman al-mitsl| dan melarang penjualan dengan harga di 
atasnya, maka ia bisa diperkenankan Jja'iz|, bahkan bisa wajib”. 
Lihat: ath-Thurug al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-syar'iyyah, ed. 
Ahmad al-'Askari, 1961: al-Myw'assasah al-'Asriyyah, Kairo-Mesir, 
pp. 285. 

172 Lihat: Az-Zuahily, al-Figh al-Islami, juz 8/121-125. 
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melakukan interaksi intensif, dalam mewujudkan cita sosial 
manusia Jal-mashlahah) yang terangkum dalam tujuan- 
tujuan syari'ah Jal-magishid asy-syar'iyyah|"3. Cita sosial ini 
(al-maslahah) pada akhirnya adalah merupakan prinsip 
dasar fikih, sehingga ia tidak terjebak dalam pragmatisme 
atau positivisme,''! yang bisa menghalalkan segala hal yang 
terjadi dan berlaku pada aras realitas. Karena itu, penting 
ditekankan adanya pengukuhan terhadap wilayah filosofis, 
konseptual dan parsial. Yang pertama dan kedua adalah 
prinsip-prinsip yang akan mengawal persoalan-persoalan 
parsial dalam interaksinya dengan realitas. Pertama wilayah 
filosofis, yaitu prinsip-prinsip fakultatif-universal fal-mabadi' 
al-kulliyah|, sedangkan kedua yang konseptual adalah 
prinsip-prinsip partikulatif-implementatif Jal-gawii'd al- 
juziyyah-al-'amaliyyah|, sementara yang ketiga adalah 


178 Dalam bahasa Imam al-Ghazali, cita sosial ini terdiri dari lima 
pokok persoalan, yaitu pemeliharaan terhadap agama (hifzh al- 
din|, jiwa (hifzh al-nafs|, akal (hifzh al-'aglj, keturunan (hifzh al- 
nasl) dan harta benda (hifzh al-mal). Setiap hal yang mengandung 
jaminan terhadap lima prinsip ini adalah kemaslahatan, dan 
setiap yang menegasikannya adalah kerusakan (mafsadahJAl- 
Ghazali, al-Mustashfa min “Ilm al-Ushul, tt: Dar al-Fikr, Bairut- 
Libanon. Juz I, hlm. 26. 

174 Positivisme pragmatis memandang fakta sosial sebagai unsur 
yang menentukan konsep hukum. Hukum tunduk kepada 
masyarakat, sehingga konsepsi hukum harus selalu berubah 
mengikuti selera masyarakat, yang pada akhirnya hanya 
merupakan upaya untuk memuaskan keinginan-keinginan 
manusia. Positivisme mengasumsikan adanya kontradiksi yang 
ketat antara realitas kenyataan (das Sein| dengan realitas idea 
Idas Sollen|, sehingga yang perlu dikedepankan adalah realitas 
kenyaatan, yang secara nyata telah hidup oleh dan untuk 
manusia. Sementara hukum Islam menyatakan adanya kehar- 
monisan antara realitas kenyataan dan realitas ide. Lihat pada: 
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 1999: Logos, 
Jakarta, pp. 62-65. 
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persoalan-persoalan tehnis operasional formal fash-shuwar 
at-tathbigiyyah al-'amaliyyah). 

Prinsip-prinsip fakultatif-universal Jal-mabadi' al- 
kulliyah| adalah ajaran-ajaran yang bersifat asasi yang kebe- 
narannya dicukupkan oleh dirinya sendiri (self evidence), di 
atas mana ketentuan-ketentuan normatif dan aturan-aturan 
hukum diletakkan. Ia bersifat pasti, aksiomatik, tidak 
berubah-ubah, dan karena itu bersifat fundamental-uni- 
versal. Prinsip ini telah diperbincangkan dengan tema al- 
magashid dan al-mashlahah oleh ulama-ulama terdahulu, 
sejak al-Juwaini (w. 478H), al-Ghazali (w. 505H), ar-Razi (w. 
606H), al-Amidi (w. 631H), al-1zz bin “Abd as-Salim (w. 
660H), al-Oarafi (w. 685 H), ath-Thufi (w. 716H), Ibn 
Taymiyyah (w. 728 H), Ibn al-Oayyim al-Jawzi (w. 751 H), 
asy-Syathibi (w. 790 H) dan Ibn 'Asyiir (w. 1393H). Prinsip 
yang fakultatif-universal mengerucut pada empat hal - 
seperti yang telah dinyatakan oleh Ibn al-Oayyim-, yaitu 
keadilan, kemaslahatan, kerahmatan dan kebijaksanaan." 

Sementara prinsip-prinsip partikulatif-implementatif 
(al-gaw@d'id al-juziyyah-al-'amaliyyah) adalah ajaran dasar, 
yang pasti dan aksiomatik, tetapi berada dalam tataran 
implementasi, atau satu cakupan persoalan. Karena itu, 
kefundamentalannya hanya bersifat kebanyakan (fi al- 
ahglab| bukan untuk keseluruhan (fi al-kulll. Misalnya 
prinsip-prinsip dalam beribadah, prinsip perkawinan, atau 
prinsip kontrak dalam praktek perekonomian. Prinsip ini 
secara hirarki berada di bawah yang pertama. 


175 Pembahasan konsep al-magishid yang lebih dalam, dian- 
taranya bisa dilihat pada bukua: Isma'il al-Hasani, Nazariyyat al- 
Magaishid “ind al-Imam Muhammad ibn “Asyur, 1995: MIT, 
Herndon-Virginia-USA. 
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Selebihnya adalah persoalan yang masuk dalam 
wilayah tehnis-operasional-formal Jash-shuwar at-tathbi- 
giyyah al-'amaliyyah), yang berupa norma-norma hukum 
bersifat terapan, nisbi, terikat oleh ruang dan waktu, oleh 
situasi dan kondisi. Norma-norma hukum dalam wilayah 
ini benar dan harus didukung, selama ia masih mengako- 
modasi ajaran-ajaran prinsipal, baik yang bersifat fakultatif, 
maupun yang partikulatif. Tetapi ketika bukti-bukti em- 
pirik, secara nyata menegaskan yang lain, maka norma 
tersebut bisa berubah dalam bentuk lain, yang secara nyata 
bisa mengakomodasi ajaran-ajaran prinsipal tersebut. 


Kerangka Metodologi Fikih Perempuan 

Metodologi fikih di atas digunakan untuk membaca 
dan memformulasikan persoalan-persoalan yang terkait 
dengan relasi laki-laki dan perempuan. Dari berbagai teks 
al-Our'an, Hadits, pandangan-pandangan dan pemahaman 
para ulama, harus diklasifikasikan ke dalam tiga kerangka, 
al-mabidi, al-gawa'id dan al-juz'iyyit. Maka ada teks-teks, 
ajaran dan pandangan yang masuk dalam tataran prinsip 
fundamental Jal-mabadil, ada yang pada prinsip parsial Jal- 
gawa'id| dan ada yang hanya berada pada tataran norma- 
norma formal operasional Jal-juz'iyyat|. 

Prinsip yang fundamental adalah keadilan dan ke- 
maslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, 
laki-laki atau perempuan. Keadilan dan kemaslahatan ini 
merupakan refleksi konklusif dari kesetaraan yang sejak 
awal telah diusung oleh al-Our'an. Beberapa teks yang 
merupakan klasifikasi al-mabidi dalam persoalan relasi laki- 
laki dan perempuan, yang secara eksplisit diungkapkan 
adalah: 
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Pertama, bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan 
dari entiti (nafs| yang sama (OS. An-Nisa, 4:1), karena itu 
kedudukan mereka sama dan sejajar, yang membedakan 
hanyalah kwalitas kiprahnya Itagwal (OS. Al-Hujurat, 
49:31). 

Kedua, perempuan dan laki-laki sama dituntut untuk 
mewujudkan kehidupan yang baik (hayitan thayyibab| 
dengan melakukan kerja-kerja positif (“amalan shalihan) (OS, 
An-Nahl, 16:97). Untuk tujuan ini, diharapkan perempuan 
dan laki-laki bahu membahu, membantu satu dengan yang 
lain (OS. At-Taubah, 9:71). 

Ketiga, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak 
yang sama untuk memperoleh balasan yang layak atas 
kerja-kerja yang dilakukan (OS. Al-Ahzab, 33:35). 

Ketiga prinsip ini adalah sesuatu yang paling 
mendasar dalam syari'ah, yang tidak bisa diganggu gugat, 
dikalahkan karena sesuatu hal yang lain, atau ditangguhkan 
sekalipun. Ia merupakan kebenaran di dalam dirinya, yang 
tidak memerlukan dukungan luar, sehingga harus diterima 
sebagai dasar yang paling utama. Semua komponen 
masyarakat harus memiliki komitmen untuk menegakkan 
dan mengamalkan nilai-nilai dalam prinsip ini. Semua 
produk hukum dalam masyarakat harus mengacu pada 
prinsip keadilan dan kesetaraan. Intervensi yang berwenang 
bisa dilakukan terhadap produk hukum, budaya, perilaku 
atau perbuatan yang nyata-nyata secara kongkrit menafikan 
prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. 

Sementara yang masuk dalam tataran al-gawd'id, 
seperti dalam persoalan relasi perkawinan adalah prinsip- 
prinsip dasar, (11 kerelaan kedua belah pihak dalam kontrak 
perkawinan I(taridlin| (OS. Al-Bagarah, 2: 232-233), I2l 
tanggung jawab Jal-aminah) (OS. An-Nisa, 4: 48), IBI 
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independensi ekonomi dan politik masing-masing (OS. Al- 
Bagarah, 2: 229 dan an-Nisa, 4: 20), I41 kebersamaan dalam 
membangun kehidupan yang tentram Jas-sakinah) dan 
penuh cinta kasih fal-mawaddah wa ar-rahmah) (OS. Ar-Rum, 
30:21), ISI perlakuan yang baik antar sesama (mu'isyarah bil 
marafl (OS. An-Nisa, 4:19), I61 berembug untuk menye- 
lesaikan persoalan (musyiwarah) (OS. Al-Bagarah, 2:233, Ali 
Imran, 3:159 dan Asy-Syura, 42:38) I71 dan menghilangkan 
'beban ganda” dalam tugas-tugas seharian Jal-ghurm bil 
ghunmy"5. 

Ketujuh —misal- prinsip parsial ini juga merupakan 
dasar-dasar yang harus menjadi pertimbangan dalam 
persoalan perkawinan. Ia dikatakan prinsip karena meru- 
pakan dasar-dasar yang menjadi acuan perumusan produk- 
produk hukum, kesepakatan, kontrak dan perilaku. Tetapi 
juga dikatakan parsial karena dalam beberapa hal ia hanya 
terkait dengan persoalan tertentu, dalam hal ini -—misalnya- 
adalah perkawinan. Tetapi yang lebih mendasar adalah 
karena ia tidak bisa berdiri sendiri, harus menjadi turunan 
dari prinsip dasar keadilan dan kesetaraan. Ia tidak bisa 
melampaui prinsip keadilan. Ia juga hanya terkait dengan 
orang-orang yang mengikatkan diri dengan kontrak ter- 
hadap prinsip parsial ini. Misalnya, ketika sebuah pasangan 
suami isteri yang keduanya mengaku kawin atas dasar 
kerelaan masing-masing, maka siapapun tidak boleh me- 
nafikan unsur kerelaan tersebut sekalipun memiliki tanda- 
tanda bahwa salah satu dari keduanya kawin dengan ter- 
paksa. Berbeda dengan prinsip keadilan, yang atas dasarnya 
bisa dilakukan intervensi ketika suatu perilaku atau 


176 Ini termasuk kaedah fikih yang cukup terkenal dalam fikih 
mu'amalah. Secara sederhana diartikan. Lihat: an-Nadawi, al- 
Oawd'id al-Fighiyyah, 343. 
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persoalan secara nyata bertentangan dengan prinsip ke- 
adilan. 

Selain dari dua klasifikasi di atas, adalah teks, ajaran, 
produk hukum dalam hal 'relasi laki-laki dan perempuan' 
yang bisa dikategorikan dalam contoh kasus implementatif 
lal-juz'iyyat, atau shuwar tathbigiyyah|. Ia bersifat relatif dan 
fleksibel, sehingga harus selalu didialogkan dengan realitas 
yang terjadi dan berkembang. Dalam hal ini, ketika teks- 
teks agama (Jal-Our'an dan Hadis) mengakomodasi norma- 
norma tersebut, maka ia harus dipahami logika histo- 
risitasnya dalam bingkai transformasi keadilan dan kemas- 
lahatan. Artinya, norma tersebut benar adanya selama 
mendukung cita sosial yang prinsipal dalam tataran realitas 
kehidupan. Tetapi ketika tidak, maka formalitas norma bisa 
berubah, bahkan kepada hal yang sebaliknya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad 
bin “Asyur (1879-1973), tentang hukum 'memukul isteri' 
yang diungkapkan dalam al-Our'an, ayat 34 dari surat an- 
Nisa. Persoalan ini, kata Ibn “Asyur, terkait langsung 
dengan realitas Arab pada saat itu. Dimana masyarakat 


177 Lahir di daerah Marsa, Tunisia bagian selatan pada tahun 
1296H/1879M, telah menghafal al-Guran pada umur enam 
tahun. Memperoleh gelar keilmuan dari Universitas Zaitunah 
Tunisia pada bulan Juli 1899. Beliau menduduki berbagai 
jabatan akademis di almamaternya dan jabatan birokratis dalam 
pemerintahan kerajaan Tunisia saat itu. Terakhir tahun 1351H 
menjadi penasehat Kerajaan dalam bidang agama, Syaik al-Islam 
masyarakat Tunisia dan sekaligus menjabat Rektor Universitas 
Zaitunah. Tahun tahun 1940, beliau menjadi anggota pada 
Lembaga Bahasa di Kairo, dan tahun 1955 pada Lembaga 
Penelitian Arab di Damaskus. Menulis sekitar 50 buku, tetapi 
yang telah dicetak dan diterbitkan sampai sekarang hanya 
berjumlah 14 tulisan. Diantaranya dalam bidang tafsir at-Tahrir 
wa at-Tanwir, Ushul an-Nizham al-ljtimd'i al-Islimi dan yang 
cukup terkenal Magishid asy-Syari'ah al-Islamiyyah. 
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masih menganggap suami memiliki hak penuh untuk 
mendidik isteri dan meluruskannya, sekalipun dengan 
pemukulan. Tujuannya adalah pendidikan, pelurusan dan 
pengembalian kepada komitmen untuk hidup bersama. 
Tetapi ketika ada masyarakat lain —atau individu sekalipun- 
yang tidak demikian, atau realitas kehidupan memang telah 
berubah, dimana “pemukulan' tidak lagi bisa menjadi solusi 
untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, maka 
ia bisa menjadi tidak diperkenankan, bahkan bisa haram. 
Apalagi, kalau secara nyata “pemukulan mengakibatkan 
kerusakan-kerusakan terhadap pribadi perempuan, baik 
fisik maupun mental." 

Dalam hal ini Ibn 'Asyur secara tegas menyatakan: 
“Apabila pemerintah melihat para suami ternyata menyim- 
pang dalam menggunakan hak untuk mendidik isteri-isteri 
mereka, maka pemerintah berhak melarang penggunaan 
hak tersebut. Pemerintah bisa membuat undang-undang 
untuk menghukum orang yang memukul isterinya, agar 
tidak menjadi kebiasaan, apalagi ketika “kesadaran ke- 
agamaan' sangat lemah”"”. 

Semua persoalan mengenai relasi laki-laki dan pe- 
rempuan, ketika dilihat melalui kerangka metodologis, al- 
mabadi, al-gawd'id dan al-juz'iyyit, akan terlihat bahwa 
kebanyakannya termasuk ke dalam katagori yang ketiga. 
Artinya, ia harus banyak dipahami historitasnya dan 
semangat transformasi yang ingin diusungnya. Persoalan- 
persoalan mengenai khitan perempuan, perkawinan dan 
perceraian, hak dan kewajiban perempuan sebagai isteri, 
serta hak dan kewajiban perempuan sebagai warga dalam 


178 Lihat: al-Hasani, Op. Cit. hal.207-210. 
179 Ibid. h. 210. Baca pada buku Ibn “Asyur, at-Tahrir wa at- 
Tanwir, 5/44. 
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sebuah komunitas negara, harus dipahami dalam ketiga 
kerangak metodologis tersebut. Prinsip keadilan dan 
kesetaraan tentu saja menjadi dasar dari formulasi semua 
produk hukum syari'at Islam. 

Dalam hal ini, seperti yang dilakukan Ibn Asyur, 
hampir semua norma-norma fikih yang berkaitan dengan 
relasi laki-laki dan perempuan harus didialogkan dengan 
realitas yang berkembang. Teks-teks agama (Jal-Our'an dan 
Hadits) dalam hal ini harus dipahami melalui histo- 
risitasnya, begitu juga teks-teks fikih. Kebenaran yang sejati, 
dimiliki oleh teks yang otentik dan sekaligus juga dimiliki 
oleh realitas yang secara empirik nyata dan benar'0, Teks 
menyimpan kebenaran, sebagaimana realitas juga memi- 
likinya. Sehingga keduanya, semestinya tidak perlu diper- 
hadapkan apalagi dikontradiksikan, tetapi didialogkan. 
Pemahaman ini bisa benar, apalabila historistas teks-teks 
agama dipahami melalui paradigma pemilahan ajaran yang 
prinsipal Jal-mabadi dan al-gawa'id| dan yang parsial 
Ishuwar). Yang prinsipal harus tetap dipertahankan, semen- 
tara yang parsial tetap dipertahankan selama dalam tataran 
realitas bisa menjamin prinsip kemaslahatan dan keadilan. 
Artinya, interaksi ajaran parsial dengan realitas harus 
dilakukakan untuk menjamin berlangsungnya ajaran-ajaran 
yang prinsipal. 


Mempertimbangkan Realitas Kontemporer 
Realitas sosial “relasi laki-laki dan perempan' pada 
saat ini telah berubah sedemikian rupa, seiring dengan 


180 Dalam hal ini Ibn Taymiyyah (w. 728H) berkata: “Lagad 
tadabbartu kulla at-tadabbur fi al-adillah asy-syar'iyyah: anna al- 
giyas ash-shahih lan yu'aridIl an-nash ash-shahih (Saya telah 
merenungkan berbagai teks-teks agama, bahwa analogi yang 
benar tidak mungkin akan kontradiksi dengan teks yang otentik)”. 
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perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai hal. 
Seperti bentuk dan fungsi keluarga yang mengalami per- 
ubahan, bersamaan dengan berubahnya konstruksi masya- 
rakat. Mulai dari masyarakat primitif pemburu dan peramu, 
masyarakat holikultural, masyarakat agraris, sampai ke- 
pada masyarakat modern-industrialis. Masyarakat pada 
pra-modern, secara umum cenderung membentuk keluarga 
besar, sementara pada masyarakat modern kecenderungan 
berkeluarga menjadi lebih kecil (nuclear family). Bentuk dan 
fungsi keluarga yang semakin mengecil, tentu saja akan 
merubah banyak hal dalam pola 'relasi laki-laki dan 
perempuan'. Perempuan yang dahulu, sering diposisikan 
pada wilayah-wilayah domestik, pada masa sekarang sudah 
tidak bisa dipertahankan lagi. Saat ini, tantangan-tantangan 
sosial yang dihadapi perempuan tidak jauh berbeda dengan 
apa yang dihadapi oleh laki-laki. Sehingga pemilahan 
wilayah domestik dan publik, apabila dikaitkan dengan 
jenis kelamin seseorang, akan banyak memunculkan per- 
soalan-persoalan sosial yang merugikan masyarakat, ter- 
utama perempuan. 

Realitas sosial saat ini telah membuktikan, bahwa 
perempuan tidak seperti yang diasumsikan, sebagai makh- 
luk yang lemah, lembut, kurang mampu mengemban tang- 
gung jawab besar, tidak cerdas dan emosional. Perbedaan 
hormonal antara laki-laki dan perempuan, tidak serta-merta 
membedakan kemampuan dan kecerdasan seseorang, 
sehingga yang satu dianggap lebih kuat dari yang lain. Para 
ahli genetika mengakui bahwa manusia adalah makhluk 
biologis yang memiliki karakteristik tersendiri, perkem- 
bangan kesadaran dan kecerdasannya banyak ditentukan 
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oleh faktor lingkungan, tidak hanya oleh faktor genetika,!s! 
atau jenis kelamin. Karena itu, perbedaan biologis antara 
laki-laki dan perempuan, tidak bisa mengabsahkan perbe- 
daan peran mereka dalam wilayah sosial. 

Apa yang dahulu dianggap sebagai kodrat perem- 
puan, sekarang beberapa hal diantaranya secara empirik 
telah terbantahkan. Fakta-fakta sosial telah membuktikan, 
bahwa sifat dasar yang diyakini melekat pada perempuan 
atau laki-laki -—yang berkaitan dengan peran sosial mereka- 
ternyata tidak seperti yang diasumsikan. Perbedaan-per- 
bedaan itu, pada kenyataanya dibentuk oleh sosial, bersifat 
relatif, bisa berubah dan bisa dipertukarkan. Karena itu, saat 
ini kita bisa menyaksikan perempuan-perempuan yang 
pintar, cerdas, bijak, ada yang menjadi politisi, pebisnis, 
pendidik, dokter dan profesi-profesi lain. Realitas ini, suka 
atau tidak suka, memaksa banyak orang dari berbagai 
disiplin ilmu untuk melihat kembali pandangan mereka 
tentang perempuan, terutama dalam relasinya dengan laki- 
laki. Termasuk para tokoh agama, atau dalam hal ini adalah 
fikih Islam. Realitas ini, tidak bisa -bahkan tidak akan bisa- 
dinafikan oleh siapapun ketika menulis kembali persoalan- 
persoalan keagamaan yang berkaitan dengan pola realasi 
laki-laki dan perempuan. 


181 Dalam analisis Maxon dan Daugherty bahwa meskipun sifat- 
sifat dasar genetika manusia memiliki persamaan dengan 
makhluk biologis lainnya, tetapi manusia mempunyai perkem- 
bangan genetika dan seks jauh lebih rumit dan kompleks, 
terutama dalam mendeteksi fenotipe seksual (ekspresi genetika 
yang merujuk kepada sifat organisme biologis, misalnya struktur, 
fisiologi, biokimia, perilaku, atau keseluruhan unsur-unsur 
tersebut). Fenotipe seksual manusia terpengaruh oleh dua hal 
faktor genitika dan faktor lingkungan. Dikutip dari Nasaruddin 
Umar, Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif al-Gur'an, 1999: 
Paramadina, Jakarta, hal. 38-45. 


244 


Apalagi perbedaan —atau lebih tepatnya pembedaan- 
peran sosial perempuan, pada tataran realitas menyebabkan 
kezaliman-kezaliman terhadap perempuan, yang tentu 
tidak sejalan dengan misi dasar Islam sebagai agama ke- 
adilan dan kemaslahatan. Kezaliman (zhulm) dan kerusakan 
Idharar| dalam bentuk sekecil apapun harus dihentikan dan 
dihapuskan (ld dharar wa 1G dhirar). Pengekangan terhadap 
aktifitas perempuan, yang dahulu dibenarkan dengan dalih 
perlindungan, ternyata menjerumuskan kepada ketidak- 
mandirian dan ketergantungan yang menistakan perem- 
puan. Bahkan menempatkan perempuan pada posisi korban 
kekerasan, baik fisik, mental maupun sosial. Rezim sosial 
yang otoriter dan zalim tentu saja harus dilawan dan 
dihentikan. Dalam bahasa hadis, sebaik-baik jihad adalah 
menyatakan kebenaran (keadilan) di hadapan rezim 
(termasuk sosial) yang otoriter dan zalim fafdhal al-jihad gawl 
al-hagg amim sulthanin ja'ir)'?. 

Dalam realitas politik global, tuntutan-tuntutan per- 
lindungan perempuan telah menjadi tolok ukur negara- 
negara dalam pergaulan internasional. Sejak komprensi 
Internasional di Mexico (1975), Kopenhagen (1980), Nairobi 
(1985), Wina (1993), Cairo (1994) dan Beijing (1995), per- 
lindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan, telah 
menjadi tuntutan global yang harus dihormati oleh semua 
negara dan semua bangsa. Indonesia sendiri telah me- 
ratifikasi Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 
dengan UU no. 7 tahun 1984. Realitas demikian, tentu 
memiliki kehormatan sehingga tidak bisa dinafikan begitu 
saja. 


182 Riwayat an-Nasa'i, lihat pada Ibn al-Atsir, op.cit, juz 1/236. 
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Dalam pemahaman inilah, mengapa lalu perspektif 
perempuan menjadi perlu dalam menyusun berbagai di- 
siplin ilmu, termasuk fikih kontemporer. Bahkan bisa wajib, 
ketika perspektif tersebut menjadi salah satu jalan untuk 
menghentikan kekerasan-kekerasan sosial terhadap perem- 
puan. Secara metodologis, fikih “relasi perempuan dan laki- 
laki” bisa otentik dan dapat dipertanggung-jawabkan, 
apabila benar-benar didialogkan dengan realitas-realitas 
seperti di atas. 

Dalam hal ini, telah ditulis berbagai buku-buku 
keagamaan J(Islam| yang berkenaan dengan penguatan 
perspektif perempuan, sebagai upaya 'dialog teks dan 
realitas. Banyak nama yang mengawali penguatan ini, 
misalnya Oasim Amin (Tahrir al-Mar'ah dan al-Mar'ah al- 
Jadidah|, Leila Ahmad (Woman and Gender in Islam), Fatima 
Mernisi (Woman and Islam: an Historical and Theological 
Enguiry|, Syekh Muhammad al-Ghazali (Oadhaya al-Mar'ah 
al-Muslimah), “Abd al-Halim Abu Syuggah | Tahrir al-Mar'ah 
fi “Ashr ar-Risilah| dan Murtadha Mutahhari (Nizham Hugaig 
al-Mar'ah fi al-Islam| dan tentu saja penulis-penulis lain. 

Di Indonesia juga telah banyak buku yang ditulis 
dengan penguatan perspektif perempuan. Sebagai misal 
Masdar F. Mas'udi (Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan), 
Nazaruddin Umar |Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif al- 
Our'an), KH Husein Muhammad (|Figh Perempuan, Refleksi 
Kyai atas Wacana Agama dan Gender|, Syafig Hasyim (Hal-hal 
yang terpikirkan), dan tentu-tentu penulis-penulis lain, di 
berbagai tempat dan daerah. Tulisan-tulisan itu merupakan 
respon atas realitas tuntutan 'keadilan gender' yang begitu 
menguat, yang secara prinsipal ternyata sejalan dengan 
dasar-dasar universal agama Jal-mabadi dan al-gawa'id|. 
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Potret Persoalan: Konsepsi Fitnah Perempuan 

Dalam pemikiran keagamaan banyak sekali anjuran, 
atau perintah dan larangan, yang hanya berkaitan dengan 
perempuan. Hanya karena identitas seksya adalah perem- 
puan. Perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa alasan, 
tanpa ditemani kerabat dekat (mahram|, harus menutup 
rapat seluruh tubuhnya, tidak diperkenankan berhias untuk 
umum, diharamkan menyambung rambut, mencukur alis, 
menggambar di tubuhnya, bersuara lantang, memimpin 
(menjadi imam) shalat, diharuskan berkabung atas kema- 
tian suami selama empat bulan sepuluh hari dan perintah- 
perintah lain yang hanya ditujukan kepada perempuan. 
Tumpukan perintah dan larangan ini, jika ditarik benang 
merahnya, maka ia bermuara pada konsepsi figur perem- 
puan sebagai penggoda'. Dalam bahasa fikihnya, (tubuh) 
perempuan adalah fitnah. 

Status perempuan sebagai fitnah keummatan, dida- 
sarkan kepada hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa 
Nabi Muhammad SAW bersabda: “Takutlah kamu akan fitnah 
dunia dan fitnah perempuan, karena orang-orang Yahudi dahulu 
pertama kali terfitnah oleh para perempuan” (Riwayat Muslim, 
no. Hadits: 2742). Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh 
Bukhari: “Tidak sekali-kali aku tinggalkan suatu fitnah yang 
paling membahayakan diri kalian, selain fitnah perempuan”. 
(Riwayat al-Bukhari, no. hadis:4808). 

Di satu sisi, kekhawatiran terhadap fitnah ini me- 
micu lahirnya aturan-aturan yang mengekang kebebasan 
perempuan, di sisi lain menghargai perempuan hanya se- 
batas orientasi fitnah, dengan makna-maknanya yang erotis 
dan sensual. Dalam kitab 'Ugiid al-Lujayn, Syeikh Nawawi 
(1230-1314H/1813-1897M) menyitir sebuah hadis: “Perem- 
puan adalah perangkap bagi setan (untuk menggoda manusia). 
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Andaikata syahwat (baca: libido) ini tidak ada, niscaya perempuan 
tidak punya kuasa (baca: posisi) di mata pria”. Karena itu, 
kriteria perempuan yang baik (shdlih) tidak terlepas dari 
penilaian sejauh mana ia bisa mengecilkan potensi-potensi 
fitnah itu di hadapan masyarakat, di saat yang sama ia bisa 
menawarkan fantasi fitnah tersebut di hadapan suaminya. 
Seperti yang disebut dalam hadis shahih yang diriwayatkan 
oleh Abu Dawud, bahwa: “Perempuan yang shalih adalah 
perempuan yang jika dilihat oleh kamu (suami) menyenangkan, 
jika diperintah bersedia melaksanakan, jika ditinggalkan mau 
menjaga dirinya dan harta suaminya” (Riwayat Sunan Abu 
Dawud, juz 11/126, nomor hadis: 1664). Dengan demikian, 
bisa dikatakan bahwa di dalam literatur klasik Islam, 
identitas perempuan ada pada fitnah (baca: sensualitas) 
tubuhnya. 

Dalam relasi suami isteri menurut fikih -menurut 
pandangan beberapa ulama-, kewajiban isteri hanyalah 
memberikan kesempatan (|tamkin| bagi suami untuk menik- 
mati tubuhnya. Kapan saja suami berkeinginan dan di mana 
saja. Kewajiban ini didasarkan kepada sebuah hadis, bahwa: 
“Ketika suami mengajaknya berhubungan intim, isteri harus 
memenuhinya sekalipun ia sedang di dapur atau di punggung 
unta”. dalam suatu hadis yang diriwayatkan at-Turmudzi 
Turmudzi (Sunan Turmudzi, no. hadis, 1160, III/465). Bah- 
kan: “Ketika suami mengajaknya berhubungan intim, kemudian 
ia menolaknya, sehingga suami tidur dengan penuh kegundahan, 
ia dilaknat oleh para malaikat sampai pagi” (Riwayat Bukhari, 
no. hadis: 3065 dan 4898). 

Dalam suatu riwayat, Rabi'ah al- Adawiyyah setiap 
malam selalu berhias, memakai pakaian yang indah, me- 


183 lihat: FK3, Wajah Baru Relasi Suami Isteri, 2001: LKIS, 
Yogyakarta, hal. 154. 
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nyemprotkan wewangian ke tubuhnya, lalu menawarkan 
dirinya ke suaminya. “Silahkan, aku persembahkan tubuhku 
untukmu”. Jika suami tidak berminat, ia lepas semua 
pakaian indahnya, ia cuci tubuhnya dari wewangian, lalu 
menghadap Allah Swt. Ia mendirikan sembahyang dan 
berdzikir sepanjang malam'". Dengan demikian, tugas inti 
perempuanm sebagai isteri adalah mempersiapkan tubuh- 
nya untuk dinikmati suaminya. Hal yang sama juga 
dinyatakan Imam al-Ghazali (w. 505H/1111M) dalam Ihya 
“Ulum ad-Din. Karena harga perempuan di mata suaminya 
adalah fantasi sensual fitnahnya. Karena ia juga bisa 
menjadi fitnah yang akan menggiurkan orang lain, ia harus 
dijinakkan sejak di dalam rumah, sebelum kemudian 
dijinakkan oleh aturan dan norma-noram sosial. 

Sejumlah aturan juga disematkan kepada perem- 
puan, agar sensualitas fitnahnya hanya dimiliki, dinikmati 
dan dikuasai oleh laki-laki suaminya, sekecil apapun tidak 
boleh fitnahnya keluar mengganggu siapapun selain sua- 
minya. Salah satu aturan bagi perempuan misalnya, jika ada 
teman suaminya datang ke rumah, sedangkan sang suami 
sedang tidak ada di rumah, maka katakan tidak ada dan 
jangan bertanya apapun kepadanya dan jangan berbicara 
dengannya, apalagi mengajaknya masuk ke rumah. Hal ini 
harus dilakukan untuk menjaga kecemburuan suaminya. 
Ketika dia harus keluar rumah, maka ia harus menutup 
seluruh tubuhnya termasuk muka dan tangannya dari 
pandangan orang lain, menghindari bertemu dengan orang 
lain dan mencari jalan-jalan sempit yang tidak banyak 
dilalui orang". Segalanya, demi menjaga sensualitas fit- 
nahnya, yang hanya menjadi miliki khusus suaminya. 


184 Ibid, hal. 181-182. 
185 Ibid, hal. 155. 
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Fitnah (baca: hasrat seks perempuan) yang diji- 
nakkan ini, pada akhirnya dianggap sebagai sebuah kenya- 
taan. Bahwa seksualitas perempuan itu sudah terjinakkan 
atau pasif, tidak seperti laki-laki yang agresif. Karena ke- 
pasifannya, perempuan tidak memiliki hak untuk meng- 
aktualisasikan hasrat seksualitasnya. Bahkan dalam relasi 
suami-isteri, hasrat seksual perempuan diukur tidak dari 
dalam dirinya. Hasrat seksualnya diukur dari kesanggupan 
dan kemungkinan waktu yang dimiliki laki-laki. Dalam 
fikih, ada beragam pendapat tentang hak perempuan untuk 
memperoleh layanan seksual dari suaminya. Ada yang 
mengatakan sekali dalam empat hari, dengan asumsi 
seorang laki-laki memiliki empat isteri dan setiap isteri 
berhak giliran satu malam. Ada yang mengatakan satu 
bulan sekali, ada yang empat bulan sekali dan ada yang 
menyatakan bahwa isteri hanya berhak menuntut satu 
layanan selama perkawinan. Alasannya, layanan seksual 
dari suami itu tergantung hasrat seks darinya. Hasrat seks 
tidak bisa dipaksakan, atau ditentukan dengan batasan- 
batasan waktu. Apalagi hasrat seks laki-laki tidak bisa dan 
tidak boleh dipaksakan. Laki-laki yang tidak berhasrat, 
penisnya tidak bisa ereksi, sehingga tidak mungkin melaya- 
ni kebutuhan isterinya. 

Identitas perempuan sebagai isteri lebih banyak 
ditentukan oleh suaminya. Ia telah dilebur ke dalam 
kehendak suaminya, seperti yang dinyatakan oleh Syekh 
Nawawi al-Bantani, tentang kewajiban perempuan sebagai 
isteri: “Isteri wajib merasa malu terhadap suami, tidak boleh 
menentangnya, harus menundukkan muka dan pandangannya di 
hadapan suaminya, harus selalu taat terhadap suami ketika 
diperintah apa saja selain maksiat, harus diam ketika suami 
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berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi, selalu menye- 
nangkan suaminya” 8, 

Potensi fitnah dianggap -oleh pemikiran keagamaan- 
secara inheren melekat pada perempuan. Domestifikasi 
perempuan, lahir dari anjuran perlindungan masyarakat 
dari fitnah perempuan. Syekh Nawawi menyatakan bahwa 
ada tiga hal, yang jika dilakukan oleh seorang perempuan 
yang shalihah sekalipun, maka ia pantas dianggap perem- 
puan pelacur dan perempuan yang fasig, yaitu kalau ia 
keluar pada siang hari dengan menampakkan perhiasan 
dan kecantikannya di hadapan para pria, kedua kalau ia 
memandang laki-laki lain selain suaminya dan ketiga kalau 
ia dengan sengaja memperdengarkan suaranya kepada laki- 
laki bukan mahramnya'”. 

Dalam sebuah riwayat hadis: “Setiap perempuan yang 
keluar rumah, akan diikuti setan sambil menghembuskan bisikan: 
goda ini, bujuk itu. Dalam setiap langkahnya lahir setan-setan 
penggoda. Dalam setiap ayunan tangannya keluar setan-setan 
penyesat”. “Shalatmu di rumahmu lebih baik dari shalatmu di 
mushalla kampungmu, dan shalatmu di mushalla kampungmu 
lebih baik dari shalatmu di masjidku (Nabi)” (Riwayat Ahmad, 
VI/371). Bahkan diriwayatkan: “Shalat perempuan yang paling 
dicintai Allah, adalah di tempat yang paling gelap di dalam 
rumahnya” (Riwayat Ibn Khuzaimah, at-Targhib, 1/227 dan 
al-Baihagi, 111/131). 

Karena kekhawatiran fitnah perempuan yang akan 
merusak tatanan masyarakat, perempuan tidak disarankan 
untuk keluar rumah tanpa keperluan. Kalaupun harus 
keluar, sebisa mungkin tidak sendirian. Karena kehadiran 
tubuh perempuan di tengah masyarakat dengan sendirinya 


186 Ibdi, hal. 61. 
187 Ibid, 163-164. 
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menggoda mereka. Masyarakat akan terangsang, tergoda 
dan mungkin bangkit melakukan sesuatu terhadap tubuh 
perempuan. Kata Nawawi bahwa seorang suami yang 
terhormat wajib melarang isteri dan anak perempuanya 
untuk keluar rumah dengan berhias dan berdandan, dan 
tidak memperkenankan mereka keluar rumah kecuali pada 
waktu malam hari dengan disertai mahram atau perem- 
puan lain yang dipercaya'. Anjuran tidak keluar rumah 
terhadap perempuan, disamping melindungi masyarakat 
dari fitnah tubuhnya, juga melindunginya dari fitnah diri- 
nya yang ditimbulkan terhadap mereka. 

Pemikiran keagamaan yang cenderung melarang 
perempuan untuk memimpin shalat, memegang jabatan 
publik, maupun memimpin negara, juga banyak dipenga- 
ruhi stigma “perempuan adalah fitnah. Dalam pemikiran 
ini, kehadiran tubuh perempuan di depan jama'ah shalat, 
dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyu'an dan mem- 
buyarkan konsentrasi mereka dalam menghadap Allah. 
Tubuh-tubuh perempuan juga tidak diharapkan duduk 
dalam jabatan-jabatan publik, karena kehadirannya hanya 
akan menggoda masyarakat dan memalingkan perhatian 
mereka dari tugas-tugas yang semestinya mereka kerjakan. 
Seksualitas perempuan, dalam pemikiran keagamaan di- 
anggap fitnah yang membahayakan. Baik terhadap dirinya, 
maupun orang lain. Dalam peringatan yang dinyatakan 
oleh Nabi: “Tidak sekali-kali aku tinggalkan suatu fitnah yang 
paling membahayakan diri kalian, selain fitnah perempuan”. 
(Riwayat al-Bukhari, no. hadis:4808). Dalam riwayat Abu 
Hurairah lebih tragis lagi: “Sumber kesialan Isyu'ml itu ada 


188 Ibid, 165-166. 
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tiga: perempuan, rumah dan kuda”, (Riwayat Bukhari. Lihat: 
al- Asgallani, V1/150-152). 

Tentang kesialan perempuan ini, telah dikritik secara 
tajam oleh Aisyah bint Abi Bakr ra. Menurutnya, redaksi 
Abu Hurairah tidak mungkin keluar dari mulut Nabi Saw, 
karena ia bertentangan dengan prinsip akidah yang paling 
dasar. Yaitu, bahwa dalam keyakinan Islam tidak mengenal 
sumber kesialan dan tidak juga sumber keberuntungan. 
Karena semua itu dari Allah Swt. Aisyah ra kemudian 
membaca ayat: “Tiada bencanapun yang menimpa di muka 
bumi ini dan (tidak pula) pada dirimu sendiri, melainkan telah 
tertulis dalam kitab sebelum Kami menciptakannya. Sesungguh- 
nya yang demikian itu mudah bagi Allah” (OS. Al-Hadid, 57: 
22).189 

Demikianlah, bangunan pemikiran keagamaan 
(baca: fikih) menyangkut relasi perempuan dengan dirinya, 
dengan laki-laki pasangannya, atau dengan masyarakatnya, 
didirikan atas dasar pandangan bahwa perempuan adalah 
fitnah, bahkan sumber kesialan. Sehingga berbagai per- 
aturan, ajaran, norma-noram dan anjuran dilahirkan atas 
dasar pandangan ini. Perempuan menjadi obyek kefitnahan 
dirinya, yang disematkan para ulama dan penulis kitab- 
kitab literatur klasik. 

Dengan menggunakan kerangak metodologi di atas, 
fikih 'relasi laki-laki dan perempuan' yang dikembangkan 
atas dasar anggapan bahwa perempuan itu fitnah, saat ini 
tidak layak lagi dilestarikan. Fitnah adalah kata yang terkait 
dengan kondisi dan situasi tertentu. Fikih fitnah muncul 
dalam situasi sosial yang penuh dengan gejolak, kecurigaan, 
ketakutan dan kewaspadaan. Biasanya, orang yang 


189 Ibid. 
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memiliki posisi paling lemah di masyarakat yang akan 
dikenakan banyak aturan, demi kewaspadaan dan perlin- 
dungan sosial. Dalam hal ini, perempuan akan banyak 
dikontrol atas nama perlindungan daripada laki-laki. Fikih 
fitnah juga hanya mengukuhkan asumsi bahwa masyarakat 
muslim (baca: laki-laki) hanya melihat sosok perempuan 
sebagai sosok yang bermasalah dan penggoda. Dalam 
kesadaran kolektifnya pun, yang mengendap adalah 
pikiran-pikiran 'kotor' tentang perempuan. Sehingga segala 
gerak dan aktifitas perempuan tidak ada yang sesuatu yang 
lain kecuali rayuan dan godaan. 

Saat ini, dalam masyarakat kedamaian yang harus 
dikembangkan adalah fikih “amanah' bukan fikih “fitnah. 
Dalam masyarakat damai, format hukum -termasuk fikih- 
tidak lagi harus didasarkan pada kecurigaan atau ketakutan 
satu dari yang lain. Tetapi pada moralitas tanggung jawab, 
atau tepatnya fikih “amanah'. Yaitu fikih yang mengem- 
bangkan norma-norma yang mendasar pada nilai-nilai 
tanggung jawab, kebersamaan dan saling pengertian dan 
penghargaan. Yaitu fikih yang dibangun atas prinsip- 
prinsip kemaslahatan bersama, keadilan, kerahmatan dan 
kebijaksanaan untuk semua, seperti yang dinyatakan Ibn al- 
Oayyim al-Jawzi (w. 751H). Ketika yang dibicarakan adalah 
persoalan relasi laki-laki dan perempuan, maka syariat 
Islam dalam hal ini harus banyak dikembalikan kepada 
kemaslahatan bagi kedua belah pihak secara setara. 
Kemaslahatan ini tentu saja tidak dimaksudkan sebagai 
pragmatisme atau positivisme dalam penentuan hukum 
dan aturan. Karena kemaslahatan sendiri pada dasarnya 
meniscayakan perujukan dasar-dasarnya pada teks-teks 
terutama al-Our'an dan hadits. 
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Dengan semangat yang sama, figur perempuan 
sebagai fitnah atau penggoda harus dihentikan. Hadits yang 
terkait dengan hal ini, mungkin tidak dimaksudkan sebagai 
pelabelan perempuan —sebagau sumber fitnah atau figur 
penggoda- seperti yang dikembangkan fikih. Karena jika 
dicermati, ada perbedaan antara teks-teks hadis yang secara 
sepihak menganggap perempuan sebagai fitnah, dengan al- 
Ouran dalam hal penggunaan kata fitnah. Al-Our'an 
menggunakan kata fitnah dalam relasi timbal balik. Ada 
beberapa ayat di bawah ini yang bisa dijadikan dasar untuk 
melihat relasi fitnah antara satu hal dengan hal yang 
sebaliknya: 


tea Kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan 
dan kebaikan sebagai fitnah, dan kepada Kami-lah kamu akan 
kembali”. (OS. Al-Anbiya, 21: 35). 

“Sesungguhnya sebelum mereka, Kami telah membuat 
fitnah bagi kaum fir'aun, yaitu dengan kedatang seorang rasul 
yang mulia”. (OS. Ad-Dukhan, 44: 49). 

“.. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, 
dan berhati-hatilah terhadap mereka, mungkin mereka akan 
berbuat fitnah kepada kamu dari apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu” . (OS. Al-Maidah, 5: 49). 

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai 
fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami, ya Tuhan 
kami”. (OS. Al-Mumtahanah, 60: 5). 

“Sesungguhnya orang-orang kafir yang memfitnah 
orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka 
tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan neraka 
yang membara” . (OS. Al-Buruj, 85: 10). 

“Dan demikianlah, telah kami jadikan fitnah, sebagian 
dari mereka terhadap sebagian yang lain”. (OS. Al-An'am, 6:53). 
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“..dan Kami jadikan sebagian kamu sebagai fitnah bagi 
sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar”. (al-Furgan, 25: 20). 


Dengan demikian, di dalam al-Our'an ada relasi 
timbal balik dalam hal fitnah. Misalnya kebaikan adalah 
fitnah, keburukan juga fitnah (OS. Al-Anbiya, 21: 35), rasul 
adalah fitnah bagi kaumnya (OS. Ad-Dukhan, 44: 49) dan 
kaumnya adalah fitnah baginya (OS. Al-Maidah, 5: 49), 
orang kafir adalah fitnah bagi orang mukmin (OS. Al-Buruj, 
85: 10) dan orang mukmin adalah fitnah bagi orang kafir 
(OS. Al-Mumtahanah, 60: 5), bahkan setiap orang adalah 
fitnah bagi yang lain, atau sebagian orang atas sebagian 
yang lain (OS. Al-An'am, 6:53 dan al-Furgan, 25: 20). Karena 
itu, fitnah tidak hanya melekat pada tubuh perempuan 
terhadap laki-laki. Tetapi juga melekat pada tubuh laki-laki 
terhadap perempuan. Pandangan al-Our'an lebih propor- 
sional bila dibandingkan teks hadis bahwa perempuan 
adalah fitnah yang paling membahayakan bagi laki-laki. 
Pandangan yang tanpa ada timbal baliknya, bahwa laki-laki 
juga fitnah bagi perempuan. Padahal, baik laki-laki 
terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki ke- 
duanya sama-sama memiliki potensi fitnah dan pada saat 
yang sama memiliki potensi maslahah. Stigma fitnah salah 
satu dari keduanya, tanpa satu yang lain, adalah salah dan 
tidak sesuai dengan perspektif al-Our'an. 

Karena itu, Aisyah ra menolak keras teks hadis yang 
diriwayatkan Abu Hurairah ra bahwa tubuh perempuan itu 
sumber kesialan. Katanya, tidak mungkin teks ini keluar 
dari mulut Rasul, suaminya. Iapun menyitir ayat: “Tiada 
bencanapun yang menimpa di muka bumi ini dan (tidak pula) 
pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum 
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Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah 
bagi Allah” (OS. Al-Hadid, 57: 22)'9. 

Dengan demikian, anjuran-anjuran keagamaan yang 
didasarkan pada “fitnah perempuan harus dipahami sub- 
stansi persoalannya dan konteks sosialnya. Karena fitnah 
adalah kata yang sarat dengan muatan-muatan konteks 
temporer. Misalnya, larangan perempuan keluar rumah 
tanpa kerabat, harus dipahami sebagai bentuk perlindungan 
perempuan bukan sebagai ajaran domestifikasi (penge- 
kangan dan pembatasan) terhadap perempuan. Ada misal 
yang cukup kongkrit dalam hal ini, yaitu tentang konsepsi 
mahram untuk perempuan. Konsepsi dipahami oleh banyak 
ulama, bahkan oleh beberapa ulama kontemporer seperti 
DR. Wahbah Zuahili, bahwa perempuan tidak diper- 
kenankan untuk melakukan perjalanan sepanjang 20 
farsakh, tanpa mahram. Perempuan harus tinggal di rumah 
dan tidak melakukan bepergian, ketika tidak ada kerabat 
yang mau menemaninya. Pandangan ini didasarkan pada 
sebuah hadis Nabi SAW, yang sebenarnya bisa dipahami 
berbeda. Teks lengkapnya, seperti yang diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim (Jami' al-Ushul, VI/17), Nabi bersabda: 
“Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir untuk bepergian tanpa mahram sejauh jarak 
tempuh tiga hari tiga malam”. Seorang sahabat bertanya: 
“Bagaimana dengan isteri saya, yang pergi haji tanpa 
mahram?”, Nabi menjawab: “Susullah dan temani isterimu”. 

Jawaban Nabi yang terakhir ini adalah sebuah 
penegasan bahwa konsep mahram adalah konsep perlin- 
dungan terhadap perempuan, bukan pelarangan. Perlin- 
dungan berbarti pengadaan keamanan dan kesempatan 


190 lihat: al-'Asgallani, op. Cit. VI/150-152. 
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untuk melakukan aktifitas yang ingin digeluti perempuan, 
yang dalam konteks sosial politik sekarang adalah tugas 
negara. Selayaknya, negara yang dituntut, atau masyarakat, 
atau keluarga untuk mewujudkan perlindungan dan 
keamanan, bukan dengan melarang perempuan. 

Contoh lain adalah konsepsi perempuan shalihah. 
Pemaknaan konsepsi ini -dalam literatrur klasik- hanya 
merujuk kepada sejauh mana relasi perempuan dengan 
suaminya. Seksualitas perempuan dalam hal ini, ditentukan 
dan diukur dari luar dirinya, karena kriteria perempuan 
shalihah ada tiga hal: (a) Bisa memuaskan keinginan suami 
(b) Selalu melayani keinginan dan perintah suami (c) Bisa 
menjaga diri, rumah dan keluarga. kita harus menhentikan. 
Dengan pemaknaan ini, baik-buruk perempuan ditentukan 
sejauh relasinya dengan sang suami, sehingga ia tercerabut 
dari kehidupannya sebagai manusia muslim dan makhluk 
sosial pada umumnya. Padahal seperti disepakati oleh para 
ulama, bawa setiap perempuan, sebagai seorang muslim, 
terkait dengan perintah-perintah keimanan dan keislaman 
yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Nabi 
Muhammad SAW. Seperti perintah ibadah shalat, puasa, 
haji, zakat, berbaik kepada orang tua, saudara, tetangga, 
kerja-kerja positif ('amal shalih) terhadap masyarakat, amar 
ma 'ruf dan nahy munkar, serta perintah-perintah lain yang 
tentu saja tidak hanya berhubungan dengan sang suami. 

Pemaknaan parsial ini biasanya merujuk pada 
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam 
teks tersebut, Nabi menyatakan: “Maukah aku tunjukan 
simpanan terbaik seseorang? Perempuan shalihah: yang ketika 
dilihatnya memuaskan, diperintahkannya menurut dan diting- 
galkan olehnya, mau menjaga diri dan harta suami” Padahal 
teks hadis ini, kalau ditelusuri konteksnya sebenarnya 
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merupakan penggalan dari sebuah kisah yang terjadi dalam 
kehidupan, antara beberapa sahabat dan Nabi Muhammad 
Saw. Dalam sunan Abu Dawud, pernyataan Nabi Saw 
tentang mar'ah shalihah sebagai hiasan/simpanan terbaik, 
diungkapkan di depan sahabat-sahabat yang miskin. Saat 
itu, mereka mendatangi Nabi dan mengeluhkan bahwa 
perintah-perintah Our'an banyak yang mengarah kepada 
orang-orang kaya, seperti haji, zakat dan shadagah. Mereka, 
karena kemiskinannya, merasa tidak memiliki apa-apa 
untuk bisa beramal shalih lebih banyak. Dalam konteks ini, 
Nabi menyatakan perempuan shalihah sebagai harta atau 
simpanan terbaik. Berarti, konteksnya adalah menenang- 
kan, melipur lara dan memberi kesempatan kepada orang- 
orang tertentu untuk tetap bisa merasakan kenikmatan dan 
tetap bisa melakukan 'amal shalih'”!. 

Pelayanan yang baik terhadap suami adalah salah 
satu kriteria “perempuan shalihah. Dalam hal ini, pe- 
maknaannya juga harus timbal balik, setiap satu kepada 
yang lain. Ketika 'isteri shalihah' dituntut untuk menye- 
nangkan suami, maka 'suami shalih juga dituntut hal yang 
sama, bisa menyenangkan isteri. Karena perempuan sebagai 
isteri tidak bisa berdiri sendiri, sehingga secara sepihak 
diharuskan untuk menyenangkan suami, kapan dan dalam 
keadaan apapun. Tanpa ada tuntutan yang sama dari pihak 
suami. Karena itu, yang diperlukan adalah kebersamaan 
dan keadilan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 
Sesuai dengan tuntutan prinsip-prinsip yang telah di- 
gariskan oleh al-OGur'an, terutama prinsip mu'asyarah bil 
ma'ruf antara suami dan isteri, saling melengkapi, saling 


191 lihat teks hadis lengkap pada Abu Dawud, Sulayman as- 
Sijistani, Sunan Abu Dawud, ed. Izzat ad-Da'as, tt: Dar al-Oalam, 
Syria, juz II/ 126, nomor hadis: 1664. 
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mengisi dan saling memahami. Dalam ungkapan al-Our'an, 
yang satu adalah pakaian bagi yang lain (Hunna libasun 
lakum, wa antum libasun lahunn|. 

Tetapi perempuan, identitas sosialnya tidak hanya 
sebagai isteri. Karena setiap perempuan, baik sebagai anak, 
ibu, maupun isteri akan memiliki relasi dengan keluar- 
ganya, tetangga-tetangganya dan masyarakat yang lebih 
luas. Ia tidak hanya terkait dengan suaminya, sehingga 
pelabelan “perempuan shalihah' tidak hanya terkait dengan 
pelayanannya terhadap sang suami. Tetapi juga sejauh 
mana ia baik, sesuai dan benar dalam relasinya terhadap 
keluarga dan masyarakat luas. Perempuan, seperti juga laki- 
laki memiliki tanggung jawab yang sama terhadap baik dan 
buruknya kehidupan masyarakat. Seperti yang secara 
eksplisit difirmankan Allah SWT: “Orang-orang yang ber- 
iman, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah 
mitra (bersama untuk melakukan) amar ma'ruf nahi munkar, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul- 
Nya. Merekalah yang akan mendapat rahmat Allah. Sesung- 
guhnya Allah itu Maha Kuat dan Bijaksana”. (OS, At-Taubah, 
972) 


Pendalaman Persoalan Lain 

Beberapa persoalan lain yang menyangkut relasi 
tubuh perempuan, sosial, maupun politik juga harus dibaca 
melalui kerangka metodologi interaksi dengan realitas. 
Setelah dilakukan pengklasifikasian ke dalam tiga kerangka 
dasar, al-mabidi, al-gaw@'id dan al-juz'iyyit. Dalam persoalan 
persoalan haid-nifas-istihadlah misalnya, tidak bisa diru- 
muskan melalui pandangan-pandangan ulama masa lalu. 
Karena mereka sendiri merumuskan persoalan itu atas 
dasar penelitian Jistigra). Karena itu, penelitian dan 
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perujukan terhadap fakta-fakta empirik adalah keniscayaan. 
Sekalipun secara umum fikih tidak melakukaan stigma 
buruk terhadap perempuan dalam persoalan ini, tetapi 
norma-norma yang dibangun banyak yang menyeret 
perempuan pada puncak keruwetan, sehingga ia bingung 
harus berbuat apa ketika 'tamu bulanannya' datang. Karena 
norma tersebut sebenarnya muncul sebagai hasil penelitian 
deduktif Jistigra) terhadap kebiasaan-kebiasaan perempuan 
masa lampau. Persoalan ini perlu dirumuskan dengan 
pendekatan inter-disipliner dan meperhatikan variabel- 
variabel, polusi, alat kontrasepsi, emosi, tuntutan mencari 
nafkah. Semua ini, harus dilibatkan dalam menyusun 
norma-norma fikih kontemporer haid-istihadah-nifas. 

Mungkin bisa ditegaskan dalam persoalan men- 
struasi ini, bahwa kita tidak bisa lagi menjatuhkan pilihan 
terhadap suatu pandangan fikih tertentu dengan alasan teks 
yang dianggap otoritatif dan argumentatif. Misalnya dalam 
'identifikasi' haid, berapa hari, bentuk darah, berapa lama 
daurnya, harus tidak lagi menjadi wilayah fikih, karena ia 
sebenarnya merupakan wilayah medis-biologis. Saat ini, 
fikih -dengan merujuk kepada fikih klasik- tidak perlu lagi 
menentukan apa itu haidh, kapan, bagaimana dan berapa 
hari. Ini sepenuhnya wilayah disiplin ilmu lain, medis- 
biologis. Fikih klasik sendiri memiliki ketentuan-ketentuan 
itu melalui penelitian Jistigral, maka fikih kontemporer juga 
harus menyerahkan persoalan itu kepada penelitian ilmiah, 
yaitu medis-biologis sekarang. Wilayah fikih hanya pada 
tataran moralitas, yaitu kalau waktu haidh tidak mendi- 
rikan sembahyang, puasa, thawaf dan tidak melakukan 
hubungan seksual. 

Dalam persoalan iddah dan ihdad, seperti yang telah 
dibahas secara mendalam oleh Abdul Mugsith Ghazali, juga 
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tidak perbah bisa terlepas dari pergumulan teks-teks de- 
ngan realitas yang berkembang. Dalam kajiannnya, norma- 
norma fikih 'iddah/ihdad' lebih menempatkan perempuan 
sebagai obyek perintah dan larangan, untuk tidak keluar 
rumah, tidak berhias, tidak memakai wewangian, tidak 
menggunakan pakaian yang baik dan tidak mencari pa- 
sangan. Larangan ini, sebaliknya tidak ada pada laki-laki 
pasca perceraian. Suatu ayat (OS. 65:6), yang sebenarnya 
ditujukan kepada laki-laki untuk menafkahi perempuan 
yang ditalak dan tidak mengeluarkannya dari rumah 
keluarga, tetapi dipahami oleh kebanyakan ulama fikih 
sebagai perintah kepada perempuan untuk ndekem me- 
nunggu rumah, tanpa keluar ke tempat manapun. Dalam 
analisisnya, nilai-nilai moralitas harus menjadi dasar 
penentuan norma-norma fikih 'iddah/ihdad', sehingga tidak 
lagi dipahami hanya sebagai cara untuk mengidentefikasi 
kehamilan. Ada tiga nilai moralitas yang dikembangkan, 
pertama bahwa 'iddah/ihdad' adalah formula perlindungan 
dan penguatan terhadap perempuan yang sedang dalam 
masa transisi dari dependensi ke independensi. Kedua, 
pembukaan kesempatan rekonsiliasi kepada kedua belah 
pihak untuk kembali kepada tali perkawinan. Ketiga, 
perkabungan ketika dalam kasus 'ditinggal mati', sebagai 
wujud dari cinta kasih antara kedua suami isteri'?. 

Jika kerangka analisis ini bisa dibenarkan, se- 
mestinya harus dikembangkan pemaknaan yang lebih 
kongkrit sebagai penguatan perspektif perempuan, misal- 
nya: 


192 Abdul Mugsith Ghazali, dkk., Tubuh, Seksualitas, dan 
Kedaulatan Perempuan, 2002: Rahima Jakarta dan LKIS 
Yogyakarta, hal. 134-167. 
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(1) perlindungan dan penguatan adalah persoalan 
realitas, sehingga cara dan tehnis yang diterapkan bersifat 
relatif. Pada masa sekarang, ia harus tidak lagi dalam 
bentuk-bentuk yang mengungkung perempuan dari aktifi- 
tas-aktifitas positifnya. 

(2) Rekonsiliasi juga harus dituntut dari pihak laki- 
laki. Sehingga ketika perempuan (mantan isteri| diharuskan 
dalam masa tertentu untuk tidak menjalin hubungan 
dengan orang lain, maka laki-laki (mantan suami) juga 
dalam masa yang sama harus diwajibkan (melalu UU pe- 
merintah, atau konvensi masyarakat) untuk tidak menjalin 
hubungan dengan perempuan lain. Karena rekonsiliasi, 
tidak bisa dibangun dari satu arah. 

(3) Tuntuan perkabungan juga sama harus dua arah, 
isteri yang ditinggal mati oleh suami dan suami yang 
ditinggal mati oleh isteri. 


Penutup 

Metodologi interaksi fikih dengan realitas, melalui 
klasifikasi tiga kerangka dasar, bisa jadi sangat menarik 
untuk merumuskan kembali secara lebih kongkrit terhadap 
seluruh persoalan relasi laki-laki dan perempuan. Pe- 
nguatan perspektif perempuan dalam hal ini menjadi 
penting, karena memandang fikih masa lalu dalam banyak 
hal telah memposisikan perempuan dengan tidak setara. 
Mendaulatkan (perspektif| perempuan dalam fikih sebe- 
narnya bukan hal baru. Perspektif ini sejak awal telah 
dihadirkan oleh al-Our'an, Hadits dan lebih kuat lagi oleh 
Aisyah ra, dalam berbagai fatwa-fatwa kritisnya'?. Secara 


193 Sejarah dan pemikiran Aisyah ra, diantaranya bisa dibaca 
dari: Dr. Abdullah Abu as-Suud Badr, tafsir Umm al-Mu'mini 
Aisyah ra, 2000: Serambi Ilmu, Jakarta. Bisa lihat juga: Sa'id al- 
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umum kritik-kritik Aisyah yang berkaitan dengan pe- 
nguatan perspektif perempuan adalah: (1) Kritik terhadap 
hadis bahwa perempuan termasuk sumber kesialan (syu'm 
wa thayarah)| yang diberitakan oleh Ibn Umar ra, as-Sa'idi ra 
dan Abu Hurairah ra. (2) Kritik terhadap Ibn Umar ra yang 
memfatwakan bahwa perempuan yang dikepang ram- 
butnya harus diurai terlebih dahulu sebelum mandi junub. 
(3) Kritik terhadap fatwa beberapa sahabat yang melarang 
perempuan pergi ke mesjid. (4) Kritik terhadap pandangan 
yang melarang perempuan mengawinkan dirinya atau 
orang lain. (5) Kritik terhadap pandangan umum yang tidak 
memperkenankan perempuan aktif di wilayah publik, 
dengan aktifitas mengajar dan terjun langsung memimpin 
pasukan tentara dalam perang Jamal. 

Sebagai kesimpulan, penguatan perspektif perem- 
puan dalam fikih, secara teologis bisa dibenarkan. Bahkan, 
ia bisa menjadi sebuah keniscayaan karena menjadi salah 
satu cara untuk menghentikan praktek-praktek kekerasan 
terhadap perempuan, dan sejalan dengan prinsip universal 
untuk membangun kehidupan yang baik dan adil.|) 


Afghani, Pemimpin Wanita di Kancah Politik, Studi Sejarah 
Pemerintahan Aisyah, Pustaka Pelajar dan LP2IF, Yogyakarta. Dan 
Dra. Hj. Fatimah Utsman, M. Si. Dan A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. 
Ag, Ratu-ratu Hadis, 2000: Ittiga Press, Semarang. 
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Metode Oath'iy dan Zhanny dalam Figh 
Ahwal Syakhsiyah 
(Isu Kepemimpinan Perempuan 
dan Pemukulan Istri) 


Pada tahun 1980-an, sejak pemerintah Orde Baru 
melibatkan pesantren sebagai obyek pembangunan, pe- 
santren mulai intensif bergumul dengan gagasan “konteks- 
tualisasi figh' untuk menyerap tuntutan pembaruan dan 
kekinian Indonesia. Gagasan ini kemudian secara khusus 
ditujukan pada kitab-kitab rujukan pesantren yang dikenal 
dengan istilah Kitab Kuning di samping pada tradisi 
pengambilan keputusan hukum figh (bahtsul mas@'il) itu 
sendiri. Di antara Kitab Kuning yang dikaji ulang adalah 
kitab “Ugid al-Lujjayn fi Bayan Hugiag az-Zawjain', selan- 
jutnya disebut KUL, karya Syekh Nawawi Banten (w. 
1314H/1897M). Kitab yang berisi mengenai relasi suami istri 
ini dianggap beberapa kalangan, tidak lagi mencerminkan 
semangat keadilan relasi laki-laki dan perempuan untuk 
konteks kekinian Indonesia, sebagaimana ditunjukkan 
tulisan-tulisan Musthafa Helmy (1989), Masdar F. Mas'udi 
(1993), Nagiyah Mukhtar (1997) dan Husein Muhammad 
(2001). 

Dalam komentar Forum Kajian Kitab Kuning (FK3, 
2001) terhadap KUL, juga banyak kritik terhadap peran 
perempuan dan laki-laki dalam kitab ini, di samping 
tawaran pandangan penyeimbang yang didasarkan pada 
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prinsip keadilan relasi.4 Tetapi komentar ini menuai kritik 
balik dari Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT, 2004) 
Pasuruan Jawa Timur, sebagai suatu penyimpangan dari 
hukum Syari'ah yang sudah diterima mayoritas ulama.” 
FK3 adalah forum yang terdiri dari kalangan pesantren 
yang memiliki perhatian pada isu-isu demokrasi di 
Indonesia,” seperti Masdar Farid Mas'udi, Husein 
Muhammad dan Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. 
Sementara FKIT adalah forum yang terdiri dari kalangan 
muda pesantren, terutama dari santri-santri senior Pesan- 
tren Sidogiri Jawa Timur, yang secara khusus dibentuk 


194 Komentar FK3 ini, pertama kali diterbitkan sekitar akhir tahun 
1999 dalam Bahasa Arab dan dicetak dalam satu paket dengan 
teks “Ugud al-Lujjayn juga. Lihat: Lajnat al-Bahts Lil-Kutub al- 
Oadimah, (tt), Syarh wa ta'lig “ala syarh ugud al-lujjayn fi bayan 
hugug az-zawjayn, Jakarta. Kitab ini pada tahun 2001, diter- 
bitkan dalam edisi Bahasa Indonesia dengan judul “Wajah Baru 
Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab Ugud al-Lujjayn”, diterbitkan LKiS 
Yogyakarta. Di samping satu lagi edisi yang terbit tahun 2005, 
dengan tambahan penjelasan mengenai beberapa isu, dengan 
judul “Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Ugud 
al-Lujjayn”, yang diterbitkan Kompas Jakarta. 

195 Forum Kajian Islam Tradisional Pasuruan, (2004) Menguak 
Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3 dalam Buku “Wajah Baru 
Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab “Ugud al-Lujjayn',, Rabithah 
Ma'ahid Islamiyah, Cabang Kabupaten Pasuruan, Jawat Timur. 

196 Forum ini awalnya adalah pengajian bulanan sejak tahun 
1997, yang diisi KH Husein Muhammad sebagai pembaca awal 
terhadap Kitab Ugul al-Lujjayn. Mereka yang hadir pada penga- 
jian itu adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Masdar F. 
Mas'udi, Lies Marcoes Natsir, Rosalia Scortino, Juju Zubaidah, 
Ciciek Farha, Atashe Hendartini dan Juju Juwaeriyah, bertempat 
bergantian antara P3M dan rumah kediaman Ibu Sinta sendiri. 
Awalnya, juga mengundang KH. Ali Mustofa Ya'kub dan KH Ahsin 
Sakho Muhammad, tetapi mereka tidak pernah hadir. (Wawan- 
cara dengan KH Husein Muhammad, melalui email, tanggal 15 
Agustus 2008). 
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untuk melakukan kritik balik terhadap kerja FK3.” Juru 
bicara utama dari Forum ini adalah M. Idrus Ramli, dengan 
dukungan penuh dari Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah 
Pasuruan KH Abdulhalim Mutamakkin dan Rais Syuriah 
PCNU Pasuruan KH Muhammad Subadar. 

Upaya penafsiaran ulang yang ditawarkan FK3, 
mengenai relasi perempuan dan laki-laki, dianggap FKIT 
sebagai pelanggaran ketentuan syari'ah Islam yang sudah 
diungkapkan dengan bahasa yang jelas, tegas, mengikat 
semua orang dan berlaku abadi. Perbedaan cara pandang 
ini, di samping mengenai otoritas penafsiran, juga berakar 
pada perbedaan penentuan teks agama, teks mana yang 
dianggap sudah jelas dan tidak perlu penafsiran baru dan 
teks mana yang membuka berbagai alternatif pemaknaan 
termasuk pada penafsiran-penafsiran yang baru. 

Tulisan ini dengan menggunakan konsep gath'iyy- 
zhanny dalam ilmu Ushul Figh, akan meneliti isu relasi 
perempuan dan laki-laki yang dipotret Syekh Nawawi 
Banten dalam KUL. Tulisan ini ingin menjelaskan bahwa 
isu-isu relasi perempuan dan laki-laki tidak bisa disebut 
sebagai 'tunggal-makna' sehingga menutup kemungkinan 
kontekstualisasi dan pemaknaan baru. Contoh kasusnya 
adalah tafsir ayat 34 surat an-Nisa yang didiskusikan antara 
KUL dan FK3 di satu sisi, dan FKIT dengan FK3 di sisi yang 
lain. Potret perempuan dan laki-laki dalam KUL akan 
dibahas terlebih dahulu sebagai gambaran peran ideal 
relasi, setelah penjelasan sekilas mengenai konsep gath 'iyy- 


197 Forum ini sebagaimana disebutkan dalam bukunya, beranggo- 
takan Abdullah Mutamakkin, Muhibul Aman Ali, HA. Baihagi 
Juri, M. Idrus Ramli, Nur Hasan, Safrijal Muhammad, Bahrul- 
Widad Suyuthi, Abdussalam, Nashiri Abadi, Husein Nashir, 
Mahmudi Zain, Masyhuri Mochtar dan Bahrullah Shadig. 
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zhanny dalam Ushul Figh. Kemudian, tulisan ini akan 
menguji ke-gath'iyy-an isu relasi yang didasarkan pada ayat 
34 surat an-Nisa, dengan kerangka metode interpretasi teks 
(al-gawh'id fi dalalat al-alfizh) dalam Ushul Figh. Yaitu 
pemaknaan lafal umum ('amm) dan penafsiran kalimat 
imperatif (shighat al-amr) dari ayat an-Nisa tersebut. Di 
bagian akhir, tulisan ini menyimpulkan bahwa ayat ke-34 
dari surat an-Nisa, yang menjadi dasar pelarangan kepe- 
mimpinan perempuan dan kebolehan memukul istri, tidak 
bisa dianggap sebagai ayat gathi'yy yang tertutup dan 
berhenti pada satu makna saja. Kontekstualisasi figh relasi 
perempuan dan laki-laki bisa dimungkinkan dengan 
kemunculan tafsir-tafsir baru di kalangan pesantren, baik 
atas ayat an-Nisa 34 sebagai sumber hukum, maupun 
terhadap KUL sendiri sebagai tafsir figh atas relasi pe- 
rempuan dan laki-laki. 

Istilah gath'iyy-zhanny dalam Ushul Figh digunakan 
untuk menjelaskan status suatu teks sumber hukum Islam 
dalam dua hal, sisi eksistensi (tsubit) dan juga sisi 
interpretasi (dalalah). Pertama, teks yang dari sisi eksistensi 
dianggap gath'iyy, adalah teks yang dipastikan keber- 
adaanya sebagaimana adanya dari masa Rasulullah Saw 
sampai sekarang, tanpa ada keraguan atau pemalsuan 
sedikitpun. Seperti ayat-ayat al-Our'an dan teks-teks hadits 
mutawitir.!8 Sementara jika suatu teks diterima sebagai 
sumber hukum, tetapi tidak pada posisi yang meyakinkan 
dari sisi eksistensi seperti kebanyakan teks-teks hadits, 
maka disebut zhanniy ats-tsubit.!? Kedua, gath'iyy-zhanny 


198 Hadits Mutawatir adalah teks hadits yang diriwayatkan se- 
jumlah banyak orang di setiap generasi, sehingga tidak me- 
mungkinkan ada perawi yang berbohong atau terjadi pemalsuan. 
199 Baca: Khallaf, Abd al-Wahhab, (1956), hal. 32 dan 46. 
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dari sisi interpretasi teks (dalilah). Ayat al-Gur'an maupun 
teks Hadits yang hanya mengandung satu makna yang 
tegas dan jelas, serta tidak membuka kemungkinan 
interpretasi lain disebut sebagai teks yang gath'iyy dari sisi 
interpretasi (gath'iyy ad-dalilah). Sementara teks yang zhanny 
dari sisi makna (zhanny ad-dalilah), baik al-Our'an maupun 
hadits adalah teks atau lafal yang membuka kemungkinan 
lebih dari satu makna. Tulisan ini hanya membahas 
gath'iyy-zhanniy pada pengertian yang kedua. 

Tetapi istilah gath'iyy lebih sering digunakan dalam 
dialog kontekstualisasi figh dan reaktualisasi Islam, untuk 
sesuatu dari ajaran yang tidak lagi menerima ijtihad pem- 
baharuan. Sebaliknya adalah istilah zhanny untuk ajaran 
yang memungkinkan adanya jijtihad-ijtihad baru.2! Konsep 
gath'iyy-zhanny kemudian diidentikan dengan sesuatu yang 
'muhkam-mutasyabih' (yang kokoh maknanya dan yang 
ambivalen) dalam kajian tafsir, atau “tsawibit-mutaghayyirit 
(kemapanan-keberubahan) dalam kajian filsafat hukum 
Islam modern atau sastra Arab-Islam modern.2? Penentuan 


200 Di antara tulisan dalam Bahasa Indonesia mengenai konsep 
gath 'iyy-zhanny bisa ditemukan di: Shihab, M. Ouraish, (1992), 
Membumikan al-Gur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehi- 
dupan Masyarakat, Penerbit Mizan, Bandung, hal. 137-142. 

201 Baca misalnya dalam tulisan-tulisan mengenai reaktualisasi 
dan kontekstualisasi hukum Islam yang muncul mulai tahun 
1990-an. Misalnya dalam buku: Nafis, Muhammad Wahyuni, ed. 
et al., (1995), Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. 
Munawir Sjadzali, MA, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan 
Yayasan Paramadina, Jakarta, terutama halaman 87-93, 273-280 
dan 328-331. 

202 Salah satu buku yang bisa menjelaskan kemapanan dan kebe- 
rubahan dalam sastra dan peradaban Arab-Islam adalah karya 
Adonis (Ali Ahmad Said) “Ats-Tsabit wa al-Mutahawwil: Bahts fi al- 
Ibda' wa al-ittiba' inda al-'Arab', yang telah diterjemahkan ke 
bahasa Indonesia dengan judul “Arkaelogi Pemikiran Arab Islam? 
dan diterbitkan LKiS-Yogyakarta tahun 2007. 
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suatu teks atau ajaran sebagai tidak berubah sementara 
yang lain bisa berubah dengan konsep gath'iyy-zhanny pada 
praktiknya adalah problematis, karena banyak sekali per- 
bedaan-perbedaan ijtihad ulama pada hampir setiap kasus 
dan ada banyak perubahan jjtihad pada kasus-kasus figh 
yang awalnya dianggap gath'iyy sekalipun.” Karena itu, 
Masdar F. Mas'udi menawarkan pemaknaan baru terhadap 
gath'iyy-zhanny dengan kerangka fundamental-partikular 
dari ajaran Islam, yang tidak terkait pada 'jelas atau tidak 
jelasnya” suatu teks secara bahasa sebagaimana dalam 
Ushul Figh. Terminologi gathi'yy, kemudian didefinisikan 
untuk ajaran fundamental yang tidak berubah, sementara 
zhanny untuk ajaran yang berkaitan hal-hal partikular yang 
bisa berubah.? 

Bagi Husein Muhammad, tawaran pemaknaan ulang 
ini masih problematis. Karena konsep gath'iyy-zhanny bu- 
kanlah konsep mengenai kemapanan-keberubahan suatu 
pandangan hukum. Tetapi lebih pada konsep kejelasan 
suatu teks terhadap makna yang dikandungnya. Bahasa 
hukum memerlukan kejelasan kata dan kalimat pada 
tingkat tertentu sebagai dasar implementasi. Pada konteks 


203 Baca: Shihab, M. Ouraisy, (1992), hal. 140-142. 

204 Baca: Mas'udi, Masdar F., (1991), Agama Keadilan: Risalah 
Zakat (Pajak) dalam Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal. 19-21, 
dan Masdar F. Mas'udi, (1997), Islam dan Hak-hak Reproduksi 
Perempuan: Dialog Figh Pemberdayaan, Penerbit Mizan, Bandung, 
hal. 29-37. Menurut Masdar, teks gath'iyy yang memuat hal-hal 
yang prinsip dan fundamental, adalah ayat-ayat tentang prinsip 
keadilan, persamaan manusia di depan hukum, perlindungan ter- 
hadap yang lemah, kesetaraan suami-istri dalam keluarga, dan 
saling memperlakukan dengan baik (mu'asyarah bil ma'raf) antara 
mereka berdua. Sementara yang zhannyy adalah ajaran atau ayat 
al-Our'an atau teks hadits yang bersifat jabaran dari prinsip- 
prinsip yang gath'iyy. Sebagai penjabaran, ia akan berbeda satu 
sama lain, dan terikat dengan ruang, waktu serta kondisi. 
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'kemapanan-keberubahan', ajaran yang diungkapkan de- 
ngan bahasa yang jelas (gath'iyy) sekalipun, sebenarnya bisa 
saja berubah dan masih bisa menerima ijtihad-ijtihad baru. 
Sebagaimana pada kasus ijtihad 'Umar bin al-Khattab ra (w. 
24 H/644 M) mengenai talak tiga sekaligus sebagai talak 
tiga, yang pada masa Nabi Saw justru diberlakukan sebagai 
talak satu. Ini teks yang tegas dan jelas, atau gath'iyy, tetapi 
terjadi ijtihad dan perubahan. Karena itu, lafal yang gath'iyy 
adalah satu hal, dan perubahan ijtihad adalah hal lain.25 
Secara terminologis konsep gath'iyy-zhanny memang 
berkait dengan kejelasan makna suatu teks dari sisi bahasa. 
Tetapi tidak bisa dinafikan, bahwa penggunaan konsep ini 
dalam kajian diskursus Figh dan Ushul Figh selalu di- 
kaitkan dengan isu 'kemapanan-keberubahan' ijtihad 
hukum. Kejelasan satu-satunya makna dari suatu teks yang 
gath'iyy, seringkali ditarik pada kesimpulan bahwa teks itu 
berikut makna yang dikandungnya dianggap pasti, tetap, 
tidak bisa berubah dan tidak menerima ijtihad maupun 
perubahan makna baru.?6 Kesimpulan ini telah diturunkan 
ulama Ushul Figh dalam suatu kaidah yang sangat terkenal 
tidak sah suatu ijtihad ketika teks itu jelas dan pasti' (Id 


205 Muhammad, KH Husein, (2003), Oath'iZhanni dan Kemas- 
lahatan: Refleksi atas Pikiran Masdar F. Mas'udi dalam Buku 
“Agama Keadala:: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam”, makalah 
untuk diskusi terbatas di Fahmina-Institute Cirebon, tidak diter- 
bitkan. 

206 Mohammad Hashim Kamali misalnya mengatakan: “The rulings 
of the Our'an on the essentials of the faith such as salat and fas- 
ting, the specified shares in inheretence and the prescribed 
penalties are all gat'is their validity may not be disputed by any 
one, everyone is bound to follow them, and they not open to 
ijtihad”. Kamali, Mohammad Hashim, (1989), Principles of Islamic 
Jurisprudence, Pelanduk Publication, Kuala Lumpur-Malaysia, ha. 
26. 
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ijtihada fi al-gath'iyyit)?” Kaidah ini dalam diskursus pem- 
baruan Hukum Islam seringkali digunakan untuk meng- 
hentikan setiap kreatifitas ijtihad yang muncul, dengan tu- 
duhan sebagai penyimpangan dari teks yang sudah 
gath'iyy.208 

Padahal pada praktiknya, penentuan suatu teks 
sebagai gath'iyy terkait dengan sejauhmana tercapai kesepa- 
katan ulama (ijmd”) mengenai ke-gath'iyy-an suatu makna 
tersebut. Kebanyakan ulama justru sangat berhati-hati 
untuk menyampaikan adanya kesepakatan ulama (ijm4”) 
dalam suatu masalah.” Secara konseptual misalnya, ada 
ulama Ushul Figh yang justru menafikan adanya teks yang 
dari sisi interpretasi bersifat gath'iyy. Dalam pandangan 
Imam Fakhr ad-Din ar-Razi asy-Syafi'i (543-606H/1149- 
1209M),20 tidak ada suatu teks yang bisa disebut gath'iyy, 
karena alat-alat untuk memahaminya seperti kosa kata 
bahasa dan gramatika tidak ada yang gath'iyy. Jikapun 


207 Asy-Syawkani, Muhammad bin “Ali, (1990), Irsyad al-Fuhul ila 
Tahgig al-Hagg min TIlm al-Ushul, Dar al-Khayr, Beirut, Libanon, 
juz 1, hal. 370. Baca juga: Khallaf, (1956), hal. 216. 

208 Nafis, Muhammad Wahyuni, ed. et al., (1995), hal. 87-93, 273- 
280 dan 328-331. Juga: Hasyim, Syafig, (2001), Hal-hal Yang Tak 
Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, Penerbit 
Mizan, Bandung, hal. 246-251. 

209 Perbedaan ulama mengenai kemungkinan adanya kesepakatan 
suatu pandangan tertentu bisa dibaca di: Khallaf, “Abd al- 
Wahhab, (1956), hal. 48-50. 

210 Abu “Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husayn (543- 
606H/1149-1209M), terkenal dengan sebutan Fakhr ad-Din ar- 
Razi. Seorang ulama Persia dari mazhab Syafi'i yang ahli dalam 
bidang kalam, tafsir dan ushul figh, selain ilmu-ilmu lain 
seperti filologi, logika dan fisika. 

211 Baca: Ar-Razi, Fakhr ad-Din, (1997), al-Mahshal ft TIlm al- 
Ushul, Maktabah Nizar Musthafa, Saudi Arabia, Juz II, hal. 222- 
237. Disebutkan dalam kitab ini: 
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disepakati ulama sebagai teks yang gath'iyy, pasti tetap 
terjadi ragam pemaknaan pada sisi penerapan-pene- 
rapannya. Sehingga suatu teks akan disebut “sebagian saja 
yang gath'iyy tidak untuk seluruh bagiannya' (gath'iyy fi 
ba'dh ahwilihi Ia fi jami' ahwilihi), karena adanya ragam 
pemaknaan ketika teks tersebut diterapkan pada wilayah 
empirik.2? Dalam istilah, suatu ayat bisa jadi “Dari satu sisi 
menunjuk kepada makna yang pasti, dan di sisi lain ia 
memberi alternatif makna (gath'iyy bi itibar wa zhanniyy bi 
itibar akhar)” 28 Literatur tafsir, hadits dan figh sesung- 
guhnya sudah membuka berbagai kemungkinan penaf- 
siran-penafsiran atas teks yang dianggap gath'iyy sekalipun. 
Problematika ke-gath'iyy-an suatu teks akan ditunjukan 
pada diskusi mengenai relasi perempuan dan laki-laki 
dalam Islam, atau dalam Kitab 'Ugiid al-Lujjayn khususnya. 
Dimana FK3 memandang perlu penafsiran ulang atas se- 
jumlah isu relasi ini, dan sebaliknya FKIT memandang 
penafsiran ulang ini sebagai pelanggaran atas sesuatu yang 


gath'iyy. 


Kitab Ugid al-Lujjayn 

KUL ditulis Syekh Nawawi Banten (1230-1314 H/1815-1897 
M), salah seorang ulama yang memiliki pengaruh kuat 
dalam tradisi pesantren, karena produktifitasnya menulis 


Gaal Ah Ela Y A3, Lab all JP Gaal Wib Olania JO asa — All AYU au 0) 
AM oya dal Boliaal Jl Jas Yati Gas YO: del) J3 (93 VI ds Y Raka Jl, 
Wina co jl pamit Gp Os CE alga Mori anis Gal Le ajal ISI VJ Ala J5 Ya 

AAL Ul 
212 Hosen, Ibrahim, (1995), Beberapa Catatan Tentang Re- 
aktualisasi Hukum Islam, dalam: Nafis, Muhammad Wahyuni, et 


al., Kontekstualisasi Ajaran Islam, hal. 273-280. 
213 Shihab, (1992), hal. 141. 
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banyak kitab-kitab berbahasa Arab rujukan pesantren. Ada 
26 kitab dari karyanya yang beredar di pesantren-pesantren 
Indonesia, 11 di antaranya menjadi bagian dari 100 kitab 
yang terpenting.?" Kitab-kitab ini meliputi berbagai disiplin 
ilmu pengetahuan klasik Islam, agidah, tasawuf, figh, tafsir, 
bahasa dan ilmu hadits. Kebanyakan dari karya ini adalah 
komentar (syarh) terhadap kitab yang ditulis ulama lain, 
dengan bahasa Arab yang baik dan mudah dimengerti 
terutama kalangan pelajar Nusantara. Karya Syekh Nawawi 
yang banyak memperoleh apresiasi akademik adalah At- 
Tafsir al-Munir li Ma'ilim at-Tanzil, satu-satunya tafsir 
lengkap yang ditulis ulama Mekkah abad ke-14 Hijriyah. 
KUL sendiri, yang selesai ditulis pada 27 Muharram 1294 
H/11 Pebruari 1877 M, merupakan karya Syekh Nawawi 
yang juga cukup dikenal dan menjadi kurikulum beberapa 
madrasah pesantren Jawa. Ia menjadi satu-satunya kitab 
pesantren berbahasa Arab, yang secara khusus mem- 
bicarakan relasi perempuan dan laki-laki, terutama relasi 
domestik dalam rumah tangga. Karena kekhasannya ini, 
KUL sering menjadi rujukan dan bahan pengajian di banyak 
pesantren. 

KUL merupakan komentar atas suatu teks (matan) 
yang anonim. Komentar KUL, di samping dengan memberi 
makna suatu kata, atau menjelaskan suatu hukum dan 
persoalan, lebih banyak dengan merujukkan pada teks-teks 
lain yang dianggap mendukung. KUL mengawali dengan 
daftar hak-hak istri sebagai kewajiban suami dan hak-hak 


214 Bruinessen, Martin van, (1990), “Kitab Kuning: Books in Arabic 
Script Used in the Pesantren Milieu', in: Bijdragen tot de Taal-, 
Land-en Volkenkunde, 146, (1990), no: 2/3, Leiden, hal. 236. 
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suami sebagai kewajiban istri. Dilanjutkan dengan 
mengungkap sumber-sumber 'otoritas' baik ayat al-Our'an, 
teks-teks hadits, pendapat ulama atau kisah-kisah, termasuk 
mimpi orang teladan. Sumber yang paling banyak dirujuk 
KUL adalah teks-teks hadits, ada 101 tempat rujukan. 
Sebagian besar porsi dari teks-teks ini ditujukan kepada 
perempuan. Porsi besar ini lebih banyak membicarakan 
kewajiban-kewajiban perempuan dan ancaman terhadap 
mereka ketika lalai dari kewajiban ini. Sehingga perempun 
terbebani lebih besar dengan peran-peran rumah tangga 
dalam relasinya dengan laki-laki atau suami. 

Beberapa peran utama bagi perempuan, di antara- 
nya keta'atan total pada suami, berperilaku baik dan me- 
nyenangkan, bersedia penuh melayani kebutuhan biologis 
suami, bersabar atas perangai buruk suami, tunduk dan 
rendah hati, tidak melakukan aktivitas tanpa seizin suami, 
tidak melakukan kontak dengan yang lain, tidak membang- 
kitkan amarah, tidak menyusahkan dan tidak meminta 
materi di atas kemampuan sang suami. Untuk peran-peran 
ini, perempuan diapresiasi dengan berbagai pujian dan janji 
pahala, mulai dari janji masuk surga dengan segala nikmat, 
pahala yang besar, ampunan dari dosa, dan pahala seperti 
orang berjihad, berpuasa dan shalat malam. Sementara 
peran suami kepada istri, seputar berbuat baik secara prima 


215 KUL menyebutkan, bahwa hak istri atas suami adalah perla- 
kuan baik, nafkah, mahar, bergilir dan pengetahuan mengenai 
ibadah dan ketaatan istri. Sementara hak suami atas istri adalah 
ketaatan pada suami selain yang maksiat, perilaku baik, penye- 
rahan diri, tinggal di dalam rumah, menjaga diri untuk tidak 
berhubungan intim dengan yang lain, menutup diri agar tidak 
dipandang orang lain yang bukan mahram termasuk muka dan 
telapak tangan, tidak menuntut suami di atas kemampuannya 
dan tidak berbohong mengenai masa haid dirinya (KUL, halaman 
3 baris ke-5 dari atas). 
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(husn al-'isyrah) kepada istri dan bertanggung jawab dalam 
hal nafkah, pengajaran terutama keagamaan dan kebersihan 
reproduksi, berhias untuk istri, bersabar atas perangai 
buruk istri, tidak melakukan kekerasan dan berhati-hati 
ketika menjatuhkan sangsi atas ketidak-taatan istri (nusyiiz). 
Untuk peran-peran terpuji ini, laki-laki dijanjikan beberapa 
hal, seperti pahala yang amat besar, dianggap orang terbaik, 
dapat ampunan dan diharamkan dari neraka. 

Jika perempuan lalai dari peran-peran relasi tersebut 
di atas, mereka akan diancam dengan berabagai hal, seperti 
ancaman masuk neraka dengan siksa amat pedih, diseret 
bersama Oarun ke neraka, digolongkan sebagai Yahudi dan 
Nasrani, dimusuhi Allah Swt, dilaknat malaikat dan seisi 
jagat raya, dijauhkan dari rahmat Allah Swt, diharamkan 
dari semerbak surga, tidak dihargai Allah Swt sedikitpun, 
dihapus seluruh amal baiknya seberat apapun, disamakan 
dengan dosa 70.000 pencuri dan dibangkitkan dalam 
keadaan hitam legam mukanya dari kubur. Tetapi sedikit 
sekali contoh ancaman yang ditujukan kepada laki-laki 
ketika tidak memenuhi peran relasinya kepada perempuan, 
dianggap pezina dan berkhianat kepada Allah Swt. 

KUL mengambil pola tulisan nasihat dan tuntunan 
praktis, mengenai ajaran-ajaran normatif relasi suami-istri 
dalam Islam. Ajaran ini sesunggunya didasarkan pada 
prinsip kasih sayang dan saling memperlakukan secara baik 
(al-mu'isyarah bi al-ma'ruf). Seperti ditunjukan teks hadits 
yang dikutip KUL: 

“Nabi Saw bersabda: Orang-orang mu'min yang 
sempurna imannya, adalah yang terbaik akhlak- 
nya dan yang paling sayang memperlakukan 
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keluarganya”, diriwayatkan at-Turmudzi dan al- 
Hakim dari Aisyah ra.?' 

“Jika seorang suami memandang istrinya dengan 
kasih sayang, begitupun sang istri kepada suami, 
maka Allah akan memandang keduanya dengan 
penuh kasih sayang pula. Ketika suami menyentuh 
telapak tangan istrinya, maka berguguranlah dosa- 
dosa keduanya melewati kedua telapak tangan 
mereka berdua” 2 


Tetapi penjabaran KUL mengenai prinsip perilaku 
baik dan kasih sayang ini, membawa pada daftar kewajiban 
yang lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Potret 
perempuan kemudian terlihat lebih rendah dan lebih 
terbebani dibanding laki-laki. Dalam gambaran KUL, laki- 
laki adalah sosok pemimpin, pengayom, pendidik dan 
penanggung-jawab atas segala hal yang ada pada perem- 
puan atau istri. Sebaliknya lalu, istri digambarkan sebagai 
individu yang tidak independen dan bergantung sepenuh- 
nya kepada suami, sampai pada tingkat bahwa dia harus 
memandang dirinya sebagai budak milik suami. Untuk 
segala aktivitas, istri harus meminta restu suami, mulai dari 
puasa dan shalat sunnah, belajar, berdandan, keluar rumah 
sekedar mengunjungi keluarga atau ke pekuburan, bahkan 
untuk menggunakan harta yang dimilikinya sendiri. 


“(Dan sebaiknya) istri (memahami dan meman- 
dang dirinya laksana budak) yang dimiliki (sang 
suami) atau seperti tawanan perang yang tunduk 
pada suami (maka, ia tidak boleh membelanjakan) 


216 Hadits ke-5, hal. 4 KUL baris ke-15 dari bawah. 
217 Hadits ke-82, KUL hal. 15 baris ke-4 dari bawah. 
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mengeluarkan uang (berapapun dari harta suami, 
kecuali atas izinnya) maksudnya izin suami (bah- 
kan banyak ulama yang mengatakan: istri juga 
tidak diperkenankan untuk membelanjakan 
hartanya sendiri tanpa seizin suami, sama seperti 
orang yang ditetapkan pengadilan untuk tidak 
membelanjakan hartanya kecuali atas izin walinya) 
seperti istri, ia ditahan untuk membelanjakan 
hartanya sendiri, laksana orang-orang bangkrut 
karena hutang” .28 


Pandangan-pandangan seperti ini, yang kemudian 
direspon beberapa kalangan seperti Musthafa Helmy,?” 
Masdar F. Masudi, Nagiyah Mukhtar? Husein 
Muhammad dan FK3 sendiri, untuk dikembalikan kepada 
prinsip 'saling berlaku baik' antara suami dan istri. Menurut 
mereka, pembacaan ulang relasi gender dalam KUL 
menjadi niscaya, untuk memenuhi tuntutan realitas yang 
sudah kompleks tidak sebagaimana gambaran KUL sebe- 
lumnya. Saat ini, banyak sekali perempuan yang ber- 
tanggung jawab terhadap keluarga, perempuan yang 
bekerja dan menempati jabatan publik, di samping pertu- 
karan peran domestik akibat tuntutan sosial-ekonomi per- 
kotaan. Di pedesaan juga, banyak kasus perempuan yang 
menjadi dewasa dan menanggung beban nafkah bagi 
ayahnya yang sudah tua, saudara-saudaranya yang lelaki 
yang masih belum dewasa, dan bisa jadi ditambah anak- 
anaknya karena suaminya sudah meninggal dunia atau 


218 Halaman 8 KUL, baris ke-19 dari atas. 

219 Mustfhafa Helmy adalah aktivis Perhimpunan Pengembangan 
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pesantren (P3M) dan jurnalis. 
220 Nagiyah Mukhtar, lahir di Situbondo tahun 1963, santri PP 
Ash-Shiddigiiyah Putri, sekarang dosen Tafsir dan Ilmu-ilmu al- 
Our'an di STAIN Purwokerto. 
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tidak mendapatkan pekerjaan.2! Kondisi seperti ini 
menuntut pembacaan ulang dalam sejumlah isu relasi 
perempuan dan laki-laki dalam Islam, seperti isu kepe- 
mimpinan perempuan dan kebolehan memukul perem- 
puan. Tetapi upaya pembacaan ulang ini, sering diben- 
turkan dengan teks-teks yang dianggap gath'iyy, yang sudah 
diputuskan sebagai hukum syari'ah yang jelas, tegas dan 
berlaku abadi. 


Kekuasaan dan Sanksi dalam an-Nisa ayat 34 

Di antara isu relasi perempuan dan laki-laki yang 
diperdebatkan dalam KUL adalah isu kepemimpinan laki- 
laki atas perempuan. Sekalipun, kepemimpinan ini dibatasi 
dengan kalimat 'selain yang ma'siat', tetapi hampir berlaku 
mutlak atas perempuan. Terutama jika merujuk pada teks- 
teks hadits sandaran KUL, yang mewajibkan istri untuk taat 
secara total, sekalipun permintaan suami itu menzalimi hak- 
hak istri pada kasus keluar rumah misalnya??? KUL 
merujuk pada ayat an-Nisa 34, di mana kata 'gawwim' 
diartikan sebagai kekuasaan mendidik istri (musallathana 
'ala ta'dibihnna). Kepemimpinan ini memperoleh legitimasi 
dari dua hal, keutamaan yang dimiliki laki-laki atas 
perempuan”? dan kenyataan bahwa merekalah yang 


221 Baca misalnya: Sajogyo, Pudjiwati, (1991), Peranan wanita da- 
lam keluarga, rumahtangga dan masyarakat yang lebih luas di 
pedesaan Jawa: dua kasus penelitian di Kabupaten Sukabumi dan 
Kabupaten Sumedang di Jawa Barat, disertasi doktoral tidak 
diterbitkan di Universitas Indonesia, Jakarta. Juga: Mayling Oey- 
Gardiner dan Soedarti Surbakti (peny.), (1991), Strategi Kehi- 
dupan Wanita Kepala Rumah Tangga, Biro Pusat Statistik, 
Jakarta. 

222 Baca: KUL, hal. 9, baris ke-10 dari atas. 

223 Keutamaan laki-laki dijelaskan KUL, ada yang faktual dan ada 
yang legal-syar'i, dengan merujuk pada kitab “az-Zawajir' karya 
Ibn Hajar al-Haitsamy (w. 974 H/1567 M). Yang faktual misalnya 
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memberi nafkah kepada perempuan. Kepemimpinan laki- 
laki ini, juga dilengkapi dengan hak untuk meluruskan 
ketika istri melampaui batas (nusyilz), yaitu dengan tahapan 
sanksi, nasihat, pisah ranjang, terakhir memukul. Nusyuz 
sendiri diartikan KUL dengan kebencian (al-bughdh) dan 
kesombongan (takabbur) istri pada suami. KUL menegaskan 
pentingnya perhitungan dan kehati-hatian ketika suami 
memukul. Bagi KUL, memaafkan kesalahan istri lebih baik 
daripada menjatuhkan sanksi memukul. Tetapi KUL juga 
merinci kondisi kapan suami diperbolehkan memukul, 
seperti ketika istri tidak berhias sesuai kehendak suami, 
keluar rumah tanpa izin, berbicara dengan selain kerabat 
atau mahram, memberikan sesuatu yang tidak lazim 
kepada orang lain, atau hal-hal lain seperti dirinci KUL.?24 
Perincian ini, di mana penilaian dan pertimbangannya ada 
pada pihak suami, menjadikan konsep kepemimpinan itu 


kemampuan berpikir, ketabahan jiwa, kekuatan tubuh, menjadi 
khalifah, imam shalat, nasab dan poligami. Sementara yang legal 
syari adalah membayar mahar dan nafkah keluarga. Baca: KUL, 
hal. 6 baris ke-2 dari bawah sampai hal. 7 baris ke-19. 

224 Di halaman 5 baris ke-8, disebutkan dalam KUL, bahwa suami 
diperbolehkan memukul istri, karena tidak berhias padahal suami 
menghendakinya, tidak memenuhi ajakan ke ranjang, keluar ru- 
mah tanpa izin suami, istri memukul anaknya yang masih kecil 
karena menangis, istri mencerca orang lain, menyobek baju 
suami, menarik janggutnya dan memanggilnya dengan panggilan: 
hai keledai, hai bodoh, sekalipun suami mencercanya terlebih 
dahulu, istri membuka wajahnya atau berbicara kepada orang 
lain bukan kerabat (mahram), berbicara dengan suami tetapi 
justru agar suaranya didengar orang lain, memberikan sesuatu 
yang tidak lazim dari rumahnya kepada orang lain, juga karena 
menolak menyambung kekerabatan. Sementara kebolehan memu- 
kul karena istri meninggalkan sembahyang, ada dua pendapat, 
yang paling sahih pendapat yang membolehkan memukul jika 
istri tidak melaksanakan shalat setelah diperintah suami. 
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mutlak dan lebih menyerupai kekuasaan daripada tang- 
gung jawab atas istri.?? 

Perincian hak suami untuk memukul ini dikomen- 
tari FK3, dengan perlunya melihat perilaku Nabi Saw yang 
sama sekali tidak pernah memukul istri, budak, atau 
perempuan sekalipun. Pemukulan, dalam komentar FK3, 
walau bagaimanapan akan meninggalkan dampak serius 
bagi istri dan anak. FK3 memilih untuk menegaskan 'tidak 
perlu memukul sebagaimana pilihan Syekh Nawawi 
sendiri sebenarnya, sebagai bentuk penjabaran prinsip 
'saling berperilaku baik' antar pasangan (al-mu'isyarah bil 
ma'rOf). Lebih lanjut, FK3 berkomentar dengan mengim- 
bangi hal-hal yang dianggap KUL sebagai keutamaan 
faktual dan legal bagi laki-laki, dengan fakta-fakta lain yang 
mendorong pada kesimpulan bahwa keutamaan itu 
sesungguhnya adalah konstruksi sosial yang bisa saja 
diperoleh perempuan. Keutamaan laki-laki yang disebut 
KUL lebih merupakan persoalan pendidikan dan pe- 
ngalaman, yang kemudian dikonstruksikan, bukan per- 
soalan jenis kelamin. Lebih jauh FK3 membuat kesimpulan 
hukum, bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan 
terbatas di dalam rumah tangga saja. Sementara kepe- 
mimpinan di dunia publik adalah meritokasi di mana 
perempuan-pun memiliki hak dan kemampuan yang sama, 


225 KUL sendiri lebih memilih kata musallath dalam mengartikan 
gawwam. Kata ini seakar dengan sulthah yang berarti kekuasaan 
dan pemaksaan (al-gahr). Lihat: Ibn Manzar, Lisan al-'Arab, diak- 
ses online dari: http:/ /www.islamww.com booksww 


book search results.php?bkid-4803&id-4773, tanggal 18 
September 2008, jam 10.50. 
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salah satu dasarnya dengan mengutip ayat at-taubah ke- 
71.226 

Dalam penjelasan FKIT, kepemimpinan laki-laki atas 
perempuan justru merupakan hukum syari'ah yang tidak 
pernah dibantah kecuali oleh orang-orang sekarang yang 
terpengaruh perspektif gender. Keutamaan laki-laki atas 
perempuan adalah sesuatu yang kodrat dan sunnatullah 
yang tidak pernah dan tidak akan berubah. Adapun satu 
dua perempuan, yang lebih baik dari laki-laki sebagaimana 
disebut FK3, hanyalah kasus kecil yang tidak mengubah 
realitas umum bahwa laki-laki itu lebih utama dari pe- 
rempuan. Karena keutamaan ini, dan karena laki-laki diberi 
tugas memberi nafkah, ia harus memimpin perempuan. Ini 
merupakan hukum syar'i yang bersumber pada dalil nagli 
paling otoritatif yaitu al-Our'an, bukan semata pandangan 
ijtihad ulama. Bisa jadi ada perempuan mampu dan baik 
memimpin, tetapi secara syara' tetap dilarang. Bagi FKIT, 
ayat ke-71 dari surat at-Taubah?” yang dijadikan dasar FK3 
sama sekali bukan ayat mengenai kepemimpinan, sehingga 
tidak berdasar untuk mengesahkan jabatan publik bagi 
perempuan. Sementara hak suami untuk memukul istri, 
sekalipun FKIT juga memilih 'tidak memukul sebagai 


226 Lajnat al-Bahts (tt), hal. 37-38, FK3 (2001), hal. 44-46 dan 
FK3, (2005), hal. 132-134. 

227 “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, seba- 
gian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka me- 
nyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada 
Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. 
Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (OS. At- 
Taubah, 9: 71). KH. M. Ouraisy Shihab mengartikan kata awliya' 
mencakup hal-hal mengenai kerja sama antara laki-laki dan pe- 
rempuan, bantuan dan penguasaan terhadap persoalan, ter- 
masuk saling menasihati satu sama lain. Baca: Shihab (1992), 
273-275. 
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hukum utama (al-awld), secara prinsip hukumnya tetap 
'boleh' bagi laki-laki memukul isteri dan tidak boleh ada 
pandangan yang melarang wewenang tersebut.28 Bagi 
FKIT, makna ayat an-Nisa 34 ini jelas mengenai keharusan 
kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam maupun 
di luar rumah tangga.2? Sementara bagi FK3, bahwa ayat 
tersebut memiliki konsideran, sehingga tidak bisa diber- 
lakukan secara umum pada semua kondisi. 


Makna Lafal Umum (“Amm) 

Lafal 'amm, adalah lafal yang mencakup lebih dari satu 
subyek cakupan makna, atau kalimat yang bisa diapli- 
kasikan kepada semua cakupan maknanya secara umum. 
Seperti kata yang dalam bentuk plural, bisa mencakup dua, 
tiga, atau lebih subyek.29 Ulama berbeda pendapat, apakah 
lafal 'amm dianggap cukup ketika kata itu sudah mencakup 
lebih dari satu (dua, tiga, atau lebih) dari makna yang 
terkandung, atau justru harus mencakup makna yang 
terkandung secara keseluruhan (istighrdg).2' Seperti kalimat 
'ar-rijalu gawwamina 'ald an-nish' (wil de us Ja Jl), secara 


228 FKIT, (2004), hal. 48-94. 

229 FKIT berulang kali menggunakan logika “jika dalam komunitas 
terkecil rumah tangga, laki-laki yang harus memimpin, maka 
apalagi dalam komunitas yang lebih besar seperti kenegaraan” un- 
tuk memastikan larangan perempuan memangku jabatan publik. 
Baca: FKIT, (2004), hal 70. 

230 Mengenai bentuk-bentuk lafal “amm misalnya bisa dilihat di: 
As-Suyithiy, (2008), al-Itgan ft Ulum al-Gur'an, diakses dari: 
http://www.al- 
eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID-156&CID-17#s8, tanggal 5 
September, jam 14.10. 

231 Baca: asy-Syirazi, Abu Ishag asy-Syafi'i, (tt), al-Luma' ft Ushul 
al-Figh, dari: http:/ /www.al-eman.com/Islamlib/ viewchp.asp? 
BID-267&CID-3#sl, diakses tanggal 4 September 2008, jam 
00.55. 
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bahasa adalah lafal 'amm, karena merupakan kalimat 
'subyek predikat dengan kata (JaJl) dan (skill) yang 
merupakan bentuk plural berpredikat definitif 'al- (JJ). 
Tetapi apakah dimaknai semua laki-laki memimpin semua 
perempuan, secara keseluruhan, mutlak dan umum? 

Ada dua kemungkinan, pertama jika teks ini 
dipahami sebagai teks berita (kalim khabari) tanpa implikasi 
hukum, sesungguhnya sudah cukup ketika “ada dua orang 
atau lebih” dari laki-laki yang memimpin perempuan, 
sebagai kebenaran cakupan makna dari kalimat tersebut. 
Karena 'ar-rija/ adalah bentuk plural, dua dan tiga orang 
laki-laki sudah bisa mewakili makna kata dan kalimat 
dalam ayat tersebut. Ketika ada laki-laki yang tidak 
memimpin, atau justru dipimpin perempuan, berapapun 
jumlahnya, tidak bertentangan dengan makna kalimat 
berita tersebut, yang sudah mencakup konstruksi lafal 
'amm. Kemungkinan kedua yang banyak digunakan, bahwa 
kalimat itu dipahami sebagai pernyataan hukum yang 
berimplikasi “laki-laki wajib memimpin' atau “perempuan 
wajib dipimpin' atau “Perempuan dilarang memimpin'. Di 
sini problematika keluasan makna kalimat 'amm tersebut 
muncul. Apakah semua laki-laki, benar-benar harus me- 
mimpin perempuan, begitupun semua perempuan harus 
dipimpin dan dilarang memimpin? Adakah syarat-syarat 
atau kondisi yang menyempitkan (takhshish) keluasan 
makna 'amm tersebut? 

Al-Our'an sendiri masih dalam ayat yang sama, me- 
ngaitkan kepemimpinan laki-laki itu dengan dua prasyarat, 
keutamaan laki-laki dan pemberian nafkah kepada 
perempuan.?? Tetapi sumber-sumber tafsir utama tidak ada 


232 Huruf ba' dalam ayat “bima fadh-dhalallahu' dan “bima anfagu' 
menunjukkan alasan mengapa laki-laki yang memimpin (as- 
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yang membahas mengenai keterkaitan ini, khususnya 
mengenai kondisi laki-laki yang tidak memiliki syarat 
tersebut. Misalnya ketika ia tidak lebih utama dari 
perempuan, atau tidak mampu memberi nafkah atau 
sebaliknya perempuan yang memiliki keutamaan, atau 
justru perempuan yang nyata memberi nafkah. Apakah 
kondisi ini memungkinkan pembalikan kepemimpinan? 
Imam Az-Zamakhsyari (467-538 H/1075-1144 M),28 
hanya sampai menyimpulkan dari ayat ini bahwa kepe- 
mimpinan apapun dalam Islam harus didasarkan pada ke- 
utamaan seseorang (al-fadhl). Tetapi ia tidak membicarakan 
bagaimana jika laki-laki tidak memiliki keutamaan, atau 
perempuan yang justru lebih utama daripada laki-laki, baik 
di rumah maupun di luar rumah.?4 Soal alasan nafkah juga, 
Imam al-Ourthubi (w. 671 H/1272 M)3 sudah menyebutkan 
bahwa laki-laki yang tidak memberi nafkah tidak berhak 
menjadi pemimpin atas istrinya. Tetapi al-Ourthubi juga 
tidak menyebutkan kemungkinan perempuan menjadi 


sababiyyah), yaitu karena mereka memiliki keutamaan dan 
karena mereka yang memberi nafkah kepada perempuan. Lihat: 
al-Alusiy, (tt), Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Gur'an al-'Azhim wa as- 
Sab'i al-Matsani, Dar Ihya at-Turats al-'Araby, Beirut, juz V, hal. 
23, dan Asy-Syawkani, (tt), Fath al-Oadir al-Jami' bayna Fannay 
ar-Riwayah wa ad-Dirayah min Tlm at-Tafsir, juz I, hal. 694. 

233 Abu al-Gasim bin Umar, Mahmud bin Umar bin Muhammad 
al-Khawarizmi kelahiran tahun (467 H/1075 M), terkenal dengan 
sebutan Jarullah dan az-Zamakhsyari. Ia adalah ulama 
terkemuka Persia dari Mazhab Mu'tazilah pada abad VI H/XII M, 
menulis dalam berbagai ilmu, terutama tafsir, kalam dan logika. 
284 Az-Zamakhsyari, Abi al-Oasim bin Umar, (2008), Tafsir al- 
Kasysyaf, surat an-Nisa ayat 34, diakses dari: http://www.al- 
eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID-244&CID-35&SW-YD3YE 
6YD1 0C9-YC7 KE KEAND3RC7WC1#SRI, tanggal 4 September 
2008, jam 11.30. 

235 Muhammad bin Ahmad al-Anshari (w. 671 H/1272 M), ulama 
tafsir terkemuka Mazhab Maliki pada abad VII H/XIIH M dari 
Cordova karena itu disebut al-Ourthuby. 
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pemimpin, ketika perempuan yang justru memberi naf- 
kah. 

Dari uraian kitab-kitab tafsir ini, sesungguhnya ayat 
an-Nisa 34 sebagai lafal 'amm menyimpan problematika 
'keluasan” dan 'kesempitan” pada saat yang sama. Se- 
jauhmana keluasan makna tersebut (ta'mim) dan sejauh- 
mana penyempitan makna (takhshish) terhadapnya. 
Problematika ini oleh beberapa ulama tafsir diselesaikan 
dengan pemaknaan tertutup. Bagi Ibn Katsir (700-774 
H/1300-1373 M)2” misalnya, ayat ini diartikan jenis kelamin 
laki-laki lebih utama dari jenis kelamin perempuan, karena 
itu ia dijadikan pemimpin'.?8 Penafsiran ini diikuti banyak 
ulama, termasuk Syekh Nawawi dalam KUL dan FKIT. 
Dengan tafsir tertutup ini, syarat 'keutamaan' dan 'pem- 
berian nafkah' dalam ayat tidak menjadi konsideran, tetapi 
dianggap sebagai 'kodrat' dan 'sunnatullah' yang melekat 
pada jenis kelamin laki-laki sebagaimana diungkapkan 
FKIT. Sehingga, realitas empirik adanya perempuan yang 
lebih baik, atau ada perempuan yang memberi nafkah 
keluarga, tidak hadir dalam kesadaran figh mereka. 


236 Baca: al-Gurthubi, Muhammad bin Ahmad, (2008), al-Jami' li- 
Ahkam al-OGurdn, surat an-Nisa ayat 34, diakses dari: 
http://www.al- 
eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID-136&CID-56#s5, tanggal 4 
September 2008, jam 11.15. 

237 Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir 
kelahiran tahun 700 H/1300 M, terkenal dengan sebutan Ibn 
Katsir, adalah ulama terkenal dari Damaskus bermazhab Syafi'i 
pada abad VIII H/XIV M. Ia menulis dalam disiplin ilmu tafsir, 
hadits dan sejarah. 

238 Disebutkan: “Fa ar-rajulu afdhalu min al-mar'ati f nafsihi, wa 
lahu al-fadhlu “alaihi, fa ndsaba an yakuna gayyiman “alaih@”. 
Baca: Ibn Katsir, Abu al-Fid a Isma'il bin Umar, (2008), Tafsir al- 
Ouran al-'Azhim, diakses dari: http://www.islamww.com 


booksww/book search results.php?bkid-2&id-292, tanggal 6 
september 2008, jam 13.15, juz I, hal. 653. 
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Jika diamati, penafsiran seperti ini lebih mempo- 
sisikan ayat an-Nisa 34 sebagai sesuatu yang gath'iyy, jelas 
dan tegas dari sisi makna yang eksesnya kemudian 
mengikat semua orang tanpa membuka kemungkinan ada 
ijtihad lain.?? Padahal ayat an-Nisa ke-34 ini, sebagai lafal 
'amm secara teori tidak bisa disebut sebagai teks gath'iyy 
dalam pandangan mayoritas ulama figh, kecuali pandangan 
Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M).4 Sebagai teks bahasa 
juga, sebagaimana diungkapkan ar-Razi (w. 606H/1209M), 
tidak mungkin ayat tersebut tertutup hanya satu makna 
semata (gath'iyy). Karena ia terkait dengan berbagai premis 
pemaknaan, seperti asal-usul kata, gramatika, kemungkinan 
penyempitan, perluasan dan yang lain. Az-Zamakhsyari (w. 
538 H/1144 M) dan al-Ourthubi (w. 671 H/1272 M) 
sebagaimana disebut di atas, telah membuka sedikit tafsir 
'ketermungkinan' bahwa kepemimpinan didasarkan pada 
keutamaan dan kemampuan nyata memberi nafkah. Tafsir 
ini setidaknya tidak hanya memfokuskan pada jenis 
kelamin sebagai alasan kepemimpinan, tetapi juga pada 


239 Tulisan FKIT secara implisit mengarah pada ketertutupan 
ijtihad terhadap ayat an-Nisa ke-34, sebagaimana juga dimun- 
culkan beberapa tulisan yang melarang kepemimpinan perem- 
puan. Diantara yang eksplisit menyebutkan an-Nisa 34 sebagai 
ayat gath'iyy adalah tulisan Abu Fikri. Lihat: Fikri, Abu (2001), 
Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Islam, Makalah 
disampaikan dalam Diskusi Panel Mengenai Pemimpin Wanita 
Ditinjau dari Perspektif Islam, Psikolog, dan Aktivisme, diseleng- 
garakan oleh UKM FKSM (Forum Kajian dan Studi Mahasiswa) 
Universitas Janabadra, Yogyakarta, Ahad, 2 September 2001. 
Tulisan diakses dari: http:/ /www.gaulislam.com /kepemimpinan- 
perempuan-dalam-pandangan-islam, tanggal 8 september 2008, 
jam 21.50. 

240 Abu Hanifah bernama Nu'man bin Tsabit, kelahiran Kufah (80 
H/699M) ulama figh terkemuka abad II H/VII M pendiri Mazhab 
Figh Hanafi. Baca pandagannya mengenai lafal “mm dalam: 
Kamali, Mohammad Hashim, (1989), hal. 136. 
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fungsi-fungsi yang bisa jadi ada laki-laki yang tidak 
memilikinya. 

Kajian tafsir mengenai arti gawwim juga cukup 
beragam, mulai dari makna laki-laki sebagai penyedia 
kebutuhan rumah tangga, penanggung jawab dan pendidik 
sampai dengan arti kepala, pemimpin dan penguasa. Al- 
Ourthubi (w. 671 H/1272 M) misalnya mengartikan gawwim 
dengan makna orang-orang yang bertanggung jawab mem- 
beri nafkah dan perlindungan kepada perempuan 
(yagimina bi an-nafagah 'alaihim wa adz-dzabb 'anhunn).2! 
Sementara Ibn Katsir (w. 774 H/1373 M) secara tegas 
mengartikannya sebagai kepala, pemimpin, penguasa dan 
pendidik (huwa ra'isuhd, wa kabiruha, wa al-hikim 'alaihd wa 
mu'addibuh4).2? Ragam makna ini menunjukkan bahwa ayat 
an-Nisa 34 bukanlah ayat yang gath'iyy dari sisi interpretasi. 

Sumber-sumber selain tafsir, sebenarnya telah mem- 
buka kemungkinan mengenai kepemimpinan perempuan 
dalam ayat tersebut. Sebagaimana ditulis dalam kitab-kitab, 
Abu Hanifah (w. 80-150 H/699-767 M) membolehkan 
perempuan memangku jabatan hakim untuk hal-hal selain 
pidana hudid dan gishish,/ Ibn Jarir ath-Thabari (224-310 


241 Al-Ourthubi, (2008). 

242 Ibn Katsir, (2008). 

243 Pidana Hudud dalam Figh Islam adalah segala bentuk 
kejahatan kriminal yang ancaman hukumnya sudah ditentukan 
dalam ayat al-Gur'an maupun hadits, seperti pidana mencuri, 
berzina dan meminum alkohol. Sementara pidana gishash adalah 
kejahatan yang hukumannya berupa balas setimpal atas kejahat- 
an yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, seperti pidana 
membunuh dihukum bunuh, melukai atau memotong anggota tu- 
buh dihukum dengan kejahatan yang sama seperti yang dilaku- 
kan. 
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H/839-923 M)4 membolehkan perempuan menjadi hakim 
secara mutlak,4$ sebagaimana juga membolehkan pe- 
rempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki untuk tarawih 
ramadhan. Ulama lain dari madzhab Syafi'i, #6 yang mem- 
bolehkan perempuan menjadi imam bagi jama'ah laki-laki 
adalah Abu Tsaur (w. 239H/854 M)4 dan Al-Muzani (w. 
264H/878 M).48 Bahkan, Syekh Muhy ad-Din ibn “Arabi 
(560-638 H/1165-1240 M)49 dengan tegas menyatakan 
kebolehan perempuan menjadi imam secara mutlak, 
termasuk di hadapan laki-laki.?0 Pandangan-pandangan 


244Muhammad bin Jarir bin Yazid, terkenal dengan sebutan Ibn 
Jarir ath-Thabari, ulama terkemuka dari Persia abad III H/IX M 
dalam disiplin ilmu tafsir dan sejarah. 
245 Ad-Dimasygi, Abu “Abdillah Muhammad bin Abd ar-Rahman, 
(1981), Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Syeikh Khalifah 
bin Hamad Alu Tsani, Oatar, hal. 405. 
246 Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, (2008), Subul as-Salam 
fi Syarh Bulugh al-Maram, diakses dari: 
http:/ /www.islamww.com/booksww/book search results.php?bki 
d-2611&id-46, tanggal 6 September 2008, jam 20.10, juz I, hal. 
46. 
247 Abu Tsawr bernama Ibrahim bin Khalid bin Abi al-Yaman al- 
Kilabi, ulama figh terkemuka dari Baghdad pada abad III H/IX M 
murid langsung Imam asy-Syafi'i (w. 204 H/820 M), penganut dan 
penyebar Mazhab Syafi'i. 
248 Al-Muzani bernama Isma'il bin Yahya bin Isma'il, ulama figh 
terkemuka dari Mesir pada abad III H/IX M murid langsung Imam 
asy-Syafii (w. 204 H/820 M), penganut dan penyebar Mazhab 
Syafi'i. 
249 Syekh Ibn “Arabi bernama Muhammad bin Ali bin Muhammad 
al-Andalusy, ulama sufi abad VI H/ XII M paling terkenal dari 
Spanyol yang wafat di Damaskus, disebut sebagai Syaikh al- 
Akbar penulis berbagai kitab-kitab tasawuf. 
250 Ibn Arabi, Muhy ad-Din, (1978), al-Futahat al-Makkiyyah, al- 
Hai'ah al-“Ammah al-Mishriyyah li al-Kitab, Cairo, juz VI, hal. 428- 
429. Untuk lebih jelasnya perlu dinukil pernyataannya di sini: 
SEN JP el an op sang pil ag ella, Jl MENBYI dea Lala jl ya Gal ya" 
#laal jan alay kale AO Ie A1 Jgaay At OS 3 JSI In go pdl Letalal yet ya meta 
Telah comad Walah Fall, Apel! yag BILSII 3 elua ya JST IK Ol Il! and gi LS WILL 
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ulama ini mengindikasikan, bahwa ayat an-Nisa 34 tidak 
dipahami sebagai yang gath'iyy dengan satu makna saja dari 
sisi interpretasi. Pandangan mengenai kepemimpinan laki- 
laki atas perempuan, juga bukan merupakan sesuatu yang 
mutlak. Sehingga tafsir-tafsir lanjutan bisa dipertimbangkan 
sebagaimana dilakukan sejumlah ulama Indonesia yang 
memandang kepemimpinan publik dibolehkan bagi 
perempuan.2! 


Kalimat Imperatif (Shighat al-Amr) 

Dalam surat an-Nisa 34 juga memuat kalimat imperatif atau 
perintah (shighat al-amr), ketika berbicara mengenai 
wewenang suami mendisiplinkan istri yang nusyiz. Yaitu 
pada kalimat “nasihatilah, pisahlah dari ranjang mereka 
dan pukullah”.22 Pembahasan figh kemudian, apakah 
hukum dari ketiga perbuatan yang diperintahkan tersebut, 
wajib (diharuskan), sunnah (dianjurkan), atau sekedar 
mubah (boleh) atau bisa sebaliknya justru makruh (di- 
anggap buruk) atau bahkan haram (dilarang).2? Dalam teori 


3 kong UI 3 CL Ga YA mag DE Ja AE ya UI aa Pol ya Slolul Del JG LI 
Metal lab JI AS Ren Jasa ay La aa Jaran S5 ga 
251 Baca : Hasyim, Syafig (ed.), (2001), Kepemimpinan Perempuan 
dalam Islam, JPPR, Jakarta. Juga: Oomar, Mujamil, (2002), NU 
Liberal: dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam, 
Mizan, Bandung. 
252 Penggalan dari OS. An-Nisa, 4: 34. 
258 Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram adalah lima status 
hukum dalam figh. Wajib artinya sesutau itu harus dilaksanakan, 
dengan imbalan pahala bagi yang melaksanakan dan dosa bagi 
yang meninggalkan. Sunnah artinya sesuatu itu dianjurkan un- 
tuk dilaksanakan, dengan imbalan pahala bagi yang melak- 
sanakan, dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkan. Mubah 
adalah dibolehkan, dilakukan atau ditinggalkan, tanpa ada im- 
balan pahala maupun dosa. Makruh artinya dibenci atau dianjur- 
kan untuk ditinggalkan, dengan imbalan pahalam bagi yang 
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Ushul Figh, setiap kalimat imperatif menunjukan hukum 
wajib pada perbuatan yang diperintahkan. Kecuali jika ada 
konsideran (garinah) yang memindahkannya ke pemahaman 
hukum yang lain, sunnah, mubah atau bahkan makruh dan 
haram.24 

KUL memandang ketiga perbuatan itu, menasihati, 
berpisah ranjang dan memukul, sebagai wewenang suami 
yang dilakukan secara bertahap. Memberi nasihat terhadap 
istri yang nusyiiz menurut KUL adalah sunnah. Sementara 
memukul itu dianggap keluar dari sifat keutamaan (khilaf 
al-awld), di bawah mubah tetapi tidak sampai hukum 
makruh dalam figh. KUL bahkan berusaha mempersempit 
kebolehan suami memukul istri, dengan menyarankan 
untuk memaafkan dan tidak memukul sama sekali. Kalau- 
pun mau memukul, harus hati-hati, tidak pada wajah, 
tulang dan tidak mencederakan, bahkan dalam kitab at- 
Tafsir al-Munir Syekh Nawawi menganjurkan dengan 
menggunakan sapu tangan yang lembut. Itupun harus 
didasarkan pada alasan-alasan yang tepat, seperti dirinci 
KUL. Ini ijtihad luar biasa dari KUL. Secara eksplisit, ayat 
an-Nisa 34 hanya mengatakan “pukullah” dengan kalimat 
imperatif, tanpa ada penjelasan panjang lebar. Tetapi dalam 
interpretasi KUL hanya sebatas 'hukum boleh” dengan 
batasan-batasan yang justru lebih mempersulit, daripada 
memberi peluang. 


meninggalkan dan tidak ada dosa bagi yang melakukan. 
Sementara haram adalah sesuatu yang dilarang dengan imbalan 
dosa bagi yang melakukan dan pahala yang meninggalkan. 

254 Baca: asy-Syirazi, Abu Ishag asy-Syafi'i, (tt), al-Luma' fi Ushul 
al-Figh, dari: http:/ /www.al- 
eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID-267&CID-3#s1l, diakses 
tanggal 4 September 2008, jam 00.55. 

255 Nawawi, Muhammad Umar, (tt), at-Tafsir al-Munir, Dar Ihya al- 
Kutub al-Arabiyyah, Indonesia, juz I, hal. 149. 
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Ijtihad selanjutnya adalah, jika pada praktiknya 
pemukulan yang dilakukan laki-laki banyak yang mence- 
darakan secara fisik maupun psikis, bisakah kebolehan itu 
lebih dipersulit lagi, atau justru diundangkan pemerintah 
untuk dilarang demi perlindungan perempuan dari praktik 
kekerasan? 

Bagi FKIT, penyempitan kebolehan memukul dan 
pelarangan suami untuk memukul istri adalah pelanggaran 
terhadap teks yang gath'iyy dalam al-Our'an. Menurut 
mereka, ayat an-Nisa 34 sangat jelas dan tegas membo- 
lehkan suami memukul istri yang nusyiz. Tetapi bagi FK3, 
penegasan untuk tidak memukul maupun pelarangan 
memukul, memiliki akar semangat yang sama dengan KUL 
sendiri dalam memahami ayat yang bukan gath'1yy. Ketika 
kalimat imperatif dalam ayat dipahami “boleh', berarti ayat 
itu sudah tidak lagi gath'iyy. Karena ada interpretasi dengan 
didasarkan pada pemahaman-pemahaman, baik dari ayat 
atau teks-teks hadits yang lain. Apalagi dengan batasan- 
batasan yang cukup mempersulit dari KUL, yang 
menandakan betapa ijtihad dan interpretasi telah berperan 
besar dalam memaknai pandangan figh mengenai pemu- 
kulan tersebut. 

Interpretasi figh juga nampak jelas pada pandangan 
ijtihad lain, yang secara simetris berseberangan dengan 
KUL. Jika KUL berupaya mempersempit “kebolehan” me- 
mukul, banyak pandangan tafsir dan figh yang justru 
mempermudah 'kebolehan' itu bahkan cenderung mele- 
paskan suami untuk melakukan kekerasan apa saja 
terhadap istri tanpa pertanggung-jawaban sama sekali. Ada 
ulama yang menganggap ketika suami mencederai istri, 
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maka ia tidak bisa dihukum gishash,? atau pandangan 
bahwa suami tidak bisa dimintai pertanggung-jawaban atas 
pemukulannya pada istrinya?” sebagian membolehkan 
pemukulan dengan cambuk,?8 atau dengan kayu sampai 
kayu itu pecah sekalipun, bahkan ada yang membolehkan 
memukul dan mengikat istri lalu memaksanya menerima 
penetrasi seksual suami.?” 

Pandangan ekstrim ini menunjukkan betapa 
interpretasi dan ijtihad berperan besar terhadap hukum 
memukul istri dalam figh. Secara teori bahasa (dalilat al- 
alfizh) dan metode penggalian hukum (istinbith al-ahkim), 
mungkin interpretasi ini sah dan bisa dibenarkan menurut 
sebagian kalangan. Tetapi ia bertentangan dengan semangat 
relasi keadilan dan mu'isyarah bil ma'rif antara suami-istri 
dalam al-Our'an. Nabi Muhammad Saw sendiri tidak per- 
nah memukul istri sama sekali dan dalam beberapa riwayat 
hadits pernah melarangnya. KUL dalam hal ini sebagai- 
mana telah disebutkan, berijtihad untuk lebih memper- 
sempit daripada memperluas “kebolehan” memukul. Karena 


256 Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, (2008), Jami' al-Bayan 'an 
Ta'wil Ayi al-Guran, surat an-Nisa ayat 34, diakses dari: 
http:/ /www.islamww.com/booksww/tafseer aya.php?bkid-1&sor 
a-4&aya-34, tanggal 4 September 2008, jam 11.20. 

257 Ibn Katsir, Isma'il bin Umar, (2008), Tafsir al-Our'an al-“Azhim, 
surat an-Nisa ayat 34, diakses dari: http:/ /www.islamww.com/ 
booksww/tafseer aya.php?bkid-2&sora-4&aya-34, tanggal 4 
September 2008, jam 11.25. 

258 al-Ourthubi, (2008), al-Jami' li-“Ahkam al-Gur'@n, surat an-Nisa 
ayat 34, diakses dari: http://www.al-eman.com/ 
Islamlib/viewchp.asp?BID-136&CID-56#s5, tanggal 4 September 
2008, jam 11.15. 

259 Az-Zamakhsyari, Abi al-Oasim bin Umar, (2008), Tafsir al- 
Kasysyaf, surat an-Nisa ayat 34, diakses dari: http://www.al- 
eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID-244&CID-35&SW-YD3YE 
6MD1 0C9-KC7 KE KEAND3RC7WC1#SRI, tanggal 4 September 
2008, jam 11.30. 
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itu, pemaknaan 'kebolehan' dari ayat tersebut tidak bisa 
dipahami sebagai yang mutlak, atau dianggap sebagai ayat 
gath'iyy yang menutup ijtihad makna baru. Apalagi 
semangat itu sudah diawali sesungguhnya oleh beberapa 
ulama generasi awal, seperti Imam Atha' (w. 126 H/744 
M)0 yang menganggap memukul istri itu justru makruh 
bukan mubah, sebagaimana dikutip Ibn al-'Arabi (w. 543 
H/1146 Mp4 dalam Ahkim al-Gurin22 Dari ulama 
kontemporer, ada Syekh Muhammad Thahir bin 'Asyur (w. 
1393 H/ 1973M)8 dari Tunisia yang mendorong pemerintah 
mencabut hak suami untuk memukul istri, karena ke- 
sewenang-wenangan yang banyak terjadi dan kekerasan 
yang menimpa banyak istri. Fatwa ini didasarkan pada 
ijtihad figh dengan semangat perlindungan dan mu'isyarah 
bil ma'ruf antara suami dan istri. 


260 Abu Muhammad “Atha bin Abi Rabah, ulama figh terkemuka 
generasi tabi'in (murid para sahabat) di Mekkah pada abad I dan 
II H, atau VII dan VIII M. 
261 Ibn al-Arabi bernama Abu Bakr Muhammad bin “Abdillah, 
ulama figh terkemuka Mazhab Maliki pada abad VI H/XII M dari 
Cordova Spanyol. 
262 Ibn al-Arabi, Muhammad bin Abdullah, (tt), Ahkam al-Guran, 
al-Maktab al-Islami, juz II, hal. 341. Disebutkan dalam kitab ini: 
HSP JI Aga Letak 3 aa IS eat al Wr V1 Abe Je pas Ta SUN) 
AA SS HAL SNI STA AR IU HP Ana Tj ai Ia K6 
SET RS AN AE can 3 Aa APA Jo GAN IP 3 AI ga Ia KLS 
(055 Ie Hr ON Ag ah Si LE Dah JS 
263 Syekh Muhammad bin Tahir bin “Asyur, ulama figh terkemuka 
yang lahir di Tunisia pada tahun 1327 H/1909 M, menjadi dosen 
dan guru besar di Universitas Zaitunah dan menduduki Mufti 
Tunisia pada tahun 1961. 
264 Hasani, Isma'il, (1999), Nazhariyyat al-Magashid “ind 
Muhammad Thahir bin “Asyur, IIIT, Herndon, Virginia, hal. 210. 
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US A3 Ga IA 


Kesimpulan 

Pandangan bahwa ayat an-Nisa 34 sebagai ayat 
yang gath'iyy dari sisi interpretasi, khususnya mengenai 
kemutlakan kepemimpinan laki-laki dan kebolehannya 
memukul istri, tidak memiliki dasar yang kuat. Pertama, 
sebagai teks bahasa, ayat ini terikat dengan alat bantu 
seperti kamus atau tata gramatika yang semuanya tidak ada 
yang gath'iyy. Jika alat bantunya tidak gath'iyy maka makna 
yang dihasilkanpun tidak bisa dianggap gath'iyy, sebagai- 
mana dinyatakan ar-Razi asy-Syafi'i (w. 606H/1209M). 
Kedua, Ayat itu sebagai lafal 'amm juga tidak bisa disebut 
gath'iyy. Cakupan kepemimpinan laki-laki saja sudah diba- 
tasi oleh ayat sendiri dengan dua konsideran, keutamaan 
seorang laki-laki dan kemampuannya memberi nafkah 
kepada istri. Sebagian kitab tafsir kemudian menafikan 
kepemimpinan laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah 
pada perempuan. Ketiga, makna gawwim sendiri dalam 
kajian tafsir beragam sehingga tidak bisa dipastikan ada 
satu makna yang gath'iyy. Keempat, kajian figh dan hadits 
sudah membuka kemungkinan perempuan menduduki 
jabatan publik, terutama untuk kasus hakim dan imam 
shalat. Kelima, kalimat imperatif dalam ayat sudah diin- 
terpretasikan dari hukum asalnya sebagai wajib, menjadi 
sunnah untuk kasus 'nasihat pada istri' dan mubah untuk 
kasus 'memukul'. Pemaknaan kalimat imperatif dengan 
hukum boleh, merupakan interpretasi atas makna ayat 
tersebut sehingga tidak bisa disebut sebagai gath'iyy makna. 

Dengan demikian, ijtihad kontekstualisasi figh dan 
tafsir terhadap ayat an-Nisa 34 mengenai kebolehan 
kepemimpinan perempuan di dalam maupun di luar 
rumah, dan mengenai pelarangan pemukulan istri, tidak 
bisa dianggap melanggar sesuatu yang gath'iyy dari sisi 
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makna (gath'iyy ad-dalilah) ayat tersebut. Ulama tafsir dan 
figh sendiri, telah melakukan interpretasi dengan perspektif 
masing-masing. Bahkan ijtihad mengenai kepemimpinan 
perempuan dan pelarangan pemukulan ini, jika dirunut 
sesungguhnya juga merupakan kelanjutan dari ijtihad yang 
sudah dirintis sebelumnya dalam literatur tafsir maupun 
figh. Wallahu a'lam. 


296 


Figh Islam yang Mendengar Perempuan 


Ada seorang putri kyai yang pintar dan aktif dalam 
dunia pengajaran di sebuah pesantren. Suatu ketika ia 
pernah mengadu ke ayahnya. Ia merasa tidak nyaman 
dengan kalimat-kalimat yang didengarnya selama ini. 
Kebanyakan dari kalimat-kalimat itu —kalau tidak selu- 
ruhnya- hanya ditujukan kepada laki-laki, dan perempuan 
hanya dijadikan pembicaraan sampingan, atau diikutkan 
saja dengan laki-laki. Baik kalimat dalam al-Our'an, Hadits, 
maupun pernyataan-pernyataan dari para ulama. Ia meng- 
inginkan dari ayahnya, ada kalimat yang langsung dari 
Allah Swt yang menenangkan dirinya. Bahwa Allah-pun 
mengajak berbicara dengan perempuan, sama seperti ketika 
Dia mengajak berbicara dengan laki-laki. 

"Tidak", kata ayahnya. "Bahkan perempuan ditem- 
patkan Allah Swt dalam kalimat yang lebih mulia. Yaitu 
pada ungkapan puncak kemenangan seorang manusia. Me- 
masuki surga di akhirat adalah puncak dari segala per- 
juangan manusia di dunia. Allah Swt memanggil manusia 
yang menang itu dengan ungkapan perempuan (bentuk 
feminin/shighat at-ta'nits). Ini adalah bentuk pemuliaan-Nya 
terhadap perempuan". 


He bal Sole 3 Je Haya Ldl, Ob) Jl amal Hell adal el b 


"Wahai jiwa yang tenang. Pulanglah ke hadapan Tuhanmu 
dengan penuh kerelaan dan direstui. Maka masuklah dalam 
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(kelompok) hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku". 
(OS. al-Fajr, 89: 27-30) (semua kalimat ini diungkapkan 
dalam bentuk feminin). 

Betapa perempuan seringkali merasa tidak nyaman 
dengan konstruksi sosial yang mengitarinya. Keyakinan, 
aturan, pandangan, bahkan bahasa yang digunakan lebih 
banyak mendekat dan memihak kepada selain perempuan. 
Iapun merasa perlu mengadu dan menanyakan, termasuk 
terhadap otoritas yang transenden, yaitu wahyu. Empat 
belas abad yang lalu, Umm Salamah ra juga merasakan dan 
melakukan hal yang sama. Umm Salamah ra merasa Allah 
Swt tidak menyebutkan dalam wahyu-Nya mengenai peran 
perempuan dalam hijrah, padahal banyak sekali perempuan 
berhijrah untuk perjuangan agama-Nya. Ia mengadukan 
apa yang dirasakannya kepada Rasulullah Saw, lalu 
turunlah ayat: (255) 


2 tan BBS ra eta Jae Jae mel VE eta) el Seri 
OA Vi, lela, daa Gal sabo ya bena yaa orile San 
DAS AAL BANI AS aya LI SN WE ya LE Olx mela, eri cet 
Ag ya 
"Maka Tuhan mereka 'memperkenankan permohonan 
(kepada) mereka, (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak 


akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara 
kamu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian kamu dari 


265 Hadits ini diriwayatkan at-Turmudzi. Lihat: Ibn al-Atsir, Abu 
as-Sa'adat Mubarak bin Muhammad, Jami' al-Ushul min Ahddits 
ar-Rasul, Dar Ihya at-Turats, Beirut-Libanon, 1984, juz II, hal. 
161, no. Hadits: 552. 
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sebagian yang lain, yaitu mereka yang berhijrah, yang diusir dari 
kampung halaman, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang 
dan yang dibunuh, pastilah akan Aku hapuskan kesalahan- 
kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam 
surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sebagai pahala 
di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (OS. Ali 
Imran, 3: 195). 


Umm Salamah ra juga mengadukan tentang peran laki- 
laki yang pergi berperang dan memperoleh harta rampasan, 
sementara perempuan tidak berperang dan hanya 
memperoleh separoh warisan. Lalu turunlah ayat: (269) 


Meme 23 j— OS WIL Ol @ialaa3 ya WI Iokasal, Biota Lao mai 


"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dika- 
runiakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian 
yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (OS. an- 
Nisa, 4: 32). 


Gugatan yang sama juga diadukan Umm Ammarah al- 
Anshariyyah ra. Dia berkata: "Aku datang menghadap 
Rasulullah Saw, dan berkata: Sepertinya, segala sesuatu 
dipercayakan kepada laki-laki. Aku tidak melihat perem- 


266 Hadits ini juga diriwayatkan at-Turmudzi. Lihat: Ibn al-Atsir, 
juz II, hal. 172, no. hadits: 561. 
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puan disebutkan dengan peran apapun". Lalu turunlah 
ayat: (267) 


G3 Klg SI, ea, Ong 110 3 Sl rak 
Ca atally Odang Ml SL, Or SL, Ol pall, 3 pall, WB Lali, 
SS LS AN ya SAI, SUSU era oia3L, OLsLall, sesali, 


Mes Lely yana cad al ac 


“Sesungguhnya laki-laki atau perempuan yang muslim, laki- 
laki atau perempuan yang beriman, laki-laki atau perempuan yang 
taat, laki-laki atau perempuan yang jujur, laki-laki atau 
perempuan yang sabar, laki-laki atau perempuan yang khusyu', 
laki-laki atau perempuan yang bersedekah, laki-laki atau perem- 
puan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga 
kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat 
Allah, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang 
besar”. (OS. al-Ahzab, 33: 35). 


Beberapa perempuan yang dikawinkan tanpa seizin 
dan sepengetahuan mereka, juga mengadu kepada Nabi 
Saw. Nyatanya, jawaban yang keluar dari Nabi Saw adalah 
pemihakan dan dukungan terhadap perempuan, dengan 
menyerahkan hak pernikahan sepenuhnya kepada perem- 
puan. 

Aisyah ra menuturkan, bahwa ada seorang remaja 
perempuan yang datang menemuinya seraya berkata: 
“Ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya, agar 
status sosialnya terangkat olehku, padahal aku tidak suka”. 
“Duduklah, sebentar lagi Rasulullah datang, nanti aku 


267 Hadits ini juga diriwayatkan at-Turmudzi. Lihat: Ibn al-Atsir, 
juz II, hal. 377, no. hadits: 760. 
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tanyakan”, jawab Aisyah. Ketika Rasulullah SAW datang, 
langsung diungkapkan di hadapan beliau persoalan 
perempuan tadi. Beliau memanggil orang tua si perempuan 
(sambil memberi peringatan), dan mengembalikan per- 
soalan itu kepada si perempuan untuk memberikan kepu- 
tusan. Di hadapan mereka, remaja perempuan tadi 
menyatakan (dengan tegas): “Aku izinkan apa yang telah 
dilakukan ayahku, tetapi aku ingin memberikan peringatan 
sekaligus pernyataan untuk semua perempuan: bahwa 
mereka para orang tua sama sekali tidak memiliki hak atas 
persoalan ini” (29) 

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Malik, 
Abu Dawud dan an-Nasa'i, bahwa ketika seorang perem- 
puan yang bernama Khansa binti Khidam ra merasa 
dipaksa dikawinkan oleh orang tuanya, Nabi mengemba- 
likan keputusan itu kepadanya, mau diteruskan atau 
dibatalkan, bukan kepada orang tuanya. Bahkan dalam 
riwayat Abu Salamah, Nabi Saw menyatakan kepada 
Khansa r.a: “Kamu yang berhak untuk menikah dengan 
seseorang yang kamu kehendaki”. Khansapun pada akhirnya 
kawin dengan laki-laki pilihannya Abu Lubabah bin Abd al- 
Mundzir r.a. Dari perkawinan ini ia dikarunia anak 
bernama Saib bin Abu Lubabah.(?”) 

Dalam riwayat Ibn Abbas r.a., “Bahwa suatu ketika ada 
seorang perempuan perawan (bikr) yang datang menghadap 
kepada Nabi Saw. Ia menyatakan bahwa ayahnya memaksa 
dirinya menikah (dengan seseorang). Kemudian Nabi Saw 


268 Riwayat an-Nasa'i, lihat: Ibn al-Atsir, juz XII, hal. 142. no. 
hadis: 8974. 

269 Lihat: az-Zayla'i, Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, Nashb 
ar-Rayah Takhrtij Ahadits al-Hidayah, ed: Ahmada Syams ad-Din, 
2002: Dar al-Kutub al-'Tlmiyyah, Beirut-Libanon, juz III, hal. 237. 
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memberikan pilihan (khiyar) sepenuhnya kepada perem- 
puan tersebut”. (29). 

Ketika perempuan sahabat mendapati porsi pendi- 
dikan mereka tidak mencukupi, juga mendatangi, mengadu 
dan menuntut. Nabipun mengabulkan permintaan mereka, 
dengan mengkhususkan satu hari tertentu untuk pen- 
didikan mereka. Begitu juga ketika mereka merasakan bah- 
wa kewenangan memukul yang diberikan kepada suami 
seringkali mencederai perempuan, mereka datang meng- 
hadap Nabi Saw dan menuntut. Nabipun mengeluarkan 
pernyataan larangan pemukulan terhadap isteri. Tetapi 
ketika datang permintaan dari pihak laki-laki melalui Umar 
bin Khattab ra, Nabi Saw kembali memberi dispensasi boleh 
memukul pada saat-saat tertentu. Para perempuan kiranya 
tetap tidak menerima, karena dispensasi itu mungkin sering 
diselewengkan dan mencederai mereka. Terakhir, Nabi Saw 
hanya mengeluarkan pernyataan yang memihak perem- 
puan: "Mereka itu (yang masih memukul perempuan) adalah 
bukan orang-orang yang baik di antara kamu". 

Dari Abi Sa'id al-Khudriyy ra berkata: “Bahwa suatu 
saat beberapa perempuan mendatangi Nabi Muhammad 
SAW, mereka mengadu: “Mereka yang laki-laki telah banyak 
mendahului kami, bisakah kamu mengkhususkan waktu untuk 
kami para perempuan?. Nabi bersedia mengkhususkan waktu 
untuk mengajari mereka, memperingatkan dan menasehati 
mereka”. Dalam riwayat lain disebutkan: "Bahwa ada 
seorang perempuan yang datang menuntut kepada Nabi 
SAW, ia berkata: “Wahai Rasul, para lak-laki telah jauh 
menguasai pelajaran darimu, bisakah kamu peruntukkan waktu 
khusus untuk kami perempuan, untuk mengajarkan apa yang 


270 Abu Dawud, Nikah bab 24: 2096 dan Ibn Majah, Nikah bab 12: 
1875, al-Baihagi, 7/189. 
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kamu terima dari Allah?. Nabi merespon: “Ya, berkumpullah 
pada hari ini dan di tempat ini”. Kemudian para perempuan 
berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan belajar dari 
Rasulullah tentang apa yang diterima dari Allah SWT. 
(Riwayat Bukhari dan Muslim). (2) 

Dalam soal pemukulan perempuan, dari Iyas bin 
Abdillah bin Abi Dzubab ra berkata: "Bahwa Rasulullah 
Saw bersabda, “Janganlah kalian memukul para perempuan!”. 
Lalu datang Umar Ra kepada Rasulullah Saw dan berkata, 
“Para istri itu nanti berani (melawan) suami mereka, berikan 
kami izin untuk tetap memukul mereka”. Tetapi kemudian ba- 
nyak sekali perempuan yang mendatangi keluarga 
Rasulullah Saw, mengadukan perilaku suami mereka. Maka 
Rasulullah Saw pun bersabda, “Sesungguhnya banyak perem- 
puan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan 
perilaku suami mereka. Mereka (para suami yang memukul isteri) 
itu bukanlah orang-orang yang baik”. (Riwayat Abu 
Dawud).(??). 

Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa beberapa ayat al- 
Our'an dan teks-teks Hadits muncul dari sebuah dialog dan 
tuntutan pemihakan terhadap perempuan. Karena perem- 
puan sering dilupakan dan dipinggirkan, bahkan dijadikan 
korban kekerasan. Pada konteks itu, wahyu turun dan 
pernyataan Nabi Saw keluar memberi pemihakan terhadap 
mereka, sekalipun juga masih harus memperhatikan unsur- 
unsur yang lain. 

Saat ini wahyu sudah tidak turun lagi melalui seorang 
utusan (rasul), karena Nabi Muhammad Saw adalah Rasul 


271 Riwayat Bukhari dan Muslim, lihat: Ibn al-Atsir, juz X, hal. 
359, nomor hadis: 7340 
272 lihat: Ibn al-Atsir, juz VII,hal. 330, no. hadits: 4719. 
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yang terakhir kali diutus ke bumi. Al-Our'an menjadi satu- 
satunya rujukan kewahyuan bagi umat Islam, dengan 
penjelasan (bayin) yang diberikan Nabi Muhammad Saw 
melalui teks-teks haditsnya. Dari dua sumber kewahyuan 
ini, al-Our'an dan Hadits, lahir rumusan-rumusan mengenai 
keyakinan, ajaran, hukum, moral, etika dan nilai-nilai ke- 
patutan masyarakat muslim. Rumusan-rumusan ini meru- 
pakan figh (pemahaman) terhadap dua sumber tersebut 
melalui proses ijtihad yang dilakukan ulama yang otoritatif. 
Figh dalam maknanya yang awal adalah pemahaman 
terhadap kedua sumber tersebut (teks-teks syari'yy/an- 
nushiish asyar'iyyah| dalam hal apapun, keyakinan, hukum 
maupun etika perilaku masyarakat. Makna ini -yang 
dikembangkan Imam Abu Hanifah (w. 150 H)- adalah yang 
bisa dipahami dari beberapa ayat Our'an dan teks hadits 
yang memuat kata figh (lihat: OS, 4:78, 17:44 dan 11:91). 
Dalam maknanya yang akademis, figh adalah "ilmu 
mengenai hukum-hukum syari'at terkait perbuatan manusia 
(al-'amaliyyah), yang dipahami dari teks-teks tafshili (al- 
Our'an dan Hadits)".(?3) 


273 Memang dalam bahasan akademis, figh didefinisikan sebagai: 
“Ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syari'at yang 
dipahami dari teks-teksnya menyangkut perbuatan-perbuatan 
manusia”. Ia berbeda dari ilmu kalam, karena menyangkut keya- 
kinan seseorang, dan berbeda dari ilmu tasawuf, yang mendalami 
pengalaman spriritual manusia. Ia hanya berbicara mengenai 
segala perbuatan manusia, baik yang bersifat privat, maupun 
publik. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa figh adalah 
setiap pemahaman terhadap agama, bisa tentang keyakinan dan 
moralitas yang ia sebut sebagai al-figh al-akbar, dan bisa tentang 
hukum perbuatan manusia yang ia sebut al-figh al-ashghar. 
Untuk lebih jelas bisa dilihat pada: Muhammad ad-Dasugi dan 
Aminah al-Jabir, Mugaddimah fi Dirasat al-Figh al-Islami, 14 
11H/1990M, Dauhah, Oatar, pp. 13-22. 
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Figh, dalam makna bahasanya yang generik dan 
dinamis, adalah pemahaman setiap orang dalam realitasnya 
masing-masing menyangkut keber-agama-annya. Setiap 
usaha untuk memahami Islam, memaknai dan menerap- 
kannya dalam realitas kehidupan adalah figh. Pernyataan 
Nabi Saw, bahwa: “Seseorang yang diinginkan Allah dengan 
kebaikan baginya, ia akan dibiasakan berproses dalam hal figh 
terhadap agama' (24) adalah proklamasi bahwa setiap orang 
yang baik, siapapun, akan cenderung untuk selalu 
memahami dan memaknai terhadap agama. Kecende- 
rungan ini sebagai bentuk dari kecintaan, kedekatan dan 
kepedulian. Tetapi pada saat yang sama, iapun sebatas 
pemakanaan (figh| terhadap agama Jad-din), bukan agama 
itu sendiri. 

Karena merupakan upaya pemaknaan, maka figh 
menjadi beragam dan mengikuti konteks realitasnya 
masing-masing. Ketika Nabi Muhammad Saw mendes- 
kripsikan “apa itu Islam' dan 'siapa itu muslim', dalam 
beberapa teks hadits berbeda dari satu riwayat ke riwayat 
yang lain. Atau lebih tepatnya, berbeda dari satu konteks ke 
konteks yang lain. Suatu saat Nabi Saw menyatakan Islam 
adalah: “Islam adalah dengan beribadah kepada Allah Swt 
semata, tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain, mendirikan 
shalat wajib, membayar zakat dan berpuasa Ramadhan” (25) 
Dalam riwayat lain diawali dengan “Islam adalah dengan 
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah 
utusan-Nya”, dan ditambah dengan klausa: “Menunaikan 


274 Dari My'awiyah bin Abi Sufyan ra, diriwayatkan Imam Bukhari 
dan Muslim. Lihat: Ibn al-Atsir, Jami' al-Ushul juz IX, hal. 131, no. 
hadits: 6763. 
275 Dari Abu Hurairah dan Abu Dzar al-Ghiffari ra, riwayat Imam 
Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i . Lihat: Op. Cit. juz I, 
halaman 133. 
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ibadah haji ke Mekkah”.(25) Dalam riwayat lain, ketika 
seseorang dari pedalaman (badui| mendengarkan deskripsi 
Nabi tentang Islam, dia menyatakan: “Ya Nabi, saya akan 
mengikuti, dan tidak akan saya tambah dan tidak akan saya 
kurangi”. Lalu Nabi berujar: “Ia akan masuk surga kalau benar 
seperti yang diucapkan” (27). Bahkan dalam suatu riwayat, ada 
seseorang —mungkin sahabat atau tabi'in- yang berpegang 
pada teks hadits ini, ketika diajak berperang di jalan Allah 
Swt, ia menolak dengan alasan tidak termasuk kewajiban 
Islam.(?3) 

Dalam banyak riwayat lain, deskripsi tentang Islam 
dan predikat muslim tidak hanya terhenti pada kewajiban- 
kewajiban di atas. Misalnya teks hadits yang mendes- 
kripsikan orang muslim: “Seseorang dianggap muslim, ketika 
orang-orang sekitarnya tidak terganggu dari lisan dan 
tangannya” (7?) Juga teks-teks hadits tentang kewajiban 
berjihad, bertetangga dengan baik, menghormati orang tua, 
menyayangi anak muda, tidak melakukan kezaliman, 
berkhianat, berzina, mencuri dan banyak lagi kewajiban- 
kewajiban bagi orang yang berpredikat 'muslim'. Perbe- 
daan, atau lebih tepatnya keragaman teks hadits dalam 
mendeskripsikan 'Islam' dan 'muslim' adalah karena ia 
merupakan proses figh, memahami dan menerapkan ajaran 
agama dalam konteksnya masing-masing. Jika Nabi saja 
demikian, tentu keragaman figh pada masa sahabat, tabi'in 
dan para ulama berikutnya akan lebih banyak lagi, karena 


276 Dari Yahya bin Ya'mar ra, riwayat Imam Muslim, Turmudzi, 
Abu Dawud dan Nasa'i. Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 130. 

277 Dari Thalhah bin Ubaidillah ra, riwayat Imam Malik, Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 
141. 

278 Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 128. 

279 Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 153. 
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realitas kehidupan semakin bertambah dan kompleks. 
Dalam istilah ushul figh “Teks-teks ajaran itu terbatas, 
sementara realitas tidak terbatas Jan-nushish mutandhiyah wa 
amma al-wagd'1' ghair mutandhiyah|”. Apa yang disebut seba- 
gai hukum Islam, atau hukum syari'at, pada prakteknya 
adalah figh hasil ijtihad para ulama dalam menemukan apa 
yang disebut sebagai hukum syari'at. 

Karena figh merupakan ijtihad dan pemaknaan, maka 
keragamaan pandangan adalah sebuah keniscayaan. Ke- 
ragaman formulasi figh setidaknya dilatari dua hal, per- 
soalan keterbatasan pemaknaan Jijtihad al-istinbithy| dan 
persoalan penerapan pada wilayah realitas Jijtihad tathbigy|. 
Dua hal ini yang menegaskan betapa figh sangat terkait 
dengan dinamika realitas. Sehingga figh —setiap pema- 
haman terhadap Islam- tidak bisa dikatakan terlepas dari 
realitas. Figh menjadi kaya dan dibukukan dalam karya 
yang berjilid-jilid, justru karena intensifitasinya berinteraksi 
dengan realitas. Pernyataan bahwa realitas harus tunduk 
terhadap figh, atau sebaliknya adalah sesuatu yang tidak 
tepat dan berlebihan. Figh dan realitas dalam sejarah 
masyarakat muslim, keduanya saling berinteraksi, mem- 
pengaruhi, melengkapi dan mengisi satu terhadap yang 
lain. Interaksi antara teks dan realitas ini yang menye- 
babkan figh, baik pada tataran pemaknaan teks maupun 
penerapannya, menjadi beragam dengan berbagai pan- 
dangan. 

Misalnya mengenai ayat wudhu, yaitu ayat ke-enam 
dari surat al-Maidah, dalam penafsiran Imam al-Ourthubu 
(Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, w. 
571H/1273M) disebutkan ada sekitar tiga puluh persoalan 
figh yang pada setiap satunya ada perbedaan pandangan 
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ulama dalam memaknai hukum syari'ah dalam ayat 

tersebut. 
"Wahai orang-orang beriman!Jika kamu hendak menunaikan 
sembahyang,maka basuhlah muka kamu,dan tangan kamu 
sampai ke siku,dan usaplah kepala kamudan kaki kamu sampai 
ke mata kakiJika kamu dalam keadaan junub, maka ber- 
sucilah..Jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau satu di 
antara kamu selesai membuang hajat, atau memegang 
(berhubungan intim) dengan perempuan), lalu kamu tidak 
menemukan air,maka kamu bisa bertayammum dengan debu 
(tanah) yang baik, usaplah muka kamu dan tangan kamu 
dengan debu itu.Allah tidak bermaksud membuat kamu dalam 
kesulitan, tetapi ingin mensucikan kamu dan menyempurnakan 
nikmat-Nya atas kamu, agar kamu bisa bersyukur”. (OS. al- 
Mai 'dah, 5: 6). 

Hampir di setiap kata dalam ayat ini, ulama berbeda 
pendapat mengenai makna dari kata dalam ayat tersebut. 
Apakah ayat ini ditujukan untuk Nabi Muhammad Saw 
semata, atau untuk semua umatnya, apakah wudhu wajib 
setiap mau sembahyang atau hanya ketika berhadats saja, 
apakah anggota tubuh yang wajib dibersihkan dalam 
wudhu hanya empat seperti tersebut dalam ayat atau ada 
tambahan anggota tubuh lain) apakah lubang hidung, 
telinga dan jambang termasuk sebutan wajah yang wajib 
dibasuh atau tidak, apakah dalam membasuh anggota 
tubuh wudhu wajib diniatkan untuk wudhu atau tanpa 
niatpun jika sudah membasuh sudah dianggap wudhu, apa 
maksud kepala yang harus diusap dalam wudhu, semua, 
sebagian, atau cukup sehelai rambut saja, apakah surban 
(penutup kepala) harus dibuka untuk mengusap kepala 
atau cukup yang diusap adalah bagian atas dari surban saja 
tanpa perlu mengusap kepala, apakah orang yang 


308 


membasuh kepala bisa dianggap sama dengan perintah 
mengusap kepala atau tidak, apakah orang yang 
membasahi seluruh tubuhnya di sungai sudah cukup 
dianggap wudhu atau masih tetap perlu secara khusu 
melakukan prosesi wudhu tersendiri, apakah kaki itu 
dibasuh dengan air atau cukup diusap saja dengan basahan 
air yang ada di tangan, apakah sepatu khuff (sepatu 
panjang sampi di atas mata kaki), sepatu biasa, sandal, kaos 
kaki, harus dilepas untuk membasuh kaki atau cukup 
diusap di atas semua itu tanpa perlu melepas dan mem- 
basuh kaki, dan banyak lagi persoalan-persoalan tayam- 
mum yang juga menjadi pembahasan ayat yang sama. (28) 
Perbedaan yang cukup beragam ini menunjukkan 
bahwa apa yang dimaksud sebagai hukum al-Our'an pada 
praktiknya adalah pemaknaan ulama mengenai apa yang 
dianggap sebagai hukum al-Our'an. Sebagai pemaknaan, ia 
pasti bersentuhan dengan realitas kemanusiaan baik pada 
saat penggalian (al-istinbdth) maupun pada tataran pene- 
rapan (at-tathbig). Persentuhan ini yang melahirkan per- 
bedaan dan keragaman pandangan dalam figh. 
Perbincangan mengenai kesaksian perceraian (asy- 
syahidah fi ath-talag) adalah contoh lain bagaimana figh 
memiliki logika pemaknaan yang bisa berbeda dari makna 
literal yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Our'an. 
Kitab-kitab figh klasik kita (madzhab sunni) sama sekali 
tidak membahas dengan cukup -—bahkan sebagian besar 
tidak menyebutkan sama sekali- mengenai kesaksian per- 
ceraian. Sementara kesaksian pernikahan dibahas cukup 


280 Baca perbedaan ulama dalam kitab-kitab figh dan tafsir. 
Diantaranya dalam: al-Ourthubi, Abu Abdillah Muhammad bin 
Ahmad al-Anshari, alJami li Ahkam al-Guran, Dar al-Kutub al- 
Ilmiyyah, Beirut-Libanon, 1413H/1993, Juz VI, hal. 53-74. 
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panjang dan diperdebatkan di antara madzhab-madzhab 
figh yang ada. Padahal, al-Our'an secara literal memerin- 
tahkan kesaksian perceraian dan tidak membahas sama 
sekali mengenai persaksian pernikahan. Sesuatu yang 
diperintahkan al-Our'an, yaitu persaksian perceraian, tidak 
dibahas dalam figh. Tetapi sesuatu yang tidak dibahas al- 
Ouran, yaitu persaksian pernikahan, diperbincangkan 
dengan panjang dan lebar. Mayoritas ulama figh kita tidak 
mensyaratkan persaksian dalam perceraian, tetapi mensya- 
ratkannya dalam pernikahan. 

Anehnya, madzhab Hanafi yang memiliki kaedah 
'memprioritaskan perintah al-Our'an daripada tuntutan 
Hadits ('am al-Our'an mugaddam 'ala khish khabar al- 
wihid)28") juga memilih tidak mensyaratkan saksi perce- 
raian, sekalipun diperintahkan al-Our'an. Mungkin argu- 
mentasinya dibangun dari teks-teksh hadits, yang oleh 
madzhab Hanafi sebenarnya tidak bisa mengalahkan teks 
perintah al-Our'an. Sementara mengenai saksi pernikahan, 
Madzhab Hanafi memilih mensyaratkannya sekalipun al- 
Our'an tidak menyebutkannya dalam ayat-ayat anjuran 


281 Kaidah ini biasa digunakan untuk tidak menerima kewajiban 
(rukun) membaca al-Fatihah dalam sembayang sekalipun dise- 
butkan dalam berbagai teks hadits dan tidak menerima pemba- 
tasan (nishab) zakat pertanian sekalipun disebutkan dalam ber- 
bagai teks hadits. Alasannya, karena perintah al-Our'an hanya 
berkisar pada 'bacalah sebagian dari al-Gur'an' tanpa menyebut- 
kan 'harus membaca al-Fatihah' dan 'keluarkan zakat tanaman 
itu pada saat panen' tanpa menyebutkan 'harus dengan ukuran 
tertentu'. Tetapi kaedah ini sepertinya tidak digunakan untuk 
persoalan saksi pernikahan, yang tidak disebutkan dalam al- 
Our'an tetapi ada dalam hadits. Karena sekalipun demikian, 
Madzhab Hanafi tetap mewajibkan saksi dalam pernikahan. Atau 
soal saksi perceraian, yang diperintahkan dalam al-Our'an dan 
mungkin tidak diperlukan menurut pemahaman beberapa teks 
hadits. Dalam soal ini, madzhab Hanafi juga lebih memilih hadits 
daripada tuntuntan literal al-Gur'an. 
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pernikahan dan hanya ada disesbutkan dalam redaksi teks- 
teks hadits. (2?) 

Al-Ourthubi menuturkan penafsirannya mengenai 
ayat perintah persaksian perceraian (OS. ath-Thalag, 65: 2): 


"Makna firman Allah (wa asyhidu/persaksikanlah) adalah 
perintah persaksian dalam perceraian. (Tetapi) ada yang menya- 
takan: untuk kasus rujuk. Dalam redaksi literal, jelas merujuk 
pada (perintah saksi) dalam hal rujuk, bukan perceraian. Tetapi 
jika seseorang merujuk (isterinya setelah diceraikann) tanpa ada 
persaksian, apakah rujuk itu sah, ulama berbeda dalam dua 
pendapat. Ada juga yang menyatakan: perintah persaksian itu 
untuk kasus rujuk dan perceraian sekaligus. Perintah persaksian 
ini, menurut Abu Hanifah hukumnya sunnah, sama seperti 
perintah persaksian pada firman Allah ”...dan persaksikanlah 
ketika kamu bertransaksi jual beli...” (OS. al-Bagarah, 2: 282). 
Menurut Syafi'i, persaksian adalah wajib dalam rujuk dan 
sunnah dalam perceraian. Manfaat persaksian ini adalah agar 
tidak timbul pertentangan (saling tidak mengakui) antara suami 
dan isteri, agar tidak muncul tuduhan masyarakat ketika tetap 
keduanya hidup bersama, atau pada kasus kematian salah satu 
pasangan tidak muncul pengakuan ikatan pernikahan —tanpa 
dasar- untuk tujuan pengambilan warisan". (2S) 


282 Al-Kasani (w. 587H) berusaha memberikan argumentasi dari 
al-Our'an mengenai saksi pernikahan dengan ayat-ayat saksi 
yang bukan pada bab pernikahan, seperti saksi hutang piutan 
(OS. Al-Bagarah, 2: 282), bahkan ayat saksi perceraian (OS. Ath- 
Thalag, 65: 2) dijadikan landasan kewajiban untuk saksi 
pernikahan, bukan perceraian. Lihat: al-Kasani, Alauddin Abu 
Bakr bin Mas'ud, Badai' ash-Shanai' ft Tartib asy-Syarai', ed. Ali 
Muhammad Mu'awwadh dan Adil Ahmad Abd al-Mawjud, 1997: 
Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut-Libanon, juz III, hal. 392. 

283 Al-Ourthubi, juz XVIII, hal. 104. 
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Dalam Madzhab Sy'iah Imamiyyah, persaksian justru 
menjadi syarat sah perceraian. Jika ada perceraian yang 
dijatuhkan seorang suami, tanpa kehadiran dua orang saksi 
adil, maka perceraian itu sama sekali tidak sah dan tidak 
jatuh. Di samping mendasarkan pada ayat dari surat ath- 
Thalag tersebut, ulama Madzhab Syi'ah mendasarkan pada 
dasar filosofi dari relasi pernikahan dan perceraian. Dalam 
syarah Islam, perceraian merupakan sesuatu yang tidak 
dikehendaki karena seringkali menimbulkan akibat buruk 
terhadap kedua pasangan, atau salah satu pasangan. Karena 
itu, sebisa mungkin harus diberi batasan-batasan agar orang 
tidak mudah menjatuhkan kata cerai, salah satunya dengan 
mewajibkan kehadiran dua orang saksi adil pada perce- 
raian. Syekh Abu Zahrah, seorang ulama sunni kontem- 
porer dari Azhar, lebih memilih pandangan Madzhab Syi'ah 
dalam hal saksi perceraian dibandingkan dengan pan- 
dangan madzhabnya sendiri. (2) 

Contoh persoalan lain mengenai dinamika keragaman 
pandangan figh, adalah hukum mandi hari Jum'at. Ada teks 
hadits yang shahih, jelas dan tegas menyatakan bahwa 
setiap muslim diwajibakan mandi pada setiap hari Jum'at. 
Tetapi mayoritas ulama figh, termasuk Imam Syafi'i yang 
sangat keras pembelaanya terhadap hadits, menyatakan 
bahwa mandi Jum'at itu tidak wajib, sunnah saja. Argu- 
mentasi yang digunakan adalah teks hadits yang tidak lebih 
kuat dari teks hadits yang pertama. Di samping argu- 
mentasi lain, yaitu perubahan kondisi ruangan masjid dan 
kebiasaan orang yang jauh berbeda dibanding pada masa 
awal Islam. Pada masa awal Islam ruangan masjid sangat 
sempit dan pengap, sementara pada masjid-masjid pada 


284 Lihat: Subhani, Ja'far, Yang Hangat dan Kontroversial dalam 
Figih, (terjemahan), 1997: Lentera, Jakarta, hal. 147-155. 
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sahabat sudah luas dan lebar. Bahkan Ibn Hajar menu- 
turkan bahwa sebagian ulama Maliki memaknai perintah 
mandi itu sebagai perintah untuk membersihkan badan, 
yang bisa dengan mandi, atau dengan wewangian tanpa 
harus mandi. (?3) 

Teks hadits yang pertama adalah pernyataan Nabi 
Saw: "Apabila kamu hendak mendatangi Jum'at, maka 
mandilah". Riwayat lain: "Mandi pada hari Jum'at adalah 
wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa". (Riwayat 
Bukhari, ?86). 

Sementara yang kedua, yang dalam kajian Imam az- 
Zayla'i (salah seorang ulama hadits dari madzhab Hanafi, 
lengkapnya Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin 
Yusuf, w. 762H) mengindikasikan hadits ini sama sekali 
tidak lebih kuat dari yang pertama, adalah: 

"Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum'at, maka 
itu baik, dan barangsiapa yang mandi, itu lebih baik". 
(Riwayat at-Turmudzi, Abu Dawud dan an-Nasa'i, 2”) 

Salah satu yang mendukung teks yang kedua adalah 
riwayat Ikrimah bin Abdullah di bawah ini: 


285 Perdebatan ini bisa ditemukan dalam berbagai kitab figh dan 
hadits. Misalnya pada: al-Kasani, Badai' ash-Shandi', juz II, hal. 
215-220 dan Ibn Hajar al-Asgallani, Ahmad bin Ali bin Hajar, Fath 
al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari,, 1993: Dar al-Fikr, Beirut, 
Libanon, juz III, hal. 7-16. 

286 Lihat: Ibn Hajar, Fath al-Bari, juz III, hal. 7-8, no. hadits: 877 
dan 879. Hadits ini bahkan diriwayatkan Imam Malik, Imam 
Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim, Ibn Majah, al-Baihagi, Ibn 
Khuzaimah, Ibn Hibban dan An-Nasa'i. 

287 lihat: Ibn al-Atsir, Abu as-Sa'adat Mubarak bin Muhammad, 
Jami' al-Ushul min Ahadits ar-Rasul, Dar Ihya at-Turats, Beirut- 
Libanon, 1984, juz VIU,hal. 203, no. hadits: 5361. Kajian 
periwayatan teks hadits ini bisa dilihat pada: az-Zayla'i, Nashb ar- 
Rayah, juz I, hal. 135-140. 
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"Bahwa ada beberapa orang Irak datang bertanya: 
"Wahai Ibn Abbas, apakah anda memandang mandi hari 
Jum'at itu wajib?". "Tidak", kata Ibn Abbas. "Tetapi ia lebih 
baik, dan orang yang mandi adalah lebih baik. Orang yang 
tidak mandi, karena memang tidak diwajibkan. Aku aku 
ceritakan bagaimana awal mula perintah mandi itu, dulu 
banyak orang pada masa Nabi adalah pekerja keras, mereka 
memakai baju shuf dan bekerja (membawa beban) di atas 
punggung mereka. Masjid mereka pada saat itu sempit, 
atapnya pendek terbuat dari pelapah kurma. Rasulullah, 
suatu ketika keluar (untuk shalat Jum'at) pada hari yang 
cukup panas. Banyak orang-orang yang berkeringat dengan 
memakai baju shuf tadi, hingga bertebaranlah bau yang 
tidak sedap: yang mengganggu satu sama lain. Ketika 
Rasulullah juga mencium bau tidak sedap tersebut, ber- 
sabda: "Wahai manusia, jika datang hari seperi ini, mandi- 
lah, dan hendaklah setiap kamu memakai yang paling baik 
dari minya dan wewangiannya". Ibn Abbas ra kemudian 
berkata: "Kemudian Allah Swt memberikan rizki yang lebih 
baik, orang-orangpun tidak lagi memakai baju shuf, banyak 
dari mereka tidak bekerja (kasar atau keras) lagi, masjid- 
masjid merekapun telah diperluas, dan sebagian orang- 
orang yang berbau busukpun telah tiada".(?) 

Dan pernyataan Anas bin Malik: "Bahwa Rasulullah 
Saw bersabda: "Barangsiapa yang mau mendatangi Jum'at, 
maka mandilah". Tetapi ketika tiba musim dingin, kami 
mendatangi Rasulullah: "Wahai Rasul, kamu memerin- 
tahkan kami untuk mandi pada hari Jum'at, tetapi sekarang 
musim dingin, kami tidak mampu menahan dingin". Nabi 


288 Tbn al-Atsir, Jami' al-Ushul, juz VIII, hal. 201-202, no. hadits: 
5359. 


314 


kemudian bersabda: "Barangsiapa yang masih bisa mandi 
adalah baik, tetapi jika tidak mandipun tidak mengapa”.(?”) 

Dari tiga persoalan ini, nampak jelas bahwa 
pandangan-pandangan figh sarat diwarnai keragaman dan 
perbedaan. Keragaman yang bisa bersumber pada lafal teks 
itu sendiri, dan bisa juga pada konteks realitas. Baik realitas 
dalam diri ulama mujtahid itu sendiri, maupun realitas 
sosial yang mengitari lingkup kehidupannya. Kecende- 
rungan memilih salah satu madzhab misalnya, adalah 
realitas yang seringkali mempengaruhi banyak ulama untuk 
hanya berpikir dalam kerangka madzhab yang dipilihnya 
saja. Dengan demikian, interaksi figh dengan realitas adalah 
sebuah kenyataan, di samping merupakan keniscayaan 
yang tidak bisa ditawar. Dari interaksi ini, setidaknya bisa 
diidentifikasi tiga karakter dasar figh, pluralitas, fleksibilitas 
dan relatifitas. Hampir dalam setiap persoalan yang diper- 
bincangkan, figh memiliki keragaman pandangan sejak 
pertama kali dirumuskan. Dalam banyak hal, figh juga 
melakukan penyesuaian dengan setiap realitas yang diha- 
dapi. Karena itu, kebenaran figh bersifat relatif, untuk suatu 
masa, tempat dan kondisi tertentu, bukan untuk selamanya 
dan tidak mengatasi ruang dan waktu. Tetapi figh sebagai 
turunan dari wahyu, juga memiliki sifat dasar kewahyuan, 
membela kebenaran, menegakan keadilan dan menentang 
segala bentuk kezaliman dan kerusakan. 

Figh ketika berporoses memaknai al-Our'an-Hadits 
dan menerapkan makna tersebut dalam aras realitas, pasti 
akan bersentuhan dengan norma-norma dari realitas yang 
tidak bersahabat dengan perempuan. Dalam konteks inilah, 


289 Riwayat Ibn 'Adi dalam al-Kamil (1/385). Dikutip dari komentar 
editor dalam: al-Kasani, Badai' ash-Shandi', juz II, hal. 217. 
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diperlukan cara baca tersendiri yang secara khusus 
memberikan pemihakan terhadap perempuan agar tidak 
menjadi korban ketidak-adilan dari struktur sosial yang ikut 
membentuk bangunan figh kita. Cara baca ini diperlukan 
untuk memastikan bahwa figh benar-benar ditegakkan di 
atas prinsip keadilan yang tidak membedakan eksistensi 
laki-laki dan perempuan, serta untuk memastikan bahwa 
perempuan tidak menjadi korban kezaliman dan kekerasan 
dari struktur sosial. Cara baca atau perspektif ini lahir 
didasarkan pada keyakinan bahwa misi Islam adalah 
keadilan dan kerahmatan untuk semua alam (rahmatan lil 
Alamin). Dalam surat al-A'raf (7: 157), disebutkan bahwa 
misi kerahmatan Nabi Muhammad Saw dalam konteks 
sosial adalah melepaskan manusia dari beban dan belenggu 
sosial yang mengikat kebebasan diri mereka. 

Perspektif ini bekerja dengan mendasarkan pada 
pengalaman riil yang dihadapi perempuan, apakah dalam 
pengalaman ini aturan-aturan figh (yang digali dari al- 
Our'an-Hadits) memberikan manfaat kepada perempuan, 
atau sebaliknya justru menjerumuskan pada kenistaan dan 
kekerasan yang tanpa perlindungan. Dengan perspektif ini, 
kita membaca kembali (i'Adat al-gira'ah) tradisi figh kita: 
merangkai akar-akar pandangan yang memihak perempuan 
dari kekayaan khazanah tradisi figh dan merumuskan 
kembali menjadi figh yang adil dengan memberi pemihakan 
terhadap perempuan yang selama ini menjadi korban 
ketidak-adilan struktur sosial. Perspektif ini meniscayakan 
cara baca terhadap teks-teks, baik al-Ouran maupun 
Hadits, sebagai satu kesatuan yang utuh (kullyy). Tidak 
membacanya secara parsial (juz'iyy), satu ayat, atau 
sepenggal hadits dijadikan dasar kesimpulan hukum, atau 
pengambilan keputusan keagamaan. Dengan bacaan 
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parsial, kita sulit menemukan pesan-pesan pembebasan al- 
Our'an untuk keadilan sosial. 

Dalam beberapa perdebatan figh di bawah ini, kita 
bisa mengambil pelajaran betapa pemihakan terhadap 
perempuan menjadi sebuah keniscayaan dalam perumusan 
figh ke depan. Syekh Muhammdal-Ghazali (??) adalah salah 
satu ulama kontemporer yang sangat gigih mengedepankan 
upaya pemihakan terhadap perempuan dalam isu-isu figh 
tertentu. Ia merasa geram melihat betapa jahatnya usaha 
banyak ulama semasanya yang ingin menjauhkan Islam 
dari perempuan, sama jahatnya dengan gempuran per- 
adaban barat yang ingin menjauhkan Islam dari pe- 
rempuan. Menurutnya, sekalipun ajaran pembebasan Islam 
terhadap perempuan sangat jelas disebutkan di dalam al- 
Our'an dan Hadits, tetapi masa kemunduran peradaban 
Islam telah menzalimi perempuan, menelantarkan dan 
menghapuskan hak-haknya, menempatkannya sebagai 
penghuni abadi penjara rumah tangga, sehingga mereka 
menjadi bodoh mengenai ilmu-ilmu agama dan penge- 
tahuan dunia. Mereka telah menjadi korban kezaliman para 


290 Muhammad al-Ghazali dilahirkan di Buhairah, Mesir, pada 22 
September 1917 dan telah wafat pada tanggal 9 Maret 1996 
ketika sedang mengikuti seminar di Riyadh. Tahun 1941, ia 
meraih gelar doktor dari fakultas Ushuluddin, Universitas al- 
Azhar, Cairo, Mesir. Ia telah menulis lebih dari limapuluh buku 
dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu Islam. Ia terkenal sangat gigih 
mengkritisi pemahaman-pemahaman keagamaan yang bias 
terhadap perempuan. Diantara pemikirannya yang berperspektif 
perempuan terkumpul dalam buku yang ditulisnya “Oadlaya al- 
Mar'ah bayna at-Tagdlid ar-Rakidah wa al-Wafidah, 1994: Dara 
asy-Syurug, Libanon (Diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi dengan 
judul “Mulai dari Rumah, Wanita Muslim dalam Pergumulan 
Tradisi dan Modernisme, 2001: Mizan-Bandung). Untuk menge- 
tahui sejarah pemikiran Muhammad al-Ghazali, bisa dibaca pada, 
M. Aunul Abied Shah (ed.), Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran 
Islam Timur Tengah, 2001: Mizan, Bandung, halaman 166. 
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orang tua dan masyarakat. Al-Ghazali sangat marah ter- 
hadap tradisi figh yang menyesatkan ini, sama geramnya 
terhadap invasi tradisi barat yang menghancurkan nilai- 
nilaii keberagamaan dalam kehidupan sosial. Ia 
menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk mengem- 
balikan masyarakat terhadap Islam dan melekatkan Islam 
dalam kehidupan masyarakat, di antaranya perjuangan 
untuk mempertemukan perempuan dengan segala aktivitas 
Islam dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan 
dan gerakan perempuan. 

Salah satu ajaran figh yang dikritik al-Ghazali adalah 
larangan perempun untuk pergi ke masjid, keluar rumah 
untuk belajar, bekerja atau beraktifitas. Larangan ini cukup 
mempengaruhi pemikiran keagamaan Umat Islam se- 
panjang sejarah peradaban. Bahkan menurutnya, benih- 
benihnya telah tersemai sejak zaman sahabat, hingga tiba 
masanya di mana mimbar-mimbar khutbah jum'at penuh 
dengan seruan kalimat yang sangat menjijikan: "Perempuan 
hanya boleh keluar untuk dua hal, keluar untuk 
dipersunting pergi ke rumah suaminya dan keluar karena 
wafat untuk pergi ke liang lahatnya".(?!) 

Al-Ghazali menegaskan pemihakannya terhadap 
perempuan, dan menjelaskan betapa peminggiran perem- 
puan telah muncul sejak zaman sahabat. Ia menuturkan 
perdebatan antara Ibn Umar ra dengan anaknya mengenai 
pelarangan perempuan ke masjid. 

"Ibn Umar ra mengutarakan sebuah hadits dari 
Rasulullah Saw: "Janganlah kamu melarang perempuan-perem- 
puan pergi ke masjid". Tetapi anak Ibn Umar memfatwakan: 


291 Lihat: al-Ghazali, Muhammad, As-Sunnah an-Nabawiyyah, 
Bayna Ahl al-Figh wa Ahl al-Hadits, 1992: Dar asy-Syurug, Beirut- 
Libanon, hal 51. 
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"Demi Allah, aku akan tetap melarang perempuan, karena mereka 
hanya menjadikan pergi ke masjid sebagai kesempatan, mereka 
pergi sembahyang justru menjadi alasan untuk keluar rumah dan 
berbuat fitnah". Ion Umar ra marah kepadanya: "Aku katakan: 
Rasulullah Saw telah bersabda...... dan kamu tetap mengatakan: 
Demi Allah akan melarang... Demi Allah aku tidak akan berbicara 
dengan kamu selamanya". Sejak itu Ibn Umar ra —hingga 
wafatnya- tidak mau diajak berbicara dengan putranya 
tersebut".(??2) Al-Ghazali sendiri dengan tegas membela hak- 
hak perempuan untuk bisa keluar ke masjid sama seperti 
laki-laki. Baginya, teks-teks hadits yang mengapresiasi 
perempuan untuk shalat di rumah, atau teks yang melarang 
mereka pergi keluar ke masjid adalah tidak sahih. 

Al-Ghazali menyatakan: 

"Tidak ada dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim teks 
hadits yang melarang perempuan pergi shalat ke masjid. Maka, 
hadits-hadits larangan ini tidak bisa diterima semua..... padahal 
teks lemah ini menyalahi sunnah yang telah dipraktikkan, 
mutawatir dan masyhur. Teks seperti ini sulit untuk disebut 
hadits” (29). 

"Kami meyakini sepenuhnya, bahwa Nabi Saw telah 
membangun pintu khusus untuk perempuan di masjid, dan 
menempatkan mereka pada barisan belakang, tidak pernah ada 
orang yang menentang, mereka mendatangi masjid mulai dari 
Shubuh hingga Isya" (24) 


292 Kisah ini disampaikan al-Ghazali dalam bukunya al-Hagg al- 
Murr (juz II, hal.: 118-119). Dikutip dari: Bin al-Hasan, Badran, 
Nazharat ft Turats asy-Syaikh Muhammad al-Ghazdli, Jurnal: 
Islamiyyat al-Ma'rifah, Tahun II, no. VI, 1412H/1997M, HIT, 
Malaysia, hal. 32. 

293 Op. Cit, hal. 64. 

294 Dikutip dari Bin al-Hasan, Badran, Op.Cit: hal. 33. 
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"Baik masjid, jalan-jalan, maupun majlis-majlis masya- 
rakat, selalu dihadiri dua jenis orang: laki-laki dan perempuan, 
dengan penuh adab dan aturanj tidak mempertontonkan aurat dan 
tidak membangkitkan syahwat, menundukkan pandangan dan 
memegang harga diri, setiap muslim laki-laki dan perempuan 
tetap memiliki kesempatan beraktifitas pada kerja-kerja yang 
dibenarkan" (25) 

Pada akhirnya, al-Ghazalipun memproklamirkan 
pemihakannya: 

"Ada sekelompok penganjur agama yang tidak mengerti isu- 
isu perempuan, atau memandangnya dengan bodoh dan sedikit 
berbekal figh. Jika mereka memegang kendali kekuasaan, pasti akan 
mengunci perempuan di dalam rumah, tidak bisa beribadah, 
belajar, berpikir, beramal, beraktifitas, dan tidak bisa melakukan 
apapun. Penganjur agama seperti ini seharusnya dilarang ber- 
bicara mengatasnamakan Allah” .(?5) 

Kasus lain dari dinamika figh dan pemihakan 
perempuan adalah soal hak suami untuk memukul isteri. 
Hak ini dalam al-Ouran diungkapkan dalam redaksi 
perintah (al-amr/bentuk imperatif). Tetapi redaksi ini tidak 
dipahami ulama sebagai perintah terhadap laki-laki, baik 
bersifat wajib, sunnah, maupun irsyad. Memukul isteri 
hanyalah sebuah hak, yang bisa digunakan laki-laki dan 
bisa juga tidak. Bahkan, sekalipun diungkapkan al-Our'an 


295 Op.Cit, hal. 32. 

296 Ungkapan ini diucapkan oleh Syekh Muhammad al-Ghazali 
dalam mimbar ketika khutbah jum'at (lihat: Outhb “Abd al-Hamid, 
Khuthab asy-Syaikh al-Ghazali ft Syu'un ad-Din wa al-Hayat, 
1988: Dar al-Y'tisham, Cairo. Juz I, h. 14). Dikutip dari, Izzat, 
Hibat Rauf, al-Hagg al-Murr, asy-Syaikh al-Ghazali wa Gadhaya 
al-Marah, Jurnal: Islamiyyat al-Ma'rifah, Tahun II, no. VII, 
1412H/1997M, IIIT, Malaysia, hal. 103. 
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dalam bentuk perintah, mayoritas ulama lebih memilih 
untuk menyatakan bahwa 'meninggalkan hak memukul' 
lebih baik daripada menggunakannya. Tetapi hak ini sering- 
kali menjadi persoalan karena dimiliki sepenuhnya oleh 
laki-laki, kapan dilakukan dan bagaimana. Laki-laki dalam 
hal ini tidak bisa dituntut dari akibat yang ditimbulkan 
penggunaan hak memukul tersebut. Sekalipun hak itu 
menimbulkan kecederaan parah di pihak perempuan. 

Nabi Saw sendiri dalam beberapa teks hadits lebih 
memilih untuk tidak menggunakan hak memukul sama 
sekali, pernah melarang pemukulan terhadap perempuan 
(isteri), pernah memperkenankan karena tuntutan beberapa 
suami dengan syarat tidak menimbulkan cedera dan tidak 
pada wajah, terakhir pernah mengultimatum bahwa mereka 
yang memukul isteri adalah orang-orang yang tidak baik 
dari umatnya. 

Dengan adanya semangat pembelaan dari teks-teks 
hadits ini, mayoritas ulama memahami redaksi perintah 
memukul dalam al-Our'an bukan sebagai perintah, tetapi 
sebagai hak dan wewenang saja, yang bisa digunakan laki- 
laki. Itupun dengan batasan dan aturan yang ketat. Tetapi 
pemaknaan dan penggunaan hak tersebut pada aras 
realitas, seringkali menimbulkan ketimpangan-ketimpang- 
an yang mencederai perempuan. Karena ada hak ini, perem- 
puan tidak dipandang secara adil dengan laki-laki. 
Perempuan boleh dipukul untuk setiap kesalahan yang 
dilakukannya terhadap suami, sementara ia sendiri hanya 
diperintahkan bersabar atas setiap kesalahan yang dilaku- 
kan suami terhadap dirinya. Hak itu juga tidak hanya 
terkait dengan kesalahan dalam relasi suami isteri, tetapi 
semua kesalahan yang dilakukan seorang isteri, baik 
kesalahan terhadap suami, anak-anak, keluarga, tetangga, 
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orang lain dan kesalahan-kesalahan (ma'shiat) kepada Allah 
Swt, sekalipun ayat al-Our'an sendiri sebenarnya hanya 
berbicara pada konteks relasi suami-isteri. Kesalahan itu, 
pada praktiknya yang mendefinisikan adalah suami dan 
pemukulan juga yang mengukur adalah suami. Ketika 
seorang suami memukul isteri, siapapun tidak diperke- 
nankan menanyakannya mengapa ia memukul. Ia juga 
tidak boleh dituntut secara hukum atas pemukulan yang 
dilakukannya terhadap isteri. Karena memukul itu 
merupakan haknya untuk mendidik isteri. (?”) 

Bahkan dalam pandangan Syihab az-Zuhri dan Laits 
bin Sa'd, seorang suami yang membunuh isterinya, tidak 
boleh digishash (balas bunuh). Dan dalam pandangan 
beberapa ulama figh seperti Ibn Syubrumah, Abu Hanifah 
dan kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad, suami 
yang mencederai atau memotong anggota tubuh isterinya, 
juga tidak boleh digishash (dibalas setimpal). Mereka hanya 
dikenai hukuman denda (diyat), Berbeda jika yang 
melakukan adalah perempuan, atau isteri terhadap suami. 
(228) 

Hak dan wewenang memukul isteri, pada praktiknya 
didefinisikan dan diimplementasikan tanpa melibatkan 
partisipasi perempuan, mendengar pengalaman mereka, 
apalagi memihak mereka yang sering menjadi korban 
pemukulan. Seringkali hak itu digunakan dengan secara 
sewenang-wenang, baik dalam tataran konsep dan apalagi 
pada tataran implementasi. 


297 Lihat: 'Audah, 'Abd al-Oadir, at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, 1993: 
Mu'assasat ar-Risalah, Beirut-Libanano, juz I, hal. 513-515. 

298 Lihat: Abu Zahrah, Muhammad, al-Ugubah, tt: Dar al-Fikr al- 
'Arabi, hal 317-322 dan 377-378. 
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Sebagian ulama ada yang berpendapat: “(Dalam 
menghadapi isteri yang nusyuz), seorang suami mengawali 
dengan nasehat yang lembut, jika tidak bermanfaat maka bisa 
dengan kata-kata kasar, kemudian meninggalkan ranjang dan 
tidak menggaulinya, kemudian dengan berpaling sepenuhnya, 
kemudian bisa memukul dengan ringan, seperti tempeleng atau 
cara lain yang membuatnya merasa terhina dan jatuh marta- 
batnya, kemudian bisa memukul dengan cambuk atau galah atau 
sejenisnya yang bisa membuatnya sakit dan jera, tetapi tidak boleh 
mematahkan tulang atau mengucurkan darah. Jika semua itu 
tidak membuahkan hasil, suami bisa mengikat sang isteri ke suatu 
tempat dengan tali, lalu dipaksa melayani hubungan intim. 
Karena semua itu adalah hak suami” (2) 

Dalam konteks pandangan-pandangan figh yang 
seperti ini, perspektif perempuan menjadi sebuah kenis- 
cayaan. Syekh Muhammad Abu Zahrah, ulama kontem- 
porer dari al-Azhar, dengan mendasarkan pada persamaan 
kedudukan laki-laki dan perempuan, menolak pandangan 
figh dari Abu Hanifah, Ibn Syubrumah, Abu Yusuf dan 
Muhammad mengenai suami (atau laki-laki) yang tidak 
boleh digishash karena kejahatan mencederai isteri 
(perempuan). Juga menolak pandangan Syihab az-Zuhri 
dan al-Laits bin Sa'd mengenai gishash yang tidak 
dilakukan terhadap suami yang membunuh isterinya. 

Lebih jauh lagi, Syekh Muhammad bin “Asyur (1879- 
1973 80) merekomendasikan untuk mencabut hak laki-laki 


299 Lihat: Abu Hayyan al-Andalusi, Tafsir al-Bahr al-Muhith, 
Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, juz III, hal. 252. 

300 Lahir di daerah Marsa, Tunisia bagian selatan pada tahun 
1296H/1879M, telah menghafal al-Guran pada umur enam 
tahun. Memperoleh gelar keilmuan dari Universitas Zaitunah 
Tunisia pada bulan Juli 1899. Beliau menduduki berbagai 
jabatan akademis di almamaternya dan jabatan birokratis dalam 
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memukul isteri. Menurutnya, ayat 34 dari surat an-Nisa 
yang berbicara mengenai kewenangan memukul isteri, 
terkait dengan tradisi Arab pada saat itu. Di mana 
masyarakat masih menganggap suami memiliki hak penuh 
untuk mendidik isteri dan meluruskannya, sekalipun 
dengan pemukulan. Memukul isteri, pada konteks itu 
merupakan pendidikan, tidak membahayakan dan bukan 
aib dalam relasi suami isteri. Tetapi ketika ada masyarakat 
lain —atau individu sekalipun- yang tidak demikian, atau 
realitas kehidupan yang tidak sama dengan konteks saat itu, 
dimana 'pemukulan' tidak lagi bisa menjadi solusi untuk 
mengembalikan keharmonisan rumah tangga, maka ia bisa 
menjadi tidak diperkenankan, bahkan bisa haram. Apalagi, 
kalau secara nyata 'pemukulan' mengakibatkan kerusakan- 
kerusakan terhadap pribadi perempuan, baik fisik maupun 
mental. Baginya, hak memukul isteri bukanlah termasuk 
syari'at yang bisa diterapkan semua orang dan semua 
bangsa. Pada setiap tradisi suatu bangsa, harus dilihat jenis 
hukuman apa yang paling efektif untuk mengembalikan 
keharmonisan dan keutuhan relasi suami-isteri.(“) 

Kata Ibn Asyur: "Pemerintah, jika melihat para suami 
tidak mampu meletakkan hak mereka yang diberikan syari'at 


pemerintahan kerajaan Tunisia saat itu. Terakhir tahun 1351H 
menjadi penasehat Kerajaan dalam bidang agama, Syaik al-Islam 
masyarakat Tunisia dan sekaligus menjabat Rektor Universitas 
Zaitunah. Tahun tahun 1940, beliau menjadi anggota pada 
Lembaga Bahasa di Kairo, dan tahun 1955 pada Lembaga 
Penelitian Arab di Damaskus. Menulis sekitar 50 buku, tetapi 
yang telah dicetak dan diterbitkan sampai sekarang hanya 
berjumlah 14 tulisan. Diantaranya dalam bidang tafsir at-Tahrir 
wa at-Tanwir, Ushul an-Nizham al-ljtima'i al-Islimi dan yang 
cukup terkenal Magishid asy-Syari'ah al-Islamiyyah. 

301 Lihat: al-Hasani, Isma'il, Nazariyyat al-Magishid “ind al-Imam 
Muhammad ibn “Asyur, 1995: IIIT, Herndon-Virginia-USA, hal.207- 
210. 
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untuk menghukum pada tempatnya, berhenti pada batasan- 
batasan yang telah ditentukan, pemerintah bisa menghentikan hak 
tersebut dari tangan mereka, dan menggantinya dengan aturan 
'bahwa setiap orang yang memukul isteri akan dihukum', agar 
persoalan kerusakan yang ditimbulkan hak tersebut tidak 
bertambah besar, apalagi pada masyarakat yang lemah moralitas 
keagamaannya". (22) 

Apa yang dilakukan Syekh Abu Zahrah dan Syekh Ibn 
Asyur, bisa dikatakan sebagai upaya pembacaan figh 
dengan perspektif perempuan. Yaitu, kesadaran untuk 
melihat akibat yang ditimbulkan dari sebuah pandangan 
figh terhadap nasib perempuan. Kesadaran yang lahir dari 
kenyataan di mana perempuan menjadi korban kenistaan 
dari suatu pandangan figh tertentu. Pada kasus pandangan 
figh pemukulan isteri misalnya, perspektif perempuan 
adalah sebuah keniscayaan dan sudah menjadi kenyataan 
yang dipraktikkan para ulama, sejak perumusan figh 
pertama kali. Imam 'Atho bin Yasar (w. 114H) seorang 
tabi'in (murid sahabat) misalnya, sama sekali tidak 
memperkenankan memukul isteri. Paling klimaks katanya, 
suami hanya boleh marah terhadap isteri, tetapi tidak boleh 
memukul.() 

Semangat pemihakan ini yang juga dijadikan basis 
pemaknaan teks-teks poligami-monogami. Memang di 
dalam figh klasik, tidak ada pembahasan khusus yang detail 
mengenai jenis perkawinan poligami-monogami. Poligami 
dalam figh hanya dijelaskan sebagai sesuatu yang 
dibolehkan dengan syarat keadilan. Lalu ada penjelasan 


302 Ibn Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwtr, juz V, hal. 44. Dikutip dari 
al-Hasani, Op. Cit, hal. 210. 

303 Ibn al-'Arabi, Ahkam al-Guran, juz I, hal. 420. Dikutip dari al- 
Hasani, Op. Cit, hal. 207. 


325 


mengenai keadilan, jenis dan penerapannya. Karena itu, 
baik yang pro poligami maupun yang kontra, yang 
melakukan pembahasan secara panjang lebar, keduanya 
melakukan pemaknaan lebih dari yang telah dilakukan 
ulama terdahulu. 

Tetapi tidaklah benar jika dikatakan bahwa hanya 
yang pro-poligami yang memiliki dasar-dasar argumentasi 
yang otoritatif dari figh. Sehingga yang sebaliknya di- 
anggap sebagai sesuatu yang benar-benar baru, atau 
mengada-ada. Seperti yang telah ditegaskan, figh sebagai 
suatu proses dinamika teks dan realitas memiliki ragam 
pemaknaan pada hampir setiap persoalan, termasuk 
poligami. Figh memiliki basis yang cukup kuat untuk 
melakukan kritik terhadap wacana apresiasi terhadap 
poligami. Dalam konteks ini, perspektif perempuan akan 
memperkuat dan mempertajam cara baca kita terhadap 
teks-teks figh untuk menemukan (al-istinbath) argumentasi 
pilihan terhadap monogami, bukan poligami. Dengan 
perspektif ini, kita lebih mudah mengeluarkan argumentasi- 
argumentasi itu dari timbunan tradisi figh klasik. Kemudian 
dikeluarkan untuk memperkuat dan mempertajam analisis 
pemihakan wacana figh terhadap korban dalam setiap 
kasus-kasus sosial seperti poligami. 

Perspektif perempuan sebenarnya tidak memproduksi 
wacana baru mengenai Islam yang anti poligami. Karena 
Islam adalah agama yang dinamis-progresif yang juga 
harus hidup bersama realitas dari setiap masyarakat yang 
menganutnya. Tetapi perspektif perempuan mendorong 
penelusuran tradisi figh, untuk menemukan, mempertajam 
dan menegaskan argumentasi keadilan dan keberpihakan 
pada korban ketimpangan praktik poligami, yang kemu- 
dian menjadi basis kuat dan otoritatif untuk memilih 
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monogami sebagai perkawinan ideal dalam Islam. Bacaan 
al-Our'an dan Hadits dalam lembaran-lembaran berikut ini, 
mempertegas bagaimana perspektif perempuan bisa men- 
jadi basis pemaknaan dan perumusan figh yang bersandar 
pada syari'at keadilan. 
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Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga (KDRT) 
dalam Perspektif Figh Islam 


Pencarian keadilan merupakan salah satu fitrah ke- 
manusiaan. Setiap peradaban kemanusiaan memiliki basis 
primordial pada pembelaan untuk keadilan. Setiap orang di 
dunia ini, tidak menginginkan menjadi korban kekerasan 
dalam bentuk apapun dan karena alasan apapun. Tetapi 
konstruksi relasi yang sudah sedemikian rupa terbentuk 
seringkali, dengan kesadaran atau tanpa kesadaran, me- 
maksa orang memainkan perannya yang timpang dan 
menindas orang lain. Kekerasan-kerasan pun terjadi dan 
masih terus akan terjadi selama ketimpangan relasi itu ma- 
sih mewujud dan perbedaan keinginan serta kepentingan 
masih menghiasi kehidupan. Semangat primordial untuk 
mencari dan mewujudkan keadilan, menjadi penting terus 
digulirkan untuk mengurangi ekses ketimpangan relasi, 
menghentikan kekerasan dan memberikan pemihakan 
kepada korban. 

Kasus-kasus kekerasan yang menimpa kemanusiaan 
telah memotivasi para agen perubahan peradaban untuk 
mewujudkan cara pandang hidup (way of life) dan pranata 
sosial yang lebih adil dan menghormati kesetaraan. Perbu- 
dakan manusia, penjajahan bangsa, perampasan sumber 
daya, kekerasan terhadap buruh dan minoritas, serta segala 
jenis kekerasan berbasis gender menjadi isu utama dunia 
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dibahas dan didorong sedemikian rupa untuk dihentikan. 
Sebagian sudah berhasil, seperti perbudakan manusia dan 
penjajahan dunia. Sebagian yang lain masih harus terus 
diupayakan untuk menumbuhkan kesadaran bersama 
secara universal. Relasi suami-isteri yang timpang termasuk 
yang masih menggurita dan masih menjatuhkan banyak 
korban dari kalangan perempuan dan anak-anak. Karena 
itu, semua nilai sosial dan budaya harus dikritik dan 
sekaligus didorong berkontribusi mewujudkan tatanan 
keadilan untuk menghapuskan segala jenis kekerasan 
dalam rumah tangga. Termasuk perangkat hukum, sebagai 
salah satu soko guru pencarian dan penegakan keadilan. 
Tidak terkecuali Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 
disahkan melalui Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991. 
Dalam hal ini, kita harus meletakan esensi UU 
Perkawinan Tahun 1974 dan KHI sebagai upaya penegakan 
keadilan hukum. Sekalipun tidak menutup kemungkinan 
masih ada pengaruh relasi timpang sosial-budaya pada 
struktur maupun teks-teks Undang-undang tersebut. 
Sebagai contoh kita bisa mendiskusikan definisi pernikahan 
yang dicantumkan dalam UU Perkawinana Tahun 1974 
maupun dalam KHI, dengan yang masih tertulis pada 
lembaran-lembaran kitab figh. Perkawinan, didefinisikan 
sebagai: 
“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 1, UU 
No. 1/1974). 
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, 
yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalizhan 
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untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah”. (Pasal 2, KHI Tahun 1991). 
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. 
(Pasal 3, KHI Tahun 1991). 


Definisi UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI tentang 
pernikahan ini sudah cukup adil. Tentu saja masih belum 
sempurna, tetapi setidaknya hal ini bisa kita anggap sebagai 
ikhtiar tatanan hukum untuk mewujudkan keadilan relasi 
suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Di samping 
ada ketentuan lain mengenai pencatatan pernikahan, 
perceraian di pengadilan dan kemungkinan pembagian 
waris atas dasar perdamaian, bukan faraid. Sekali lagi, ini 
merupakan salah satu ikhtiar untuk memenuhi rasa 
keadilan karena banyaknya kasus-kasus kekerasan yang 
menimpa salah satu anggota keluarga, yang tidak bisa 
diselesaikan dengan ijtihad figh (hukum Islam) yang ada. 

Dalam figh, sebagaimana dicatat al-Jaza'iri, keba- 
nyakan ulama madzhab figh mendefinisikan pernikahan 
sebagai kontrak kepemilikan atas seksualitas perempuan. 
Atau kontrak laki-laki untuk memperoleh manfaat seks dari 
perempuan. (al-Jazairi, 2004: vol iv, hal. 8-9). “Abd ar- 
Rahman al-Jaza'iri, (2004), al-Figh 'ala Madzdhib al-Arba'ah, 
Dar al-Hadits, Cairo, Mesir. Definisi ini mungkin mela- 
hirkan pandangan totalitas kepemilikan atas seksualitas 
perempuan, yang pada gilirannya bisa melahirkan berbagai 
kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu UU Perkawinan 
dan KHI berikhtiar dengan menawarkan definisi lain untuk 
memastikan cara pandang yang lebih adil. Tetapi ikhtiar 
dari peraturan ini, bisa jadi tidak berpengaruh dalam upaya 
mewujudkan keadilan nyata bagi perempuan, jika 
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masayarakat masih berada pada tatanan nilai budaya yang 
tidak ramah pada perempuan. Dalam konteks budaya yang 
patriarkhi, kekokohan pernikahan akan dibebankan kepada 
perempuan untuk merawat dan menjaga, dan biasanya 
akan dijadikan sasara kesalahan jika terjadi keretakan 
rumah tangga. Laki-laki bisa dengan entengnya mence- 
raikan istri ketika dianggap bermasalah, atau akan berpikir 
beralih ke perempuan lain. Kekokohan pernikahan pun 
menjadi beban bagi perempuan, dan menjadi awal dari 
kekerasan-kekerasan yang lain. Konsep kekekalan dan 
kekokohan perkawinan kemudian tidak menjadi pondasi 
untuk memupuk tanggung jawab bersama suami istri 
dalam mengemban dan melestarikan kehidupan perni- 
kahan. 

Minimnya kesadaran keadilan cara pandang terhadap 
perempuan, menyebabkan banyak orang dengan mudah 
melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kehidupan 
rumah tangga yang diasumsikan dibangun untuk menum- 
buhkan keamanan dan kedamaian, justru berbalik bagi 
perempuan menjadi tempat yang paling rentan terhadap 
segala bentuk kekerasan. Kasus kekerasan dalam rumah 
tangga, yang menimpa perempuan dan anak-anak, di 
sejumlah negara-negara muslim tidak bisa dibilang kecil. Di 
Saudi Arabia, Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, Malaysia 
dan belahan dunia yang lain. Bahkan di beberapa negara, 
angkanya cukup besar dan mengerikan. Padahal, kasus 
kekerasan kemanusiaan, satu orang pun yang menjadi 
korban adalah masalah serius dan mencederai martabat 
kemanusiaan. 

Di Mesir misalnya, temuan penelitian pada tahun 1995 
terhadap 100 orang istri yang berumur antara 14-65 tahun 
yang tinggal di perumahan Manshiet Nasser sungguh sangat 
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mengerikan, 30 orang istri dipukul suaminya setiap hari, 34 
orang setiap minggu, 15 orang setiap bulan dan 21 orang 
mengaku sekali-kali. Latar belakang pemukulan, 75 Yo 
disebabkan karena istri dianggap menolak hubungan intim. 
Sakinah, salah seorang korban menyatakan: “Saya sedang 
mencuci pakaian ketika suami saya memanggil saya. 
Rupanya ia meminta saya untuk melayani berhubungan 
seks. Saya katakan bahwa saya belum selesai mencuci. Tiba- 
tiba ia membenturkan tubuh saya ke tembok sembari 
mengeluarkan serentetan sumpah serapah”. Ketika suami 
ditanya mengapa ia tega melakukan hal itu: “Sakinah milik 
saya. Apa pun yang saya lakukan itu urusan dan hak saya. 
Lagi pula Islam memberi hak kepada saya untuk mela- 
kukan itu”. (Farha Ciciek, 1999: hal. 14-15). Farha Ciciek, 
(1999), Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, 
Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw, Lembaga Kajian 
Agama dan Jender, Jakarta. 

Pada tahun 2006, di Indonesia ada sebanyak 22.512 
kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang terla- 
porkan dan ditangani beberapa institusi mitra Komnas 
Perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Kasus ter- 
banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 
sebanyak 16.709 kasus (74 Yo). Dari kasus-kasus KDRT ini, 
82 Yo yang menjadi korban adalah istri atau perempuan, 3,6 
Yo kekerasan menimpa kepada anak dan 04 4 kepada 
pekerja rumah tangga (PRT), sisanya sulit dipilah menurut 
jenis korban karena data yang ada kurang mendukung 
untuk pemilahan yang lain. (Komnas Perempuan, 2006: hal. 
3 dan 10). 

Dalam laporan yang ditulis Khairani, dari Flower 
Aceh: 
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“Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2000, pukul 08.00 WIB 
korban sedang memasak di dapur, ketika suami memanggil 
“01 — Ot ipak ni mongot” (memberitahukan anaknya me- 
nangis — red). Korban menjawab: “Bawa ke sini, ia tidak 
mau ama saya”. Mendengar jawaban korban, suami korban 
bangun dari tempat tidur dengan masih berselimut tebat 
dan mendatangi korban. Tanpa diduga, sang suami lang- 
sung memukul istrinya dengan kayu, menyepak dan me- 
nendang perut korban yang sedang hamil 5 bulan. Suami 
korban juga menampar dan memukul kening korban de- 
ngan tangan. Setelah itu pelaku menyepak-nyepak perleng- 
kapan di dapur, termasuk jerigen yang berisi minyak lam- 
pu. Pada saat bersamaan korban sedang menyalakan api 
untuk memasak. Tak ayal lagi, api langsung menjilat seku- 
jur tubuh korban. Setelah melihat korban terbakar, suami 
korban bukannya berusaha menolong memadamkan api 
yang membakar tubuh korban, malahan melontarkan ma- 
kian “mati ko (mati kamu)”. (Komnas Perempuan, 2002: 
71). Komnas Perempuan, (2006), Di Rumah, Pengung- 
sian dan Peradilan: KTP dari Wilayah ke Wilayah, Catatan 
KTP Tahun 2006, Jakarta. 


Kasus-kasus KDRT tentu lebih banyak lagi dari yang 


mulai penelantaraan ekonomi, penghinaan secara psikis, 
sampai kekerasan seksual dan bahkan pembunuhan. Kasus 
KDRT laksana fenomena gunung es, yang terlaporkan jauh 


lebih kecil dibanding dengan kasus-kasus yang sebenarnya. 
Kebanyakan dari perempuan juga merasa terganggu, jika 
suaminya didengar sebagai lelaki yang tidak baik dan tidak 
sayang. Banyak dari mereka yang justru melindungi 
suaminya, agar tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib 
atas kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya. Karena itu, 
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perlu upaya yang sangat ekstra keran, dengan melakukan 
berbagai cara untuk mengakhiri kisah-kisah kekerasan yang 
menimpa perempuan di dalam kehidupan rumah tangga. 


Bentuk dan Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan 
salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Kekerasan 
yang disebabkan relasi yang timpang antara suami dan istri. 
Yang satu menganggap dirinya sebagai yang utama, pe- 
mimpin, pendidik, karena itu harus dihormati dan dilayani. 
Sementara pasangannya ditempatkan sebagai yang dimiliki, 
diatur dan dipimpin, karena itu harus menghormati dan 
melayani. Pada kondisi relasi seperti ini, kekerasan biasanya 
akan terjadi ketika pelayanan dan penghormatan tidak 
diberikan seperti yang diinginkan. Pelaku kekerasan juga, 
biasanya memiliki status dan kekuasaan yang lebih tinggi 
dari pasangannya, baik status sosial dalam rumah tangga, 
kekuatan fisik, maupuan kekusaan ekonomi. Karena status 
dan posisinya yang khusus ini, seringkali ia memaksakan 
kehendaknya dan akan menggunakan berbagai cara jika 
keinginannya tidak terpenuhi, termasuk dengan menggu- 
nakan cara kekerasan. 

Karena itu, KDRT bukan sekedar percekcokan atau 
perselisihan antara suami istri. Perselisihan antara suami 
dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena 
pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah, 
pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harap- 
an. Keadaan ini memungkinkan terjadinya perselisihan dan 
percekcokan. KDRT lebih buruk dari sekedar perselisihan 
dalam rumah tangga. KDRT bersumber pada cara pandang 
yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang 
timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada 
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seseorang. Dengan demikian, KDRT bisa menimpa dan 
terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. 
Bisa terjadi pada istri, suami, ibu, anak, saudara atau 
pekerja rumah tangga (PRT) yang hidup dalam satu rumah. 
Tetapi biasanya, perempuan lebih banyak menjadi korban 
KDRT karena konstruksi masyarakat yang masih patriarkhi. 

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengaki- 
batkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum 
pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi 
kebalikan dari kesehatan, kita bisa mengambil definisi 
kesehatan dari UU Kesehatan no. 23 tahun 1992. Kesehatan 
adalah: “Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 
ekonomi”. Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO), “Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, 
maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat”. 
Berarti, ada empat aspek kesehatan, fisik, mental, sosial dan 
ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat tidak 
memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat 
dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun 
memiliki empat aspek, fisik, mental, sosial dan ekonomi, 
begitupun kekerasan. Termasuk kekerasan dalam rumah 
tangga. (Komnas Perempuan, 2007: hal. 7-9). 

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dise- 
butkan dalam UU PKDRT no. 23 Tahun 2004, adalah setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah 
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tangga. 
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Sesungguhnya kekerasan yang dialami seorang istri 
memiliki dimensi yang tidak tunggal. Seseorang yang men- 
jadi korban kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami 
kekerasan psikis dan psikologis sebelumnya dan sesu- 
dahnya. Tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan dan 
penelantara ekonomi. Kekerasan fisik bisa muncul dalam 
berbagai bentuk dan rupa. Mulai dari menampar, menem- 
peleng, memukul, membanting, menendang, memben- 
turkan ke benda lain sampai bisa jadi menusuk dengan 
pisau bahkan membakar. Dalam banyak kasus yang terjadi, 
kekerasan fisik yang dialami perempuan banyak yang 
mengakibatkan cedera berat, cacat permanen, bahkan 
kehilangan nyawa. Bisa jadi, kekerasan fisik itu tidak 
memiliki dampak, atau hilang bekas fisiknya, tetapi hampir 
selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial pada 
korbannya. 

Kekerasan non-fisik atau kekerasan mental, adalah 
yang paling banyak terjadi dalam kasus-kasus yang 
dilaporkan lembaga-lembaga pendamping. Bisa berbentuk 
ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, 
penghinaan, ancaman. Perempuan dijadikan sasaran 
pelampiasan, bisa jadi karena faktor-faktor yang ada di luar 
rumah tangga. Tidak sedikit juga, yang justru dibalik, 
perempuan sebagai korban justru ditempatkan sebagai 
pelaku oleh suami, dengan memutar balikkan fakta. Ia 
mengungkapkan: “Istri saya menyakiti saya karena berbicara 
dengan laki-laki lain, Ia sengaja menghina saya dengan menye- 
diakan makanan yang tidak saya sukai, Ia sama sekali tidak 
menghormati saya sebagai suami”. Ini adalah bentuk pemutar- 
balikan fakta, yang justru seringkali didukung budaya dan 
keluarga, sehingga perempuan semakin terpuruk dan tidak 
memperoleh dampingan yang memadai. 
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Kekerasan ekonomi yang dialami perempuan, terma- 
suk yang terbanyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan 
dalam rumah tangga. Sekalipun dalam konstruksi masya- 
rakat di Indonesia, laki-laki ditempatkan sebagai kepala 
rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari dan 
memberi nafkah kepada istri, tetapi tidak sedikit dari 
mereka yang menelantarkan istri dan anak-anak. Bahkan 
ada yang secara sengaja mengontrol pendapatan istri, 
melarang istri bekerja tetapi juga tidak memberikan uang 
atau pendapatan yang cukup untuk keluarga. Atau uang 
diberikan dalam jumlah kecil, bertahap-tahap, hanya bila 
sang istri selalu memenuhi apa yang diinginkan suami. 
Banyak juga dari suami yang secara sengaja menghambur- 
hamburkan uang, sementara membiarkan keluarga hidup 
dalam kekurangan. Suami memaksa istri mencari uang, 
mempekerjakan istri, atau juga suami mengambil dan 
menguasai uang atau barang milik istri dengan berbagai 
cara dan alasannya. Kekerasan-kekerasan ekonomi berada 
pada peringkat yang kedua terbanyak, setelah kekerasan 
mental, yang dialami perempuan pada kasus-kasus yang 
terlaporkan di lembaga-lembaga pendamping. 

Kekerasan juga bisa berdimensi seksual, atau hal-hal 
yang menyangkut seksualitas perempuan. Bisa berupa 
pemaksaan hubungan seksual, pemukulan dan bentuk- 
bentuk kekerasan lain yang menyertai hubungan intim, bisa 
sebelum atau sesudah hubungan intim, pemaksaan berbagai 
posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas 
tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas 
perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan 
pada istri untuk terus menerus hamil. Kekerasan seksual 
yang dialami perempuan, biasanya disertai dengan 
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kekerasan-kekerasan lain, baik fisik, maupun ekonomi. Dan 


yang pasti berdampak pada kekerasan psikis dan mental. 


Kasus-kasus di bawah ini, bisa menggambarkan be- 


tapa dahsyatnya kekerasan terhadap terhadap perempuan, 
dilakukan 'suami tercinta' dan di dalam rumah tangga yang 
diasumsikan sebagai 'rumah yang aman' dan 'tempat 


menyemai rasa kasih dan sayang'. 
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“Pada bulan Pebruari 1994, seorang perempuan bernama 
Zainab yang tengah sekarat dibawa suaminya, Hail Syarif, 
seorang imam masjid ke sebuah rumah sakit dekat 
Rawalpindi, Pakistan. Menurut suaminya, korban mende- 
rita luka bakar akibat terjatuh ke dalam minyak yang 
sedang mendidih. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan 
bahwa Zainab menderita luka bakar akut di bagian dalam 
tubuhnya sehingga tak punya harapan hidup lagi. Namun 
Allah Maha Besar, ternyata keadaan Zainab semakin 
membaik dan nyawanya tertolong. Korban kemudian 
bersaksi bahwa vaginaya ditusuk oleh sang suami dengan 
sebatang besi merah yang membara. Kasus ini dibawa ke 
pengadilan. Hail Syarif dihukum seumur hidup. Sementara 
Zainab atas biaya pemerintahan PM Benazir Bhutto 
dirawat di sebuah rumah sakit di London”. (Ciciek Farha, 
1999: 16). 

“Rita tidak jarang dipukul suaminya, bila Rita me- 
nanggapi kemarahan suaminya. Menurut suaminya, ia 
memukuli istrinya karena Rita menjawabnya saat ia marah. 
Menurutnya, istri harus diam, kalau tidak nanti dipukul 
lagi. Tetapi sering bingung, karena suaminya juga marah 
kalau Rita diam saja, tidak menanggapi kemarahan sua- 
minya. Bahkan dalam keadaan seperti itu suaminya juga 


dapat menjadi-jadi kemarahannya”. (Penelitian Soetrisno, 
dari Komnas Perempuan, 2002: 80). 


Perempuan korban KDRT akan merasakan kekerasa 
lebih parah, karena kebanyakan masyarakat tidak mem- 
berikan pemihakan kepada korban. Sehingga pelaku bisa 
leluasa dan lepas kendali untuk terus melakukan kekerasan, 
dengan tanpa rasa bersalah. Bahkan, bisa berbalik menya- 
lahkan korban. Perempuan yang menjadi korban pun, akan 
semakin sulit untuk memperoleh keadilan, baik di tingkat 
masyarakat maupuan di pengadilan. Kebanyakan masya- 
rakat berkeyakinan, masalah dalam keluarga adalah 
masalah internal keluarga masing-masing. Termasuk juga 
persoalan kekerasan di dalamnya. Keluarga pihak suami, 
atau pihak istri, bahkan perempuan korban itu sendiri, akan 
merasa malu jika aib keluarga terdengar sampai keluar 
rumah. Karena itu, kasus-kasus kekerasan yang menimpa 
perempuan akan tetap dibiarkan dan ia hanya diminta 
bersabar, tabah dan berdoa. Keadaan ini semakin menyu- 
litkan perempuan untuk bisa lepas dari siklus kekerasan 
yang menimpa dirinya. 

Ada banyak faktor sosial, yang melestarikan adanya 
KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan 
pendampingan dari masyarakat. Pertama dan yang utama 
adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan 
perempuan, baik di rumah tangga, maupun dalam ke- 
hidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perem- 
puan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender 
tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku 
kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat 
percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa 
keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang 
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berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun 
yang dilakukan istri, harus seizin dan sepengetahuan 
sumai. Tidak sebaliknya. Ketika terjadi kesalahan sedikit 
saja dari istri dalam cara pandang sumai, istri harus 
berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari 
suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan 
mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara 
pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada 
akhirnya menggunakan tindak kekerasan. 

Kedua, ketergantungan istri terhadap suami secara 
penuh. Terutama untuk masalah ekonomi, yang membuat 
istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Posisi 
rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami, ketika 
dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya 
berada di luar rumah tangga. Banyak penelitian yang 
menunjukkan beberapa suami yang mengalami kekerasan 
atau pelecehan di tempat kerja, dia lalu melampiaskannya 
di rumah kepada istri atau anak-anak. Suami akan 
menggunakan ketergantungan ekonomi istri, untuk 
mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan 
dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Seperti ancaman 
tidak memberi nafkah sampai ancaman perceraian. 

Ketiga, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT 
yang cenderung abai. Seperti pada kasus Suyatmi. KDRT 
dianggap urusan internal dan hanya menyangkut pihak 
suami dan istri belaka. Paling jauh, keluarga terdekat dari 
pihak suami maupun istri. Itupun masih sangat jarang. 
Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat ada 
perempuan yang diserang orang tidak dikenal, tetapi jika 
yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka 
mendiamkannya. Jika kekerasan suami ini terjadi di luar 
rumah, masyarakat hanya akan menasihati untuk dibawa 
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ke dalam ruamh saja. Ada catatan pendamping korban, 
yang menulis ungkapan seorang satpam: “Waktu satpam itu 
melerai suami yang memukuli istri di tempat parkir, ia 
mengatakan: “Istighfar pa. Sekarang bulan puasa. Kalau mau 
pukul istri di rumah saja, jangan di tempat umum seperti ini.....”. 
(Komnas Perempuan, 2002: hal. 83). 

Keempat, keyakinan-keyakinan yang berkembang di 
masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir 
agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas 
segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia 
keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga ideal 
yang penuh dan lengkap, tentang istri shalihah, juga 
kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan 
akibat dari perceraian. Tentu saja, keyakinan dan keper- 
cayaan yang tumbuh di masyarakat ini, pada awalnya 
adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. 
Tetapi dalam kontruksi relasi yang timpang, seringkali 
digunakan untuk melanggengkan KDRT. Paling tidak, 
membuat istri berpikir seribu kali ketika harus memutuskan 
untuk mengakhiri KDRT yang menimpa dirinya. Karena 
seringkali berakibat pada perceraian, atau minimal 
pengabaian dari suami dan pihak keluarga suami. 

Memang kekerasan di dalam rumah timbul dan 
terjadi karena berbagai faktor, baik di dalam rumah mau- 
pun di luar rumah. Tetapi kekerasan adalah kejahatan. 
Kekerasan terhadap perempuan, istri maupun ibu, merupa- 
kan kezaliman atas kemanusiaan. Ini permasalahan yang 
serius dan bisa menjadi penyebab atas mewabahnya 
kekerasan dan kekacauan di dalam masyarakat. Kekerasan 
akan berbuntut pada kekerasan yang lain. Kekerasan 
terhadap istri, biasanya akan berlanjut pada kekerasan- 
kekerasan lain, terhadap anak dan anggota keluarga yang 
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lain. Dan kebiasaan buruk ini bisa menular, dan keluar dari 
lingkup dalam rumah tangga, dan selanjutnya keluar 
menjadi wabah dalam masyarakat. Kekerasan yang terjadi, 
yang dilakukan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, 
jika ditelusuri secara seksama, banyak sekali yang justru 
berakar dari proses pembelajaran di dalam rumah tangga. 
Kebanyakan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga 
yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. 
Penelitian memperlihatkan, bahwa 50 Yo sampai 80 Yo laki- 
laki yang memukul istri dan atau anak-anak, ternyata 
dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka 
memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah. (Ciciek 
Farha, 1999: hal. 22-23). 

Uraian di atas menegaskan bahwa KDRT bukan 
hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang 
perempuan. Tetapi merupakan kejahatan yang menodai 
harkat dan martabat kemanusiaan. Kejahatan seperti ini 
mengancam dan merusak nilai-nilai yang dibangun ajaran 
agama, yaitu keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan 
kerahmatan. KDRT dengan demikian bukan saja melanggar 
prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum dan aturan 
perundangan-undangan yang berlaku, norma dan tata 
kesusilaan, tetapi juga melanggar prinsip, nilai, dan hukum 
ajaran Islam. Semua umat muslim yakin Islam tidak hadir 
untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam 
rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. 
Tetapi semua orang juga melihat betapa banyak kekerasan 
terjadi di kalangan masyarakat muslim, dan tidak sedikit 
juga yang meligitimasi dengan teks dan ajaran keagamaan. 
Dalan kondisi ini, penguatan kesadaran keadilan harus 
dilakukan dan disebarkan secara terus menerus dengan 
berbagai media pendidikan dan penyadara publik. Kerja- 
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kerja institusi hukum seringkali tidak mencukupi, jika tidak 
tumbuh kesadaran keadilan dalam kehidupan masyarakat. 
Keadilan adalah gagasan yang paling mendasar 
dalam Islam. Keadilan adalah ketakwaan itu sendiri (OS. 
Al-Maidah, 5: 8). Prinsip keadilan dinyatakan secara tegas 
dalam banyak ayat Al-Ouran. Di antaranya, pertama 
prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga: berupa 
perintah menegakkan keadilan, kebaikan, berbuat baik 
kepada keluarga, (OS. Al-Nahl, 16: 90). Kedua, prinsip 
keadilan dalam memutuskan suatu perkara OS. Al-Nisa', 4: 
58), menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, 
keluarga maupun orang-orang dekat (OS Al-Nisa', 4: 135 
dan OS Al-An'am, 6: 152). Ketiga, prinsip keadilan tanpa 
rasa dendam. ketika harus menegakkan keadilan di hadap- 
an orang atau kelompok yang tidak disukai (OS. Al- 
Ma'idah, 5: 8). Keempat, prinsip keadilan dalam memelihara 
anak-anak yatim dan mengelola harta mereka, khususnya 
terhadap anak-anak yatim perempuan. (OS Al-Nisa, 4: 127). 
Prinsip keadilan sosial pada tataran praksis harus 
memfokuskan pada pembelaan mereka yang tertindas, atau 
mustadh'afin. Biasanya adalah mereka yang miskin, mino- 
ritas dan perempuan. Karena mereka yang selama ini tidak 
memperoleh dukungan sosial, sistim dan kebijakan. Karena 
itu, dalam bahasa Khalifah Abu Bakr ash-Shiddig adalah 
“adh-dha'ifu fikum gawiyyun 'indi hatta akhudza lahu al-hagg, 
wa al-gawiyyu fikum dha'ifun “Indi hatta dkhudza minhu al- 
hagg/orang yang lemah di antara adalah kuat di mataku, 
karena itu akan aku penuhi hak-haknya, dan orang yang 
kuat di mata kamu adalah lemah di mataku, karena itu aku 
tidak segan-segan untuk mengambil dari mereka hak-hak 
(orang lemah)”. 
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Sebelumnya, Nabi Muhammad Saw juga bahwa me- 
nyuarakan keadilan (gawlu 'adlin) di hadapan sistem yang 
otoriter (sulthanin ja'ir) adalah jihad yang paling utama. 
Perspektif keadilan menjadi kesadaran utama dalam 
memahami seluruh teks-teks keislaman. Dengan perspektif 
ini, tidak mungkin kita memaknai Islam sebagai agama 
yang menyetujui kekerasan, membiarkan apalagi mendo- 
rong orang-orang untuk menjadi pelaku kekerasan. Jika 
konstruksi pemikiran keagamaan masyarakat masih 
memungkinkan tindak kekerasan dalam rumah tangga atas 
nama agama, kita perlu memastikan kembali bangunan 
keimanan dan keislaman sebagai basis perwujudan keadil- 
an dan anti kekerasan. 


Tauhid sebagai Basis Relasi yang Adil 

Islam hadir di muka bumi ini untuk manusia dan 
kemanusiaan. Islam hadir dengan ajaran, akidah, syari'ah 
dan aturan-aturannya adalah untuk kemaslahatan manusia 
di muka bumi ini dan di akhirat nanti. Islam menjunjung 
tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu bentuk elaborasi 
dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang 
tulus terhadap kesamaan dan kesederajatan manusia. 
Semua manusia adalah sama dan sederajat di mata Allah 
Swt. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas 
takwanya. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa ajaran 
tauhid sebagai inti ajaran Islam adalah yang mengajarkan 
bagaimana berketuhanan, dan juga menuntun manusia 
bagaimana berkemanusiaan dengan benar. 

Tauhid secara bahasa berarti mengesakan Allah Swt. 
Yaitu, keimanan dan keyakinan bahwa Tuhan yang benar 
hanyalah satu atau esa. Dalam ungkapan bahasa Arab 
adalah wihid, yang menjadi kata asal dari istilah tauhid itu 
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sendiri. Kalimat yang representatif adalah 14 ilaha illa Allah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah kalimat tauhid. Surat 
dalam al-Ouran yang menjadi representasi dari ajaran 
tauhid adalah surat yang ke-112. Yaitu surat al-Ikhlash, atau 
surat kemurnian dan ketulusan. 


(1) Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. (2) Allah 
adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 
(3) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, (4) Dan 
tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (Surat al- 
Ikhlas, 112: 1-4). 


Tetapi pengertian tauhid dalam Islam, tidak sekedar 
pengakuan keesaan Allah Swt, yang bersifat transendental 
semata. Tauhid juga memiliki implikasi horizontal, untuk 
manusia dan kemanusiaan. Karena sejatinya, tauhid juga 
untuk manusia. Bukan untuk kepentingan Allah Swt. Kita 
bisa merujuk pada beberapa ayat al-Our'an mengenai 
ketauhidan terhadap Allah Swt. Surah Al-Ikhlas, sebagai 
inti ajaran tauhid, seperti telah disebutknya, di dalamnya 
disebutkan mengenai beberapa ajaran penting tentang 
tauhid, yakni Allah adalah Esa, Allah adalah tempat ber- 
gantung, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, 
serta tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang 
menyamai Allah. 

Dalam keteladanan Rasulullah Saw, keyakinan 
bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan 
tidak ada anak dan titisan Tuhan pada gilirannya mela- 
hirkan gerakan kesetaraan manusia sebagai sesama makh- 
luk Allah. Tidak ada manusia nomor satu dan manusia 
nomor dua. Manusia pada hakikatnya sama. Raja bukanlah 
tuhan bagi rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang 
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kaya bukanlah tuhan bagi orang miskin. Oleh karena 
mereka bukan tuhan, maka rakyat tidak boleh memper- 
tuhankan rajanya dan pemimpinnya, bawahan tidak boleh 
mempertuhankan atasannya dan istri tidak boleh mem- 
pertuhankan suaminya. Ketakutan dan ketaatan tanpa 
syarat kepada raja, pemimpin, atasan atau suami yang 
melebihi ketaatan dan ketakutan kepada Allah merupakan 
pengingkaran terhadap tauhid. Pada tataran sosial juga, 
kekuatan tauhid pada diri Rasulullah Saw. membuatnya 
berani membela mereka yang direndahkan, teraniaya, dan 
terlemahkan secara struktural dan sistemik (mustadh'afin), 
seperti kaum perempuan, budak, dan anak-anak yang 
diperlakukan oleh para penguasa dan pembesar masyarakat 
yang menutupi kezalimannya di balik nama Tuhan. 
Ketauhidan dalam Islam mengantarkan pada prinsip 
keadilan sosial dan relasi intpersonal. Sehingga, tidak boleh 
ada orang yang diposisikan secara timpang dan menjadi 
korban dari segala bentuk kekerasan. Secara eksplisit, ada 
sejumlah teks al-Ouran maupun hadits Nabi yang 
mengharuskan manusia untuk berbuat dan menegakkan 
keadilan. Beberapa ayat al-Our'an di antaranya adalah: 


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh 
kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia hen- 
daknya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat.” (O.S. an-Nisa', 4: 58). 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan 
berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang kamu dari berbuat keji, kemunkaran dan 
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permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.” (O.S. an-Nahl, 16: 90). 


Keadilan adalah prinsip dalam Islam dan dalam 
setiap perumusan hukum-hukumnya. Keadilan bukan saja 
milik Islam sebagai doktrin sentral, melainkan juga dianut 
oleh semua aturan hukum di dunia. Ibnu al-Oayyim secara 
tegas mengatakan bahwa “Jika Anda menemukan indikator dan 
bukti-bukti adanya keadilan dengan cara dan jalan apapun 
mendapatkannya, maka di sanalah hukum Allah.” Pandangan 
Ibnu al-Gayyim ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap 
perumusan dan keputusan hukum haruslah didasarkan 
kepada prinsip keadilan, dari mana dan dengan cara 
apapun diperoleh, meskipun tidak ditemukan dalam teks- 
teks keagamaan. Ini ditetapkan karena “mewujudkan 
keadilan” adalah tujuan utama hukum Islam. Disepakati 
oleh seluruh ulama ahli figh bahwa syari'at Islam dibuat 
dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan 
umat manusia. Izzuddin ibn Abd al-Salam, ahli figh mazhab 
Syafi'i, mengatakan, “Setiap tindakan hukum dimaksudkan 
untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun 
akhirat. Hukum tidak dimaksudkan untuk kepentingan Allah, 
karena Allah tidak membutuhkan manusia. Kebaikan manusia 
tidak menambah kebesaran Allah dan kejahatan manusia tidak 
akan mengurangi kebesaran-Nya.” Oleh karena itu, menu- 
rutnya, “Setiap tindakan hukum yang tidak memenuhi tujuan 
tersebut adalah salah.” (Fagihuddin Abdul Kodir dkk, 2006: 
36-38). Fagihuddin Abdul Kodir dkk, (2006), Figh Anti 
Trafiking, Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan 
Manusia dalam Perspektif Hukum Islam, Fahmina Institute, 
Cirebon. 
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Dari tujuan pokok syari'at Islam ini, para ulama figh 
kemudian mengembangkannya dalam bentuk kaedah- 
kaedah figh. Beberapa di antaranya adalah adh-dhararu 
yuzilu (semua hal yang merugikan atau menderitakan 
orang haruslah dihilangkan), adh-dhararu Ia yuzilu bi adl- 
dharari (menghilangkan hal-hal yang menderitakan orang 
tidak boleh dilakukan dengan cara menderitakan), dar'u al- 
mafasid mugaddamu 'ald jalbi al-mashdlih (mencegah keru- 
sakan/ bahaya didahulukan daripada mengambil kemas- 
lahatan), al-'Adatu muhakkamah (adat bisa dijadikan dasar 
hukum), dan lain-lain. Lebih dari semuanya, ketentuan- 
ketentuan tatanan hukum Islam harus ditujukan untuk 
mewujudkan kerahmatan (kasih sayang) bagi semua 
makhluk Tuhan di muka bumi. Hal ini karena agama 
sejatinya diturunkan Tuhan untuk memberikan rahmat bagi 
semesta (rahmatan li al-'Alamin). (Fagihuddin Abdul Kodir 
dkk, 2006: 38-39). 

Tauhid juga secara sosial juga mengantarkan pada 
prinsip penghormatan terhadap kemanusiaan. Dalam salah 
satu ayat al-Jur'an, secara tegas disebutkan bahwa Allah 
SWT telah menganugerahkan kemuliaan terhadap anak 
cucu Adam atau manusia. “Sungguh, Kami benar-benar 
memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi 
mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan 
di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta Kami 
utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain”. (O.S. al-Isra', 
17: 70). Karena itu, misi utama kenabian Nabi Muhammad 
SAW adalah untuk menebarkan kasih sayang terhadap 
seluruh alam.“Dan tidaklah Kami utus kamu (wahai 
Muhammad) kecuali untuk (menyebarkan) kasih sayang terhadap 
seluruh alam.” (O.S. al-Anbiya', 21: 107). 
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Prinsip penghormatan dan kasih sayang ini secara 
logis kemudian menjadi dasar peletakan pondasi pemba- 
hasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi 
antar sesama. Seperti perlunya berbuat baik, memberikan 
manfaat, saling membantu, pengharaman menipu, pela- 
rangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap 
segala bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk kekerasan dalam 
rumah tangga, dengan demikian bertentangan dengan 
ajaran tauhid, prinsip keadilan, prinsip penghormatan 
kemanusiaan dan prinsip kasih sayang dalam Islam. KDRT 
adalah kekerasan dan kezaliman yang diharamkan Islam. 


“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada- 
Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan 
(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 
kepada orang-orang yang berbuat baik”. (O.S. al-A'raf, 
7:56). 

"Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliaman 
terhadap diri-Ku,-—-dan Aku jadikan kezaliman itu juga 
haram di antara kamu,--maka janganlah kamu saling 
menzalimi satu sama lain”. (Hadits Oudsi, Riwayat 
Imam Muslim). 

“Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan 
yang lain, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim 
yang lain, tidak diperkenankan menzalimi, menipu, atau 
melecehkannya”. (Hadits Riwayat Imam Muslim). 


Prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan ini, 
menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. 
Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim 
terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling 
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berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, 
misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami 
dan isteri, al-Our'an mengumpamakan keduanya laksana 
pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. 
Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. 
Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi 
yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh 
pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang- 
wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya 
oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat. 

Landasan etika perlakuan suami kepada istri, orang 
tua terhadap anak, dan majikan kepada buruh seharusnya 
juga dilakukan atas dasar kemanusiaan, yaitu melihat 
masing-masing sebagai manusia utuh dengan segala hak 
yang dimilikinya dan bukan sebagai barang atau mesin 
yang boleh diperlakukan untuk apa saja sesuai kehendak 
pemiliknya. Yang termasuk ke dalam prinsip dasar Islam 
terkait dengan relasi kemanusiaan adalah efek-efek yang 
ditimbulkan dari relasi itu mengenai hak dan kewajiban 
orang tua-anak, maupun suami-isteri. 

Di sini al-Our'an telah menggariskan bahwa salah 
satu tujuan berumah tangga, adalah untuk menciptakan 
kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih 
sayang untuk setiap anggota yang ada di dalamnya. Atau 
keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Keluarga sakinah 
hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarga 
berupaya untuk saling menghormati, menyayangi, dan 
saling mencintai. Itulah fondasi dasar sebuah keluarga. 


"Dan dari tanda-tanda (keagungan)-Nya, Dia menciptakan 
untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama dengan 
kamu, agar kamu bisa memperoleh ketentraman di sisinya, 
dan Dia menjadikan di antara kamu (pasangan-pasangan) 
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rasa saling cinta dan sayang. Sesungguhnya pada (semua) 
hal itu, ada tanda-tanda (keagungan Tuhan) bagi orang- 
orang yang berfikir.” (O.S. ar-Rtim, 30:21). 


Tujuan pernikahan yang demikian ini hanya mung- 
kin terwujud apabila relasi yang terbangun dalam 
kehidupan suami-isteri adalah relasi yang adil, yakni 
hubungan yang setara, tidak totaliter dan hegemonik, 
masing-masing memiliki akses untuk mengontrol, serta 
dibangun pada sikap saling percaya, saling pengertian, 
saling mengingatkan, dan saling memberi. Model relasi 
seperti inilah yang memungkinkan sebuah pasangan suami- 
isteri bisa mencapai tujuan-tujuan mulia dari pernikahan. 

Untuk sampai pada tujuan ini, al-Our'in mengga- 
riskan beberapa prinsip dasar relasi suami dan isteri. Di 
antaranya adalah ikatan pasangan (zawij) yang setara. 
Hubungan suami dan isteri ibarat sepasang sayap dari 
seekor burung. Jika sayap yang satu berhenti mengepak, 
maka terjatuhlah si burung itu. Begitu juga dengan suami 
dan isteri. Al-Our'in sendiri mengibaratkan hubungan 
suami dan isteri laksana pakaian (libis). Yang satu adalah 
pakaian bagi yang lain. Sebagaimana diketahui, pakaian 
selain berfungsi memberikan perlindungan dari hal-hal 
yang tidak dikehendaki, juga memberikan keindahan, 
kehangatan, dan menutupi kerahasiaan dan kekurangan. 

Pada ayat yang lain ditegaskan bahwa akad 
perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh (mitsigan 
ghalidhan). Sebagai perjanjian yang kokoh, maka siapapun 
tidak boleh mengingkari dan mengkhianati terlepasnya 
ikatan tersebut. Dalam kaitan ini, al-Gur'an menegaskan 
agar suami dan isteri benar-benar memperlakukan 
pasangannya dengan baik (mu'isyarah bi al-marif), penuh 
cinta kasih, mengupayakan kerelaan (taridlin), dan me- 
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ngembangkan tradisi dialog atau musyawarah dalam 


mengelola dan menyelesaikan segala masalah dalam rumah 
tangga. 


Relasi suami dan isteri yang demikian itu 


digambarkan oleh Allah SWT melalui ayat-ayat berikut ini: 


352 


"Dihalalkan bagi kamu sekalian pada malam hari (bulan) 
puasa berhubungan intim dengan isteri-isteri kamu. Me- 
reka adalah pakaian bagi kamu sekalian, dan kamu juga 
adalah pakaian bagi mereka”. (O.S. al-Bagarah, 2: 187). 
"Bagaimana kamu (tega) mengambilnya (harta isteri dari 
mahar), padahal di antara kamu sudah berhubungan intim, 
dan mereka (isteri-isteri) telah menerimanya (mahar) dari 
kamu sekalian melalui perjanjian (pernikahan) yang 
kokoh”. (O.S. an-Nisa', 4: 21). 

"Dan apabila kamu semua menceraikan isteri-isteri kamu, 
maka janganlah kamu halangi mereka untuk menikahi 
(orang-orang yang akan menjadi) suami-suami mereka, 
apabila di antara mereka ada kerelaan dengan (komitmen 
untuk) kebaikan. Yang demikian itu adalah nasehat bagi 
orang dari kamu sekalian, yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir. Yang demikian itu lebih murni bagi kamu dan 
lebih suci. Dan Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu 
sekalian tidak mengetahui”. (O.S. al-Bagarah, 2: 232). 
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mewarisi (dengan menikahi) perempuan dengan cara paksa. 
Dan janganlah kamu halangi mereka (untuk menikah 
dengan yang lain), dengan tujuan agar kamu bisa 
membawa pergi sebagian dari (mahar atau nafakah) yang 
kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan 
kekejian yang jelas. Dan saling bergaulah dengan mereka 
dengan kebaikan...” (O.S. an-Nisa', 4: 19). 


Bab Maka apabila mereka (ayah dan ibu, atau suami dan 
isteri) menghendaki (untuk) menyapih (anak mereka), 
dengan kerelaan mereka kedua-duanya, dan atas dasar 
musyawarah, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua 
(melakukan hal itu)....." (OS. al-Bagarah, 2: 233). 


Ayat-ayat ini sesungguhnya menegaskan bahwa 
perkawinan yang dikehendaki al-Our'an adalah perkawinan 
yang kokoh, yang memenuhi kebutuhan pasangan masing- 
masing, saling melengkapi, saling berbagi, dan saling mem- 
perlakukan dengan baik, demi terciptanya kasih sayang, 
ketenteraman, dan kebahagiaan, baik antara suami dan 
isteri, maupun antara suami-isteri dengan anak-anak dan 
anggota keluarga yang lain. Jika relasi yang adil ini ter- 
bangun dalam kehidupan rumah tangga, maka kekerasan 
dalam rumah tangga akan dapat dihindari. Karena 
kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun 
ekonomi pada dasarnya adalah cermin ketidakrukunan 
keluarga akibat relasi yang timpang, relasi yang tidak adil, 
di antara mereka, dan itu dilarang oleh ajaran Islam. 

Kehidupan berumah tangga memang tidak sela- 
manya berjalan mulus tanpa konflik, perbedaan atau per- 
debatan. Bahkan bisa jadi perbedaan-perbedaan adalah 
bunga kehidupan berumah tangga, yang semestinya tidak 
memunculkan duri yang melukai salah seorang anggota 
keluarga. Sebaliknya ia harus dikelola untuk menemukan 
saling pengertian terhadap kelebihan dan kekurangan 
masing-masing. Semangat saling pengertian yang menisca- 
yakan tidak adanya kekuasaan yang dominan dari satu 
pihak kepada pihak yang lain. Kekuasaan yang 
menempatkan satu pihak bisa mendidik, menyalahkan, 
mengadili bahkan menghakimi terhadap pihak lain yang 
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selamanya harus menjadi obyek untuk dididik, disalahkan 
dan dihakimi. Kekuasaan yang seperti ini pasti akan 
melahirkan kekerasan yang menistakan. 

Kita bisa mengambil dari keluarga Rasulullah Saw. 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 
Allah”. (OS. Al-Ahzab, 33: 21). Dalam sejarah rumah tangga 
Nabi Saw juga terjadi perbedaan dan perdebatan. Tetapi 
perbedaan ini sama sekali tidak melahirkan kekerasan. 
Dalam konflik yang sekeras apapun, Nabi Saw tidak pernah 
menggunakan media kekerasan untuk mengembalikan 
pada kebersamaan kehidupan bermuah tangga. 

Beberapa ayat al-Gur'an dalam surat al-Ahzab dan 
surat at-Tahrim merekam perdebatan yang pernah terjadi 
dalam kehidupan rumah tangga Nabi Saw. Lebih khusus 
antara Aisyah ra dan Hafsah ra sebagai isteri di satu sisi, 
dengan Nabi Saw sebagai suami. Puncak dari pertengkaran 
—atau lebih tepatnya perbedaan- ini, Nabi Saw bersumpah 
untuk tidak berkumpul bersama mereka selama satu bulan. 
Nabi Saw meninggalkan isteri dan tidur di dalam masjid 
selama dua puluh sembilan hari. Ketika pulang dan 
memasuki kamar Aisyah ra, Nabi Saw disambut dengan 
kata-kata: “Sumpah kamu kan satu bulan, ini baru dua puluh 
sembilan hari sudah pulang”. Nabi Saw tidak marah, cukup 
menjawab: “Satu bulan itu bisa dua puluh sembilan hari”. 
“Ohh.. ya”, jawab Aisyah ra. Nabi Saw kemudian masuk 
rumah dan pada akhirnya memberi pilihan kepada mereka, 
untuk tetap hidup bersama Nabi Saw dengan segala 
kelebihan dan kekurangan, atau berpisah agar bisa 
memperoleh apa yang mereka inginkan. 
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“Wahai Nabi, katakan kepada isteri-isterimu, jika kalian 
menginginkan kehidupan dunia dan kenikmatannya, mari 
aku berikan kesenangan itu dan kita berpisah dengan baik. 
Tetapi jika kalian menginginkan Allah, Rasul-Nya dan hari 
akhirat nanti, maka sesungguhnya Allah telah mempersiap- 
kan pahala yang besar bagi orang-orang yang berbuat baik 
dari kalian”. (OS. Al-Ahzab, 33: 28-29). 


Kisah konflik dalam keluarga Nabi Saw tersebut 
terekam dalam beberapa riwayat hadits. Di antaranya yang 
diriwayatkan Ibn Abbas ra, bahwa ia mendatangi Umar bin 
Khattab ra yang menceritakan: 


“Demi Allah, kami pada masa Jahiliyah tidak pernah 
memperhitungkan perempuan. Kemudian Allah menurun- 
kan beberapa ayat tentang mereka, dan memberikan hak 
kepada mereka. Suatu saat kami sedang berpikir untuk 
melakukan sesuatu, tiba-tiba isteriku mengusulkan: “Kerja- 
kan saja yang lain, ini atau itu”. 

Saya berkata kepadanya: “Apa hakmu berbicara dalam hal 
ini, tidak usah ikut campur pada urusanku”. 

Isteriku menjawab: “Aneh kamu ini, wahai anak al-Khattab, 
kamu tidak rela dibantah isterimu sendiri, padahal anakmu 
Hafsah isteri Nabi Saw sering memberi masukan dan 
membantah tawaran Nabi Saw, hingga pernah suatu ketika 
Nabi Saw marah seharian penuh”. 

Mendengar berita itu, Umar bergegas menemui Hafsah: 
“Puteriku, benarkah kamu sering membantah tawaran 
Rasulullah Saw hingga beliau pernah marah seharian? 
“Kami, para isteri, biasa melakukan itu”, kata Hafsah. 

“Aku peringatkan kamu, semestinya kamu takut akan siksa 
Allah SWT dan kemarahan Rasul-Nya. Janganlah karena 
cemburu terhadap salah satu isteri yang tercantik, lalu 
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membuat kamu berani melakukan hal itu terhadap 
Rasulullah”. 

Kemudian aku —kata Umar ra- keluar dari rumah Hafsah 
ra, dan mendatangi rumah Umm Salamah ra, salah seorang 
isteri lain dari Nabi Saw, karena hubungan kerabatku 
dengannya. Aku ceritakan perihal perilaku buruk anakku 
Hafsah terhadap Nabi Saw, dan kemarahanku kepadanya. 
Tetapi Umm Salamah ra menjawab penuh heran: 

“Aneh kamu ini, wahai anak al-Khattab, kamu mau men- 
campuri segala urusan orang lain, hingga urusan Ra- 
sulullah dan keluargapun kamu campuri”. 

Aku keluar dari rumah Umm Salamah ra dengan penuh 
malu. Ia telah mematahkan semangatku untuk ikut men- 
campuri urusan ini”. (Riwayat Bukhari Muslim, lihat 
teks lengkap dalam Ibn al-Atsir, Jami' al-Ushil, 11/481- 
482, no. hadits 854). 


Nabi Saw menghadapi beberapa perilaku para isteri 
yang tidak sesuai dengan keinginan beliau, dengan penuh 
bijaksana. Bahkan memberi kesempatan kepada mereka 
untuk berpikir, merenung dan menentukan sikap dan 
pilihan. Nabi Saw tidak marah dengan mengeluarkan kata- 
kata serapah, busuk dan kotor, apalagi melakukan pemu- 
kulan dan kekerasan. Nabi Saw cukup mulia untuk 
melakukan itu semua. Pada puncaknya, Nabi Saw hanya 
keluar dari rumah meninggalkan mereka dan duduk tinggal 
di dalam masjid. Bahkan jika perlu, selama satu bulan 
penuh meninggalkan mereka. Ini adalah model pendidikan 
yang diterapkan Nabi Saw kepada para isteri. Sebuah cara 
pergaulan yang memanusiakan perempuan. 

Sikap yang memanusiakan antar pasangan, suami 
dan istri, maupuan orang tua terhadap anak, akan menjadi 
basis perspektif keagamaan untuk tidak melakukan 
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kekerasan dalam bentuk apapun. Sikap inilah yang akan 
mengawali segala upaya setiap anggota keluarga, untuk 
mewujudkan kehidupan yang penuh dengan ketentraman 
dan kebahagiaan. Sikap yang berakar pada ajaran inti 
tauhid ini, pada gilirannya akan menjadi pondasi segala 
rumusan hukum Islam (figh) yang membebaskan manusia, 
terutama perempuan, dari segala bentuk kekerasan. 
Termasuk kekerasan dalam rumah tangga. 


Ijtihad Figh Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Hukum Islam yang hidup dalam kesadaran masya- 
rakat muslim di dunia ini, termasuk yang telah menjadi 
hukum positif dalam perundang-undangan yang berlaku di 
negara-negara muslim, sebenarnya adalah figh. Sebagian 
besar dari pandangan-pandangan figh ini berasal dari 
pandangan ijtihad empat madzhab terbesar, Hanafi, Maliki, 
Syafii dan Hanbali. Figh berasal dari akar f-g-h, yang 
berarti faham atau tahu. Ibn Manzhtir dalam Lisan al- Arab 
menyatakan bahwa kata al-fighu berarti pengetahuan terha- 
dap sesuatu atau pemahaman terhadap sesuatu, kemudian 
menjadi istilah secara khusus untuk ilmu-ilmu keagamaan, 
dan lebih khusus lagi untuk ilmu-ilmu hukum yang terkait 
dengan kasus-kasus parsial. (Ibn Manzur, tt: juz XII, hal. 
522). 

Secara terminologis, figh didefinisikan dengan 
berbagai ungkapan dan pernyataan. Tetapi secara umum 
definisi ini menyangkut empat kata kunci yang menjadi 
dasar, yaitu, ilmu---hukum syari ah---perbuatan manusia--- 
hasil ijtihad--dari dalil tafshili. Dalam pembahasan ilmu 
ushul figh, dibedakan antara al-adillah at-tafshiyyah dari al- 
adillah al-ijmaliyyah. Yang pertama merujuk pada teks-teks 
dari al-Our'an maupun Hadits yang menjadi dasar hukum 
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dari kasus-kasus parsial, seperti hukum shalat lima waktu 
adalah wajib didasarkan pada dalil wa agimii ash-shalah/ 
dirikanlah sembahyang. Ayat al-Our'an ini disebut sebagai 
dalil tafshili dari kasus wajibnya hukum shalat lima waktu. 
Sementara yang kedua, atau al-adillah al-ijmdliyyah, merujuk 
pada rumusan-rumusan metodologis yang didasarkan pada 
sejumlah ayat-ayat al-Our'an dan teks-teks hadits. Rumusan 
ini kemudian dianggap sebagai pola atau aksioma (al- 
ga'idah) dalam memaknai maksud hukum dari teks-teks 
tersebut. Seperti kaidah bahwa redaksi perintah harus 
dimaknai sebagai hukum wajib (al-ashlu ft al-amri lil-wujab). 
Aksioma ini menjadi dasar untuk memaknai ayat wa agimii 
ash-shalih dimaksudkan untuk mewajibkan hukum bersem- 
bahyang. Dengan demikian, dalil tafshili bisa diartikan 
sebagai teks-teks sumber hukum yang kasuistis. Sementara 
dalil ijmdli merupakan dasar-dasar metodologis. 

Diantara definisi figh yang bisa dianggap repre- 
sentatif adalah: “Ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum 
syari'at menyangkut perbuatan-perbuatan manusia, yang dipa- 
hami dari teks-teks syariy yang kasuistis (tafshili)”. 
(Muhammad ad-Dasugi dan Aminah al-Jabir, 1990: hal. 13- 
22). Muhammad ad-Dasugi dan Aminah al-Jabir, (1990), 
Mugaddimah fi Dirasat al-Figh al-Islami, Dauhah, Oatar. Dari 
definisi ini bisa disimpulkan sedikit beberapa karakter dasar 
figh, seperti disebutkan Wahbah az-Zuahili (1999: juz I, hal. 
18-25), yaitu, 

e Merujuk kepda wahyu Allah Swt (syari'at). 

e# Mencakup seluruh persoalan kehidupan, baika yang 
terkait antara relasi manusia dengan Allah Swt, mau- 
puan antara manusia dengan manusia yang bersifat 
privat maupun publik. 
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e Keterkaitan figh dengan nilai-nilai moral dan kelu- 
huran. 

e Konsekuesni hukum figh tidak hanya terhenti sebagai 
hukum positif di dunia, tetapi juga menjadi kekuatan 
moral spiritual yang bisa dituntut kelak di kehidupan 
akhirat. 

e Memiliki prinsip yang permanen, tetapi banyak meng- 
akomodasi fleksibelitas kemaslahatan umat manusia 
pada tataran praktik dan ketika berhadapan dengan 
realitas, selama masih bersesuaian dengan prinsip- 
prinsip yang permanen itu. 

Yang perlu didiskusikan di sini adalah keterkaitan 
figh dengan realitas yang berkembang. Secara konseptual 
figh telah mengenal metode “interaksi dengan realitas 
(ta'amul ma'a al-wdgi'), seperti tercantum dalam kaedah- 
kaedahnya, al-'idah muhakkamah (mendaulatkan adat 
kebiasan), atau kaidah al-ma'raf 'urfan kal-masyruthi syarthan 
(apa yang sudah menjadi adat kebiasaan, memiliki 
kekuatan hukum, sama seperti apa yang sudah tertulis — 
disyaratkan- dalam kontrak), atau kaedah yang cukup 
terkenal taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azmin (hukum 
bisa berubah mengikut perubahan zaman), Ats-tsibit bi al- 
'urfi tsabitun bi-dalilin syar'iyy (Apa yang ditetapkan oleh 
kebiasaan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 
apa yang ditetapkan oleh teks agama), atau isti'mal an-nis 
hujjatun yajibu al-'amal bihh (Kebiasaan masyarakat banyak 
adalah dasar hukum yang harus diikuti). Kaedah-kaedah 
seperti ini masuk dalam 'Konsep Adat (Nazariyyat al-Urf) 
dalam disiplin ilmu ushul figh. Dari kaedah-kaedah ini bisa 
disimpulkan bahwa figh telah mengakui perujukan 
terhadap adat kebiasaan yang berlaku. (lihat: Muhammad 
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az-Zuhaily, 1993). Muhammad az-Zuhaily, 1993, An- 
Nazariyyat al-Fighiyyah, Dar al-Oalam, Damaskus. 

Seperti yang telah ditegaskan bahwa figh meru- 
pakan hasil ijtihad ulama mengenai status hukum syari'at 
atas perbuatan-perbuatan manusia, dimana ijtihad hukum 
ini digali dari teks-teks syar'iy yang terkait langsung 
(tafshil!). Ijtihad ini menjadi sebuah keniscayaan untuk 
menjawab berbagai persoalan realitas yang terus berkem- 
bang, sementara teks-teks sumber sudah berhenti sejak 
kewafatan Rasulullah Saw. Dalam pernyataan Ibn Rushd 
(1995: juz I, hal. 3), realitas masyarakat itu tidak akan 
pernah terhenti dan tidak terbatas, sementara teks-teks itu 
sudah berhenti dan terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak 
mungkin bisa mencakup persoalan-persoalan yang tidak 
akan terhenti dan tidak terbatas. Karena itu, persoalan- 
persoalan realitas ini perlu dijawab dengan cara ijtihad- 
ijtihad hukum yang dilakukan para ulama figh, seperti yang 
telah dilakukan sejak pada masa sahabat sampai masa 
sekarang ini. Asy-Syahrastani juga mengatakan hal yang 
sama: 

“Secara umum, kita mengetahui dengan pasti dan yakin 
bahwa berbagai peristiwa dan kasus-kasus: baik dalam 
masalah ibadah maupun masalah kehidupan (interaksi sosial) 
tidak terhitung dan tidak terbatas. Kita juga mengetahui 
dengan pasti, bahwa tidak semua kejadian (atau perma- 
salahan) terdapat penjelasannya dalam teks (al-Our'an 
maupuan Hadits). Memang hal ini tidak mungkin. Karena 
teks-teks itu sesungguhnya terbatas, sementara kejadian- 
kejadian tidak akan pernah terbatas. Sesuatu yang tidak 
terbatas tidak terbatas tidak akan mampu dicakup oleh 
sesuatu yang terbatas. Karena itu, kita sangat yakin bahwa 
ijtihad atau giyas hukumnya wajib”. (Asy-Syahrastani, 
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1992: juz I, hal. 210). Abu al-Fath Muhammad bin Abd 
al-Karim Asy-Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal, ed. 
Ahmad Fahmi Muhammad, 1992: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyyah, Beirut, Libanon. 

Karena keterikatannya dengan realitas, baik yang 
dihadapi seorang mujtahid yang melakukan penggalian 
hukum maupun realitas masyarakat sekitar yang menuntut 
jawaban hukum, maka figh tidak bisa dikatakan jauh atau 
berada di atas realitas. Figh justru lahir, hidup dan bergelut 
bersama realitas, tetapi dengan panduan dan dasar-dasar 
dari teks-teks (an-nushiish), yaitu al-Ouran dan Hadits. 
Karena itu, figh bisa bersifat fleksibel untuk menjawab 
kasus yang berbeda-beda, bahkan bisa jadi hanya untuk 
suatu kasus tertentu saja yang tidak bisa dipaksakan pada 
kasus lain di tempat dan atau waktu yang berbeda. Yang 
lebih pasti lagi, figh selama peradaban Islam ini telah 
melahirkan berbagai madzhab, pandangan dan pendapat- 
pendapat yang beragam bahkan berbeda dan bertentangan 
antara satu dengan yang lain. Ragam pandangan ini 
merupakan sebuah keniscayaan dari adanya ragam realitas 
yang hadir dalam kehidupan nyata. Di samping itu, ia 
merupakan kekayaan intelektual yang sangat bermanfaat 
dan bisa saja menjadi jalan keluar bagi generasi berikutnya, 
yang mengahadapi relitas yang lebih nyata dari apa yang 
terjadi sebelumnya. 

Contoh paling nyata dari ragam pandangan figh 
adalah adanya madzhab-madzhab dalam figh yang 
berkembang sepanjang sejarah peradaban Islam. Saat ini, 
yang populer yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam 
di dunia adalah empat madzhab, Madzhab Hanafi yang 
merujuk pada Imam Abu Hanifah (w. 150H/767M), 
Madzhab Maliki yang merujuk pada Imam Malik bin Anas 
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(w. 179H/795M), Madzhab Syafi'i yang merujuk pada Imam 
Muhammad bin Idris asy-Syafii (w. 204H/820M) dan 
Madzhab Hanbali yang merujuk pada Imam Ahmad bin 
Hanbal (w. 241H/855M). Di samping banyak lagi madzhab- 
madzhab figh yang lain, yang juga dikenal saat ini adalah 
Madzhab Ja'fari yang merujuk pada Imam Ja'far ash- 
Shadig, Madzhab Zhahiri yang merujuk pada Imam Dawud 
bin Khalaf azh-Zhahiri (w. 270H/884M). 

Ragam madzhab dan pandangan ini terjadi karena 
figh adalah pemahaman, baik ketika menggali hukum dari 
sumber-sumbernya atau ketika menerapkannya dalam aras 
realitas. Pemahaman ini muncul dan lahir sebagai proses 
penalaran terhadap sumber-sumber hukum (al-Our'an dan 
Hadits). Tujuannya, untuk mempertegas kesesuaian antara 
maksud yang diinginkan oleh sang '“Pembicara' teks (al- 
mutakallim), makna menurut sang penerima teks (al- 
mutalaggi) dan konstruksi bahasa yang digunakannya (al- 
usliib al-lughawi). Karena itu, Ibn al-Gayyim (w. 751H) 
menyatakan: “Figh itu lebih dalam dari sekedar pemahaman 
terhadap makna, ia pemahaman terhadap keinginan sang 'Pem- 
bicara' dari susunan kalimatnya. Ini tentu memiliki kadar yang 
lebih dari sekedar konstruksi lafal dalam ilmu bahasa. Perbedaan 
manusia dalam mencerna hal ini, akan mengakibatkan perbedaan 
mereka dalam hal figh dan pemahaman terhadap agama” . (Ibn al- 
Oayyim al-Jawzi, tt: juz I, hal. 219). Ibn al-Oayyim al-Jawzi, 
Vlam al-Muwaggi'in, Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, ed. 
“Abd ar-Ra'uf Sa'd. 

Karena itu, sekalipun ulama sepakat bahwa rujukan 
utama figh adalah teks-teks, tetapi dalam tataran nalar 
kognitif (ijtihid istinbithi) dan nalar implementatif (ijtihad 
tathbigiy) mereka berbeda pendapat. Perbedaan ini secara 
jujur diakui oleh mereka, sehingga klaim kebenaran tidak 
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mendominasi perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara 
mereka. Dari perbedaan-perbedaan mereka ini bisa dikata- 
kan figh adalah pilihan pandangan-pandangan, yang dalam 
satu persoalan bisa terjadi kontradiksi antara satu 
pandangan dengan pandangan yang lain. Kontradiksi ini 
tentu saja tidak terjadi pada substansi teks, tetapi pada 
pemahaman-pemahaman terhadap teks, yang bisa karena 
literal teks dan bisa —ini yang terbanyak- karena perbedaan 
kondisi realitas-realitas, baik yang melatari teks, maupun 
yang mengitari pembaca teks itu sendiri. 

Dalam persoalan ibadah, yang dalam figh dianggap 
sesuatu yang harus diterima apa adanya (tawagguf), tidak 
perlu dirasionalisasikan (ghair ma'giil al-ma'na), ulama 
berbeda pendapat terutama pada hal-hal penjelasan yang 
rinci dan wilayah penerapan. Karena setelah al-Our'an 
selesai turun dan Nabi Muhammad SAW wafat, semua itu 
hanya berkisar pada figh, atau pemahaman, yang memiliki 
keterbatasan-keterbatasan, baik pada realitas pembaca, 
masyarakat maupun teks itu sendiri. Tentu saja untuk tema- 
tema yang terkait dengan persoalan kemasyarakatan (figh al- 
mu'amalat) akan lebih terbuka kepada perdebatan dan 
perbedaan. Pertama, karena teks yang ada tidak lebih 
banyak dari teks yang terkait dengan figh ibadah. Kedua, 
karena ia selalu bersentuhan dengan realitas kemanusiaan 
yang selalu berkembang dan jauh lebih kompleks daripada 
persoalan ibadah. Figh muw'amalat banyak bergumul 
bersama realitas, yang dari pergumulan ini lahir berbagai 
pandangan yang bisa menjadi alternatif di kemudian hari, 
sekaligus menandakan fleksibilitas figh sehingga tidak 
hanya terhenti pada pandangan masa sebelumnya semata. 
Setiap generasi dituntut untuk melahirkan gagasan dan 
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pandangan yang sesuai dan bisa menyelesaikan persoalan 
zamannya. 

Karena keterkaitan figh dengan realitas ini, kita bisa 
memaklumi banyak pandangan figh yang membolehkan 
kekerasan terhadap istri, dengan alasan sebagai pendidikan 
atau alasan hak suami atas istri. Ini tentu saja pengaruh dari 
konstruksi sosial masyarakat yang hidup mengitari hasil 
ijtihad figh pada saat itu. Mulai dari paling ekstrim, yang 
membolehkan pemukulan dengan benda-benda tertentu, 
hingga pendapat mengenai pemukulan sederhana sekedar 
menunjukkan kekuasaan suami atas istri. Syekh Nawawi, 
Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani (1314H/ 
1897M), misalnya mendaftar beberapa alasan yang 
memperkenankan suami memukul isteri. Yaitu jika isteri 
tidak mau berhias padahal suami menghendaki, tidak 
memenuhi ajakan suami untuk berhubungan intim, keluar 
rumah tanpa izin suami, memukul anak kecil yang sedang 
menangis, merobek baji suami, memegang janggut suami, 
mengatakan kucapan 'keleda' atau 'bodoh' ke hadapan 
suami sekalipun karena dihardik suami, memperlihatkan 
muka kepada oran lain, berbicara dengan orang yang bukan 
mahram, atau berbicara dengan suami dengan suara lan- 
tang agar terdengar orang lain, atau jika isteri memberikan 
kepada orang lain dari rumah suami, sesuatu yang se- 
mestinya harus disimpan dan dirawat. 

Memang mayoritas ulama, termasuk Syekh Nawawi 
Banten, menentukan bahwa yang diizinkan adalah pukulan 
yang terbatas dan terukur. Dalam bahasa figh, adalah 
pukulan yang tidak melukai (dharban ghairu mubarrih). 
Beberapa ulama juga melarang memukul beberapa anggota 
tubuh, seperti wajah, tulang dan alat-alat vital. Dalam tafsir 
Jami'ul al-Bayan, karya Imam ath-Thabari (w. 310H), 
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banyak ulama yang mendeskripsikan pukulan yang 
terukur, yaitu pukulan dengan siwak atau kayu pembersih 
gigi. Tetapi pemberian peluang kepada suami untuk memu- 
kul isteri, pada prakteknya sering disalah-gunakan dan 
banyak yang terjadi berlebihan, dengan mengatasnamakan 
agama. Masyarakat pun berdalih untuk tidak terlibat pada 
kasus keluarga, sekalipun sudah melampaui batas. Seperti 
pada kasus-kasus di atas. 

Dalam penafsiran sendiri, beberapa ulama memper- 
kenankan pemukulan yang berlebihan, bahkan yang 
menistakan sekalipun. Misalnya, dalam sebuah tafsir yang 
ditulis Abu Hayyan al-Andalussi (w. 745 H) al-Bahr al- 
Muhith, dinyatakan bahwa: 


“(Dalam menghadapi isteri yang nusyuz), seorang suami 
mengawali dengan nasehat yang lembut, jika tidak 
bermanfaat maka bisa dengan kata-kata kasar, kemudian 
meninggalkan ranjang dan tidak menggaulinya, kemudian 
dengan berpaling dari isteri sepenuhnya, kemudian bisa 
memukul dengan ringan, seperti tempeleng atau cara lain 
yang membuatnya merasa terhina dan jatuh martabatnya, 
kemudian bisa memukul dengan cambuk atau galah lembu 
atau sejenisnya yang bisa membuatnya sakit dan jera, tetapi 
tidak boleh mematahkan tulang atau mengucurkan darah. 
Jika semua itu tidak membuahkan hasil, suami bisa 
mengikat sang isteri ke suatu tempat dengan tali, lalu 
dipaksa melayani hubungan intim. Karena semua itu 
adalah hak suami”. (al-Andalusi, al-Bahr al-Muhith, jua 
III, hal. 252). 


Dalam tataran praktek, sekalipun mayoritas ulama 
memberikan aturan pemukulan, tetapi banyak sekali kasus- 
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kasus yang melampau batas-batas yang telah digariskan. 
Kasus-kasus ini tidak sedikit yang mengatasnamakan 
'kebolehan dari Islam, seperti kasus-kasus yang telah 
disebutkan di atas. Beberapa ulama di Saudi Arabia, misal- 
nya, dan tentu di belahan bumi lain, masih banyak yang 
menyatakan bahwa pemukulan suami terhadap istri 
merupakan media pendidikan yang sesuai bagi laki-laki 
terhadap perempuan. Sementara pendidikan perempuan 
terhadap laki-laki, atau suami, adalah dengan cara me- 
nangis di hadapan laki-laki. Laki-laki harus tegas dalam 
mendidik, sementara perempuan harus menggunakan 
kekuatan-kekuatan emosi. Fatwa yang seperti ini, tentu saja 
akan melanggengkan kekerasan yang terus-terus menimpa 
perempuan dan menjalar ke anak-anak. 

Karena itu, pada konteks sekarang ini, kita harus 
menolak pandangan-pandangan yang membolehkan pemu- 
kulan terhadap istri. Sebaliknya, kita harus memilih pan- 
dangan yang lebih sesuai dengan ajaran tauhid, prinsip 
kemanusiaan dan prinsip kasih sayang. Yaitu sesuatu yang 
asasi dalam Islam itu sendiri. Pemukulan terhadap istri, 
apapun bentuknya, adalah pelanggaran terhadap ajaran 
kasih sayang dan anjuran keluarga sakinah, mawaddah wa 
rahmah, yang ditegaskan al-Our'an. 

Kita sebenarnya memiliki pandangan yang lebih 
tegas dalam hal ini. Pandangan yang secara jelas menya- 
takan bahwa pemukulan terhadap istri pada dasarnya 
adalah makruh. Pandangan ini dinyatakan Imam Atha'(w. 
126 H/744 M), seorang tabi'in yang berguru langsung 
terhadap para sahabat Nabi Saw. Ibn 'Arabi, seorang ulama 
besar dari Mazhab Maliki, mengutip pandangan ini dalam 
tafsirnya Ahkam al-Our'in: 
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"Ini pandangan figh Imam "Atha', dengan pemahamannya 
yang dalam terhadap syari'ah dan ketekunannya mengge- 
luti soal-soal ijtihad, dia meyakini bahwa redaksi 'pukullah' 
pada ayat ini adalah hanya menunjukan kebolehan saja. 
Tetapi dia sendiri memilih menyatakan (bahwa memukul 
itu hukumnya) makruh, dengan argumentasi lain. Yaitu 
hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Abdullah bin Zam'ah, 
bahwa Nabi Saw bersabda: "Sesungguhnya aku tidak 
senang (benci) terhadap lelaki yang memukul istrinya ketika 
dia marah, padahal bisa saja setelah itu menggaulinya pada 
hari yang sama”. (Ibn “Arabi, juz I, hal. 420). 


Imam 'Atha' paham betul ada ayat al-Our'an dalam 
surat an-Nisa, ayat ke-34, yang membolehkan suami me- 
mukul istri, ketika dianggap nusyuz. “Wanita-wanita yang 
kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 
Maha Tinggi lagi Maha besar”. (OS. An-Nisa, 4: 34). Tetapi 
kebolehan ini tidak bersifat mutlak. Ia diikat dengan ber- 
bagai perintah pada ayat-ayat lain, dan teladan Nabi Saw. 
Yaitu ayat perintah mengenai berbuat baik, penghormatan 
terhadap istri dan larangan mencedari istri. Teladan Nabi 
Saw, juga seperti disebutkan di pembahasan di atas, 
menegaskan betapa konflik dalam keluarga Nabi Saw tidak 
pernah dan tidak perlu diselesaikan dengan media 
pemukulan. Beberapa pernyataan Nabi Saw, juga dengan 
tegas menyatakan larangan pemukulan terhadap istri. “Ld 
tadhriba ima Allah, Janganlah kamu sekalian memukul para 
perempuan”, demikianlah dikatakan Nabi Saw. Pernyataan 


367 


lain: “Mereka suami yang suka memukul isteri bukanlah 
orang-orang yang terbaik”. (Riwayat Abu Dawud). 

Dalam riwayat Bahz bin Hakim bin Mw'awiyah, 
bahwa kakeknya bertanya kepada Nabi Saw: “Wahai 
Rasulullah, apa hak isteri kita, dan apa yang boleh kita 
lakukan denganya dan apa yang tidak boleh dilakukan?. 
Nabi menjawab: “Kamu berhak menggauli isterimu 
bagaimanapun kamu suka, kamu harus memberi makan 
dari yang kamu makan, memberinya pakaian seperti yang 
kamu pakai, jangan mencemooh di depan wajah dan jangan 
memukulnya”. (Riwayat Abu Dawud, lihat: Ibn al-Atsir, 
VII/329, no. hadits: 4717). 

Riwayat lain, dalam hadits Bukhari, Muslim dan 
Turmudzi, dari “Abdullah bin Zam'ah, bahwa Rasulullah 
Saw bersabda: “Janganlah sekali-kali seseorang diantara 
kamu memukul isterinya, layaknya seorang hamba saja, 
padahal di penghujung hari ia mungkin akan menggauli- 
nya”. (lihat: Ibn al-Atsir, VII/329, no. hadits: 4718). 

Semestinya tidak ada seorangpun berhak melakukan 
kekerasan terhadap perempuan, seperti pemukulan, dengan 
alasan pendidikan. Apalagi dengan mendasarkan pada tun- 
tutan, anjuran atau kewenangan yang diberikan agama. 
Kekerasan sama sekali tidak sesuai dengan perilaku, nase- 
hat dan peringatan Nabi Saw. Pemukulan, atau segala 
bentuk perilaku kekerasan terhadap isteri, bukan merupa- 
kan bentuk pergaulan yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf) se- 
perti diperintahkan al-Our'an, tidak sesuai dengan anjuran 
penghormatan terhadap perempuan (ma akramahunna illa 
karim) dan bentuk pelanggaran terhadap wasiat Nabi Saw 
untuk berbuat baik terhadap perempuan (ishtaushu bin nisii 
khairan). Lebih dahsyat lagi, mereka yang memukul isteri, 
dicap Nabi Saw sebagai orang-orang yang jahat dan busuk 
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(laysa ulaika bikhiyarikum). Memukul isteri, apapun alasan- 
nya, adalah bertentangan dengan anjuran, harapan dan 
perilaku sehari-hari Nabi Saw terhadap para isteri. 

Nabi Saw sendiri bersedia bersabar ketika meng- 
hadapi berbagai perbedaan dan perlakuan dari isteri beliau. 
Bahkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk 
mengekspresikan keinginan mereka, memberikan masukan 
dan menentukan pilihan yang sesuai dengan harapan 
mereka. Tanpa ada kata-kata penghinaan, pelecehan, meng- 
hardik, apalagi ucapan-ucapan keji dan kotor. Mungkin 
beberapa orang dari umat Islam kecewa melihat perilaku 
Aisyah ra atau Hafsah ra yang pernah menggugat Nabi 
Saw, memalukan bahkan memboikot untuk tidak 
berhubungan intim selama dua bulan. Di antara mereka ada 
yang mencap Aisyah ra kafir, atau fasig, atau paling tidak 
dianggap perempuan yang emosional, penuh rasa cemburu, 
sombong dan karena umurnya yang masih muda kurang 
pertimbangan yang matang. Sebagian memahami sebagai 
ijtihad Aisyah ra, yang jika benar memperoleh dua pahala, 
jika salah akan memperoleh satu pahala. Lebih dari itu, ada 
yang berpendapat bahwa keberanian Aisyah ra terhadap 
Nabi Saw adalah cermin dari keberhasilan Nabi Saw 
mengangkat harkat dan mendidik kemandirian perempuan. 
Perempuan, seperti dikatakan Umar ra, pada masa itu tidak 
memiliki tempat sama sekali. Mereka tidak pernah 
diperhitungkan, tidak pernah diajak bicara, dan kalaupun 
berbicara tidak akan diterima. Umar ra sendiri, seperti 
dikatakanya masih tidak suka melihat isterinya membantah 
apa yang dikatakannya. Tetapi menanamkan kesadaran 
revolusioner untuk membuat perempuan menjadi manusia 
mandiri, yang dihargai dan dihormati kemanusiaannya. 
Nabi Saw lebih memilih menegosiasikan kesepakatan 


369 


keluarga dengan isteri-isteri mereka, dan memberikan hak 
sepenuhnya untuk memberikan pilihan terhadap apa yang 
mereka inginkan. Nabi Saw menerima untuk digugat, 
dipermalukan, bahkan diboikot, sebagai proses pendidikan 
kemandirian perempuan untuk menentukan pilihan 
mereka. 

Dalam proses ini, Nabi Saw tidak pernah menggu- 
nakan media kekerasan, kata-kata penghinaan, ucapan 
kotor, apalagi pemukulan. Mungkin Nabi Saw terkadang 
membiarkan mereka yang melakukan pemukulan, beberapa 
sahabat juga melakukan, atau para ulama sendiri memper- 
kenankan dengan batasan-batasn tertentu. Ini semua harus 
dipahami sebagai proses pelarangan yang bertahap, yang 
tidak bisa serta merta karena kondisi sosial yang belum 
memungkinkan. Tetapi secara prinsip, kekerasan dan pele- 
cehan tidak diperkenankan dalam Islam. Ia bisa diperke- 
nankan ketika nyata memberikan dampak positif pada 
proses pendidikan (lil ishlah bainahumd). Ketika ia tidak 
memberikan dampak positif, maka ia kembali pada hukum 
semula haram. Nabi Saw sendiri tidak menganjurkan dan 
tidak melakukannya sepanjang hidup beliau. Orang-orang 
yang menjadikan Nabi Saw sebagai teladan (uswah hasanah), 
semestinya tidak pernah berpikir untuk memukul perem- 
puan seperti yang tidak pernah Nabi Saw lakukan, tidak 
memperkenankan siapapun untuk memukul perempuan 
seperti yang juga Nabi Saw tidak pernah membolehkan, 
apalagi menganjurkan pemukulan dengan mengatas- 
namakan agama, karena justru Nabi Saw menganggap 
mereka yang memukul perempuan sebagai orang yang 
tidak bermoral baik. Seperti yang dikatakan Imam Ali bin 
Abi Thalib ra: “Hanya orang-orang mulia yang akan 
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memuliakan perempuan, dan hanya orang-orang hina yang 
menistakan perempuan”. 

Atas berbagai pertimbangan di atas, pandangan figh 
pada saat sekarang ini seharusnya memilih dan mene- 
gaskan ijtihad yang telah dikumandangkan Imam Atha 
pada abad pertama hijriah. Demikianlah yang dilakukan 
ulama terkemukan dari Maroko, syaikh Muhammad Thahir 
Ibn 'Asyur (w. 1393H/1973M). Dia menyatakan bahwa 
wewenang “memukul istri” diberikan kepada suami demi 
kebaikan kehidupan rumah tangga. Ketika pemukulan 
tidak lagi bisa efektif untuk memulihkan kehidupan rumah 
tangga yang baik, seperti yang terjadi pada saat-saat 
sekarang ini, maka wewenang itu bisa dicabut. Bahkan, 
pemerintah bisa melarang tindakan pemukulan itu dan 
menghukum mereka yang tetap menggunakan pemukulan 
sebagai media pemulihan hubungan suami-isteri. Ada 
banyak cara yang lebih manusiawi untuk memulihkan 
hubungan suami-isteri, yang tidak menistakan perempuan. 


"Jika para penguasa Ipemerintah) menjumpai para suami 
tidak lagi bisa menempatkan hukuman syari'ah secara 
benar dan pada tempatnya, dan tidak bisa berhenti pada 
batasan-batasannya yang telah ditentukan, maka peme- 
rintah boleh mencabut hak penghukuman dari tangan 
mereka. Dan pemerintah juga memberitahukan pada para 
suami itu, bahwa orang yang memukul isterinya, justru 
akan diberi sanksi. Agar kekerasan antara suami dan istri 
tidak menjadi semakin besar, apalagi ketika “spirit ke- 
imanan' sudah melemah.” (Ismail Hasani, 1999: hal. 210). 
"Sebenarnya sumber pemukulan terhadap isteri adalah 
kemaksiatan dan kebencian, dan hal semacam ini 
merupakan tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. 
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Oleh karenanya, tidak benar menjadikan tradisi seperti ini 
sebagai dalil (dasar) bagi kebolehan seorang suami memukul 
isterinya. Karena peraturan seperti ini memperhatikan 
(mempertimbangkan) tradisi masyarakat Arab ketika itu, 
sebagaimana memperhatikan pula perbedaan tradisi bangsa 
lainnya.” (Ismail Hasani, 1999: 207). 


Ini adalah salah satu pandangan ijtihad figh yang 
terekam dalam khazanah figh Islam. Pandangan yang bisa 
kita pilih untuk menegaskan prinsip Islam yang anti 
terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 
Tentu saja masih banyak rumusan figh yang diperlukan 
untuk memastikan prinsip-prinsip pernikahan yang sakinah 
dan mawaddah, sebagaimana sudah ditegaskan pada 
pembahasan sebelumnya. Karena persoalan KDRT tidak 
hanya persoalan pemukulan dan kekerasan fisik. Tetapi 
lebih dari itu, adalah persoalan ketimpangan relasi dan 
perendahan terhadap martabat kemanusiaan perempuan. 
Sejak pertama kali perempuan diikat dalam akad perni- 
kahan, sampai ketika menjadi ibu atas anak-anak yang 
dilahirkannya. 

Kita harus memastikan, pandangan-pandangan figh 
yang kita ajarkan haruslah yang mengakar pada prinsip 
ketauhidan, kesederajatan dan anti terhadap segala jenis 
kekerasan. Dalam hal perkawinan, figh harus menegaskan 
bahwa lembaga perkawinan dalam Islam bukan lembaga 
perbudakan, yang meleburkan jati diri seseorang ke dalam 
jati diri pasangannya. Setiap pasangan tetap memiliki hak 
kemandiriannya untuk menjadi diri sendiri. Kemandirian 
ini dipertemukan antara dua diri untuk menjadi kekuatan 
yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam 
bahasa al-Our'an, isteri adalah pakaian bagi suami dan 


372 


suami adalah pakaian bagi sang isteri (OS. Al-Bagarah, 2: 
187). Untuk menjamin kemandirian dan kebersamaan ini, 
ada beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar. Yaitu 
seperti yang tertulis dalam beberapa ayat al-Our'an adalah, 
prinsip-prinsip (1) kerelaan kedua belah pihak dalam 
kontrak perkawinan (taridlin| (OS. Al-Bagarah, 2: 232-233), 
(2) tanggung jawab Jal-aminah| (OS. An-Nisa, 4: 48), (3J 
independensi ekonomi dan politik masing-masing (OS. Al- 
Bagarah, 2: 229 dan an-Nisa, 4: 20), (4) kebersamaan dalam 
membangun kehidupan yang tentram Jas-sakinah) dan 
penuh cinta kasih fal-mawaddah wa ar-rahmah) (OS. Ar-Rum, 
30:21), (5) perlakuan yang baik antar sesama (mu'isyarah bil 
marafl (OS. An-Nisa, 4:19), (6) berembug untuk menye- 
lesaikan persoalan (musyiwarah) (OS. Al-Bagarah, 2:233, Ali 
Imran, 3:159 dan Asy-Syura, 42:38). 

Dengan prinsip-prinsip ini, perempuan seharusnya 
memperoleh jaminan untuk tidak diperlakukan secara 
diskriminatif, apalagi menjadi obyek kekerasan dalam relasi 
perkawinan. Pada persoalan pilihan pasangan misalnya, 
perempuan harus diberi kesempatan untuk memilih dan 
menetukan. Ketika dipaksa menikah, pernikahannya harus 
dibatalkan atau ia diberi kesempatan untuk menentukan, 
meneruskan atau membatalkan pernikahan tersebut. De- 
ngan pemahaman ini, kawin paksa atau perjodohan, seha- 
rusnya dihentikan. Kalau kita mau mengambil pelajaran 
dari dialog yang terjadi antara seorang anak perempuan, 
ayahnya dan Nabi Muhammad SAW, semestinya praktek 
kawin paksa terhadap perempuan tidak terjadi dalam 
masyarakat yang mengaku sebagai pengikut Nabi 
Muhammad Saw. Seribu empat ratus tahun yang lalu, 
seorang perempuan mengemukakan pernyataan yang 


373 


sangat lantang di hadapan Nabi SAW dan para sahabat: 
“Aku lebih berhak tentang perkawinan diriku daripada ayahku”. 

Kisahnya, seperti yang dituturkan Aisyah ra, bahwa 
ada seorang remaja perempuan yang datang menemuinya 
seraya berkata: 


“Ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya, agar 
status sosialnya terangkat olehku, padahal aku tidak suka”. 
“Duduklah, sebentar lagi Rasulullah datang, nanti aku 
tanyakan”, jawab Aisyah. Ketika Rasulullah SAW datang, 
langsung diungkapkan di hadapan beliau persoalan perem- 
puan tadi. Beliau memanggil orang tua si perempuan (sam- 
bil memberi peringatan), dan mengembalikan persoalan itu 
kepada si perempuan untuk memberikan keputusan. Di 
hadapan mereka, remaja perempuan tadi menyatakan 
(dengan tegas): “Aku izinkan apa yang telah dilakukan 
ayahku, tetapi aku ingin memberikan peringatan sekaligus 
pernyataan untuk semua perempuan: bahwa mereka para 
orang tua sama sekali tidak memiliki hak atas persoalan 
(pernikahan) ini”. (Riwayat an-Nasa'i, lihat Jami' al- 
Ushiil, no. hadis: 8974, juz XII, hal. 142). 


Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, 
Malik, Abu Dawud dan an-Nasa'i, bahwa ketika seorang 
perempuan yang bernama Khansa binti Khidam ra merasa 
dipaksa dikawinkan oleh orang tuanya, Nabi mengem- 
balikan keputusan itu kepadanya, mau diteruskan atau 
dibatalkan, bukan kepada orang tuanya. Bahkan dalam 
riwayat Abu Salamah, Nabi Saw menyatakan kepada 
Khansa r.a.: “Kamu yang berhak untuk menikah dengan 
seseorang yang kamu kehendaki”. Khansapun pada akhir- 
nya kawin dengan laki-laki pilihannya Abu Lubabah bin 


374 


Abd al-Mundzir r.a. Dari perkawinan ini ia dikarunia anak 
bernama Saib bin Abu Lubabah. (Lihat: Jamaluddin 
Abdullah bin Yusuf az-Zayla'i, Nashb ar-Rayah Takhrij 
Ahidits al-Hidayah, 2002: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, Beirut, 
juz III, hal. 232). 

Seharusnya figh memandang perempuan, sebagai 
calon mempelai, memiliki hak lebih kuat daripada kedua 
orang tuanya. Kedua orang tua, apalagi saudara yang lebih 
jauh, tidak berhak untuk memaksakan kehendak dalam hal 
pemilihan pasangan hidup. Pemaksaan tidak akan pernah 
melahirkan kerelaan, ketulusan, apalagi kebahagiaan, 
sekalipun untuk hal-hal yang memang diperlukan oleh 
mereka yang dipaksa. Ia hanya akan melahirkan hipokritas 
relasi keluarga, bahkan pertengkaran dan pertentangan. 
Moralitas keber-agama-an sejatinya ditanamkan secara 
partisipatoris untuk menjadi pilar dalam membangun 
kehidupan berkeluarga, bukan menjadi 'cambuk' yang 
mengancam orang agar selalu taat dengan peraturan dan 
norma perkawinan. 

Pernikahan adalah persoalan pilihan pasangan 
hidup, yang tentu harus dikembalikan kepada kedua calon 
mempelai. Dalam figh sendiri sudah dinyatakan bahwa 
persoalan pilihan ini bertumpu pada kedewasaan dan 
kematangan seseorang (al-buligh wa ar-ruhsd), bukan pada 
jenis kelamin. Dalam arti lain, ketika seseorang telah sampai 
pada tingkat tertentu yang mengindikasikan kedewasaan 
dan kematangan, maka ia berhak untuk menentukan 
pilihan yang menyangkut dirinya. Kedewasaan dalam figh 
misalnya bisa diindikasikan dengan beberapa hal, tum- 
buhnya bulu kelamin, menstruasi, mimpi basah, dan umur 
tertentu. Tentu setiap masyarakat bisa menentukan sendiri 
kapan seseorang sudah bisa dianggap dewasa dan matang. 
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Karena itu, ijtihad figh yang kita pilih saat ini, 
haruslah ijtihad yang mendasarkan pada kemanusiaan 
perempuan. Bahwa perempuan itu memiliki kapasitas yang 
sama dalam hal memilih pasangan, sehingga tidak perlu 
lagi ada pandangan yang membolehkan wali atau siapapun 
untuk memaksakan perkawinan kepada perempuan. Begitu 
juga masalah pengelolaan rumah tangga, rumusan figh 
yang dipilih harus yang memandang martabat kemanu- 
siaan perempuan, yang memiliki kemampuan sekaligus 
keterbatasan. Kehidupan berumah tangga pada dasarnya 
adalah seni pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejah- 
teraan. Seni yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih 
kedua belah pihak, suami dan isteri. Dari cinta kasih ini 
lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan 
persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga. 
Pembagian ini tentu tidak bisa atas dasar jenis kelamin. 
Tetapi atas dasar kesempatan dan kemampuan. Karena 
mungkin saja, seseorang dengan jenis kelamin tertentu, 
pada kondisi tertentu, tidak memiliki keahlian dan 
kemampuan untuk menunaikan tugas rumah tangga. 

Karena itu, ijtihad figh yang kita pilih, adalah ijtihad 
yang memandang pembagian pekerjaan rumah tangga, 
kewajiban, maupun tugas-tugas harian, dengan didasarkan 
pada keahlian dan kemampuan, bukan pada jenis kelamin 
(OS. Al-Bagarah, 2: 286). Asumsi bahwa pekerjaan rumah 
tangga adalah kewajiban perempuan, apalagai kodrat, 
adalah sepenuhnya salah. Betapa Nabi Muhammad Saw 
telah mencontohkan bahwa di dalam rumah beliau selalu 
melakukan kerja-kerja rumah tangga, menjahit baju dan 
sandal, memerah susu, melayani isteri dan melakukan 
pekerjaan-pekeraan rumah lain. (Mahmud Abu Syuggah, 
1991: juz VI, hal. 130). 
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Dalam suatu teks hadits yang diriwayatkan Imam al- 
Bukhari, dinyatakan: 


Dari al-Aswad berkata: aku bertanya kepada Aisyah ra: 
“Apakah yang dikerjakan Nabi ketika berada di dalam 
rumah?. Aisyah menjawab: “Dia selalu berada dalam tugas 
pelayanan terhadap keluarga, ketika datang waktu shalat, 
dia keluar untuk shalat”. (H.R. Bukhari). 


Tetapi bukan berarti perempuan dilarang untuk 
melakukan kerja-kerja domestik di dalam rumah, atau laki- 
laki diharuskan untuk mengambil alih kerja-kerja tersebut. 
Figh adil gender yang dimaksud, adalah figh yang me- 
mandang kehidupan berumah tangga sebagai kehidupan 
bersama antara isteri dan suami. Figh yang menganjurkan 
kedua pasangan untuk memiliki komitmen untuk saling 
melayani, menyenangkan dan memuaskan. Termasuk 
dalam kerja-kerja domestik di dalam rumah tangga. Jika 
suami ingin dibuatkan kopi misalnya, istri juga mungkin 
ingin dibantu menjemurkan pakaian. Atau sebaliknya. Yang 
penting dalam relasi yang adil gender, tidak ada seseorang 
yang diposisikan untuk selalu melayani yang lain, dalam 
persoalan rumah tangga. Istri menjadi pelayan selamanya, 
kapanpun dan dimanapun. Dan suami sebagai majikan 
yang selalu menuntut dan meminta. Dan tidak berlaku 
sebaliknya. 

Dalam persoalan hubungan intim misalnya, pe- 
rempuan tidak bisa diposisikan sebagai pelayan dan suami 
adalah yang dilayani. Sehingga, ia selalu dituntut untuk 
memberikan kepuasan terhadap suami, kapan dan di 
manapun. Sementara dirinya tidak diberi kesempatan untuk 
memperoleh kepuasan. Perilaku ini menyalahi ajaran dasar 
Islam. Dalam bahasa al-Our'an disebutkan bahwa suami 
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adalah baju bagi isteri, dan sebaliknya isteri adalah baju 
bagi suami (Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn, 
OS. Al-Bagarah, 2: 187). Ayat ini lahir dalam konteks 
hubungan intim antara suami dan isteri. Sehingga bisa 
dikatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seksual menurut 
al-Our'an, adalah persoalan yang bersifat timbal balik. Jika 
ingin dipuaskan pasangannya, tentu ia pada saat yang sama 
harus bisa memuaskan. Kepuasaan yang searah adalah 
kepuasan yang semu dan egoistik, yang tidak akan pernah 
bisa menciptakan ketentraman, ketenangan, apalagi kese- 
jahteraan. Bagi Imam al-Ghazali, memuaskan suami adalah 
kewajiban isteri, pada saat yang sama memuaskan isteri 
juga merupakan kewajiban suami. 

Pelayanan seksual yang bersifat timbal balik harus 
diawali dengan saling pengertian, saling mengkondisikan, 
tidak memaksa, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Suami 
harus bisa mengerti ketika sang isteri menolak hubungan 
intim karena persoalan kelelahan, kesehatan, apalagi karena 
mengakibatkan pencederaan. Teks hadits mengenai laknat 
yang akan menimpa perempuan yang menolak ajakan 
hubungan intim dari suaminya, tidak bisa dipahami secara 
literal. 

“Dalam sebuah teks hadits, dari Sahabat Abu Hurairah ra, 
dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “Jika suami me- 
ngajak isterinya ke tempat tidur, tetapi sang isteri menolak, 
sehingga suami marah sampai pagi, maka sang isteri akan 
dilaknat para malaikat sampai pagi”. (HR. Bukhari, no. 
Hadits 4697). 


Para ulama figh sendiri, telah menyatakan bahwa 


pelaknatan ini ditujukan kepada perempuan yang menolak 
dengan tanpa alasan apapun. Tetapi jika karena kewajiban 
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yang harus dilakukan, atau karena tahu akan mengalami 
kekerasan, perempuan berhak menolak ajakan suami 
tersebut. (Husein Muhammad, 2001: hal. 201-202). 

Menurut Hamim Ilyas, bahwa teks hadits di atas 
lahir pada konteks di mana banyak perempuan yang 
melakukan pantang bilah terhadap suaminya. Yaitu tradisi 
para perempuan untuk tidak melayani suaminya selama 
menyusui, setelah melahirkan. Tradisi ini yang mendasar 
lahirnya pernyataan Nabi Saw tentang laknat tersebut. 
Tentu saja tradisi ini sangat memberatkan suami untuk 
tidak berhubungan intim, apalagi kalau masa menyusui 
sampai mencapai dua tahun. Karena itu, Nabi Saw 
menganjurkan para istri untuk tidak menolak ajakan suami 
pada masa pantang bilah tersebut. (Lusi Margiyani (ed.), 
1999: hal. 173). 

Ijtihad figh harus lebih jelas dan lebih tegas dalam hal 
pelayanan seksual ini. Minimal figh yang mampu 
menumbuhkan perasaan empati dan simpati terhadap 
perempuan sebagai korban. Karena persoalan seksual ini 
seringkali melahirkan kekerasan yang berakibat fatal pada 
perempuan. Mulai dari perceraian, pemukulan, poligami, 
bahkan pembunuhan. Sebagaimana pada kasus-kasus di 
atas. Perkawinan, oleh beberapa masyarakat, dianggap 
merupakan tiket kepemilikan terhadap kenikmatan tubuh 
perempuan. Sehingga ketika suami tidak memperoleh 
kenikmatan tersebut, ia merasa berhak untuk melakukan 
apa saja terhadap isteri. Ayat al-Our'an dalam surat an-Nisa 
tentang kebolehan memukul isteri (OS. 4: 34), sering kali 
dijadikan dasar untuk melakukan kekerasan terhadap isteri 
yang tidak bisa memuaskan suami. Imam 'Atha dan Syekh 
Thahih “Ashur telah mengoreksi pemahaman yang timpang 
atas ayat ini. Karena itu, tidak seharusnya seseorang 
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mendasarkan pada ayat ini, untuk melakukan kekerasan- 
kekerasan, yang sesungguhnya untuk kepentingan dirinya, 
bukan untuk kepentingan al-Our'an. 

Ijtihad figh harus terus dikembangkan, dengan 
mempertimbangkan berbagai realitas ketimpangan dan 
kekerasan yang menimpa perempuan. Figh harus berusaha 
keras untuk mengakhiri kekerasan-kekerasan tersebut. 
Karena itu, figh harus ikut mengupayakan agar perempuan 
bisa memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan 
pernikahan dengan sadar dan penuh perhitungan. Hal-hal 
lain dalam kehidupuan dan keberlangsungan pernikahan, 
juga harus dikondisikan untuk mewujudkan ketentraman 
(as-sakinah) dan kasih sayang (al-mawaddah wa ar-rahmah) 
secara timbal balik, antara suami dan isteri. Dengan 
demikian, pernikahan semestinya tidak lagi dijadikan 
media perbudakan bagi laki-laki terhadap perempuan, 
apalagi diposisikan sebagai 'izin' dari ajaran Islam untuk 
melakukan pengekangan, pelecehan dan kekerasan. Dalam 
Islam, segala bentuk kekerasan adalah haram, baik yang 
berimbas pada diri sendiri maupun pada orang lain. Dalam 
sebuah teks hadits, Nabi Muhammad Saw bersabda: 


“Diharamkan melakukan kerusakan, baik kepada orang lain, 
maupun kepada diri sendiri. Barang siapa mencelakakan 
orang lain, maka ia akan dicelakakan Allah, barang siapa 
yang mempersempit orang, maka ia akan dipersempit 
Allah”. (Riwayat Imam al-Hakim, al-Mustadrak, juz Il, 
hal. 57). 


Sebaliknya, Nabi Saw secara tegas memprokla- 


masikan pentingnya kasih sayang antar sesama, termasuk 
antar suami-istri dan orang tua-anak. 
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“Dari Anas bin Malik menuturkan, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: "Tidak termasuk golongan umatku, mereka 
yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang 
(muda) tidak menghormati yang tua.” (Hadits Riwayat 
Imam al-Turmudzi, no. Hadits: 1842). 


Kedua prinsip dasar ini, prinsip kasih sayang dan 
anti kekerasan, harus menjadi kesadaran semua pihak 
dalam mengelola isu-isu kemanusiaan. Terutama mereka 
yang memiliki tanggung jawab sosial, karena telah me- 
ngemban amanah institusi keadilan. Seperti para hakim, 
jaksa, anggota parlemen, pejabat pemerintah, konselor dan 
pekerja-pekerja sosial kemasyarakatan. Dengan perspektif 
kasih sayang dan keadilan ini, diharapkan akan lahir 
berbagai perundang-undangan, kebijakan, keputusan 
hukum, pandangan dan pendampingan yang member- 
dayakan perempuan. Sehingga kekerasan yang menimpa 
dan dialami perempuan atau anak-anak, akan lebih terkikis 
dan berkurang dari kehidupan kita. Masyarakat pun akan 
hidup dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan, baik 
perempuan maupuan laki-laki, orang tua maupuan anak- 
anak. 
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Menggagas Konsepsi Figh Seksualitas 
Yang Berkeadilan dan Bermartabat 


Ada pemeo yang tersebar di kalangan masyarakat, 
dan dalam beberapa kurun waktu telah menjadi pandangan 
sosial yang cukup mapan, “Bahwa akal perempuan terletak 
pada kejelitaannya, bukan pada intelektualitasnya, sementara 
kejelitaan laki-laki ada pada intelektualitasnya, bukan pada paras 
tubuhnya”. Pemeo ini sudah bisa menggambarkan betapa 
perempuan selama ini, selalu menjadi obyek seksualitas 
dalam tata pergaulan sosial sampai saat ini. Kejelitaan 
perempuan akan dipamerkan, diburu, bahkan sekarang 
dijadikan komoditas sebagai sesuatu yang asasi dalam 
tubuh perempuan. Harga perempuan ada pada kejelitaan- 
nya, sehingga ia akan, bahkan sudah dan selalu, dikontruksi 
secara sosial sebagai makhluk sosial yang “sexually 
passionate”. Dalam kontsruksi ini, perempuan akan 
membentuk dan/atau dibentuk peran-peran sosialnya, 
mencinta dan/atau dicinta, mengontrol dan/atau dikontrol. 
Kesadaran kita, baik laki-laki maupun perempuan, ter- 
bentuk sedemikian rupa dalam konstruksi timpang ini, 
yang berujung pada berbagai kekerasan fisik, psikologis, 
sosial, ekonomi, dan politik yang menimpa perempuan. 

Konstruksi ini telah mempengaruhi pemikiran 
keagamaan, dalam berbagai agama dunia, termasuk Islam. 
Yang dimaksud di sini, tentu saja figh Islam (hasil ijtihad 
ulama terhadap al-Ouran dan Hadits). Perempuan 
sesungguhnya diagungkan dalam pemikiran keagamaan, 
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tetapi di saat yang sama sering dijadikan obyek untuk 
berbagai kepentingan di luar dirinya yang bisa berujung 
penistaan dirinya. Dalam hal seksualitas misalnya, pemi- 
kiran keagamaan tidak memberikan hak kepada perempuan 
sebagai mahluk yang independen, yang sepadan sebagai- 
mana yang diberikan kepada laki-laki. Baik seksualitas 
perempuan dalam maknanya sebagai identitas diri (self 
identity), tindakan seks (sex action), perilaku seksual (sexual 
behavior), maupun orientasi seksual (sexual orientation). Salah 
satu contoh, dalam pemikiran figh ada perbedaan pan- 
dangan apakah seorang isteri memiliki hak untuk menik- 
mati (baca: meminta) hubungan seks dari suami. Bahkan 
ada pandangan bahwa suami tidak berkewajiban melayani 
keinginan seksualitas isteri sama sekali, karena seks adalah 
hak suami sementara hak istri adalah nafkah harta saja. 
Nafakah suami adalah ekuvalen layanan seks istri (an- 
nafagah fi mugabalat al-budh”), dalam kaidah figh. Berbeda 
dengan hasrat suami yang jika tidak dilayani oleh isteri 
maka sang isteri akan dilaknat oleh malaikat. 

Jika benar figh yang ada demikian (tentu saja ada 
perdebatan dan berbagai pandangan), maka figh telah 
meletakkan seksualitas perempuan sebagai pelengkap dari 
seksualitas laki-laki. Ia hanya ada bagi kepentingan di luar 
dirinya. Ia didefinisikan, dibentuk, dipersepsikan, dikontrol 
untuk sesuatu di luar dirinya, bahkan bisa jadi disembu- 
nyikan dan dipendam jika dianggap mengancam kepenting- 
an-kepentingan di luar dirinya. Demikianlah secara umum 
bangunan pemikiran keagaman, yang kemudian dianggap 
menjadi sebagai sebab atas atau setidaknya melestarikan 
ketimpangan relasi gender dalam tatanan sosial. Karena 
Islam hadir untuk menebarkan kasih sayang (rahmatan lil 
alamin) dan memastikan keadilan sosial (1'dili huwa agrab 
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littagwa), maka harus ada gagasan-gagasan yang lebih 
mengarah pada pemikiran keagaman (figh) yang berke- 
adilan dan bermartabat, baik bagi perempuan maupun laki- 
laki. 


Figh Berbasis Fitnah Tubuh Perempuan 

Dalam pemikiran keagamaan (figh) banyak sekali 
anjuran, atau perintah dan larangan, yang hanya berkaitan 
dengan perempuan. Hanya karena identitas seksya adalah 
perempuan. Perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa 
alasan, tanpa ditemani kerabat dekat (mahram|, harus 
menutup rapat seluruh tubuhnya, tidak diperkenankan ber- 
hias untuk umum, diharamkan menyambung rambut, 
mencukur alis, menggambar di tubuhnya, bersuara lantang, 
memimpin (menjadi imam) shalat, diharuskan berkabung 
atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari dan 
perintah-perintah lain yang hanya ditujukan kepada perem- 
puan. Tumpukan perintah dan larangan ini bisa ditarik 
benang merahnya pada pandangan “figur perempuan seba- 
gai penggoda'. Dalam bahasa fighnya, (tubuh) perempuan 
adalah fitnah dan seksualitasnya mengancam (dharar| 
stabilitas sosial keagamaan umat. 

Di satu sisi, kekhawatiran terhadap fitnah ini 
memicu lahirnya aturan-aturan yang mengekang kebebasan 
perempuan, di sisi lain menghargai perempuan hanya 
sebatas orientasi fitnah, dengan makna-maknanya yang 
erotis dan sensual. Dalam kitab “Ugiid al-Lujayn, Syeikh 
Nawawi (1230-1314H/1813-1897M) menyitir sebuah hadis: 
“Perempuan adalah perangkap bagi setan (untuk menggoda 
manusia). Andaikata syahwat (baca: libido) ini tidak ada, niscaya 
perempuan tidak punya kuasa (baca: posisi) di mata pria”. (lihat: 
FK3, Wajah Baru Relasi Suami Isteri, 2001, 154). Karena itu, 
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kriteria perempuan yang baik (shdlih) tidak terlepas dari 
penilaian sejauh mana ia bisa mengecilkan potensi-potensi 
fitnah itu di hadapan masyarakat, di saat yang sama ia bisa 
menawarkan fantasi fitnah tersebut di hadapan suaminya. 
Seperti yang disebut dalam hadis shahih bahwa: “Perem- 
puan yang shalih adalah perempuan yang jika dilihat oleh kamu 
(suami) menyenangkan, jika diperintah bersedia melaksanakan, 
jika ditinggalkan mau menjaga dirinya dan harta suaminya" 
(Hadis Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, lihat: FK3: Op. Cit, 
hal. 47-48). 

Identitas perempuan ada pada fitnah (baca: sen- 
sualitas) tubuhnya. Dalam relasi suami isteri menurut figh, 
kewajiban isteri hanyalah memberikan kesempatan (tamkin) 
bagi suami untuk menikmati tubuhnya. Kapan saja suami 
berkeinginan dan di mana saja. “Ketika suami mengajaknya 
berhubungan intim, isteri harus memenuhinya sekalipun ia se- 
dang di dapur atau di punggung unta”, dalam suatu hadis 
yang diriwayatkan at-Turmudzi Turmudzi (Sunan 
Turmudzi, no. hadis, 1160, III/465). Bahkan: “Ketika suami 
mengajaknya berhubungan intim, kemudian ia menolaknya, 
sehingga suami tidur dengan penuh kegundahan, ia dilaknat oleh 
para malaikat sampai pagi", riwayat al-Bukhari (Shahih 
Bukhari, no. hadis: 3065 dan 4898). Dalam suatu riwayat, 
Rabah al-“Adawiyyah setiap malam selalu berhias, 
memakai pakaian yang indah, menyemprotkan wewangian 
ke tubuhnya, lalu menawarkan dirinya ke suaminya. 
“Silahkan, aku persembahkan tubuhku untukmu”. Jika suami 
tidak berminat, ia lepas semua pakaian indahnya, ia cuci 
tubuhnya dari wewangian, lalu menghadap Allah Swt. Ia 
mendirikan sembahyang dan berdzikir sepanjang malam 
(lihat: FK3: Op. Cit. 181-182). Demikian tugas inti 
perempuan, mempersiapkan tubuhnya untuk dinikmati 
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suaminya. Perempuan itu fitnah, yang dinilai darinya 
adalah fantasi fitnahnya. Karena ia fitnah yang akan meng- 
giurkan orang lain, ia harus dijinakkan sejak di dalam 
rumah, sebelum kemudian dijinakkan oleh aturan dan 
norma-noram sosial. 

Fitnah (baca: hasrat seks perempuan) yang dijinak- 
kan ini, pada akhirnya dianggap sebagai sebuah kenyataan. 
Bahwa seksualitas perempuan itu sudah terjinakkan atau 
pasif, tidak seperti laki-laki yang agresif. Karena kepasifan- 
nya, perempuan tidak memliki hak untuk mengaktuali- 
sasikan hasrat seksualitasnya. Bahkan dalam relasi suami- 
isteri, hasrat seksual perempuan diukur tidak dari dalam 
dirinya. Hasrat seksualnya diukur dari kesanggupan dan 
kemungkinan waktu yang dimiliki laki-laki. Dalam figh, 
ada beragam pendapat tentang hak perempuan untuk 
memperoleh layanan seksual dari suaminya. Ada yang 
mengatakan sekali dalam empat hari, dengan asumsi 
seorang laki-laki memiliki empat isteri dan setiap isteri 
berhak giliran satu malam. Ada yang mengatakan satu 
bulan sekali, ada yang empat bulan sekali dan ada yang 
menyatakan bahwa isteri hanya berhak menuntut satu 
layanan selama perkawinan. Alasannya, layanan seksual 
dari suami itu tergantung hasrat seks darinya. Hasrat seks 
tidak bisa dipaksakan, atau ditentukan dengan batasan- 
batasan waktu. Apalagi hasrat seks laki-laki tidak bisa dan 
tidak boleh dipaksakan. Laki-laki yang tidak berhasrat, 
penisnya tidak bisa ereksi, sehingga tidak mungkin melaya- 
ni kebutuhan isterinya. 

Potensi fitnah dianggap -oleh pemikiran keagamaan- 
secara inheren melekat pada perempuan. Domestifikasi 
perempuan, lahir dari anjuran perlindungan masyarakat 
dari fitnah perempuan. Dalam sebuah riwayat hadis: “Setiap 
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perempuan yang keluar rumah, akan diikuti setan sambil 
menghembuskan bisikan: goda ini, bujuk itu. Dalam setiap lang- 
kahnya lahir setan-setan penggoda. Dalam setiap ayunan 
tangannya keluar setan-setan penyesat”. “Shalatmu di rumahmu 
lebih baik dari shalatmu di mushalla kampungmu, dan shalatmu 
di mushalla kampungmu lebih baik dari shalatmu di masjidku 
(Nabi)” (Riwayat Ahmad, VI/371). Bahkan diriwayatkan: 
“Shalat perempuan yang paling dicintai Allah, adalah di tempat 
yang paling gelap di dalam rumahnya” (Riwayat Ibn 
Khuzaimah, at-Targhib, 1/227 dan al-Baihagi, II1/131). Karena 
kekhawatiran fitnah perempuan yang akan merusak 
tatanan masyarakat, perempuan tidak disarankan untuk 
keluar rumah tanpa keperluan. Kalaupun harus keluar, 
sebisa mungkin tidak sendirian. Karena kehadiran tubuh 
perempuan di tengah masyarakat dengan sendirinya 
menggoda mereka. Masyarakat akan terangsang, tergoda 
dan mungkin bangkit melakukan sesuatu terhadap tubuh 
perempuan. Anjuran tidak keluar rumah terhadap perem- 
puan, disamping melindungi masyarakat dari fitnah tu- 
buhnya, juga melindunginya dari fitnah dirinya yang 
ditimbulkan terhadap mereka. 

Pemikiran keagamaan yang cenderung melarang 
perempuan untuk memimpin shalat, memegang jabatan 
publik, maupun memimpin negara, juga banyak dipe- 
ngaruhi stigma “perempuan adalah fitnah”. Dalam pemi- 
kiran ini, kehadiran tubuh perempuan di depan jama'ah 
shalat, dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyu'an dan 
membuyarkan konsentrasi mereka dalam menghadap 
Allah. Tubuh-tubuh perempuan juga tidak diharapkan 
duduk dalam jabatan-jabatan publik, karena kehadirannya 
hanya akan menggoda masyarakat dan memalingkan 
perhatian mereka dari tugas-tugas yang semestinya mereka 
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kerjakan. Seksualitas perempuan, dalam pemikiran ke- 
agamaan dianggap fitnah yang membahayakan. Baik terha- 
dap dirinya, maupun orang lain. Dalam peringatan yang 
dinyatakan oleh Nabi: “Tidak sekali-kali aku tinggalkan suatu 
fitnah yang paling membahayakan diri kalian, selain fitnah 
perempuan”. (Riwayat al-Bukhari, no. hadis:4808). Dalam 
riwayat Abu Hurairah lebih tragis lagi: “Sumber kesialan 
Isyu'ml itu ada tiga: perempuan, rumah dan kuda”, (Riwayat 
Bukhari. Lihat: al- Asgallani, VI/150-152). 

Demikianlah, bangunan pemikiran keagamaan 
(baca: figh) menyangkut relasi perempuan dengan dirinya, 
laki-laki pasangannya, atau dengan masyarakatnya, didi- 
rikan atas dasar pandangan bahwa perempuan adalah 
fitnah, bahkan sumber kesialan. Dalam konstruksi pemi- 
kiran seperti ini, seksualitas perempuan sesungguhnya 
dipersepsikan sebagai yang aktif, bahkan hiper aktif dan 
karena itu harus dikontrol karena bisa membahayakan 
tatanan sosial. Kontrol ini, misalnya bisa kita lihat dalam 
tradisi khitan. Dalam beberapa literatur figh, khitan 
perempuan dianggap baik untuk mengurangi nafsu seks 
perempuan, yang bisa buas jika tidak dikurangi. Sementara 
khitan laki-laki adalah baik untuk memudahkan mencapai 
klimaks nafsu seksnya. Sekalipun dalam perdebatan 
argumentasi masih simpang siur dan banyak yang lemah, 
tetapi hampir secara bulat, ulama figh setidaknya meng- 
anggap “khitan perempuan adalah sesuatu yang mulia'. 

Ketika “khitan perempuan' dianggap sebagai per- 
buatan mulia, ia sebetulnya telah menjadi awal dari kontrol 
terhadap seksualitas perempuan. Perempuan tidak diberi- 
kan kesempatan untuk memiliki hak atas seksualitasnya. 
Padahal dalam analisis dalil fargumentasi|, seperti dikata- 
kan oleh Ibn Hajar al- Asgalani, Asy-Syawkani, Muhammad 
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Syaltut, Sayyid Sabig, Wahbah Az-Zuhaili dan Anwar 
Ahmad, tidak ada satupun teks hadis yang valid (shdhih| 
sebagai dasar hukum khitan perempuan. Tetapi ulama- 
ulama madzhab bersikeras menyatakan bahwa khitan 
perempuan setidaknya adalah perbuatan mulia, untuk tidak 
mengatakan wajib seperti yang dinyatakan oleh mazhab 
Syafi'I (Lihat: al-Asgallani, Fath al-Bari, 1993: X1/530. Asy- 
Syaukani, Nayl al-Authar, 1/138. Sayyid Sabig, Figh Sunnah, 
1987: 1/36 dan az-Zuhaili, al-Figh al-Islami, 1989: 111/642). 
Argumentasi yang diajukan untuk mendukung 
syari'at (perbuatan| khitan, semuanya mengarah kepada 
khitan laki-laki. Khitan sebagai ajaran yang baik (millah| 
yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atas dirinya, adalah 
khitan laki-laki. Juga argumentasi bahwa khitan akan me- 
mudahkan membersihkan sisa kotoran (baca: air kencing) 
dari kelamin, membuat seseorang secara medis menjadi 
lebih sehat, menambah kenikmatan dan memperlama 
hubungan intim seseorang. Semua ini adalah argumentasi 
bagi mendukung khitan laki-laki, bukan khitan perempuan. 
Sebaliknya, khitan pada perempuan tidak ada kaitannya 
dengan kebersihan kelamin, atau menjadi lebih sehat. Justru 
bisa menjadi sangat negatif dari sudut kebutuhan seksual 
karena akan mengurangi kenikmatan, bahkan bagi sebagian 
perempuan bisa menimbulkan trauma psikologis yang 
berat. Karena ujung klentit adalah organ seks perempuan 
yang cukup sensitif terhadap gesekan dan rangsangan bagi 
kenikmatan seksual perempuan. Dengan mengkhitan ujung 
klentit, daerah erogen (sensitif) akan berpindah dari muka 
(clitorus) ke belakang (liang vagina). Rangsangan perem- 
puan akan berkurang, gairahnya lemah, dan susah 
memperoleh kenikmatan (orgasme) ketika hubungan 
kelamin. Apalagi praktik khitan yang sampai memotong 
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bibir kecil (labia minora), yang terjadi di beberapa tempat di 
Afrika, sering menimbulkan trauma psikologis. Praktek ini 
membuat perempuan tidak dapat menikmati hubungan 
seksual sama sekali (lihat: Elga Sarapung, Agama dan 
Kesehatan Reproduksi, 1999: 118). 

Ketika argumentasi teks tidak ada, maka pemuliaan 
khitan perempuan oleh agama, hanya bisa dipahami me- 
lalui paradigma pengontrolan seksualitas perempuan. 
Agama ikut mengontrol seksualitas perempuan. Mulai dari 
ajaran kesucian (baca: keperawanan) perempuan yang 
harus dipertahankan, bahkan harus memiliki tanda kesu- 
cian (baca: selaput dara) pada awal perkawianan. Untuk itu, 
sebaiknya ia tidak memiliki organ yang mudah terangsang, 
sehingga tidak mudah tergoda dan tergelincir dalam 
kenistaan yang merusak kesuciaanya. Sebagai istri ia harus 
siap melayani kebutuhan seksual suami kapan saja, 
sementara ia sendiri tidak dianjurkan meminta kepada 
suaminya, apalagi menuntut kepuasan dan kenikmatan 
seksual. Perempuan juga harus siap menerima perlakuan 
poligami dari suaminya yang menuntut kesiapan psikologi 
agar tidak agresif dalam kehidupan seksual. Untuk tujuan 
itu semua, setiap komponen budaya harus mengkondisikan 
perempuan agar siap menerima beban di atas, diantaranya 
dengan mendukung praktik khitan perempuan yang akan 
mengarah kepada kepasifan seksualnya. Tepatnya mengon- 
trol seksualitas perempuan untuk kepentingan seksualitas 
laki-laki. 

Khitan perempuan tidak memiliki dasar teks yang 
valid, alasan medis yang kuat dan tidak sesuai dengan 
rasionalitas kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan, 
maupun konsep 'mu'isyarah bil ma'raf dalam perkawinan. 
Karena itu, atas nama agama dan kemaslahatan, khitan 
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seharusnya tidak bisa lagi dilanjutkan. Dalam pandangan 
Al-Mawardi, khitan itu hanya diperbolehkan jika menda- 
tangkan kemaslahatan. Jika tidak, ia sama dengan melukai 
(baca: memotong) anggota tubuh yang hukum asalnya 
adalah haram (lihat: al- Asgallani, Ibid). Dalam pandangan 
Fatimah Mernisi, seksualitas perempuan sebenarnya adalah 
aktif, tetapi “agama' diantaranaya melalui ajaran khitan 
menginginkannya menjadi pasif, agar bisa ditundukkan 
oleh laki-laki, dan tidak mengganggu stabilitas seksualitas 
laki-laki. Kontrol ini, dan pengontrolan yang lain seperti 
poligami, larangan keluar rumah, larangan berpendidikan 
tinggi, berperan aktif di ranah sosial, mungkin bisa 
dipahami dari pemikiran (figh) bahwa perempuan adalah 
sumber fitnah atas laki-laki. 


Seksualitas yang Berkeadilan dan Bermartabat 

Figh 'relasi laki-laki dan perempuan' yang dikem- 
bangkan atas dasar anggapan bahwa perempuan itu fitnah, 
saat ini tidak layak lagi dilestarikan. Fitnah adalah kata 
yang terkait dengan kondisi dan situasi tertentu. Figh fitnah 
muncul dalam situasi sosial yang penuh dengan gejolak, 
kecurigaan, ketakutan dan kewaspadaan. Biasanya, orang 
yang memiliki posisi paling lemah di masyarakat yang akan 
dikenakan banyak aturan, demi kewaspadaan dan perlin- 
dungan sosial. Dalam hal ini, perempuan akan banyak 
dikontrol atas nama perlindungan daripada laki-laki. Figh 
fitnah juga hanya mengukuhkan asumsi bahwa masyarakat 
muslim (baca: laki-laki) hanya melihat sosok perempuan 
sebagai sosok yang bermasalah dan penggoda. Dalam 
kesadaran kolektifnya pun, yang mengendap adalah 
pikiran-pikiran 'kotor' tentang perempuan. Sehingga segala 
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gerak dan aktifitas perempuan tidak ada yang sesuatu yang 
lain kecuali rayuan dan godaan. 

Saat ini, dalam masyarakat kedamaian yang harus 
dikembangkan adalah figh 'amanah' bukan figh 'fitnah'. 
Dalam masyarakat damai, format hukum -termasuk figh- 
tidak lagi harus didasarkan pada kecurigaan atau ketakutan 
satu dari yang lain. Tetapi pada moralitas tanggung jawab, 
atau tepatnya figh 'amanah'. Yaitu figh yang mengem- 
bangkan norma-norma yang mendasar pada nilai-nilai 
tanggung jawab, kebersamaan dan saling pengertian dan 
penghargaan. Yaitu figh yang dibangun atas prinsip-prinsip 
kemaslahatan bersama, keadilan, kerahmatan dan kebijak- 
sanaan untuk semua. Seperti yang dinyatakan Ibn al- 
Oayyim al-Jawzi (w. 751H): “Bahwa syari'at Islam itu 
dibangun atas dasar-dasar kebijaksanaan (kearifan) dan 
kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at 
seluruhnya adil, kasih sayang, maslahat, dan bijaksana. Oleh 
karena itu, setiap persoalan yang keluar dari keadilan menuju ke 
kecurangan, dari kasih-sayang menuju sebaliknya, dari maslahat 
menuju ke kerusakan, dan dari kebijaksanaan menuju ke 
kesewenang-wenangan, maka bukanlah syari'at, sekalipun 
didukung oleh penafsiran (teks), karena syari'at itu keadilan Allah 
di antara hamba-hamba-Nya” (Wlam al-Muwaggi'in 'an Rabb al- 
“Alamin, ed. Muhy ad-Din “Abd al-Hamid, Juz III, hlm. 14). 

Berbeda dengan hadis yang secara sepihak 
menganggap perempuan sebagai fitnah, dalam al-Our'an 
kata fitnah adalah muncul sebagai relasi timbal balik. Di 
dalam al-Our'an kebaikan adalah fitnah, keburukan juga 
fitnah (OS. Al-Anbiya, 35), rasul adalah fitnah bagi 
kaumnya (OS. Ad-Dukhan, 49) dan kaumnya adalah fitnah 
baginya (OS. Al-Maidah, 5: 49), orang kafir adalah fitnah 
bagi orang mukmin (OS. Al-Buruj, 85: 10) dan orang 
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mukmin adalah fitnah bagi orang kafir (OS. Al- 
Mumtahanah, 60: 5), bahkan setiap orang adalah fitnah bagi 
yang lain, atau sebagian orang atas sebagian yang lain (OS. 
Al-An'am, 6:53 dan al-Furgan, 25: 20). Karena itu, fitnah 
tidak hanya melekat pada tubuh perempuan terhadap laki- 
laki. Tetapi juga melekat pada tubuh laki-laki terhadap 
perempuan. Pandangan al-Ouran lebih proporsional bila 
dibandingkan teks hadis bahwa perempuan adalah fitnah 
yang paling membahayakan bagi laki-laki. Pandangan yang 
tanpa ada timbal baliknya, bahwa laki-laki juga fitnah bagi 
perempuan. Padahal, baik laki-laki terhadap perempuan 
atau perempuan terhadap laki-laki keduanya sama-sama 
memiliki potensi fitnah dan pada saat yang sama memiliki 
potensi maslahah. Stigma fitnah salah satu dari keduanya, 
tanpa satu yang lain, adalah salah dan tidak sesuai dengan 
perspektif al-Our'an. 

Karena itu, Aisyah ra menolak keras teks hadis yang 
diriwayatkan Abu Hurairah ra bahwa tubuh perempuan itu 
sumber kesialan. Katanya, tidak mungkin teks ini keluar 
dari mulut Rasul, suaminya. Iapun menyitir ayat: “Tiada 
bencanapun yang menimpa di muka bumi ini dan (tidak pula) 
pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum 
Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah 
bagi Allah” (OS. Al-Hadid, 57: 22) (lihat: al- Asgallani, Fath 
al-Bari, V1/150-152). 

Dengan demikian, anjuran-anjuran keagamaan yang 
didasarkan pada 'fitnah'h perempuan harus dipahami 
substansi persoalannya dan konteks sosialnya. Karena 
fitnah adalah kata yang sarat dengan muatan-muatan 
konteks temporer. Misalnya, larangan perempuan keluar 
rumah tanpa kerabat, harus dipahami sebagai bentuk 
perlindungan perempuan bukan sebagai ajaran 
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domestifikasi (pengekangan dan pembatasan) terhadap 
perempuan. Ada misal yang cukup kongkrit dalam hal ini, 
yaitu tentang konsepsi mahram untuk perempuan. 
Konsepsi dipahami oleh banyak ulama, bahkan oleh 
beberapa ulama kontemporer seperti DR. Wahbah Zuahili, 
bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan 
perjalanan sepanjang 20 farsakh, tanpa mahram. Perempuan 
harus tinggal di rumah dan tidak melakukan bepergian, 
ketika tidak ada kerabat yang mau menemaninya. Pan- 
dangan ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi SAW, yang 
sebenarnya bisa dipahami berbeda. Teks lengkapnya, 
seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Jami' 
al-Ushul, VI/17), Nabi bersabda: “Tidak dihalalkan bagi 
perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk 
bepergian tanpa mahram sejauh jarak tempuh tiga hari tiga 
malam”. Seorang sahabat bertanya: “Bagaimana dengan 
isteri saya, yang pergi haji tanpa mahram?”, Nabi men- 
jawab: “Susullah dan temani isterimu”. Jawaban Nabi yang 
terakhir ini adalah sebuah penegasan bahwa konsep 
mahram adalah konsep perlindungan terhadap perempuan, 
bukan pelarangan. Perlindungan berbarti pengadaan 
keamanan dan kesempatan untuk melakukan aktifitas yang 
ingin digeluti perempuan, yang dalam konteks sosial politik 
sekarang adalah tugas negara. Selayaknya, negara yang 
dituntut, atau masyarakat, atau keluarga untuk mewu- 
judkan perlindungan dan keamanan, bukan dengan 
melarang perempuan. 

Contoh lain adalah konsepsi perempuan shalihah. 
Pemaknaan konsepsi ini -dalam literatrur klasik- hanya 
merujuk kepada sejauh mana relasi perempuan dengan 
suaminya. Seksualitas perempuan dalam hal ini, ditentukan 
dan diukur dari luar dirinya, karena kriteria perempuan 
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shalihah ada tiga hal: (a) Bisa memuaskan keinginan suami 
(b) Selalu melayani keinginan dan perintah suami (c) Bisa 
menjaga diri, rumah dan keluarga. kita harus menhentikan. 
Dengan pemaknaan ini, baik-buruk perempuan ditentukan 
sejauh relasinya dengan sang suami, sehingga ia tercerabut 
dari kehidupannya sebagai manusia muslim dan makhluk 
sosial pada umumnya. Padahal seperti disepakati oleh para 
ulama, bawa setiap perempuan, sebagai seorang muslim, 
terkait dengan perintah-perintah keimanan dan keislaman 
yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Nabi 
Muhammad SAW. Seperti perintah ibadah shalat, puasa, 
haji, zakat, berbaik kepada orang tua, saudara, tetangga, 
kerja-kerja positif (“amal shalih) terhadap masyarakat, amar 
ma'ruf dan nahy munkar, serta perintah-perintah lain yang 
tentu saja tidak hanya berhubungan dengan sang suami. 
Pemaknaan parsial ini biasanya merujuk pada 
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam 
teks tersebut, Nabi menyatakan: “Maukah aku tunjukan 
simpanan terbaik seseorang? Perempuan shalihah: yang ketika 
dilihatnya memuaskan, diperintahkannya menurut dan ditinggal- 
kan olehnya, mau menjaga diri dan harta suami”.Padahal teks 
hadis ini, kalau ditelusuri konteksnya sebenarnya 
merupakan penggalan dari sebuah kisah yang terjadi dalam 
kehidupan, antara beberapa sahabat dan Nabi Muhammad 
Saw. Dalam sunan Abu Dawud, pernyataan Nabi Saw 
tentang mar'ah shalihah sebagai hiaisan/simpanan terbaik, 
diungkapkan di depan sahabat-sahabat yang miskin. Saat 
itu, mereka mendatangi Nabi dan mengeluhkan bahwa 
perintah-perintah Our'an banyak yang mengarah kepada 
orang-orang kaya, seperti haji, zakat dan shadagah. Mereka, 
karena kemiskinannya, merasa tidak memiliki apa-apa 
untuk bisa beramal shalih lebih banyak. Dalam konteks ini, 
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Nabi menyatakan perempuan shalihah sebagai harta atau 
simpanan terbaik. Berarti, konteksnya adalah menenang- 
kan, melipur lara dan memberi kesempatan kepada orang- 
orang tertentu untuk tetap bisa merasakan kenikmatan dan 
tetap bisa melakukan “amal shalih. (lihat teks hadis lengkap 
pada Sunan Abu Dawud, juz II/126, nomor hadis: 1664). 

Pelayanan yang baik terhadap suami adalah salah 
satu kriteria “perempuan shalihah'. Dalam hal ini, pemak- 
naannya juga harus timbal balik, setiap satu kepada yang 
lain. Ketika 'isteri shalihah' dituntut untuk menyenangkan 
suami, maka 'suami shalih juga dituntut hal yang sama, 
bisa menyenangkan isteri. Karena perempuan sebagai isteri 
tidak bisa berdiri sendiri, sehingga secara sepihak diha- 
ruskan untuk menyenangkan suami, kapan dan dalam 
keadaan apapun. Tanpa ada tuntutan yang sama dari pihak 
suami. Karena itu, yang diperlukan adalah kebersamaan 
dan keadilan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 
Sesuai dengan tuntutan prinsip-prinsip yang telah di- 
gariskan oleh al-OGur'an, terutama prinsip mu'asyarah bil 
ma'ruf antara suami dan isteri, saling melengkapi, saling 
mengisi dan saling memahami. Dalam ungkapan al-Our'an, 
yang satu adalah pakaian bagi yang lain |(Hunna libasun 
lakum, wa antum libasun lahunn|. 

Tetapi perempuan, identitas sosialnya tidak hanya 
sebagai isteri. Karena setiap perempuan, baik sebagai anak, 
ibu, maupun isteri akan memiliki relasi dengan keluarga- 
nya, tetangga-tetangganya dan masyarakat yang lebih luas. 
Ia tidak hanya terkait dengan suaminya, sehingga pelabelan 
'perempuan shalihah tidak hanya terkait dengan pe- 
layanannya terhadap sang suami. Tetapi juga sejauh mana 
ia baik, sesuai dan benar dalam relasinya terhadap keluarga 
dan masyarakat luas. Perempuan, seperti juga laki-laki 
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memiliki tanggung jawab yang sama terhadap baik dan 
buruknya kehidupan masyarakat. Seperti yang secara 
eksplisit difirmankan Allah SWT: “Orang-orang yang 
beriman, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah 
mitra (bersama untuk melakukan) amar ma'ruf nahi munkar, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul- 
Nya. Merekalah yang akan mendapat rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah itu Maha Kuat dan Bijaksana”. (OS, At- 
Taubah, 9:72). 

Karena argumentasi figh fitnah yang tidak lagi 
kuat, saat ini figh yang harus dikembangkan adalah figh 
kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan. Sehingga, 
seksualitas perempuan harus diletakkan pada proporsi 
yang sebenarnya. Kesempatan harus diberikan kepada 
perempuan untuk mengartikulasikan seksualitasnya, sama 
seperti kesempatan yang diberikan kepada laki-laki. Karena 
perempuan dan laki-laki diciptakan dari entiti (nafs| yang 
sama (OS. An-Nisa, 4: 1), memiliki hasrat seksual, keinginan 
hidup, cita-cita dan angan-angan yang tidak jauh berbeda. 
Kehidupan yang baik Ihayitan thayyibah) hanya bisa 
dibangun dengan kebersamaan laki-laki dan perempuan 
dalam kerja-kerja positif (“amalan shilihanOS. An-Nahl, 
16:97). 

Dalam relasi suami-isteri, figh yang dikembangkan 
harus tidak didasarkan pada hegemoni dan diskriminasi 
satu pihak pada yang lain. Tetapi pada prinsip-prinsip: I1| 
kerelaan kedua belah pihak dalam kontrak perkawinan 
Itaradlin| (OS. Al-Bagarah, 2: 232-233), (2) tanggung jawab 
(al-aminah) (OS. An-Nisa, 4: 48), (3| independensi ekonomi 
dan politik masing-masing (OS. Al-Bagarah, 2: 229 dan an- 
Nisa, 4: 20), (4) kebersamaan dalam membangun kehidupan 
yang tentram Jas-sakinah) dan penuh cinta kasih Jal- 
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mawaddah wa ar-rahmah) (OS. Ar-Rum, 30:21), (5) perlakuan 
yang baik antar sesama (mu'isyarah bil ma'raf| (OS. An-Nisa, 
419), I6J berembug untuk menyelesaikan persoalan 
(musyawarah) (OS. Al-Bagarah, 2:233, Ali “Imran, 3:159 dan 
Asy-Syura, 42:38) (7) dan menghilangkan “beban ganda' 
dalam tugas-tugas seharian Jal-ghurm bil ghunm). 

Prinsip-prinsip ini menuntut keadilan dan 
kesetaraan dalam segala hal. Misalnya dalam hal menikmati 
fantasi seksual, perempuan memiliki hak penuh atas 
kenikmatan-kenikmatan seksual. Sehingga, ketika khitan 
laki-laki dilakukan untuk kemaslahatan (baca: kesehatan 
dan kenikmatan biologis) yang kembali kepada dirinya, 
maka khitan perempuan juga harus dihentikan demi 
kemaslahatan bagi diri perempuan. Bahkan harus diharam- 
kan, karena ternyata melemahkan hasrat seksual perem- 
puan sepanjang hidupnya. Dalam realitas medis, perem- 
puan yang tidak dikhitan lebih mudah terangsang dan lebih 
mudah memperoleh kenikmatan seksual, jika dibandingkan 
dengan perempuan yang dikhitan. 

Pengontrolan terhadap seksualitas perempuan harus 
dihentikan juga pen-subordinasiannya terhadap seksualias 
laki-laki. Karena ia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 
kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan. Seksualitas perem- 
puan tidak lagi harus diukur dari luar dirinya. Karena itu, 
sesuai dengan konsep 'mu'isyarah bil ma'rif'” layanan 
seksual adalah hak bersama antar suami-isteri. Kenikmatan 
seksual juga hak bersama, sehingga hubungan intim 
bukanlah suatu mu'isyarah yang marif jika hanya 
memuaskan satu pihak dan mengecewakan pihak lain. 
Dalam pandangan figh Maliki, melayani kebutuhan seksual 
isteri adalah wajib. Sama wajibnya bagi isteri untuk 
melayani kebutuhan seksual suami. Kewajiban ini tentu saja 
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relatif tergantung kondisi kedua belah pihak dan selama 
tidak mengakibatkan keburukan kepada keduanya. 

Demi kadilan dan kemaslahatan, orientasi figh 
dalam hal kasus perkosaan harus memihak kepada korban, 
yaitu perempuan. Figh semestinya tidak lagi menganggap 
seksualitas perempuan sebagai penyebab terjadinya perko- 
saan, sehingga kasus perkosaan tidak menjadi berbalik 
kepada perempuan. Figh diharapkan bisa memunculkan 
moralitas perlindungan, pelayanan dan tanggung jawab 
terhadap korban. Sehingga hukum aborsi bagi perempuan 
korban perkosaan harus dikaitkan dengan semangat 
perlindungan dan pelayanan. Dengan demikian, perem- 
puan tidak lagi takut dengan seksualitasnya sebagai 
perempuan. Kecenderungan traumatis juga bisa diminima- 
lisir dari kejiwaan perempuan korban perkosaan. Perem- 
puan juga tidak menghargai dirinya, atau dihargai orang 
lain, sebatas fantasi seksual sebagai figur penggoda. 

Figh juga dituntut kearifannya dalam memandang 
persoalan-persoalan seksual dalam tataran realitas. 
Misalnya dalam hal orientasi seksual, perilaku yang secara 
normatif “dipersalahkan” seperti lesbianisme, tidak hanya 
disalah-salahkan. Yang lebih penting lagi, menumbuhkan 
pribadi-pribadi yang bertanggung jawab |amanah| dalam 
berperilaku seksual. Baik tanggung jawab terhadap diri 
sebagai pelaku, pasangan, maupun masyarakat. Dengan 
demikian perilaku seksual yang sehat harus dipentingkan. 
Sehat dalam arti sehat moral, sehat biologis dan psikologis. 
Figh 'amanah” adalah figh yang menebarkan sikap 
bertanggung jawab dalam hal seksualitas, bukan yang 
memasang ketakutan-ketakutan di setiap sudut kehidupan. 
Seksualitas harus dibuka, untuk dipertanggung jawabkan, 
bahkan harus disyukuri. 
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Dalam suatu seminar, Indriani Bone, seorang teolog 
perempuan, menyatakan bahwa seksualitas perempuan 
harus dirayakan (baca: disyukuri). Karena ia terkait 
langsung dengan reproduksi manusia. Hanya perempuan 
yang diberikan amanah dari Tuhan untuk mengemban 
tanggung jawab dan beban reproduksi. Dari tubuh perem- 
puanlah lahir manusia-manusia, awal dari sebuah 
peradaban. Tanpa manusia, tidak akan ada peradaban. Sek- 
sualitas, bagi perempuan, adalah bagian dari rencana-Nya 
yang harus disyukuri, diafirmasi dan dirayakan. Bukan 
ditabukan, apalagi dianggap najis. Karena itu, masyarakat 
harus bertaubat dari pandangan-pandangan yang seksis 
dan misoginis terhadap seksualitas perempuan. Dalam 
teologi Islam kondisi sosial yang misoginis merupakan 
bentuk otoriterianisme kekuasaan yang harus diruntuhkan. 
Dalam bahasa hadis, menyatakan kebenaran di hadapan 
kekuasaan yang otoriter adalah sebaik-baik jihad Jafdhal al- 
jihad al-gawl al-hagg amiam sulthin ja'irl. Dengan kata lain, 
mendaulatkan seksualitas perempuan dalam kondisi yang 
otoriter terhadap kedaulatannya adalah perbuatan terpuji. 
Saatnya seksualitas perempuan tidak lagi dikorbankan 
untuk kepentingan di luar dirinya. Karena pada praktek- 
nya, akan mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan sosial 
yang berakibat buruk pada semua. Dalam Islam, semua ke- 
burukan dan kerusakan harus disingkirkan dan dilenyap- 
kan (la dharara wa I& dhirar|. 

Dengan demikian, jika kita yakin bahwa Islam 
adalah agama yang rahamatan lil “alamin dan menjunjung 
tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat kemanusiaan, maka 
perjuangan keadilan relasi gender adalah sebaik-baik jihad 
yang bisa dilakukan umat Islam saat ini. Perjuangan ini, 
bukan mendorong dan mengubah dari tatanan yang 
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patriarkhi (penguasaan laki-laki atas perempuan) menuju 
yang matriarkhi (penguasaan perempuan atas laki-laki), 
tetapi untuk tatanan yang saling menghargai satu sama lain, 
memahami orang lain sebagaimana memahami dirinya, 
tatanan yang berkeadilan dan bermartabat dengan memberi 
kesempatan partisipasi (hak dan kewajiban) kepada semua 
orang atas dasar kemampuan dan kelayakan masing- 
masing, tidak atas dasar jenis kelamin. Karena itu, per- 


juangan ini tidak saja baik, tetapi sangat Islami. Wallahu 
a'lam. 
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Mencari Akar Pluralisme dari Tradisi 
Figh Islam 


Janganlah kamu mengatakan kepada orang 
yang mengucapkan "salam" kepadamu: ” Kamu 
bukan seorang mukmin” (lalu kamu 
membunuhnya), dengan maksud mencari harta 
benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah 
ada harta yang banyak. begitu jugalah keadaan 
kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan 
nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 

(an-Nisa, 4: 94). 


Pendahuluan 

Salah satu persoalan utama yang dihadapi umat 
Islam kontemporer adalah cara pandang terhadap orang 
yang berbeda keyakinan, atau menyimpang dari Islam. 
Biasa disebut dengan istilah kafir, musyrik atau bisa jadi 
murtad dari Islam. Ketika pandangan dunia saat ini, yang 
dianut kebanyakan bangsa dan negara, telah berubah 
dengan didasarkan pada kesamaan kebangsaan dan kepen- 
tingan bersama, cara pandang yang diskriminatif terhadap 
'orang yang berbeda' menjadi persoalan. Cara pandang 
kebangsaan menuntut kesederajatan di mata negara dalam 
semua hal, tanpa membedakan latar belakang agama. 
Sementara negara yang mendasarkan pada keyakinan 
agama tertentu, yang menempatkan penganutnya sebagai 
warga negara utama, akan terus-menerus menghadapi 
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persoalan dalam memandang 'orang lain” atau 'orang yang 
berbeda'. Tidak menutup kemungkinan, persoalan ini akan 
merembet terhadap 'orang sendiri' yang dianggap “orang 
lain”. Dalam sejarah peradaban umat Islam, persoalan 
kemurtadan atau penyelewengan agama dalam beberapa 
kasus menjadikan banyak ulama besar sebagai korban. Ini 
berangkat dari cara pandang yang diskriminatif -bahkan 
memusuhi- terhadap orang yang berbeda paham atau 
keyakinan agama. Cara pandang yang seperti ini, cepat atau 
lambat, pasti akan menjadi bumerang di internal komunitas 
sendiri. Karena cara pandang demikian hanya bisa melihat 
kebenaran pada dirinya sendiri, tidak akan pernah belajar 
dari orang lain yang dianggap berbeda keyakinan apalagi 
mengakui keberadaannya. Ia dipastikan akan membung- 
kam perbedaan dan mebunuh kreatifitas berfikir dan 
berkarya. 

Di Indonesia, jika upaya formalisasi syari'at Islam 
terus bergulir tanpa direkonstruksi terlebih dahulu, 
persoalan hukum murtad akan menjadi persoalan krusial. 
Di Aceh saat ini, sedang digodok Oanun figh jinayah yang 
memuat berbagai pidana dalam figh Islam, termasuk 
pidana murtad yang dihukum dengan pidana mati. Prof. 
Muslim Ibrahim, Ketua Majlis Perwakilan Ulama Nanggroe 
Aceh Darussalam, ketika menanggapi persoalan kemur- 
tadan di masyarakat Aceh, sudah menyatakan bahwa 
hukuman orang murtad yang sesuai figh adalah hukuman 
mati. Jika hukuman mati terhadap murtad ini diundang- 
kan dalam Oanun NAD, maka Aceh akan menjadi daerah 
pertama yang menghadapi konflik internal. Mungkin lebih 
dahsyat dari masa DOM. Karena biasanya tolok ukur 


304 Baca: Serambi Indonesia, 18/11/2005. 
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'Islam' dan 'murtad' pada akhirnya akan dipegang oleh 
kelompok yang berkuasa atau mereka yang mayoritas. 
Setiap pemikiran keagamaan yang berbeda dengan 
mainstrem kemudian akan dicap sebagai menyeleweng dan 
murtad. Saat itulah, bangsa Indonesia akan menyaksikan 
pembantaian dengan mengatasnamakan agama. Di negeri 
jiran Malaysia, tuntutan perundang-undangan hukuman 
mati terhadap murtad terus disuarakan oleh Partai Islam 
(PAS) dan meminta persetujuan Pemerintah Federal untuk 
uji coba di Negeri Kelantan. Dalam setiap konflik pemikiran 
keislaman yang cukup tajam, tidak segan-segan Partai ini 
menuntut hukuman mati terhadap negara bagi mereka 
yang menyeleweng dan dianggap murtad, seperti terhadap 
Kassim Ahmad dan Othman Ali. 

Sebagai ilustrasi, jika yang diterapkan di Indonesia 
adalah Islam Wahabi model Saudi, maka daftar orang yang 
dianggap kafir dan murtad akan lebih banyak lagi. Karena 
dalam keyakinan Muhammad bin Abd Wahhab (w. 
1206/1792) banyak sekali orang yang dianggap salah, 
menyeleweng, murtad dan kafir. Tasawuf dianggap dari 
tradisi Persia, ziarah kubur dan kewalian dari adat Turki 
dan filsafat merupakan budaya pagan Yunani. Dan semua 
itu bukan dari Islam dan tidak Islami. Semua orang syi'ah 
adalah kafir. Tawassul itu syirik dan ziarah kubur juga bisa 
menjadi biang syirik. Orang muslim yang mengucapkan 
salam pada orang kafir atau murtad juga kafir. Dan semua 
itu pantas dihukum bunuh karena kekufurran dan 
kemusyrikannya. Kekhalifahan Turki Otsmani juga di- 
anggap kafir karena mnyebarkan tasawuf. Mendukung dan 
menerima kekhalifahan ini adalah penerimaan terhadap 
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kekufuran dan dosa besar.85 Saat ini kita masih bernafas 
lega, karena da'wah Islam di Indonesia lebih banyak 
disampaikan dengan jalan damai dan maw'izhah hasanah. 
Tetapi ke depan kita tidak tahu, karena gerakan Islam 
transanasional sedang membangun sejarahnya di Indonesia 
yang lambat laun akan mencabut akar-akar budaya bangsa 
Indonesia yang plural dalam berbagai hal, termasuk 
keyakinan dan paham keagamaan. 

Tulisan ini berusaha membaca ulang (re-interpretasi) 
konsep figh ar-riddah, yang dalam pemahaman mainstrem 
sebagai basis legitimasi adanya hukuman terhadap warga 
muslim yang menyeleweng dari keyakinan otentik (berbeda 
dari mainstrem). Mulai dari hukuman paling ringan (ta'zir) 
sampai hukuman bunuh (had al-gatl). Tanpa pembacaan 
ulang, konsep ini akan berhadap-hadapan secara simetris 
dengan prinsip demokrasi yang meniscayakan adanya 
kesederajatan setiap warga dalam memperolah hak-hak dari 
negara. Bahkan bisa menjadi biang kekerasan atas 
perbedaan keyakinan dan paham yang telah hidup di 
masyarakat. Tulisan ini juga mencoba menawarkan konsep 
figh al-ikhtilaf, sebagai basis penyusunan relasi sosial dalam 
perbedaan (figh at-ta'Amul al-ijtima'y). Figh al-Ikhtilaf tidak 
bermaksud menyamakan keyakinan apalagi agama. Tetapi 
upaya untuk membuat rumusan penghormatan terhadap 
perbedaan-perbedaan yang ada dan tidak menjadikannya 
sebagai legitimasi kekerasan. 


305 Lihat: Abou el-Fadl, Khalid, The Great Theft: Wrestling Islam 
from the Exremists, 2007: HarperCollins Publisher, New York, hal. 
45-55. 
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Figh sebagai Islam realitas 

Kita ingin mendiskusikan persoalan ini melalui 
pendekatan figh sebagai realitas Islam yang sesungguhnya. 
Sesuatu yang dikatakan '“Islam' dalam realitas masyarakat 
pada dasarnya adalah figh. Yang dimaksud di sini adalah 
figh dengan makna awal. Yaitu pemahaman terhadap teks- 
teks agama Jan-nushiish ad-diniyyah) dalam hal apapun, 
keyakinan, persoalan hukum maupun etika perilaku ma- 
syarakat. Makna ini -—yang dikembangkan Imam Abu 
Hanifah (w. 150 H)- adalah yang bisa dipahami dari 
beberapa ayat Our'an dan teks hadits yang memuat kata 
figh (lihat, OS, 4:78, 17:44 dan 11:91)6 Figh adalah 
pemahaman setiap orang dalam realitasnya masing-masing 
menyangkut keber-agama-annya. Setiap usaha untuk 
memahami Islam, memaknai dan menerapkannya dalam 
realitas kehidupan adalah figh. Pernyataan Nabi Saw, 
bahwa: “Seseorang yang diinginkan Allah dengan kebaikan 
baginya, ia akan dibiasakan berproses dalam hal figh terhadap 
agama” 7 adalah proklamasi bahwa setiap orang yang baik, 


306 Memang dalam bahasan akademis, figh didefinisikan sebagai: 
“Ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syari'at yang 
dipahami dari teks-teksnya menyangkut perbuatan-perbuatan 
manusia”. Ia berbeda dari ilmu kalam, karena menyangkut keya- 
kinan seseorang, dan berbeda dari ilmu tasawuf, yang mendalami 
pengalaman spriritual manusia. Ia hanya berbicara mengenai 
segala perbuatan manusia, baik yang bersifat privat, maupun 
publik. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa figh adalah 
setiap pemahaman terhadap agama, bisa tentang keyakinan dan 
moralitas yang ia sebut sebagai al-figh al-akbar, dan bisa tentang 
hukum perbuatan manusia yang ia sebut al-figh al-ashghar. Un- 
tuk lebih jelas bisa dilihat pada: Muhammad ad-Dasugi dan 
Aminah al-Jabir, Mugaddimah fi Dirasat al-Figh al-Islami, 14 
11H/1990M, Dauhah, Oatar, pp. 13-22. 

307 Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ra, diriwayatkan Imam Bukhari 
dan Muslim. Lihat: Ibn al-Atsir, Jami' al-Ushul min Ahadits ar- 


406 


siapapun, akan cenderung untuk selalu memahami dan 
memaknai (figh| terhadap agama. Kecenderungan ini 
sebagai bentuk dari kecintaan, kedekatan dan kepedulian. 
Tetapi pada saat yang sama, iapun sebatas pemakanaan 
Ifigh| terhadap agama Jad-din), bukan agama itu sendiri. 
Karena merupakan upaya pemaknaan, maka figh 
menjadi beragam dan mengikuti konteks realitasnya 
masing-masing. Ketika Nabi Muhammad Saw mendes- 
kripsikan “apa itu Islam' dan 'siapa itu muslim', dalam 
beberapa teks hadits berbeda dari satu riwayat ke riwayat 
yang lain. Atau lebih tepatnya, berbeda dari satu konteks ke 
konteks yang lain. Suatu saat Nabi Saw menyatakan Islam 
adalah: “Islam adalah dengan beribadah kepada Allah Swt 
semata, tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain, mendirikan 
shalat wajib, membayar zakat dan berpuasa Ramadhan” 58 
Dalam riwayat lain diawali dengan “Islam adalah dengan 
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah 
utusan-Nya”, dan ditambah dengan klausa: “Menunaikan 
ibadah haji ke Mekkah” 59 Dalam riwayat lain, ketika 
seseorang dari pedalaman (badui| mendengarkan deskripsi 
Nabi tentang Islam, dia menyatakan: “Ya Nabi, saya akan 
mengikuti, dan tidak akan saya tambah dan tidak akan saya 
kurangi”. Lalu Nabi berujar: “Ia akan masuk surga kalau benar 
seperti yang diucapkan” 39. Bahkan dalam suatu riwayat, ada 


Rasul, 1984, Dar Ihya at-Turats al-Araby, Beirut, juz IX, hal. 131, 
no. hadits: 6763. 

308 Dari Abu Hurairah dan Abu Dzar al-Ghiffari ra, riwayat Imam 
Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i . Lihat: Op. Cit. juz I, 
halaman 133. 

309 Dari Yahya bin Ya'mar ra, riwayat Imam Muslim, Turmudzi, 
Abu Dawud dan Nasa'i. Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 130. 

310 Dari Thalhah bin “Ubaidillah ra, riwayat Imam Malik, Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 
141. 
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seseorang —mungkin sahabat atau tabi'in- yang berpegang 
pada teks hadits ini, ketika diajak berperang di jalan Allah 
Swt, ia menolak dengan alasan tidak termasuk kewajiban 
Islam. 

Padahal dalam banyak riwayat lain, deskripsi 
tentang Islam dan predikat muslim tidak hanya terhenti 
pada kewajiban-kewajiban di atas. Misalnya teks hadits 
yang mendeskripsikan orang muslim: “Seseorang dianggap 
muslim, ketika orang-orang sekitarnya tidak terganggu dari lisan 
dan tangannya” 52 Juga teks-teks hadits tentang kewajiban 
berjihad, bertetangga dengan baik, menghormati orang tua, 
menyayangi anak muda, tidak melakukan kezaliman, ber- 
khianat, berzina, mencuri dan banyak lagi kewajiban- 
kewajiban bagi orang yang berpredikat 'muslim'. Perbe- 
daan, atau lebih tepatnya keragaman teks hadits dalam 
mendeskripsikan 'Islam' dan 'muslim' adalah karena ia 
merupakan proses figh, memahami dan menerapkan ajaran 
agama dalam konteksnya masing-masing. Terkait dengan 
siapa dan dari mana yang bertanya dan meminta jawaban. 
Jika Nabi Saw saja demikian, tentu keragaman figh pada 
masa sahabat, tabi'in dan para ulama berikutnya akan lebih 
banyak lagi, karena realitas kehidupan semakin bertambah 
dan kompleks. Dalam istilah ushul figh “Teks-teks ajaran 
itu terbatas, sementara realitas tidak terbatas Jan-nushiish 
mutandhiyah wa amma al-wagd'1' ghair mutandhiyahy” 38 


311 Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 128. 

312 Lihat: Op. Cit. Juz I, halaman 153. 

313 Dalam hal ini asy-Syahrastani (w. 548 H) mengatakan: “Secara 
umum, kita mengetahui dengan pasti dan yakin bahwa berbagai 
peristiwa dan kasus-kasus, baik dalam masalah ibadah maupun 
masalah kehidupan (interaksi sosial) tidak terhitung dan tidak 
terbatas. Kita juga mengetahui dengan pasti, bahwa tidak semua 
kejadian (atau permasalahan) terdapat penjelasannya dalam teks 
(al-Guran maupun al-Hadits). Memang hal ini tidak mungkin. 
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Keragaman formulasi figh setidaknya dilatari dua 
hal, persoalan keterbatasan pemaknaan Jijtihdd al-istinbathy) 
dan persoalan penerapan pada wilayah realitas Jijtihid 
tathbigy|. Dengan demikian figh —setiap pemahaman ter- 
hadap Islam- tidak bisa dikatakan terlepas dari realitas. Figh 
menjadi kaya dan dibukukan dalam karya yang berjilid- 
jilid, justru karena intensifitasnya berelasi dengan realitas. 
Pernyataan bahwa realitas harus tunduk terhadap figh, atau 
sebaliknya adalah sesuatu yang tidak tepat dan berlebihan. 
Figh dan realitas dalam sejarah masyarakat muslim, 
keduanya saling berinteraksi, mempengaruhi, melengkapi 
dan mengisi satu terhadap yang lain. 

Dari interaksi ini, bisa diidentifikasi tiga karakter 
dasar figh, pluralitas, fleksibilitas dan relatifitas. Hampir 
dalam setiap persoalan yang diperbincangkan, figh pasti 
memiliki keragaman pandangan sejak pertama kali 
dirumuskan. Dalam banyak hal, figh juga melakukan 
penyesuaian dengan setiap realitas yang dihadapi. Karena 
itu, kebenaran figh bersifat relatif, untuk suatu masa, 
tempat dan kondisi tertentu, bukan untuk selamanya dan 
tidak mengatasi ruang dan waktu. Paradigma figh ini, 
selanjutnya akan dijadikan alat analisis untuk melihat, 
memaknai dan merumuskan figh (memaknai dan me- 
nerapkan ajaran Islam) dalam kaitannya dengan relasi sosial 
masyarakat. Khususnya yang menyangkut persoalan 


Karena teks-teks itu sesungguhnya terbatas, sementara peristiwa- 
peristiwa sosial tidak akan pernah terbatas. Sesuatu yang tidak 
terbatas tidak akan mampu dicakup oleh sesuatu yang terbatas. 
Karena itu, kita sangat yakin bahwa jjtihad atau giyas hukumnya 
wajib”. (Abu al-Fath Muhammad bin Abd al-Karim Asy- 
Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal, Diedit oleh Ahmad Fahmi 
Muhammad, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 
210). 
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kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat dan 
penghormatan satu terhadap yang lain dalam menjalankan 
hak-hak individu maupun sosial. 

Realitas masa lalu telah mewarnai sedemikian rupa 
pemaknaan teks-teks agama yang terkait dengan hak-hak 
keberagamaan seseorang. Ada pemilahan seseorang 
menjadi muslim, kafir dzimmi atau kafir harbi, dar al-Islam 
atau dir al-kufr, pidana kemurtadan, identifikasi terhadap 
kemurtadan seseorang, dan pengadilan serta eksekusi atas 
pidana kemurtadan. Tentu saja, realitas sekarang memiliki 
logika dan konteksnya sendiri, yang menuntut pemaknaan 
ulang atas teks-teks yang sama, atau lebih tepatnya adalah 
pembacaan atas sekumpulan teks-teks yang secara literal 
terkesan ambivalen, ada yang mengarah pada kebebasan 
dan penghormatan, dan sebaliknya ada yang mengarah 
pada pembatasan dan pemaksaan. Ulama masa lalu 
misalnya, lebih memilih untuk menyatakan bahwa ayat 
peperangan menggantikan (naskh| seluruh ayat-ayat 
kebebasan, penghormatan dan perdamaian. Realitas 
sekarang menuntut sebuah cara pandang baru, misalnya 
bahwa yang prinsip dalam Islam adalah ayat-ayat 
penghormatan dan perdamaian, sementara peperangan dan 
pemilahan keimanan seseorang terkait dengan konteks 
tertentu yang bersifat parsial. Tradisi klasik dalam hal ini, 
harus dibaca selaras dengan konteksya. Pada saat yang 


314 Ibn al-'Arabi misalnya, dalam tafsir ayat al-ahkam menyatakan 
bahwa ayat perintah memerangi orang-orang musyrik: “Apabila 
telah lewat bulan-bulan yang diharamkan (peperangan) maka 
perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun kamu menemukan 
mereka”. (OS. At-Taubah, 9:5), ayat ini menghapus (naskh) sekitar 
114 ayat Our'an yang berbicara perdamaian, dialog dan perkataan 
lembut dengan orang-orang kafir. Lihat: Ibn al-'Arabi, Ahkam al- 
Our'an, 1/205. Dikutip dari: Shubhi ash-Shalih, Mabdhits ft Ulum 
al-Gur'an, 1983, Dar al-Ilmi lil-Malayin, Beirut, hal. 264. 
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sama, semangat pembacaan tradisi klasik ini Jal-ashalah| 
diturunkan untuk merumuskan figh yang selaras dengan 
tuntutan konteks kontemporer Jal-mu'isharah| dalam 
kehidupan kita saat ini. 

Dengan demikian, kita tetap menghormati dan 
berpegang pada tradisi (turdts| tetapi tidak mengambilnya 
secara membabi buta, kita memilah akar persoalannya dan 
memilih substansi masalahnya untuk mengemasnya 
kembali sesuai dengan realitas persoalan kontemporer yang 
kita hadapi. Orisinilitas Jal-ashdlah| berarti meniscayakan 
keterkaitan dengan akar masa lalu di satu pihak, dan di lain 
pihak harus selalu dinamis dengan persoalan kontemporer 
(al-mu'isharah|, hidup bersama, berinteraksi dan menda- 
tangkan manfaat kepada kehidupan sekarang dan berikut- 
nya. Figh relasi sosial dalam hal keberagamaan harus 
berangkat dari akar-akar orisinilitas khazanah (|turits) masa 
lalu, dan pada saat yang sama berinteraksi dengan per- 
soalan-persoalan kontemporer dan membuka diri terhadap 
semua masukan dari peradaban lain dengan penuh 
kesadaran dan kewaspadaan, untuk membangun konsep 
relasi sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat 
dunia. Sebagai konsep dan praktek sosial, ia harus terbuka 
untuk dikritik dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan 
diuji secara empirik-materiil, untuk menemukan kesejatian 
dan orisinalitas konsep ajaran dan norma yang berpihak 
bagi kemanusiaan. 


Figh ar-riddah : 
Akar Fanatisme Keberagamaan 

Figh ar-riddah adalah salah satu konsepsi figh yang 
sering dijadikan dasar perlunya penanganan kekerasan 
terhadap pelanggaran keyakinan dan pemikiran umat 
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muslim. Figh ar-riddah lebih banyak mengarah kepada in- 
ternal umat muslim. Ada lagi konsepsi lain yang juga 
menjadi dasar legitimasi kekerasan masyarakat muslim, 
yaitu konsepsi jihad yang dalam figh lebih banyak 
diarahkan kepada masyarakat luar atau non-muslim. Dalam 
hal ini, harus dijelaskan bahwa dalam teks-teks Islam, ada 
sejumlah ayat dan hadits yang bisa menjadi sumber 
inspirasi kekerasan antar umat muslim, atau terhadap 
komunitas lain. Ayat dan hadis yang seperti ini, dijadikan 
basis untuk mendefinisikan konsepsi jihad dalam Islam. 

Jihad yang secara literal berarti “upaya yang opti- 
mal”, kemudian diartikan sebagai “usaha yang keras dengan 
melakukan apa saja untuk menegakkan kalimah Allah'. Dan 
pada prakteknya, jihad sering diartikan sebagai perang suci 
terhadap orang-orang yang dianggap melawan kehendak 
Allah. Jihad sendiri merupakan salah satu implementasi 
dari perintah 'amar ma'ruf nahi munkar', atau anjuran 
mewujudkan kebaikan dan menghapus kemungkaran. Bagi 
mereka yang cenderung dengan idiologi kekerasan, pada 
prakteknya 'nahi munkar lebih didahulukan daripada 
'amar ma'ruf. Untuk menegakkan tugas suci ini, mereka 
tidak segan-segan mengayunkan tangan-tangan kekerasan, 
dengan berlandaskan pada teks hadis Nabi: “Barangsiapa 
yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan- 
nya, kalau tidak bisa maka ubahlah dengan lisannya, kalau 
tidak bisa maka ubahlah dengan hatinya. Hal ini 
merupakan ekpresi keimanan yang paling lemah”. 

Sejarah kekerasan yang terjadi dalam dan oleh 
masyarakat muslim, secara teologi tidak pernah terlepas 
dari seputar konsepsi jihad, amar ma'ruf dan penegakan 
hukum-hukum Allah di muka bumi. Ketika konsepsi ini 
ditegakkan atas dasar 'komunalisme', biasanya akan 
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berbuntut praktek kekerasan. Yaitu pandangan bahwa 
kebenaran hanya ada pada dirinya, dan kesesatan ada pada 
orang lain. Ketika 'kebenaran dirinya' harus ditegakkan, 
sementara 'kesesatan orang lain” harus ditumpas, maka 
kekerasan-kekerasan tidak bisa terelakkan akan tumpah 
dengan sebab yang mungkin sangat sederhana. Dengan 
legitimasi kosmis ini, kekerasan menjadi sakral, memiliki 
nilai keagungan dan menjadi rebutan banyak orang untuk 
melakukannya. Tindak kekerasan ini, dalam sejarah Islam, 
tidak hanya terjadi dari muslim terhadap non-muslim, 
tetapi lebih banyak lagi terjadi dari muslim terhadap 
muslim yang lain. Realitas yang seperti harus menjadi salah 
satu pertimbangan bagaimana rumusan figh relasi sosial 
tidak lagi didasarkan pada mu'min-kafir, kawan-lawan dan 
senang-benci. Tetapi pada kesepakatan untuk secara ber- 
sama merumuskan aturan main yang memungkinkan 
semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama. 
Sesuatu yang tidak bisa dinafikan bahwa figh klasik 
telah sedemikian rupa merumuskan pidana murtad (hadd 
ar-riddah|, yang pada perkembangannya banyak mengan- 
cam kebebasan beragama, berpendapat dan berkarya pada 
masyarakat muslim. Bahkan, rumusan figh ar-riddah ini — 
dengan formulasi lain yang sejenis seperti, kufr, zindig, 
bid'ah, khurafit- telah memakan korban dari para ulama itu 
sendiri, yang di kemudian hari dianggap pahlawan dalam 
disiplin ilmu mereka masing-masing. Perumusan figh ini 
tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteks yang melatari 
pada saat itu, sehingga tidak menutup kemungkinan -— 
dengan melakukan pembacaan terhadap seluruh komponen 
tradisi yang terkait dengan persoalan ini- memunculkan 
perumusan baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar 
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Islam dan selaras dengan tuntutan etika pergaulan saat ini, 
yang menuntut kesetaraan dan kesederajatan. 

Dalam figh klasik, perbincangan mengenai hukum 
pidana terpusat pada hudid, kemurtadan, perzinahan, 
pencurian, pembrontakan dan minuman keras. Selebihnya 
adalah pidana ta'zir, yang hukumannya diserahkan kepada 
kebijakan pemerintah dengan syarat tidak lebih dari batasan 
hukuman hudid. Kemurtadan merupakan pidana yang 
diancam dengan hukuman yang cukup berat, yaitu 
dihukum mati. Ancaman ini, seperti yang dikatakan Ibn ar- 
Rushd merupakan kesepakatan mayoritas ulama figh. 
Tetapi dalam penjabarannya ulama figh berbeda pendapat, 
misalnya apakah seorang yang murtad langsung dikenakan 
hukuman atau diminta bertaubat lebih dahulu, seorang 
perempuan yang murtad boleh dihukum bunuh atau tidak, 
dan yang paling krusial adalah persoalan batasan bagai- 
mana seseorang dianggap telah melakukan pidana kemur- 
tadan. Identifikasi “kemurtadan' ini yang pada akhirnya 
banyak memakan korban dari para ulama, sebelum pidana 
itu mengancam orang-orang yang benar-benar keluar dari 
Islam itu sendiri. 

Riddah atau al-Irtidad, secara etimologi Jal-lughawil 
berarti pulang, atau kembali kepada agama semula. Orang- 
orang pada masa Nabi Saw, sebelum masuk Islam, me- 
nganut agama tertentu, maka ketika keluar dari Islam, ia 
dianggap kembali kepada agama semula. Asumsinya, riddah 
baru terjadi ketika seseorang menganut agama tertentu 
selain Islam, masuk Islam, kemudian keluar lagi dari Islam 
kembali ke agama semula. Tetapi mayoritas ulama tidak 


315 Lihat: Ibn ar-Rushd, Biddyat al-Mujtahid wa Nihayat al- 
Mugtashid, 1988, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, juz II, hal. 
459.. 
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berpendapat demikian, riddah adalah segala bentuk upaya 
seseorang yang bisa dianggap keluar dari agama Islam, bisa 
dengan ucapan, perbuatan atau isyarat. Pada prakteknya, 
figh ar-riddah menurunkan konsepsi-konsepsi sejenis yang 
pada intinya mengarah pada upaya eksekusi terhadap 
segala bentuk penyimpangan keberagamaan, keyakinan, 
pemikiran dan perbuatan, seperti konsepsi zindig, bid'ah, 
takhayyul dan khurafat. Pada prakteknya, ulama figh berbeda 
pendapat dalam merumuskan figh ar-riddah. Ibn Hazm al- 
Andalusi (w. 450H) merekam sebagian perdebatan ulama: 


“Orang yang sudah muslim kemudian murtad 
dari Islam, keluar ke agama kitabi atau yang 
bukan kitabi, atau menjadi tidak beragama, 
ulama berbeda pendapat mengenai statusnya, 
sebagian mengatakan: ia tidak perlu diminta 
bertaubat, sebagian menyatakan perlu diminta 
bertaubat. Sebagian membedakan antara orang 
yang sejak lahir muslim kemudian murtad, 
dengan orang yang awalnya bukan muslim, 
masuk Islam kemudian murtad. Kelompok yang 
menyatakan tidak perlu minta taubat terbagi 
pada dua pendapat, orang murtad harus dihu- 
kum bunuh sekalipun ia sudah bertaubat dan 
kembali menjadi muslim, pendapat lain, jika 
cepat bertaubat sebelum dijatuhi hukuman, ia 
bisa diterima dan terlepas dari hukuman, jika 
tidak ia harus dijatuhi hukuman bunuh. Se- 
mentara kelompok yang menyatakan perlu 
diminta bertaubat terbagi dalam beberapa pen- 
dapat, sebagian menyatakan: diminta bertaubat 
satu kali, jika mau bertaubat, ia diterima, jika 
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tidak ia harus dibunuh. Sebaigian lain: diminta 
bertaubat tiga kali, pendapat lain: diminta 
bertaubat selama satu bulan, pendapat lain: 
seratus kali, bahkan ada yang menyatakan: ia 
harus diminta bertaubat selamanya dan tidak 
boleh dibunuh” 316 


Dalam definisi Imam Nawawi (w. 676H), riddah 
adalah memotong Islam, baik dengan keinginan, perkataan 
dan perbuatan: baik hal itu muncul karena pelecehan, 
pengingkaran atau memang merupakan keyakinan.” Az- 
Zuhaily, seorang fagih kontemporer mendefinisikan riddah: 
“Kembali dari agama Islam beralih menjadi kafir, baik dengan 
niat, perbuatan atau perkataan, sebagai pelecehan, pengingkaran 
atau keyakinan” 38 Pada wilayah penjabaran dari definisi 
riddah, sering kali setiap kelompok, madzhab bahkan se- 
orang ulama berbeda satu dengan yang lain, yang 
memungkinkan suatu kelompok mengkafirkan kelompok 
yang lain. Ada satu catatan mengenai identifikasi kemur- 
tadan yang ditulis al-Khathib asy-Syirbini, yang bisa 
menjadi contoh relasi figh ar-riddah dengan konteksnya, 
dan bagaimana ia harus dirumuskan ulang pada masa 
sekarang. Di antara kriteria kemurtadan menurut asy- 
Syirbini adalah: 


“Orang yang mendustakan rasul, atau nabi, 
menghina, melecehkan, atau melecehkan nama- 


316 Dikutip dari Abd al-Muta'ali ash-Sha'idy, Hurriyat al-Fikr fi al- 
Islam, Dar al-Fikr al-'Araby, hal. 75-77. 

317 Lihat: Asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, Dar al-Fikr, juz IV, hal. 
133-134. 

318 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islimi wa Adillatuhu, 1989, Dar 
al-Fikr, Beirut, juz VI, hal. 183. 
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nya, nama Allah, perintah-Nya, janji dan 
ancaman-Nya, mengingkari satu ayat al-Our'an 
atau menambah satu ayat yang tidak termasuk 
al-Our'an, atau melecehkan sunnah, seperti per- 
nyataan: orang yang menjilat jemarinya setelah 
makan -ini sunnah Nabi- adalah tidak beradab 
dan menjijikkan, atau ketika diminta untuk 
memotong kuku, ia menjawab: “tidak mau, 
sekalipun itu sunnah”, dengan maksud mele- 
CEKiKAN.. ariivars atau mengatakan kepada orang 
yang mengucapkan hawgalah : “ucapan itu tidak 
akan membuatmu menjadi kenyang”. Atau 
orang yang menyatakan: “Kalau Allah masih saja 
mewajibkanku shalat ketika sakit keras, ini 
adalah zalim”. Atau seseorang yang dipanggil: 
“wahai yahudi”, kemudian ia menoleh dan 
menjawab. Atau orang yang jika ditanya: “Kamu 
muslim?”, dijawab: “tidak”. Atau membaca 
bismillah ketika mau minum khamr dan berzina, 
dengan maksud melecehkan. Atau menyatakan: 
“sepiring bubur gandum lebih baik dari ilmu 
pengetahuan”. Atau tidak mau mengkafirkan 
orang-orang di luar Islam, atau merasa ragu 
dengan kekafiran mereka. Atau ketika melihat 
ada orang kafir yang masuk Islam dan diberi 
uang zakat, dia menyatakan: “Kalau saja dulu 
aku kafir, kemudian masuk Islam, pasti aku akan 
dapat harta juga”. Atau seorang guru yang 
bergumam: “Orang yahudi lebih baik dari orang- 


417 


orang Islam, karena mereka sangat memperha- 
tikan kesejahteraan para guru” 8? 


Pemurtadan dan pengkafiran banyak dibicarakan 
pada disiplin ilmu kalam, figh dan hadits. Dalam tradisi 
kalam kita, ada lima kelompok besar, sunni, syi'ah, khawarij 
dan mu'tazilah, dengan berbagai aliran masing-masing 
yang biasanya dihitung oleh ulama al-firag berjumlah 
sekitar 73 aliran. Setiap kelompok mengklaim kebenaran 
dirinya, dan menyalahkan bahkan mengkafirkan kelompok 
lain. Sejarah peradaban Islam telah mencatat dua tragedi 
yang sering menjadi perbincangan teologis yang terkait 
dengan soal pengkafiran dan pemurtadan. Pertama, tragedi 
penciptaan al-Our'an (mihnat khalg al-gur'in| yang dihem- 
buskan pada masa khalifah al-Ma'mun —atas desakan ulama 
mu tazilah-, yang banyak memakan korban. Diantara kor- 
ban yang paling terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal, 
Ali bin al-Madini dan Muhammad bin Sa'd. Karena tidak 
mau menganggap Our'an makhluk, mereka dituduh sesat, 
kafir, murtad dan dianggap menyerupai orang Yahudi dan 
Kristen, bahkan lebih jahat lagi. Yang sempat dibunuh dan 
disalib karena persoalan ini adalah Imam Ahmad bin Nashr 
al-Khaza'i, karena menolak untuk mengikuti keyakinan 
kemakhlukan Ouran. Kalau penguasa pada saat itu 
memandang bahwa yang tidak meyakini kemakhlukan 
Our'an adalah kafir dan murtad, sebaliknya sebagian ulama 
sunni dari ahli figh dan hadits -Imam Syafi'i misalnya- 
berpendapat bahwa mereka yang menganggap kemakh- 
lukan Our'an adalah murtad dan keluar dari Islam.?2 


319 Asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, Dar al-Fikr, juz IV, hal. 135. 
320 Ibid. 
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Kedua, tragedi yang dialami Ibn Rushd, seorang 
fagih yang juga filosof. Ia juga —atas desakan beberapa 
ulama figh dan hadits- dituduh sesat oleh penguasa pada 
saat itu, Abu Ya'gub al-Manshur. Ia sendiri diasingkan 
menjadi tahanan di Alissa, daerah terpencil yang semula 
menjadi hunian bagi orang-orang Yahudi. Maklumat yang 
disebarkan ke seluruh wilayah Andalusia dan Marakish 
adalah penyesatan terhadap Ibn Rushd dan karya-karya 
yang ditulisnya. Abu Ya'kub memberi maklumat untuk 
membakar seluruh buku-buku Ibn Rushd, bahkan semua 
buku-buku filsafat pada saat itu yang menjadi kegan- 
drungan Ibn Rushd. Lebih lagi, di dalam maklumat juga 
dicantumkan pembakaran buku-buku Mazhab Maliki, 
setelah disobek terlebih dahulu halaman-halaman yang 
mengandung ayat Our'an dan hadits, karena juga dianggap 
penafsiran yang sesat terhadap teks Our'an dan hadits. Ia 
menyarankan kepada seluruh masyarakatnya hanya 
merujuk kepada kedua sumber utama, al-Our'an dan al- 
hadits. 

Beberapa tragedi lain, sepanjang sejarah peradaban 
umat muslim, juga bisa menjadi catatan di sini. Tragedi 
pembunuhan Abu al-Husain al-Hallaj, yang oleh beberapa 
ulama figh dianggap murtad dan kafir. Hakim agung pada 
saat itu, Abu Amru al-Junaid memfatwakan hukum bunuh 
atas kemurtadan al-Hallaj. Oleh khalifah, ia dijatuhi 
hukuman cambuk seribu kali, jika belum mati dicambuk 
lagi seribu kali, jika belum mati dipotong kedua tangannya, 
kemudian kedua kakinya, kemudian dipenggal lehernya. 
Semua hukuman itu dilaksanakan terhadap al-Hallaj karena 
pernyataan “ana al-hagg” yang membuatnya dianggap 
murtad. Bahkan pola penyesatan sampai kepada hal-hal 
yang nyata berada pada wilayah sosial politis. Misalnya, 
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sampai abad ke VI H, kebanyakan ulama berkeyakinan 
bahwa orang yang mengusulkan kepemimpinan selain dari 
orang Ouraisy termasuk orang sesat, khawarij dan bisa halal 
darahnya.?! 

Catatan-catatan sejarah ini menegaskan bahwa figh 
ar-riddah pada prakteknya lebih banyak menjadi racun 
pembunuh bagi benih-benih kreatifitas intelektual para 
ulama. Tuduhan murtad, bid'ah, khurafat dan kafir telah 
menyeret banyak ulama yang pada kemudian hari di- 
anggap pahlawan dan pioneer dalam disiplin ilmu tertentu. 
Misalnya, Imam Abu Ishag penulis pertama biografi Nabi 
Muhammad Saw, ia diboikot oleh ulama hadits karena 
dianggap pembohong, bahkan seorang dajjal. Imam ath- 
Thabari, pionir ilmu tafsir dan sejarah, pernah dihancurkan 
rumahnya oleh pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal, 
karena dianggap dalam tafsirnya banyak menyebarkan 
riwayat-riwayat lemah dan palsu. Imam Ibn Taymiyyah (w. 
728H), ulama yang pada masa sekarang menjadi ikon setiap 
reformasi pemikiran Islam, juga pernah dikurung dalam 
waktu yang cukup lama, sehingga sakit keras dan me- 
ninggal, hanya karena dia menyatakan bahwa Allah berada 
di langit, punya tangan dan turun ke bumi. Pernyataan ini, 
bagi ulama-ulama yang dekat dengan penguasa pada saat 
itu, bisa membuat orang menjadi kafir, karena menyamakan 
Imujassimah) Allah dengan manusia.? Imam Najm ad-Din 


321 Bisa dilihat pada Asy-Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal, ed. 
Ahmad Fahmi Huwaidi, 1992, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 
juz I, hal. 108. 

322 Dalam mazhab Syafi'i, ada perbedaan pendapat apakah se- 
orang yang berpandangan mujassimah bisa dianggap kafir. Imam 
Abu Hasan al-Asyari termasuk orang yang berpandangan bahwa 
mereka adalah orang kafir, karena menyamakan Allah dengan 
makhluk. 
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ath-Thufi (w. 716H), seorang ulama mazhab Hanbali yang 
sangat terkemuka, penganjur konsepsi al-mashlahah yang 
sekarang digandrungi banyak pemikir figh rasional, ia juga 
pernah dituduh sesat oleh gurunya sendiri dari mazhab 
yang sama. Ia sempat diseret, diarak di jalan-jalan kota, dan 
diasingkan ke daerah terpencil selama dua tahun. 

Realitas seperti ini tentu saja akan menghambat 
kebebasan berpikir dan kemajuan peradaban umat muslim, 
bahkan manusia secara keseluruhan. Ia tidak hanya 
menuntut pembacaan ulang tentang figh ar-riddah, bahkan 
re-interpretasi seluruh teks-teks terkait untuk menemukan 
relasi sosial yang lebih memberikan penghormatan, 
kesederajatan dan keadilan antar sesama. 

Ada beberapa prinsip dasar yang bisa diambil dan 
dikembangkan pada konteks sekarang. Pertama, seperti 
dikatakan Imam al-Kasani (w. 587 H) dari madzhab Hanafi 
dalam Bada'i ash-Shana'i, bahwa kemurtadan saja tidak 
secara otomatis menjadi sebab hukum bunuh (al-gatl laysa 
min lawhzim ar-riddah 'indand), sebagaimana kekafiran juga 
tidak menyebabkan “boleh dibunuh'.2 Tetapi pernyataan 
ini dalam figh Hanafi hanya diberlakukan bagi perempuan 
dan anak-anak, tidak untuk lelaki dewasa. Kedua, persoalan 
riddah dalam figh seringkali dikaitkan dengan persoalan al- 
hirabah, atau ancaman dan penyerangan terhadap komu- 
nitas muslim. Mungkin atas dasar ini, sebagian ulama figh 
sebagaimana dikutip Ibn Hazm di atas, ada yang memilih 
menyatakan tidak ada hukum bunuh terhadap orang 
murtad (semata). Dia hanya diminta untuk bertaubat saja. 


323 Al-Kasani, “Ala ad-Din Abu Bakr bin Mas'ud, Bada'i' ash- 
Shana' fi Tartib asy-Syara 7, diedit oleh “Aliyy Muhammad 
Mu'awwadh dan “Adil Ahmad “Abd al-Mawjud, 1997: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, Beirut-Libanon, juz 9, hal. 528. 
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Jika kedua prinsip ini dipilih, sesungguhnya kemurtadan 
semata, sebagaimana kekufuran juga, tidak bisa menjadi 
legitimasi adanya hukuman. Riddah yang dihukum adalah 
riddah yang disertai dengan al-hirabah, yaitu mengancam 
eksistensi komunitas muslim. Biasanya ini terjadi ketika 
orang pindah agama pada masa perang, dan bergabung 
dengan musuh untuk berbalik menyerang kaum muslim. 
Seperti yang terjadi pada masa Nabi Saw, ketika orang 
seperti Abdullah bin Sa'd, Abdullah bin Khathl dan al- 
Harits bin Hisyam masuk Islam kemudian murtad dan 
bergabung dengan Ouraisy untuk memerangi Nabi Saw. 
Kepada mereka, Nabi saw memerintahkan hukum bunuh 
pada saat Fath Makkah. Tetapi kemudian Abdullah bin Sa'd 
berlindung dengan Utsman bin Affan ra dan al-Harits bin 
Hisyam berlindung dengan Umm Hani bibi Nabi Saw. 
Mereka dimaafkan dan tidak jadi dibunuh. Hanya Abdullah 
bin Khathl yang dihukum bunuh, mungkin karena tidak 
berlindung dan tidak ada yang melindungi. 

Dari sisi argumentasi figh Jal-istidlall, konsepsi 
tindak pidana riddah hanya dikembangkan atas dasar suatu 
teks hadits dan praktek yang dilakukan beberapa sahabat. 
Semua ayat al-Ouran yang membicarakan mengenai 
kemurtadan, kekafiran dan penyelewengan pemikiran, 
tidak dibarengi dengan perlunya suatu ancaman hukuman 
di dunia. Beberapa ayat ini bisa menjelaskan kecenderungan 
konsepsi ancaman riddah dalam al-Our'an, yang satupun 
tidak ada yang mengaitkan dengan hukuman dunia: 


324 Lihat: Ibn Hisyam, as-Sirah an-Nabawiyyah, diedit oleh 
Musthafa as-Saga, Ibrahim al-Abyari dan Abd al-Hafizh Syalaby, 
1992: Dar al-Khayr, Beirut-Libanon, juz 4, ha. 40-42. 
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YA Jaa DR san Bel on II 
0 AE aa D4 AI aah Al Jis OS H3 To E 
Jaa BELA cad LI SE Kan Ip Bi EA sal 2 
0d P5 
La EP SAR NAS Gal ad SAT pal Gi 3 
INA GAB KIE 12 yA) lal aki Gp Ah AS 3 4 
BAE Bp ia Sana pe GAS AN GB Ia 
kn pi ada Ba AA pat 5 
Ab AN ie KN AA GEA SAN ami 033 
oh An 3 S3 3 AA OI, JS 3 2 
Ta ON Ben ea aa SA Ss 36 LA 
(DSA ks HA Sai O,3 NG BA duri 


1. “Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa 
yang murtad di antara kamu dari agamanya, maka 
kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang 
Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai- 
Nya”. (OS. Al-Maidah, 5: 54). 

2. “Sesungguhnya orang-orang yang kembali murtad 
ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu 
jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka 
mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan- 
angan mereka”. (OS. Muhammad, 47: 25). 
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3. “Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu 
menta ati orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan 
mengembalikan kamu menjadi murtad (kepada 
kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang 
merugi”. (OS. Ali Imran, 3: 149). 

4. “Barang siapa yang menjadi kafir kepada Allah 
sesudah dia beriman, kecuali orang yang terpaksa 
kafir padahal hatinya tetap dalam keimanan, akan 
tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk 
kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpa- 
nya, dan baginya azab yang besar”. (OS. An-Nahl, 
16: 106). 

5. “Dan barangsiapa yang murtad di antara kamu dari 
agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka 
mereka adalah orang-orang yang sia-sia amalannya 
di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya”. (OS. Al- 
Bagarah, 2: 217). 


Tidak ada satupun ayat al-Our'an yang menyatakan 
bahwa seseorang yang murtad, berpindah agama, atau sesat 
keyakinan dan pemikiran, ia harus dihukum dengan 
hukuman tertentu. Yang ada hanyalah teks hadits, yaitu 
“Barang siapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah 
ia”.25 Teks ini dikembangkan ulama figh sebagai dasar 


325 Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya 
(no. hadits: 6922). Beberapa teks hadits lain yang serupa, diri- 
wayatkan selain Bukhari. Misalnya hadits Mu'adz: “Jika ada laki- 
laki yang riddah dari Islam, maka ajaklah ia kembali, jika enggan 
kembali maka bunuhlah. Jika ada perempuan yang riddah dari 
Islam juga ajaklah ia kembali, jika enggan maka bunuhlah”. Lihat 
teks-teks lain dan perdebatan ulama dalam menafsiri teks-teks 
hadits tersebut pada: Ibn Hajar al-'Asgallani, Fath al-Bari, juz XIV, 
hal. 267-277). 
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utama konsepsi tindak pidana riddah, yang dalam banyak 
hal masih bisa diperdebatkan kembali. Setidaknya ada 
beberapa teks hadits lain, dengan jumlah yang sama, 
bahkan bisa lebih banyak yang memuat fakta-fakta bahwa 
Nabi Muhammad Saw tidak memberi hukuman terhadap 
orang muslim —pada saat itu- yang dalam ukuran figh ar- 
riddah melakukan perilaku-perilaku (baik perkataan mau- 
pun perbuatan) kemurtadan, mengkritik dan melecehkan 
Nabi, menyangsikan kebenaran sebagian ayat al-Our'an, 
bahkan sebagian mereka menyatakan kemurtadannya. Pada 
masa Nabi, orang-orang munafik sangat banyak, yang 
dalam beberapa hal melakukan perilaku-perilaku penyang- 
sian terhadap ajaran Islam yang disampaikan Nabi. Be- 
berapa sahabat, terutama Umar bin Khattab ra geram 
melihat perilaku mereka dan selalu mengusulkan untuk 
dieksekusi dan dipancung, tetapi Nabi dengan bijak 
menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup 
bersama: “Wahai Umar, aku tidak setuju, bagaimana kalau 
orang-orang nanti membicarakan bahwa Muhammad ternyata 
membunuh sahabat-sahabatnya sendiri”. Padahal perilaku 
mereka, jika diukur dengan konsepsi figh ar-riddah, 
mungkin tidak sekedar murtad dan keluar dari Islam.?26 


326 Banyak sekali perilaku kemurtadan' yang bisa dicatat di sini, 
yang dilakukan sahabat Nabi atau lebih tepatnya orang-orang 
yang hidup dan bersama Nabi. Di antaranya adalah Hargus bin 
Zuhair yang mengkritik Nabi ketika membagi-bagikan hasil 
pampasan perang. “Berlaku adil dong, wahai Muhammad, kamu 
tidak adil dengan cara pembagian seperti ini”. Nabi menjawab: 
“Kalau saya tidak berlaku adil, siapa yang bisa berlaku adit. 
“Pembagian seperti ini, sungguh tidak sesuai dengan keinginan 
Allah”. Ketika hendak perang Badr, Nabi berpesan untuk tidak 
membunuh paman beliau Abbas bin Abd al-Muthallib. Sebagian 
sahabat dari Muhajirin yang iktu perang berkata: “Bagaimana ini, 
saudara-saudara kita, paman, ayah dan saudara harus dibunuh, 
sementara paman Nabi tidak boleh dibunuh”. Pada waktu perang 


425 


Beberapa pemikir kontemporer, seperti Syekh “Abd 
al-Muta'ali ash-Sha'idi dan Jamal al-Banna adik kandung 
pendiri Ikhwan al-Muslimin Hasan al-Banna, mengkritik 
perujukan terhadap teks-teks hadits kemurtadan sebagai 
dasar penentuan pidana terhadap perbedaan keyakinan dan 
pandangan keagamaan. Mereka berpendapat bahwa teks 
hadits yang memberikan ancaman terhadap kemurtadan, 
tidak bisa hanya dipahami sebagai pidana atas murni 
perbedaan keyakinan. Tetapi karena kemurtadan -yang 
dimaksud teks hadits dan yang terjadi pada masa Nabi- 
merupakan pengkhianatan terhadap kesatuan sosial, pem- 
berontakan, bahkan pengkondisian untuk melakukan 
penyerangan terhadap komunitas muslim. 


Sai dalam hal ini, apabila ada beberapa hadits 
ahad yang mengisyaratkan ancaman bunuh 


Uhud, Ibn Ubay bin Salul memprovokasi pasukan Nabi untuk 
pulang dan tidak mentaati perintah Nabi, sepertiga dari pasukan 
mengikuti ajakan Ibn Salul dan pulang ke Madinah meninggalkan 
Nabi dan pasukan perang yang dipimpinnya. Beberapa 
pernyataan yang sering dikemukakannya: “Kenapa kita harus 
menceburkan diri pada peperangan?”. “Mereka (Nabi dan orang- 
orang Muhajirin) telah datang ke tampat kita, beranak pinak dan 
menjadi berharta di antara kita. Demi Allah, antara kita dan 
mereka orang-orang Ouraisy itu sama seperti orang yang 
memelihara dan membesarkan anjing, kemudian anjing itu 
memangsanya. Demi Allah, kalau kami pulang ke Madinah, kami 
orang-orang yang mulia akan mengusir mereka orang-orang yang 
hina”. “Wahai kaumku, kamu ini bagaiman, daerah ini kamu 
serahkan sepenuhnya kepada mereka, dan harta kamu dibagikan 
kepada mereka, demi Allah, kalau saja kalian menahan semua 
itu, mereka akan mencari tempat lain selain daerah kalian”. 
Dengan berbagai perilaku dan pernyataan ini, Nabi hanya 
berkata: “Kami akan tetap berbuat baik, selama ia berbuat baik 
kepada kami”. Kisah-kisah ini bisa dibaca pada berbagai kitab 
hadits, dan terutama kitab sirah. Lihat: Abu Zahrah, Khatam an- 
Nabiyyin, Dar at-Turats, Beirut, juz III, hal. 350-354. Asy- 
Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal, juz I, hal. 10-11. 
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terhadap orang murtad, menurutku ada dua 
opsi, pertama bahwa hadits ini tidak bisa di- 
terima karena bersifat ahad dan berbicara pada 
wilayah agidah, membunuh orang murtad ka- 
rena pergantian agidah dan keyakinannya, ter- 
masuk wilayah agidah, sementara ulama sepakat 
bahwa hadits ahad tidak bisa digunakan sebagai 
dasar hukum dalam wilayah agidah. Opsi kedua, 
bahwa yang dimaksud murtad di sini adalah 
murtad yang sengaja ingin memerangi umat 
muslim Jal-murtad al-muharib)|, karena masa 
Nabi adalah masa peperangan, setiap orang yang 
murtad akan keluar dari daerah muslim dan 
bergabung dengan musuh”. 


Lebih dari itu, konsepsi figh ar-riddah yang 
dikembangkan figh klasik melanggar prinsi-prinsip figh al- 
ikhtilaf untuk saling menghormati pilihan keyakinan 
masing-masing dan melakukan ajakan dengan cara yang 
baik dan dialog. Allah Swt dalam beberapa ayat al-Our'an 
menyatakan bahwa keyakinan adalah persoalan pilihan, 
dan perbedaan tidak mungkin bisa dinafikan. “Bagi setiap 
(kaum) di antara kamu, Kami jadikan aturan dan jalan. Sekiranya 
Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya menjadi umat 
yang satu (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 
pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat 
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu 
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan 
itu”. (OS. Al-Maidah, 5: 48). 


327 Lihat: Jamal al-Banna, al-Islam wa Hurriyat al-Fikr, 1999, Dar 
al-Fikr al-Islami, Cairo, hal. 38-41. 
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Figh al-Ikhtilaf. Akar Pluralisme Islam 

Perbedaan Jal-ikhtilaf| adalah sesuatu yang alamiah 
terjadi dalam setiap masa dan komunitas. Ia tidak bisa 
ditekan, ditutup atau ditahan dengan peraturan, undang- 
undang, bahkan dengan senapan. Karena itu, dalam suatu 
riwayat Nabi Saw menyatakan bahwa: “Perbedaan umatku 
adalah rahmat bagi mereka” 288 Karena perbedaan merupakan 
pewujudan ruang-ruang artikulasi dan pilihan-pilihan yang 
memungkinkan setiap orang bisa memperoleh alternatif. 
Perbedaan adalah merupakan keniscayaan dan ketetapan 
Allah Swt. Hal ini telah ditegaskan beberapa kali, dalam 
beberapa ayat al-Our'an. “Kalau saja Allah berkehendak, maka 
Ia akan jadikan mereka menjadi satu umat saja, tetapi ada orang 
yang dikehendaki-Nya masuk dalam rahmat-Nya, sementar 
orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang 
pelindungpun atau seorang penolong” (OS. Asy-Syura, 42: 8). 
“Manusia pada awalnya adalah satu umat saja, kemudian mereka 
berselisih. Kalau saja bukan karena ada ketetapan yang telah ada 
dari Tuhanmu, niscaya akan diberikan keputusan terhadap apa 
yang mereka perselisihkan itu”. (OS. Yunus, 10: 19). “Kalau saja 
Tuhanmu berkehendak, maka Ia akan menjadikan seluruh 
manusia menjadi satu umat saja, tetapi mereka akan tetap 
berselisih dan berbeda pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi 
rahmat oleh Tuhanmu, Dan karena itulah Allah menciptakan 
mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan. Sesungguhnya Aku 


328 Teks hadits ini oleh beberapa ulama hadits dianggap lemah, 
bahkan sebagian menganggap tidak ada dasar sama sekali. Tetapi 
teks hadits ini sangat masyhur di kalangan ahli figh dan ushul 
figh, bahkan sebagian ulama, seperti Ibn al-Hajib dan an-Nawawi 
membelanya dan mengembalikkannya kepada teks-teks lain yang 
senada. Lihat: al-'Ajluni, Kasyf al-Khafa, juz I, hal. 64, no. hadits: 
153. 
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akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang 
durhaka) semuanya”. (OS. Hud, 11: 118-119). 


LO A3 GAS 33 JK 3, Kat SA IE, 1 


(8/42) ps3 YA S2 
Ga Ot Ia Sian KS V3 WAELU fan AYI LE SB ug .2 
(19/10) OyakE 43 3 HA 


IS S5 INN) GA Ola Yg Fa BI ME Jad O 3 3 
Get AG BII 53 Ht SIN ag ke uds aa, 
(119-118/11) 


Pada masa lalu, perbedaan-perbedaan ini sering 
dikelola dalam bingkai mu'min-kafir, kawan-lawan dan 
senang-benci, sehingga tidak sedikit catatan sejarah umat 
muslim ditulis dengan darah. Tentu saja, ke depan sebisa 
mungkin sejarah kita tidak lagi didirikan di atas kekerasan 
dan darah. Karena itu perlu ada penghargaan terhadap 
setiap perbedaan yang muncul dan berkembang. Kemudian 
dirumuskan mekanisme relasi yang didasarkan kepada 
prinsip kesederajatan dan keadilan. 

Dalam hal relasi inter dan antar agama, pengem- 
bangan figh al-ikhtilaf untuk menyikapi perbedaan-perbe- 
daan keyakinan dan paham yang ada, perlu didasarkan 
pada beberapa prinsip dasar. Pertama, bahwa persoalan 
keimanan adalah persoalan hati, kepercayaan, keyakinan 
dan kecenderungan. “Barang siapa yang beriman kepada Allah, 
hatinya akan diberi petunjuk, dan Allah Maha Mengetahui 
terhadap segala sesuatu” (OS. At-Taghabun, 64: 11). “Janganlah 
kamu merasa sedih dengan orang-orang yang dengan cepat 
mengingkari, daripada mereka yang menyatakan keimanan dalam 
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ucapan mereka, padahal hati mereka sama sekali tidak beriman” 
(OS. Al-Maidah, 5: 41). “Seseorang yang dikehendaki Allah 
untuk memperoleh hidayah, Allah akan melapangkan dadanya 
untuk Islam”. (OS. Al-An'am, 6: 125). 


Be Jin AG KS aga MA Ga GA MIN Ab NI Kah Ga MSN 


(01/64) &E 
St UG AE Ie 3 BT aja AM Bi gu, 2 
(5/41) SjsE SI JaE 


an ea Di 23 333 PEN GAS CE kam Olla 3 3 
Y gal EA JS US AAN Gg K3 MB us as 
(125/6) 6x25 


Kedua, karena merupakan kecenderungan dan 
keyakinan hati, maka proses penyadaran tidak diperkenan- 
kan dilakukan dengan pemaksaan, dengan cara apapun. 
Penyadaran keimanan harus dilakukan atas dasar pilihan, 
keinginan dan tanpa pemaksaan. Bahkan kebebasan 
berkeyakinan dan beragama menjadi pilar utama dalam 
relasi sosial Islam tentang penyebaran dan penda'wahan. 
“Tidak boleh ada paksaan dalam hal agama. Sungguh, kebenaran 
telah nyata dari kesesatan. Barangsiapa yang mengingkari taghut 
dan meyakini Allah, maka ia berpegang pada tali yang kokoh, 
yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha 
Mengetahui”. (OS. Al-Bagarah, 2: 256). “Jika Tuhanmu 
berkehendak, maka akan beriman seluruh orang di muka bumi ini, 
apakah kamu mau memaksa orang-orang agar mereka beriman. 
Seseorang tidak akan beriman, kecuali atas izin Allah, dan Allah 
jadikan keburukan bagi orang-orang yang tidak berakal” (OS. 
Yunus, 10: 499-100). Kebebasan berkeyakinan lebih 
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ditegaskan lagi dalam surat al-Kafirun: “Wahai orang-orang 
kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu 
tidak akan menjadi penyembah terhadap apa yang aku sembah. 
Aku juga tidak akan menjadi penyembah terhadap apa yang kamu 
sembah. Ya, kamu juga tidak akan menjadi penyembah terhadap 
apa yang aku sembah. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku”. 
(OS. Al-Kafirun, 109: 1-5). 


JM Saka SAE 3 3S RI 3 AE SEM pal BSI 
(O) IE Hara H5 AAN FI 2st JAE 

Geaba P5 SAN SG R3 AN 0g SA Oa AG 3 
(O) Oia ya CE a53 MI O3b NI 335 Sail SU) 
TE) KE Oahie LI YO) isu KEY) Saat Ja 
(Oei ajh SI YO) bisu Le 


Kebebasan berkeyakinan dan berpendapat adalah 
pilar utama dari sebuah peradaban. Dengan kebebasan ini, 
perbedaan-perbedaan yang ada bisa muncul pada ruang- 
ruang yang selayaknya dan memperoleh penghormatan. 
Pemaksaan keyakinan, pandangan keagamaan atau pemi- 
kiran tidak lagi bisa ditolerir, apalagi dengan menggunakan 
kekerasan. Metode satu-satunya bagi proses interaksi antar 
keyakinan adalah dialog. “Ajaklah (orang-orang) ke jalan 
Tuhanmu dengan cara yang bijak dan tutur kata yang baik, (jika 
ingin mendebat mereka) debatlah dengan cara yang lebih baik 
(dari cara mereka). Sungguh, Tuhanmulah yang paling tahu siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan paling mengerti orang-orang 
yang memperoleh petunjuk-(Nya)”. (OS. An-Nahl, 16: 125). 
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PI gl Alay LAN Key 2S an Jas JS 
D) Santi MET gg alat 58 Ja ya SE 


Dialog mensyaratkan kesederajatan antara dua 
pihak, yang satu tidak mesti mengklaim yang paling benar 
dari yang lain, apalagi dengan pemaksaan dan kekerasan. 
Karena kebenaran mutlak hanya diketahui Allah Swt 
sendiri. Tidak ada satupun orang yang berhak mengklaim 
sebagai pasukan Tuhan yang menjaga kebenaran-kebe- 
naran-Nya. “Dan tidak ada satu orangpun yang mengetahui 
pasukan Tuhanmu kecuali Dia sendiri”. (OS. ). Karena bagi 
selain Allah, hanya bisa menduga, memahami dan meyakini 
sebatas untuk dirinya sendiri, yang ketika ingin disampai- 
kan kepada orang lain hanya bisa lewat penyadaran dan 
diolag dengan kesederajatan kedua belah pihak. Kesede- 
rajatan ini pernah menjadi prinsip dialog Nabi Saw seperti 
yang direkam suatu ayat al-Our'an: “Katakan, siapakah yang 
memberi kalian rizki dari langit dan bumi, katakan: Allah. Kami 
ini, atau kamu sekalian, yang benar-benar memperoleh hidayah 
atau sebaliknya berada dalam kesesatan yang nyata”. (OS. Saba, 
34: 24). Tentu saja, ayat ini bukan sedang menceritakan 
keraguan Nabi Saw terhadap risalah yang diembannya. 
Tetapi sedang berdialog dengan beberapa orang yang tidak 
seiman, yang tentu mensyaratkan kesetaraan dan kesede- 
rajatan termasuk dalam hal kemungkinan untuk mem- 
peroleh kebenaran dan hidayah, atau sebaliknya kesalahan 
dan kesesatan. 

Keimanan dan keyakinan adalah persoalan hati, 
yang proses penyadarannya hanya bisa dilakukan dengan 
dialog yang setara, dengan tanpa memaksakan klaim 
kebenarannya kepada orang lain. Kebenaran mutlak hanya 
diketahui Allah Swt, dan pasukan-Nya yang membela 
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kebenaran-kebenaran-Nya hanya diketahui oleh-Nya 
semata. Bahkan, dalam berbagai ayat al-Ouran menya- 
rankan untuk menyerahkan persoalan penghakiman dan 
penilaian terhadap kebenaran suatu ajaran kepada Allah 
Swt semata, kelak di akhira nanti. “Jika mereka mendebat 
kamu, maka katakan hanya Allah yang paling Tahu terhadap apa 
yang kamu lakukan. Allahlah yang kelak menghakimi di antara 
kalian pada hari kiamat dalam hal yang kamu perselisihkan”. (OS. 
Al-Hajj, 22: 68-69). “Apa yang kamu perselisihkan dalam suatu 
persoalan, keputusannya dikembalikan kepada Allah. Dialah 
Allah, Tuhanku, yang aku berserah diri kepada-Nya dan kepada- 
Nya aku kembali”. (OS. Asy-Syura, 42: 10). “Orang-orang 
Yahudi mengatakan bahwa orang-orang Nasrani tidak punya 
pegangan, sebaliknya orang-orang Nasrani juga mengatakan 
bahwa orang-orang Yahudi tidak memiliki pegangan. Padahal 
mereka semua, sama-sama membaca al-Kitab. Demikian pula 
orang-orang yang tidak mengetahui, ikut mengatakan ucapan 
mereka. Allah-lah yang akan mengadili di antara mereka pada hari 
kiamat dalam hal apa yang mereka perselisihkan”. (OS. Al- 
Bagarah, 2: 113). 


Has sal Gg pa 15 NG) Sela EN Jas AS D5 
(Op cai al LE KE Ip 1 2S AN JP AKA ses Ia as HE 
Aga EA SN AI SE ai EA si AI 3 
La Aa A3 AT 125 AR La Je MAKE Sal SES ASI SJ 
(@) SAE a31 


Dari berbagai ayat al-Our'an ini, bisa disimpulkan 
bahwa rumusan kebebasan beragama dan berkeyakinan 
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dalam Islam didasarkan pada figh al-ikhtilaf. yang pilar- 
pilarnya terdiri atas: (1) Perbedaan adalah sesuatu yang 
secara sengaja diciptakan Allah Swt (2) Keyakinan adalah 
persoalan pilihan hati. (3) Karena itu, proses interaksi hanya 
bisa dilakuakan dengan penyadaran dan dialog (4) 
Pemaksaan sama sekali tidak dibenarkan apalagi dengan 
kekerasan. (5) Untuk memuluskan suasana dialog, maka 
klaim kebenaran hanya milik Allah semata dan peng- 
hakiman hanya akan dilakukan Allah Swt pada hari akhir 
nanti. Pilar-pilar ini, yang secara eksplisit ditegaskan dalam 
berbagai ayat al-Our'an, harus menjadi dasar bagi pemak- 
naan ulang terhadap ayat-ayat kekerasan dan peperangan. 

Tidak seperti beberapa ulama figh yang lebih 
memilih untuk menyatakan ayat-ayat pilar kebebasan 
beragama ini dihapus (naskh| oleh ayat-ayat peperangan. 
Atau pernyataan bahwa ayat-ayat dialog dan kebebasan 
beragama hanya berlaku bagi Nabi saja, dan khusus pada 
masa tertentu, yaitu priode Mekkah. Ketika kebebasan 
beragama dan dialog menjadi dasar utama keberhasilan 
Nabi Saw, maka tentu saja akan menjadi kunci keberhasilan 
juga bagi masyarakat muslim berikutnya, sampai kapan- 
pun. Kekerasan dan peperangan hanya menjadi pelarian 
bagi orang-orang yang berpikir pendek, emosional dan 
otoriter. Kekerasan dan pemaksaan hanya akan mencipta- 
kan kemunafikan dan dendam. Pilar-pilar ini juga yang 
menjadi dasar bagi perumusan sebuah figh relasi sosial |figh 
at-ta'amul al-ijtimaiyy| yang humanis, dengan orientasi 
kepada kemaslahatan kemanusiaan sejagat. 
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Figh at-Ta'amul al-Ijtimaiyy : 

Rumusan Relasi Sosial yang Maslahat 

Ulama ushul figh sepakat bahwa syari'at Islam tidak ditu- 
runkan dengan sia-sia, tanpa tujuan untuk kemaslahatan 
kemanusian (mashilih al-'ibid|. Kesadaran ini yang 
mengkristalkan konsepsi magishid asy-syari'ah di tangan 
beberapa ulama, diantaranya Imam al-Juwaini (w. 478H), 
Ghazali (w.505H), ar-Razi (w. 606H), al-Amidi (w. 631H), al- 
'1zz bin "Abd as-Salam (w. 660H), al-Oarafi (w. 685H), ath- 
Thafi (w. 716), Ibn Taymiyyah (w. 728H), Ibn al-Oayyim (w. 
751H), asy-Syathibi (790H) dan yang kontemporer 
Muhammad Thahir bin 'Asyur (w. 1393H). Dalam konsepsi 
ini, ditegaskan bahwa syari'at Islam didasarkan atas tujuan 
untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi 
kemanusiaan (rahmatan lil Alamin). Secara sederhana, kon- 
sepsi ini merupakan cita sosial dalam merumuskan dan 
menerapakan setaip ajaran Islam yang terkait dengan 
persoalan-persoalan sosial. 

Pernyataan yang sering diungkap dalam hal ini 
adalah apa yang dikatakan Ibn al-Oayyim al-Jawzi: “Bahwa 
syari'at Islam itu dibangun atas dasar-dasar kebijaksanaan 
(kearifan) dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di 
akhirat. Syari'at seluruhnya adil, kasih sayang, maslahat, dan 
bijaksana. Oleh karena itu, setiap persoalan yang keluar dari 
keadilan menuju ke kecurangan, dari kasih-sayang menuju 
sebaliknya, dari maslahat menuju ke kerusakan, dan dari 
kebijaksanaan menuju ke kesewenang-wenangan, maka bukanlah 
syari'at, sekalipun didukung oleh penafsiran (teks), karena syari'at 
itu keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya” 29 Bahkan bagi 


329 Di sini Ibn al-Gayyim al-Jawziyyah (w. 751H) menegaskan 
bahwa: “asy-syari'atu mabndha wa asasuha “ala al-hikam wa 
mashdlih al-'ibad fi al-ma'asy wa al-ma'ad. wa hiya “adlun kulluha 
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at-Thufi, kemaslahatan merupakan tujua utama syari'at 
yang harus selalu dikedepankan dari segala dalil-dalil yang 
literal. Karena dalil adalah cara (wasilah|, sementara kemas- 
lahatan adalah tujuan (ghdyah|. Tujuan tentu harus dikede- 
pankan daripada cara danjalan. 

Dimensi kemanusiaan harus menjadi kesadaran 
utama dalam membaca, merumuskan dan melaksanakan 
ajaran Islam. Di dalam al-Our'an disebutkan bahwa tujuan 
penciptaan manusia adalah ibadah kepada Allah. “Tidak 
sekali-kali Kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka 
senantiasa beribadah kepada-Ku”. (). Tetapi ibadah dalam 
Islam tidak sama sekali dirumuskan untuk membuat Allah 
lebih agung dan lebih mulia. Allah Swt sudah Agung dan 
Mulia, tanpa harus disembah manusia seluruh jagat 
sekalipun. Dalam hadits gudsi disebutkan: “Aku haramkan 
kezaliman bagi Diri-Ku, dan juga diharamkan diantara kamu 
sekalian. Janganlah berbuat kezaliman di antara kalian. Wahai 
hamba-hamba-Ku, jika semua makhluk, dari dulu sampai 
sekarang, baik jin maupun manusi, semuanya menjadi orang yang 
paling takwa terhadap-Ku, sungguh semua itu tidak membuat-Ku 
bertambah agung. Juga sebaliknya jika semua berbuat jahat, 
sungguh tidak membuat keagungan-Ku berkurang”. (Hadits 
gudsi, riwayat Imam Muslim dari Abu Dzarr al-Ghiffari ra, 
no. hadits: 2577). Berarti, persoalan utama dalam 
perumusan ibadah adalah bagaimana kehidupan makhluk 


wa rahmatun kulluha wa mashdlihun kulluha wa hikmatun 
kulluha. Fa kullu mas'alatin kharajat “an al-'adli ila al-juwr wa “an 
ar-rahmati la dliddiha wa “an al-mashlahati ila al-mafsadah wa 
an al-hikmati ila al-abatsi fa laysat min asy-syari'ati, wa in 
udkhilat bi at-ta'wil” Baca Ibn al-Gayyim al-Jawziyyah, Plam al- 
Muwaggi'in “an Rabb al-'Alamin, ed. Muhy ad-Din “Abd al-Hamid, 
Dar al-Fikr, Bierut-Libanon, Juz III, hlm. 14. 
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di bumi ini penuh dengan kemaslahatan, dan tanpa keza- 
liman. 

Dimensi kemanusian sangat ketara dalam konsepsi 
ibadah dalam Islam. Ibadah secara literal berarti melayani, 
menerima, tunduk dan patuh. Artinya, ibadah adalah 
kepatuhan dan ketundukan terhadap perintah-perintah 
Allah SWT. Dalam Figh, ibadah terbagi menjadi dua, ada 
ibadah mahdhah (ritualits transendental) dan ada ibadah ghair 
mahdhah (ritualitas sosial). Kedua ibadah ini sama pen- 
tingnya dalam Islam. Yang satu menyempurnakan yang 
lain. Ke-Islam-an seseorang sama sekali tiada arti tanpa 
pengamalan kedua ritualitas tersebut. 

Ibadah mahdhah merupakan implementasi dari 
keyakinan seorang makhluk yang penuh dengan kenisbian 
terhadap Realitas Yang Mutlak (Tuhan Yang Maha Esa). 
Ibadah ini ini meniscayakan adanya legitimasi langsung 
dari teks-teks agama (nushush diniyyah|, atau pengalaman 
dan pengamalan orang-orang masa lalu Isalaf shalih). 
Dengan sifatnya yang demikian, setiap orang atau setiap 
kelompok dalam pengamalan ritualitas ini akan selalu 
mencari keterkaitan dengan masa lalu sedekat mungkin. 
Proses pencarian dan keterikatan ini tentu saja diperlukan 
untuk memberi motivasi keagamaan, tetapi tidak harus 
dijadikan dasar timbulnya gesekan-gesekan sesamat umat 
muslim, termasuk dengan non-muslim. Sayangnya, seruan- 
seruan seperti kembali kepada Ouran dan Sunnah, 
pembersihan akidah, keteladanan Nabi dan seruan yang 
lain, yang merupakan upaya pencarian keterkaitan, sering 
memunculkan klaim-klaim kebenaran tunggal. Gesekan- 
gesekan yang terjadi antar kelompok dalam satu agama, 
diantaranya diakibatkan oleh klaim kebenaran dalam 
pengamalan ibadah seperti ini, seperti perbedaan cara 


437 


shalat, ziarah kubur dan mulai puasa. Setiap orang, atau 
kelompok akan mendasarkan pada argumentasi teks 
sucinya masing-masing, yang tentu berbeda satu dengan 
lain. Selama pengamalan ibadah ini didasarkan pada klaim- 
klaim yang memutlakkan kebenaran pada dirinya, dan 
pada saat yang sama mengklaim kesesatan terhadap di luar 
dirinya, maka gesekan dan konflik tidak akan pernah 
terhindarkan, bahkan peperangan akan sangat mungkin 
berkobar. 

Ibadah mahdhah adalah persoalan bagaimana 
seseorang menjalankan ritus yang diyakini kebenarannya. 
Hal ini merupakan persoalan kecenderungan dan pilihan 
hati yang tidak bisa dipaksakan. Karena itu harus diwu- 
judkan ruang sebebas mungkin, yang memberi kesempatan 
setiap orang, tanpa kecuali, agar bisa menjalankan keya- 
kinan ibadahnya ini. Ibadah mahdhah merupakan hak 
privat seseorang sepenuhnya, yang harus dihormati oleh 
siapapun. Dalam hal ini, setiap orang berhak mencari 
informasi, meyakini, dan mengamalkan ritualitas ini sesuai 
dengan keyakinan yang dimiliki, tanpa pemaksaan. Pen- 
dakwahan dan penyelenggaran ibadah mahdhah yang 
dilakukan siapapun atau kelompok manapun, harus 
diperkenankan sebagai wujud dari kebebasan keber- 
agamaan setiap orang. Pengamalan ibadah ini juga se- 
mestinya tidak digunakan untuk memisah-misahkan 
kemanusiaan seseorang, yang satu perlu dibela dan yang 
lain harus diberangus. Selanjutnya, ibadah mahdhah seperti 
shalat, puasa dan haji dimaksudkan untuk melahirkan 
pribadi-pribadi yang tangguh yang siap mengemban misi 
kemanusiaan. Karena itu, ujian kebenaran suatu pandangan 
dalam hal ritualitas ini, semestinya didasarkan pada sejauh 
mana pengembanan misi kemanusiaan sukses dilahirkan 
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dari suatu ritualitas tertentu. Klaim kebenaran diperlukan 
sebatas untuk memperkuat motivasi pengamalan, tetapi 
fanatisme yang berlebihan yang berbuah pelecehan dan 
kekerasan terhadap pihak lain adalah sesuatu yang tidak 
terpuji. Karena Allah SWT sendiri mewanti-wanti, bahwa 
tidak ada siapapun yang lebih berhak daripada yang lain 
untuk mengatasnamakan dirinya sebagai pasukan yang 
resmi atau pembicara yang sah atas nama-Nya (wa md 
ya'lamu junida rabbika illa huwa, OS, 74:31). Dengan 
demikian, dimensi kemanusiaan (magishid asy-syari'ah) bisa 
menjadi semangat dasar pemahaman dan pelaksanan 
ibadah mahdhah 

Sementara Ibadah ghair mahdhah Jritualitas sosial| 
dalam Islam mencakup wilayah yang cukup luas, karena ia 
berhubungan dengan keseharian manusia sebagai makhluk 
sosial. Seperti berkawan, bertetangga, bermasyarakat, 
membela yang lemah, menolong yang miskin, mewujudkan 
kebersamaan, membangun kesejahteraan, menghidupkan 
keadilan dan merajut kemaslahatan. Dalam hal ini, sebisa 
mungkin relasi ibadah ini didasarkan kepada kesepakatan, 
kerelaan, tanpa penipuan, tanpa spekulasi naif. Dengan 
tanpa membedakan keagamaan seseorang, ras, suku dan 
jenis kelamin. Moralitasnya dalam hal ini adalah keper- 
cayaan dan tanggung jawab. Khusus untuk hal yang 
memiliki dimensi sosial tinggi, baik Allah SWT dalam ayat- 
ayat Our an-Nya maupun Nabi Muhammad SAW dalam 
hadits-haditsnya sering mengecam orang-orang yang hanya 
terhenti pada ritualitas transendental, tanpa mentransfor- 
masikannya kepada ritualitas sosial. Dalam surat al-Ma'tin, 
Allah memeberikan label “pendusta agama' kepada mereka 
yang rajin shalat, tetapi tidak memberikan perhatian kepada 
anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Nabi juga 
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menafikan keimanan orang-orang yang berzina, mencuri, 
kenyang sendirian padahal tetangganya kelaparan, tidak 
menghormati tamu, tidak mencintai sesama dan beberapa 
ritualitas sosial lainnya. 

Kalau ritualitas yang pertama sering menjadi titik 
pisah antar kelompok dalam satu agama, atau antar 
kelompok agama, maka ritualitas yang kedua ini menjadi 
titik temu bagi mereka. Tidak ada satu agamapun, atau 
pandangan keagamaan apapun, yang memperkenankan 
penindasan, pemerkosaan, perampasan dan kezaliman, atau 
menelantarakan orang-orang yang papa. Pada saat yang 
sama, semua agama dan semua kelompok keagamaan 
mengusung nilai-nilai kasih sayang, kemaslahatan, kesejah- 
teraan dan keadilan bagi manusia, tanpa pembedaan- 
pembedaan. Islam dan Kristen, misalnya tidak akan pernah 
bertemu untuk memastikan bagaimanakah sifat Tuhan yang 
sebenarnya, sehingga bisa dipastikan dengan cara apa Dia 
harus disembah dalam prosesi-prosesi ritual yang bersifat 
transendental. Bahkan, diantara kelompok-kelompok Islam 
juga terjadi perbedaan yang sangat tajam, misalnya antara 
kelompok Sufi dengan Wahabi, tentang apa deskripsi men- 
tauhid-kan Allah dan bagaimana beribadah yang benar, 
tepat dan sesuai keinginan-Nya. Tetapi Islam dan Kristen, 
atau diantara kelompok-kelompok Islam pasti bisa bertemu 
dalam hal menolong anak yatim, membantu orang miskin, 
memihak pada orang-orang lemah dan mewujudkan 
kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Kalau benar 
tujuan agama diturunkan ke muka bumi adalah untuk 
kemaslahtan manusia (rahmatan lil 'alamin), mengapa kita 
tidak memperbanyak pertemuan-pertemuan dengan 
berbagai kelompok agama? Mengapa kita tidak banyak 
menitik beratkan pada ritualitas sosial yang merupakan titik 
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temu antar agama? Bahkan mengapa kita tidak menjadikan 
ritualitas sosial sebagai tolok ukur keberagamaan kita? 
Mungkin sudah saatnya, keberagamaan seseorang diuji 
dengan kesalehan sosial, bukan dengan kesalehan indi- 
vidual, yang hanya menonjolkan klaim-klaim kebenaran 
yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Swt. 


Penutup 

Figh realitas adalah metode bagaimana membaca ulang dan 
merumuskan kembali figh kita, dengan mengambil inspirasi 
langsung dari realitas empirik yang nyata dan berkembang, 
dengan tetap mendasarkan pada cita kemaslahatan bagi 
kemanusiaan. Metode ini bukan sesuatu yang baru, karena 
para ulama figh ketika merumuskan fighnya masing- 
masing seringkali atas pertimbangan realitas yang terjadi 
pada saat itu. Bahkan, konsepsi pengandaian dalam figh 
juga didasarkan pada realitas yang akan ditemukan masing- 
masing orang. Mislanya, hukum menikah itu bisa mubah, 
wajib dan bisa haram tergantung realitas yang dihadapi 
masing-masing orang. Tetapi dalam metode ini, perumusan 
figh didasarkan kepada realitas secara komprehensip, tidak 
hanya bersifat individual dan parsial. Metode ini yang 
digunakan untuk membaca ulang konsepsi relasi inter dan 
antar agama dalam Islam. 

Mungkin bisa disimpulkan bahwa dalam tradisi 
figh, sebagai sebuah kumpulan teks-teks keagamaan dan 
tafsir atas agama, memiliki potensi penyulut terjadinya 
kekerasan dan potensi yang sebaliknya memberikan kese- 
jukan, kedamain dan kebersamaan. Dalam perjalanan 
sejarah, potensi yang pertama lebih banyak muncul untuk 
kepentingan-kepentingan yang bersifat politis dan 
kekuasaan, sementara potensi yang kedua lebih banyak 
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menjadi acuan dalam menyusun pranata sosial dalam Islam. 
Mayoritas ulama kontemporer juga telah mengerahkan 
seluruh energi intelektual mereka, untuk mengembangkan 
pola keberagamaan yang lebih bersahabat, damai, penuh 
kasih, sesuai dengan misi utama yang disuarakan oleh al- 
Our'an sebagai rahmatan lil 'alamin. Metode figh realitas di 
sini, digunakan untuk memaknai dan merumuskan model 
figh relasi sosial yang pluralis dan humanis. Karena realitas 
kita, pada saat ini adalah realitas kebangsaan, kebersamaan 
dan perdamaian. Bahkan lebih dari itu, cita kemanusiaan 
Islam mengarah pada peletakan dasar-dasar kemanusiaan 
sebagai tonggak utama kehidupan. 

Yang patut dicatat di sini adalah bahwa resistensi 
terhadap gagasan pluralisme dan humanisme tidak semata 
berakar pada pola keberagamaan, bahkan mungkin tidak 
berakar kepada agama sama sekali. Yang patut dicurigai 
dalam hal ini adalah faktor-faktor sosial yang melatari 
kehidupan masyarakat, seperti ketimpangan sumberdaya, 
supremasi hukum yang tidak berjalan, kebodohan, kemis- 
kinan dan kezaliman. Saat ini kita menyaksikan pem- 
bantaian di Palestina, Lebanon dan yang paling parah 
adalah Irak. Semua mengatasnamakan demokrasi dan Hak 
Asasi Manusia. Negara-negara Barat dalam hal ini sangat 
bertanggung jawab terhadap segala kekerasan yang 
mengatasnamakan agama, yang sedang marak akhir-akhir 
ini. Inilah sesungguhnya yang patut dicurigai sebagai biang 
utama munculnya kekerasan-kekersan berbasis agama, 
khususnya Islam. Dukungan yang muncul terhadap ge- 
rakan Islam yang 'radikal' —entah istilah apa yang paling 
tepat- dari banyak warga, adalah karena muak dengan 
kesombongan dan kekerasan yang ditimbulkan kebijakan 
negara-negara Barat dan Amerika. Bahkan warga dunia 
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menuntut perimbangan terhadap kekuatan adidaya. Tetapi 
wargapun sesungguhnya merasa ketakutan, ketika perim- 
bangan yang muncul dari gerakan tersebut melahirkan 
“daur kekerasan' baru yang juga mengancam mereka yang 
berbeda dan minoritas. Baik minoritas karena di luar Islam, 
maupun minoritas di dalam mayoritas Islam. 

Kebanyakan orang seringkali lebih mudah untuk 
menilai dengan standar hitam-putih semata terhadap orang 
lain, muslim atau kafir, mu'min atau murtad, syari'at atau 
anti-syari at di satu sisi. Di sisi lain juga banyak orang yang 
menilai orang lain dengn standar hitam-putih yang sama, 
demokratis atau tidak demokratis, humanis atau tidak 
humanis, adil gender atau anti keadilan gender, pejuang 
HAM atau perusak HAM. Penilaian ini yang kemudian 
menjadi dasar bagi klaim kebenaran dan bisa jadi tuntutan 
legitimasi kekerasan. 

Penting untuk direnungkan juga apa yang 
ditawarkan oleh Karen Armstrong, bahwa gagasan sebaik 
apapun, termasuk dalam hal ini adalah gagasan demokrasi, 
pluralisme dan humanisme, jika disebarkan melalui ke- 
kerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru.” Dalam 
menata kehidupan yang baru pada masa modern ini, 
penghormatan dan rasa simpatik harus lahir dari semua 
pihak, baik mereka yang mengusung gagasan rasional, 
liberal dan humanistik dan mereka yang mengusung 
kembali kepada agama, atau apa yang sering dikenal 
dengan istilah kelompok fundamentalisme. Kekerasan 
agama dari mereka yang disebut 'kaum fundamentalis' 
adalah respon dialiktis dari fenomena sekularisasi yang 


330 Karen Armstrong, Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme 
dalam Islam, Kristen dan Yahudi, 2001, Mizan, Bandung, hal. 
577-585. 
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tidak menunjukkan simpatinya terhadap ajaran agama, 
bahkan dalam banyak kesempatan sering agresif menye- 
rang agama. Untuk itu, Armstrong melukiskan harapannya 
ke depan: 


“Sekiranya kaum fundamentalis harus mengem- 
bangkan penilaian terhadap musuh mereka secara 
lebih simpatik agar sesuai dengan tradisi agama 
mereka, maka kaum sekular juga harus lebih percaya 
dengan kebajikan, toleransi, dan menghormati umat 
manusia yang mencirikan bentuk terbaik kultur 
modern, serta merasa empati dengan ketakutan, 
kecemasan dan kebutuhan yang dialami kebanyakan 
tetangga fundamentalis mereka, dan kerap diabaikan 
orang” 81, 


Penghormatan dan rasa simpati ini jika dijadikan 
dasar dalam relasi antar agama atau inter agama, akan 
melahirkan kehidupan baru yang lebih damai dan baik 
terhadap kemanusiaan. Saya kira, masyarakat muslim juga 
harus berdiri di garda depan untuk memperjuangkan 
kemanusiaan dan persaudaraan, serta nilai-nilai kebersa- 
maan dan kedamaian agar apa yang dinobatkan Allah Swt 
bahwa masyarakat muslim adalah masyarakat yang terbaik 
di muka bumi ini yang akan memperjuangkan kebaikan 
dan menghapus kerusakan untuk kemanusiaan, benar- 
benar terwujud dan dilaksanakan. “Kamu sekalian adalah 
masyarakat terbaik untuk manusia Ikemanusiaanl, jika kalian 
benar-benar memperjuangkan kebaikan dan melarang kemung- 
karan serta beriman kepada Allah” (OS. Ali Imran, 3: 110). 
Semoga. 


331 Ibid, hal. 585. 
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PERTAUTAN 2 
TEKS DAN KONTEKS 


DALAM FIOH MU'AMALAH . 


Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial 


Figh Mu'amalah, sebagai produk pemahaman hukum Islam 1 
mengenai urusan sosial kemanusiaan, adalah yang paling kentara : 
bagaimana sebuah pandangan hukum ditarik dua kutub: karakter tran- 
senden (ta'abbudi) yang tetap, dan karakter rasional (ta'agguli) yang 
berubah. 

Buku ini menganalisis karakter keberubahan dan ketidak- 
berubahan suatu hukum mu'amalah dalam isu keluarga, ekonomi, dan 
sosial. Tentu saja, mu'amalah di sini artinya luas. Tidak hanya transaksi 
perdagangan atau keuangan sebagaimana dipahami dalam disiplin ilmu 
ekonomi Islam. Isu-isu keluarga yang dibahas menggunakan perspektif 
keadilan gender dalam Islam. Sementara isu-isu ekonomi dan sosial 
dianalisis dengan pendekatan keadilan sosial. 

Buku ini mengawali pembahasannya dengan aspek meto-" 
dologi. Sebelum membahas perdebatan mengenai hukum figh itu 
sendiri. Pada tahun 2003, metodologi ini saya sebut sebagai figh rea- 
litas. Yaitu perumusan figh yang memandang realitas sebagai rujukan € : 
yang valid dalam memahami dan menerapkan teks-teks sumber. Fakta- 
fakta kehidupan yang dialami perempuan, misalnya, adalah sumber 
yang valid untuk memahami kembali seluruh teks-teks Our'an, Hadits, 
dan pandangan-pandangan figh klasik. Narasi hukum nasional dan 
instrumen internasional juga menjadi bagian dari realitas yang harus 
dipertimbangkan. 

Melupakan realitas dalam merumuksan figh adalah 
menjauhkan teks dari konteksnya yang sekarang. Padahal hukum Islam 
itu sesuai untuk segala tempat dan waktu (shalihun likulli makan wa 
zaman). Kesesuaian ini hanya mungkin jika ia merujuk pada realitas. 
Merujuk tentu saja bukan berarti mengikuti secara saklek. Karena pada 
data-data realitas dan teks-teks hukum juga pasti ada penyimpangan- 
penyimpangan. Merujuk artinya mempertemukan tujuan-tujuan teks 
(magasih syari'ah) dengan spirit yangjuga terekam dalam realitas. 
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5 EUSM INI 
done Yam, CENDEKIA NUN 


